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Pendahuluan
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 
merupakan hak yang muncul karena 
hasil kreatifitas intelektual seseo-
rang, dengan syarat harus di tuang-
kan dalam bentuk nyata (ada dimensi 
fisiknya), ada kreatifitas, sehingga 
tidak boleh sekedar ide, gagasan, 
konsep, fakta tertentu yang tidak 
memiliki dimensi fisik.( Budi Santo-
so, 2008 : 1) Salah satu  bidang HKI 
yang mendapatkan perlindungan 
adalah Hak cipta. Undang-undang RI 
Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC 
2014) Pasal 1 Ayat (1) tentang Hak 
Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklu- 
sif pencipta yang timbul secara 
otomatis berdasarkan prinsip 
deklaratif setelah suatu ciptaan diwu-
judkan dalam bentuk nyata tanpa 
mengurangi pembatasan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan. Salah satu ciptaan 
yang dilindungi oleh hak cipta 
berdasar Pasal 40 UUHC 2014, 
bahwa Ciptaan yang Dilindu
(1)Ciptaan yang dilindungi meliputi 
Ciptaan dalam bidang ilmu peng-
etahuan, seni, dan sastra, terdiri 
atas:
a.  buku, pamflet, perwajahan karya 
tulis yang diterbitkan, dan semua 
hasil karya tulis lainnya;
b. ceramah, kuliah, pidato, dan 
Ciptaan sejenis lainnya;
c. alat peraga yang dibuat untuk 
kepentingan pendidikan dan ilmu 
pengetahuan;
d.  lagu dan/atau musik dengan atau 
tanpa teks;
e. drama, drama musikal, tari, kore- 
ografi, pewayangan, dan panto-
mim;
f. karya seni rupa dalam segala 
bentuk seperti lukisan, gambar, 
ukiran, kaligrafi, seni pahat, 
patung, atau kolase;
g.  karya seni terapan;
h.  karya arsitektur;
i.   peta;
j.   karya seni batik atau seni motif 
lain;
k.  karya fotografi;
l.   Potret;
m.  karya sinematografi;
n.   terjemahan, tafsir, saduran, bunga 
rampai, basis data, adaptasi,    
aransemen, modifikasi dan karya 
lain dari hasil transformasi;
o.  terjemahan, adaptasi, aransemen, 
transformasi, atau modifikasi 
ekspresi budaya tradisional;
p.  kompilasi Ciptaan atau data, baik 
dalam format yang dapat dibaca  
dengan Program Komputer 
maupun media lainnya;
q. kompilasi ekspresi budaya   
tradisional selama kompilasi 
tersebut merupakan karya yang 
asli;
r.    permainan video; dan
s.    Program Komputer.
(2)Ciptaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf n dilindungi 
sebagai Ciptaan tersendiri dengan 
tidak mengurangi Hak Cipta atas 
Ciptaan asli.
 (3)Pelindungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2), termasuk pelindungan terha-
dap Ciptaan yang tidak atau ilaku-
kan Pengumuman tetapi sudah 
diwujudkan dalam bentuk nyata 
yang memungkin- kan Penggan-
daan Ciptaan tersebut.
Karya lagu atau musik 
sebagaimana Pasal 40 Huruf (d) 
UUHC2014 tersebut dapat diartikan 
sebagai ciptaan utuh yang hanya ada 
unsur lagu atau melodi, syair atau 
lirik juga aransemen, termasuk nota-
sinya, dalam arti bahwa lagu atau 
musik tersebut merupakan suatu 
kesatuan karya cipta. Pencipta musik 
atau lagu adalah seseorang atau 
beberapa orang secara bersama-sama 
yang atas inspirasinya lahir suatu 
ciptaan musik atau lagu berdasarkan 
kemampuan pikiran, imajinasi, kece-
katan, keterampilan atau keahlian 
yang dituangkan dalam bentuk yang 
khas dan bersifat pribadi, yang dalam 
istilah lain dikenal sebagai kompo- 
ser. (Hendra Tanu Atmadja, 2003 : 
55)
Malang merupakan kota terbesar 
nomor 2 (dua) di Jawa Timur setelah 
Surabaya. Malang merupakan kota 
yang mengalami perkembangan 
cukup cepat baik dari segi pemba- 
ngunan infrastruktur, kegiatan 
ekonomi, maupun sosialnya sehing-
ga merupakan daerah yang sangat 
kondusif dan aman untuk pengem-
bangan selanjutnya. Gubernur Jawa 
Timur, Soekarwo, menyatakan bah- 
wa pertumbuhan ekonomi di kota 
Malang jadi yang tertinggi di ban- 
ding daerah-daerah lain yang ada di 
Jawa Timur, dengan asumsi alokasi 
dana sekitar 310 (Tiga Ratus Sepu-
luh) Triliun dibelanjakan untuk 
konsumsi non makan dan minum 
oleh warga Malang. Warga kota 
Malang ini sudah tidak bingung 
memikirkan makan lagi, namun 
lifestyle, bayar cicilan motor, ini 
bentuk pertumbuhan ekonomi. ( 
www.aktual.co/nusantara, 24 Maret 
2015) Kota Malang juga terkenal 
sebagai kota tujuan wisata, selain 
wisata alam, kuliner, belanja juga 
maupun wisata hiburan diantaranya 
karaoke. Peluang inilah yang di man-
faatkan oleh para pengusaha untuk 
mengembangkan usahanya termasuk 
pengusaha rumah Karaoke. Usaha 
Karaoke dianggap sangat menjanji- 
kan karena kecenderungan masya- 
rakat membutuhkan banyak jenis 
hiburan ditengah-tengah kesibukan 
sehari-hari. 
Ditengah-tengah menjamurnya 
usaha karaoke, hak cipta memiliki 
peran yang sangat penting dalam 
upaya memberi perlindungan kepada 
para pihak yang memiliki peran 
dalam usaha karaoke terutama 
perlindungan kepada pencipta/ 
pemegang hak cipta lagu atau musik 
dan secara tidak langsung juga 
melindungi pemilik usaha karaoke. 
Perlindungan Pencipta lagu karena 
memiliki hak ekslusif berupa hak 
untuk memperbanyak atau hak untuk 
mengumumkan suatu ciptaan. 
Pengertian Hak eksklusif ini adalah 
hak yang hanya dimikili oleh pencip-
ta saja, tidak diberikan pada orang 
lain diluar pencipta. Pengertian 
pengumuman adalah pembacaan, 
penyiaran, pameran, penjualan, 
pengedaran atau penyebaran suatu 
ciptaan dengan menggunakan alat 
apaun, termasuk media internet, atau 
melakukan dengan cara apapun 
sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, 
didengar, dilihat atau didengar oleh 
orang lain.
Sedangkan perbuatan yang dika- 
tegorikan sebagai perbanyakan 
adalah penambahan jumlah sesuatu 
ciptaan, baik secara keseluruhan 
maupun bagian yang sangat substan-
sial dengan menggunakan bahan-ba-
han yang sama ataupun tidak sama, 
termasuk mengalihwujudkan secara 
permanen atau temporer. Hal ini 
sesuai dengan filosofi hukum yang 
diatur dalam UUHC 2014 bahwa 
pencipta mempunyai hak moral 
untuk menikmati hasil kerjanya, 
termasuk keuntungan yang dihasil-
kan oleh keintelektualannya.(Djuwi-
tyastuti, 2006 : 47).  Dengan demiki-
an, hak cipta memberi hak milik 
eksklusif atas suatu karya pencipta. 
Dengan demikian, setiap orang lain 
yang ingin melakukan perbuatan 
untuk mengumumkan dan atau mem-
perbanyak hasil ciptaan, wajib 
terlebih dahulu minta izin kepada 
pemiliknya yaitu pemegang hak 
cipta (lagu atau musik) melalui pem-
berian lisensi. Hal ini diatur dalam 
Bab XI Pasal 80 sampai dengan 
Pasal 86 UUHC 2014.
Dalam upaya perlindungan hak 
cipta di Indonesia, berdiri Lembaga 
manajemen kolektif (collecting soci-
ety) yang dikenal sebagai lembaga 
untuk mengumpulkan royalti bagi 
para pencipta lagu adalah Yayasan 
Karya Cipta Indonesia (baca : KCI). 
KCI sebagai badan hukum Nirlaba 
berbentuk Yayasan adalah pengelola 
hak-hak eksklusif para pencipta 
musik dan lagu, baik yang berasal 
dari dalam maupun luar negeri, 
khususnya yang berkaitan dengan 
hak ekonomi untuk mengumumkan 
karya cipta musik dan lagu bersang-
kutan, termasuk dan tidak terkecuali 
untuk memberikan izin atau lisensi 
pengumuman kepada semua pihak 
yang mempergunakannya untuk 
usaha-usaha yang berkaitan dengan 
kegiatan komersial dan atau untuk 
setiap kepentingan yang berkaitan 
dengan tujuan komersial. KCI dalam 
menjalankan kegiatanya haruslah 
memiliki mekanisme dan landasan 
hukum yang jelas, jika tidak sangat 
dimungkinkan banyak pihak yang 
menentang/menolak keberadaannya. 
Ketika mekanisme sudah di bangun 
dengan baik akan terlihat transparan-
si pengelolaan sehingga kepercayaan 
dari yang berkepentingan dalam 
semua usaha yang memanfaatkan 
musik/lagu bisa terbangun dan 
pemenuhan hak-hak dari mas-
ing-masing pihak yang berkepentin-
gan dapat terpenuhi. 
Permasalahan
Bagaimana pelaksanaan pemba-
yaran royalty oleh user kepada 
pencipta yang dilakukan oleh KCI di 
Kota Malang?
 Pembahasan
Hak cipta adalah hak eksklusif 
bagi pencipta untuk mengumumkan 
atau memperbanyak ciptaannya 
dalam bidang ilmu pengetahuan, seni 
dan sastra yang antara lain dapat 
terdiri dari buku, program komputer, 
ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan 
lain yang sejenis dengan itu, serta 
hak terkait dengan hak cipta Menurut 
Budi Santoso, Hak cipta pada 
dasarnya berisikan hak ekslusif si 
pencipta atau pemegang hak cipta 
untuk mengambil manfaat ekonomi 
sebuah ciptaan dengan melalui ber- 
bagai cara, juga berisikan hak untuk 
melarang pihak lain menggunakan 
ciptaannya (untuk kepentingan 
komersil) tanpa ijin si pencipta atau 
pemegang hak cipta. (Budi Santoso, 
2008: 6)
Hak yang melekat pada seorang 
pencipta meliputi hak ekonomi dan 
hak moral serta fungsi sosial. Hak 
ekonomi adalah hak untuk mendapa-
tkan manfaat ekonomi atas ciptaan 
serta produk hak terkait. Hak itu 
dapat dijabarkan menjadi 8 (delapan)  
jenis hak ekonomi yang melekat 
pada hak cipta, yaitu : ( Tim Lindsey 
dkk., 2005 : 6) Pertama, Hak repro-
duksi (reproduction right), yaitu hak 
untuk menggandakan ciptaan, 
UUHC 2014 menggunakan istilah 
perbanyakan. Kedua, Hak adaptasi 
(adaptation right), yaitu hak untuk 
mengadakan adaptasi terhadap hak 
cipta yang sudah ada. Hak ini diatur 
dalam Bern convention. Ketiga, Hak 
distribusi (distribution right), yaitu 
hak untuk menyebarkan kepada ma- 
syarakat setiap hasil ciptaan dalam 
bentuk penjualan atau penyewaan, 
dalam UUHC 2014 hak ini dimak-
sudkan dalam hak mengumumkan. 
Keempat, Hak persetujuan (perfor-
mance right), yaitu hak untuk meng- 
ungkapkan karya seni dalam bentuk 
pertunjukan atau penampilan oleh 
pemusik, dramawan, seniman, 
peragawati, hak ini diatur dalam 
Bern convention. Kelima, Hak pe- 
nyiaran (broadcasting right), yaitu 
hak intuk melakukan penyiaran 
melalui transmisi dan tranmisi ulang, 
dalam UUHC 2014 hak ini dimak-
sudkan dalam hak mengumumkan. 
Keenam Hak program kabel (cable-
casting right), yaitu hak untuk me- 
nyiarkan ciptaan melalui kabel, hak 
ini hampir sama dengan hak pe- 
nyiaran tetapi tidak melalui transmisi 
melainkan melalui kabel. Ketujuh, 
Droit de suit, yaitu hak tambahan 
pencipta yang bersifat kebendaan. 
Kedelapan Hak pinjam masyarakat 
(public lending right), yaitu hak 
pencipta atas pembayaran ciptaan 
yang tersimpan diperpustakaan 
umum yang dipinjam oleh ma- 
syarakat. Hak ini berlaku di Inggris 
dan diatur dalam Public Lending 
Right Act 1979, The Public Lending 
Right Scheme 1982.
Hak moral (moral right) adalah 
hak yang melindungi kepentingan 
pribadi atau reputasi pencipta atau 
penemu. Hak moral melekat pada 
pribadi pencipta, hak moral tidak 
dapat dipisahkan dari pencipta 
karena bersifat pribadi dan kekal. 
Sifat pribadi menunjukkan ciri khas 
yang berkenaan dengan nama baik, 
kemampuan, dan integritas yang 
hanya dimiliki pencipta. Kekal arti- 
nya melekat pada pencipta selama 
hidup bahkan setelah meninggal 
dunia. Termasuk dalam hak moral 
adalah hak-hak yang berikut ini :( 
Tim Lindsey dkk., 2005 : 21-22) a). 
Hak untuk menuntut kepada peme-
gang hak cipta supaya namanya tetap 
dicantumkan pada ciptaannya. b). 
Hak untuk tidak melakukan perubah-
an pada ciptaan tanpa persetujuan 
pencipta atau ahli warisnya. c). Hak 
pencipta untuk mengadakan peruba-
han pada ciptaan sesuai dengan 
tuntutan perkembangan dan kepatu- 
tan dalam masyarakat. Hak moral ini 
diatur dalam Pasal 5 sampai dengan 
Pasal 7 juncto Pasal 21 sampai 
dengan Pasal 22 serta ketentuan 
Pasal 57 UUHC 2014. Kondisi peng-
gunaan ciptaan tanpa persetujuan si 
pencipta atau pemegang hak cipta 
tidak jarang bukan merupakan 
pelanggaran hak ekslusif pencipta 
atau pemegang hak cipta, situasi ini 
sering dikatakan bahwa hak cipta 
mempunyai fungsi sosial.
Berbicara mengenai fungsi sosial 
hak cipta maka sebenarnya membi- 
carakan pembatasan hak cipta atau 
dalam istilah asing dikenal dengan 
istilah fair use atau fair dealing, pem-
batasan-pembatasan terhadap hak 
ekslusif pencipta sering dianggap 
sebagai fungsi sosial hak cipta, arti- 
nya dalam kondisi tertentu ma- 
syarakat diperkenankan menggu-
nakan ciptaan orang lain tanpa izin 
terlebih dahulu pada pencipta atau 
pemegang hak cipta untuk tujuan 
tertentu. ( Tim Lindsey dkk., 2005 : 
21-22) Fungsi sosial hak cipta terse-
but diciptakan dalam rangka mencip-
takan keseimbangan kepentingan 
antara kepentingan pencipta yang 
menciptakan suatu ciptaan dengan 
hak masyarakat yang membutuhkan 
ciptaan.
 Fungsi social Hak cipta biasa 
dikaitkan dengan istilah Copyleft 
merupakan praktek penggunaan 
undang-undang hak cipta untuk 
meniadakan larangan dalam mendis-
tribusikan salinan dan versi yang 
telah dimodifikasi dari suatu karya 
kepada orang lain dan mengharuskan 
kebebasan yang sama diterapkan 
dalam versi-versi selanjutnya di 
masa yang akan datang. Copyleft 
diterapkan pada hasil karya seperti 
perangkat lunak, dokumen, musik, 
dan seni. (http://pusathki.uii.ac.id/ar-
tikel)
Perwujudan dari hak ekonomi 
yang dimiliki oleh pencipta, maka 
pencipta mendapatkan royalti dari 
apa yang diciptakannya. Black’s law 
Dictionary mendefinisikan royalti 
sebagai “Payment made to an author 
or inventor for each copy of a work 
ar article sold under a copyright or 
patent“, atau secara lebih mudahnya 
yaitu sebuah pembayaran yang 
diberikan kepada pencipta atas cipta-
annya yang dijual atau dikomersial-
isasikan oleh user berdasarkan 
hukum hak cipta atau paten. Selain 
itu Black’s law Dictionary juga 
menyebutkan royalti sebagai “A 
share of product or profit from real 
property reserved by the grantor of 
mineral lease in exchaneg for 
lessee’s right to mine or drill an the 
land“. (Bryan A. Gardner, 1999 : 
1330).  Royalti adalah jumlah yang 
dibayarkan untuk penggunaan prop-
erti, seperti hak paten, hak cipta, atau 
sumber alam; misalnya, pencipta 
mendapat bayaran royalti ketika 
ciptaannya diproduksi dan dijual; 
penulis dapat memperoleh royalti 
ketika buku hasil karya tulisannya 
dijual; pemilik tanah menyewakan 
tanahnya ke perusahaan minyak atau 
perusahaan penambangan akan 
memperoleh royalti atas dasar 
jumlah minyak yang dihasilkan dan 
tanah tersebut.( /id.wikipe-
dia.org/wiki/Royalti, 24 Maret 2015)
Musik merupakan ciptaan utuh 
yang terdiri dari unsur lagu/ melodi, 
syair atau lirik dan aransemen, 
termasuk notasinya. (Hendra Tanu 
Atmadja, 2003 :  28)  Karya musik 
merupakan tiap ciptaan baik yang 
sekarang telah ada maupun yang 
dibuat kemudian termasuk didalam- 
nya melodi dengan maupun tanpa 
lirik, gubahan/ aransemen atau adap-
tasi. Karya musik terdiri dari 4 
(empat) macam unsur ciptaan, yaitu: 
melodi dasar, lirik lagu, aransemen, 
dan notasi. Keempat unsur tersebut 
merupakan ciptaan 1 (satu) orang 
saja, selain itu juga masing-masing 
unsur dapat merupakan ciptaan 
sendiri-sendiri. Jadi bisa saja satu 
karya cipta dimiliki oleh beberapa 
orang pemegang hak cipta.
Lagu atau musik sendiri dalam 
Penjelasan UU Hak Cipta diartikan 
sebagai karya yang bersifat utuh, 
sekalipun terdiri atas unsur lagu atau 
melodi, syair atau lirik, dan aranse- 
mennya termasuk notasi. Yang 
dimaksud dengan utuh adalah bahwa 
lagu atau musik tersebut merupakan 
suatu kesatuan karya cipta. Karya 
lagu atau musik adalah ciptaan utuh 
yang terdiri dari unsur lagu atau 
melodi, syair atau lirik dan aranse- 
men, termasuk notasinya, dalam arti 
bahwa lagu atau musik tersebut me- 
rupakan suatu kesatuan karya cipta. 
Sebuah lagu yang telah tercipta 
pada dasarnya adalah sebuah karya 
intelektual pencipta sebagai perwu-
judan kualitas rasa, karsa, dan 
kemampuan pencipta. Sedangkan 
yang dimaksud dengan pemilik dan 
pemegang hak cipta lagu adalah: a). 
Pemilik hak cipta adalah pencipta, 
yaitu seseorang atau beberapa orang 
yang dengan kemampuan bakat dan 
pikiran serta melalui inspirasi dan 
imajinasi yang dikembangkannya 
sehingga dapat menghasilkan karya 
yang spesifik dan bersifat pribadi. b). 
Pemegang hak cipta adalah pencipta 
sebagai pemilik hak cipta atau pihak 
yang menerima hak tersebut dari 
pencipta sesuai dari batasan yang 
tercantum dalam UU Hak Cipta. Di 
dalam karya musik dapat disimpul-
kan bahwa seorang pencipta lagu 
memiliki hak sepenuhnya untuk 
melakukan eksploitasi atas lagu 
ciptaannya. Hal ini berarti bahwa 
pihak-pihak yang ingin memanfaat-
kan karya tersebut harus meminta 
izin terlebih dahulu kepada pencip-
tanya sebagai pemilik dan pemegang 
hak cipta.
Pengguna atau user dalam karya 
cipta lagu atau musik menurut 
Husain Audah dibagi menjadi ( 
Husain Audah, 2004 : 21) : a) Untuk 
Mechanical Rights (hak memperba- 
nyak), pengguna atau user adalah 
pengusaha rekaman (recording com-
pany). b) Untuk Performing Right 
(hak mengumumkan), pengguna atau 
user adalah badan yang menggu-
nakan karya musik untuk keperluan 
komersil (broadcast, hotel, restoran, 
karaoke, diskotik, dll). c) Untuk 
Printing Rights, pengguna atau user 
adalah badan yang menerbitkan 
karya musik dalam bentuk cetakan, 
baik notasi (melodi lagu) maupun 
liriknya untuk keperluan komersil. d) 
Untuk Synchronization Rights, peng-
guna atau  user adalah pelaku yang 
menggabungkan karya cipta musik 
(audio) ke dalam gambar/film (visu-
al) untuk kepentingan komersil. 
Proses penggunaan oleh user secara 
umum menggunakan perjanjian 
lisensi, yaitu hanya bersifat pemberi-
an ijin atau hak yang dituangkan 
dalam akta perjanjian untuk dalam 
jangka waktu tertentu dan dengan 
syarat tertentu menikmati manfaat 
ekonomi suatu ciptaan yang dilin- 
dungi hak ciptaan.
Berdasarkan uraian di atas, dapat 
disimpulkan bahwa pengguna atau 
user adalah setiap orang/ badan 
hukum, misalnya stasiun televisi, 
stasiun radio, tempat karaoke, jasa 
perjalanan, jasa penerbangan, hotel, 
pusat perbelanjaan, perusahaan jasa 
periklanan, yang melakukan pengu-
muman dalam arti menyiarkan, 
menyuarakan/ mempertunjukkan 
suatu karya cipta (dalam hal ini reka-
man lagu atau musik), yang dituju-
kan disamping sebagai tujuan utama 
dari usahanya itu, atau sebagai servis 
tambahan untuk ‘mendampingi’ 
usaha utamanya dalam rangka 
pelayanan kepada masyarakat.
Karaoke (dari bahasa Jepang カラ
オケ) adalah sebuah bentuk hiburan 
di mana seseorang menyanyi diiringi 
dengan musik dan teks lirik yang 
ditunjukkan pada sebuah layar 
televisi. Di Asia, karaoke sangat 
populer. Secara etimologis kata kara-
oke merupakan kata majemuk: 
"kara" (空) yang berarti "kosong" 
(seperti dalam karate) dan "oke" 
yang merupakan bentuk pendek dari 
"orkestra". Karena kata majemuk ini 
setengah asing (Inggris) dan sete- 
ngah Jepang, maka ditulis dengan 
aksara katakana dan bukan kanji. 
Tempat karaoke yaitu gedung atau 
ruangan khusus untuk hiburan 
bernyanyi karaoke. (id.wikipe-
dia.org/wiki/Karaoke, 24 Maret 
2015)
Tujuan secara umum dari Hak 
Kekayaan Intelektual (HKI) khusus-
nya pada perlindungan hak cipta 
adalah untuk memberikan dorongan 
bagi para pencipta untuk terus mem-
buat hasil karya dengan menye-
diakan jalan dengan memperoleh 
hasil secara materi. Meskipun tujuan 
utama dari UUHC adalah untuk 
mempromosikan, memajukan dan 
menyebarkan budaya dan ilmu pe- 
ngetahuan, pangsa pasar hak cipta 
telah membenarkan adanya sifat 
dasar dari harta benda umum yang 
berasal dari hak cipta itu sendiri 
dengan menyediakan kompensasi 
kepada para pencipta, namun tidak 
termasuk bagi selain para pembeli 
maupun bagi mereka yang mengem-
bangkan pertukaransecara sukarela 
antara pencipta dan pengguna Sama 
halnya dengan berbagai situasi pasar 
lainnya yang menggunakan partisi-
pasi sukarela, melalui mekanisme 
ini, kepentingan dari para pemilik 
dan masyarakat umum akan bertemu 
pada satu titik yang sama. Adanya 
kemungkinan penghasilan, maka 
akan membuat para pencipta untuk 
terus memproduksi dan menyebar-
kan hasil karyanya, dengan demikian 
banyak yang berpendapat bahwa hal 
tersebut sama saja dengan memberi-
kan pelayanan kepada kepentingan 
publik dalam hal memajukan dan 
menyebarkan ilmu budaya. 
Dasar utama dari hak cipta 
sebagai konsep kepemilikan yaitu 
bahwa hal tesebut memungkinkan 
adanya perlindungan bagi hasil kar- 
yanya sendiri. Hal ini merupakan 
dasar ketentuan, dimana karya-karya 
itu merupakan ekspresi dari gagasan 
yang diperkenalkan kepada publik. 
Para pemilik tersebut menjadi bagian 
dari hadirnya berbagai informasi 
dimana arus informasi akan dapat 
menjadi penting bagi masyarakat 
secara umum. Oleh karena itu, hak 
cipta memberikan jaminan bahwa 
para pencipta tidak hanya menjaga 
hasil karyanya di bawah penga-
wasan, dengan jalan mencegah 
terjadinya penyalinan tanpa ijin, 
akan tetapi juga memberikan jami-
nan bahwa para pencipta dapat mem-
peroleh hasil manfaat dari hasil 
pekerjaan intelektualnya tersebut. 
Hal ini dianggap sebagai sebuah 
insentif untuk mempublikasikan 
karyanya. Hak cipta juga bekerja 
sebagai sebuah kompensasi atas 
resiko keuangan dari penerimaan si 
pemilik dengan cara mempub-
likasikan hasil karyanya. Tanpa 
adanya perlindungan akan hak cipta, 
seorang pencipta mungkin saja akan 
menolak untuk mempublikasikan 
hasil karyanya, yang pada akhirnya 
publik juga tidak dapat menikmati 
karya tersebut. 
Keuntungan yang dinikmati oleh 
para pencipta melalui perlindungan 
akan hak cipta merupakan hal yang 
problematik. Hak penuh yang berada 
pada pemilik terhadap siapapun yang 
menyalin hasil karyanya terkadang 
sangat berlawanan dengan kepenti- 
ngan publik, seperti misalnya pada 
peran dan kepentingan di bidang 
sosial, politik, pendidikan dan kebu-
dayaan. Sebagian mengatakan 
bahwa informasi dan hasil karya 
seharusnya dipertimbangkan sebagai 
benda umum, oleh karenanya tidak 
perlu dilindungi oleh UUHC. Hak 
untuk mengontrol akses bagi hasil 
karya seseorang sebelum dipub-
likasikan tidak akan menimbulkan 
permasalahan dalam kebebasan 
berbicara akan tetapi penerbit dapat 
mengontrol akses tersebut setelah 
terjadinya publikasi. Hal ini men-
jelaskan kenapa secara historis hak 
cipta dianggap sebagai suatu bentuk 
monopoli yang seharusnya secara 
tegas ditafsirkan untuk melayani 
kepentingan publik diatas pemegang 
hak cipta.
Hak cipta merupakan kekayaan 
intelektual yang dimiliki oleh indivi-
du, kelompok atau perusahaan seper-
ti barang, lagu atau bahkan software 
yang didaftarkan di Direktorat Hak 
Kekayaan Intelektual – Kementerian 
Hukum dan HAM sehingga dilind-
ungi oleh UUHC 2014. Dampak 
pelanggaran hak cipta yaitu 
orang-orang akan merasa enggan 
untuk menghasilkan sebuah karya 
baru, karena karyanya dapat dengan 
mudah ditiru oleh orang lain dan 
berpotensi merugikan masyarakat 
yang membeli karya yang telah diba-
jak atau palsu karena mendapat 
barang dengan berkualitas buruk. 
Pelanggaran hak cipta juga meru-
gikan orang-orang yang karyanya 
dibajak karena orang tersebut telah 
menghabiskan banyak waktu dan 
tenaga, tapi karyanya dapat dengan 
mudah dibajak oleh orang lain, selain 
itu pelanggaran hak cipta juga akan 
berakibat buruk bagi perekonomian 
Indonesia. Para investor akan merasa 
enggan untuk datang karena 
harga-harga CD bajakan atau ilegal 
dijual jauh lebih murah daripada 
yang aslinya. Bahkan hal ini juga 
berdampak buruk bagi produsen 
aslinya. Jenis-jenis pelanggaran hak 
cipta misalnya pembajakan, pengko-
pian, memperbanyak hasil karya 
orang lain, mengedarkan dan men-
jual hasil pelanggaran hak cipta serta 
memperdengarkan/mengumumkan 
tanpa seijin dari pemilik. Untuk 
meminimalisir pelanggaran dalam 
hal memperdengarkan/mengumum-
kan tanpa seijin pemilik di Indonesia, 
selain di lakukan lembaga-lembaga 
pemerintahan dan penegak hukum 
juga dilakukan oleh KCI.
KCI adalah Lembaga ini men-
jalankan pemungutan royalti kapada 
user dengan perjanjian lisensi yang 
sesuai dengan undang-undang yang 
berlaku. (Robin Fry, 2002 :. 518)  
Pavel Tuma memberikan definisi 
Collecting Societies adalah suatu 
organisasi profesi yang dibentuk 
untuk memfasilitasi pengadministra-
sian hak cipta dan melakukan penari-
kan royalti kepada user atas nama 
pencipta. ( Pavel Tuma, 2002 : 220)  
Sedang user adalah orang atau badan 
usaha yang memanfaat karya cipta 
untuk kepentingan komersil. Maka 
dapat disimpulkan pengertian KCI 
merupakan lembaga profesi yang 
bergerak dibidang pemungutan 
royalti kepada user dalam hal 
pemanfaatan lagu/musik dengan 
menggunakan perjanjian lisensi.
Manfaat lisensi KCI bagi penggu-
na (user): 1). Ijin untuk memperde- 
ngarkan lagu berbagai jenis dan 
bentuk musik yang diberikan untuk 
memberi kenyamanan pada konsu- 
men sehingga menambah nilai 
ekonomi kegiatan usaha. Atau hak 
untuk memperdengarkan jutaan 
repertoire lagu sedunia yang berafili-
asi dengan KCI. 2). Menjamin peng-
guna dari segala tuntutan dan atau 
gugatan dari pemegang hak cipta 
yang dikelola oleh KCI. 3). Biaya 
royalti lagu Indonesia, dan asing 
lebih murah dibandingkan royalti di 
negara-negara tetangga. 4). Efisiensi 
biaya karena tidak perlu mencari, 
meminta ijin, bernegosiasi dan mem-
bayar royalti kepada pencipta lagu 
satu persatu diseluruh dunia. 
Pencipta/pemegang hak musik 
atau lagu memberikan kuasa kepada 
KCI untuk pengelolaan, pengadmi- 
nistrasian hak cipta dan melakukan 
penarikan royalti kepada user atas 
nama pencipta. Kemudian KCI 
memberikan lisensi kepada user 
dalam hal ini adalah tempat karaoke, 
atas permohonan dari pengelola 
tempat karaoke untuk kepentingan 
komersil. Sistem lisensinya dengan 
memutar atau memainkan seluruh 
repertoire yang dikelola KCI dengan 
pembayaran royalti di depan. Dari 
pemberian lisensi itu oleh tempat 
karaoke akan di manfaatkan untuk 
mencari keuntungan, dari keuntu- 
ngan itulah ada hak dari pencipta 
lagu atau pemegang hak yang kemu-
dian pengelola tempat karaoke mem-
buat laporan tentang lagu lagu apa 
saja yang diperdengarkan. Setelah 
KCI menerima pelaporan dari penge-
lola tempat karaoke, kemudian oleh 
KCI pelaporan itu akan di olah 
secara cermat dan tepat untuk 
menetukan jumlah royalti yang 
selanjutnya didistribusikan ke 
masing masing pencipta lagu atau 
pemegang hak.
Tempat karaoke di kota Malang 
kurang lebih terdapat 23 (dua puluh 
tiga) tempat dimana dapat di kelom-
pokan menjadi 2 (dua) kelompok, 
yang pertama tempat karaoke wara- 
laba dan tempat karaoke yang bukan 
waralaba. Sebagai contoh tempat 
karaoke waralama yaitu nav karaoke, 
diva karaoke, happy puppy karaoke 
keluarga, vivace family karaoke dan 
café, dll. Sedangkan tempat karaoke 
bukan waralaba yaitu karaoke, studio 
one karaoke dll. Waralaba (Inggris: 
franchising; Perancis : franchise) 
untuk kejujuran atau kebebasan 
adalah hak-hak untuk menjual suatu 
produk atau jasa maupun layanan. 
Sedangkan menurut Pemerintah 
Indonesia yang di maksud waralaba 
adalah perikatan dimana salah satu 
pihak diberi hak untuk memanfaat-
kan dan atau menggunakan hak dari 
kekayaan intelektual (HKI) atau 
pertemuan dari ciri khas usaha yang 
dimiliki pihak lain dengan suatu 
imbalan berdasarkan persyaratan 
yang ditetapkan pihak lain tersebut 
dalam rangka penyediaan dan atau 
penjualan barang dan saja. (id.m. 
wikipwdia.org/wiki/waralaba, 24 
Maret 2015)
Dua kelompok tempat karaoke ini 
memiliki mekanisme pembayaran 
royalti yang sedikit berbeda walau-
pun pada perinsipnya sama, perbe-
dan itu terletak pada tempat karaoke 
waralaba di kota Malang tidak mem-
bayar langsung royalti ke KCI 
melainkan yang melakukan pemba-
yaran royalti adalah pemilik wara- 
laba, sebagai contoh happy pappy 
karaoke keluarga berpusat di Sema-
rang sedangakan yang ada di Malang 
adalah waralaba dari yang di Sema-
rang sehingga yang melakukaan 
pembawayan royalti adalah happy 
pappy karaoke keluarga yang di 
semarang karena sebagai pusat atau 
pemilik waralaba. Berbeda dengan 
tempat karaoke bukan waralaba di 
kota Malang, dimana harus melaku-
kan pembayaran royalti sendiri di 
KCI Surabaya Jawa Timur.
Standar pemungutan royalti untuk 
kepentingan komersial pada tempat 
karaoke adalah sebesar Rp 
10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), 
dimana mereka membayar sesuai 
dengan kemampuan mereka. Seha-
rusnya minimum pembayaran adalah 
sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Puluh 
Juta Rupiah). Tapi pada dasarnya 
pihak yang berwenang melakukan 
pemungutan royalti dalam hal ini 
KCI memberlakukan minimum pem-
bayaran Rp 10.000.000,- (Sepuluh 
Juta Rupiah) dikarenakan beberapa 
faktor yaitu banyak tempat karaoke 
di kota Malang relatif baru. Masalah 
profit yang diterima oleh tempat 
karaoke tersebut belum sesuai 
dengan yang diharapkan. Karena 
telah terjalin negosiasi dan mu- 
syawarah yang cukup baik, maka 
telah disepakati bersama untuk stan-
dard minimum pembayaran royalti 
bagi tempat karaoke adalah sebesar 
Sepuluh Juta Rupiah. Selain itu KCI 
juga menghargai adanya itikad baik, 
kesadaran dan kerjasama yang baik 
dari tempat karaoke di kota Malang. 
Bila dikaitkan dengan prosedur 
yang telah ditetapkan oleh KCI me- 
ngenai lisensi, hak mengumumkan 
diberikan untuk memutar atau 
memainkan seluruh repertoire yang 
dikelola KCI, yaitu jutaan lagu 
sedunia dalam satu paket. Izin tidak 
diberikan lagu per lagu (Blanket 
License). Royalti dibayar dimuka, 
sesuai dengan konsep umum perizi- 
nan. Pengguna kemudian melapor-
kan lagu yang dipergunakan. Berbe-
da dengan lisensi hak memperba- 
nyak, sistem yang digunakan untuk 
lisensi hak memperbanyak bukan 
blanket license, melainkan izin untuk 
per lagu. Tempat karaoke yang telah 
membayar mendapatkan surat 
perjanjian antara tempat karaoke 
dengan KCI Pusat, kuitansi pemba-
yaran dan Sertifikat Lisensi yang 
diterbitkan oleh KCI Pusat. Jadi 
dalam hal ini KCI Jawa Timur hanya 
sebagai perantara antara tempat kara-
oke di kota Malang dengan KCI 
Pusat.
Prosedur royalti hak mengumum-
kan adalah : Setiap setahun sekali 
(Juni/Juli), Royalti diberikan untuk 
lagu yang benar-benar diumumkan 
& dari tempat-tempat yang telah 
memperoleh Lisinsi KCI. Kemudian 
KCI menggunakan sistem “follow 
the dollar” / royalti yang diterima 
dari kegiatan usaha karaoke 
dibagikan untuk lagu-lagu yang 
diputar pada kegiatan masing-ma- 
sing. Besarnya royalti yang diterima 
oleh tiap Pemberi Kuasa tergantung 
pada, apakah lagunya sudah didaftar-
kan, apakah lagunya benar-benar 
dimainkan dan seberapa sering lagu 
tersebut dimainkan (makin sering 
makin banyak royaltinya), Berapa 
pendapatan royalti riil yang diper-
oleh KCI pada tahun itu untuk kate-
gori Pengguna yang dimainkan 
lagunya.
Mekanisme pemungutan royalti 
yang dilakukan oleh KCI sudah 
berjalan dengan cukup baik sehingga 
para pencipta/pemehang hak cipta 
lagu atau musi telah mendapatkan 
haknya hingga 70 (tujuh puluh) 
tahun setelah penciptanya meninggal 
dunia. Pemenuhan royalti sebagai 
hak ekonomi para pemegang hak 
akan lebih efektif jika pihak peme- 
rintah secara resmi melakukan 
penunjukan KCI sebagai salah satu 
lembaga menajemen kolektif (col-
lecting society) maka pihaknya 
selaku pengguna tidak perlu bingung 
dan ragu untuk melakukan pemba-
yaran royalti. Juga perlu adanya 
upaya yang lebih intensif lagi untuk 
melakukan publikasi kepada ma- 
syarakat tentang seluk beluk hak 
cipta, dan tidak kalah penting adalah 
penegakan hukumnya yang tentu 
saja harus dilaksanakan oleh para 
penegak hukum.
Kesimpulan 
Hak cipta merupakan kekayaan 
intelektual yang dimiliki oleh indivi-
du, kelompok atau perusahaan seper-
ti barang, lagu atau bahkan software 
yang bisa didaftarkan di Departemen 
Kehakiman sehingga dilindungi oleh 
UU HC 2014.  Hak Cipta. Salah satu 
upaya perlindungan hak cipta adalah 
Pencipta lagu/pemegang hak dapat 
memberikan kuasa kepada KCI 
untuk pengelolaan, pengadministra-
sian hak cipta dan melakukan penari-
kan royalti kepada user atas nama 
pencipta, kemudian KCI memberi-
kan lisensi kepada user dalam hal ini 
adalah tempat karaoke, atas permo-
honan dari pengelola Tempat Kara-
oke untuk kepentingan komersil.
Terdapat 2 (dua) kelompok 
tempat karaoke di Kota Malang, 
yang pertama tempat karaoke wara- 
laba, dengan memiliki mekanisme 
pembayaran royalti yang di kelola 
langsung oleh pemilik waralaba 
kepada KCI, sebagai contoh happy 
pappy karaoke keluarga berpusat di 
semarang sedangkan yang ada di 
Malang adalah waralaba dari yang di 
semarang sehingga yang melakukaan 
pembayayan royalti adalah happy 
pappy karaoke keluarga yang di 
semarang karena sebagai pusat atau 
pemilik waralaba. Kedua tempat 
karaoke bukan waralaba di kota 
Malang, dimana harus melakukan 
pembayaran royalti sendiri kepada 
KCI.
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patkan oleh pembentuk undang-un-
dang sebagai bagian dari judul 
Undang-undang Persaingan Usaha 
Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya 
disebut dengan UUPU) bukan tanpa 
sebab dan alasan. Kata ”Larangan-
praktik monopoli” juga bukan kata 
yang tanpa makna. Bagi pelaku 
usaha kata tersebut cukup berarti 
terhadap peletakan strategi bisnis 
dalam perusahaan. Dalam tataran 
yuridis dalam UUPUterdapat dua 
kata memiliki kemiripan yang digu-
nakan secara berganti-ganti, yakni 
kata ”monopoli” dan ”praktik mono- 
poli”. Kendatipun demikian, dari 
segi makna kedua istilah tersebut 
terkandung perbedaan yang cukup 
mendasar. Kata “praktik monopoli” 
menjadi prinsip larangandalam 
UUPU sementara itu ”monopoli” 
tidak dijadikan sebagai prinsip lara- 
ngan dalam UUPU. Hal ini menun-
jukkan bahwa pada dua kata tersebut 
memang memiliki arti dan makna 
yang berbeda.
Mengingat sudah menjadi karak-
ter bagi setiap pelaku usaha jika 
selalu ingin menguasai pasar dan 
memenangkan persaingan didalam 
pasar, maka tidak segan-segan 
pelaku usaha melakukan tinda-
kan-tindakan yang cenderung meng-
abaikan kode etik yang lazim dite- 
rapkan dalam bisnis bahkan tidak 
peduli umtuk melanggar aturan 
hukum. Oleh sebab itu, tidak jarang 
beberapa pelaku usaha dihadapkan 
pada persoalan pelanggaran aturan 
hukum, khususnya hukum  persai- 
ngan usaha dan menjadi pihak yang 
harus mempertanggung jawabkan 
segala tindakan pelanggarannya 
dihadapan badan yang mengawasi 
perilakupelaku usaha di Indonesia, 
yaitu Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (selanjutnya disebut KPPU).  
Dari beberapa larangan yang 
diatur dalam UUPU, terdapat salah 
satu larangan  yang dapat dikualifi-
kasikan sebagai pelanggaran UUPU 
adalah melakukan tindakan praktik 
monopoli. Ketentuan Pasal 17 
UUPU adalah parameter yuridis 
untuk mengkualifikasikan suatu 
tindakan termasuk praktik monopoli 
atau bukan. KetikaKPPU menemu-
kan salah satu dari kriteria pasal 
tersebut telah dilakukan oleh pelaku 
usaha, maka KPPU  berhak untuk 
melakukan penyidikan dan penyeli-
dikan kepada pelaku usaha yang 
bersangkutan. Sebagai lembaga pe- 
ngawas kegiatan pelaku usaha, 
KPPU memiliki kewenangan yang 
cukup besar terhadap segala bentuk 
perilaku pelaku usaha yang melang-
gar Pasal 35 UUPU.
KPPU memiliki kewenangan 
menangani perkara yang berbeda 
dengan pengadilan perdata yang 
menangani hak-hak perorangan yang 
bersifat privat, karena perkara yang 
ditangani KPPU bersifat publik. Hal 
ini sesuai dengan tujuan Hukum 
persaingan usaha yang tercantum 
dalam Pasal 3 huruf a, yaitu untuk 
”menjaga kepentingan umum dan 
meningkatkan efisiensi ekonomi 
nasional sebagai salah satu upaya 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat” (Anggara, 2009 : 163). 
Sehingga tugas KPPU harus menjaga 
kondisi perekonomian nasionalagar 
tercipta iklim persaingan usaha yang 
sehat melalui putusan-putusan yang 
dibuatnya tidak terdistorsi oleh 
kepentingan kelompok tertentu saja. 
Berdasarkan uraian latar belakang 
tersebut, dapat dirumuskan permas-
alahan berikut, bagaimanakah imple-
mentasi prinsip larangan praktik 
monopoli dalam putusan KPPU 
(melalui putusan hakim komisioner) 
? Untuk mengkajinya dapat dicerma-
ti dari pertimbangan hakim komi- 
sioner (ratio decidendi) dalam putu-
sannya.
Pembahasan 
1. Prinsip Larangan Praktik 
Monopoli Dalam UUPU 
Parameter yang digunakan oleh 
UUPU untuk mengetahui pelaku 
usaha melakukan monopoli atau 
tidak, terdapat dalam Pasal 17 
UUPU, disebutkan bahwa,
(1)  Pelaku usaha dilarang melaku-
kan penguasaan atas produksi 
dan atau pemasaran barang 
dan atau jasa yang dapat me- 
ngakibatkan terjadinya praktik 
monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat. 
(2)  Pelaku usaha patut diduga atau 
dianggap melakukan pengua-
saan atas produksi dan atau 
pemasaran barang dan atau 
jasa sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), apabila:
a. barang dan atau jasa yang 
bersangkutan belum ada   sub-
stitusinya;atau
b. mengakibatkan pelaku usaha 
lain tidak dapat masuk ke 
dalam persaingan usaha ba- 
rang dan atau jasa yang sama; 
atau
c.  pelaku usaha atau satu kelom-
pok pelaku usaha menguasai 
lebih dari  50% (lima puluh 
persen) pangsa pasar satu jenis 
barang atau jasa tertentu.
Mencermati rumusan Pasal 17 di 
atas memberi pemahaman bahwa 
pelaku usaha akan dianggap melaku-
kan penguasaan atas produksi dan 
atau pemasaran jika perilakunya 
memenuhi kualifikasi unsur-unsur 
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, 
atau c. Unsur-unsur itu bersifat alter-
natif artinya cukup terdapat salah 
satu unsur saja seorang pelaku usaha 
sudah dapat dikualifikasikan sebagai 
telah melakukan kegiatan praktik 
monopoli. 
Pada asasnya segala bentuk 
kegiatan maupun perjanjian yang 
dilakukan pelaku usaha jika mengki-
batkan praktik monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat adalah 
dilarang. Monopoli tidak dilarang 
sepanjang tidak mengakibatkan 
praktik monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat, karena tidak 
semua monopoli merugikan ada juga 
monopoli yang menguntungkan 
(aspek positif monopoli). Sedangkan 
yang dimaksud dengan aspek negatif 
monopoli adalah pengertian dari 
praktik monopoli itu sendiri, yakni 
kegiatan monopoli yang senantiasa 
menimbulkan inefesiensi sumber 
daya dan kerugian pada masyarakat.
Monopoli dan persaingan sebagai 
dua konsep yang memiliki sisi positif 
bagi persaingan dan sisi negatif bagi 
monopoli hal itu merupakan pandan-
gan yang sangat sederhana. Kalau 
dikaji lebih jauh, kedua konsep itu 
saling memiliki aspek-aspek positif 
maupun aspek negatif, tergantung 
sasaran apa yang hendak dicapai dari 
masing-masing. Misalnya, monopoli 
yang dilakukan untuk melindungi 
sumber daya yang vital dari eksploi-
tasi pihak-pihak yang mencari keun-
tungan sendiri, maka monopoli itu 
dianggap sebagai sisi positif dari 
monopoli. Sebaliknya, persaingan 
yang berkonotasi baik bisa beraspek 
negatif, jika persaingan itu terjadi 
tanpa kendali dan pengawasan dari 
negara, tidak lagi mempertimbang-
kan aspek ekonomi, akhirnya yang 
terjadi persaingan yang saling 
mematikan, yang kuat menghancur-
kan yang lemah, maka tujuan 
persaingan yang seharusnya mem-
beri kesejahteraan yang maksimal 
kepada masyarakat dan kesempatan 
yang sama kepada pelaku usaha 
tidak dapat terwujud. 
Berdasarkan pengertian monopoli 
yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 
UUPU, terkandung dua unsur pen- 
ting dalam monopoli, yaitu (1) 
adanya penguasaan atas produk, dan 
atau pemasaran barang dan atau atas 
penggunaan jasa tertentu, (2) dilaku-
kan oleh satu pelaku usaha atau satu 
kelompok pelaku usaha. 
Adapun bentuk kegiatan pengua-
saan atas produksi dan pemasaran 
yang dilarang itu memiliki kriteria 
sebagai berikut : (1) penguasaan atas 
produksi, (2) penguasaan atas 
pemasaran produksi atau jasa, (3) 
barang dan jasa yang berada di 
bawah penguasaan itu tidak ada 
substitusinya di pasar, (4) praktik 
tersebut mengakibatkan terjadinya 
monopoli atau persaingan usaha 
tidak sehat (Ginting, 2001 : 68)
Hal ini artinya penguasaan atas 
produk dan pemasaran suatu produk-
si tidak dilarang oleh undang-undang 
sepanjang tidak meniadakan atau 
mengurangi persaingan di pasar 
(lessen competition), seperti kasus 
paling aktual saat ini yang dilakukan 
oleh Carrefour. 
Didalam Pasal 1 ayat (2) UUPU 
memuat pengertian dari praktik 
monopoli, yang mengandung unsur- 
unsur : (1) Terjadinya pemusatan 
kekuatan ekonomi pada satu atau 
lebih pelaku usaha, (2) Terdapat 
penguasaan atas produksi atau 
pemasaran barang atau jasa tertentu, 
(3) Terjadinya persaingan usaha 
tidak sehat, (4) Tindakan tersebut 
merugiakan kepentingan umum 
(Kagramanto, 2007 : 181)
Jika dibandingkan dengan kriteria 
praktik monopoli terdapat dalam 
Pasal 17 ayat (2), yang memuat 
unsur-unsur : (1) Melakukan perbua-
tan penguasaan atas suatu produk, (2) 
Melakukan perbuatan atas pemasa-
ran suatu produk, (3) Penguasaan 
tersebut dapat mengakibatkan terjad-
inya praktik monopoli, (4) pengua-
saan tersebut dapat mengakibatkan 
terjadinya persaingan usaha tidak 
sehat. 
Konsep praktik monopoli menga-
rah pada pengertian pemusatan 
kekuatan ekonomi, artinya terdapat 
korelasi antara praktik monopoli 
dengan pemusatan ekonomi. Pemu-
satan kekuatan ekonomi jangkauan- 
nya lebih luas daripada sekedar 
penguasaan pasar (bidang pemasa-
ran) karena menyangkut juga pada 
bidang produksi. Penguasaan pasar 
mengakibatkan berkurangnya per- 
saingan (lessen competition) uji 
materiilnya melalui struktur pasar 
sedangkan pemusatan kekuatan 
ekonomi menimbulkan konglomera-
si batu ujinya melalui perilaku pasar.
Untuk membuktikan unsur-unsur 
yang terdapat didalam Pasal 17 ayat 
(2)UUPU harus dapat dipenuhi, 
yakni : (1) Tidak terdapat produk 
substitusinya, (2) Pelaku usaha lain 
sulit masuk kedalam pasar persai- 
ngan terhadap produk yang sama 
dikarenakan hambatan masuk yang 
tinggi, (3) Pelaku usaha lain tersebut 
adalah pelaku usaha yang mempu-
nyai kemampuan bersaing yang 
signifikan dalam pasar bersangkutan, 
(4) Satu atau satu kelompok pelaku 
usaha telah menguasai lebih dari 
50% pangsa pasar suatu jenis produk 
(Winardi, 1996 : 457)
Pengertian unsur-unsur akan 
dijelaskan sebagai berikut : 
1. Produk substitusi
 Didalam Kamus Ekonomi, 
substitutional goods artinya 
benda-benda pengganti, yaitu 
adanya hubungan antara dua 
benda atau lebih, demikian rupa 
hingga benda x dapat mengganti-
kan benda y. Dengan demikian  
pengertian ini dapat dibedakan 
dengan pengertian benda-benda 
komplementer. Benda komple-
menter berfungsi sebagai benda 
pelengkap dari benda utama, 
tetapi tidak menggantikan fung-
sinya. 
 Beranjak dari pengertian di 
atas,  terjadinya  praktik monopoli 
didalam pasar ditandai dengan 
adanya satu jenis produk dalam 
pasar yang bersangkutan, tidak 
ditemukan barang pengganti yang 
menjadi alternatif bagi konsumen 
untuk memilih jenis lainnya yang 
lebih murah. Akibatnya penjual 
produk tersebut dapat memainkan 
harga karena pasarnya berada 
dalam penguasaannya.
 Oleh karena pasar hanya 
dikuasai satu jenis barang 
tertentu, maka didalam pasar 
tidak terjadi persaingan. Pasar 
yang tidak persaingan, pelaku 
usaha cenderung menentukan 
harga sesuai dengan kehendak- 
nya. Sehingga konsumen tidak 
memperoleh harga murah  yang 
lebih kompetitif dibandingkan 
dengan harga yang ditetapkan.
 Istilah substitusi juga ditemu-
kan didalam definisi pasar 
bersangkutan yang terdapat pada 
Pasal 1 angka 10 UUPU, disebut-
kan bahwa:
”Pasar bersangkutan adalah pasar 
yang berkaitan dengan jangkauan 
atau daerah pemasaran tertentu 
oleh pelaku usaha atas barang dan 
atau jasa yang sama atau sejenis 
atau substitusi dari barang dan 
atau jasa tersebut”.
 Untuk menilai sifat substitusi 
dari suatu produk dengan produk 
yang lain dapat digunakan dengan 
menggunakan pendekatan terha-
dap elastisitas permintaan dan 
penawaran melalui analisis prefe-
rensi konsumen. Dalam melaku-
kan analisis preferensi konsumen 
digunakan tiga parameter utama 
sebagai alat pendekatan, yaitu 
harga, karakter, dan kegunaan 
(fungsi) produk.(Assahinur, 2009 
: 18) Produk dalam suatu pasar 
tidak harus bersifat perfect substi-
tutes, karena sulit untuk menemu-
kannya, oleh sebab itu bisa 
dengan konsep close substitutes. 
Produk dalam suatu pasar tidak 
harus memiliki kualitas yang 
sama, oleh sebab itu, sepanjang 
konsumen menentukan bahwa 
produk terkait memiliki karakter 
dan fungsi yang sama, maka 
produk tersebut dapat dikatakan 
sebagai substitusi satu dengan 
lainnya. Untuk menerapkan Pasal 
1 angaka 10 telah dikeluarkan 
peraturan KPPU No.3 Tahun 
2009 tentang Pedoman Penerapan 
Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar 
Bersangkutan.
2. Barrier to entry
 Bentuk  Barrier to entry dapat 
berasal dari dua hal, yaitu dari sisi 
perusahaan dari sisi kebijakan 
publik dari sisi perusahaan strate-
gi yang diterapkan tidak hanya 
untuk menjaga kekuatan pasarnya 
melainkan juga mempertahankan 
laba monopolisnya. Sedangkan 
yang berasal dari kebijakan 
pemerintah biasanya memiliki 
tujuan tertentu, seperti kondisi 
alami industri yang merupakan 
natural monopoly.
3.  Penguasaan Pasar (Market 
Share)
 Menjadi penguasa dalam 
suatu jenis pasar merupakan hara-
pan dari setiap pelaku usaha, 
dengan menjadi penguasa yang 
nyata atas suatu pasar berarti 
pemusatan kekuatan ekonomi 
telah berada dalam genggaman 
pelaku usaha tersebut. Dengan 
kekuatan pasar yang dimilikinya 
itu pelaku usaha dapat menentu-
kan harga barang atau jasa dan 
dampak selanjutnya adalah keun-
tungan yang optimal pasti akan 
dapat diraihnya. Adapun wujud 
penguasaan pasar, dilakukan 
dengan cara: 1). Jual rugi (preda-
tory Pricing) dengan maksud 
untuk mematikan pesaingnya, 2). 
Melalui pratik penetapan biaya 
produksi secara curang serta 
biaya lainnya yang menjadi kom-
ponen harga barang, serta, 3). 
Perang harga maupun persaingan 
harga (Fahmi, 2009 : 139).
 Berbagai bentuk tindakan 
penguasaan pasar seperti ini 
hanya mugkin  dilakukan oleh 
pelaku usaha yang memiliki 
market power. Tolok ukur 
penguasaan pasar tidak harus 
menguasai sebesar 100%, 
penguasaan sebesar 50% atau 
75% saja sudah dapat dikatakan 
memiliki market power.
 Seperti didalam Pasal 17, 
kriteria menguasai pasar diberi-
kan batas lebih dari 50%, pelaku 
usaha yang menguasai pasar sebe-
sar 50% dapat diduga atau diang-
gap melakukan praktik monopoli 
yang merugikan kepentingan 
umum. Pasal 17 bersifat rule of 
reason, untuk dapat membuktikan 
adanya kerugian masyarakat perlu 
dilakukan berbagai penelitian dan 
kajian dari ahli hukum dan ahli 
ekonomi.
2.  KPPU Sebagai Lembaga 
Pengawasan Kegiatan Pelaku 
Usaha
 
Di Indonesia lembaga yang 
berwenang menjalankan fungsi 
pengawasan kegiatan pelaku usaha 
adalah Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha atau disingkat dengan KPPU. 
Pasal 30 ayat (1) UUPU menyebut-
kan,”Untuk mengawasi Undang-un-
dang ini dibentuk Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha yang selanjutnya 
disebut Komisi”, dan didalam Pasal 
30 ayat (3) disebutkan bahwa, 
”Komisi bertanggung jawab kepada 
Presiden”. Selanjutnya Pasal 34 ayat 
(1) menegaskan bahwa, ”Pembentu-
kan Komisi serta susunan organisasi, 
tugas, dan fungsinya ditetapkan 
dengan Keputusan Presiden”. Ak- 
hirnya KPPU didirikan pada tanggal 
8 Juli 1999 berdasarkan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 
75 Tahun 1999 tentang Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha. 
Dengan demikian, penegakan 
Hukum Persaingan Usaha serta 
pengawasan terhadap pelaku usaha 
berada dalam kewenangan KPPU.
Sebagai lembaga pengawas 
kegiatan pelaku usaha, KPPU memi-
liki kewenangan yang cukup besar 
terhadap segala bentuk perilaku 
pelaku usaha. Kewenangan tersebut 
meliputi penyidikan, penuntutan, 
konsultasi, memeriksa, mengadili, 
dan memutus perkara pelanggaran 
hukum persaingan oleh pelaku 
usaha. Namun bukan berarti tidak 
ada lembaga lain yang berwenang 
menangani perkara monopoli dan 
persaingan usaha, Pengadilan Negeri 
(PN) dan Mahkamah Agung (MA) 
juga diberi wewenang untuk mena- 
ngani perkara persaingan. Penga-
dilan Negeri diberi wewenang untuk 
menangani keberatan terhadap putu-
san KPPU. dan menangani pelangga-
ran hukum persaingan yang menjadi 
perkara pidana karena tidak dijalan- 
kannya putusan KPPU yang sudah in 
kracht. Sedangkan MA diberi 
kewenangan untuk menyelesaikan 
perkara pelanggaran hukum persai- 
ngan apabila terdapat keberatan atas 
putusan PN tersebut dengan menga-
jukan kasasi. Putusan MA harus 
dijatuhkan dalam waktu 30 hari sejak 
permohonan kasasi diterima. 
Pada Pasal 30 ayat (2) menegas-
kan bahwa, ”Komisi adalah suatu 
Lembaga Independen yang terlepas 
dari pengaruh dan kekuasaan Peme- 
rintah serta pihak lain”. Hal ini berar-
ti bahwa KPPU merupakan lembaga 
yang independen. Hal ini ditegaskan 
lagi dalam Keppres nomor 75 Tahun 
1999 yang terdapat pada Pasal 6 ayat 
(2) bahwa, anggota Komisi yang 
menangani perkara dilarang:
a. mempunyai hubungan sedarah 
atau semenda sampai derajat ke 
tiga dengan salah satu pihak yang 
berperkara; atau
b. mempunyai kepentingan dengan 
perkara yang bersangkutan.
Untuk menjaga independensi dan 
integritas anggota Komisi,  per- 
syaratan untu menjadi anggota 
Komisi telah dirumuskan dalam 
Pasal 31 sampai dengan Pasal 34. 
Dalam persyaratan tersebut dikehen-
daki anggota-anggota terpilih dan 
terpercaya (credible). Integritas 
moral dan kepercayaan untuk memi-
lih seseorang adalah unsur penting 
yang sangat menentukan apalagi 
sebagai anggota komisi yang terkait 
dengan dunia bisnis dan pelaku 
usaha, maka kepribadian dan integri-
tas memegang peranan kunci (plays 
a key role) dalam menangani perkara 
persaingan. 
Atas dasar peran KPPU sebagai 
lembaga pengawas, maka tugas  
yang disandang oleh KPPU didalam 
Pasal 35. Sebagai tindak lanjut atas 
tugas yang dibebankan, KPPU juga 
mempunyai wewenang yang terca- 
kup dalam Pasal 36. Jika dicermati 
tugas dan wewenang KPPU dalam 
pasal-pasal tersebut,  sebenarnya 
kewenangan KPPU hanya terbatas 
pada kewenangan administratif, 
meskipun terdapat kewenangan yang 
mirip badan penyidik, namun tugas 
penyidikan, penuntutan dan pemutus 
itu dalam rangka memberikan sanksi 
hukuman administrasi semata. 
Demikian juga dengan kekuatan 
hukum dari putusan KPPU mempu-
nyai kekuatan eksekutorial, yaitu 
keputusan yang sederajat dengan 
keputusan hakim, oleh sebab itu 
putusan KPPU dapat langsung 
dimintakan eksekusi (Fiat Excecutie) 
pada Pengadilan Negeri yang 
berwenang tanpa harus beracara 
sekali lagi di pengadilan tersebut. 
(Pasal 46 ayat (2) UUPU).
Proses penyelidikan dan pemerik-
saan merupakan salah satu bagian 
dari proses beracara di KPPU. 
Hukum acara di KPPU ditetapkan 
pertama kali melalui Surat Keputu-
san Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000, 
tentang Tata Cara Penyampaian 
Laporan dan Penanganan Dugaan 
Pelanggaran Terhadap UU No.5 
Tahun 1999. Surat Keputusan terse-
but telah diubah menjadi Peraturan 
Komisi No.1 Tahun 2006, tentang 
Tata Cara Penanganan Perkara di 
KPPU yang mulai efektif berlaku 
pad tanggal 18 Oktober 2006. 
Proses penyelidikan dan pemerik-
saan merupakan prosedur yang dike-
nal dalam hukum pidana yaitu proses 
mencari kebenaran materiil. Dalam 
mencari kebenaran materiil diperlu-
kan keyakinan KPPU bahwa pelaku 
usaha melakukan atau tidak melaku-
kan perbuatan yang menyebabkan 
terjadinya praktik monopoli dan 
persaingan tidak sehat. (Wibowo dan 
Sinaga, 2005 : 365)dan KPPU mulai 
melakukan pemeriksaan (pendahulu-
an) jika terdapat salah satu indikasi 
dari perbuatan berikut ini : (1) Atas 
inisiatif Komisi sendiri apabila ada 
dugaan telah terjadinya pelanggaran 
Undang-undang Anti Monopoli, (2) 
Atas laporan tertulis dari pihak yang 
merasa dirugikan;setiap orang yang 
mengetahui atau patut diduga telah 
terjadi pelanggaran terhadap Un- 
dang-undang Anti Monopoli, (3) 
Atas laporan tertulis dari setiap orang 
yang mengetahui atau patut diduga 
telah terjadi pelanggaran terhadap 
Undang-undang Anti Monopoli 
(Fuady, 1999 : 104).
Berdasarkan hasil pemeriksaan 
pendahuluan yang diperoleh, jika 
hasilnya adalah penetapan untuk 
melakukan pemeriksaan lanjutan, 
maka akan dilakukan tindakan 
penyelidikan dan pemeriksaan. Pihak 
yang melaporkan harus memberikan 
identitasnya kepada KPPU dan wajib 
dirahasiakan identitas pelapor oleh 
KPPU.
Mekanisme pemeriksaan perkara 
oleh KPPU pada prinsipnya sama 
dengan pengertian pemeriksaan 
dalam hukum acara pidana, namun 
terdapat sedikit perbedaan dalam hal 
siapa yang dimaksud dengan subyek 
pelapor dalam perkara persaingan 
usaha. Dalam pemeriksaan perkara 
yang didasarkan atas dasar laporan 
adalah pemeriksaan yang dilakukan 
karena adanya laporan dari ma- 
syarakat atau pelaku usaha yang 
dirugikan oleh tindakan pelaku usaha 
yang dilaporkan. Setelah menerima 
laporan, KPPU menetapkan majelis 
komisi yang akan bertugas memerik-
sa dan menyelidiki pelaku usaha 
yang dilaporkan. Dalam menjalan- 
kan tugas, majelis komisi dibantu 
oleh staf komisi. Pemeriksaan perka-
ra yang dilakukan atas dasar laporan 
menggunakan nomor perkara: 
Nomor perkara/KPPU-L (laporan)/ 
Tahun, sedangkan perkara yang 
diperiksa bukan atas dasar laporan 
pada nomor perkara tidak terdapat 
kode L (laporan).
Pemeriksaan atas dasar inisiatif 
KPPU didasarkan karena adanya 
dugaan atau indikasi dari hasil 
pengamatan dan persepsi sendiri 
disimpulkan adanya pelanggaran 
terhadap Hukum Persaingan. 
Mekanismenya, KPPU akan mem-
bentuk suatu Majelis Komisi untuk 
melakukan pemeriksaan terhadap 
pelaku usaha dan saksi. Dalam 
pemeriksaan tersebut majelis Komisi 
dibantu oleh staf komisi. Jika peme- 
riksaan perkara dilakukan atas dasar 
inisiatif komisi, maka pada penulisan 
nomor perkara adalah sama hanya 
saja menggunakan tanda I (Inisiatif). 
Pemeriksaan perkara dalam 
hukum acara persaingan usaha 
terdapat 2 (dua) jenis, yaitu pemerik-
saan pendahuluan dan pemeriksaan 
lanjutan. Untuk melakukan pemerik-
saan pendahuluan ini harus didasar-
kan pada laporan masyarakat, pihak 
yang dirugikan atau pelaku usaha. 
Berdasarkan laporan masyarakat 
KPPU menetapkan apakah perlu 
dilakukan pemeriksaan lanjutan atau 
tidak. Jika dianggap perlu, maka 
KPPU akan melakukan pemeriksaan 
kepada pelaku usaha yang dilapor-
kan. KPPU juga dapat mendengakan 
keterangan saksi, saksi ahli atau 
pihak lain yang dianggap memiliki 
keterangan yang diperlukan. Namun 
dalam melaksanakan tugas pemerik-
saan itu KPPU wajib melengkapi 
dirinya dengan surat tugas.
Di dalam Pasal 41 Hukum 
Persaingan Usaha menekankan 
bahwa selama melaksanakan tugas 
penyelidikan (pemeriksaan pendahu-
luan) dan pemeriksaan lanjutan 
pelaku usaha atau pihak lain yang 
diperiksa mempunyai kewajiban 
menyerahkan alat bukti yang diperlu-
kan dan dilarang menolak untuk 
diperiksa, dilarang menolak mem-
berikan informasi, dan dilarang 
menghambat proses penyelidikan 
dan pemeriksaan (lanjutan) yang 
dilakukan KPPU, oleh sebab itu, jika 
terdapat penolakan dari pelaku usaha 
atau pihak lain maka yang bersang-
kutan akan diserahkan kepada pe- 
nyidik untuk selanjutnya diproses 
sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
Adapun jangka waktu dalam 
pemeriksaaan lanjutan diberikan 
oleh Pasal 43 selambat-lambatnya 60 
(enam puluh) hari sejak dilakukan 
pemeriksaan lanjutan. Namun jika 
diperlukan tambahan waktu karena 
pemeriksaan dirasakan belum selesai 
masih  dapat diperpanjang paling 
lama 30 (tiga puluh) hari. Tidak 
dijelaskan dalam undang-undang 
apakah alasan dilakukan perpanja- 
ngan pemeriksaan lanjutan tersebut 
dan juga tidak dijelaskan lebih lanjut 
apa akibat hukumnya jika jangka 
waktu 60 hari dan tambahan 30 hari 
tersebut tidak dapat dipenuhi oleh 
KPPU.KPPU dalam melakukan 
pemeriksaan melalui beberapa taha-
pan, yaitu: 1). Panggilan, 2). Peme- 
riksaan, 3). Pembacaan Putusan. 
Tahap pemanggilan kepada  
pelaku usaha, saksi, atau pihak lain 
yang terkait dilakukan sebelum 
proses pemeriksaan dilaksanakan. 
Surat panggilan mengundang yang 
bersangkutan untuk hadir dalam 
proses pemeriksaan. Dalam surat 
panggilan memuat tanggal, hari, jam 
sidang serta tempat persidangan 
dilangsungkan. Jika terdapat pelaku 
usaha atau saksi yang dipanggil 
tetapi tidak hadir dalam persidangan 
dapat diancam dengan tindakan tidak 
kooperatif yang melanggar Pasal 42, 
selanjutnya perkara akan dilimpah-
kan ke kepolisian (Pasal 41) dengan 
demikian perkara tersebut sudah 
berubah menjadi perkara pidana.
Pada prinsipnya terhadap perkara 
apapun, pidana, perdata maupun 
persaingan usaha, setiap orang 
dilarang menghambat proses pe- 
nyelidikan atau pemeriksaan dengan 
tidak bersedia memberikan informasi 
atau alat bukti yang dapat men-
dukung jalannya pemeriksaan. 
Demikian juga dengan pelaku usaha 
tidak boleh menolak memberikan 
informasi maupun alat bukti baik itu 
berupa dokumen atau surat-surat 
yang menurut KPPU diperlukan 
dalam penyelidikan atau pemerik-
saan. 
Sebelum dilakukan pemeriksaan, 
KPPU wajib menjelaskan selengkap 
mungkin dokumen dan alat bukti apa 
saja yang dibutuhkan dalam pemer-
iksaan tersebut sehingga pelaku 
usaha dapat bersikap lebih kooperatif 
dengan mempersiapkan dokumen 
yang diperlukan tepat pada saat 
diperlukan. Demikian juga dengan 
timbal balik dari sikap kooperatif 
dari pelaku usaha, maka KPPU dian-
jurkan pula untuk sesegera mungkin 
mengembalikan dokumen data peru-
sahaan kepada pelaku usaha.  
Tahap pemeriksaan meliputi 
pemeriksaan administratif, pemerik-
saan pokok perkara, pemeriksaan 
pembuktian. Prosedur pemeriksaan 
administratif adalah pemeriksaan 
identitas dan pembacaan hak-hak 
pelaku usaha, saksi atau pihak lain. 
Pemeriksaan terhadap pokok perkara 
terdapat dua tahapan yaitu, pertama, 
pemeriksaan oleh KPPU. Kedua, 
pemberian kesempatan pada pelaku 
usaha untuk menyampaikan keteran-
gan atau dokumen. Pemeriksaan 
pembuktian menetapkan bahwa yang 
dapat dijadikan alat bukti dalam 
pemeriksaan terdiri dari: keterangan 
saksi, keterangan ahli, surat dan atau 
dokumen, petunjuk, keterangan 
terlapor/saksi pelaku usaha. Ketera- 
ngan saksi ahli diperlukan bilamana 
perkara yang diperiksa termasuk 
katagori perkara rumit. (Fahmi, 2009 
: 209). Apa yang dapat dijadikan 
sebagai ukuran bahwa suatu perkara 
termasuk ’perkara rumit’ tidak ter- 
dapat pedoman yang dapat dijadikan 
sebagai acuan dalam mengukur ting-
kat kerumitan suatu perkara oleh 
KPPU.
Dalam pemeriksaan pembuktian 
ini diperlukan sikap yang kooperatif 
dari pihak-pihak yang diperiksa oleh 
KPPU. Apabila tidak terdapat 
kerjasama antar pihak yang diperiksa 
dengan KPPU, maka pemeriksaan 
akan diserahkan kepada badan pe- 
nyidik umum untuk dilakukan pe- 
nyidikan terhadap penolakannya 
untuk diperiksa oleh KPPU sekaligus 
juga diselidiki pelanggarannya terha-
dap hukum  persaingan usaha. Kalau 
sudah dilimpahkan kepada penyidik 
umum, maka akan merubah status 
hukum perkara yang ditangani dari 
perkara administrasi (kasus persai- 
ngan dengan ancaman hukuman 
administrasi) menjadi kasus pidana 
(terkena ancaman hukuman pidana).
Setelah dilakukan tahapan peme- 
riksaan dan pemeriksaan lanjutan 
telah selesai seluruh rangkaian 
proses pemeriksaan sebelum dijatuh-
kan putusan oleh KPPU. Keseluru-
han proses tersebut memakan waktu 
60 (enam puluh) hari atau setelah  
diperpanjang selama 30 (tiga puluh) 
hari lagi. Putusan KPPU tentang 
adanya pelanggaran praktik monopo-
li dan persaingan usaha tidak sehat 
harus dibacakan dalam sidang yang 
dinyatakan terbuka untuk umum oleh 
majelis Komisi yang beranggotakan 
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang 
anggota Komisi. Hasil putusan 
KPPU harus segera diberitahukan 
kepada pelaku usaha yang diputus 
melanggar tersebut berupa petikan 
putusannya, dan  menurut Pasal 43 
ayat (4), yang dimaksud dengan 
pemberitahuan itu adalah menyam-
paikan petikan putusan KPPU).
3. Putusan KPPU Yang Terkait 
Dengan Praktik Monopoli.
3.1. Perkara Nomor 04/KP-
PU-I/2003 tentang Jasa Peti 
Kemas Oleh PT. Jakarta  
International Cargo Terminal
Kasus ini berawal dari hasil moni-
toring yang dilakukan oleh KPPU 
terhadap kegiatanusaha dalam 
bidang jasa terminal pelayanan bong-
kar muat petikemas di Pelabu-
hanTanjung Priok Jakarta Utara  
yang dilakukan oleh PT. JAKARTA 
INTERNATIONAL CONTAINER 
TERMINAL, disingkat dengan PT 
JICT dan KERJA SAMA OPERASI 
TERMINAL PETIKEMAS KOJA, 
disingkat dengan KSOTPK KOJA, 
terhadap PT. (PERSERO) PELABU-
HAN INDONESIA II, disingkat 
dengan PT. PELINDO II.
Dari hasil monitoring KPPU, di 
Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta 
Utara diduga terjadi praktikmonopoli 
dan atau persaingan usaha tidak sehat 
dalam bidang jasa terminal 
pelayananbongkar muat petikemas. 
Fakta-fakta yang diperoleh di lapan-
gan menunjukkan bahwa kegiatan 
usaha jasa terminal pelayanan bong-
karmuat petikemas di Pelabuhan 
Tanjung Priok Jakarta Utara jika 
dihubungkan dengan Pasal 26 ayat 
(1)Undang-undang Nomor 21 Tahun 
1992 tentang Pelayaran,yang mene-
tapkan bahwa,
”penyelenggaraan pelabuhan 
umum dilakukan oleh Pemerintah 
dan pelaksanaannya dapat dilim- 
pahkan kepada BadanUsaha 
Milik Negara, yang didirikan 
untuk maksud tersebut berdasar-
kan peraturan perundangan yang 
berlaku”
Sedangkan didalam Pasal 26 ayat 
(2)dinyatakan bahwa, 
”badan hukum Indonesia dapat 
diikutsertakan dalam penyeleng-
garaan pelabuhan umum atas 
dasar kerja sama dengan BUMN  
yangmelaksanakan pengusahaan 
pelabuhan”
Berdasarkan penjelasan Pasal 26 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 1992, bahwa,
”keikutsertaan badan hukum 
Indonesia dalam bekerja sama 
dengan BUMN dalam penyeleng-
garaan pelabuhan umumantara 
lain terhadap kegiatan jasa unit 
terminal peti kemas di pelabuhan, 
lapanganpenumpukan, penun- 
daan, dan lain sebagainya. 
Sedangkan kegiatan penyediaan-
jasa kolam pelabuhan dalam 
rangka keselamatan hanya dapat 
dilakukan olehBUMN” 
KPPU telah menyampaikan saran 
kepadaMeneg BUMN tertanggal 19 
Pebruari 2003 yang pada pokoknya 
mengharapkanMenteri bersangkutan 
menggunakan segala pengaruh dan 
wewenangnya agar klausuldi dalam 
authorization agreement dihilangkan 
atau disesuaikan dengan jiwa,sema- 
ngat serta tujuan Hukum Persaingan.
PT PELINDO III adalah peme-
gang hak pengelolaan pelabuhan 
umum sebagaimana diaturdidalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 
Tahun 1991, telah memberikan kon- 
sesi pengelolaan terminal petikemas 
kepada PT JICT dengan jaminan 
bahwa tidak akanada pembangunan 
terminal petikemas sebagai tamba- 
han dari Unit TerminalPetikemas I, 
Unit Terminal Petikemas II, dan Unit 
Terminal Petikemas III sebelumter-
capainya throughput sebesar 75% 
(tujuh puluh lima persen) dari kapa-
sitas rancangbangunnya sebesar 3,8 
juta. 
Adanya klausul authorization 
agreement tersebut termasuk salah 
satu bentuk  perjanjian  ekslusif  
yang dilarang oleh undang-undang 
sebab dapat menimbulkan hambatan 
strategis yang nyata bagi para pelaku 
usaha baru yangakan memasuki 
pasar bersangkutan pelayanan bong-
kar muat petikemas di pelabu-
hanTanjung Priok. Hal ini ditegaskan 
bahwauntuk mendapatkan pelayanan 
bongkar muat petikemasdi pelabu-
han Tanjung Priok mereka harus 
mengikatkan diri pada kontrak yang-
bersifat ekslusif. Tanpa adanya 
kontrak yang mengikat tersebut, 
maka mereka tidakakan dilayani PT 
JICT dan KSO TPK KOJA. 
Berdasarkan fakta-fakta tersebut 
menunjukkan bahwa PT JICT telah 
melakukan penguasaan pasar pada 
pasar bersangkutansebagaimana 
dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) 
huruf c.
Berdasarkan pertimbangan terse-
but, maka Majelis Komisi menilai 
dan berpandanganbahwa esensi dari 
klausul Authorization Agreement 
bukan merupakancerminan kerjasa-
ma sebagaimana dimaksud di dalam 
Pasal 26 ayat (2) melainkan bentuk 
transaksi pelimpahan kewenangan 
ataupun transaksi pelimpahan Hak 
Monopoli dengan memberikan jami-
nan untuk menguasai 75% (tujuh 
puluh lima persen) pangsa pasar pada 
pasar bersangkutan.dari PT PELIN-
DO sebagai BUMN.
KPPU mempertimbangkan unsur- 
unsur pelanggaran Hukum Persai- 
ngan yang terdapat dalam Pasal 4, 
yaitu
”pelaku usaha dilarang membuat 
perjanjian dengan pelaku usaha lain 
untuksecara bersama-sama melaku-
kan penguasaan produksi dan atau 
pemasaran barangdan atau jasa 
yang dapat mengakibatkan praktik 
monopoli dan atau persainganusaha 
tidak sehat”
Selanjutnya menyatakan bahwa 
PT JICT secara sah dan meyakinkan 
telah melanggar Pasal 17 ayat (1) dan 
Pasal 25 ayat (1) huruf c.Mencermati 
pengaturan pasal tentang monopoli 
dan penyalahgunaan posisi dominan 
yang terdapat dalam Hukum Persai- 
ngan Usaha masing-masing diatur 
dalam Pasal 17 dan Pasal 25. Dengan 
menggunakan pendekatan rule of 
reason larangan penguasaan pangsa 
pasar sebesar 50% didalam Pasal 17 
dan 59% serta 75% didalam Pasal 25 
dirasakan terlalu besar(Anggraini, 
2010 : 474). Sebab penguasaan pasar 
bukan merupakan pelanggaran 
hukum anti monopoli, jika  posisi 
tersebut dapat juga diraih melalui 
aktivitas monopoli alamiah atau legal 
berdasarkan persaingan pasar yang 
fair dan sehat(Gellhor dan Kovacic, 
1994 : 121-122)
3.2.  Perkara Nomor 03/KPPU-L 
/2004 tentang Pengadaan Holo-
gram Pita Cukai oleh PT. Pura 
Nusapersada
Kasus ini berawal dari laporan 
yang diterima KPPU tertanggal 19 
Januari 2004. Dua perusahaan 
sebagai terlapor I dan II diduga 
melakukan kesepakatan dalam 
rangka  pengadaan hologram pita  
cukai. Terlapor I adalah   Perusahaan 
Umum Percetakan Uang Republik 
Indonesia (Perum Peruri) dan Ter- 
lapor II adalahPT Pura Nusapersada. 
Kedua perusahaanmembuat kesepa-
katan bahwa pasokan hologram pita 
cukai kepada Perum Peruri selama 
ini akan dilakukan olehPT Pura Nu- 
sapersada saja.
Kesepakatan mereka buat pada 
tanggal9 Mei 1995 tertuang dalam 
Surat Perjanjian Nomor SP-302/V/ 
1995/204/DM/V/95. Kesepakatan itu 
tidak ada batas waktunya serta telah 
mendapat persetujuan dari oleh 
Ditjen Bea dan Cukai pada tahun 
1995. Adanya perjanjian tersebut 
menyebabkan penguasaan produksi 
hologrampita cukai rokok terpusat 
pada satu pelaku usaha saja yaitu PT 
Pura Nusapersada. Akibatnya PT 
Pura Nusapersada akan menjadi 
pemasok tunggal hologram pitacukai 
pada Perusahaan Umum Percetakan 
Uang Republik Indonesia (Perum 
Peruri) sementara pelaku usaha lain 
yang sejenis sulit masuk menjadi 
pemasok hologram pita cukai kepada 
Perum Peruri. Ini artinya didalam 
pasar  bidang cetak hologram pitacu-
kai telah terjadi hambatan masuk 
(barrier to entry) yang diciptakan 
oleh pelaku usaha yang sangat berpe-
luang menimbulkan  terjadinya prak-
tik monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat yang dilarang oleh 
hukum persaingan usaha.
Oleh sebab itulah KPPU kemudi-
an melakukan serangkaian pemerik-
saan pendahuluan untuk mendapat-
kan bukti-bukti yang diperlukan. 
Setelah dilakukan beberapa kali 
pemeriksaan pendahuluan yaitu pada 
tanggal 17 Maret 2004, 19 Maret 
2004, dan 1 April 2004 Tim Pemerik-
sa menemukan adanya indikasi 
pelanggaran terhadap ketentuan 
Pasal 17 ayat (1), Pasal17 ayat (2) 
huruf b dan Pasal 25 ayat (1) huruf c 
UUPU.
Pemeriksaan pendahuluan dilaku-
kan terhadap Pelapor, Terlapor I dan 
Terlapor II.dan Ditjen Bea dan 
Cukai. Dari serangkaian pemerik-
saan pendahuluan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa 1). Pelapor me- 
rupakan badan usaha yang mempro-
duksi hologram tetapi masih mulai 
memasarankan dan belum melaku-
kan usaha komersiil, 2). Terlapor I 
mempunyai tugas untuk mencetak 
uang kertas dan uang logam serta 
mencetak dokumen sekuriti yang 
menyangkut keamanan negara.Ter- 
lapor I mengikutsertakan Terlapor II 
dalam hal mencetak dan melekatkan 
hologram pada pita cukai, 3). Ter- 
lapor II memiliki kegiatan mempro-
duksi hologram pitacukai dan memi-
liki pesaing potensial  PT Mitra 
Sakti, PT Sumber Cakung, PT Royal 
Standar, PT Semarang Packaging 
Industry. Terlapor II tidak keberatan 
jika dilakukan tender dalam 
pengadaan hologram pita cukai, 4). 
Ditjen Bea dan Cukai menyatakan 
bahwa perjanjian tersebut dapat 
dibatalkan selanjutnya melalui 
tender dengan syarat-syarat tertentu 
asalkan ada jaminan kepastian keter-
sediaan pita cukai. Ditjen Bea dan 
Cukai juga menegaskan bahwa 
pengadaan pita cukai berhologram 
tidak dilakukan melalui konsorsium 
karena pengawasannya sulit.
Setelah melakukan Pemeriksaan 
Pendahuluan, akhirnya  Tim Peme- 
riksa berkesimpulan bahwa terdapat 
indikasi adanya pelanggaran terha-
dap ketentuan Pasal 17 ayat (1), 
Pasal , 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 
25 ayat (1) huruf c UUPU. Pasal 17 
menentukan adanya praktik monopo-
li dan Pasal 25 tentang penyalahgu-
naan posisi dominan oleh Terlapor I 
dan Terlapor II.
Oleh karena itu, Tim Pemeriksa 
merekomendasikan agar pemerik-
saan dilanjutkan ke Pemeriksaan 
Lanjutan dengan alasan bahwa 
kegiatan yang dilakukanoleh PT Pura 
Nusapersadasebagai Terlapor II 
adalah akibat adanya perjanjian 
kerjasama pengadaan hologrampita 
cukai antara Perum Peruri danPT 
Pura Nusapersadatelah menyebab-
kan timbulnya hambatan masuk 
(entry barrier) bagi produsenholo-
gram lain yang berpeluang menim-
bulkan praktik monopoli. Atas dasar 
rekomendasi Tim Pemeriksa terse-
but, KPPU mengeluarkan Penetapan 
Komisi Nomor 08/PEN/KP-
PU/IV/2004 tanggal 6 April2004 
untuk melanjutkan Perkara Nomor 
03/KPPU-L/2004 ke Pemeriksaan 
Lanjutanterhitung sejak tanggal 6 
April 2004 sampai dengan tanggal 2 
Juli 2004.
Pemeriksaan Lanjutan telah 
beberapa dilakukan oleh Komisi 
antara lain pada tanggal 17 Mei 
2004, 24 Mei 2004, 31 Mei 2004, 8 
Juni 2004,9 Juni 2004,dan 10 Juni 
2004.  Selama tahap pemeriksaan 
lanjutan  diperiksa tiga buah perusa-
haan hologram pitacuka sebagai 
saksi, Ditjen Bea dan Cukai dan 
Botasupal (Badan Koordinasi Pem-
berantasan Uang Palsu). Dari  
serangkaian pemeriksaan lanjutan 
dapat disimpulkan berikut ini : 1).  
Para Saksi   pada umumnya adalah  
perusahaan yang bergerak dalam 
bidang usaha percetakan hologram 
pitacukai dan atau percetakan biasa, 
percetakan dokumen sekuriti seperti 
materai, akte perkawinan dan buku 
nikah serta percetakan hologram 
untuk plat nomor kendaraan bermo-
tor dan cap-cap tiga dimensi, 
2).Botasupal memiliki tugas dan 
wewenang melakukan pengawasan 
dan pembinaan terhadap percetakan 
dokumen sekuriti serta memberikan 
ijin dan rekomnedasi kepada produ-
sen dan distributor hologram. Bota-
supal belum memberikan rekomen-
dasi ijin usaha/operasi dokumen 
sekuriti kepada Pelapor dengan 
alasan Pelapor masih mengambil 
mesin master dari luar negeri, 3). 
Terlapor II menerangkan bahwa 
tidak bersedia menempatkan mesin 
cetak dan pelekatan hologram pada 
Terlapor I dengan alasan Terlapor II 
tidak dapatmengembangkan teknolo-
gi hologram dan akan terjadi 
inefisiensi serta sebenarnya tidak 
keberatan untuk mengubah perjanji-
an Tahun 1995 apabila bertentangan 
dengan Undang-undang Nomor 5 
Tahun1999, 4). Terlapor I, Terlapor II 
dan Ditjen Bea dan Cukai serta PT 
KertasPadalarang telah mengadakan 
pertemuan yang menyepakati peru-
bahanperjanjian Pengadaan Holo-
gram untuk Cetakan Pita Cukai.
Proses produksi pita cukai 
berhologram dalam praktiknya tidak 
efisien karena pita cukai berholo-
gram tidak dibuat sepenuhnya oleh 
Terlapor I, tetapi ada bagian seperti 
hologramdibuat oleh Terlapor II dan 
pada bagian kertas pita cukai dibuat 
oleh PT Kertas Padalarang. Perma- 
salahan pokok dalam dalam 
pengadaan pita cukai berhologram 
sebenarnya lebih banyak karena 
keterlambatan pengiriman dan atas 
keterlambatantersebut Perum Peruri  
dikenakan penalti sehingga  Ditjen 
Bea dan Cukai sebenarnya setuju 
apabila pengadaan hologram pita 
cukai terbuka melalui tender namun 
kendalanya adalah adanya perjanjian 
ekslusif antara Terlapor I  dan Ter- 
lapor II, sedangkan kewenangan 
untuk membatalkan perjanjian terse-
but bukan beradapada Ditjen Bea dan 
Cukai tetapi berada pada kedua pihak 
yang melakukan perjanjian..
Botasupal telah memberikan 
rekomendasi ijin usaha/operasi 
dokumensekuriti kepada 5 (lima) 
perusahaan hologram yaitu PT 
Sumber Cakung, PTKarya Aroma 
Sejati, PT Royal Standar, PT Pura 
Barutama dan PT Pura Nusapersada 
selaku pabrik hologram serta satu 
agen hologram yaitu PT. Mitra 
Sakti.. Sedangkan perusahaan holo-
gram yang dapat memenuhi seluruh-
kebutuhan hologram pita cukai yang 
berjumlah 17 (tujuh belas) Milyar 
keping hanya 2 (dua) perusahaan 
yaitu PT Pura Nusapersada dan PT 
Karya Aroma Sejati.
Berdasarkan bukti-bukti dan fakta 
hukum yang ada, maka Majelis 
Komisi menutuskan : Perum Peruri 
sebagai Terlapor I dan PT Pura Nu- 
sapersada sebagai Terlapor II terbuk-
ti secara sah dan meyakinkan me- 
langgar pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) 
huruf b Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1999, namun  tidak terbukti 
melanggar pasal 25 ayat (1) huruf c. 
Selanjutnya memerintahkan kepada 
Terlapor I dan Terlapor II untuk 
menghentikan kegiatanyang menga-
kibatkan terjadinya praktik monopoli 
dan atau persaingan usaha tidaksehat 
dalam pengadaan hologram pada pita 
cukai dengan cara membatalkan 
SuratPerjanjian Nomor SP-302/V/ 
1995. Juga memerintahkan kepada 
Terlapor I untuk membuka pasar 
pengadaan hologram pada pita cukai 
dengan memberikan kesempatan 
yang sama kepada setiap pelaku 
usaha untuk turut serta dalam 
pengadaan hologram pada pita cukai 
melalui tender yang terbuka dan 
transparan, selambat-lambatnya un- 
tuk pengadaan hologram pada pita 
cukai tahun anggaran 2005.
Analisis putusan dari perkara 
diatas sebagai berikut : 1). Perum 
Peruri dan PT Pura Nusapersada 
terbukti melakukan praktik praktik 
monopoli, 2). Perum Peruri dan PT 
Pura Nusapersada melanggar Pasal 
17 ayat (1 dan (2) huruf b, 3). Perum 
Peruri dan PT bagi pelaku usaha lain 
yang Pura Nusapersada menciptakan 
hambatan masuk hendak ikut tender.
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Abstrak
Salah satu larangan  yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran 
UUPU adalah melakukan tindakan praktik monopoli. Ketentuan Pasal 17 
UUPU menjadi parameter yuridis untuk mengkualifikasikan suatu tindakan 
termasuk praktik monopoli atau bukan.  Pertimbangan hakim (ratio deciden-
di) komisioner  untuk menetapkan pelanggaran terhadap prinsip larangan 
praktik monopoli jika terdapat unsur-unsur  pasal 17 ayat (2) UUPU yang 
meliputi: a) non substitution; b) barrier to entry; c) dan market share. Imple-
metasi  prinsip larangan praktik monopoli dalam putusan KPPU harus 
didasarkan pada ada tidaknya kepentingan umum (public interest) yang diru-
gikan oleh pelaku usaha.
Kata Kunci : Putusan KPPU,  Larangan Praktik Monopoli, Persaingan Usaha.
Abstract
One of the restrictions that can be qualified as a violation UUPU is taking 
action monopolistic practices . The provisions of Article 17 UUPU become 
juridical parameters to qualify an act including monopolistic practices or not 
Consideration of judges ( ratio decidendi ) commissioner to establish a viola-
tion of the principle of prohibition of monopolistic practices if there are 
elements of article 17 paragraph ( 2 ) UUPU which include: a) non- substitu-
tion ; b ) barrier to entry ; c ) and market share . Implementation of the princi-
ple of the prohibition of monopolistic practices in the Commission 's decision 
should be based on the existence of public interest (public interest) are 
harmed by business actors.
Keywords :KPPU decision, The prohibition of monopolistic practices, Bussi-
ness Competition
terhadap prinsip larangan praktik 
monopoli dalam memutus perkara 
persaingan usaha didasarkan pada 
ada tidaknya kepentingan umum 
(public interest) yang dirugikan oleh 
pelaku usaha. Pertimbangan hakim 
(ratio decidendi) komisioner untuk 
menetapkan pelanggaran terhadap 
prinsip larangan praktik monopoli 
adalah adanya unsur pasal 17 ayat (2) 
UUPU yang meliputi: a)non substitu-
tion; b) barrier to entry; c) dan 
market share. Dalam beberapa perka-
ra persaingan usaha KPPU telah 
menerapkan prinsip tersebut sebagai 
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Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 
merupakan hak yang muncul karena 
hasil kreatifitas intelektual seseo-
rang, dengan syarat harus di tuang-
kan dalam bentuk nyata (ada dimensi 
fisiknya), ada kreatifitas, sehingga 
tidak boleh sekedar ide, gagasan, 
konsep, fakta tertentu yang tidak 
memiliki dimensi fisik.( Budi Santo-
so, 2008 : 1) Salah satu  bidang HKI 
yang mendapatkan perlindungan 
adalah Hak cipta. Undang-undang RI 
Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC 
2014) Pasal 1 Ayat (1) tentang Hak 
Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklu- 
sif pencipta yang timbul secara 
otomatis berdasarkan prinsip 
deklaratif setelah suatu ciptaan diwu-
judkan dalam bentuk nyata tanpa 
mengurangi pembatasan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan. Salah satu ciptaan 
yang dilindungi oleh hak cipta 
berdasar Pasal 40 UUHC 2014, 
bahwa Ciptaan yang Dilindu
(1)Ciptaan yang dilindungi meliputi 
Ciptaan dalam bidang ilmu peng-
etahuan, seni, dan sastra, terdiri 
atas:
a.  buku, pamflet, perwajahan karya 
tulis yang diterbitkan, dan semua 
hasil karya tulis lainnya;
b. ceramah, kuliah, pidato, dan 
Ciptaan sejenis lainnya;
c. alat peraga yang dibuat untuk 
kepentingan pendidikan dan ilmu 
pengetahuan;
d.  lagu dan/atau musik dengan atau 
tanpa teks;
e. drama, drama musikal, tari, kore- 
ografi, pewayangan, dan panto-
mim;
f. karya seni rupa dalam segala 
bentuk seperti lukisan, gambar, 
ukiran, kaligrafi, seni pahat, 
patung, atau kolase;
g.  karya seni terapan;
h.  karya arsitektur;
i.   peta;
j.   karya seni batik atau seni motif 
lain;
k.  karya fotografi;
l.   Potret;
m.  karya sinematografi;
n.   terjemahan, tafsir, saduran, bunga 
rampai, basis data, adaptasi,    
aransemen, modifikasi dan karya 
lain dari hasil transformasi;
o.  terjemahan, adaptasi, aransemen, 
transformasi, atau modifikasi 
ekspresi budaya tradisional;
p.  kompilasi Ciptaan atau data, baik 
dalam format yang dapat dibaca  
dengan Program Komputer 
maupun media lainnya;
q. kompilasi ekspresi budaya   
tradisional selama kompilasi 
tersebut merupakan karya yang 
asli;
r.    permainan video; dan
s.    Program Komputer.
(2)Ciptaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf n dilindungi 
sebagai Ciptaan tersendiri dengan 
tidak mengurangi Hak Cipta atas 
Ciptaan asli.
 (3)Pelindungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2), termasuk pelindungan terha-
dap Ciptaan yang tidak atau ilaku-
kan Pengumuman tetapi sudah 
diwujudkan dalam bentuk nyata 
yang memungkin- kan Penggan-
daan Ciptaan tersebut.
Karya lagu atau musik 
sebagaimana Pasal 40 Huruf (d) 
UUHC2014 tersebut dapat diartikan 
sebagai ciptaan utuh yang hanya ada 
unsur lagu atau melodi, syair atau 
lirik juga aransemen, termasuk nota-
sinya, dalam arti bahwa lagu atau 
musik tersebut merupakan suatu 
kesatuan karya cipta. Pencipta musik 
atau lagu adalah seseorang atau 
beberapa orang secara bersama-sama 
yang atas inspirasinya lahir suatu 
ciptaan musik atau lagu berdasarkan 
kemampuan pikiran, imajinasi, kece-
katan, keterampilan atau keahlian 
yang dituangkan dalam bentuk yang 
khas dan bersifat pribadi, yang dalam 
istilah lain dikenal sebagai kompo- 
ser. (Hendra Tanu Atmadja, 2003 : 
55)
Malang merupakan kota terbesar 
nomor 2 (dua) di Jawa Timur setelah 
Surabaya. Malang merupakan kota 
yang mengalami perkembangan 
cukup cepat baik dari segi pemba- 
ngunan infrastruktur, kegiatan 
ekonomi, maupun sosialnya sehing-
ga merupakan daerah yang sangat 
kondusif dan aman untuk pengem-
bangan selanjutnya. Gubernur Jawa 
Timur, Soekarwo, menyatakan bah- 
wa pertumbuhan ekonomi di kota 
Malang jadi yang tertinggi di ban- 
ding daerah-daerah lain yang ada di 
Jawa Timur, dengan asumsi alokasi 
dana sekitar 310 (Tiga Ratus Sepu-
luh) Triliun dibelanjakan untuk 
konsumsi non makan dan minum 
oleh warga Malang. Warga kota 
Malang ini sudah tidak bingung 
memikirkan makan lagi, namun 
lifestyle, bayar cicilan motor, ini 
bentuk pertumbuhan ekonomi. ( 
www.aktual.co/nusantara, 24 Maret 
2015) Kota Malang juga terkenal 
sebagai kota tujuan wisata, selain 
wisata alam, kuliner, belanja juga 
maupun wisata hiburan diantaranya 
karaoke. Peluang inilah yang di man-
faatkan oleh para pengusaha untuk 
mengembangkan usahanya termasuk 
pengusaha rumah Karaoke. Usaha 
Karaoke dianggap sangat menjanji- 
kan karena kecenderungan masya- 
rakat membutuhkan banyak jenis 
hiburan ditengah-tengah kesibukan 
sehari-hari. 
Ditengah-tengah menjamurnya 
usaha karaoke, hak cipta memiliki 
peran yang sangat penting dalam 
upaya memberi perlindungan kepada 
para pihak yang memiliki peran 
dalam usaha karaoke terutama 
perlindungan kepada pencipta/ 
pemegang hak cipta lagu atau musik 
dan secara tidak langsung juga 
melindungi pemilik usaha karaoke. 
Perlindungan Pencipta lagu karena 
memiliki hak ekslusif berupa hak 
untuk memperbanyak atau hak untuk 
mengumumkan suatu ciptaan. 
Pengertian Hak eksklusif ini adalah 
hak yang hanya dimikili oleh pencip-
ta saja, tidak diberikan pada orang 
lain diluar pencipta. Pengertian 
pengumuman adalah pembacaan, 
penyiaran, pameran, penjualan, 
pengedaran atau penyebaran suatu 
ciptaan dengan menggunakan alat 
apaun, termasuk media internet, atau 
melakukan dengan cara apapun 
sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, 
didengar, dilihat atau didengar oleh 
orang lain.
Sedangkan perbuatan yang dika- 
tegorikan sebagai perbanyakan 
adalah penambahan jumlah sesuatu 
ciptaan, baik secara keseluruhan 
maupun bagian yang sangat substan-
sial dengan menggunakan bahan-ba-
han yang sama ataupun tidak sama, 
termasuk mengalihwujudkan secara 
permanen atau temporer. Hal ini 
sesuai dengan filosofi hukum yang 
diatur dalam UUHC 2014 bahwa 
pencipta mempunyai hak moral 
untuk menikmati hasil kerjanya, 
termasuk keuntungan yang dihasil-
kan oleh keintelektualannya.(Djuwi-
tyastuti, 2006 : 47).  Dengan demiki-
an, hak cipta memberi hak milik 
eksklusif atas suatu karya pencipta. 
Dengan demikian, setiap orang lain 
yang ingin melakukan perbuatan 
untuk mengumumkan dan atau mem-
perbanyak hasil ciptaan, wajib 
terlebih dahulu minta izin kepada 
pemiliknya yaitu pemegang hak 
cipta (lagu atau musik) melalui pem-
berian lisensi. Hal ini diatur dalam 
Bab XI Pasal 80 sampai dengan 
Pasal 86 UUHC 2014.
Dalam upaya perlindungan hak 
cipta di Indonesia, berdiri Lembaga 
manajemen kolektif (collecting soci-
ety) yang dikenal sebagai lembaga 
untuk mengumpulkan royalti bagi 
para pencipta lagu adalah Yayasan 
Karya Cipta Indonesia (baca : KCI). 
KCI sebagai badan hukum Nirlaba 
berbentuk Yayasan adalah pengelola 
hak-hak eksklusif para pencipta 
musik dan lagu, baik yang berasal 
dari dalam maupun luar negeri, 
khususnya yang berkaitan dengan 
hak ekonomi untuk mengumumkan 
karya cipta musik dan lagu bersang-
kutan, termasuk dan tidak terkecuali 
untuk memberikan izin atau lisensi 
pengumuman kepada semua pihak 
yang mempergunakannya untuk 
usaha-usaha yang berkaitan dengan 
kegiatan komersial dan atau untuk 
setiap kepentingan yang berkaitan 
dengan tujuan komersial. KCI dalam 
menjalankan kegiatanya haruslah 
memiliki mekanisme dan landasan 
hukum yang jelas, jika tidak sangat 
dimungkinkan banyak pihak yang 
menentang/menolak keberadaannya. 
Ketika mekanisme sudah di bangun 
dengan baik akan terlihat transparan-
si pengelolaan sehingga kepercayaan 
dari yang berkepentingan dalam 
semua usaha yang memanfaatkan 
musik/lagu bisa terbangun dan 
pemenuhan hak-hak dari mas-
ing-masing pihak yang berkepentin-
gan dapat terpenuhi. 
Permasalahan
Bagaimana pelaksanaan pemba-
yaran royalty oleh user kepada 
pencipta yang dilakukan oleh KCI di 
Kota Malang?
 Pembahasan
Hak cipta adalah hak eksklusif 
bagi pencipta untuk mengumumkan 
atau memperbanyak ciptaannya 
dalam bidang ilmu pengetahuan, seni 
dan sastra yang antara lain dapat 
terdiri dari buku, program komputer, 
ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan 
lain yang sejenis dengan itu, serta 
hak terkait dengan hak cipta Menurut 
Budi Santoso, Hak cipta pada 
dasarnya berisikan hak ekslusif si 
pencipta atau pemegang hak cipta 
untuk mengambil manfaat ekonomi 
sebuah ciptaan dengan melalui ber- 
bagai cara, juga berisikan hak untuk 
melarang pihak lain menggunakan 
ciptaannya (untuk kepentingan 
komersil) tanpa ijin si pencipta atau 
pemegang hak cipta. (Budi Santoso, 
2008: 6)
Hak yang melekat pada seorang 
pencipta meliputi hak ekonomi dan 
hak moral serta fungsi sosial. Hak 
ekonomi adalah hak untuk mendapa-
tkan manfaat ekonomi atas ciptaan 
serta produk hak terkait. Hak itu 
dapat dijabarkan menjadi 8 (delapan)  
jenis hak ekonomi yang melekat 
pada hak cipta, yaitu : ( Tim Lindsey 
dkk., 2005 : 6) Pertama, Hak repro-
duksi (reproduction right), yaitu hak 
untuk menggandakan ciptaan, 
UUHC 2014 menggunakan istilah 
perbanyakan. Kedua, Hak adaptasi 
(adaptation right), yaitu hak untuk 
mengadakan adaptasi terhadap hak 
cipta yang sudah ada. Hak ini diatur 
dalam Bern convention. Ketiga, Hak 
distribusi (distribution right), yaitu 
hak untuk menyebarkan kepada ma- 
syarakat setiap hasil ciptaan dalam 
bentuk penjualan atau penyewaan, 
dalam UUHC 2014 hak ini dimak-
sudkan dalam hak mengumumkan. 
Keempat, Hak persetujuan (perfor-
mance right), yaitu hak untuk meng- 
ungkapkan karya seni dalam bentuk 
pertunjukan atau penampilan oleh 
pemusik, dramawan, seniman, 
peragawati, hak ini diatur dalam 
Bern convention. Kelima, Hak pe- 
nyiaran (broadcasting right), yaitu 
hak intuk melakukan penyiaran 
melalui transmisi dan tranmisi ulang, 
dalam UUHC 2014 hak ini dimak-
sudkan dalam hak mengumumkan. 
Keenam Hak program kabel (cable-
casting right), yaitu hak untuk me- 
nyiarkan ciptaan melalui kabel, hak 
ini hampir sama dengan hak pe- 
nyiaran tetapi tidak melalui transmisi 
melainkan melalui kabel. Ketujuh, 
Droit de suit, yaitu hak tambahan 
pencipta yang bersifat kebendaan. 
Kedelapan Hak pinjam masyarakat 
(public lending right), yaitu hak 
pencipta atas pembayaran ciptaan 
yang tersimpan diperpustakaan 
umum yang dipinjam oleh ma- 
syarakat. Hak ini berlaku di Inggris 
dan diatur dalam Public Lending 
Right Act 1979, The Public Lending 
Right Scheme 1982.
Hak moral (moral right) adalah 
hak yang melindungi kepentingan 
pribadi atau reputasi pencipta atau 
penemu. Hak moral melekat pada 
pribadi pencipta, hak moral tidak 
dapat dipisahkan dari pencipta 
karena bersifat pribadi dan kekal. 
Sifat pribadi menunjukkan ciri khas 
yang berkenaan dengan nama baik, 
kemampuan, dan integritas yang 
hanya dimiliki pencipta. Kekal arti- 
nya melekat pada pencipta selama 
hidup bahkan setelah meninggal 
dunia. Termasuk dalam hak moral 
adalah hak-hak yang berikut ini :( 
Tim Lindsey dkk., 2005 : 21-22) a). 
Hak untuk menuntut kepada peme-
gang hak cipta supaya namanya tetap 
dicantumkan pada ciptaannya. b). 
Hak untuk tidak melakukan perubah-
an pada ciptaan tanpa persetujuan 
pencipta atau ahli warisnya. c). Hak 
pencipta untuk mengadakan peruba-
han pada ciptaan sesuai dengan 
tuntutan perkembangan dan kepatu- 
tan dalam masyarakat. Hak moral ini 
diatur dalam Pasal 5 sampai dengan 
Pasal 7 juncto Pasal 21 sampai 
dengan Pasal 22 serta ketentuan 
Pasal 57 UUHC 2014. Kondisi peng-
gunaan ciptaan tanpa persetujuan si 
pencipta atau pemegang hak cipta 
tidak jarang bukan merupakan 
pelanggaran hak ekslusif pencipta 
atau pemegang hak cipta, situasi ini 
sering dikatakan bahwa hak cipta 
mempunyai fungsi sosial.
Berbicara mengenai fungsi sosial 
hak cipta maka sebenarnya membi- 
carakan pembatasan hak cipta atau 
dalam istilah asing dikenal dengan 
istilah fair use atau fair dealing, pem-
batasan-pembatasan terhadap hak 
ekslusif pencipta sering dianggap 
sebagai fungsi sosial hak cipta, arti- 
nya dalam kondisi tertentu ma- 
syarakat diperkenankan menggu-
nakan ciptaan orang lain tanpa izin 
terlebih dahulu pada pencipta atau 
pemegang hak cipta untuk tujuan 
tertentu. ( Tim Lindsey dkk., 2005 : 
21-22) Fungsi sosial hak cipta terse-
but diciptakan dalam rangka mencip-
takan keseimbangan kepentingan 
antara kepentingan pencipta yang 
menciptakan suatu ciptaan dengan 
hak masyarakat yang membutuhkan 
ciptaan.
 Fungsi social Hak cipta biasa 
dikaitkan dengan istilah Copyleft 
merupakan praktek penggunaan 
undang-undang hak cipta untuk 
meniadakan larangan dalam mendis-
tribusikan salinan dan versi yang 
telah dimodifikasi dari suatu karya 
kepada orang lain dan mengharuskan 
kebebasan yang sama diterapkan 
dalam versi-versi selanjutnya di 
masa yang akan datang. Copyleft 
diterapkan pada hasil karya seperti 
perangkat lunak, dokumen, musik, 
dan seni. (http://pusathki.uii.ac.id/ar-
tikel)
Perwujudan dari hak ekonomi 
yang dimiliki oleh pencipta, maka 
pencipta mendapatkan royalti dari 
apa yang diciptakannya. Black’s law 
Dictionary mendefinisikan royalti 
sebagai “Payment made to an author 
or inventor for each copy of a work 
ar article sold under a copyright or 
patent“, atau secara lebih mudahnya 
yaitu sebuah pembayaran yang 
diberikan kepada pencipta atas cipta-
annya yang dijual atau dikomersial-
isasikan oleh user berdasarkan 
hukum hak cipta atau paten. Selain 
itu Black’s law Dictionary juga 
menyebutkan royalti sebagai “A 
share of product or profit from real 
property reserved by the grantor of 
mineral lease in exchaneg for 
lessee’s right to mine or drill an the 
land“. (Bryan A. Gardner, 1999 : 
1330).  Royalti adalah jumlah yang 
dibayarkan untuk penggunaan prop-
erti, seperti hak paten, hak cipta, atau 
sumber alam; misalnya, pencipta 
mendapat bayaran royalti ketika 
ciptaannya diproduksi dan dijual; 
penulis dapat memperoleh royalti 
ketika buku hasil karya tulisannya 
dijual; pemilik tanah menyewakan 
tanahnya ke perusahaan minyak atau 
perusahaan penambangan akan 
memperoleh royalti atas dasar 
jumlah minyak yang dihasilkan dan 
tanah tersebut.( /id.wikipe-
dia.org/wiki/Royalti, 24 Maret 2015)
Musik merupakan ciptaan utuh 
yang terdiri dari unsur lagu/ melodi, 
syair atau lirik dan aransemen, 
termasuk notasinya. (Hendra Tanu 
Atmadja, 2003 :  28)  Karya musik 
merupakan tiap ciptaan baik yang 
sekarang telah ada maupun yang 
dibuat kemudian termasuk didalam- 
nya melodi dengan maupun tanpa 
lirik, gubahan/ aransemen atau adap-
tasi. Karya musik terdiri dari 4 
(empat) macam unsur ciptaan, yaitu: 
melodi dasar, lirik lagu, aransemen, 
dan notasi. Keempat unsur tersebut 
merupakan ciptaan 1 (satu) orang 
saja, selain itu juga masing-masing 
unsur dapat merupakan ciptaan 
sendiri-sendiri. Jadi bisa saja satu 
karya cipta dimiliki oleh beberapa 
orang pemegang hak cipta.
Lagu atau musik sendiri dalam 
Penjelasan UU Hak Cipta diartikan 
sebagai karya yang bersifat utuh, 
sekalipun terdiri atas unsur lagu atau 
melodi, syair atau lirik, dan aranse- 
mennya termasuk notasi. Yang 
dimaksud dengan utuh adalah bahwa 
lagu atau musik tersebut merupakan 
suatu kesatuan karya cipta. Karya 
lagu atau musik adalah ciptaan utuh 
yang terdiri dari unsur lagu atau 
melodi, syair atau lirik dan aranse- 
men, termasuk notasinya, dalam arti 
bahwa lagu atau musik tersebut me- 
rupakan suatu kesatuan karya cipta. 
Sebuah lagu yang telah tercipta 
pada dasarnya adalah sebuah karya 
intelektual pencipta sebagai perwu-
judan kualitas rasa, karsa, dan 
kemampuan pencipta. Sedangkan 
yang dimaksud dengan pemilik dan 
pemegang hak cipta lagu adalah: a). 
Pemilik hak cipta adalah pencipta, 
yaitu seseorang atau beberapa orang 
yang dengan kemampuan bakat dan 
pikiran serta melalui inspirasi dan 
imajinasi yang dikembangkannya 
sehingga dapat menghasilkan karya 
yang spesifik dan bersifat pribadi. b). 
Pemegang hak cipta adalah pencipta 
sebagai pemilik hak cipta atau pihak 
yang menerima hak tersebut dari 
pencipta sesuai dari batasan yang 
tercantum dalam UU Hak Cipta. Di 
dalam karya musik dapat disimpul-
kan bahwa seorang pencipta lagu 
memiliki hak sepenuhnya untuk 
melakukan eksploitasi atas lagu 
ciptaannya. Hal ini berarti bahwa 
pihak-pihak yang ingin memanfaat-
kan karya tersebut harus meminta 
izin terlebih dahulu kepada pencip-
tanya sebagai pemilik dan pemegang 
hak cipta.
Pengguna atau user dalam karya 
cipta lagu atau musik menurut 
Husain Audah dibagi menjadi ( 
Husain Audah, 2004 : 21) : a) Untuk 
Mechanical Rights (hak memperba- 
nyak), pengguna atau user adalah 
pengusaha rekaman (recording com-
pany). b) Untuk Performing Right 
(hak mengumumkan), pengguna atau 
user adalah badan yang menggu-
nakan karya musik untuk keperluan 
komersil (broadcast, hotel, restoran, 
karaoke, diskotik, dll). c) Untuk 
Printing Rights, pengguna atau user 
adalah badan yang menerbitkan 
karya musik dalam bentuk cetakan, 
baik notasi (melodi lagu) maupun 
liriknya untuk keperluan komersil. d) 
Untuk Synchronization Rights, peng-
guna atau  user adalah pelaku yang 
menggabungkan karya cipta musik 
(audio) ke dalam gambar/film (visu-
al) untuk kepentingan komersil. 
Proses penggunaan oleh user secara 
umum menggunakan perjanjian 
lisensi, yaitu hanya bersifat pemberi-
an ijin atau hak yang dituangkan 
dalam akta perjanjian untuk dalam 
jangka waktu tertentu dan dengan 
syarat tertentu menikmati manfaat 
ekonomi suatu ciptaan yang dilin- 
dungi hak ciptaan.
Berdasarkan uraian di atas, dapat 
disimpulkan bahwa pengguna atau 
user adalah setiap orang/ badan 
hukum, misalnya stasiun televisi, 
stasiun radio, tempat karaoke, jasa 
perjalanan, jasa penerbangan, hotel, 
pusat perbelanjaan, perusahaan jasa 
periklanan, yang melakukan pengu-
muman dalam arti menyiarkan, 
menyuarakan/ mempertunjukkan 
suatu karya cipta (dalam hal ini reka-
man lagu atau musik), yang dituju-
kan disamping sebagai tujuan utama 
dari usahanya itu, atau sebagai servis 
tambahan untuk ‘mendampingi’ 
usaha utamanya dalam rangka 
pelayanan kepada masyarakat.
Karaoke (dari bahasa Jepang カラ
オケ) adalah sebuah bentuk hiburan 
di mana seseorang menyanyi diiringi 
dengan musik dan teks lirik yang 
ditunjukkan pada sebuah layar 
televisi. Di Asia, karaoke sangat 
populer. Secara etimologis kata kara-
oke merupakan kata majemuk: 
"kara" (空) yang berarti "kosong" 
(seperti dalam karate) dan "oke" 
yang merupakan bentuk pendek dari 
"orkestra". Karena kata majemuk ini 
setengah asing (Inggris) dan sete- 
ngah Jepang, maka ditulis dengan 
aksara katakana dan bukan kanji. 
Tempat karaoke yaitu gedung atau 
ruangan khusus untuk hiburan 
bernyanyi karaoke. (id.wikipe-
dia.org/wiki/Karaoke, 24 Maret 
2015)
Tujuan secara umum dari Hak 
Kekayaan Intelektual (HKI) khusus-
nya pada perlindungan hak cipta 
adalah untuk memberikan dorongan 
bagi para pencipta untuk terus mem-
buat hasil karya dengan menye-
diakan jalan dengan memperoleh 
hasil secara materi. Meskipun tujuan 
utama dari UUHC adalah untuk 
mempromosikan, memajukan dan 
menyebarkan budaya dan ilmu pe- 
ngetahuan, pangsa pasar hak cipta 
telah membenarkan adanya sifat 
dasar dari harta benda umum yang 
berasal dari hak cipta itu sendiri 
dengan menyediakan kompensasi 
kepada para pencipta, namun tidak 
termasuk bagi selain para pembeli 
maupun bagi mereka yang mengem-
bangkan pertukaransecara sukarela 
antara pencipta dan pengguna Sama 
halnya dengan berbagai situasi pasar 
lainnya yang menggunakan partisi-
pasi sukarela, melalui mekanisme 
ini, kepentingan dari para pemilik 
dan masyarakat umum akan bertemu 
pada satu titik yang sama. Adanya 
kemungkinan penghasilan, maka 
akan membuat para pencipta untuk 
terus memproduksi dan menyebar-
kan hasil karyanya, dengan demikian 
banyak yang berpendapat bahwa hal 
tersebut sama saja dengan memberi-
kan pelayanan kepada kepentingan 
publik dalam hal memajukan dan 
menyebarkan ilmu budaya. 
Dasar utama dari hak cipta 
sebagai konsep kepemilikan yaitu 
bahwa hal tesebut memungkinkan 
adanya perlindungan bagi hasil kar- 
yanya sendiri. Hal ini merupakan 
dasar ketentuan, dimana karya-karya 
itu merupakan ekspresi dari gagasan 
yang diperkenalkan kepada publik. 
Para pemilik tersebut menjadi bagian 
dari hadirnya berbagai informasi 
dimana arus informasi akan dapat 
menjadi penting bagi masyarakat 
secara umum. Oleh karena itu, hak 
cipta memberikan jaminan bahwa 
para pencipta tidak hanya menjaga 
hasil karyanya di bawah penga-
wasan, dengan jalan mencegah 
terjadinya penyalinan tanpa ijin, 
akan tetapi juga memberikan jami-
nan bahwa para pencipta dapat mem-
peroleh hasil manfaat dari hasil 
pekerjaan intelektualnya tersebut. 
Hal ini dianggap sebagai sebuah 
insentif untuk mempublikasikan 
karyanya. Hak cipta juga bekerja 
sebagai sebuah kompensasi atas 
resiko keuangan dari penerimaan si 
pemilik dengan cara mempub-
likasikan hasil karyanya. Tanpa 
adanya perlindungan akan hak cipta, 
seorang pencipta mungkin saja akan 
menolak untuk mempublikasikan 
hasil karyanya, yang pada akhirnya 
publik juga tidak dapat menikmati 
karya tersebut. 
Keuntungan yang dinikmati oleh 
para pencipta melalui perlindungan 
akan hak cipta merupakan hal yang 
problematik. Hak penuh yang berada 
pada pemilik terhadap siapapun yang 
menyalin hasil karyanya terkadang 
sangat berlawanan dengan kepenti- 
ngan publik, seperti misalnya pada 
peran dan kepentingan di bidang 
sosial, politik, pendidikan dan kebu-
dayaan. Sebagian mengatakan 
bahwa informasi dan hasil karya 
seharusnya dipertimbangkan sebagai 
benda umum, oleh karenanya tidak 
perlu dilindungi oleh UUHC. Hak 
untuk mengontrol akses bagi hasil 
karya seseorang sebelum dipub-
likasikan tidak akan menimbulkan 
permasalahan dalam kebebasan 
berbicara akan tetapi penerbit dapat 
mengontrol akses tersebut setelah 
terjadinya publikasi. Hal ini men-
jelaskan kenapa secara historis hak 
cipta dianggap sebagai suatu bentuk 
monopoli yang seharusnya secara 
tegas ditafsirkan untuk melayani 
kepentingan publik diatas pemegang 
hak cipta.
Hak cipta merupakan kekayaan 
intelektual yang dimiliki oleh indivi-
du, kelompok atau perusahaan seper-
ti barang, lagu atau bahkan software 
yang didaftarkan di Direktorat Hak 
Kekayaan Intelektual – Kementerian 
Hukum dan HAM sehingga dilind-
ungi oleh UUHC 2014. Dampak 
pelanggaran hak cipta yaitu 
orang-orang akan merasa enggan 
untuk menghasilkan sebuah karya 
baru, karena karyanya dapat dengan 
mudah ditiru oleh orang lain dan 
berpotensi merugikan masyarakat 
yang membeli karya yang telah diba-
jak atau palsu karena mendapat 
barang dengan berkualitas buruk. 
Pelanggaran hak cipta juga meru-
gikan orang-orang yang karyanya 
dibajak karena orang tersebut telah 
menghabiskan banyak waktu dan 
tenaga, tapi karyanya dapat dengan 
mudah dibajak oleh orang lain, selain 
itu pelanggaran hak cipta juga akan 
berakibat buruk bagi perekonomian 
Indonesia. Para investor akan merasa 
enggan untuk datang karena 
harga-harga CD bajakan atau ilegal 
dijual jauh lebih murah daripada 
yang aslinya. Bahkan hal ini juga 
berdampak buruk bagi produsen 
aslinya. Jenis-jenis pelanggaran hak 
cipta misalnya pembajakan, pengko-
pian, memperbanyak hasil karya 
orang lain, mengedarkan dan men-
jual hasil pelanggaran hak cipta serta 
memperdengarkan/mengumumkan 
tanpa seijin dari pemilik. Untuk 
meminimalisir pelanggaran dalam 
hal memperdengarkan/mengumum-
kan tanpa seijin pemilik di Indonesia, 
selain di lakukan lembaga-lembaga 
pemerintahan dan penegak hukum 
juga dilakukan oleh KCI.
KCI adalah Lembaga ini men-
jalankan pemungutan royalti kapada 
user dengan perjanjian lisensi yang 
sesuai dengan undang-undang yang 
berlaku. (Robin Fry, 2002 :. 518)  
Pavel Tuma memberikan definisi 
Collecting Societies adalah suatu 
organisasi profesi yang dibentuk 
untuk memfasilitasi pengadministra-
sian hak cipta dan melakukan penari-
kan royalti kepada user atas nama 
pencipta. ( Pavel Tuma, 2002 : 220)  
Sedang user adalah orang atau badan 
usaha yang memanfaat karya cipta 
untuk kepentingan komersil. Maka 
dapat disimpulkan pengertian KCI 
merupakan lembaga profesi yang 
bergerak dibidang pemungutan 
royalti kepada user dalam hal 
pemanfaatan lagu/musik dengan 
menggunakan perjanjian lisensi.
Manfaat lisensi KCI bagi penggu-
na (user): 1). Ijin untuk memperde- 
ngarkan lagu berbagai jenis dan 
bentuk musik yang diberikan untuk 
memberi kenyamanan pada konsu- 
men sehingga menambah nilai 
ekonomi kegiatan usaha. Atau hak 
untuk memperdengarkan jutaan 
repertoire lagu sedunia yang berafili-
asi dengan KCI. 2). Menjamin peng-
guna dari segala tuntutan dan atau 
gugatan dari pemegang hak cipta 
yang dikelola oleh KCI. 3). Biaya 
royalti lagu Indonesia, dan asing 
lebih murah dibandingkan royalti di 
negara-negara tetangga. 4). Efisiensi 
biaya karena tidak perlu mencari, 
meminta ijin, bernegosiasi dan mem-
bayar royalti kepada pencipta lagu 
satu persatu diseluruh dunia. 
Pencipta/pemegang hak musik 
atau lagu memberikan kuasa kepada 
KCI untuk pengelolaan, pengadmi- 
nistrasian hak cipta dan melakukan 
penarikan royalti kepada user atas 
nama pencipta. Kemudian KCI 
memberikan lisensi kepada user 
dalam hal ini adalah tempat karaoke, 
atas permohonan dari pengelola 
tempat karaoke untuk kepentingan 
komersil. Sistem lisensinya dengan 
memutar atau memainkan seluruh 
repertoire yang dikelola KCI dengan 
pembayaran royalti di depan. Dari 
pemberian lisensi itu oleh tempat 
karaoke akan di manfaatkan untuk 
mencari keuntungan, dari keuntu- 
ngan itulah ada hak dari pencipta 
lagu atau pemegang hak yang kemu-
dian pengelola tempat karaoke mem-
buat laporan tentang lagu lagu apa 
saja yang diperdengarkan. Setelah 
KCI menerima pelaporan dari penge-
lola tempat karaoke, kemudian oleh 
KCI pelaporan itu akan di olah 
secara cermat dan tepat untuk 
menetukan jumlah royalti yang 
selanjutnya didistribusikan ke 
masing masing pencipta lagu atau 
pemegang hak.
Tempat karaoke di kota Malang 
kurang lebih terdapat 23 (dua puluh 
tiga) tempat dimana dapat di kelom-
pokan menjadi 2 (dua) kelompok, 
yang pertama tempat karaoke wara- 
laba dan tempat karaoke yang bukan 
waralaba. Sebagai contoh tempat 
karaoke waralama yaitu nav karaoke, 
diva karaoke, happy puppy karaoke 
keluarga, vivace family karaoke dan 
café, dll. Sedangkan tempat karaoke 
bukan waralaba yaitu karaoke, studio 
one karaoke dll. Waralaba (Inggris: 
franchising; Perancis : franchise) 
untuk kejujuran atau kebebasan 
adalah hak-hak untuk menjual suatu 
produk atau jasa maupun layanan. 
Sedangkan menurut Pemerintah 
Indonesia yang di maksud waralaba 
adalah perikatan dimana salah satu 
pihak diberi hak untuk memanfaat-
kan dan atau menggunakan hak dari 
kekayaan intelektual (HKI) atau 
pertemuan dari ciri khas usaha yang 
dimiliki pihak lain dengan suatu 
imbalan berdasarkan persyaratan 
yang ditetapkan pihak lain tersebut 
dalam rangka penyediaan dan atau 
penjualan barang dan saja. (id.m. 
wikipwdia.org/wiki/waralaba, 24 
Maret 2015)
Dua kelompok tempat karaoke ini 
memiliki mekanisme pembayaran 
royalti yang sedikit berbeda walau-
pun pada perinsipnya sama, perbe-
dan itu terletak pada tempat karaoke 
waralaba di kota Malang tidak mem-
bayar langsung royalti ke KCI 
melainkan yang melakukan pemba-
yaran royalti adalah pemilik wara- 
laba, sebagai contoh happy pappy 
karaoke keluarga berpusat di Sema-
rang sedangakan yang ada di Malang 
adalah waralaba dari yang di Sema-
rang sehingga yang melakukaan 
pembawayan royalti adalah happy 
pappy karaoke keluarga yang di 
semarang karena sebagai pusat atau 
pemilik waralaba. Berbeda dengan 
tempat karaoke bukan waralaba di 
kota Malang, dimana harus melaku-
kan pembayaran royalti sendiri di 
KCI Surabaya Jawa Timur.
Standar pemungutan royalti untuk 
kepentingan komersial pada tempat 
karaoke adalah sebesar Rp 
10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), 
dimana mereka membayar sesuai 
dengan kemampuan mereka. Seha-
rusnya minimum pembayaran adalah 
sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Puluh 
Juta Rupiah). Tapi pada dasarnya 
pihak yang berwenang melakukan 
pemungutan royalti dalam hal ini 
KCI memberlakukan minimum pem-
bayaran Rp 10.000.000,- (Sepuluh 
Juta Rupiah) dikarenakan beberapa 
faktor yaitu banyak tempat karaoke 
di kota Malang relatif baru. Masalah 
profit yang diterima oleh tempat 
karaoke tersebut belum sesuai 
dengan yang diharapkan. Karena 
telah terjalin negosiasi dan mu- 
syawarah yang cukup baik, maka 
telah disepakati bersama untuk stan-
dard minimum pembayaran royalti 
bagi tempat karaoke adalah sebesar 
Sepuluh Juta Rupiah. Selain itu KCI 
juga menghargai adanya itikad baik, 
kesadaran dan kerjasama yang baik 
dari tempat karaoke di kota Malang. 
Bila dikaitkan dengan prosedur 
yang telah ditetapkan oleh KCI me- 
ngenai lisensi, hak mengumumkan 
diberikan untuk memutar atau 
memainkan seluruh repertoire yang 
dikelola KCI, yaitu jutaan lagu 
sedunia dalam satu paket. Izin tidak 
diberikan lagu per lagu (Blanket 
License). Royalti dibayar dimuka, 
sesuai dengan konsep umum perizi- 
nan. Pengguna kemudian melapor-
kan lagu yang dipergunakan. Berbe-
da dengan lisensi hak memperba- 
nyak, sistem yang digunakan untuk 
lisensi hak memperbanyak bukan 
blanket license, melainkan izin untuk 
per lagu. Tempat karaoke yang telah 
membayar mendapatkan surat 
perjanjian antara tempat karaoke 
dengan KCI Pusat, kuitansi pemba-
yaran dan Sertifikat Lisensi yang 
diterbitkan oleh KCI Pusat. Jadi 
dalam hal ini KCI Jawa Timur hanya 
sebagai perantara antara tempat kara-
oke di kota Malang dengan KCI 
Pusat.
Prosedur royalti hak mengumum-
kan adalah : Setiap setahun sekali 
(Juni/Juli), Royalti diberikan untuk 
lagu yang benar-benar diumumkan 
& dari tempat-tempat yang telah 
memperoleh Lisinsi KCI. Kemudian 
KCI menggunakan sistem “follow 
the dollar” / royalti yang diterima 
dari kegiatan usaha karaoke 
dibagikan untuk lagu-lagu yang 
diputar pada kegiatan masing-ma- 
sing. Besarnya royalti yang diterima 
oleh tiap Pemberi Kuasa tergantung 
pada, apakah lagunya sudah didaftar-
kan, apakah lagunya benar-benar 
dimainkan dan seberapa sering lagu 
tersebut dimainkan (makin sering 
makin banyak royaltinya), Berapa 
pendapatan royalti riil yang diper-
oleh KCI pada tahun itu untuk kate-
gori Pengguna yang dimainkan 
lagunya.
Mekanisme pemungutan royalti 
yang dilakukan oleh KCI sudah 
berjalan dengan cukup baik sehingga 
para pencipta/pemehang hak cipta 
lagu atau musi telah mendapatkan 
haknya hingga 70 (tujuh puluh) 
tahun setelah penciptanya meninggal 
dunia. Pemenuhan royalti sebagai 
hak ekonomi para pemegang hak 
akan lebih efektif jika pihak peme- 
rintah secara resmi melakukan 
penunjukan KCI sebagai salah satu 
lembaga menajemen kolektif (col-
lecting society) maka pihaknya 
selaku pengguna tidak perlu bingung 
dan ragu untuk melakukan pemba-
yaran royalti. Juga perlu adanya 
upaya yang lebih intensif lagi untuk 
melakukan publikasi kepada ma- 
syarakat tentang seluk beluk hak 
cipta, dan tidak kalah penting adalah 
penegakan hukumnya yang tentu 
saja harus dilaksanakan oleh para 
penegak hukum.
Kesimpulan 
Hak cipta merupakan kekayaan 
intelektual yang dimiliki oleh indivi-
du, kelompok atau perusahaan seper-
ti barang, lagu atau bahkan software 
yang bisa didaftarkan di Departemen 
Kehakiman sehingga dilindungi oleh 
UU HC 2014.  Hak Cipta. Salah satu 
upaya perlindungan hak cipta adalah 
Pencipta lagu/pemegang hak dapat 
memberikan kuasa kepada KCI 
untuk pengelolaan, pengadministra-
sian hak cipta dan melakukan penari-
kan royalti kepada user atas nama 
pencipta, kemudian KCI memberi-
kan lisensi kepada user dalam hal ini 
adalah tempat karaoke, atas permo-
honan dari pengelola Tempat Kara-
oke untuk kepentingan komersil.
Terdapat 2 (dua) kelompok 
tempat karaoke di Kota Malang, 
yang pertama tempat karaoke wara- 
laba, dengan memiliki mekanisme 
pembayaran royalti yang di kelola 
langsung oleh pemilik waralaba 
kepada KCI, sebagai contoh happy 
pappy karaoke keluarga berpusat di 
semarang sedangkan yang ada di 
Malang adalah waralaba dari yang di 
semarang sehingga yang melakukaan 
pembayayan royalti adalah happy 
pappy karaoke keluarga yang di 
semarang karena sebagai pusat atau 
pemilik waralaba. Kedua tempat 
karaoke bukan waralaba di kota 
Malang, dimana harus melakukan 
pembayaran royalti sendiri kepada 
KCI.
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patkan oleh pembentuk undang-un-
dang sebagai bagian dari judul 
Undang-undang Persaingan Usaha 
Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya 
disebut dengan UUPU) bukan tanpa 
sebab dan alasan. Kata ”Larangan-
praktik monopoli” juga bukan kata 
yang tanpa makna. Bagi pelaku 
usaha kata tersebut cukup berarti 
terhadap peletakan strategi bisnis 
dalam perusahaan. Dalam tataran 
yuridis dalam UUPUterdapat dua 
kata memiliki kemiripan yang digu-
nakan secara berganti-ganti, yakni 
kata ”monopoli” dan ”praktik mono- 
poli”. Kendatipun demikian, dari 
segi makna kedua istilah tersebut 
terkandung perbedaan yang cukup 
mendasar. Kata “praktik monopoli” 
menjadi prinsip larangandalam 
UUPU sementara itu ”monopoli” 
tidak dijadikan sebagai prinsip lara- 
ngan dalam UUPU. Hal ini menun-
jukkan bahwa pada dua kata tersebut 
memang memiliki arti dan makna 
yang berbeda.
Mengingat sudah menjadi karak-
ter bagi setiap pelaku usaha jika 
selalu ingin menguasai pasar dan 
memenangkan persaingan didalam 
pasar, maka tidak segan-segan 
pelaku usaha melakukan tinda-
kan-tindakan yang cenderung meng-
abaikan kode etik yang lazim dite- 
rapkan dalam bisnis bahkan tidak 
peduli umtuk melanggar aturan 
hukum. Oleh sebab itu, tidak jarang 
beberapa pelaku usaha dihadapkan 
pada persoalan pelanggaran aturan 
hukum, khususnya hukum  persai- 
ngan usaha dan menjadi pihak yang 
harus mempertanggung jawabkan 
segala tindakan pelanggarannya 
dihadapan badan yang mengawasi 
perilakupelaku usaha di Indonesia, 
yaitu Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (selanjutnya disebut KPPU).  
Dari beberapa larangan yang 
diatur dalam UUPU, terdapat salah 
satu larangan  yang dapat dikualifi-
kasikan sebagai pelanggaran UUPU 
adalah melakukan tindakan praktik 
monopoli. Ketentuan Pasal 17 
UUPU adalah parameter yuridis 
untuk mengkualifikasikan suatu 
tindakan termasuk praktik monopoli 
atau bukan. KetikaKPPU menemu-
kan salah satu dari kriteria pasal 
tersebut telah dilakukan oleh pelaku 
usaha, maka KPPU  berhak untuk 
melakukan penyidikan dan penyeli-
dikan kepada pelaku usaha yang 
bersangkutan. Sebagai lembaga pe- 
ngawas kegiatan pelaku usaha, 
KPPU memiliki kewenangan yang 
cukup besar terhadap segala bentuk 
perilaku pelaku usaha yang melang-
gar Pasal 35 UUPU.
KPPU memiliki kewenangan 
menangani perkara yang berbeda 
dengan pengadilan perdata yang 
menangani hak-hak perorangan yang 
bersifat privat, karena perkara yang 
ditangani KPPU bersifat publik. Hal 
ini sesuai dengan tujuan Hukum 
persaingan usaha yang tercantum 
dalam Pasal 3 huruf a, yaitu untuk 
”menjaga kepentingan umum dan 
meningkatkan efisiensi ekonomi 
nasional sebagai salah satu upaya 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat” (Anggara, 2009 : 163). 
Sehingga tugas KPPU harus menjaga 
kondisi perekonomian nasionalagar 
tercipta iklim persaingan usaha yang 
sehat melalui putusan-putusan yang 
dibuatnya tidak terdistorsi oleh 
kepentingan kelompok tertentu saja. 
Berdasarkan uraian latar belakang 
tersebut, dapat dirumuskan permas-
alahan berikut, bagaimanakah imple-
mentasi prinsip larangan praktik 
monopoli dalam putusan KPPU 
(melalui putusan hakim komisioner) 
? Untuk mengkajinya dapat dicerma-
ti dari pertimbangan hakim komi- 
sioner (ratio decidendi) dalam putu-
sannya.
Pembahasan 
1. Prinsip Larangan Praktik 
Monopoli Dalam UUPU 
Parameter yang digunakan oleh 
UUPU untuk mengetahui pelaku 
usaha melakukan monopoli atau 
tidak, terdapat dalam Pasal 17 
UUPU, disebutkan bahwa,
(1)  Pelaku usaha dilarang melaku-
kan penguasaan atas produksi 
dan atau pemasaran barang 
dan atau jasa yang dapat me- 
ngakibatkan terjadinya praktik 
monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat. 
(2)  Pelaku usaha patut diduga atau 
dianggap melakukan pengua-
saan atas produksi dan atau 
pemasaran barang dan atau 
jasa sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), apabila:
a. barang dan atau jasa yang 
bersangkutan belum ada   sub-
stitusinya;atau
b. mengakibatkan pelaku usaha 
lain tidak dapat masuk ke 
dalam persaingan usaha ba- 
rang dan atau jasa yang sama; 
atau
c.  pelaku usaha atau satu kelom-
pok pelaku usaha menguasai 
lebih dari  50% (lima puluh 
persen) pangsa pasar satu jenis 
barang atau jasa tertentu.
Mencermati rumusan Pasal 17 di 
atas memberi pemahaman bahwa 
pelaku usaha akan dianggap melaku-
kan penguasaan atas produksi dan 
atau pemasaran jika perilakunya 
memenuhi kualifikasi unsur-unsur 
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, 
atau c. Unsur-unsur itu bersifat alter-
natif artinya cukup terdapat salah 
satu unsur saja seorang pelaku usaha 
sudah dapat dikualifikasikan sebagai 
telah melakukan kegiatan praktik 
monopoli. 
Pada asasnya segala bentuk 
kegiatan maupun perjanjian yang 
dilakukan pelaku usaha jika mengki-
batkan praktik monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat adalah 
dilarang. Monopoli tidak dilarang 
sepanjang tidak mengakibatkan 
praktik monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat, karena tidak 
semua monopoli merugikan ada juga 
monopoli yang menguntungkan 
(aspek positif monopoli). Sedangkan 
yang dimaksud dengan aspek negatif 
monopoli adalah pengertian dari 
praktik monopoli itu sendiri, yakni 
kegiatan monopoli yang senantiasa 
menimbulkan inefesiensi sumber 
daya dan kerugian pada masyarakat.
Monopoli dan persaingan sebagai 
dua konsep yang memiliki sisi positif 
bagi persaingan dan sisi negatif bagi 
monopoli hal itu merupakan pandan-
gan yang sangat sederhana. Kalau 
dikaji lebih jauh, kedua konsep itu 
saling memiliki aspek-aspek positif 
maupun aspek negatif, tergantung 
sasaran apa yang hendak dicapai dari 
masing-masing. Misalnya, monopoli 
yang dilakukan untuk melindungi 
sumber daya yang vital dari eksploi-
tasi pihak-pihak yang mencari keun-
tungan sendiri, maka monopoli itu 
dianggap sebagai sisi positif dari 
monopoli. Sebaliknya, persaingan 
yang berkonotasi baik bisa beraspek 
negatif, jika persaingan itu terjadi 
tanpa kendali dan pengawasan dari 
negara, tidak lagi mempertimbang-
kan aspek ekonomi, akhirnya yang 
terjadi persaingan yang saling 
mematikan, yang kuat menghancur-
kan yang lemah, maka tujuan 
persaingan yang seharusnya mem-
beri kesejahteraan yang maksimal 
kepada masyarakat dan kesempatan 
yang sama kepada pelaku usaha 
tidak dapat terwujud. 
Berdasarkan pengertian monopoli 
yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 
UUPU, terkandung dua unsur pen- 
ting dalam monopoli, yaitu (1) 
adanya penguasaan atas produk, dan 
atau pemasaran barang dan atau atas 
penggunaan jasa tertentu, (2) dilaku-
kan oleh satu pelaku usaha atau satu 
kelompok pelaku usaha. 
Adapun bentuk kegiatan pengua-
saan atas produksi dan pemasaran 
yang dilarang itu memiliki kriteria 
sebagai berikut : (1) penguasaan atas 
produksi, (2) penguasaan atas 
pemasaran produksi atau jasa, (3) 
barang dan jasa yang berada di 
bawah penguasaan itu tidak ada 
substitusinya di pasar, (4) praktik 
tersebut mengakibatkan terjadinya 
monopoli atau persaingan usaha 
tidak sehat (Ginting, 2001 : 68)
Hal ini artinya penguasaan atas 
produk dan pemasaran suatu produk-
si tidak dilarang oleh undang-undang 
sepanjang tidak meniadakan atau 
mengurangi persaingan di pasar 
(lessen competition), seperti kasus 
paling aktual saat ini yang dilakukan 
oleh Carrefour. 
Didalam Pasal 1 ayat (2) UUPU 
memuat pengertian dari praktik 
monopoli, yang mengandung unsur- 
unsur : (1) Terjadinya pemusatan 
kekuatan ekonomi pada satu atau 
lebih pelaku usaha, (2) Terdapat 
penguasaan atas produksi atau 
pemasaran barang atau jasa tertentu, 
(3) Terjadinya persaingan usaha 
tidak sehat, (4) Tindakan tersebut 
merugiakan kepentingan umum 
(Kagramanto, 2007 : 181)
Jika dibandingkan dengan kriteria 
praktik monopoli terdapat dalam 
Pasal 17 ayat (2), yang memuat 
unsur-unsur : (1) Melakukan perbua-
tan penguasaan atas suatu produk, (2) 
Melakukan perbuatan atas pemasa-
ran suatu produk, (3) Penguasaan 
tersebut dapat mengakibatkan terjad-
inya praktik monopoli, (4) pengua-
saan tersebut dapat mengakibatkan 
terjadinya persaingan usaha tidak 
sehat. 
Konsep praktik monopoli menga-
rah pada pengertian pemusatan 
kekuatan ekonomi, artinya terdapat 
korelasi antara praktik monopoli 
dengan pemusatan ekonomi. Pemu-
satan kekuatan ekonomi jangkauan- 
nya lebih luas daripada sekedar 
penguasaan pasar (bidang pemasa-
ran) karena menyangkut juga pada 
bidang produksi. Penguasaan pasar 
mengakibatkan berkurangnya per- 
saingan (lessen competition) uji 
materiilnya melalui struktur pasar 
sedangkan pemusatan kekuatan 
ekonomi menimbulkan konglomera-
si batu ujinya melalui perilaku pasar.
Untuk membuktikan unsur-unsur 
yang terdapat didalam Pasal 17 ayat 
(2)UUPU harus dapat dipenuhi, 
yakni : (1) Tidak terdapat produk 
substitusinya, (2) Pelaku usaha lain 
sulit masuk kedalam pasar persai- 
ngan terhadap produk yang sama 
dikarenakan hambatan masuk yang 
tinggi, (3) Pelaku usaha lain tersebut 
adalah pelaku usaha yang mempu-
nyai kemampuan bersaing yang 
signifikan dalam pasar bersangkutan, 
(4) Satu atau satu kelompok pelaku 
usaha telah menguasai lebih dari 
50% pangsa pasar suatu jenis produk 
(Winardi, 1996 : 457)
Pengertian unsur-unsur akan 
dijelaskan sebagai berikut : 
1. Produk substitusi
 Didalam Kamus Ekonomi, 
substitutional goods artinya 
benda-benda pengganti, yaitu 
adanya hubungan antara dua 
benda atau lebih, demikian rupa 
hingga benda x dapat mengganti-
kan benda y. Dengan demikian  
pengertian ini dapat dibedakan 
dengan pengertian benda-benda 
komplementer. Benda komple-
menter berfungsi sebagai benda 
pelengkap dari benda utama, 
tetapi tidak menggantikan fung-
sinya. 
 Beranjak dari pengertian di 
atas,  terjadinya  praktik monopoli 
didalam pasar ditandai dengan 
adanya satu jenis produk dalam 
pasar yang bersangkutan, tidak 
ditemukan barang pengganti yang 
menjadi alternatif bagi konsumen 
untuk memilih jenis lainnya yang 
lebih murah. Akibatnya penjual 
produk tersebut dapat memainkan 
harga karena pasarnya berada 
dalam penguasaannya.
 Oleh karena pasar hanya 
dikuasai satu jenis barang 
tertentu, maka didalam pasar 
tidak terjadi persaingan. Pasar 
yang tidak persaingan, pelaku 
usaha cenderung menentukan 
harga sesuai dengan kehendak- 
nya. Sehingga konsumen tidak 
memperoleh harga murah  yang 
lebih kompetitif dibandingkan 
dengan harga yang ditetapkan.
 Istilah substitusi juga ditemu-
kan didalam definisi pasar 
bersangkutan yang terdapat pada 
Pasal 1 angka 10 UUPU, disebut-
kan bahwa:
”Pasar bersangkutan adalah pasar 
yang berkaitan dengan jangkauan 
atau daerah pemasaran tertentu 
oleh pelaku usaha atas barang dan 
atau jasa yang sama atau sejenis 
atau substitusi dari barang dan 
atau jasa tersebut”.
 Untuk menilai sifat substitusi 
dari suatu produk dengan produk 
yang lain dapat digunakan dengan 
menggunakan pendekatan terha-
dap elastisitas permintaan dan 
penawaran melalui analisis prefe-
rensi konsumen. Dalam melaku-
kan analisis preferensi konsumen 
digunakan tiga parameter utama 
sebagai alat pendekatan, yaitu 
harga, karakter, dan kegunaan 
(fungsi) produk.(Assahinur, 2009 
: 18) Produk dalam suatu pasar 
tidak harus bersifat perfect substi-
tutes, karena sulit untuk menemu-
kannya, oleh sebab itu bisa 
dengan konsep close substitutes. 
Produk dalam suatu pasar tidak 
harus memiliki kualitas yang 
sama, oleh sebab itu, sepanjang 
konsumen menentukan bahwa 
produk terkait memiliki karakter 
dan fungsi yang sama, maka 
produk tersebut dapat dikatakan 
sebagai substitusi satu dengan 
lainnya. Untuk menerapkan Pasal 
1 angaka 10 telah dikeluarkan 
peraturan KPPU No.3 Tahun 
2009 tentang Pedoman Penerapan 
Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar 
Bersangkutan.
2. Barrier to entry
 Bentuk  Barrier to entry dapat 
berasal dari dua hal, yaitu dari sisi 
perusahaan dari sisi kebijakan 
publik dari sisi perusahaan strate-
gi yang diterapkan tidak hanya 
untuk menjaga kekuatan pasarnya 
melainkan juga mempertahankan 
laba monopolisnya. Sedangkan 
yang berasal dari kebijakan 
pemerintah biasanya memiliki 
tujuan tertentu, seperti kondisi 
alami industri yang merupakan 
natural monopoly.
3.  Penguasaan Pasar (Market 
Share)
 Menjadi penguasa dalam 
suatu jenis pasar merupakan hara-
pan dari setiap pelaku usaha, 
dengan menjadi penguasa yang 
nyata atas suatu pasar berarti 
pemusatan kekuatan ekonomi 
telah berada dalam genggaman 
pelaku usaha tersebut. Dengan 
kekuatan pasar yang dimilikinya 
itu pelaku usaha dapat menentu-
kan harga barang atau jasa dan 
dampak selanjutnya adalah keun-
tungan yang optimal pasti akan 
dapat diraihnya. Adapun wujud 
penguasaan pasar, dilakukan 
dengan cara: 1). Jual rugi (preda-
tory Pricing) dengan maksud 
untuk mematikan pesaingnya, 2). 
Melalui pratik penetapan biaya 
produksi secara curang serta 
biaya lainnya yang menjadi kom-
ponen harga barang, serta, 3). 
Perang harga maupun persaingan 
harga (Fahmi, 2009 : 139).
 Berbagai bentuk tindakan 
penguasaan pasar seperti ini 
hanya mugkin  dilakukan oleh 
pelaku usaha yang memiliki 
market power. Tolok ukur 
penguasaan pasar tidak harus 
menguasai sebesar 100%, 
penguasaan sebesar 50% atau 
75% saja sudah dapat dikatakan 
memiliki market power.
 Seperti didalam Pasal 17, 
kriteria menguasai pasar diberi-
kan batas lebih dari 50%, pelaku 
usaha yang menguasai pasar sebe-
sar 50% dapat diduga atau diang-
gap melakukan praktik monopoli 
yang merugikan kepentingan 
umum. Pasal 17 bersifat rule of 
reason, untuk dapat membuktikan 
adanya kerugian masyarakat perlu 
dilakukan berbagai penelitian dan 
kajian dari ahli hukum dan ahli 
ekonomi.
2.  KPPU Sebagai Lembaga 
Pengawasan Kegiatan Pelaku 
Usaha
 
Di Indonesia lembaga yang 
berwenang menjalankan fungsi 
pengawasan kegiatan pelaku usaha 
adalah Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha atau disingkat dengan KPPU. 
Pasal 30 ayat (1) UUPU menyebut-
kan,”Untuk mengawasi Undang-un-
dang ini dibentuk Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha yang selanjutnya 
disebut Komisi”, dan didalam Pasal 
30 ayat (3) disebutkan bahwa, 
”Komisi bertanggung jawab kepada 
Presiden”. Selanjutnya Pasal 34 ayat 
(1) menegaskan bahwa, ”Pembentu-
kan Komisi serta susunan organisasi, 
tugas, dan fungsinya ditetapkan 
dengan Keputusan Presiden”. Ak- 
hirnya KPPU didirikan pada tanggal 
8 Juli 1999 berdasarkan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 
75 Tahun 1999 tentang Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha. 
Dengan demikian, penegakan 
Hukum Persaingan Usaha serta 
pengawasan terhadap pelaku usaha 
berada dalam kewenangan KPPU.
Sebagai lembaga pengawas 
kegiatan pelaku usaha, KPPU memi-
liki kewenangan yang cukup besar 
terhadap segala bentuk perilaku 
pelaku usaha. Kewenangan tersebut 
meliputi penyidikan, penuntutan, 
konsultasi, memeriksa, mengadili, 
dan memutus perkara pelanggaran 
hukum persaingan oleh pelaku 
usaha. Namun bukan berarti tidak 
ada lembaga lain yang berwenang 
menangani perkara monopoli dan 
persaingan usaha, Pengadilan Negeri 
(PN) dan Mahkamah Agung (MA) 
juga diberi wewenang untuk mena- 
ngani perkara persaingan. Penga-
dilan Negeri diberi wewenang untuk 
menangani keberatan terhadap putu-
san KPPU. dan menangani pelangga-
ran hukum persaingan yang menjadi 
perkara pidana karena tidak dijalan- 
kannya putusan KPPU yang sudah in 
kracht. Sedangkan MA diberi 
kewenangan untuk menyelesaikan 
perkara pelanggaran hukum persai- 
ngan apabila terdapat keberatan atas 
putusan PN tersebut dengan menga-
jukan kasasi. Putusan MA harus 
dijatuhkan dalam waktu 30 hari sejak 
permohonan kasasi diterima. 
Pada Pasal 30 ayat (2) menegas-
kan bahwa, ”Komisi adalah suatu 
Lembaga Independen yang terlepas 
dari pengaruh dan kekuasaan Peme- 
rintah serta pihak lain”. Hal ini berar-
ti bahwa KPPU merupakan lembaga 
yang independen. Hal ini ditegaskan 
lagi dalam Keppres nomor 75 Tahun 
1999 yang terdapat pada Pasal 6 ayat 
(2) bahwa, anggota Komisi yang 
menangani perkara dilarang:
a. mempunyai hubungan sedarah 
atau semenda sampai derajat ke 
tiga dengan salah satu pihak yang 
berperkara; atau
b. mempunyai kepentingan dengan 
perkara yang bersangkutan.
Untuk menjaga independensi dan 
integritas anggota Komisi,  per- 
syaratan untu menjadi anggota 
Komisi telah dirumuskan dalam 
Pasal 31 sampai dengan Pasal 34. 
Dalam persyaratan tersebut dikehen-
daki anggota-anggota terpilih dan 
terpercaya (credible). Integritas 
moral dan kepercayaan untuk memi-
lih seseorang adalah unsur penting 
yang sangat menentukan apalagi 
sebagai anggota komisi yang terkait 
dengan dunia bisnis dan pelaku 
usaha, maka kepribadian dan integri-
tas memegang peranan kunci (plays 
a key role) dalam menangani perkara 
persaingan. 
Atas dasar peran KPPU sebagai 
lembaga pengawas, maka tugas  
yang disandang oleh KPPU didalam 
Pasal 35. Sebagai tindak lanjut atas 
tugas yang dibebankan, KPPU juga 
mempunyai wewenang yang terca- 
kup dalam Pasal 36. Jika dicermati 
tugas dan wewenang KPPU dalam 
pasal-pasal tersebut,  sebenarnya 
kewenangan KPPU hanya terbatas 
pada kewenangan administratif, 
meskipun terdapat kewenangan yang 
mirip badan penyidik, namun tugas 
penyidikan, penuntutan dan pemutus 
itu dalam rangka memberikan sanksi 
hukuman administrasi semata. 
Demikian juga dengan kekuatan 
hukum dari putusan KPPU mempu-
nyai kekuatan eksekutorial, yaitu 
keputusan yang sederajat dengan 
keputusan hakim, oleh sebab itu 
putusan KPPU dapat langsung 
dimintakan eksekusi (Fiat Excecutie) 
pada Pengadilan Negeri yang 
berwenang tanpa harus beracara 
sekali lagi di pengadilan tersebut. 
(Pasal 46 ayat (2) UUPU).
Proses penyelidikan dan pemerik-
saan merupakan salah satu bagian 
dari proses beracara di KPPU. 
Hukum acara di KPPU ditetapkan 
pertama kali melalui Surat Keputu-
san Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000, 
tentang Tata Cara Penyampaian 
Laporan dan Penanganan Dugaan 
Pelanggaran Terhadap UU No.5 
Tahun 1999. Surat Keputusan terse-
but telah diubah menjadi Peraturan 
Komisi No.1 Tahun 2006, tentang 
Tata Cara Penanganan Perkara di 
KPPU yang mulai efektif berlaku 
pad tanggal 18 Oktober 2006. 
Proses penyelidikan dan pemerik-
saan merupakan prosedur yang dike-
nal dalam hukum pidana yaitu proses 
mencari kebenaran materiil. Dalam 
mencari kebenaran materiil diperlu-
kan keyakinan KPPU bahwa pelaku 
usaha melakukan atau tidak melaku-
kan perbuatan yang menyebabkan 
terjadinya praktik monopoli dan 
persaingan tidak sehat. (Wibowo dan 
Sinaga, 2005 : 365)dan KPPU mulai 
melakukan pemeriksaan (pendahulu-
an) jika terdapat salah satu indikasi 
dari perbuatan berikut ini : (1) Atas 
inisiatif Komisi sendiri apabila ada 
dugaan telah terjadinya pelanggaran 
Undang-undang Anti Monopoli, (2) 
Atas laporan tertulis dari pihak yang 
merasa dirugikan;setiap orang yang 
mengetahui atau patut diduga telah 
terjadi pelanggaran terhadap Un- 
dang-undang Anti Monopoli, (3) 
Atas laporan tertulis dari setiap orang 
yang mengetahui atau patut diduga 
telah terjadi pelanggaran terhadap 
Undang-undang Anti Monopoli 
(Fuady, 1999 : 104).
Berdasarkan hasil pemeriksaan 
pendahuluan yang diperoleh, jika 
hasilnya adalah penetapan untuk 
melakukan pemeriksaan lanjutan, 
maka akan dilakukan tindakan 
penyelidikan dan pemeriksaan. Pihak 
yang melaporkan harus memberikan 
identitasnya kepada KPPU dan wajib 
dirahasiakan identitas pelapor oleh 
KPPU.
Mekanisme pemeriksaan perkara 
oleh KPPU pada prinsipnya sama 
dengan pengertian pemeriksaan 
dalam hukum acara pidana, namun 
terdapat sedikit perbedaan dalam hal 
siapa yang dimaksud dengan subyek 
pelapor dalam perkara persaingan 
usaha. Dalam pemeriksaan perkara 
yang didasarkan atas dasar laporan 
adalah pemeriksaan yang dilakukan 
karena adanya laporan dari ma- 
syarakat atau pelaku usaha yang 
dirugikan oleh tindakan pelaku usaha 
yang dilaporkan. Setelah menerima 
laporan, KPPU menetapkan majelis 
komisi yang akan bertugas memerik-
sa dan menyelidiki pelaku usaha 
yang dilaporkan. Dalam menjalan- 
kan tugas, majelis komisi dibantu 
oleh staf komisi. Pemeriksaan perka-
ra yang dilakukan atas dasar laporan 
menggunakan nomor perkara: 
Nomor perkara/KPPU-L (laporan)/ 
Tahun, sedangkan perkara yang 
diperiksa bukan atas dasar laporan 
pada nomor perkara tidak terdapat 
kode L (laporan).
Pemeriksaan atas dasar inisiatif 
KPPU didasarkan karena adanya 
dugaan atau indikasi dari hasil 
pengamatan dan persepsi sendiri 
disimpulkan adanya pelanggaran 
terhadap Hukum Persaingan. 
Mekanismenya, KPPU akan mem-
bentuk suatu Majelis Komisi untuk 
melakukan pemeriksaan terhadap 
pelaku usaha dan saksi. Dalam 
pemeriksaan tersebut majelis Komisi 
dibantu oleh staf komisi. Jika peme- 
riksaan perkara dilakukan atas dasar 
inisiatif komisi, maka pada penulisan 
nomor perkara adalah sama hanya 
saja menggunakan tanda I (Inisiatif). 
Pemeriksaan perkara dalam 
hukum acara persaingan usaha 
terdapat 2 (dua) jenis, yaitu pemerik-
saan pendahuluan dan pemeriksaan 
lanjutan. Untuk melakukan pemerik-
saan pendahuluan ini harus didasar-
kan pada laporan masyarakat, pihak 
yang dirugikan atau pelaku usaha. 
Berdasarkan laporan masyarakat 
KPPU menetapkan apakah perlu 
dilakukan pemeriksaan lanjutan atau 
tidak. Jika dianggap perlu, maka 
KPPU akan melakukan pemeriksaan 
kepada pelaku usaha yang dilapor-
kan. KPPU juga dapat mendengakan 
keterangan saksi, saksi ahli atau 
pihak lain yang dianggap memiliki 
keterangan yang diperlukan. Namun 
dalam melaksanakan tugas pemerik-
saan itu KPPU wajib melengkapi 
dirinya dengan surat tugas.
Di dalam Pasal 41 Hukum 
Persaingan Usaha menekankan 
bahwa selama melaksanakan tugas 
penyelidikan (pemeriksaan pendahu-
luan) dan pemeriksaan lanjutan 
pelaku usaha atau pihak lain yang 
diperiksa mempunyai kewajiban 
menyerahkan alat bukti yang diperlu-
kan dan dilarang menolak untuk 
diperiksa, dilarang menolak mem-
berikan informasi, dan dilarang 
menghambat proses penyelidikan 
dan pemeriksaan (lanjutan) yang 
dilakukan KPPU, oleh sebab itu, jika 
terdapat penolakan dari pelaku usaha 
atau pihak lain maka yang bersang-
kutan akan diserahkan kepada pe- 
nyidik untuk selanjutnya diproses 
sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
Adapun jangka waktu dalam 
pemeriksaaan lanjutan diberikan 
oleh Pasal 43 selambat-lambatnya 60 
(enam puluh) hari sejak dilakukan 
pemeriksaan lanjutan. Namun jika 
diperlukan tambahan waktu karena 
pemeriksaan dirasakan belum selesai 
masih  dapat diperpanjang paling 
lama 30 (tiga puluh) hari. Tidak 
dijelaskan dalam undang-undang 
apakah alasan dilakukan perpanja- 
ngan pemeriksaan lanjutan tersebut 
dan juga tidak dijelaskan lebih lanjut 
apa akibat hukumnya jika jangka 
waktu 60 hari dan tambahan 30 hari 
tersebut tidak dapat dipenuhi oleh 
KPPU.KPPU dalam melakukan 
pemeriksaan melalui beberapa taha-
pan, yaitu: 1). Panggilan, 2). Peme- 
riksaan, 3). Pembacaan Putusan. 
Tahap pemanggilan kepada  
pelaku usaha, saksi, atau pihak lain 
yang terkait dilakukan sebelum 
proses pemeriksaan dilaksanakan. 
Surat panggilan mengundang yang 
bersangkutan untuk hadir dalam 
proses pemeriksaan. Dalam surat 
panggilan memuat tanggal, hari, jam 
sidang serta tempat persidangan 
dilangsungkan. Jika terdapat pelaku 
usaha atau saksi yang dipanggil 
tetapi tidak hadir dalam persidangan 
dapat diancam dengan tindakan tidak 
kooperatif yang melanggar Pasal 42, 
selanjutnya perkara akan dilimpah-
kan ke kepolisian (Pasal 41) dengan 
demikian perkara tersebut sudah 
berubah menjadi perkara pidana.
Pada prinsipnya terhadap perkara 
apapun, pidana, perdata maupun 
persaingan usaha, setiap orang 
dilarang menghambat proses pe- 
nyelidikan atau pemeriksaan dengan 
tidak bersedia memberikan informasi 
atau alat bukti yang dapat men-
dukung jalannya pemeriksaan. 
Demikian juga dengan pelaku usaha 
tidak boleh menolak memberikan 
informasi maupun alat bukti baik itu 
berupa dokumen atau surat-surat 
yang menurut KPPU diperlukan 
dalam penyelidikan atau pemerik-
saan. 
Sebelum dilakukan pemeriksaan, 
KPPU wajib menjelaskan selengkap 
mungkin dokumen dan alat bukti apa 
saja yang dibutuhkan dalam pemer-
iksaan tersebut sehingga pelaku 
usaha dapat bersikap lebih kooperatif 
dengan mempersiapkan dokumen 
yang diperlukan tepat pada saat 
diperlukan. Demikian juga dengan 
timbal balik dari sikap kooperatif 
dari pelaku usaha, maka KPPU dian-
jurkan pula untuk sesegera mungkin 
mengembalikan dokumen data peru-
sahaan kepada pelaku usaha.  
Tahap pemeriksaan meliputi 
pemeriksaan administratif, pemerik-
saan pokok perkara, pemeriksaan 
pembuktian. Prosedur pemeriksaan 
administratif adalah pemeriksaan 
identitas dan pembacaan hak-hak 
pelaku usaha, saksi atau pihak lain. 
Pemeriksaan terhadap pokok perkara 
terdapat dua tahapan yaitu, pertama, 
pemeriksaan oleh KPPU. Kedua, 
pemberian kesempatan pada pelaku 
usaha untuk menyampaikan keteran-
gan atau dokumen. Pemeriksaan 
pembuktian menetapkan bahwa yang 
dapat dijadikan alat bukti dalam 
pemeriksaan terdiri dari: keterangan 
saksi, keterangan ahli, surat dan atau 
dokumen, petunjuk, keterangan 
terlapor/saksi pelaku usaha. Ketera- 
ngan saksi ahli diperlukan bilamana 
perkara yang diperiksa termasuk 
katagori perkara rumit. (Fahmi, 2009 
: 209). Apa yang dapat dijadikan 
sebagai ukuran bahwa suatu perkara 
termasuk ’perkara rumit’ tidak ter- 
dapat pedoman yang dapat dijadikan 
sebagai acuan dalam mengukur ting-
kat kerumitan suatu perkara oleh 
KPPU.
Dalam pemeriksaan pembuktian 
ini diperlukan sikap yang kooperatif 
dari pihak-pihak yang diperiksa oleh 
KPPU. Apabila tidak terdapat 
kerjasama antar pihak yang diperiksa 
dengan KPPU, maka pemeriksaan 
akan diserahkan kepada badan pe- 
nyidik umum untuk dilakukan pe- 
nyidikan terhadap penolakannya 
untuk diperiksa oleh KPPU sekaligus 
juga diselidiki pelanggarannya terha-
dap hukum  persaingan usaha. Kalau 
sudah dilimpahkan kepada penyidik 
umum, maka akan merubah status 
hukum perkara yang ditangani dari 
perkara administrasi (kasus persai- 
ngan dengan ancaman hukuman 
administrasi) menjadi kasus pidana 
(terkena ancaman hukuman pidana).
Setelah dilakukan tahapan peme- 
riksaan dan pemeriksaan lanjutan 
telah selesai seluruh rangkaian 
proses pemeriksaan sebelum dijatuh-
kan putusan oleh KPPU. Keseluru-
han proses tersebut memakan waktu 
60 (enam puluh) hari atau setelah  
diperpanjang selama 30 (tiga puluh) 
hari lagi. Putusan KPPU tentang 
adanya pelanggaran praktik monopo-
li dan persaingan usaha tidak sehat 
harus dibacakan dalam sidang yang 
dinyatakan terbuka untuk umum oleh 
majelis Komisi yang beranggotakan 
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang 
anggota Komisi. Hasil putusan 
KPPU harus segera diberitahukan 
kepada pelaku usaha yang diputus 
melanggar tersebut berupa petikan 
putusannya, dan  menurut Pasal 43 
ayat (4), yang dimaksud dengan 
pemberitahuan itu adalah menyam-
paikan petikan putusan KPPU).
3. Putusan KPPU Yang Terkait 
Dengan Praktik Monopoli.
3.1. Perkara Nomor 04/KP-
PU-I/2003 tentang Jasa Peti 
Kemas Oleh PT. Jakarta  
International Cargo Terminal
Kasus ini berawal dari hasil moni-
toring yang dilakukan oleh KPPU 
terhadap kegiatanusaha dalam 
bidang jasa terminal pelayanan bong-
kar muat petikemas di Pelabu-
hanTanjung Priok Jakarta Utara  
yang dilakukan oleh PT. JAKARTA 
INTERNATIONAL CONTAINER 
TERMINAL, disingkat dengan PT 
JICT dan KERJA SAMA OPERASI 
TERMINAL PETIKEMAS KOJA, 
disingkat dengan KSOTPK KOJA, 
terhadap PT. (PERSERO) PELABU-
HAN INDONESIA II, disingkat 
dengan PT. PELINDO II.
Dari hasil monitoring KPPU, di 
Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta 
Utara diduga terjadi praktikmonopoli 
dan atau persaingan usaha tidak sehat 
dalam bidang jasa terminal 
pelayananbongkar muat petikemas. 
Fakta-fakta yang diperoleh di lapan-
gan menunjukkan bahwa kegiatan 
usaha jasa terminal pelayanan bong-
karmuat petikemas di Pelabuhan 
Tanjung Priok Jakarta Utara jika 
dihubungkan dengan Pasal 26 ayat 
(1)Undang-undang Nomor 21 Tahun 
1992 tentang Pelayaran,yang mene-
tapkan bahwa,
”penyelenggaraan pelabuhan 
umum dilakukan oleh Pemerintah 
dan pelaksanaannya dapat dilim- 
pahkan kepada BadanUsaha 
Milik Negara, yang didirikan 
untuk maksud tersebut berdasar-
kan peraturan perundangan yang 
berlaku”
Sedangkan didalam Pasal 26 ayat 
(2)dinyatakan bahwa, 
”badan hukum Indonesia dapat 
diikutsertakan dalam penyeleng-
garaan pelabuhan umum atas 
dasar kerja sama dengan BUMN  
yangmelaksanakan pengusahaan 
pelabuhan”
Berdasarkan penjelasan Pasal 26 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 1992, bahwa,
”keikutsertaan badan hukum 
Indonesia dalam bekerja sama 
dengan BUMN dalam penyeleng-
garaan pelabuhan umumantara 
lain terhadap kegiatan jasa unit 
terminal peti kemas di pelabuhan, 
lapanganpenumpukan, penun- 
daan, dan lain sebagainya. 
Sedangkan kegiatan penyediaan-
jasa kolam pelabuhan dalam 
rangka keselamatan hanya dapat 
dilakukan olehBUMN” 
KPPU telah menyampaikan saran 
kepadaMeneg BUMN tertanggal 19 
Pebruari 2003 yang pada pokoknya 
mengharapkanMenteri bersangkutan 
menggunakan segala pengaruh dan 
wewenangnya agar klausuldi dalam 
authorization agreement dihilangkan 
atau disesuaikan dengan jiwa,sema- 
ngat serta tujuan Hukum Persaingan.
PT PELINDO III adalah peme-
gang hak pengelolaan pelabuhan 
umum sebagaimana diaturdidalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 
Tahun 1991, telah memberikan kon- 
sesi pengelolaan terminal petikemas 
kepada PT JICT dengan jaminan 
bahwa tidak akanada pembangunan 
terminal petikemas sebagai tamba- 
han dari Unit TerminalPetikemas I, 
Unit Terminal Petikemas II, dan Unit 
Terminal Petikemas III sebelumter-
capainya throughput sebesar 75% 
(tujuh puluh lima persen) dari kapa-
sitas rancangbangunnya sebesar 3,8 
juta. 
Adanya klausul authorization 
agreement tersebut termasuk salah 
satu bentuk  perjanjian  ekslusif  
yang dilarang oleh undang-undang 
sebab dapat menimbulkan hambatan 
strategis yang nyata bagi para pelaku 
usaha baru yangakan memasuki 
pasar bersangkutan pelayanan bong-
kar muat petikemas di pelabu-
hanTanjung Priok. Hal ini ditegaskan 
bahwauntuk mendapatkan pelayanan 
bongkar muat petikemasdi pelabu-
han Tanjung Priok mereka harus 
mengikatkan diri pada kontrak yang-
bersifat ekslusif. Tanpa adanya 
kontrak yang mengikat tersebut, 
maka mereka tidakakan dilayani PT 
JICT dan KSO TPK KOJA. 
Berdasarkan fakta-fakta tersebut 
menunjukkan bahwa PT JICT telah 
melakukan penguasaan pasar pada 
pasar bersangkutansebagaimana 
dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) 
huruf c.
Berdasarkan pertimbangan terse-
but, maka Majelis Komisi menilai 
dan berpandanganbahwa esensi dari 
klausul Authorization Agreement 
bukan merupakancerminan kerjasa-
ma sebagaimana dimaksud di dalam 
Pasal 26 ayat (2) melainkan bentuk 
transaksi pelimpahan kewenangan 
ataupun transaksi pelimpahan Hak 
Monopoli dengan memberikan jami-
nan untuk menguasai 75% (tujuh 
puluh lima persen) pangsa pasar pada 
pasar bersangkutan.dari PT PELIN-
DO sebagai BUMN.
KPPU mempertimbangkan unsur- 
unsur pelanggaran Hukum Persai- 
ngan yang terdapat dalam Pasal 4, 
yaitu
”pelaku usaha dilarang membuat 
perjanjian dengan pelaku usaha lain 
untuksecara bersama-sama melaku-
kan penguasaan produksi dan atau 
pemasaran barangdan atau jasa 
yang dapat mengakibatkan praktik 
monopoli dan atau persainganusaha 
tidak sehat”
Selanjutnya menyatakan bahwa 
PT JICT secara sah dan meyakinkan 
telah melanggar Pasal 17 ayat (1) dan 
Pasal 25 ayat (1) huruf c.Mencermati 
pengaturan pasal tentang monopoli 
dan penyalahgunaan posisi dominan 
yang terdapat dalam Hukum Persai- 
ngan Usaha masing-masing diatur 
dalam Pasal 17 dan Pasal 25. Dengan 
menggunakan pendekatan rule of 
reason larangan penguasaan pangsa 
pasar sebesar 50% didalam Pasal 17 
dan 59% serta 75% didalam Pasal 25 
dirasakan terlalu besar(Anggraini, 
2010 : 474). Sebab penguasaan pasar 
bukan merupakan pelanggaran 
hukum anti monopoli, jika  posisi 
tersebut dapat juga diraih melalui 
aktivitas monopoli alamiah atau legal 
berdasarkan persaingan pasar yang 
fair dan sehat(Gellhor dan Kovacic, 
1994 : 121-122)
3.2.  Perkara Nomor 03/KPPU-L 
/2004 tentang Pengadaan Holo-
gram Pita Cukai oleh PT. Pura 
Nusapersada
Kasus ini berawal dari laporan 
yang diterima KPPU tertanggal 19 
Januari 2004. Dua perusahaan 
sebagai terlapor I dan II diduga 
melakukan kesepakatan dalam 
rangka  pengadaan hologram pita  
cukai. Terlapor I adalah   Perusahaan 
Umum Percetakan Uang Republik 
Indonesia (Perum Peruri) dan Ter- 
lapor II adalahPT Pura Nusapersada. 
Kedua perusahaanmembuat kesepa-
katan bahwa pasokan hologram pita 
cukai kepada Perum Peruri selama 
ini akan dilakukan olehPT Pura Nu- 
sapersada saja.
Kesepakatan mereka buat pada 
tanggal9 Mei 1995 tertuang dalam 
Surat Perjanjian Nomor SP-302/V/ 
1995/204/DM/V/95. Kesepakatan itu 
tidak ada batas waktunya serta telah 
mendapat persetujuan dari oleh 
Ditjen Bea dan Cukai pada tahun 
1995. Adanya perjanjian tersebut 
menyebabkan penguasaan produksi 
hologrampita cukai rokok terpusat 
pada satu pelaku usaha saja yaitu PT 
Pura Nusapersada. Akibatnya PT 
Pura Nusapersada akan menjadi 
pemasok tunggal hologram pitacukai 
pada Perusahaan Umum Percetakan 
Uang Republik Indonesia (Perum 
Peruri) sementara pelaku usaha lain 
yang sejenis sulit masuk menjadi 
pemasok hologram pita cukai kepada 
Perum Peruri. Ini artinya didalam 
pasar  bidang cetak hologram pitacu-
kai telah terjadi hambatan masuk 
(barrier to entry) yang diciptakan 
oleh pelaku usaha yang sangat berpe-
luang menimbulkan  terjadinya prak-
tik monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat yang dilarang oleh 
hukum persaingan usaha.
Oleh sebab itulah KPPU kemudi-
an melakukan serangkaian pemerik-
saan pendahuluan untuk mendapat-
kan bukti-bukti yang diperlukan. 
Setelah dilakukan beberapa kali 
pemeriksaan pendahuluan yaitu pada 
tanggal 17 Maret 2004, 19 Maret 
2004, dan 1 April 2004 Tim Pemerik-
sa menemukan adanya indikasi 
pelanggaran terhadap ketentuan 
Pasal 17 ayat (1), Pasal17 ayat (2) 
huruf b dan Pasal 25 ayat (1) huruf c 
UUPU.
Pemeriksaan pendahuluan dilaku-
kan terhadap Pelapor, Terlapor I dan 
Terlapor II.dan Ditjen Bea dan 
Cukai. Dari serangkaian pemerik-
saan pendahuluan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa 1). Pelapor me- 
rupakan badan usaha yang mempro-
duksi hologram tetapi masih mulai 
memasarankan dan belum melaku-
kan usaha komersiil, 2). Terlapor I 
mempunyai tugas untuk mencetak 
uang kertas dan uang logam serta 
mencetak dokumen sekuriti yang 
menyangkut keamanan negara.Ter- 
lapor I mengikutsertakan Terlapor II 
dalam hal mencetak dan melekatkan 
hologram pada pita cukai, 3). Ter- 
lapor II memiliki kegiatan mempro-
duksi hologram pitacukai dan memi-
liki pesaing potensial  PT Mitra 
Sakti, PT Sumber Cakung, PT Royal 
Standar, PT Semarang Packaging 
Industry. Terlapor II tidak keberatan 
jika dilakukan tender dalam 
pengadaan hologram pita cukai, 4). 
Ditjen Bea dan Cukai menyatakan 
bahwa perjanjian tersebut dapat 
dibatalkan selanjutnya melalui 
tender dengan syarat-syarat tertentu 
asalkan ada jaminan kepastian keter-
sediaan pita cukai. Ditjen Bea dan 
Cukai juga menegaskan bahwa 
pengadaan pita cukai berhologram 
tidak dilakukan melalui konsorsium 
karena pengawasannya sulit.
Setelah melakukan Pemeriksaan 
Pendahuluan, akhirnya  Tim Peme- 
riksa berkesimpulan bahwa terdapat 
indikasi adanya pelanggaran terha-
dap ketentuan Pasal 17 ayat (1), 
Pasal , 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 
25 ayat (1) huruf c UUPU. Pasal 17 
menentukan adanya praktik monopo-
li dan Pasal 25 tentang penyalahgu-
naan posisi dominan oleh Terlapor I 
dan Terlapor II.
Oleh karena itu, Tim Pemeriksa 
merekomendasikan agar pemerik-
saan dilanjutkan ke Pemeriksaan 
Lanjutan dengan alasan bahwa 
kegiatan yang dilakukanoleh PT Pura 
Nusapersadasebagai Terlapor II 
adalah akibat adanya perjanjian 
kerjasama pengadaan hologrampita 
cukai antara Perum Peruri danPT 
Pura Nusapersadatelah menyebab-
kan timbulnya hambatan masuk 
(entry barrier) bagi produsenholo-
gram lain yang berpeluang menim-
bulkan praktik monopoli. Atas dasar 
rekomendasi Tim Pemeriksa terse-
but, KPPU mengeluarkan Penetapan 
Komisi Nomor 08/PEN/KP-
PU/IV/2004 tanggal 6 April2004 
untuk melanjutkan Perkara Nomor 
03/KPPU-L/2004 ke Pemeriksaan 
Lanjutanterhitung sejak tanggal 6 
April 2004 sampai dengan tanggal 2 
Juli 2004.
Pemeriksaan Lanjutan telah 
beberapa dilakukan oleh Komisi 
antara lain pada tanggal 17 Mei 
2004, 24 Mei 2004, 31 Mei 2004, 8 
Juni 2004,9 Juni 2004,dan 10 Juni 
2004.  Selama tahap pemeriksaan 
lanjutan  diperiksa tiga buah perusa-
haan hologram pitacuka sebagai 
saksi, Ditjen Bea dan Cukai dan 
Botasupal (Badan Koordinasi Pem-
berantasan Uang Palsu). Dari  
serangkaian pemeriksaan lanjutan 
dapat disimpulkan berikut ini : 1).  
Para Saksi   pada umumnya adalah  
perusahaan yang bergerak dalam 
bidang usaha percetakan hologram 
pitacukai dan atau percetakan biasa, 
percetakan dokumen sekuriti seperti 
materai, akte perkawinan dan buku 
nikah serta percetakan hologram 
untuk plat nomor kendaraan bermo-
tor dan cap-cap tiga dimensi, 
2).Botasupal memiliki tugas dan 
wewenang melakukan pengawasan 
dan pembinaan terhadap percetakan 
dokumen sekuriti serta memberikan 
ijin dan rekomnedasi kepada produ-
sen dan distributor hologram. Bota-
supal belum memberikan rekomen-
dasi ijin usaha/operasi dokumen 
sekuriti kepada Pelapor dengan 
alasan Pelapor masih mengambil 
mesin master dari luar negeri, 3). 
Terlapor II menerangkan bahwa 
tidak bersedia menempatkan mesin 
cetak dan pelekatan hologram pada 
Terlapor I dengan alasan Terlapor II 
tidak dapatmengembangkan teknolo-
gi hologram dan akan terjadi 
inefisiensi serta sebenarnya tidak 
keberatan untuk mengubah perjanji-
an Tahun 1995 apabila bertentangan 
dengan Undang-undang Nomor 5 
Tahun1999, 4). Terlapor I, Terlapor II 
dan Ditjen Bea dan Cukai serta PT 
KertasPadalarang telah mengadakan 
pertemuan yang menyepakati peru-
bahanperjanjian Pengadaan Holo-
gram untuk Cetakan Pita Cukai.
Proses produksi pita cukai 
berhologram dalam praktiknya tidak 
efisien karena pita cukai berholo-
gram tidak dibuat sepenuhnya oleh 
Terlapor I, tetapi ada bagian seperti 
hologramdibuat oleh Terlapor II dan 
pada bagian kertas pita cukai dibuat 
oleh PT Kertas Padalarang. Perma- 
salahan pokok dalam dalam 
pengadaan pita cukai berhologram 
sebenarnya lebih banyak karena 
keterlambatan pengiriman dan atas 
keterlambatantersebut Perum Peruri  
dikenakan penalti sehingga  Ditjen 
Bea dan Cukai sebenarnya setuju 
apabila pengadaan hologram pita 
cukai terbuka melalui tender namun 
kendalanya adalah adanya perjanjian 
ekslusif antara Terlapor I  dan Ter- 
lapor II, sedangkan kewenangan 
untuk membatalkan perjanjian terse-
but bukan beradapada Ditjen Bea dan 
Cukai tetapi berada pada kedua pihak 
yang melakukan perjanjian..
Botasupal telah memberikan 
rekomendasi ijin usaha/operasi 
dokumensekuriti kepada 5 (lima) 
perusahaan hologram yaitu PT 
Sumber Cakung, PTKarya Aroma 
Sejati, PT Royal Standar, PT Pura 
Barutama dan PT Pura Nusapersada 
selaku pabrik hologram serta satu 
agen hologram yaitu PT. Mitra 
Sakti.. Sedangkan perusahaan holo-
gram yang dapat memenuhi seluruh-
kebutuhan hologram pita cukai yang 
berjumlah 17 (tujuh belas) Milyar 
keping hanya 2 (dua) perusahaan 
yaitu PT Pura Nusapersada dan PT 
Karya Aroma Sejati.
Berdasarkan bukti-bukti dan fakta 
hukum yang ada, maka Majelis 
Komisi menutuskan : Perum Peruri 
sebagai Terlapor I dan PT Pura Nu- 
sapersada sebagai Terlapor II terbuk-
ti secara sah dan meyakinkan me- 
langgar pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) 
huruf b Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1999, namun  tidak terbukti 
melanggar pasal 25 ayat (1) huruf c. 
Selanjutnya memerintahkan kepada 
Terlapor I dan Terlapor II untuk 
menghentikan kegiatanyang menga-
kibatkan terjadinya praktik monopoli 
dan atau persaingan usaha tidaksehat 
dalam pengadaan hologram pada pita 
cukai dengan cara membatalkan 
SuratPerjanjian Nomor SP-302/V/ 
1995. Juga memerintahkan kepada 
Terlapor I untuk membuka pasar 
pengadaan hologram pada pita cukai 
dengan memberikan kesempatan 
yang sama kepada setiap pelaku 
usaha untuk turut serta dalam 
pengadaan hologram pada pita cukai 
melalui tender yang terbuka dan 
transparan, selambat-lambatnya un- 
tuk pengadaan hologram pada pita 
cukai tahun anggaran 2005.
Analisis putusan dari perkara 
diatas sebagai berikut : 1). Perum 
Peruri dan PT Pura Nusapersada 
terbukti melakukan praktik praktik 
monopoli, 2). Perum Peruri dan PT 
Pura Nusapersada melanggar Pasal 
17 ayat (1 dan (2) huruf b, 3). Perum 
Peruri dan PT bagi pelaku usaha lain 
yang Pura Nusapersada menciptakan 
hambatan masuk hendak ikut tender.
Simpulan
Implementasi putusan KPPU 
Murni : Implementasi Prinsip Larangan Praktik...
terhadap prinsip larangan praktik 
monopoli dalam memutus perkara 
persaingan usaha didasarkan pada 
ada tidaknya kepentingan umum 
(public interest) yang dirugikan oleh 
pelaku usaha. Pertimbangan hakim 
(ratio decidendi) komisioner untuk 
menetapkan pelanggaran terhadap 
prinsip larangan praktik monopoli 
adalah adanya unsur pasal 17 ayat (2) 
UUPU yang meliputi: a)non substitu-
tion; b) barrier to entry; c) dan 
market share. Dalam beberapa perka-
ra persaingan usaha KPPU telah 
menerapkan prinsip tersebut sebagai 
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patkan oleh pembentuk undang-un-
dang sebagai bagian dari judul 
Undang-undang Persaingan Usaha 
Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya 
disebut dengan UUPU) bukan tanpa 
sebab dan alasan. Kata ”Larangan-
praktik monopoli” juga bukan kata 
yang tanpa makna. Bagi pelaku 
usaha kata tersebut cukup berarti 
terhadap peletakan strategi bisnis 
dalam perusahaan. Dalam tataran 
yuridis dalam UUPUterdapat dua 
kata memiliki kemiripan yang digu-
nakan secara berganti-ganti, yakni 
kata ”monopoli” dan ”praktik mono- 
poli”. Kendatipun demikian, dari 
segi makna kedua istilah tersebut 
terkandung perbedaan yang cukup 
mendasar. Kata “praktik monopoli” 
menjadi prinsip larangandalam 
UUPU sementara itu ”monopoli” 
tidak dijadikan sebagai prinsip lara- 
ngan dalam UUPU. Hal ini menun-
jukkan bahwa pada dua kata tersebut 
memang memiliki arti dan makna 
yang berbeda.
Mengingat sudah menjadi karak-
ter bagi setiap pelaku usaha jika 
selalu ingin menguasai pasar dan 
memenangkan persaingan didalam 
pasar, maka tidak segan-segan 
pelaku usaha melakukan tinda-
kan-tindakan yang cenderung meng-
abaikan kode etik yang lazim dite- 
rapkan dalam bisnis bahkan tidak 
peduli umtuk melanggar aturan 
hukum. Oleh sebab itu, tidak jarang 
beberapa pelaku usaha dihadapkan 
pada persoalan pelanggaran aturan 
hukum, khususnya hukum  persai- 
ngan usaha dan menjadi pihak yang 
harus mempertanggung jawabkan 
segala tindakan pelanggarannya 
dihadapan badan yang mengawasi 
perilakupelaku usaha di Indonesia, 
yaitu Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (selanjutnya disebut KPPU).  
Dari beberapa larangan yang 
diatur dalam UUPU, terdapat salah 
satu larangan  yang dapat dikualifi-
kasikan sebagai pelanggaran UUPU 
adalah melakukan tindakan praktik 
monopoli. Ketentuan Pasal 17 
UUPU adalah parameter yuridis 
untuk mengkualifikasikan suatu 
tindakan termasuk praktik monopoli 
atau bukan. KetikaKPPU menemu-
kan salah satu dari kriteria pasal 
tersebut telah dilakukan oleh pelaku 
usaha, maka KPPU  berhak untuk 
melakukan penyidikan dan penyeli-
dikan kepada pelaku usaha yang 
bersangkutan. Sebagai lembaga pe- 
ngawas kegiatan pelaku usaha, 
KPPU memiliki kewenangan yang 
cukup besar terhadap segala bentuk 
perilaku pelaku usaha yang melang-
gar Pasal 35 UUPU.
KPPU memiliki kewenangan 
menangani perkara yang berbeda 
dengan pengadilan perdata yang 
menangani hak-hak perorangan yang 
bersifat privat, karena perkara yang 
ditangani KPPU bersifat publik. Hal 
ini sesuai dengan tujuan Hukum 
persaingan usaha yang tercantum 
dalam Pasal 3 huruf a, yaitu untuk 
”menjaga kepentingan umum dan 
meningkatkan efisiensi ekonomi 
nasional sebagai salah satu upaya 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat” (Anggara, 2009 : 163). 
Sehingga tugas KPPU harus menjaga 
kondisi perekonomian nasionalagar 
tercipta iklim persaingan usaha yang 
sehat melalui putusan-putusan yang 
dibuatnya tidak terdistorsi oleh 
kepentingan kelompok tertentu saja. 
Berdasarkan uraian latar belakang 
tersebut, dapat dirumuskan permas-
alahan berikut, bagaimanakah imple-
mentasi prinsip larangan praktik 
monopoli dalam putusan KPPU 
(melalui putusan hakim komisioner) 
? Untuk mengkajinya dapat dicerma-
ti dari pertimbangan hakim komi- 
sioner (ratio decidendi) dalam putu-
sannya.
Pembahasan 
1. Prinsip Larangan Praktik 
Monopoli Dalam UUPU 
Parameter yang digunakan oleh 
UUPU untuk mengetahui pelaku 
usaha melakukan monopoli atau 
tidak, terdapat dalam Pasal 17 
UUPU, disebutkan bahwa,
(1)  Pelaku usaha dilarang melaku-
kan penguasaan atas produksi 
dan atau pemasaran barang 
dan atau jasa yang dapat me- 
ngakibatkan terjadinya praktik 
monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat. 
(2)  Pelaku usaha patut diduga atau 
dianggap melakukan pengua-
saan atas produksi dan atau 
pemasaran barang dan atau 
jasa sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), apabila:
a. barang dan atau jasa yang 
bersangkutan belum ada   sub-
stitusinya;atau
b. mengakibatkan pelaku usaha 
lain tidak dapat masuk ke 
dalam persaingan usaha ba- 
rang dan atau jasa yang sama; 
atau
c.  pelaku usaha atau satu kelom-
pok pelaku usaha menguasai 
lebih dari  50% (lima puluh 
persen) pangsa pasar satu jenis 
barang atau jasa tertentu.
Mencermati rumusan Pasal 17 di 
atas memberi pemahaman bahwa 
pelaku usaha akan dianggap melaku-
kan penguasaan atas produksi dan 
atau pemasaran jika perilakunya 
memenuhi kualifikasi unsur-unsur 
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, 
atau c. Unsur-unsur itu bersifat alter-
natif artinya cukup terdapat salah 
satu unsur saja seorang pelaku usaha 
sudah dapat dikualifikasikan sebagai 
telah melakukan kegiatan praktik 
monopoli. 
Pada asasnya segala bentuk 
kegiatan maupun perjanjian yang 
dilakukan pelaku usaha jika mengki-
batkan praktik monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat adalah 
dilarang. Monopoli tidak dilarang 
sepanjang tidak mengakibatkan 
praktik monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat, karena tidak 
semua monopoli merugikan ada juga 
monopoli yang menguntungkan 
(aspek positif monopoli). Sedangkan 
yang dimaksud dengan aspek negatif 
monopoli adalah pengertian dari 
praktik monopoli itu sendiri, yakni 
kegiatan monopoli yang senantiasa 
menimbulkan inefesiensi sumber 
daya dan kerugian pada masyarakat.
Monopoli dan persaingan sebagai 
dua konsep yang memiliki sisi positif 
bagi persaingan dan sisi negatif bagi 
monopoli hal itu merupakan pandan-
gan yang sangat sederhana. Kalau 
dikaji lebih jauh, kedua konsep itu 
saling memiliki aspek-aspek positif 
maupun aspek negatif, tergantung 
sasaran apa yang hendak dicapai dari 
masing-masing. Misalnya, monopoli 
yang dilakukan untuk melindungi 
sumber daya yang vital dari eksploi-
tasi pihak-pihak yang mencari keun-
tungan sendiri, maka monopoli itu 
dianggap sebagai sisi positif dari 
monopoli. Sebaliknya, persaingan 
yang berkonotasi baik bisa beraspek 
negatif, jika persaingan itu terjadi 
tanpa kendali dan pengawasan dari 
negara, tidak lagi mempertimbang-
kan aspek ekonomi, akhirnya yang 
terjadi persaingan yang saling 
mematikan, yang kuat menghancur-
kan yang lemah, maka tujuan 
persaingan yang seharusnya mem-
beri kesejahteraan yang maksimal 
kepada masyarakat dan kesempatan 
yang sama kepada pelaku usaha 
tidak dapat terwujud. 
Berdasarkan pengertian monopoli 
yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 
UUPU, terkandung dua unsur pen- 
ting dalam monopoli, yaitu (1) 
adanya penguasaan atas produk, dan 
atau pemasaran barang dan atau atas 
penggunaan jasa tertentu, (2) dilaku-
kan oleh satu pelaku usaha atau satu 
kelompok pelaku usaha. 
Adapun bentuk kegiatan pengua-
saan atas produksi dan pemasaran 
yang dilarang itu memiliki kriteria 
sebagai berikut : (1) penguasaan atas 
produksi, (2) penguasaan atas 
pemasaran produksi atau jasa, (3) 
barang dan jasa yang berada di 
bawah penguasaan itu tidak ada 
substitusinya di pasar, (4) praktik 
tersebut mengakibatkan terjadinya 
monopoli atau persaingan usaha 
tidak sehat (Ginting, 2001 : 68)
Hal ini artinya penguasaan atas 
produk dan pemasaran suatu produk-
si tidak dilarang oleh undang-undang 
sepanjang tidak meniadakan atau 
mengurangi persaingan di pasar 
(lessen competition), seperti kasus 
paling aktual saat ini yang dilakukan 
oleh Carrefour. 
Didalam Pasal 1 ayat (2) UUPU 
memuat pengertian dari praktik 
monopoli, yang mengandung unsur- 
unsur : (1) Terjadinya pemusatan 
kekuatan ekonomi pada satu atau 
lebih pelaku usaha, (2) Terdapat 
penguasaan atas produksi atau 
pemasaran barang atau jasa tertentu, 
(3) Terjadinya persaingan usaha 
tidak sehat, (4) Tindakan tersebut 
merugiakan kepentingan umum 
(Kagramanto, 2007 : 181)
Jika dibandingkan dengan kriteria 
praktik monopoli terdapat dalam 
Pasal 17 ayat (2), yang memuat 
unsur-unsur : (1) Melakukan perbua-
tan penguasaan atas suatu produk, (2) 
Melakukan perbuatan atas pemasa-
ran suatu produk, (3) Penguasaan 
tersebut dapat mengakibatkan terjad-
inya praktik monopoli, (4) pengua-
saan tersebut dapat mengakibatkan 
terjadinya persaingan usaha tidak 
sehat. 
Konsep praktik monopoli menga-
rah pada pengertian pemusatan 
kekuatan ekonomi, artinya terdapat 
korelasi antara praktik monopoli 
dengan pemusatan ekonomi. Pemu-
satan kekuatan ekonomi jangkauan- 
nya lebih luas daripada sekedar 
penguasaan pasar (bidang pemasa-
ran) karena menyangkut juga pada 
bidang produksi. Penguasaan pasar 
mengakibatkan berkurangnya per- 
saingan (lessen competition) uji 
materiilnya melalui struktur pasar 
sedangkan pemusatan kekuatan 
ekonomi menimbulkan konglomera-
si batu ujinya melalui perilaku pasar.
Untuk membuktikan unsur-unsur 
yang terdapat didalam Pasal 17 ayat 
(2)UUPU harus dapat dipenuhi, 
yakni : (1) Tidak terdapat produk 
substitusinya, (2) Pelaku usaha lain 
sulit masuk kedalam pasar persai- 
ngan terhadap produk yang sama 
dikarenakan hambatan masuk yang 
tinggi, (3) Pelaku usaha lain tersebut 
adalah pelaku usaha yang mempu-
nyai kemampuan bersaing yang 
signifikan dalam pasar bersangkutan, 
(4) Satu atau satu kelompok pelaku 
usaha telah menguasai lebih dari 
50% pangsa pasar suatu jenis produk 
(Winardi, 1996 : 457)
Pengertian unsur-unsur akan 
dijelaskan sebagai berikut : 
1. Produk substitusi
 Didalam Kamus Ekonomi, 
substitutional goods artinya 
benda-benda pengganti, yaitu 
adanya hubungan antara dua 
benda atau lebih, demikian rupa 
hingga benda x dapat mengganti-
kan benda y. Dengan demikian  
pengertian ini dapat dibedakan 
dengan pengertian benda-benda 
komplementer. Benda komple-
menter berfungsi sebagai benda 
pelengkap dari benda utama, 
tetapi tidak menggantikan fung-
sinya. 
 Beranjak dari pengertian di 
atas,  terjadinya  praktik monopoli 
didalam pasar ditandai dengan 
adanya satu jenis produk dalam 
pasar yang bersangkutan, tidak 
ditemukan barang pengganti yang 
menjadi alternatif bagi konsumen 
untuk memilih jenis lainnya yang 
lebih murah. Akibatnya penjual 
produk tersebut dapat memainkan 
harga karena pasarnya berada 
dalam penguasaannya.
 Oleh karena pasar hanya 
dikuasai satu jenis barang 
tertentu, maka didalam pasar 
tidak terjadi persaingan. Pasar 
yang tidak persaingan, pelaku 
usaha cenderung menentukan 
harga sesuai dengan kehendak- 
nya. Sehingga konsumen tidak 
memperoleh harga murah  yang 
lebih kompetitif dibandingkan 
dengan harga yang ditetapkan.
 Istilah substitusi juga ditemu-
kan didalam definisi pasar 
bersangkutan yang terdapat pada 
Pasal 1 angka 10 UUPU, disebut-
kan bahwa:
”Pasar bersangkutan adalah pasar 
yang berkaitan dengan jangkauan 
atau daerah pemasaran tertentu 
oleh pelaku usaha atas barang dan 
atau jasa yang sama atau sejenis 
atau substitusi dari barang dan 
atau jasa tersebut”.
 Untuk menilai sifat substitusi 
dari suatu produk dengan produk 
yang lain dapat digunakan dengan 
menggunakan pendekatan terha-
dap elastisitas permintaan dan 
penawaran melalui analisis prefe-
rensi konsumen. Dalam melaku-
kan analisis preferensi konsumen 
digunakan tiga parameter utama 
sebagai alat pendekatan, yaitu 
harga, karakter, dan kegunaan 
(fungsi) produk.(Assahinur, 2009 
: 18) Produk dalam suatu pasar 
tidak harus bersifat perfect substi-
tutes, karena sulit untuk menemu-
kannya, oleh sebab itu bisa 
dengan konsep close substitutes. 
Produk dalam suatu pasar tidak 
harus memiliki kualitas yang 
sama, oleh sebab itu, sepanjang 
konsumen menentukan bahwa 
produk terkait memiliki karakter 
dan fungsi yang sama, maka 
produk tersebut dapat dikatakan 
sebagai substitusi satu dengan 
lainnya. Untuk menerapkan Pasal 
1 angaka 10 telah dikeluarkan 
peraturan KPPU No.3 Tahun 
2009 tentang Pedoman Penerapan 
Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar 
Bersangkutan.
2. Barrier to entry
 Bentuk  Barrier to entry dapat 
berasal dari dua hal, yaitu dari sisi 
perusahaan dari sisi kebijakan 
publik dari sisi perusahaan strate-
gi yang diterapkan tidak hanya 
untuk menjaga kekuatan pasarnya 
melainkan juga mempertahankan 
laba monopolisnya. Sedangkan 
yang berasal dari kebijakan 
pemerintah biasanya memiliki 
tujuan tertentu, seperti kondisi 
alami industri yang merupakan 
natural monopoly.
3.  Penguasaan Pasar (Market 
Share)
 Menjadi penguasa dalam 
suatu jenis pasar merupakan hara-
pan dari setiap pelaku usaha, 
dengan menjadi penguasa yang 
nyata atas suatu pasar berarti 
pemusatan kekuatan ekonomi 
telah berada dalam genggaman 
pelaku usaha tersebut. Dengan 
kekuatan pasar yang dimilikinya 
itu pelaku usaha dapat menentu-
kan harga barang atau jasa dan 
dampak selanjutnya adalah keun-
tungan yang optimal pasti akan 
dapat diraihnya. Adapun wujud 
penguasaan pasar, dilakukan 
dengan cara: 1). Jual rugi (preda-
tory Pricing) dengan maksud 
untuk mematikan pesaingnya, 2). 
Melalui pratik penetapan biaya 
produksi secara curang serta 
biaya lainnya yang menjadi kom-
ponen harga barang, serta, 3). 
Perang harga maupun persaingan 
harga (Fahmi, 2009 : 139).
 Berbagai bentuk tindakan 
penguasaan pasar seperti ini 
hanya mugkin  dilakukan oleh 
pelaku usaha yang memiliki 
market power. Tolok ukur 
penguasaan pasar tidak harus 
menguasai sebesar 100%, 
penguasaan sebesar 50% atau 
75% saja sudah dapat dikatakan 
memiliki market power.
 Seperti didalam Pasal 17, 
kriteria menguasai pasar diberi-
kan batas lebih dari 50%, pelaku 
usaha yang menguasai pasar sebe-
sar 50% dapat diduga atau diang-
gap melakukan praktik monopoli 
yang merugikan kepentingan 
umum. Pasal 17 bersifat rule of 
reason, untuk dapat membuktikan 
adanya kerugian masyarakat perlu 
dilakukan berbagai penelitian dan 
kajian dari ahli hukum dan ahli 
ekonomi.
2.  KPPU Sebagai Lembaga 
Pengawasan Kegiatan Pelaku 
Usaha
 
Di Indonesia lembaga yang 
berwenang menjalankan fungsi 
pengawasan kegiatan pelaku usaha 
adalah Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha atau disingkat dengan KPPU. 
Pasal 30 ayat (1) UUPU menyebut-
kan,”Untuk mengawasi Undang-un-
dang ini dibentuk Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha yang selanjutnya 
disebut Komisi”, dan didalam Pasal 
30 ayat (3) disebutkan bahwa, 
”Komisi bertanggung jawab kepada 
Presiden”. Selanjutnya Pasal 34 ayat 
(1) menegaskan bahwa, ”Pembentu-
kan Komisi serta susunan organisasi, 
tugas, dan fungsinya ditetapkan 
dengan Keputusan Presiden”. Ak- 
hirnya KPPU didirikan pada tanggal 
8 Juli 1999 berdasarkan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 
75 Tahun 1999 tentang Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha. 
Dengan demikian, penegakan 
Hukum Persaingan Usaha serta 
pengawasan terhadap pelaku usaha 
berada dalam kewenangan KPPU.
Sebagai lembaga pengawas 
kegiatan pelaku usaha, KPPU memi-
liki kewenangan yang cukup besar 
terhadap segala bentuk perilaku 
pelaku usaha. Kewenangan tersebut 
meliputi penyidikan, penuntutan, 
konsultasi, memeriksa, mengadili, 
dan memutus perkara pelanggaran 
hukum persaingan oleh pelaku 
usaha. Namun bukan berarti tidak 
ada lembaga lain yang berwenang 
menangani perkara monopoli dan 
persaingan usaha, Pengadilan Negeri 
(PN) dan Mahkamah Agung (MA) 
juga diberi wewenang untuk mena- 
ngani perkara persaingan. Penga-
dilan Negeri diberi wewenang untuk 
menangani keberatan terhadap putu-
san KPPU. dan menangani pelangga-
ran hukum persaingan yang menjadi 
perkara pidana karena tidak dijalan- 
kannya putusan KPPU yang sudah in 
kracht. Sedangkan MA diberi 
kewenangan untuk menyelesaikan 
perkara pelanggaran hukum persai- 
ngan apabila terdapat keberatan atas 
putusan PN tersebut dengan menga-
jukan kasasi. Putusan MA harus 
dijatuhkan dalam waktu 30 hari sejak 
permohonan kasasi diterima. 
Pada Pasal 30 ayat (2) menegas-
kan bahwa, ”Komisi adalah suatu 
Lembaga Independen yang terlepas 
dari pengaruh dan kekuasaan Peme- 
rintah serta pihak lain”. Hal ini berar-
ti bahwa KPPU merupakan lembaga 
yang independen. Hal ini ditegaskan 
lagi dalam Keppres nomor 75 Tahun 
1999 yang terdapat pada Pasal 6 ayat 
(2) bahwa, anggota Komisi yang 
menangani perkara dilarang:
a. mempunyai hubungan sedarah 
atau semenda sampai derajat ke 
tiga dengan salah satu pihak yang 
berperkara; atau
b. mempunyai kepentingan dengan 
perkara yang bersangkutan.
Untuk menjaga independensi dan 
integritas anggota Komisi,  per- 
syaratan untu menjadi anggota 
Komisi telah dirumuskan dalam 
Pasal 31 sampai dengan Pasal 34. 
Dalam persyaratan tersebut dikehen-
daki anggota-anggota terpilih dan 
terpercaya (credible). Integritas 
moral dan kepercayaan untuk memi-
lih seseorang adalah unsur penting 
yang sangat menentukan apalagi 
sebagai anggota komisi yang terkait 
dengan dunia bisnis dan pelaku 
usaha, maka kepribadian dan integri-
tas memegang peranan kunci (plays 
a key role) dalam menangani perkara 
persaingan. 
Atas dasar peran KPPU sebagai 
lembaga pengawas, maka tugas  
yang disandang oleh KPPU didalam 
Pasal 35. Sebagai tindak lanjut atas 
tugas yang dibebankan, KPPU juga 
mempunyai wewenang yang terca- 
kup dalam Pasal 36. Jika dicermati 
tugas dan wewenang KPPU dalam 
pasal-pasal tersebut,  sebenarnya 
kewenangan KPPU hanya terbatas 
pada kewenangan administratif, 
meskipun terdapat kewenangan yang 
mirip badan penyidik, namun tugas 
penyidikan, penuntutan dan pemutus 
itu dalam rangka memberikan sanksi 
hukuman administrasi semata. 
Demikian juga dengan kekuatan 
hukum dari putusan KPPU mempu-
nyai kekuatan eksekutorial, yaitu 
keputusan yang sederajat dengan 
keputusan hakim, oleh sebab itu 
putusan KPPU dapat langsung 
dimintakan eksekusi (Fiat Excecutie) 
pada Pengadilan Negeri yang 
berwenang tanpa harus beracara 
sekali lagi di pengadilan tersebut. 
(Pasal 46 ayat (2) UUPU).
Proses penyelidikan dan pemerik-
saan merupakan salah satu bagian 
dari proses beracara di KPPU. 
Hukum acara di KPPU ditetapkan 
pertama kali melalui Surat Keputu-
san Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000, 
tentang Tata Cara Penyampaian 
Laporan dan Penanganan Dugaan 
Pelanggaran Terhadap UU No.5 
Tahun 1999. Surat Keputusan terse-
but telah diubah menjadi Peraturan 
Komisi No.1 Tahun 2006, tentang 
Tata Cara Penanganan Perkara di 
KPPU yang mulai efektif berlaku 
pad tanggal 18 Oktober 2006. 
Proses penyelidikan dan pemerik-
saan merupakan prosedur yang dike-
nal dalam hukum pidana yaitu proses 
mencari kebenaran materiil. Dalam 
mencari kebenaran materiil diperlu-
kan keyakinan KPPU bahwa pelaku 
usaha melakukan atau tidak melaku-
kan perbuatan yang menyebabkan 
terjadinya praktik monopoli dan 
persaingan tidak sehat. (Wibowo dan 
Sinaga, 2005 : 365)dan KPPU mulai 
melakukan pemeriksaan (pendahulu-
an) jika terdapat salah satu indikasi 
dari perbuatan berikut ini : (1) Atas 
inisiatif Komisi sendiri apabila ada 
dugaan telah terjadinya pelanggaran 
Undang-undang Anti Monopoli, (2) 
Atas laporan tertulis dari pihak yang 
merasa dirugikan;setiap orang yang 
mengetahui atau patut diduga telah 
terjadi pelanggaran terhadap Un- 
dang-undang Anti Monopoli, (3) 
Atas laporan tertulis dari setiap orang 
yang mengetahui atau patut diduga 
telah terjadi pelanggaran terhadap 
Undang-undang Anti Monopoli 
(Fuady, 1999 : 104).
Berdasarkan hasil pemeriksaan 
pendahuluan yang diperoleh, jika 
hasilnya adalah penetapan untuk 
melakukan pemeriksaan lanjutan, 
maka akan dilakukan tindakan 
penyelidikan dan pemeriksaan. Pihak 
yang melaporkan harus memberikan 
identitasnya kepada KPPU dan wajib 
dirahasiakan identitas pelapor oleh 
KPPU.
Mekanisme pemeriksaan perkara 
oleh KPPU pada prinsipnya sama 
dengan pengertian pemeriksaan 
dalam hukum acara pidana, namun 
terdapat sedikit perbedaan dalam hal 
siapa yang dimaksud dengan subyek 
pelapor dalam perkara persaingan 
usaha. Dalam pemeriksaan perkara 
yang didasarkan atas dasar laporan 
adalah pemeriksaan yang dilakukan 
karena adanya laporan dari ma- 
syarakat atau pelaku usaha yang 
dirugikan oleh tindakan pelaku usaha 
yang dilaporkan. Setelah menerima 
laporan, KPPU menetapkan majelis 
komisi yang akan bertugas memerik-
sa dan menyelidiki pelaku usaha 
yang dilaporkan. Dalam menjalan- 
kan tugas, majelis komisi dibantu 
oleh staf komisi. Pemeriksaan perka-
ra yang dilakukan atas dasar laporan 
menggunakan nomor perkara: 
Nomor perkara/KPPU-L (laporan)/ 
Tahun, sedangkan perkara yang 
diperiksa bukan atas dasar laporan 
pada nomor perkara tidak terdapat 
kode L (laporan).
Pemeriksaan atas dasar inisiatif 
KPPU didasarkan karena adanya 
dugaan atau indikasi dari hasil 
pengamatan dan persepsi sendiri 
disimpulkan adanya pelanggaran 
terhadap Hukum Persaingan. 
Mekanismenya, KPPU akan mem-
bentuk suatu Majelis Komisi untuk 
melakukan pemeriksaan terhadap 
pelaku usaha dan saksi. Dalam 
pemeriksaan tersebut majelis Komisi 
dibantu oleh staf komisi. Jika peme- 
riksaan perkara dilakukan atas dasar 
inisiatif komisi, maka pada penulisan 
nomor perkara adalah sama hanya 
saja menggunakan tanda I (Inisiatif). 
Pemeriksaan perkara dalam 
hukum acara persaingan usaha 
terdapat 2 (dua) jenis, yaitu pemerik-
saan pendahuluan dan pemeriksaan 
lanjutan. Untuk melakukan pemerik-
saan pendahuluan ini harus didasar-
kan pada laporan masyarakat, pihak 
yang dirugikan atau pelaku usaha. 
Berdasarkan laporan masyarakat 
KPPU menetapkan apakah perlu 
dilakukan pemeriksaan lanjutan atau 
tidak. Jika dianggap perlu, maka 
KPPU akan melakukan pemeriksaan 
kepada pelaku usaha yang dilapor-
kan. KPPU juga dapat mendengakan 
keterangan saksi, saksi ahli atau 
pihak lain yang dianggap memiliki 
keterangan yang diperlukan. Namun 
dalam melaksanakan tugas pemerik-
saan itu KPPU wajib melengkapi 
dirinya dengan surat tugas.
Di dalam Pasal 41 Hukum 
Persaingan Usaha menekankan 
bahwa selama melaksanakan tugas 
penyelidikan (pemeriksaan pendahu-
luan) dan pemeriksaan lanjutan 
pelaku usaha atau pihak lain yang 
diperiksa mempunyai kewajiban 
menyerahkan alat bukti yang diperlu-
kan dan dilarang menolak untuk 
diperiksa, dilarang menolak mem-
berikan informasi, dan dilarang 
menghambat proses penyelidikan 
dan pemeriksaan (lanjutan) yang 
dilakukan KPPU, oleh sebab itu, jika 
terdapat penolakan dari pelaku usaha 
atau pihak lain maka yang bersang-
kutan akan diserahkan kepada pe- 
nyidik untuk selanjutnya diproses 
sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
Adapun jangka waktu dalam 
pemeriksaaan lanjutan diberikan 
oleh Pasal 43 selambat-lambatnya 60 
(enam puluh) hari sejak dilakukan 
pemeriksaan lanjutan. Namun jika 
diperlukan tambahan waktu karena 
pemeriksaan dirasakan belum selesai 
masih  dapat diperpanjang paling 
lama 30 (tiga puluh) hari. Tidak 
dijelaskan dalam undang-undang 
apakah alasan dilakukan perpanja- 
ngan pemeriksaan lanjutan tersebut 
dan juga tidak dijelaskan lebih lanjut 
apa akibat hukumnya jika jangka 
waktu 60 hari dan tambahan 30 hari 
tersebut tidak dapat dipenuhi oleh 
KPPU.KPPU dalam melakukan 
pemeriksaan melalui beberapa taha-
pan, yaitu: 1). Panggilan, 2). Peme- 
riksaan, 3). Pembacaan Putusan. 
Tahap pemanggilan kepada  
pelaku usaha, saksi, atau pihak lain 
yang terkait dilakukan sebelum 
proses pemeriksaan dilaksanakan. 
Surat panggilan mengundang yang 
bersangkutan untuk hadir dalam 
proses pemeriksaan. Dalam surat 
panggilan memuat tanggal, hari, jam 
sidang serta tempat persidangan 
dilangsungkan. Jika terdapat pelaku 
usaha atau saksi yang dipanggil 
tetapi tidak hadir dalam persidangan 
dapat diancam dengan tindakan tidak 
kooperatif yang melanggar Pasal 42, 
selanjutnya perkara akan dilimpah-
kan ke kepolisian (Pasal 41) dengan 
demikian perkara tersebut sudah 
berubah menjadi perkara pidana.
Pada prinsipnya terhadap perkara 
apapun, pidana, perdata maupun 
persaingan usaha, setiap orang 
dilarang menghambat proses pe- 
nyelidikan atau pemeriksaan dengan 
tidak bersedia memberikan informasi 
atau alat bukti yang dapat men-
dukung jalannya pemeriksaan. 
Demikian juga dengan pelaku usaha 
tidak boleh menolak memberikan 
informasi maupun alat bukti baik itu 
berupa dokumen atau surat-surat 
yang menurut KPPU diperlukan 
dalam penyelidikan atau pemerik-
saan. 
Sebelum dilakukan pemeriksaan, 
KPPU wajib menjelaskan selengkap 
mungkin dokumen dan alat bukti apa 
saja yang dibutuhkan dalam pemer-
iksaan tersebut sehingga pelaku 
usaha dapat bersikap lebih kooperatif 
dengan mempersiapkan dokumen 
yang diperlukan tepat pada saat 
diperlukan. Demikian juga dengan 
timbal balik dari sikap kooperatif 
dari pelaku usaha, maka KPPU dian-
jurkan pula untuk sesegera mungkin 
mengembalikan dokumen data peru-
sahaan kepada pelaku usaha.  
Tahap pemeriksaan meliputi 
pemeriksaan administratif, pemerik-
saan pokok perkara, pemeriksaan 
pembuktian. Prosedur pemeriksaan 
administratif adalah pemeriksaan 
identitas dan pembacaan hak-hak 
pelaku usaha, saksi atau pihak lain. 
Pemeriksaan terhadap pokok perkara 
terdapat dua tahapan yaitu, pertama, 
pemeriksaan oleh KPPU. Kedua, 
pemberian kesempatan pada pelaku 
usaha untuk menyampaikan keteran-
gan atau dokumen. Pemeriksaan 
pembuktian menetapkan bahwa yang 
dapat dijadikan alat bukti dalam 
pemeriksaan terdiri dari: keterangan 
saksi, keterangan ahli, surat dan atau 
dokumen, petunjuk, keterangan 
terlapor/saksi pelaku usaha. Ketera- 
ngan saksi ahli diperlukan bilamana 
perkara yang diperiksa termasuk 
katagori perkara rumit. (Fahmi, 2009 
: 209). Apa yang dapat dijadikan 
sebagai ukuran bahwa suatu perkara 
termasuk ’perkara rumit’ tidak ter- 
dapat pedoman yang dapat dijadikan 
sebagai acuan dalam mengukur ting-
kat kerumitan suatu perkara oleh 
KPPU.
Dalam pemeriksaan pembuktian 
ini diperlukan sikap yang kooperatif 
dari pihak-pihak yang diperiksa oleh 
KPPU. Apabila tidak terdapat 
kerjasama antar pihak yang diperiksa 
dengan KPPU, maka pemeriksaan 
akan diserahkan kepada badan pe- 
nyidik umum untuk dilakukan pe- 
nyidikan terhadap penolakannya 
untuk diperiksa oleh KPPU sekaligus 
juga diselidiki pelanggarannya terha-
dap hukum  persaingan usaha. Kalau 
sudah dilimpahkan kepada penyidik 
umum, maka akan merubah status 
hukum perkara yang ditangani dari 
perkara administrasi (kasus persai- 
ngan dengan ancaman hukuman 
administrasi) menjadi kasus pidana 
(terkena ancaman hukuman pidana).
Setelah dilakukan tahapan peme- 
riksaan dan pemeriksaan lanjutan 
telah selesai seluruh rangkaian 
proses pemeriksaan sebelum dijatuh-
kan putusan oleh KPPU. Keseluru-
han proses tersebut memakan waktu 
60 (enam puluh) hari atau setelah  
diperpanjang selama 30 (tiga puluh) 
hari lagi. Putusan KPPU tentang 
adanya pelanggaran praktik monopo-
li dan persaingan usaha tidak sehat 
harus dibacakan dalam sidang yang 
dinyatakan terbuka untuk umum oleh 
majelis Komisi yang beranggotakan 
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang 
anggota Komisi. Hasil putusan 
KPPU harus segera diberitahukan 
kepada pelaku usaha yang diputus 
melanggar tersebut berupa petikan 
putusannya, dan  menurut Pasal 43 
ayat (4), yang dimaksud dengan 
pemberitahuan itu adalah menyam-
paikan petikan putusan KPPU).
3. Putusan KPPU Yang Terkait 
Dengan Praktik Monopoli.
3.1. Perkara Nomor 04/KP-
PU-I/2003 tentang Jasa Peti 
Kemas Oleh PT. Jakarta  
International Cargo Terminal
Kasus ini berawal dari hasil moni-
toring yang dilakukan oleh KPPU 
terhadap kegiatanusaha dalam 
bidang jasa terminal pelayanan bong-
kar muat petikemas di Pelabu-
hanTanjung Priok Jakarta Utara  
yang dilakukan oleh PT. JAKARTA 
INTERNATIONAL CONTAINER 
TERMINAL, disingkat dengan PT 
JICT dan KERJA SAMA OPERASI 
TERMINAL PETIKEMAS KOJA, 
disingkat dengan KSOTPK KOJA, 
terhadap PT. (PERSERO) PELABU-
HAN INDONESIA II, disingkat 
dengan PT. PELINDO II.
Dari hasil monitoring KPPU, di 
Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta 
Utara diduga terjadi praktikmonopoli 
dan atau persaingan usaha tidak sehat 
dalam bidang jasa terminal 
pelayananbongkar muat petikemas. 
Fakta-fakta yang diperoleh di lapan-
gan menunjukkan bahwa kegiatan 
usaha jasa terminal pelayanan bong-
karmuat petikemas di Pelabuhan 
Tanjung Priok Jakarta Utara jika 
dihubungkan dengan Pasal 26 ayat 
(1)Undang-undang Nomor 21 Tahun 
1992 tentang Pelayaran,yang mene-
tapkan bahwa,
”penyelenggaraan pelabuhan 
umum dilakukan oleh Pemerintah 
dan pelaksanaannya dapat dilim- 
pahkan kepada BadanUsaha 
Milik Negara, yang didirikan 
untuk maksud tersebut berdasar-
kan peraturan perundangan yang 
berlaku”
Sedangkan didalam Pasal 26 ayat 
(2)dinyatakan bahwa, 
”badan hukum Indonesia dapat 
diikutsertakan dalam penyeleng-
garaan pelabuhan umum atas 
dasar kerja sama dengan BUMN  
yangmelaksanakan pengusahaan 
pelabuhan”
Berdasarkan penjelasan Pasal 26 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 1992, bahwa,
”keikutsertaan badan hukum 
Indonesia dalam bekerja sama 
dengan BUMN dalam penyeleng-
garaan pelabuhan umumantara 
lain terhadap kegiatan jasa unit 
terminal peti kemas di pelabuhan, 
lapanganpenumpukan, penun- 
daan, dan lain sebagainya. 
Sedangkan kegiatan penyediaan-
jasa kolam pelabuhan dalam 
rangka keselamatan hanya dapat 
dilakukan olehBUMN” 
KPPU telah menyampaikan saran 
kepadaMeneg BUMN tertanggal 19 
Pebruari 2003 yang pada pokoknya 
mengharapkanMenteri bersangkutan 
menggunakan segala pengaruh dan 
wewenangnya agar klausuldi dalam 
authorization agreement dihilangkan 
atau disesuaikan dengan jiwa,sema- 
ngat serta tujuan Hukum Persaingan.
PT PELINDO III adalah peme-
gang hak pengelolaan pelabuhan 
umum sebagaimana diaturdidalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 
Tahun 1991, telah memberikan kon- 
sesi pengelolaan terminal petikemas 
kepada PT JICT dengan jaminan 
bahwa tidak akanada pembangunan 
terminal petikemas sebagai tamba- 
han dari Unit TerminalPetikemas I, 
Unit Terminal Petikemas II, dan Unit 
Terminal Petikemas III sebelumter-
capainya throughput sebesar 75% 
(tujuh puluh lima persen) dari kapa-
sitas rancangbangunnya sebesar 3,8 
juta. 
Adanya klausul authorization 
agreement tersebut termasuk salah 
satu bentuk  perjanjian  ekslusif  
yang dilarang oleh undang-undang 
sebab dapat menimbulkan hambatan 
strategis yang nyata bagi para pelaku 
usaha baru yangakan memasuki 
pasar bersangkutan pelayanan bong-
kar muat petikemas di pelabu-
hanTanjung Priok. Hal ini ditegaskan 
bahwauntuk mendapatkan pelayanan 
bongkar muat petikemasdi pelabu-
han Tanjung Priok mereka harus 
mengikatkan diri pada kontrak yang-
bersifat ekslusif. Tanpa adanya 
kontrak yang mengikat tersebut, 
maka mereka tidakakan dilayani PT 
JICT dan KSO TPK KOJA. 
Berdasarkan fakta-fakta tersebut 
menunjukkan bahwa PT JICT telah 
melakukan penguasaan pasar pada 
pasar bersangkutansebagaimana 
dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) 
huruf c.
Berdasarkan pertimbangan terse-
but, maka Majelis Komisi menilai 
dan berpandanganbahwa esensi dari 
klausul Authorization Agreement 
bukan merupakancerminan kerjasa-
ma sebagaimana dimaksud di dalam 
Pasal 26 ayat (2) melainkan bentuk 
transaksi pelimpahan kewenangan 
ataupun transaksi pelimpahan Hak 
Monopoli dengan memberikan jami-
nan untuk menguasai 75% (tujuh 
puluh lima persen) pangsa pasar pada 
pasar bersangkutan.dari PT PELIN-
DO sebagai BUMN.
KPPU mempertimbangkan unsur- 
unsur pelanggaran Hukum Persai- 
ngan yang terdapat dalam Pasal 4, 
yaitu
”pelaku usaha dilarang membuat 
perjanjian dengan pelaku usaha lain 
untuksecara bersama-sama melaku-
kan penguasaan produksi dan atau 
pemasaran barangdan atau jasa 
yang dapat mengakibatkan praktik 
monopoli dan atau persainganusaha 
tidak sehat”
Selanjutnya menyatakan bahwa 
PT JICT secara sah dan meyakinkan 
telah melanggar Pasal 17 ayat (1) dan 
Pasal 25 ayat (1) huruf c.Mencermati 
pengaturan pasal tentang monopoli 
dan penyalahgunaan posisi dominan 
yang terdapat dalam Hukum Persai- 
ngan Usaha masing-masing diatur 
dalam Pasal 17 dan Pasal 25. Dengan 
menggunakan pendekatan rule of 
reason larangan penguasaan pangsa 
pasar sebesar 50% didalam Pasal 17 
dan 59% serta 75% didalam Pasal 25 
dirasakan terlalu besar(Anggraini, 
2010 : 474). Sebab penguasaan pasar 
bukan merupakan pelanggaran 
hukum anti monopoli, jika  posisi 
tersebut dapat juga diraih melalui 
aktivitas monopoli alamiah atau legal 
berdasarkan persaingan pasar yang 
fair dan sehat(Gellhor dan Kovacic, 
1994 : 121-122)
3.2.  Perkara Nomor 03/KPPU-L 
/2004 tentang Pengadaan Holo-
gram Pita Cukai oleh PT. Pura 
Nusapersada
Kasus ini berawal dari laporan 
yang diterima KPPU tertanggal 19 
Januari 2004. Dua perusahaan 
sebagai terlapor I dan II diduga 
melakukan kesepakatan dalam 
rangka  pengadaan hologram pita  
cukai. Terlapor I adalah   Perusahaan 
Umum Percetakan Uang Republik 
Indonesia (Perum Peruri) dan Ter- 
lapor II adalahPT Pura Nusapersada. 
Kedua perusahaanmembuat kesepa-
katan bahwa pasokan hologram pita 
cukai kepada Perum Peruri selama 
ini akan dilakukan olehPT Pura Nu- 
sapersada saja.
Kesepakatan mereka buat pada 
tanggal9 Mei 1995 tertuang dalam 
Surat Perjanjian Nomor SP-302/V/ 
1995/204/DM/V/95. Kesepakatan itu 
tidak ada batas waktunya serta telah 
mendapat persetujuan dari oleh 
Ditjen Bea dan Cukai pada tahun 
1995. Adanya perjanjian tersebut 
menyebabkan penguasaan produksi 
hologrampita cukai rokok terpusat 
pada satu pelaku usaha saja yaitu PT 
Pura Nusapersada. Akibatnya PT 
Pura Nusapersada akan menjadi 
pemasok tunggal hologram pitacukai 
pada Perusahaan Umum Percetakan 
Uang Republik Indonesia (Perum 
Peruri) sementara pelaku usaha lain 
yang sejenis sulit masuk menjadi 
pemasok hologram pita cukai kepada 
Perum Peruri. Ini artinya didalam 
pasar  bidang cetak hologram pitacu-
kai telah terjadi hambatan masuk 
(barrier to entry) yang diciptakan 
oleh pelaku usaha yang sangat berpe-
luang menimbulkan  terjadinya prak-
tik monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat yang dilarang oleh 
hukum persaingan usaha.
Oleh sebab itulah KPPU kemudi-
an melakukan serangkaian pemerik-
saan pendahuluan untuk mendapat-
kan bukti-bukti yang diperlukan. 
Setelah dilakukan beberapa kali 
pemeriksaan pendahuluan yaitu pada 
tanggal 17 Maret 2004, 19 Maret 
2004, dan 1 April 2004 Tim Pemerik-
sa menemukan adanya indikasi 
pelanggaran terhadap ketentuan 
Pasal 17 ayat (1), Pasal17 ayat (2) 
huruf b dan Pasal 25 ayat (1) huruf c 
UUPU.
Pemeriksaan pendahuluan dilaku-
kan terhadap Pelapor, Terlapor I dan 
Terlapor II.dan Ditjen Bea dan 
Cukai. Dari serangkaian pemerik-
saan pendahuluan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa 1). Pelapor me- 
rupakan badan usaha yang mempro-
duksi hologram tetapi masih mulai 
memasarankan dan belum melaku-
kan usaha komersiil, 2). Terlapor I 
mempunyai tugas untuk mencetak 
uang kertas dan uang logam serta 
mencetak dokumen sekuriti yang 
menyangkut keamanan negara.Ter- 
lapor I mengikutsertakan Terlapor II 
dalam hal mencetak dan melekatkan 
hologram pada pita cukai, 3). Ter- 
lapor II memiliki kegiatan mempro-
duksi hologram pitacukai dan memi-
liki pesaing potensial  PT Mitra 
Sakti, PT Sumber Cakung, PT Royal 
Standar, PT Semarang Packaging 
Industry. Terlapor II tidak keberatan 
jika dilakukan tender dalam 
pengadaan hologram pita cukai, 4). 
Ditjen Bea dan Cukai menyatakan 
bahwa perjanjian tersebut dapat 
dibatalkan selanjutnya melalui 
tender dengan syarat-syarat tertentu 
asalkan ada jaminan kepastian keter-
sediaan pita cukai. Ditjen Bea dan 
Cukai juga menegaskan bahwa 
pengadaan pita cukai berhologram 
tidak dilakukan melalui konsorsium 
karena pengawasannya sulit.
Setelah melakukan Pemeriksaan 
Pendahuluan, akhirnya  Tim Peme- 
riksa berkesimpulan bahwa terdapat 
indikasi adanya pelanggaran terha-
dap ketentuan Pasal 17 ayat (1), 
Pasal , 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 
25 ayat (1) huruf c UUPU. Pasal 17 
menentukan adanya praktik monopo-
li dan Pasal 25 tentang penyalahgu-
naan posisi dominan oleh Terlapor I 
dan Terlapor II.
Oleh karena itu, Tim Pemeriksa 
merekomendasikan agar pemerik-
saan dilanjutkan ke Pemeriksaan 
Lanjutan dengan alasan bahwa 
kegiatan yang dilakukanoleh PT Pura 
Nusapersadasebagai Terlapor II 
adalah akibat adanya perjanjian 
kerjasama pengadaan hologrampita 
cukai antara Perum Peruri danPT 
Pura Nusapersadatelah menyebab-
kan timbulnya hambatan masuk 
(entry barrier) bagi produsenholo-
gram lain yang berpeluang menim-
bulkan praktik monopoli. Atas dasar 
rekomendasi Tim Pemeriksa terse-
but, KPPU mengeluarkan Penetapan 
Komisi Nomor 08/PEN/KP-
PU/IV/2004 tanggal 6 April2004 
untuk melanjutkan Perkara Nomor 
03/KPPU-L/2004 ke Pemeriksaan 
Lanjutanterhitung sejak tanggal 6 
April 2004 sampai dengan tanggal 2 
Juli 2004.
Pemeriksaan Lanjutan telah 
beberapa dilakukan oleh Komisi 
antara lain pada tanggal 17 Mei 
2004, 24 Mei 2004, 31 Mei 2004, 8 
Juni 2004,9 Juni 2004,dan 10 Juni 
2004.  Selama tahap pemeriksaan 
lanjutan  diperiksa tiga buah perusa-
haan hologram pitacuka sebagai 
saksi, Ditjen Bea dan Cukai dan 
Botasupal (Badan Koordinasi Pem-
berantasan Uang Palsu). Dari  
serangkaian pemeriksaan lanjutan 
dapat disimpulkan berikut ini : 1).  
Para Saksi   pada umumnya adalah  
perusahaan yang bergerak dalam 
bidang usaha percetakan hologram 
pitacukai dan atau percetakan biasa, 
percetakan dokumen sekuriti seperti 
materai, akte perkawinan dan buku 
nikah serta percetakan hologram 
untuk plat nomor kendaraan bermo-
tor dan cap-cap tiga dimensi, 
2).Botasupal memiliki tugas dan 
wewenang melakukan pengawasan 
dan pembinaan terhadap percetakan 
dokumen sekuriti serta memberikan 
ijin dan rekomnedasi kepada produ-
sen dan distributor hologram. Bota-
supal belum memberikan rekomen-
dasi ijin usaha/operasi dokumen 
sekuriti kepada Pelapor dengan 
alasan Pelapor masih mengambil 
mesin master dari luar negeri, 3). 
Terlapor II menerangkan bahwa 
tidak bersedia menempatkan mesin 
cetak dan pelekatan hologram pada 
Terlapor I dengan alasan Terlapor II 
tidak dapatmengembangkan teknolo-
gi hologram dan akan terjadi 
inefisiensi serta sebenarnya tidak 
keberatan untuk mengubah perjanji-
an Tahun 1995 apabila bertentangan 
dengan Undang-undang Nomor 5 
Tahun1999, 4). Terlapor I, Terlapor II 
dan Ditjen Bea dan Cukai serta PT 
KertasPadalarang telah mengadakan 
pertemuan yang menyepakati peru-
bahanperjanjian Pengadaan Holo-
gram untuk Cetakan Pita Cukai.
Proses produksi pita cukai 
berhologram dalam praktiknya tidak 
efisien karena pita cukai berholo-
gram tidak dibuat sepenuhnya oleh 
Terlapor I, tetapi ada bagian seperti 
hologramdibuat oleh Terlapor II dan 
pada bagian kertas pita cukai dibuat 
oleh PT Kertas Padalarang. Perma- 
salahan pokok dalam dalam 
pengadaan pita cukai berhologram 
sebenarnya lebih banyak karena 
keterlambatan pengiriman dan atas 
keterlambatantersebut Perum Peruri  
dikenakan penalti sehingga  Ditjen 
Bea dan Cukai sebenarnya setuju 
apabila pengadaan hologram pita 
cukai terbuka melalui tender namun 
kendalanya adalah adanya perjanjian 
ekslusif antara Terlapor I  dan Ter- 
lapor II, sedangkan kewenangan 
untuk membatalkan perjanjian terse-
but bukan beradapada Ditjen Bea dan 
Cukai tetapi berada pada kedua pihak 
yang melakukan perjanjian..
Botasupal telah memberikan 
rekomendasi ijin usaha/operasi 
dokumensekuriti kepada 5 (lima) 
perusahaan hologram yaitu PT 
Sumber Cakung, PTKarya Aroma 
Sejati, PT Royal Standar, PT Pura 
Barutama dan PT Pura Nusapersada 
selaku pabrik hologram serta satu 
agen hologram yaitu PT. Mitra 
Sakti.. Sedangkan perusahaan holo-
gram yang dapat memenuhi seluruh-
kebutuhan hologram pita cukai yang 
berjumlah 17 (tujuh belas) Milyar 
keping hanya 2 (dua) perusahaan 
yaitu PT Pura Nusapersada dan PT 
Karya Aroma Sejati.
Berdasarkan bukti-bukti dan fakta 
hukum yang ada, maka Majelis 
Komisi menutuskan : Perum Peruri 
sebagai Terlapor I dan PT Pura Nu- 
sapersada sebagai Terlapor II terbuk-
ti secara sah dan meyakinkan me- 
langgar pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) 
huruf b Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1999, namun  tidak terbukti 
melanggar pasal 25 ayat (1) huruf c. 
Selanjutnya memerintahkan kepada 
Terlapor I dan Terlapor II untuk 
menghentikan kegiatanyang menga-
kibatkan terjadinya praktik monopoli 
dan atau persaingan usaha tidaksehat 
dalam pengadaan hologram pada pita 
cukai dengan cara membatalkan 
SuratPerjanjian Nomor SP-302/V/ 
1995. Juga memerintahkan kepada 
Terlapor I untuk membuka pasar 
pengadaan hologram pada pita cukai 
dengan memberikan kesempatan 
yang sama kepada setiap pelaku 
usaha untuk turut serta dalam 
pengadaan hologram pada pita cukai 
melalui tender yang terbuka dan 
transparan, selambat-lambatnya un- 
tuk pengadaan hologram pada pita 
cukai tahun anggaran 2005.
Analisis putusan dari perkara 
diatas sebagai berikut : 1). Perum 
Peruri dan PT Pura Nusapersada 
terbukti melakukan praktik praktik 
monopoli, 2). Perum Peruri dan PT 
Pura Nusapersada melanggar Pasal 
17 ayat (1 dan (2) huruf b, 3). Perum 
Peruri dan PT bagi pelaku usaha lain 
yang Pura Nusapersada menciptakan 
hambatan masuk hendak ikut tender.
Simpulan
Implementasi putusan KPPU 
terhadap prinsip larangan praktik 
monopoli dalam memutus perkara 
persaingan usaha didasarkan pada 
ada tidaknya kepentingan umum 
(public interest) yang dirugikan oleh 
pelaku usaha. Pertimbangan hakim 
(ratio decidendi) komisioner untuk 
menetapkan pelanggaran terhadap 
prinsip larangan praktik monopoli 
adalah adanya unsur pasal 17 ayat (2) 
UUPU yang meliputi: a)non substitu-
tion; b) barrier to entry; c) dan 
market share. Dalam beberapa perka-
ra persaingan usaha KPPU telah 
menerapkan prinsip tersebut sebagai 
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patkan oleh pembentuk undang-un-
dang sebagai bagian dari judul 
Undang-undang Persaingan Usaha 
Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya 
disebut dengan UUPU) bukan tanpa 
sebab dan alasan. Kata ”Larangan-
praktik monopoli” juga bukan kata 
yang tanpa makna. Bagi pelaku 
usaha kata tersebut cukup berarti 
terhadap peletakan strategi bisnis 
dalam perusahaan. Dalam tataran 
yuridis dalam UUPUterdapat dua 
kata memiliki kemiripan yang digu-
nakan secara berganti-ganti, yakni 
kata ”monopoli” dan ”praktik mono- 
poli”. Kendatipun demikian, dari 
segi makna kedua istilah tersebut 
terkandung perbedaan yang cukup 
mendasar. Kata “praktik monopoli” 
menjadi prinsip larangandalam 
UUPU sementara itu ”monopoli” 
tidak dijadikan sebagai prinsip lara- 
ngan dalam UUPU. Hal ini menun-
jukkan bahwa pada dua kata tersebut 
memang memiliki arti dan makna 
yang berbeda.
Mengingat sudah menjadi karak-
ter bagi setiap pelaku usaha jika 
selalu ingin menguasai pasar dan 
memenangkan persaingan didalam 
pasar, maka tidak segan-segan 
pelaku usaha melakukan tinda-
kan-tindakan yang cenderung meng-
abaikan kode etik yang lazim dite- 
rapkan dalam bisnis bahkan tidak 
peduli umtuk melanggar aturan 
hukum. Oleh sebab itu, tidak jarang 
beberapa pelaku usaha dihadapkan 
pada persoalan pelanggaran aturan 
hukum, khususnya hukum  persai- 
ngan usaha dan menjadi pihak yang 
harus mempertanggung jawabkan 
segala tindakan pelanggarannya 
dihadapan badan yang mengawasi 
perilakupelaku usaha di Indonesia, 
yaitu Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (selanjutnya disebut KPPU).  
Dari beberapa larangan yang 
diatur dalam UUPU, terdapat salah 
satu larangan  yang dapat dikualifi-
kasikan sebagai pelanggaran UUPU 
adalah melakukan tindakan praktik 
monopoli. Ketentuan Pasal 17 
UUPU adalah parameter yuridis 
untuk mengkualifikasikan suatu 
tindakan termasuk praktik monopoli 
atau bukan. KetikaKPPU menemu-
kan salah satu dari kriteria pasal 
tersebut telah dilakukan oleh pelaku 
usaha, maka KPPU  berhak untuk 
melakukan penyidikan dan penyeli-
dikan kepada pelaku usaha yang 
bersangkutan. Sebagai lembaga pe- 
ngawas kegiatan pelaku usaha, 
KPPU memiliki kewenangan yang 
cukup besar terhadap segala bentuk 
perilaku pelaku usaha yang melang-
gar Pasal 35 UUPU.
KPPU memiliki kewenangan 
menangani perkara yang berbeda 
dengan pengadilan perdata yang 
menangani hak-hak perorangan yang 
bersifat privat, karena perkara yang 
ditangani KPPU bersifat publik. Hal 
ini sesuai dengan tujuan Hukum 
persaingan usaha yang tercantum 
dalam Pasal 3 huruf a, yaitu untuk 
”menjaga kepentingan umum dan 
meningkatkan efisiensi ekonomi 
nasional sebagai salah satu upaya 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat” (Anggara, 2009 : 163). 
Sehingga tugas KPPU harus menjaga 
kondisi perekonomian nasionalagar 
tercipta iklim persaingan usaha yang 
sehat melalui putusan-putusan yang 
dibuatnya tidak terdistorsi oleh 
kepentingan kelompok tertentu saja. 
Berdasarkan uraian latar belakang 
tersebut, dapat dirumuskan permas-
alahan berikut, bagaimanakah imple-
mentasi prinsip larangan praktik 
monopoli dalam putusan KPPU 
(melalui putusan hakim komisioner) 
? Untuk mengkajinya dapat dicerma-
ti dari pertimbangan hakim komi- 
sioner (ratio decidendi) dalam putu-
sannya.
Pembahasan 
1. Prinsip Larangan Praktik 
Monopoli Dalam UUPU 
Parameter yang digunakan oleh 
UUPU untuk mengetahui pelaku 
usaha melakukan monopoli atau 
tidak, terdapat dalam Pasal 17 
UUPU, disebutkan bahwa,
(1)  Pelaku usaha dilarang melaku-
kan penguasaan atas produksi 
dan atau pemasaran barang 
dan atau jasa yang dapat me- 
ngakibatkan terjadinya praktik 
monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat. 
(2)  Pelaku usaha patut diduga atau 
dianggap melakukan pengua-
saan atas produksi dan atau 
pemasaran barang dan atau 
jasa sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), apabila:
a. barang dan atau jasa yang 
bersangkutan belum ada   sub-
stitusinya;atau
b. mengakibatkan pelaku usaha 
lain tidak dapat masuk ke 
dalam persaingan usaha ba- 
rang dan atau jasa yang sama; 
atau
c.  pelaku usaha atau satu kelom-
pok pelaku usaha menguasai 
lebih dari  50% (lima puluh 
persen) pangsa pasar satu jenis 
barang atau jasa tertentu.
Mencermati rumusan Pasal 17 di 
atas memberi pemahaman bahwa 
pelaku usaha akan dianggap melaku-
kan penguasaan atas produksi dan 
atau pemasaran jika perilakunya 
memenuhi kualifikasi unsur-unsur 
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, 
atau c. Unsur-unsur itu bersifat alter-
natif artinya cukup terdapat salah 
satu unsur saja seorang pelaku usaha 
sudah dapat dikualifikasikan sebagai 
telah melakukan kegiatan praktik 
monopoli. 
Pada asasnya segala bentuk 
kegiatan maupun perjanjian yang 
dilakukan pelaku usaha jika mengki-
batkan praktik monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat adalah 
dilarang. Monopoli tidak dilarang 
sepanjang tidak mengakibatkan 
praktik monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat, karena tidak 
semua monopoli merugikan ada juga 
monopoli yang menguntungkan 
(aspek positif monopoli). Sedangkan 
yang dimaksud dengan aspek negatif 
monopoli adalah pengertian dari 
praktik monopoli itu sendiri, yakni 
kegiatan monopoli yang senantiasa 
menimbulkan inefesiensi sumber 
daya dan kerugian pada masyarakat.
Monopoli dan persaingan sebagai 
dua konsep yang memiliki sisi positif 
bagi persaingan dan sisi negatif bagi 
monopoli hal itu merupakan pandan-
gan yang sangat sederhana. Kalau 
dikaji lebih jauh, kedua konsep itu 
saling memiliki aspek-aspek positif 
maupun aspek negatif, tergantung 
sasaran apa yang hendak dicapai dari 
masing-masing. Misalnya, monopoli 
yang dilakukan untuk melindungi 
sumber daya yang vital dari eksploi-
tasi pihak-pihak yang mencari keun-
tungan sendiri, maka monopoli itu 
dianggap sebagai sisi positif dari 
monopoli. Sebaliknya, persaingan 
yang berkonotasi baik bisa beraspek 
negatif, jika persaingan itu terjadi 
tanpa kendali dan pengawasan dari 
negara, tidak lagi mempertimbang-
kan aspek ekonomi, akhirnya yang 
terjadi persaingan yang saling 
mematikan, yang kuat menghancur-
kan yang lemah, maka tujuan 
persaingan yang seharusnya mem-
beri kesejahteraan yang maksimal 
kepada masyarakat dan kesempatan 
yang sama kepada pelaku usaha 
tidak dapat terwujud. 
Berdasarkan pengertian monopoli 
yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 
UUPU, terkandung dua unsur pen- 
ting dalam monopoli, yaitu (1) 
adanya penguasaan atas produk, dan 
atau pemasaran barang dan atau atas 
penggunaan jasa tertentu, (2) dilaku-
kan oleh satu pelaku usaha atau satu 
kelompok pelaku usaha. 
Adapun bentuk kegiatan pengua-
saan atas produksi dan pemasaran 
yang dilarang itu memiliki kriteria 
sebagai berikut : (1) penguasaan atas 
produksi, (2) penguasaan atas 
pemasaran produksi atau jasa, (3) 
barang dan jasa yang berada di 
bawah penguasaan itu tidak ada 
substitusinya di pasar, (4) praktik 
tersebut mengakibatkan terjadinya 
monopoli atau persaingan usaha 
tidak sehat (Ginting, 2001 : 68)
Hal ini artinya penguasaan atas 
produk dan pemasaran suatu produk-
si tidak dilarang oleh undang-undang 
sepanjang tidak meniadakan atau 
mengurangi persaingan di pasar 
(lessen competition), seperti kasus 
paling aktual saat ini yang dilakukan 
oleh Carrefour. 
Didalam Pasal 1 ayat (2) UUPU 
memuat pengertian dari praktik 
monopoli, yang mengandung unsur- 
unsur : (1) Terjadinya pemusatan 
kekuatan ekonomi pada satu atau 
lebih pelaku usaha, (2) Terdapat 
penguasaan atas produksi atau 
pemasaran barang atau jasa tertentu, 
(3) Terjadinya persaingan usaha 
tidak sehat, (4) Tindakan tersebut 
merugiakan kepentingan umum 
(Kagramanto, 2007 : 181)
Jika dibandingkan dengan kriteria 
praktik monopoli terdapat dalam 
Pasal 17 ayat (2), yang memuat 
unsur-unsur : (1) Melakukan perbua-
tan penguasaan atas suatu produk, (2) 
Melakukan perbuatan atas pemasa-
ran suatu produk, (3) Penguasaan 
tersebut dapat mengakibatkan terjad-
inya praktik monopoli, (4) pengua-
saan tersebut dapat mengakibatkan 
terjadinya persaingan usaha tidak 
sehat. 
Konsep praktik monopoli menga-
rah pada pengertian pemusatan 
kekuatan ekonomi, artinya terdapat 
korelasi antara praktik monopoli 
dengan pemusatan ekonomi. Pemu-
satan kekuatan ekonomi jangkauan- 
nya lebih luas daripada sekedar 
penguasaan pasar (bidang pemasa-
ran) karena menyangkut juga pada 
bidang produksi. Penguasaan pasar 
mengakibatkan berkurangnya per- 
saingan (lessen competition) uji 
materiilnya melalui struktur pasar 
sedangkan pemusatan kekuatan 
ekonomi menimbulkan konglomera-
si batu ujinya melalui perilaku pasar.
Untuk membuktikan unsur-unsur 
yang terdapat didalam Pasal 17 ayat 
(2)UUPU harus dapat dipenuhi, 
yakni : (1) Tidak terdapat produk 
substitusinya, (2) Pelaku usaha lain 
sulit masuk kedalam pasar persai- 
ngan terhadap produk yang sama 
dikarenakan hambatan masuk yang 
tinggi, (3) Pelaku usaha lain tersebut 
adalah pelaku usaha yang mempu-
nyai kemampuan bersaing yang 
signifikan dalam pasar bersangkutan, 
(4) Satu atau satu kelompok pelaku 
usaha telah menguasai lebih dari 
50% pangsa pasar suatu jenis produk 
(Winardi, 1996 : 457)
Pengertian unsur-unsur akan 
dijelaskan sebagai berikut : 
1. Produk substitusi
 Didalam Kamus Ekonomi, 
substitutional goods artinya 
benda-benda pengganti, yaitu 
adanya hubungan antara dua 
benda atau lebih, demikian rupa 
hingga benda x dapat mengganti-
kan benda y. Dengan demikian  
pengertian ini dapat dibedakan 
dengan pengertian benda-benda 
komplementer. Benda komple-
menter berfungsi sebagai benda 
pelengkap dari benda utama, 
tetapi tidak menggantikan fung-
sinya. 
 Beranjak dari pengertian di 
atas,  terjadinya  praktik monopoli 
didalam pasar ditandai dengan 
adanya satu jenis produk dalam 
pasar yang bersangkutan, tidak 
ditemukan barang pengganti yang 
menjadi alternatif bagi konsumen 
untuk memilih jenis lainnya yang 
lebih murah. Akibatnya penjual 
produk tersebut dapat memainkan 
harga karena pasarnya berada 
dalam penguasaannya.
 Oleh karena pasar hanya 
dikuasai satu jenis barang 
tertentu, maka didalam pasar 
tidak terjadi persaingan. Pasar 
yang tidak persaingan, pelaku 
usaha cenderung menentukan 
harga sesuai dengan kehendak- 
nya. Sehingga konsumen tidak 
memperoleh harga murah  yang 
lebih kompetitif dibandingkan 
dengan harga yang ditetapkan.
 Istilah substitusi juga ditemu-
kan didalam definisi pasar 
bersangkutan yang terdapat pada 
Pasal 1 angka 10 UUPU, disebut-
kan bahwa:
”Pasar bersangkutan adalah pasar 
yang berkaitan dengan jangkauan 
atau daerah pemasaran tertentu 
oleh pelaku usaha atas barang dan 
atau jasa yang sama atau sejenis 
atau substitusi dari barang dan 
atau jasa tersebut”.
 Untuk menilai sifat substitusi 
dari suatu produk dengan produk 
yang lain dapat digunakan dengan 
menggunakan pendekatan terha-
dap elastisitas permintaan dan 
penawaran melalui analisis prefe-
rensi konsumen. Dalam melaku-
kan analisis preferensi konsumen 
digunakan tiga parameter utama 
sebagai alat pendekatan, yaitu 
harga, karakter, dan kegunaan 
(fungsi) produk.(Assahinur, 2009 
: 18) Produk dalam suatu pasar 
tidak harus bersifat perfect substi-
tutes, karena sulit untuk menemu-
kannya, oleh sebab itu bisa 
dengan konsep close substitutes. 
Produk dalam suatu pasar tidak 
harus memiliki kualitas yang 
sama, oleh sebab itu, sepanjang 
konsumen menentukan bahwa 
produk terkait memiliki karakter 
dan fungsi yang sama, maka 
produk tersebut dapat dikatakan 
sebagai substitusi satu dengan 
lainnya. Untuk menerapkan Pasal 
1 angaka 10 telah dikeluarkan 
peraturan KPPU No.3 Tahun 
2009 tentang Pedoman Penerapan 
Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar 
Bersangkutan.
2. Barrier to entry
 Bentuk  Barrier to entry dapat 
berasal dari dua hal, yaitu dari sisi 
perusahaan dari sisi kebijakan 
publik dari sisi perusahaan strate-
gi yang diterapkan tidak hanya 
untuk menjaga kekuatan pasarnya 
melainkan juga mempertahankan 
laba monopolisnya. Sedangkan 
yang berasal dari kebijakan 
pemerintah biasanya memiliki 
tujuan tertentu, seperti kondisi 
alami industri yang merupakan 
natural monopoly.
3.  Penguasaan Pasar (Market 
Share)
 Menjadi penguasa dalam 
suatu jenis pasar merupakan hara-
pan dari setiap pelaku usaha, 
dengan menjadi penguasa yang 
nyata atas suatu pasar berarti 
pemusatan kekuatan ekonomi 
telah berada dalam genggaman 
pelaku usaha tersebut. Dengan 
kekuatan pasar yang dimilikinya 
itu pelaku usaha dapat menentu-
kan harga barang atau jasa dan 
dampak selanjutnya adalah keun-
tungan yang optimal pasti akan 
dapat diraihnya. Adapun wujud 
penguasaan pasar, dilakukan 
dengan cara: 1). Jual rugi (preda-
tory Pricing) dengan maksud 
untuk mematikan pesaingnya, 2). 
Melalui pratik penetapan biaya 
produksi secara curang serta 
biaya lainnya yang menjadi kom-
ponen harga barang, serta, 3). 
Perang harga maupun persaingan 
harga (Fahmi, 2009 : 139).
 Berbagai bentuk tindakan 
penguasaan pasar seperti ini 
hanya mugkin  dilakukan oleh 
pelaku usaha yang memiliki 
market power. Tolok ukur 
penguasaan pasar tidak harus 
menguasai sebesar 100%, 
penguasaan sebesar 50% atau 
75% saja sudah dapat dikatakan 
memiliki market power.
 Seperti didalam Pasal 17, 
kriteria menguasai pasar diberi-
kan batas lebih dari 50%, pelaku 
usaha yang menguasai pasar sebe-
sar 50% dapat diduga atau diang-
gap melakukan praktik monopoli 
yang merugikan kepentingan 
umum. Pasal 17 bersifat rule of 
reason, untuk dapat membuktikan 
adanya kerugian masyarakat perlu 
dilakukan berbagai penelitian dan 
kajian dari ahli hukum dan ahli 
ekonomi.
2.  KPPU Sebagai Lembaga 
Pengawasan Kegiatan Pelaku 
Usaha
 
Di Indonesia lembaga yang 
berwenang menjalankan fungsi 
pengawasan kegiatan pelaku usaha 
adalah Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha atau disingkat dengan KPPU. 
Pasal 30 ayat (1) UUPU menyebut-
kan,”Untuk mengawasi Undang-un-
dang ini dibentuk Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha yang selanjutnya 
disebut Komisi”, dan didalam Pasal 
30 ayat (3) disebutkan bahwa, 
”Komisi bertanggung jawab kepada 
Presiden”. Selanjutnya Pasal 34 ayat 
(1) menegaskan bahwa, ”Pembentu-
kan Komisi serta susunan organisasi, 
tugas, dan fungsinya ditetapkan 
dengan Keputusan Presiden”. Ak- 
hirnya KPPU didirikan pada tanggal 
8 Juli 1999 berdasarkan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 
75 Tahun 1999 tentang Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha. 
Dengan demikian, penegakan 
Hukum Persaingan Usaha serta 
pengawasan terhadap pelaku usaha 
berada dalam kewenangan KPPU.
Sebagai lembaga pengawas 
kegiatan pelaku usaha, KPPU memi-
liki kewenangan yang cukup besar 
terhadap segala bentuk perilaku 
pelaku usaha. Kewenangan tersebut 
meliputi penyidikan, penuntutan, 
konsultasi, memeriksa, mengadili, 
dan memutus perkara pelanggaran 
hukum persaingan oleh pelaku 
usaha. Namun bukan berarti tidak 
ada lembaga lain yang berwenang 
menangani perkara monopoli dan 
persaingan usaha, Pengadilan Negeri 
(PN) dan Mahkamah Agung (MA) 
juga diberi wewenang untuk mena- 
ngani perkara persaingan. Penga-
dilan Negeri diberi wewenang untuk 
menangani keberatan terhadap putu-
san KPPU. dan menangani pelangga-
ran hukum persaingan yang menjadi 
perkara pidana karena tidak dijalan- 
kannya putusan KPPU yang sudah in 
kracht. Sedangkan MA diberi 
kewenangan untuk menyelesaikan 
perkara pelanggaran hukum persai- 
ngan apabila terdapat keberatan atas 
putusan PN tersebut dengan menga-
jukan kasasi. Putusan MA harus 
dijatuhkan dalam waktu 30 hari sejak 
permohonan kasasi diterima. 
Pada Pasal 30 ayat (2) menegas-
kan bahwa, ”Komisi adalah suatu 
Lembaga Independen yang terlepas 
dari pengaruh dan kekuasaan Peme- 
rintah serta pihak lain”. Hal ini berar-
ti bahwa KPPU merupakan lembaga 
yang independen. Hal ini ditegaskan 
lagi dalam Keppres nomor 75 Tahun 
1999 yang terdapat pada Pasal 6 ayat 
(2) bahwa, anggota Komisi yang 
menangani perkara dilarang:
a. mempunyai hubungan sedarah 
atau semenda sampai derajat ke 
tiga dengan salah satu pihak yang 
berperkara; atau
b. mempunyai kepentingan dengan 
perkara yang bersangkutan.
Untuk menjaga independensi dan 
integritas anggota Komisi,  per- 
syaratan untu menjadi anggota 
Komisi telah dirumuskan dalam 
Pasal 31 sampai dengan Pasal 34. 
Dalam persyaratan tersebut dikehen-
daki anggota-anggota terpilih dan 
terpercaya (credible). Integritas 
moral dan kepercayaan untuk memi-
lih seseorang adalah unsur penting 
yang sangat menentukan apalagi 
sebagai anggota komisi yang terkait 
dengan dunia bisnis dan pelaku 
usaha, maka kepribadian dan integri-
tas memegang peranan kunci (plays 
a key role) dalam menangani perkara 
persaingan. 
Atas dasar peran KPPU sebagai 
lembaga pengawas, maka tugas  
yang disandang oleh KPPU didalam 
Pasal 35. Sebagai tindak lanjut atas 
tugas yang dibebankan, KPPU juga 
mempunyai wewenang yang terca- 
kup dalam Pasal 36. Jika dicermati 
tugas dan wewenang KPPU dalam 
pasal-pasal tersebut,  sebenarnya 
kewenangan KPPU hanya terbatas 
pada kewenangan administratif, 
meskipun terdapat kewenangan yang 
mirip badan penyidik, namun tugas 
penyidikan, penuntutan dan pemutus 
itu dalam rangka memberikan sanksi 
hukuman administrasi semata. 
Demikian juga dengan kekuatan 
hukum dari putusan KPPU mempu-
nyai kekuatan eksekutorial, yaitu 
keputusan yang sederajat dengan 
keputusan hakim, oleh sebab itu 
putusan KPPU dapat langsung 
dimintakan eksekusi (Fiat Excecutie) 
pada Pengadilan Negeri yang 
berwenang tanpa harus beracara 
sekali lagi di pengadilan tersebut. 
(Pasal 46 ayat (2) UUPU).
Proses penyelidikan dan pemerik-
saan merupakan salah satu bagian 
dari proses beracara di KPPU. 
Hukum acara di KPPU ditetapkan 
pertama kali melalui Surat Keputu-
san Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000, 
tentang Tata Cara Penyampaian 
Laporan dan Penanganan Dugaan 
Pelanggaran Terhadap UU No.5 
Tahun 1999. Surat Keputusan terse-
but telah diubah menjadi Peraturan 
Komisi No.1 Tahun 2006, tentang 
Tata Cara Penanganan Perkara di 
KPPU yang mulai efektif berlaku 
pad tanggal 18 Oktober 2006. 
Proses penyelidikan dan pemerik-
saan merupakan prosedur yang dike-
nal dalam hukum pidana yaitu proses 
mencari kebenaran materiil. Dalam 
mencari kebenaran materiil diperlu-
kan keyakinan KPPU bahwa pelaku 
usaha melakukan atau tidak melaku-
kan perbuatan yang menyebabkan 
terjadinya praktik monopoli dan 
persaingan tidak sehat. (Wibowo dan 
Sinaga, 2005 : 365)dan KPPU mulai 
melakukan pemeriksaan (pendahulu-
an) jika terdapat salah satu indikasi 
dari perbuatan berikut ini : (1) Atas 
inisiatif Komisi sendiri apabila ada 
dugaan telah terjadinya pelanggaran 
Undang-undang Anti Monopoli, (2) 
Atas laporan tertulis dari pihak yang 
merasa dirugikan;setiap orang yang 
mengetahui atau patut diduga telah 
terjadi pelanggaran terhadap Un- 
dang-undang Anti Monopoli, (3) 
Atas laporan tertulis dari setiap orang 
yang mengetahui atau patut diduga 
telah terjadi pelanggaran terhadap 
Undang-undang Anti Monopoli 
(Fuady, 1999 : 104).
Berdasarkan hasil pemeriksaan 
pendahuluan yang diperoleh, jika 
hasilnya adalah penetapan untuk 
melakukan pemeriksaan lanjutan, 
maka akan dilakukan tindakan 
penyelidikan dan pemeriksaan. Pihak 
yang melaporkan harus memberikan 
identitasnya kepada KPPU dan wajib 
dirahasiakan identitas pelapor oleh 
KPPU.
Mekanisme pemeriksaan perkara 
oleh KPPU pada prinsipnya sama 
dengan pengertian pemeriksaan 
dalam hukum acara pidana, namun 
terdapat sedikit perbedaan dalam hal 
siapa yang dimaksud dengan subyek 
pelapor dalam perkara persaingan 
usaha. Dalam pemeriksaan perkara 
yang didasarkan atas dasar laporan 
adalah pemeriksaan yang dilakukan 
karena adanya laporan dari ma- 
syarakat atau pelaku usaha yang 
dirugikan oleh tindakan pelaku usaha 
yang dilaporkan. Setelah menerima 
laporan, KPPU menetapkan majelis 
komisi yang akan bertugas memerik-
sa dan menyelidiki pelaku usaha 
yang dilaporkan. Dalam menjalan- 
kan tugas, majelis komisi dibantu 
oleh staf komisi. Pemeriksaan perka-
ra yang dilakukan atas dasar laporan 
menggunakan nomor perkara: 
Nomor perkara/KPPU-L (laporan)/ 
Tahun, sedangkan perkara yang 
diperiksa bukan atas dasar laporan 
pada nomor perkara tidak terdapat 
kode L (laporan).
Pemeriksaan atas dasar inisiatif 
KPPU didasarkan karena adanya 
dugaan atau indikasi dari hasil 
pengamatan dan persepsi sendiri 
disimpulkan adanya pelanggaran 
terhadap Hukum Persaingan. 
Mekanismenya, KPPU akan mem-
bentuk suatu Majelis Komisi untuk 
melakukan pemeriksaan terhadap 
pelaku usaha dan saksi. Dalam 
pemeriksaan tersebut majelis Komisi 
dibantu oleh staf komisi. Jika peme- 
riksaan perkara dilakukan atas dasar 
inisiatif komisi, maka pada penulisan 
nomor perkara adalah sama hanya 
saja menggunakan tanda I (Inisiatif). 
Pemeriksaan perkara dalam 
hukum acara persaingan usaha 
terdapat 2 (dua) jenis, yaitu pemerik-
saan pendahuluan dan pemeriksaan 
lanjutan. Untuk melakukan pemerik-
saan pendahuluan ini harus didasar-
kan pada laporan masyarakat, pihak 
yang dirugikan atau pelaku usaha. 
Berdasarkan laporan masyarakat 
KPPU menetapkan apakah perlu 
dilakukan pemeriksaan lanjutan atau 
tidak. Jika dianggap perlu, maka 
KPPU akan melakukan pemeriksaan 
kepada pelaku usaha yang dilapor-
kan. KPPU juga dapat mendengakan 
keterangan saksi, saksi ahli atau 
pihak lain yang dianggap memiliki 
keterangan yang diperlukan. Namun 
dalam melaksanakan tugas pemerik-
saan itu KPPU wajib melengkapi 
dirinya dengan surat tugas.
Di dalam Pasal 41 Hukum 
Persaingan Usaha menekankan 
bahwa selama melaksanakan tugas 
penyelidikan (pemeriksaan pendahu-
luan) dan pemeriksaan lanjutan 
pelaku usaha atau pihak lain yang 
diperiksa mempunyai kewajiban 
menyerahkan alat bukti yang diperlu-
kan dan dilarang menolak untuk 
diperiksa, dilarang menolak mem-
berikan informasi, dan dilarang 
menghambat proses penyelidikan 
dan pemeriksaan (lanjutan) yang 
dilakukan KPPU, oleh sebab itu, jika 
terdapat penolakan dari pelaku usaha 
atau pihak lain maka yang bersang-
kutan akan diserahkan kepada pe- 
nyidik untuk selanjutnya diproses 
sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
Adapun jangka waktu dalam 
pemeriksaaan lanjutan diberikan 
oleh Pasal 43 selambat-lambatnya 60 
(enam puluh) hari sejak dilakukan 
pemeriksaan lanjutan. Namun jika 
diperlukan tambahan waktu karena 
pemeriksaan dirasakan belum selesai 
masih  dapat diperpanjang paling 
lama 30 (tiga puluh) hari. Tidak 
dijelaskan dalam undang-undang 
apakah alasan dilakukan perpanja- 
ngan pemeriksaan lanjutan tersebut 
dan juga tidak dijelaskan lebih lanjut 
apa akibat hukumnya jika jangka 
waktu 60 hari dan tambahan 30 hari 
tersebut tidak dapat dipenuhi oleh 
KPPU.KPPU dalam melakukan 
pemeriksaan melalui beberapa taha-
pan, yaitu: 1). Panggilan, 2). Peme- 
riksaan, 3). Pembacaan Putusan. 
Tahap pemanggilan kepada  
pelaku usaha, saksi, atau pihak lain 
yang terkait dilakukan sebelum 
proses pemeriksaan dilaksanakan. 
Surat panggilan mengundang yang 
bersangkutan untuk hadir dalam 
proses pemeriksaan. Dalam surat 
panggilan memuat tanggal, hari, jam 
sidang serta tempat persidangan 
dilangsungkan. Jika terdapat pelaku 
usaha atau saksi yang dipanggil 
tetapi tidak hadir dalam persidangan 
dapat diancam dengan tindakan tidak 
kooperatif yang melanggar Pasal 42, 
selanjutnya perkara akan dilimpah-
kan ke kepolisian (Pasal 41) dengan 
demikian perkara tersebut sudah 
berubah menjadi perkara pidana.
Pada prinsipnya terhadap perkara 
apapun, pidana, perdata maupun 
persaingan usaha, setiap orang 
dilarang menghambat proses pe- 
nyelidikan atau pemeriksaan dengan 
tidak bersedia memberikan informasi 
atau alat bukti yang dapat men-
dukung jalannya pemeriksaan. 
Demikian juga dengan pelaku usaha 
tidak boleh menolak memberikan 
informasi maupun alat bukti baik itu 
berupa dokumen atau surat-surat 
yang menurut KPPU diperlukan 
dalam penyelidikan atau pemerik-
saan. 
Sebelum dilakukan pemeriksaan, 
KPPU wajib menjelaskan selengkap 
mungkin dokumen dan alat bukti apa 
saja yang dibutuhkan dalam pemer-
iksaan tersebut sehingga pelaku 
usaha dapat bersikap lebih kooperatif 
dengan mempersiapkan dokumen 
yang diperlukan tepat pada saat 
diperlukan. Demikian juga dengan 
timbal balik dari sikap kooperatif 
dari pelaku usaha, maka KPPU dian-
jurkan pula untuk sesegera mungkin 
mengembalikan dokumen data peru-
sahaan kepada pelaku usaha.  
Tahap pemeriksaan meliputi 
pemeriksaan administratif, pemerik-
saan pokok perkara, pemeriksaan 
pembuktian. Prosedur pemeriksaan 
administratif adalah pemeriksaan 
identitas dan pembacaan hak-hak 
pelaku usaha, saksi atau pihak lain. 
Pemeriksaan terhadap pokok perkara 
terdapat dua tahapan yaitu, pertama, 
pemeriksaan oleh KPPU. Kedua, 
pemberian kesempatan pada pelaku 
usaha untuk menyampaikan keteran-
gan atau dokumen. Pemeriksaan 
pembuktian menetapkan bahwa yang 
dapat dijadikan alat bukti dalam 
pemeriksaan terdiri dari: keterangan 
saksi, keterangan ahli, surat dan atau 
dokumen, petunjuk, keterangan 
terlapor/saksi pelaku usaha. Ketera- 
ngan saksi ahli diperlukan bilamana 
perkara yang diperiksa termasuk 
katagori perkara rumit. (Fahmi, 2009 
: 209). Apa yang dapat dijadikan 
sebagai ukuran bahwa suatu perkara 
termasuk ’perkara rumit’ tidak ter- 
dapat pedoman yang dapat dijadikan 
sebagai acuan dalam mengukur ting-
kat kerumitan suatu perkara oleh 
KPPU.
Dalam pemeriksaan pembuktian 
ini diperlukan sikap yang kooperatif 
dari pihak-pihak yang diperiksa oleh 
KPPU. Apabila tidak terdapat 
kerjasama antar pihak yang diperiksa 
dengan KPPU, maka pemeriksaan 
akan diserahkan kepada badan pe- 
nyidik umum untuk dilakukan pe- 
nyidikan terhadap penolakannya 
untuk diperiksa oleh KPPU sekaligus 
juga diselidiki pelanggarannya terha-
dap hukum  persaingan usaha. Kalau 
sudah dilimpahkan kepada penyidik 
umum, maka akan merubah status 
hukum perkara yang ditangani dari 
perkara administrasi (kasus persai- 
ngan dengan ancaman hukuman 
administrasi) menjadi kasus pidana 
(terkena ancaman hukuman pidana).
Setelah dilakukan tahapan peme- 
riksaan dan pemeriksaan lanjutan 
telah selesai seluruh rangkaian 
proses pemeriksaan sebelum dijatuh-
kan putusan oleh KPPU. Keseluru-
han proses tersebut memakan waktu 
60 (enam puluh) hari atau setelah  
diperpanjang selama 30 (tiga puluh) 
hari lagi. Putusan KPPU tentang 
adanya pelanggaran praktik monopo-
li dan persaingan usaha tidak sehat 
harus dibacakan dalam sidang yang 
dinyatakan terbuka untuk umum oleh 
majelis Komisi yang beranggotakan 
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang 
anggota Komisi. Hasil putusan 
KPPU harus segera diberitahukan 
kepada pelaku usaha yang diputus 
melanggar tersebut berupa petikan 
putusannya, dan  menurut Pasal 43 
ayat (4), yang dimaksud dengan 
pemberitahuan itu adalah menyam-
paikan petikan putusan KPPU).
3. Putusan KPPU Yang Terkait 
Dengan Praktik Monopoli.
3.1. Perkara Nomor 04/KP-
PU-I/2003 tentang Jasa Peti 
Kemas Oleh PT. Jakarta  
International Cargo Terminal
Kasus ini berawal dari hasil moni-
toring yang dilakukan oleh KPPU 
terhadap kegiatanusaha dalam 
bidang jasa terminal pelayanan bong-
kar muat petikemas di Pelabu-
hanTanjung Priok Jakarta Utara  
yang dilakukan oleh PT. JAKARTA 
INTERNATIONAL CONTAINER 
TERMINAL, disingkat dengan PT 
JICT dan KERJA SAMA OPERASI 
TERMINAL PETIKEMAS KOJA, 
disingkat dengan KSOTPK KOJA, 
terhadap PT. (PERSERO) PELABU-
HAN INDONESIA II, disingkat 
dengan PT. PELINDO II.
Dari hasil monitoring KPPU, di 
Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta 
Utara diduga terjadi praktikmonopoli 
dan atau persaingan usaha tidak sehat 
dalam bidang jasa terminal 
pelayananbongkar muat petikemas. 
Fakta-fakta yang diperoleh di lapan-
gan menunjukkan bahwa kegiatan 
usaha jasa terminal pelayanan bong-
karmuat petikemas di Pelabuhan 
Tanjung Priok Jakarta Utara jika 
dihubungkan dengan Pasal 26 ayat 
(1)Undang-undang Nomor 21 Tahun 
1992 tentang Pelayaran,yang mene-
tapkan bahwa,
”penyelenggaraan pelabuhan 
umum dilakukan oleh Pemerintah 
dan pelaksanaannya dapat dilim- 
pahkan kepada BadanUsaha 
Milik Negara, yang didirikan 
untuk maksud tersebut berdasar-
kan peraturan perundangan yang 
berlaku”
Sedangkan didalam Pasal 26 ayat 
(2)dinyatakan bahwa, 
”badan hukum Indonesia dapat 
diikutsertakan dalam penyeleng-
garaan pelabuhan umum atas 
dasar kerja sama dengan BUMN  
yangmelaksanakan pengusahaan 
pelabuhan”
Berdasarkan penjelasan Pasal 26 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 1992, bahwa,
”keikutsertaan badan hukum 
Indonesia dalam bekerja sama 
dengan BUMN dalam penyeleng-
garaan pelabuhan umumantara 
lain terhadap kegiatan jasa unit 
terminal peti kemas di pelabuhan, 
lapanganpenumpukan, penun- 
daan, dan lain sebagainya. 
Sedangkan kegiatan penyediaan-
jasa kolam pelabuhan dalam 
rangka keselamatan hanya dapat 
dilakukan olehBUMN” 
KPPU telah menyampaikan saran 
kepadaMeneg BUMN tertanggal 19 
Pebruari 2003 yang pada pokoknya 
mengharapkanMenteri bersangkutan 
menggunakan segala pengaruh dan 
wewenangnya agar klausuldi dalam 
authorization agreement dihilangkan 
atau disesuaikan dengan jiwa,sema- 
ngat serta tujuan Hukum Persaingan.
PT PELINDO III adalah peme-
gang hak pengelolaan pelabuhan 
umum sebagaimana diaturdidalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 
Tahun 1991, telah memberikan kon- 
sesi pengelolaan terminal petikemas 
kepada PT JICT dengan jaminan 
bahwa tidak akanada pembangunan 
terminal petikemas sebagai tamba- 
han dari Unit TerminalPetikemas I, 
Unit Terminal Petikemas II, dan Unit 
Terminal Petikemas III sebelumter-
capainya throughput sebesar 75% 
(tujuh puluh lima persen) dari kapa-
sitas rancangbangunnya sebesar 3,8 
juta. 
Adanya klausul authorization 
agreement tersebut termasuk salah 
satu bentuk  perjanjian  ekslusif  
yang dilarang oleh undang-undang 
sebab dapat menimbulkan hambatan 
strategis yang nyata bagi para pelaku 
usaha baru yangakan memasuki 
pasar bersangkutan pelayanan bong-
kar muat petikemas di pelabu-
hanTanjung Priok. Hal ini ditegaskan 
bahwauntuk mendapatkan pelayanan 
bongkar muat petikemasdi pelabu-
han Tanjung Priok mereka harus 
mengikatkan diri pada kontrak yang-
bersifat ekslusif. Tanpa adanya 
kontrak yang mengikat tersebut, 
maka mereka tidakakan dilayani PT 
JICT dan KSO TPK KOJA. 
Berdasarkan fakta-fakta tersebut 
menunjukkan bahwa PT JICT telah 
melakukan penguasaan pasar pada 
pasar bersangkutansebagaimana 
dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) 
huruf c.
Berdasarkan pertimbangan terse-
but, maka Majelis Komisi menilai 
dan berpandanganbahwa esensi dari 
klausul Authorization Agreement 
bukan merupakancerminan kerjasa-
ma sebagaimana dimaksud di dalam 
Pasal 26 ayat (2) melainkan bentuk 
transaksi pelimpahan kewenangan 
ataupun transaksi pelimpahan Hak 
Monopoli dengan memberikan jami-
nan untuk menguasai 75% (tujuh 
puluh lima persen) pangsa pasar pada 
pasar bersangkutan.dari PT PELIN-
DO sebagai BUMN.
KPPU mempertimbangkan unsur- 
unsur pelanggaran Hukum Persai- 
ngan yang terdapat dalam Pasal 4, 
yaitu
”pelaku usaha dilarang membuat 
perjanjian dengan pelaku usaha lain 
untuksecara bersama-sama melaku-
kan penguasaan produksi dan atau 
pemasaran barangdan atau jasa 
yang dapat mengakibatkan praktik 
monopoli dan atau persainganusaha 
tidak sehat”
Selanjutnya menyatakan bahwa 
PT JICT secara sah dan meyakinkan 
telah melanggar Pasal 17 ayat (1) dan 
Pasal 25 ayat (1) huruf c.Mencermati 
pengaturan pasal tentang monopoli 
dan penyalahgunaan posisi dominan 
yang terdapat dalam Hukum Persai- 
ngan Usaha masing-masing diatur 
dalam Pasal 17 dan Pasal 25. Dengan 
menggunakan pendekatan rule of 
reason larangan penguasaan pangsa 
pasar sebesar 50% didalam Pasal 17 
dan 59% serta 75% didalam Pasal 25 
dirasakan terlalu besar(Anggraini, 
2010 : 474). Sebab penguasaan pasar 
bukan merupakan pelanggaran 
hukum anti monopoli, jika  posisi 
tersebut dapat juga diraih melalui 
aktivitas monopoli alamiah atau legal 
berdasarkan persaingan pasar yang 
fair dan sehat(Gellhor dan Kovacic, 
1994 : 121-122)
3.2.  Perkara Nomor 03/KPPU-L 
/2004 tentang Pengadaan Holo-
gram Pita Cukai oleh PT. Pura 
Nusapersada
Kasus ini berawal dari laporan 
yang diterima KPPU tertanggal 19 
Januari 2004. Dua perusahaan 
sebagai terlapor I dan II diduga 
melakukan kesepakatan dalam 
rangka  pengadaan hologram pita  
cukai. Terlapor I adalah   Perusahaan 
Umum Percetakan Uang Republik 
Indonesia (Perum Peruri) dan Ter- 
lapor II adalahPT Pura Nusapersada. 
Kedua perusahaanmembuat kesepa-
katan bahwa pasokan hologram pita 
cukai kepada Perum Peruri selama 
ini akan dilakukan olehPT Pura Nu- 
sapersada saja.
Kesepakatan mereka buat pada 
tanggal9 Mei 1995 tertuang dalam 
Surat Perjanjian Nomor SP-302/V/ 
1995/204/DM/V/95. Kesepakatan itu 
tidak ada batas waktunya serta telah 
mendapat persetujuan dari oleh 
Ditjen Bea dan Cukai pada tahun 
1995. Adanya perjanjian tersebut 
menyebabkan penguasaan produksi 
hologrampita cukai rokok terpusat 
pada satu pelaku usaha saja yaitu PT 
Pura Nusapersada. Akibatnya PT 
Pura Nusapersada akan menjadi 
pemasok tunggal hologram pitacukai 
pada Perusahaan Umum Percetakan 
Uang Republik Indonesia (Perum 
Peruri) sementara pelaku usaha lain 
yang sejenis sulit masuk menjadi 
pemasok hologram pita cukai kepada 
Perum Peruri. Ini artinya didalam 
pasar  bidang cetak hologram pitacu-
kai telah terjadi hambatan masuk 
(barrier to entry) yang diciptakan 
oleh pelaku usaha yang sangat berpe-
luang menimbulkan  terjadinya prak-
tik monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat yang dilarang oleh 
hukum persaingan usaha.
Oleh sebab itulah KPPU kemudi-
an melakukan serangkaian pemerik-
saan pendahuluan untuk mendapat-
kan bukti-bukti yang diperlukan. 
Setelah dilakukan beberapa kali 
pemeriksaan pendahuluan yaitu pada 
tanggal 17 Maret 2004, 19 Maret 
2004, dan 1 April 2004 Tim Pemerik-
sa menemukan adanya indikasi 
pelanggaran terhadap ketentuan 
Pasal 17 ayat (1), Pasal17 ayat (2) 
huruf b dan Pasal 25 ayat (1) huruf c 
UUPU.
Pemeriksaan pendahuluan dilaku-
kan terhadap Pelapor, Terlapor I dan 
Terlapor II.dan Ditjen Bea dan 
Cukai. Dari serangkaian pemerik-
saan pendahuluan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa 1). Pelapor me- 
rupakan badan usaha yang mempro-
duksi hologram tetapi masih mulai 
memasarankan dan belum melaku-
kan usaha komersiil, 2). Terlapor I 
mempunyai tugas untuk mencetak 
uang kertas dan uang logam serta 
mencetak dokumen sekuriti yang 
menyangkut keamanan negara.Ter- 
lapor I mengikutsertakan Terlapor II 
dalam hal mencetak dan melekatkan 
hologram pada pita cukai, 3). Ter- 
lapor II memiliki kegiatan mempro-
duksi hologram pitacukai dan memi-
liki pesaing potensial  PT Mitra 
Sakti, PT Sumber Cakung, PT Royal 
Standar, PT Semarang Packaging 
Industry. Terlapor II tidak keberatan 
jika dilakukan tender dalam 
pengadaan hologram pita cukai, 4). 
Ditjen Bea dan Cukai menyatakan 
bahwa perjanjian tersebut dapat 
dibatalkan selanjutnya melalui 
tender dengan syarat-syarat tertentu 
asalkan ada jaminan kepastian keter-
sediaan pita cukai. Ditjen Bea dan 
Cukai juga menegaskan bahwa 
pengadaan pita cukai berhologram 
tidak dilakukan melalui konsorsium 
karena pengawasannya sulit.
Setelah melakukan Pemeriksaan 
Pendahuluan, akhirnya  Tim Peme- 
riksa berkesimpulan bahwa terdapat 
indikasi adanya pelanggaran terha-
dap ketentuan Pasal 17 ayat (1), 
Pasal , 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 
25 ayat (1) huruf c UUPU. Pasal 17 
menentukan adanya praktik monopo-
li dan Pasal 25 tentang penyalahgu-
naan posisi dominan oleh Terlapor I 
dan Terlapor II.
Oleh karena itu, Tim Pemeriksa 
merekomendasikan agar pemerik-
saan dilanjutkan ke Pemeriksaan 
Lanjutan dengan alasan bahwa 
kegiatan yang dilakukanoleh PT Pura 
Nusapersadasebagai Terlapor II 
adalah akibat adanya perjanjian 
kerjasama pengadaan hologrampita 
cukai antara Perum Peruri danPT 
Pura Nusapersadatelah menyebab-
kan timbulnya hambatan masuk 
(entry barrier) bagi produsenholo-
gram lain yang berpeluang menim-
bulkan praktik monopoli. Atas dasar 
rekomendasi Tim Pemeriksa terse-
but, KPPU mengeluarkan Penetapan 
Komisi Nomor 08/PEN/KP-
PU/IV/2004 tanggal 6 April2004 
untuk melanjutkan Perkara Nomor 
03/KPPU-L/2004 ke Pemeriksaan 
Lanjutanterhitung sejak tanggal 6 
April 2004 sampai dengan tanggal 2 
Juli 2004.
Pemeriksaan Lanjutan telah 
beberapa dilakukan oleh Komisi 
antara lain pada tanggal 17 Mei 
2004, 24 Mei 2004, 31 Mei 2004, 8 
Juni 2004,9 Juni 2004,dan 10 Juni 
2004.  Selama tahap pemeriksaan 
lanjutan  diperiksa tiga buah perusa-
haan hologram pitacuka sebagai 
saksi, Ditjen Bea dan Cukai dan 
Botasupal (Badan Koordinasi Pem-
berantasan Uang Palsu). Dari  
serangkaian pemeriksaan lanjutan 
dapat disimpulkan berikut ini : 1).  
Para Saksi   pada umumnya adalah  
perusahaan yang bergerak dalam 
bidang usaha percetakan hologram 
pitacukai dan atau percetakan biasa, 
percetakan dokumen sekuriti seperti 
materai, akte perkawinan dan buku 
nikah serta percetakan hologram 
untuk plat nomor kendaraan bermo-
tor dan cap-cap tiga dimensi, 
2).Botasupal memiliki tugas dan 
wewenang melakukan pengawasan 
dan pembinaan terhadap percetakan 
dokumen sekuriti serta memberikan 
ijin dan rekomnedasi kepada produ-
sen dan distributor hologram. Bota-
supal belum memberikan rekomen-
dasi ijin usaha/operasi dokumen 
sekuriti kepada Pelapor dengan 
alasan Pelapor masih mengambil 
mesin master dari luar negeri, 3). 
Terlapor II menerangkan bahwa 
tidak bersedia menempatkan mesin 
cetak dan pelekatan hologram pada 
Terlapor I dengan alasan Terlapor II 
tidak dapatmengembangkan teknolo-
gi hologram dan akan terjadi 
inefisiensi serta sebenarnya tidak 
keberatan untuk mengubah perjanji-
an Tahun 1995 apabila bertentangan 
dengan Undang-undang Nomor 5 
Tahun1999, 4). Terlapor I, Terlapor II 
dan Ditjen Bea dan Cukai serta PT 
KertasPadalarang telah mengadakan 
pertemuan yang menyepakati peru-
bahanperjanjian Pengadaan Holo-
gram untuk Cetakan Pita Cukai.
Proses produksi pita cukai 
berhologram dalam praktiknya tidak 
efisien karena pita cukai berholo-
gram tidak dibuat sepenuhnya oleh 
Terlapor I, tetapi ada bagian seperti 
hologramdibuat oleh Terlapor II dan 
pada bagian kertas pita cukai dibuat 
oleh PT Kertas Padalarang. Perma- 
salahan pokok dalam dalam 
pengadaan pita cukai berhologram 
sebenarnya lebih banyak karena 
keterlambatan pengiriman dan atas 
keterlambatantersebut Perum Peruri  
dikenakan penalti sehingga  Ditjen 
Bea dan Cukai sebenarnya setuju 
apabila pengadaan hologram pita 
cukai terbuka melalui tender namun 
kendalanya adalah adanya perjanjian 
ekslusif antara Terlapor I  dan Ter- 
lapor II, sedangkan kewenangan 
untuk membatalkan perjanjian terse-
but bukan beradapada Ditjen Bea dan 
Cukai tetapi berada pada kedua pihak 
yang melakukan perjanjian..
Botasupal telah memberikan 
rekomendasi ijin usaha/operasi 
dokumensekuriti kepada 5 (lima) 
perusahaan hologram yaitu PT 
Sumber Cakung, PTKarya Aroma 
Sejati, PT Royal Standar, PT Pura 
Barutama dan PT Pura Nusapersada 
selaku pabrik hologram serta satu 
agen hologram yaitu PT. Mitra 
Sakti.. Sedangkan perusahaan holo-
gram yang dapat memenuhi seluruh-
kebutuhan hologram pita cukai yang 
berjumlah 17 (tujuh belas) Milyar 
keping hanya 2 (dua) perusahaan 
yaitu PT Pura Nusapersada dan PT 
Karya Aroma Sejati.
Berdasarkan bukti-bukti dan fakta 
hukum yang ada, maka Majelis 
Komisi menutuskan : Perum Peruri 
sebagai Terlapor I dan PT Pura Nu- 
sapersada sebagai Terlapor II terbuk-
ti secara sah dan meyakinkan me- 
langgar pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) 
huruf b Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1999, namun  tidak terbukti 
melanggar pasal 25 ayat (1) huruf c. 
Selanjutnya memerintahkan kepada 
Terlapor I dan Terlapor II untuk 
menghentikan kegiatanyang menga-
kibatkan terjadinya praktik monopoli 
dan atau persaingan usaha tidaksehat 
dalam pengadaan hologram pada pita 
cukai dengan cara membatalkan 
SuratPerjanjian Nomor SP-302/V/ 
1995. Juga memerintahkan kepada 
Terlapor I untuk membuka pasar 
pengadaan hologram pada pita cukai 
dengan memberikan kesempatan 
yang sama kepada setiap pelaku 
usaha untuk turut serta dalam 
pengadaan hologram pada pita cukai 
melalui tender yang terbuka dan 
transparan, selambat-lambatnya un- 
tuk pengadaan hologram pada pita 
cukai tahun anggaran 2005.
Analisis putusan dari perkara 
diatas sebagai berikut : 1). Perum 
Peruri dan PT Pura Nusapersada 
terbukti melakukan praktik praktik 
monopoli, 2). Perum Peruri dan PT 
Pura Nusapersada melanggar Pasal 
17 ayat (1 dan (2) huruf b, 3). Perum 
Peruri dan PT bagi pelaku usaha lain 
yang Pura Nusapersada menciptakan 
hambatan masuk hendak ikut tender.
Simpulan
Implementasi putusan KPPU 
terhadap prinsip larangan praktik 
monopoli dalam memutus perkara 
persaingan usaha didasarkan pada 
ada tidaknya kepentingan umum 
(public interest) yang dirugikan oleh 
pelaku usaha. Pertimbangan hakim 
(ratio decidendi) komisioner untuk 
menetapkan pelanggaran terhadap 
prinsip larangan praktik monopoli 
adalah adanya unsur pasal 17 ayat (2) 
UUPU yang meliputi: a)non substitu-
tion; b) barrier to entry; c) dan 
market share. Dalam beberapa perka-
ra persaingan usaha KPPU telah 
menerapkan prinsip tersebut sebagai 
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Murni : Implementasi Prinsip Larangan Praktik...
Pendahuluan 
Laranganpraktik monopoli ditem-
patkan oleh pembentuk undang-un-
dang sebagai bagian dari judul 
Undang-undang Persaingan Usaha 
Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya 
disebut dengan UUPU) bukan tanpa 
sebab dan alasan. Kata ”Larangan-
praktik monopoli” juga bukan kata 
yang tanpa makna. Bagi pelaku 
usaha kata tersebut cukup berarti 
terhadap peletakan strategi bisnis 
dalam perusahaan. Dalam tataran 
yuridis dalam UUPUterdapat dua 
kata memiliki kemiripan yang digu-
nakan secara berganti-ganti, yakni 
kata ”monopoli” dan ”praktik mono- 
poli”. Kendatipun demikian, dari 
segi makna kedua istilah tersebut 
terkandung perbedaan yang cukup 
mendasar. Kata “praktik monopoli” 
menjadi prinsip larangandalam 
UUPU sementara itu ”monopoli” 
tidak dijadikan sebagai prinsip lara- 
ngan dalam UUPU. Hal ini menun-
jukkan bahwa pada dua kata tersebut 
memang memiliki arti dan makna 
yang berbeda.
Mengingat sudah menjadi karak-
ter bagi setiap pelaku usaha jika 
selalu ingin menguasai pasar dan 
memenangkan persaingan didalam 
pasar, maka tidak segan-segan 
pelaku usaha melakukan tinda-
kan-tindakan yang cenderung meng-
abaikan kode etik yang lazim dite- 
rapkan dalam bisnis bahkan tidak 
peduli umtuk melanggar aturan 
hukum. Oleh sebab itu, tidak jarang 
beberapa pelaku usaha dihadapkan 
pada persoalan pelanggaran aturan 
hukum, khususnya hukum  persai- 
ngan usaha dan menjadi pihak yang 
harus mempertanggung jawabkan 
segala tindakan pelanggarannya 
dihadapan badan yang mengawasi 
perilakupelaku usaha di Indonesia, 
yaitu Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (selanjutnya disebut KPPU).  
Dari beberapa larangan yang 
diatur dalam UUPU, terdapat salah 
satu larangan  yang dapat dikualifi-
kasikan sebagai pelanggaran UUPU 
adalah melakukan tindakan praktik 
monopoli. Ketentuan Pasal 17 
UUPU adalah parameter yuridis 
untuk mengkualifikasikan suatu 
tindakan termasuk praktik monopoli 
atau bukan. KetikaKPPU menemu-
kan salah satu dari kriteria pasal 
tersebut telah dilakukan oleh pelaku 
usaha, maka KPPU  berhak untuk 
melakukan penyidikan dan penyeli-
dikan kepada pelaku usaha yang 
bersangkutan. Sebagai lembaga pe- 
ngawas kegiatan pelaku usaha, 
KPPU memiliki kewenangan yang 
cukup besar terhadap segala bentuk 
perilaku pelaku usaha yang melang-
gar Pasal 35 UUPU.
KPPU memiliki kewenangan 
menangani perkara yang berbeda 
dengan pengadilan perdata yang 
menangani hak-hak perorangan yang 
bersifat privat, karena perkara yang 
ditangani KPPU bersifat publik. Hal 
ini sesuai dengan tujuan Hukum 
persaingan usaha yang tercantum 
dalam Pasal 3 huruf a, yaitu untuk 
”menjaga kepentingan umum dan 
meningkatkan efisiensi ekonomi 
nasional sebagai salah satu upaya 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat” (Anggara, 2009 : 163). 
Sehingga tugas KPPU harus menjaga 
kondisi perekonomian nasionalagar 
tercipta iklim persaingan usaha yang 
sehat melalui putusan-putusan yang 
dibuatnya tidak terdistorsi oleh 
kepentingan kelompok tertentu saja. 
Berdasarkan uraian latar belakang 
tersebut, dapat dirumuskan permas-
alahan berikut, bagaimanakah imple-
mentasi prinsip larangan praktik 
monopoli dalam putusan KPPU 
(melalui putusan hakim komisioner) 
? Untuk mengkajinya dapat dicerma-
ti dari pertimbangan hakim komi- 
sioner (ratio decidendi) dalam putu-
sannya.
Pembahasan 
1. Prinsip Larangan Praktik 
Monopoli Dalam UUPU 
Parameter yang digunakan oleh 
UUPU untuk mengetahui pelaku 
usaha melakukan monopoli atau 
tidak, terdapat dalam Pasal 17 
UUPU, disebutkan bahwa,
(1)  Pelaku usaha dilarang melaku-
kan penguasaan atas produksi 
dan atau pemasaran barang 
dan atau jasa yang dapat me- 
ngakibatkan terjadinya praktik 
monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat. 
(2)  Pelaku usaha patut diduga atau 
dianggap melakukan pengua-
saan atas produksi dan atau 
pemasaran barang dan atau 
jasa sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), apabila:
a. barang dan atau jasa yang 
bersangkutan belum ada   sub-
stitusinya;atau
b. mengakibatkan pelaku usaha 
lain tidak dapat masuk ke 
dalam persaingan usaha ba- 
rang dan atau jasa yang sama; 
atau
c.  pelaku usaha atau satu kelom-
pok pelaku usaha menguasai 
lebih dari  50% (lima puluh 
persen) pangsa pasar satu jenis 
barang atau jasa tertentu.
Mencermati rumusan Pasal 17 di 
atas memberi pemahaman bahwa 
pelaku usaha akan dianggap melaku-
kan penguasaan atas produksi dan 
atau pemasaran jika perilakunya 
memenuhi kualifikasi unsur-unsur 
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, 
atau c. Unsur-unsur itu bersifat alter-
natif artinya cukup terdapat salah 
satu unsur saja seorang pelaku usaha 
sudah dapat dikualifikasikan sebagai 
telah melakukan kegiatan praktik 
monopoli. 
Pada asasnya segala bentuk 
kegiatan maupun perjanjian yang 
dilakukan pelaku usaha jika mengki-
batkan praktik monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat adalah 
dilarang. Monopoli tidak dilarang 
sepanjang tidak mengakibatkan 
praktik monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat, karena tidak 
semua monopoli merugikan ada juga 
monopoli yang menguntungkan 
(aspek positif monopoli). Sedangkan 
yang dimaksud dengan aspek negatif 
monopoli adalah pengertian dari 
praktik monopoli itu sendiri, yakni 
kegiatan monopoli yang senantiasa 
menimbulkan inefesiensi sumber 
daya dan kerugian pada masyarakat.
Monopoli dan persaingan sebagai 
dua konsep yang memiliki sisi positif 
bagi persaingan dan sisi negatif bagi 
monopoli hal itu merupakan pandan-
gan yang sangat sederhana. Kalau 
dikaji lebih jauh, kedua konsep itu 
saling memiliki aspek-aspek positif 
maupun aspek negatif, tergantung 
sasaran apa yang hendak dicapai dari 
masing-masing. Misalnya, monopoli 
yang dilakukan untuk melindungi 
sumber daya yang vital dari eksploi-
tasi pihak-pihak yang mencari keun-
tungan sendiri, maka monopoli itu 
dianggap sebagai sisi positif dari 
monopoli. Sebaliknya, persaingan 
yang berkonotasi baik bisa beraspek 
negatif, jika persaingan itu terjadi 
tanpa kendali dan pengawasan dari 
negara, tidak lagi mempertimbang-
kan aspek ekonomi, akhirnya yang 
terjadi persaingan yang saling 
mematikan, yang kuat menghancur-
kan yang lemah, maka tujuan 
persaingan yang seharusnya mem-
beri kesejahteraan yang maksimal 
kepada masyarakat dan kesempatan 
yang sama kepada pelaku usaha 
tidak dapat terwujud. 
Berdasarkan pengertian monopoli 
yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 
UUPU, terkandung dua unsur pen- 
ting dalam monopoli, yaitu (1) 
adanya penguasaan atas produk, dan 
atau pemasaran barang dan atau atas 
penggunaan jasa tertentu, (2) dilaku-
kan oleh satu pelaku usaha atau satu 
kelompok pelaku usaha. 
Adapun bentuk kegiatan pengua-
saan atas produksi dan pemasaran 
yang dilarang itu memiliki kriteria 
sebagai berikut : (1) penguasaan atas 
produksi, (2) penguasaan atas 
pemasaran produksi atau jasa, (3) 
barang dan jasa yang berada di 
bawah penguasaan itu tidak ada 
substitusinya di pasar, (4) praktik 
tersebut mengakibatkan terjadinya 
monopoli atau persaingan usaha 
tidak sehat (Ginting, 2001 : 68)
Hal ini artinya penguasaan atas 
produk dan pemasaran suatu produk-
si tidak dilarang oleh undang-undang 
sepanjang tidak meniadakan atau 
mengurangi persaingan di pasar 
(lessen competition), seperti kasus 
paling aktual saat ini yang dilakukan 
oleh Carrefour. 
Didalam Pasal 1 ayat (2) UUPU 
memuat pengertian dari praktik 
monopoli, yang mengandung unsur- 
unsur : (1) Terjadinya pemusatan 
kekuatan ekonomi pada satu atau 
lebih pelaku usaha, (2) Terdapat 
penguasaan atas produksi atau 
pemasaran barang atau jasa tertentu, 
(3) Terjadinya persaingan usaha 
tidak sehat, (4) Tindakan tersebut 
merugiakan kepentingan umum 
(Kagramanto, 2007 : 181)
Jika dibandingkan dengan kriteria 
praktik monopoli terdapat dalam 
Pasal 17 ayat (2), yang memuat 
unsur-unsur : (1) Melakukan perbua-
tan penguasaan atas suatu produk, (2) 
Melakukan perbuatan atas pemasa-
ran suatu produk, (3) Penguasaan 
tersebut dapat mengakibatkan terjad-
inya praktik monopoli, (4) pengua-
saan tersebut dapat mengakibatkan 
terjadinya persaingan usaha tidak 
sehat. 
Konsep praktik monopoli menga-
rah pada pengertian pemusatan 
kekuatan ekonomi, artinya terdapat 
korelasi antara praktik monopoli 
dengan pemusatan ekonomi. Pemu-
satan kekuatan ekonomi jangkauan- 
nya lebih luas daripada sekedar 
penguasaan pasar (bidang pemasa-
ran) karena menyangkut juga pada 
bidang produksi. Penguasaan pasar 
mengakibatkan berkurangnya per- 
saingan (lessen competition) uji 
materiilnya melalui struktur pasar 
sedangkan pemusatan kekuatan 
ekonomi menimbulkan konglomera-
si batu ujinya melalui perilaku pasar.
Untuk membuktikan unsur-unsur 
yang terdapat didalam Pasal 17 ayat 
(2)UUPU harus dapat dipenuhi, 
yakni : (1) Tidak terdapat produk 
substitusinya, (2) Pelaku usaha lain 
sulit masuk kedalam pasar persai- 
ngan terhadap produk yang sama 
dikarenakan hambatan masuk yang 
tinggi, (3) Pelaku usaha lain tersebut 
adalah pelaku usaha yang mempu-
nyai kemampuan bersaing yang 
signifikan dalam pasar bersangkutan, 
(4) Satu atau satu kelompok pelaku 
usaha telah menguasai lebih dari 
50% pangsa pasar suatu jenis produk 
(Winardi, 1996 : 457)
Pengertian unsur-unsur akan 
dijelaskan sebagai berikut : 
1. Produk substitusi
 Didalam Kamus Ekonomi, 
substitutional goods artinya 
benda-benda pengganti, yaitu 
adanya hubungan antara dua 
benda atau lebih, demikian rupa 
hingga benda x dapat mengganti-
kan benda y. Dengan demikian  
pengertian ini dapat dibedakan 
dengan pengertian benda-benda 
komplementer. Benda komple-
menter berfungsi sebagai benda 
pelengkap dari benda utama, 
tetapi tidak menggantikan fung-
sinya. 
 Beranjak dari pengertian di 
atas,  terjadinya  praktik monopoli 
didalam pasar ditandai dengan 
adanya satu jenis produk dalam 
pasar yang bersangkutan, tidak 
ditemukan barang pengganti yang 
menjadi alternatif bagi konsumen 
untuk memilih jenis lainnya yang 
lebih murah. Akibatnya penjual 
produk tersebut dapat memainkan 
harga karena pasarnya berada 
dalam penguasaannya.
 Oleh karena pasar hanya 
dikuasai satu jenis barang 
tertentu, maka didalam pasar 
tidak terjadi persaingan. Pasar 
yang tidak persaingan, pelaku 
usaha cenderung menentukan 
harga sesuai dengan kehendak- 
nya. Sehingga konsumen tidak 
memperoleh harga murah  yang 
lebih kompetitif dibandingkan 
dengan harga yang ditetapkan.
 Istilah substitusi juga ditemu-
kan didalam definisi pasar 
bersangkutan yang terdapat pada 
Pasal 1 angka 10 UUPU, disebut-
kan bahwa:
”Pasar bersangkutan adalah pasar 
yang berkaitan dengan jangkauan 
atau daerah pemasaran tertentu 
oleh pelaku usaha atas barang dan 
atau jasa yang sama atau sejenis 
atau substitusi dari barang dan 
atau jasa tersebut”.
 Untuk menilai sifat substitusi 
dari suatu produk dengan produk 
yang lain dapat digunakan dengan 
menggunakan pendekatan terha-
dap elastisitas permintaan dan 
penawaran melalui analisis prefe-
rensi konsumen. Dalam melaku-
kan analisis preferensi konsumen 
digunakan tiga parameter utama 
sebagai alat pendekatan, yaitu 
harga, karakter, dan kegunaan 
(fungsi) produk.(Assahinur, 2009 
: 18) Produk dalam suatu pasar 
tidak harus bersifat perfect substi-
tutes, karena sulit untuk menemu-
kannya, oleh sebab itu bisa 
dengan konsep close substitutes. 
Produk dalam suatu pasar tidak 
harus memiliki kualitas yang 
sama, oleh sebab itu, sepanjang 
konsumen menentukan bahwa 
produk terkait memiliki karakter 
dan fungsi yang sama, maka 
produk tersebut dapat dikatakan 
sebagai substitusi satu dengan 
lainnya. Untuk menerapkan Pasal 
1 angaka 10 telah dikeluarkan 
peraturan KPPU No.3 Tahun 
2009 tentang Pedoman Penerapan 
Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar 
Bersangkutan.
2. Barrier to entry
 Bentuk  Barrier to entry dapat 
berasal dari dua hal, yaitu dari sisi 
perusahaan dari sisi kebijakan 
publik dari sisi perusahaan strate-
gi yang diterapkan tidak hanya 
untuk menjaga kekuatan pasarnya 
melainkan juga mempertahankan 
laba monopolisnya. Sedangkan 
yang berasal dari kebijakan 
pemerintah biasanya memiliki 
tujuan tertentu, seperti kondisi 
alami industri yang merupakan 
natural monopoly.
3.  Penguasaan Pasar (Market 
Share)
 Menjadi penguasa dalam 
suatu jenis pasar merupakan hara-
pan dari setiap pelaku usaha, 
dengan menjadi penguasa yang 
nyata atas suatu pasar berarti 
pemusatan kekuatan ekonomi 
telah berada dalam genggaman 
pelaku usaha tersebut. Dengan 
kekuatan pasar yang dimilikinya 
itu pelaku usaha dapat menentu-
kan harga barang atau jasa dan 
dampak selanjutnya adalah keun-
tungan yang optimal pasti akan 
dapat diraihnya. Adapun wujud 
penguasaan pasar, dilakukan 
dengan cara: 1). Jual rugi (preda-
tory Pricing) dengan maksud 
untuk mematikan pesaingnya, 2). 
Melalui pratik penetapan biaya 
produksi secara curang serta 
biaya lainnya yang menjadi kom-
ponen harga barang, serta, 3). 
Perang harga maupun persaingan 
harga (Fahmi, 2009 : 139).
 Berbagai bentuk tindakan 
penguasaan pasar seperti ini 
hanya mugkin  dilakukan oleh 
pelaku usaha yang memiliki 
market power. Tolok ukur 
penguasaan pasar tidak harus 
menguasai sebesar 100%, 
penguasaan sebesar 50% atau 
75% saja sudah dapat dikatakan 
memiliki market power.
 Seperti didalam Pasal 17, 
kriteria menguasai pasar diberi-
kan batas lebih dari 50%, pelaku 
usaha yang menguasai pasar sebe-
sar 50% dapat diduga atau diang-
gap melakukan praktik monopoli 
yang merugikan kepentingan 
umum. Pasal 17 bersifat rule of 
reason, untuk dapat membuktikan 
adanya kerugian masyarakat perlu 
dilakukan berbagai penelitian dan 
kajian dari ahli hukum dan ahli 
ekonomi.
2.  KPPU Sebagai Lembaga 
Pengawasan Kegiatan Pelaku 
Usaha
 
Di Indonesia lembaga yang 
berwenang menjalankan fungsi 
pengawasan kegiatan pelaku usaha 
adalah Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha atau disingkat dengan KPPU. 
Pasal 30 ayat (1) UUPU menyebut-
kan,”Untuk mengawasi Undang-un-
dang ini dibentuk Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha yang selanjutnya 
disebut Komisi”, dan didalam Pasal 
30 ayat (3) disebutkan bahwa, 
”Komisi bertanggung jawab kepada 
Presiden”. Selanjutnya Pasal 34 ayat 
(1) menegaskan bahwa, ”Pembentu-
kan Komisi serta susunan organisasi, 
tugas, dan fungsinya ditetapkan 
dengan Keputusan Presiden”. Ak- 
hirnya KPPU didirikan pada tanggal 
8 Juli 1999 berdasarkan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 
75 Tahun 1999 tentang Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha. 
Dengan demikian, penegakan 
Hukum Persaingan Usaha serta 
pengawasan terhadap pelaku usaha 
berada dalam kewenangan KPPU.
Sebagai lembaga pengawas 
kegiatan pelaku usaha, KPPU memi-
liki kewenangan yang cukup besar 
terhadap segala bentuk perilaku 
pelaku usaha. Kewenangan tersebut 
meliputi penyidikan, penuntutan, 
konsultasi, memeriksa, mengadili, 
dan memutus perkara pelanggaran 
hukum persaingan oleh pelaku 
usaha. Namun bukan berarti tidak 
ada lembaga lain yang berwenang 
menangani perkara monopoli dan 
persaingan usaha, Pengadilan Negeri 
(PN) dan Mahkamah Agung (MA) 
juga diberi wewenang untuk mena- 
ngani perkara persaingan. Penga-
dilan Negeri diberi wewenang untuk 
menangani keberatan terhadap putu-
san KPPU. dan menangani pelangga-
ran hukum persaingan yang menjadi 
perkara pidana karena tidak dijalan- 
kannya putusan KPPU yang sudah in 
kracht. Sedangkan MA diberi 
kewenangan untuk menyelesaikan 
perkara pelanggaran hukum persai- 
ngan apabila terdapat keberatan atas 
putusan PN tersebut dengan menga-
jukan kasasi. Putusan MA harus 
dijatuhkan dalam waktu 30 hari sejak 
permohonan kasasi diterima. 
Pada Pasal 30 ayat (2) menegas-
kan bahwa, ”Komisi adalah suatu 
Lembaga Independen yang terlepas 
dari pengaruh dan kekuasaan Peme- 
rintah serta pihak lain”. Hal ini berar-
ti bahwa KPPU merupakan lembaga 
yang independen. Hal ini ditegaskan 
lagi dalam Keppres nomor 75 Tahun 
1999 yang terdapat pada Pasal 6 ayat 
(2) bahwa, anggota Komisi yang 
menangani perkara dilarang:
a. mempunyai hubungan sedarah 
atau semenda sampai derajat ke 
tiga dengan salah satu pihak yang 
berperkara; atau
b. mempunyai kepentingan dengan 
perkara yang bersangkutan.
Untuk menjaga independensi dan 
integritas anggota Komisi,  per- 
syaratan untu menjadi anggota 
Komisi telah dirumuskan dalam 
Pasal 31 sampai dengan Pasal 34. 
Dalam persyaratan tersebut dikehen-
daki anggota-anggota terpilih dan 
terpercaya (credible). Integritas 
moral dan kepercayaan untuk memi-
lih seseorang adalah unsur penting 
yang sangat menentukan apalagi 
sebagai anggota komisi yang terkait 
dengan dunia bisnis dan pelaku 
usaha, maka kepribadian dan integri-
tas memegang peranan kunci (plays 
a key role) dalam menangani perkara 
persaingan. 
Atas dasar peran KPPU sebagai 
lembaga pengawas, maka tugas  
yang disandang oleh KPPU didalam 
Pasal 35. Sebagai tindak lanjut atas 
tugas yang dibebankan, KPPU juga 
mempunyai wewenang yang terca- 
kup dalam Pasal 36. Jika dicermati 
tugas dan wewenang KPPU dalam 
pasal-pasal tersebut,  sebenarnya 
kewenangan KPPU hanya terbatas 
pada kewenangan administratif, 
meskipun terdapat kewenangan yang 
mirip badan penyidik, namun tugas 
penyidikan, penuntutan dan pemutus 
itu dalam rangka memberikan sanksi 
hukuman administrasi semata. 
Demikian juga dengan kekuatan 
hukum dari putusan KPPU mempu-
nyai kekuatan eksekutorial, yaitu 
keputusan yang sederajat dengan 
keputusan hakim, oleh sebab itu 
putusan KPPU dapat langsung 
dimintakan eksekusi (Fiat Excecutie) 
pada Pengadilan Negeri yang 
berwenang tanpa harus beracara 
sekali lagi di pengadilan tersebut. 
(Pasal 46 ayat (2) UUPU).
Proses penyelidikan dan pemerik-
saan merupakan salah satu bagian 
dari proses beracara di KPPU. 
Hukum acara di KPPU ditetapkan 
pertama kali melalui Surat Keputu-
san Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000, 
tentang Tata Cara Penyampaian 
Laporan dan Penanganan Dugaan 
Pelanggaran Terhadap UU No.5 
Tahun 1999. Surat Keputusan terse-
but telah diubah menjadi Peraturan 
Komisi No.1 Tahun 2006, tentang 
Tata Cara Penanganan Perkara di 
KPPU yang mulai efektif berlaku 
pad tanggal 18 Oktober 2006. 
Proses penyelidikan dan pemerik-
saan merupakan prosedur yang dike-
nal dalam hukum pidana yaitu proses 
mencari kebenaran materiil. Dalam 
mencari kebenaran materiil diperlu-
kan keyakinan KPPU bahwa pelaku 
usaha melakukan atau tidak melaku-
kan perbuatan yang menyebabkan 
terjadinya praktik monopoli dan 
persaingan tidak sehat. (Wibowo dan 
Sinaga, 2005 : 365)dan KPPU mulai 
melakukan pemeriksaan (pendahulu-
an) jika terdapat salah satu indikasi 
dari perbuatan berikut ini : (1) Atas 
inisiatif Komisi sendiri apabila ada 
dugaan telah terjadinya pelanggaran 
Undang-undang Anti Monopoli, (2) 
Atas laporan tertulis dari pihak yang 
merasa dirugikan;setiap orang yang 
mengetahui atau patut diduga telah 
terjadi pelanggaran terhadap Un- 
dang-undang Anti Monopoli, (3) 
Atas laporan tertulis dari setiap orang 
yang mengetahui atau patut diduga 
telah terjadi pelanggaran terhadap 
Undang-undang Anti Monopoli 
(Fuady, 1999 : 104).
Berdasarkan hasil pemeriksaan 
pendahuluan yang diperoleh, jika 
hasilnya adalah penetapan untuk 
melakukan pemeriksaan lanjutan, 
maka akan dilakukan tindakan 
penyelidikan dan pemeriksaan. Pihak 
yang melaporkan harus memberikan 
identitasnya kepada KPPU dan wajib 
dirahasiakan identitas pelapor oleh 
KPPU.
Mekanisme pemeriksaan perkara 
oleh KPPU pada prinsipnya sama 
dengan pengertian pemeriksaan 
dalam hukum acara pidana, namun 
terdapat sedikit perbedaan dalam hal 
siapa yang dimaksud dengan subyek 
pelapor dalam perkara persaingan 
usaha. Dalam pemeriksaan perkara 
yang didasarkan atas dasar laporan 
adalah pemeriksaan yang dilakukan 
karena adanya laporan dari ma- 
syarakat atau pelaku usaha yang 
dirugikan oleh tindakan pelaku usaha 
yang dilaporkan. Setelah menerima 
laporan, KPPU menetapkan majelis 
komisi yang akan bertugas memerik-
sa dan menyelidiki pelaku usaha 
yang dilaporkan. Dalam menjalan- 
kan tugas, majelis komisi dibantu 
oleh staf komisi. Pemeriksaan perka-
ra yang dilakukan atas dasar laporan 
menggunakan nomor perkara: 
Nomor perkara/KPPU-L (laporan)/ 
Tahun, sedangkan perkara yang 
diperiksa bukan atas dasar laporan 
pada nomor perkara tidak terdapat 
kode L (laporan).
Pemeriksaan atas dasar inisiatif 
KPPU didasarkan karena adanya 
dugaan atau indikasi dari hasil 
pengamatan dan persepsi sendiri 
disimpulkan adanya pelanggaran 
terhadap Hukum Persaingan. 
Mekanismenya, KPPU akan mem-
bentuk suatu Majelis Komisi untuk 
melakukan pemeriksaan terhadap 
pelaku usaha dan saksi. Dalam 
pemeriksaan tersebut majelis Komisi 
dibantu oleh staf komisi. Jika peme- 
riksaan perkara dilakukan atas dasar 
inisiatif komisi, maka pada penulisan 
nomor perkara adalah sama hanya 
saja menggunakan tanda I (Inisiatif). 
Pemeriksaan perkara dalam 
hukum acara persaingan usaha 
terdapat 2 (dua) jenis, yaitu pemerik-
saan pendahuluan dan pemeriksaan 
lanjutan. Untuk melakukan pemerik-
saan pendahuluan ini harus didasar-
kan pada laporan masyarakat, pihak 
yang dirugikan atau pelaku usaha. 
Berdasarkan laporan masyarakat 
KPPU menetapkan apakah perlu 
dilakukan pemeriksaan lanjutan atau 
tidak. Jika dianggap perlu, maka 
KPPU akan melakukan pemeriksaan 
kepada pelaku usaha yang dilapor-
kan. KPPU juga dapat mendengakan 
keterangan saksi, saksi ahli atau 
pihak lain yang dianggap memiliki 
keterangan yang diperlukan. Namun 
dalam melaksanakan tugas pemerik-
saan itu KPPU wajib melengkapi 
dirinya dengan surat tugas.
Di dalam Pasal 41 Hukum 
Persaingan Usaha menekankan 
bahwa selama melaksanakan tugas 
penyelidikan (pemeriksaan pendahu-
luan) dan pemeriksaan lanjutan 
pelaku usaha atau pihak lain yang 
diperiksa mempunyai kewajiban 
menyerahkan alat bukti yang diperlu-
kan dan dilarang menolak untuk 
diperiksa, dilarang menolak mem-
berikan informasi, dan dilarang 
menghambat proses penyelidikan 
dan pemeriksaan (lanjutan) yang 
dilakukan KPPU, oleh sebab itu, jika 
terdapat penolakan dari pelaku usaha 
atau pihak lain maka yang bersang-
kutan akan diserahkan kepada pe- 
nyidik untuk selanjutnya diproses 
sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
Adapun jangka waktu dalam 
pemeriksaaan lanjutan diberikan 
oleh Pasal 43 selambat-lambatnya 60 
(enam puluh) hari sejak dilakukan 
pemeriksaan lanjutan. Namun jika 
diperlukan tambahan waktu karena 
pemeriksaan dirasakan belum selesai 
masih  dapat diperpanjang paling 
lama 30 (tiga puluh) hari. Tidak 
dijelaskan dalam undang-undang 
apakah alasan dilakukan perpanja- 
ngan pemeriksaan lanjutan tersebut 
dan juga tidak dijelaskan lebih lanjut 
apa akibat hukumnya jika jangka 
waktu 60 hari dan tambahan 30 hari 
tersebut tidak dapat dipenuhi oleh 
KPPU.KPPU dalam melakukan 
pemeriksaan melalui beberapa taha-
pan, yaitu: 1). Panggilan, 2). Peme- 
riksaan, 3). Pembacaan Putusan. 
Tahap pemanggilan kepada  
pelaku usaha, saksi, atau pihak lain 
yang terkait dilakukan sebelum 
proses pemeriksaan dilaksanakan. 
Surat panggilan mengundang yang 
bersangkutan untuk hadir dalam 
proses pemeriksaan. Dalam surat 
panggilan memuat tanggal, hari, jam 
sidang serta tempat persidangan 
dilangsungkan. Jika terdapat pelaku 
usaha atau saksi yang dipanggil 
tetapi tidak hadir dalam persidangan 
dapat diancam dengan tindakan tidak 
kooperatif yang melanggar Pasal 42, 
selanjutnya perkara akan dilimpah-
kan ke kepolisian (Pasal 41) dengan 
demikian perkara tersebut sudah 
berubah menjadi perkara pidana.
Pada prinsipnya terhadap perkara 
apapun, pidana, perdata maupun 
persaingan usaha, setiap orang 
dilarang menghambat proses pe- 
nyelidikan atau pemeriksaan dengan 
tidak bersedia memberikan informasi 
atau alat bukti yang dapat men-
dukung jalannya pemeriksaan. 
Demikian juga dengan pelaku usaha 
tidak boleh menolak memberikan 
informasi maupun alat bukti baik itu 
berupa dokumen atau surat-surat 
yang menurut KPPU diperlukan 
dalam penyelidikan atau pemerik-
saan. 
Sebelum dilakukan pemeriksaan, 
KPPU wajib menjelaskan selengkap 
mungkin dokumen dan alat bukti apa 
saja yang dibutuhkan dalam pemer-
iksaan tersebut sehingga pelaku 
usaha dapat bersikap lebih kooperatif 
dengan mempersiapkan dokumen 
yang diperlukan tepat pada saat 
diperlukan. Demikian juga dengan 
timbal balik dari sikap kooperatif 
dari pelaku usaha, maka KPPU dian-
jurkan pula untuk sesegera mungkin 
mengembalikan dokumen data peru-
sahaan kepada pelaku usaha.  
Tahap pemeriksaan meliputi 
pemeriksaan administratif, pemerik-
saan pokok perkara, pemeriksaan 
pembuktian. Prosedur pemeriksaan 
administratif adalah pemeriksaan 
identitas dan pembacaan hak-hak 
pelaku usaha, saksi atau pihak lain. 
Pemeriksaan terhadap pokok perkara 
terdapat dua tahapan yaitu, pertama, 
pemeriksaan oleh KPPU. Kedua, 
pemberian kesempatan pada pelaku 
usaha untuk menyampaikan keteran-
gan atau dokumen. Pemeriksaan 
pembuktian menetapkan bahwa yang 
dapat dijadikan alat bukti dalam 
pemeriksaan terdiri dari: keterangan 
saksi, keterangan ahli, surat dan atau 
dokumen, petunjuk, keterangan 
terlapor/saksi pelaku usaha. Ketera- 
ngan saksi ahli diperlukan bilamana 
perkara yang diperiksa termasuk 
katagori perkara rumit. (Fahmi, 2009 
: 209). Apa yang dapat dijadikan 
sebagai ukuran bahwa suatu perkara 
termasuk ’perkara rumit’ tidak ter- 
dapat pedoman yang dapat dijadikan 
sebagai acuan dalam mengukur ting-
kat kerumitan suatu perkara oleh 
KPPU.
Dalam pemeriksaan pembuktian 
ini diperlukan sikap yang kooperatif 
dari pihak-pihak yang diperiksa oleh 
KPPU. Apabila tidak terdapat 
kerjasama antar pihak yang diperiksa 
dengan KPPU, maka pemeriksaan 
akan diserahkan kepada badan pe- 
nyidik umum untuk dilakukan pe- 
nyidikan terhadap penolakannya 
untuk diperiksa oleh KPPU sekaligus 
juga diselidiki pelanggarannya terha-
dap hukum  persaingan usaha. Kalau 
sudah dilimpahkan kepada penyidik 
umum, maka akan merubah status 
hukum perkara yang ditangani dari 
perkara administrasi (kasus persai- 
ngan dengan ancaman hukuman 
administrasi) menjadi kasus pidana 
(terkena ancaman hukuman pidana).
Setelah dilakukan tahapan peme- 
riksaan dan pemeriksaan lanjutan 
telah selesai seluruh rangkaian 
proses pemeriksaan sebelum dijatuh-
kan putusan oleh KPPU. Keseluru-
han proses tersebut memakan waktu 
60 (enam puluh) hari atau setelah  
diperpanjang selama 30 (tiga puluh) 
hari lagi. Putusan KPPU tentang 
adanya pelanggaran praktik monopo-
li dan persaingan usaha tidak sehat 
harus dibacakan dalam sidang yang 
dinyatakan terbuka untuk umum oleh 
majelis Komisi yang beranggotakan 
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang 
anggota Komisi. Hasil putusan 
KPPU harus segera diberitahukan 
kepada pelaku usaha yang diputus 
melanggar tersebut berupa petikan 
putusannya, dan  menurut Pasal 43 
ayat (4), yang dimaksud dengan 
pemberitahuan itu adalah menyam-
paikan petikan putusan KPPU).
3. Putusan KPPU Yang Terkait 
Dengan Praktik Monopoli.
3.1. Perkara Nomor 04/KP-
PU-I/2003 tentang Jasa Peti 
Kemas Oleh PT. Jakarta  
International Cargo Terminal
Kasus ini berawal dari hasil moni-
toring yang dilakukan oleh KPPU 
terhadap kegiatanusaha dalam 
bidang jasa terminal pelayanan bong-
kar muat petikemas di Pelabu-
hanTanjung Priok Jakarta Utara  
yang dilakukan oleh PT. JAKARTA 
INTERNATIONAL CONTAINER 
TERMINAL, disingkat dengan PT 
JICT dan KERJA SAMA OPERASI 
TERMINAL PETIKEMAS KOJA, 
disingkat dengan KSOTPK KOJA, 
terhadap PT. (PERSERO) PELABU-
HAN INDONESIA II, disingkat 
dengan PT. PELINDO II.
Dari hasil monitoring KPPU, di 
Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta 
Utara diduga terjadi praktikmonopoli 
dan atau persaingan usaha tidak sehat 
dalam bidang jasa terminal 
pelayananbongkar muat petikemas. 
Fakta-fakta yang diperoleh di lapan-
gan menunjukkan bahwa kegiatan 
usaha jasa terminal pelayanan bong-
karmuat petikemas di Pelabuhan 
Tanjung Priok Jakarta Utara jika 
dihubungkan dengan Pasal 26 ayat 
(1)Undang-undang Nomor 21 Tahun 
1992 tentang Pelayaran,yang mene-
tapkan bahwa,
”penyelenggaraan pelabuhan 
umum dilakukan oleh Pemerintah 
dan pelaksanaannya dapat dilim- 
pahkan kepada BadanUsaha 
Milik Negara, yang didirikan 
untuk maksud tersebut berdasar-
kan peraturan perundangan yang 
berlaku”
Sedangkan didalam Pasal 26 ayat 
(2)dinyatakan bahwa, 
”badan hukum Indonesia dapat 
diikutsertakan dalam penyeleng-
garaan pelabuhan umum atas 
dasar kerja sama dengan BUMN  
yangmelaksanakan pengusahaan 
pelabuhan”
Berdasarkan penjelasan Pasal 26 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 1992, bahwa,
”keikutsertaan badan hukum 
Indonesia dalam bekerja sama 
dengan BUMN dalam penyeleng-
garaan pelabuhan umumantara 
lain terhadap kegiatan jasa unit 
terminal peti kemas di pelabuhan, 
lapanganpenumpukan, penun- 
daan, dan lain sebagainya. 
Sedangkan kegiatan penyediaan-
jasa kolam pelabuhan dalam 
rangka keselamatan hanya dapat 
dilakukan olehBUMN” 
KPPU telah menyampaikan saran 
kepadaMeneg BUMN tertanggal 19 
Pebruari 2003 yang pada pokoknya 
mengharapkanMenteri bersangkutan 
menggunakan segala pengaruh dan 
wewenangnya agar klausuldi dalam 
authorization agreement dihilangkan 
atau disesuaikan dengan jiwa,sema- 
ngat serta tujuan Hukum Persaingan.
PT PELINDO III adalah peme-
gang hak pengelolaan pelabuhan 
umum sebagaimana diaturdidalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 
Tahun 1991, telah memberikan kon- 
sesi pengelolaan terminal petikemas 
kepada PT JICT dengan jaminan 
bahwa tidak akanada pembangunan 
terminal petikemas sebagai tamba- 
han dari Unit TerminalPetikemas I, 
Unit Terminal Petikemas II, dan Unit 
Terminal Petikemas III sebelumter-
capainya throughput sebesar 75% 
(tujuh puluh lima persen) dari kapa-
sitas rancangbangunnya sebesar 3,8 
juta. 
Adanya klausul authorization 
agreement tersebut termasuk salah 
satu bentuk  perjanjian  ekslusif  
yang dilarang oleh undang-undang 
sebab dapat menimbulkan hambatan 
strategis yang nyata bagi para pelaku 
usaha baru yangakan memasuki 
pasar bersangkutan pelayanan bong-
kar muat petikemas di pelabu-
hanTanjung Priok. Hal ini ditegaskan 
bahwauntuk mendapatkan pelayanan 
bongkar muat petikemasdi pelabu-
han Tanjung Priok mereka harus 
mengikatkan diri pada kontrak yang-
bersifat ekslusif. Tanpa adanya 
kontrak yang mengikat tersebut, 
maka mereka tidakakan dilayani PT 
JICT dan KSO TPK KOJA. 
Berdasarkan fakta-fakta tersebut 
menunjukkan bahwa PT JICT telah 
melakukan penguasaan pasar pada 
pasar bersangkutansebagaimana 
dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) 
huruf c.
Berdasarkan pertimbangan terse-
but, maka Majelis Komisi menilai 
dan berpandanganbahwa esensi dari 
klausul Authorization Agreement 
bukan merupakancerminan kerjasa-
ma sebagaimana dimaksud di dalam 
Pasal 26 ayat (2) melainkan bentuk 
transaksi pelimpahan kewenangan 
ataupun transaksi pelimpahan Hak 
Monopoli dengan memberikan jami-
nan untuk menguasai 75% (tujuh 
puluh lima persen) pangsa pasar pada 
pasar bersangkutan.dari PT PELIN-
DO sebagai BUMN.
KPPU mempertimbangkan unsur- 
unsur pelanggaran Hukum Persai- 
ngan yang terdapat dalam Pasal 4, 
yaitu
”pelaku usaha dilarang membuat 
perjanjian dengan pelaku usaha lain 
untuksecara bersama-sama melaku-
kan penguasaan produksi dan atau 
pemasaran barangdan atau jasa 
yang dapat mengakibatkan praktik 
monopoli dan atau persainganusaha 
tidak sehat”
Selanjutnya menyatakan bahwa 
PT JICT secara sah dan meyakinkan 
telah melanggar Pasal 17 ayat (1) dan 
Pasal 25 ayat (1) huruf c.Mencermati 
pengaturan pasal tentang monopoli 
dan penyalahgunaan posisi dominan 
yang terdapat dalam Hukum Persai- 
ngan Usaha masing-masing diatur 
dalam Pasal 17 dan Pasal 25. Dengan 
menggunakan pendekatan rule of 
reason larangan penguasaan pangsa 
pasar sebesar 50% didalam Pasal 17 
dan 59% serta 75% didalam Pasal 25 
dirasakan terlalu besar(Anggraini, 
2010 : 474). Sebab penguasaan pasar 
bukan merupakan pelanggaran 
hukum anti monopoli, jika  posisi 
tersebut dapat juga diraih melalui 
aktivitas monopoli alamiah atau legal 
berdasarkan persaingan pasar yang 
fair dan sehat(Gellhor dan Kovacic, 
1994 : 121-122)
3.2.  Perkara Nomor 03/KPPU-L 
/2004 tentang Pengadaan Holo-
gram Pita Cukai oleh PT. Pura 
Nusapersada
Kasus ini berawal dari laporan 
yang diterima KPPU tertanggal 19 
Januari 2004. Dua perusahaan 
sebagai terlapor I dan II diduga 
melakukan kesepakatan dalam 
rangka  pengadaan hologram pita  
cukai. Terlapor I adalah   Perusahaan 
Umum Percetakan Uang Republik 
Indonesia (Perum Peruri) dan Ter- 
lapor II adalahPT Pura Nusapersada. 
Kedua perusahaanmembuat kesepa-
katan bahwa pasokan hologram pita 
cukai kepada Perum Peruri selama 
ini akan dilakukan olehPT Pura Nu- 
sapersada saja.
Kesepakatan mereka buat pada 
tanggal9 Mei 1995 tertuang dalam 
Surat Perjanjian Nomor SP-302/V/ 
1995/204/DM/V/95. Kesepakatan itu 
tidak ada batas waktunya serta telah 
mendapat persetujuan dari oleh 
Ditjen Bea dan Cukai pada tahun 
1995. Adanya perjanjian tersebut 
menyebabkan penguasaan produksi 
hologrampita cukai rokok terpusat 
pada satu pelaku usaha saja yaitu PT 
Pura Nusapersada. Akibatnya PT 
Pura Nusapersada akan menjadi 
pemasok tunggal hologram pitacukai 
pada Perusahaan Umum Percetakan 
Uang Republik Indonesia (Perum 
Peruri) sementara pelaku usaha lain 
yang sejenis sulit masuk menjadi 
pemasok hologram pita cukai kepada 
Perum Peruri. Ini artinya didalam 
pasar  bidang cetak hologram pitacu-
kai telah terjadi hambatan masuk 
(barrier to entry) yang diciptakan 
oleh pelaku usaha yang sangat berpe-
luang menimbulkan  terjadinya prak-
tik monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat yang dilarang oleh 
hukum persaingan usaha.
Oleh sebab itulah KPPU kemudi-
an melakukan serangkaian pemerik-
saan pendahuluan untuk mendapat-
kan bukti-bukti yang diperlukan. 
Setelah dilakukan beberapa kali 
pemeriksaan pendahuluan yaitu pada 
tanggal 17 Maret 2004, 19 Maret 
2004, dan 1 April 2004 Tim Pemerik-
sa menemukan adanya indikasi 
pelanggaran terhadap ketentuan 
Pasal 17 ayat (1), Pasal17 ayat (2) 
huruf b dan Pasal 25 ayat (1) huruf c 
UUPU.
Pemeriksaan pendahuluan dilaku-
kan terhadap Pelapor, Terlapor I dan 
Terlapor II.dan Ditjen Bea dan 
Cukai. Dari serangkaian pemerik-
saan pendahuluan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa 1). Pelapor me- 
rupakan badan usaha yang mempro-
duksi hologram tetapi masih mulai 
memasarankan dan belum melaku-
kan usaha komersiil, 2). Terlapor I 
mempunyai tugas untuk mencetak 
uang kertas dan uang logam serta 
mencetak dokumen sekuriti yang 
menyangkut keamanan negara.Ter- 
lapor I mengikutsertakan Terlapor II 
dalam hal mencetak dan melekatkan 
hologram pada pita cukai, 3). Ter- 
lapor II memiliki kegiatan mempro-
duksi hologram pitacukai dan memi-
liki pesaing potensial  PT Mitra 
Sakti, PT Sumber Cakung, PT Royal 
Standar, PT Semarang Packaging 
Industry. Terlapor II tidak keberatan 
jika dilakukan tender dalam 
pengadaan hologram pita cukai, 4). 
Ditjen Bea dan Cukai menyatakan 
bahwa perjanjian tersebut dapat 
dibatalkan selanjutnya melalui 
tender dengan syarat-syarat tertentu 
asalkan ada jaminan kepastian keter-
sediaan pita cukai. Ditjen Bea dan 
Cukai juga menegaskan bahwa 
pengadaan pita cukai berhologram 
tidak dilakukan melalui konsorsium 
karena pengawasannya sulit.
Setelah melakukan Pemeriksaan 
Pendahuluan, akhirnya  Tim Peme- 
riksa berkesimpulan bahwa terdapat 
indikasi adanya pelanggaran terha-
dap ketentuan Pasal 17 ayat (1), 
Pasal , 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 
25 ayat (1) huruf c UUPU. Pasal 17 
menentukan adanya praktik monopo-
li dan Pasal 25 tentang penyalahgu-
naan posisi dominan oleh Terlapor I 
dan Terlapor II.
Oleh karena itu, Tim Pemeriksa 
merekomendasikan agar pemerik-
saan dilanjutkan ke Pemeriksaan 
Lanjutan dengan alasan bahwa 
kegiatan yang dilakukanoleh PT Pura 
Nusapersadasebagai Terlapor II 
adalah akibat adanya perjanjian 
kerjasama pengadaan hologrampita 
cukai antara Perum Peruri danPT 
Pura Nusapersadatelah menyebab-
kan timbulnya hambatan masuk 
(entry barrier) bagi produsenholo-
gram lain yang berpeluang menim-
bulkan praktik monopoli. Atas dasar 
rekomendasi Tim Pemeriksa terse-
but, KPPU mengeluarkan Penetapan 
Komisi Nomor 08/PEN/KP-
PU/IV/2004 tanggal 6 April2004 
untuk melanjutkan Perkara Nomor 
03/KPPU-L/2004 ke Pemeriksaan 
Lanjutanterhitung sejak tanggal 6 
April 2004 sampai dengan tanggal 2 
Juli 2004.
Pemeriksaan Lanjutan telah 
beberapa dilakukan oleh Komisi 
antara lain pada tanggal 17 Mei 
2004, 24 Mei 2004, 31 Mei 2004, 8 
Juni 2004,9 Juni 2004,dan 10 Juni 
2004.  Selama tahap pemeriksaan 
lanjutan  diperiksa tiga buah perusa-
haan hologram pitacuka sebagai 
saksi, Ditjen Bea dan Cukai dan 
Botasupal (Badan Koordinasi Pem-
berantasan Uang Palsu). Dari  
serangkaian pemeriksaan lanjutan 
dapat disimpulkan berikut ini : 1).  
Para Saksi   pada umumnya adalah  
perusahaan yang bergerak dalam 
bidang usaha percetakan hologram 
pitacukai dan atau percetakan biasa, 
percetakan dokumen sekuriti seperti 
materai, akte perkawinan dan buku 
nikah serta percetakan hologram 
untuk plat nomor kendaraan bermo-
tor dan cap-cap tiga dimensi, 
2).Botasupal memiliki tugas dan 
wewenang melakukan pengawasan 
dan pembinaan terhadap percetakan 
dokumen sekuriti serta memberikan 
ijin dan rekomnedasi kepada produ-
sen dan distributor hologram. Bota-
supal belum memberikan rekomen-
dasi ijin usaha/operasi dokumen 
sekuriti kepada Pelapor dengan 
alasan Pelapor masih mengambil 
mesin master dari luar negeri, 3). 
Terlapor II menerangkan bahwa 
tidak bersedia menempatkan mesin 
cetak dan pelekatan hologram pada 
Terlapor I dengan alasan Terlapor II 
tidak dapatmengembangkan teknolo-
gi hologram dan akan terjadi 
inefisiensi serta sebenarnya tidak 
keberatan untuk mengubah perjanji-
an Tahun 1995 apabila bertentangan 
dengan Undang-undang Nomor 5 
Tahun1999, 4). Terlapor I, Terlapor II 
dan Ditjen Bea dan Cukai serta PT 
KertasPadalarang telah mengadakan 
pertemuan yang menyepakati peru-
bahanperjanjian Pengadaan Holo-
gram untuk Cetakan Pita Cukai.
Proses produksi pita cukai 
berhologram dalam praktiknya tidak 
efisien karena pita cukai berholo-
gram tidak dibuat sepenuhnya oleh 
Terlapor I, tetapi ada bagian seperti 
hologramdibuat oleh Terlapor II dan 
pada bagian kertas pita cukai dibuat 
oleh PT Kertas Padalarang. Perma- 
salahan pokok dalam dalam 
pengadaan pita cukai berhologram 
sebenarnya lebih banyak karena 
keterlambatan pengiriman dan atas 
keterlambatantersebut Perum Peruri  
dikenakan penalti sehingga  Ditjen 
Bea dan Cukai sebenarnya setuju 
apabila pengadaan hologram pita 
cukai terbuka melalui tender namun 
kendalanya adalah adanya perjanjian 
ekslusif antara Terlapor I  dan Ter- 
lapor II, sedangkan kewenangan 
untuk membatalkan perjanjian terse-
but bukan beradapada Ditjen Bea dan 
Cukai tetapi berada pada kedua pihak 
yang melakukan perjanjian..
Botasupal telah memberikan 
rekomendasi ijin usaha/operasi 
dokumensekuriti kepada 5 (lima) 
perusahaan hologram yaitu PT 
Sumber Cakung, PTKarya Aroma 
Sejati, PT Royal Standar, PT Pura 
Barutama dan PT Pura Nusapersada 
selaku pabrik hologram serta satu 
agen hologram yaitu PT. Mitra 
Sakti.. Sedangkan perusahaan holo-
gram yang dapat memenuhi seluruh-
kebutuhan hologram pita cukai yang 
berjumlah 17 (tujuh belas) Milyar 
keping hanya 2 (dua) perusahaan 
yaitu PT Pura Nusapersada dan PT 
Karya Aroma Sejati.
Berdasarkan bukti-bukti dan fakta 
hukum yang ada, maka Majelis 
Komisi menutuskan : Perum Peruri 
sebagai Terlapor I dan PT Pura Nu- 
sapersada sebagai Terlapor II terbuk-
ti secara sah dan meyakinkan me- 
langgar pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) 
huruf b Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1999, namun  tidak terbukti 
melanggar pasal 25 ayat (1) huruf c. 
Selanjutnya memerintahkan kepada 
Terlapor I dan Terlapor II untuk 
menghentikan kegiatanyang menga-
kibatkan terjadinya praktik monopoli 
dan atau persaingan usaha tidaksehat 
dalam pengadaan hologram pada pita 
cukai dengan cara membatalkan 
SuratPerjanjian Nomor SP-302/V/ 
1995. Juga memerintahkan kepada 
Terlapor I untuk membuka pasar 
pengadaan hologram pada pita cukai 
dengan memberikan kesempatan 
yang sama kepada setiap pelaku 
usaha untuk turut serta dalam 
pengadaan hologram pada pita cukai 
melalui tender yang terbuka dan 
transparan, selambat-lambatnya un- 
tuk pengadaan hologram pada pita 
cukai tahun anggaran 2005.
Analisis putusan dari perkara 
diatas sebagai berikut : 1). Perum 
Peruri dan PT Pura Nusapersada 
terbukti melakukan praktik praktik 
monopoli, 2). Perum Peruri dan PT 
Pura Nusapersada melanggar Pasal 
17 ayat (1 dan (2) huruf b, 3). Perum 
Peruri dan PT bagi pelaku usaha lain 
yang Pura Nusapersada menciptakan 
hambatan masuk hendak ikut tender.
Simpulan
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terhadap prinsip larangan praktik 
monopoli dalam memutus perkara 
persaingan usaha didasarkan pada 
ada tidaknya kepentingan umum 
(public interest) yang dirugikan oleh 
pelaku usaha. Pertimbangan hakim 
(ratio decidendi) komisioner untuk 
menetapkan pelanggaran terhadap 
prinsip larangan praktik monopoli 
adalah adanya unsur pasal 17 ayat (2) 
UUPU yang meliputi: a)non substitu-
tion; b) barrier to entry; c) dan 
market share. Dalam beberapa perka-
ra persaingan usaha KPPU telah 
menerapkan prinsip tersebut sebagai 
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Pendahuluan 
Laranganpraktik monopoli ditem-
patkan oleh pembentuk undang-un-
dang sebagai bagian dari judul 
Undang-undang Persaingan Usaha 
Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya 
disebut dengan UUPU) bukan tanpa 
sebab dan alasan. Kata ”Larangan-
praktik monopoli” juga bukan kata 
yang tanpa makna. Bagi pelaku 
usaha kata tersebut cukup berarti 
terhadap peletakan strategi bisnis 
dalam perusahaan. Dalam tataran 
yuridis dalam UUPUterdapat dua 
kata memiliki kemiripan yang digu-
nakan secara berganti-ganti, yakni 
kata ”monopoli” dan ”praktik mono- 
poli”. Kendatipun demikian, dari 
segi makna kedua istilah tersebut 
terkandung perbedaan yang cukup 
mendasar. Kata “praktik monopoli” 
menjadi prinsip larangandalam 
UUPU sementara itu ”monopoli” 
tidak dijadikan sebagai prinsip lara- 
ngan dalam UUPU. Hal ini menun-
jukkan bahwa pada dua kata tersebut 
memang memiliki arti dan makna 
yang berbeda.
Mengingat sudah menjadi karak-
ter bagi setiap pelaku usaha jika 
selalu ingin menguasai pasar dan 
memenangkan persaingan didalam 
pasar, maka tidak segan-segan 
pelaku usaha melakukan tinda-
kan-tindakan yang cenderung meng-
abaikan kode etik yang lazim dite- 
rapkan dalam bisnis bahkan tidak 
peduli umtuk melanggar aturan 
hukum. Oleh sebab itu, tidak jarang 
beberapa pelaku usaha dihadapkan 
pada persoalan pelanggaran aturan 
hukum, khususnya hukum  persai- 
ngan usaha dan menjadi pihak yang 
harus mempertanggung jawabkan 
segala tindakan pelanggarannya 
dihadapan badan yang mengawasi 
perilakupelaku usaha di Indonesia, 
yaitu Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (selanjutnya disebut KPPU).  
Dari beberapa larangan yang 
diatur dalam UUPU, terdapat salah 
satu larangan  yang dapat dikualifi-
kasikan sebagai pelanggaran UUPU 
adalah melakukan tindakan praktik 
monopoli. Ketentuan Pasal 17 
UUPU adalah parameter yuridis 
untuk mengkualifikasikan suatu 
tindakan termasuk praktik monopoli 
atau bukan. KetikaKPPU menemu-
kan salah satu dari kriteria pasal 
tersebut telah dilakukan oleh pelaku 
usaha, maka KPPU  berhak untuk 
melakukan penyidikan dan penyeli-
dikan kepada pelaku usaha yang 
bersangkutan. Sebagai lembaga pe- 
ngawas kegiatan pelaku usaha, 
KPPU memiliki kewenangan yang 
cukup besar terhadap segala bentuk 
perilaku pelaku usaha yang melang-
gar Pasal 35 UUPU.
KPPU memiliki kewenangan 
menangani perkara yang berbeda 
dengan pengadilan perdata yang 
menangani hak-hak perorangan yang 
bersifat privat, karena perkara yang 
ditangani KPPU bersifat publik. Hal 
ini sesuai dengan tujuan Hukum 
persaingan usaha yang tercantum 
dalam Pasal 3 huruf a, yaitu untuk 
”menjaga kepentingan umum dan 
meningkatkan efisiensi ekonomi 
nasional sebagai salah satu upaya 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat” (Anggara, 2009 : 163). 
Sehingga tugas KPPU harus menjaga 
kondisi perekonomian nasionalagar 
tercipta iklim persaingan usaha yang 
sehat melalui putusan-putusan yang 
dibuatnya tidak terdistorsi oleh 
kepentingan kelompok tertentu saja. 
Berdasarkan uraian latar belakang 
tersebut, dapat dirumuskan permas-
alahan berikut, bagaimanakah imple-
mentasi prinsip larangan praktik 
monopoli dalam putusan KPPU 
(melalui putusan hakim komisioner) 
? Untuk mengkajinya dapat dicerma-
ti dari pertimbangan hakim komi- 
sioner (ratio decidendi) dalam putu-
sannya.
Pembahasan 
1. Prinsip Larangan Praktik 
Monopoli Dalam UUPU 
Parameter yang digunakan oleh 
UUPU untuk mengetahui pelaku 
usaha melakukan monopoli atau 
tidak, terdapat dalam Pasal 17 
UUPU, disebutkan bahwa,
(1)  Pelaku usaha dilarang melaku-
kan penguasaan atas produksi 
dan atau pemasaran barang 
dan atau jasa yang dapat me- 
ngakibatkan terjadinya praktik 
monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat. 
(2)  Pelaku usaha patut diduga atau 
dianggap melakukan pengua-
saan atas produksi dan atau 
pemasaran barang dan atau 
jasa sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), apabila:
a. barang dan atau jasa yang 
bersangkutan belum ada   sub-
stitusinya;atau
b. mengakibatkan pelaku usaha 
lain tidak dapat masuk ke 
dalam persaingan usaha ba- 
rang dan atau jasa yang sama; 
atau
c.  pelaku usaha atau satu kelom-
pok pelaku usaha menguasai 
lebih dari  50% (lima puluh 
persen) pangsa pasar satu jenis 
barang atau jasa tertentu.
Mencermati rumusan Pasal 17 di 
atas memberi pemahaman bahwa 
pelaku usaha akan dianggap melaku-
kan penguasaan atas produksi dan 
atau pemasaran jika perilakunya 
memenuhi kualifikasi unsur-unsur 
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, 
atau c. Unsur-unsur itu bersifat alter-
natif artinya cukup terdapat salah 
satu unsur saja seorang pelaku usaha 
sudah dapat dikualifikasikan sebagai 
telah melakukan kegiatan praktik 
monopoli. 
Pada asasnya segala bentuk 
kegiatan maupun perjanjian yang 
dilakukan pelaku usaha jika mengki-
batkan praktik monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat adalah 
dilarang. Monopoli tidak dilarang 
sepanjang tidak mengakibatkan 
praktik monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat, karena tidak 
semua monopoli merugikan ada juga 
monopoli yang menguntungkan 
(aspek positif monopoli). Sedangkan 
yang dimaksud dengan aspek negatif 
monopoli adalah pengertian dari 
praktik monopoli itu sendiri, yakni 
kegiatan monopoli yang senantiasa 
menimbulkan inefesiensi sumber 
daya dan kerugian pada masyarakat.
Monopoli dan persaingan sebagai 
dua konsep yang memiliki sisi positif 
bagi persaingan dan sisi negatif bagi 
monopoli hal itu merupakan pandan-
gan yang sangat sederhana. Kalau 
dikaji lebih jauh, kedua konsep itu 
saling memiliki aspek-aspek positif 
maupun aspek negatif, tergantung 
sasaran apa yang hendak dicapai dari 
masing-masing. Misalnya, monopoli 
yang dilakukan untuk melindungi 
sumber daya yang vital dari eksploi-
tasi pihak-pihak yang mencari keun-
tungan sendiri, maka monopoli itu 
dianggap sebagai sisi positif dari 
monopoli. Sebaliknya, persaingan 
yang berkonotasi baik bisa beraspek 
negatif, jika persaingan itu terjadi 
tanpa kendali dan pengawasan dari 
negara, tidak lagi mempertimbang-
kan aspek ekonomi, akhirnya yang 
terjadi persaingan yang saling 
mematikan, yang kuat menghancur-
kan yang lemah, maka tujuan 
persaingan yang seharusnya mem-
beri kesejahteraan yang maksimal 
kepada masyarakat dan kesempatan 
yang sama kepada pelaku usaha 
tidak dapat terwujud. 
Berdasarkan pengertian monopoli 
yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 
UUPU, terkandung dua unsur pen- 
ting dalam monopoli, yaitu (1) 
adanya penguasaan atas produk, dan 
atau pemasaran barang dan atau atas 
penggunaan jasa tertentu, (2) dilaku-
kan oleh satu pelaku usaha atau satu 
kelompok pelaku usaha. 
Adapun bentuk kegiatan pengua-
saan atas produksi dan pemasaran 
yang dilarang itu memiliki kriteria 
sebagai berikut : (1) penguasaan atas 
produksi, (2) penguasaan atas 
pemasaran produksi atau jasa, (3) 
barang dan jasa yang berada di 
bawah penguasaan itu tidak ada 
substitusinya di pasar, (4) praktik 
tersebut mengakibatkan terjadinya 
monopoli atau persaingan usaha 
tidak sehat (Ginting, 2001 : 68)
Hal ini artinya penguasaan atas 
produk dan pemasaran suatu produk-
si tidak dilarang oleh undang-undang 
sepanjang tidak meniadakan atau 
mengurangi persaingan di pasar 
(lessen competition), seperti kasus 
paling aktual saat ini yang dilakukan 
oleh Carrefour. 
Didalam Pasal 1 ayat (2) UUPU 
memuat pengertian dari praktik 
monopoli, yang mengandung unsur- 
unsur : (1) Terjadinya pemusatan 
kekuatan ekonomi pada satu atau 
lebih pelaku usaha, (2) Terdapat 
penguasaan atas produksi atau 
pemasaran barang atau jasa tertentu, 
(3) Terjadinya persaingan usaha 
tidak sehat, (4) Tindakan tersebut 
merugiakan kepentingan umum 
(Kagramanto, 2007 : 181)
Jika dibandingkan dengan kriteria 
praktik monopoli terdapat dalam 
Pasal 17 ayat (2), yang memuat 
unsur-unsur : (1) Melakukan perbua-
tan penguasaan atas suatu produk, (2) 
Melakukan perbuatan atas pemasa-
ran suatu produk, (3) Penguasaan 
tersebut dapat mengakibatkan terjad-
inya praktik monopoli, (4) pengua-
saan tersebut dapat mengakibatkan 
terjadinya persaingan usaha tidak 
sehat. 
Konsep praktik monopoli menga-
rah pada pengertian pemusatan 
kekuatan ekonomi, artinya terdapat 
korelasi antara praktik monopoli 
dengan pemusatan ekonomi. Pemu-
satan kekuatan ekonomi jangkauan- 
nya lebih luas daripada sekedar 
penguasaan pasar (bidang pemasa-
ran) karena menyangkut juga pada 
bidang produksi. Penguasaan pasar 
mengakibatkan berkurangnya per- 
saingan (lessen competition) uji 
materiilnya melalui struktur pasar 
sedangkan pemusatan kekuatan 
ekonomi menimbulkan konglomera-
si batu ujinya melalui perilaku pasar.
Untuk membuktikan unsur-unsur 
yang terdapat didalam Pasal 17 ayat 
(2)UUPU harus dapat dipenuhi, 
yakni : (1) Tidak terdapat produk 
substitusinya, (2) Pelaku usaha lain 
sulit masuk kedalam pasar persai- 
ngan terhadap produk yang sama 
dikarenakan hambatan masuk yang 
tinggi, (3) Pelaku usaha lain tersebut 
adalah pelaku usaha yang mempu-
nyai kemampuan bersaing yang 
signifikan dalam pasar bersangkutan, 
(4) Satu atau satu kelompok pelaku 
usaha telah menguasai lebih dari 
50% pangsa pasar suatu jenis produk 
(Winardi, 1996 : 457)
Pengertian unsur-unsur akan 
dijelaskan sebagai berikut : 
1. Produk substitusi
 Didalam Kamus Ekonomi, 
substitutional goods artinya 
benda-benda pengganti, yaitu 
adanya hubungan antara dua 
benda atau lebih, demikian rupa 
hingga benda x dapat mengganti-
kan benda y. Dengan demikian  
pengertian ini dapat dibedakan 
dengan pengertian benda-benda 
komplementer. Benda komple-
menter berfungsi sebagai benda 
pelengkap dari benda utama, 
tetapi tidak menggantikan fung-
sinya. 
 Beranjak dari pengertian di 
atas,  terjadinya  praktik monopoli 
didalam pasar ditandai dengan 
adanya satu jenis produk dalam 
pasar yang bersangkutan, tidak 
ditemukan barang pengganti yang 
menjadi alternatif bagi konsumen 
untuk memilih jenis lainnya yang 
lebih murah. Akibatnya penjual 
produk tersebut dapat memainkan 
harga karena pasarnya berada 
dalam penguasaannya.
 Oleh karena pasar hanya 
dikuasai satu jenis barang 
tertentu, maka didalam pasar 
tidak terjadi persaingan. Pasar 
yang tidak persaingan, pelaku 
usaha cenderung menentukan 
harga sesuai dengan kehendak- 
nya. Sehingga konsumen tidak 
memperoleh harga murah  yang 
lebih kompetitif dibandingkan 
dengan harga yang ditetapkan.
 Istilah substitusi juga ditemu-
kan didalam definisi pasar 
bersangkutan yang terdapat pada 
Pasal 1 angka 10 UUPU, disebut-
kan bahwa:
”Pasar bersangkutan adalah pasar 
yang berkaitan dengan jangkauan 
atau daerah pemasaran tertentu 
oleh pelaku usaha atas barang dan 
atau jasa yang sama atau sejenis 
atau substitusi dari barang dan 
atau jasa tersebut”.
 Untuk menilai sifat substitusi 
dari suatu produk dengan produk 
yang lain dapat digunakan dengan 
menggunakan pendekatan terha-
dap elastisitas permintaan dan 
penawaran melalui analisis prefe-
rensi konsumen. Dalam melaku-
kan analisis preferensi konsumen 
digunakan tiga parameter utama 
sebagai alat pendekatan, yaitu 
harga, karakter, dan kegunaan 
(fungsi) produk.(Assahinur, 2009 
: 18) Produk dalam suatu pasar 
tidak harus bersifat perfect substi-
tutes, karena sulit untuk menemu-
kannya, oleh sebab itu bisa 
dengan konsep close substitutes. 
Produk dalam suatu pasar tidak 
harus memiliki kualitas yang 
sama, oleh sebab itu, sepanjang 
konsumen menentukan bahwa 
produk terkait memiliki karakter 
dan fungsi yang sama, maka 
produk tersebut dapat dikatakan 
sebagai substitusi satu dengan 
lainnya. Untuk menerapkan Pasal 
1 angaka 10 telah dikeluarkan 
peraturan KPPU No.3 Tahun 
2009 tentang Pedoman Penerapan 
Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar 
Bersangkutan.
2. Barrier to entry
 Bentuk  Barrier to entry dapat 
berasal dari dua hal, yaitu dari sisi 
perusahaan dari sisi kebijakan 
publik dari sisi perusahaan strate-
gi yang diterapkan tidak hanya 
untuk menjaga kekuatan pasarnya 
melainkan juga mempertahankan 
laba monopolisnya. Sedangkan 
yang berasal dari kebijakan 
pemerintah biasanya memiliki 
tujuan tertentu, seperti kondisi 
alami industri yang merupakan 
natural monopoly.
3.  Penguasaan Pasar (Market 
Share)
 Menjadi penguasa dalam 
suatu jenis pasar merupakan hara-
pan dari setiap pelaku usaha, 
dengan menjadi penguasa yang 
nyata atas suatu pasar berarti 
pemusatan kekuatan ekonomi 
telah berada dalam genggaman 
pelaku usaha tersebut. Dengan 
kekuatan pasar yang dimilikinya 
itu pelaku usaha dapat menentu-
kan harga barang atau jasa dan 
dampak selanjutnya adalah keun-
tungan yang optimal pasti akan 
dapat diraihnya. Adapun wujud 
penguasaan pasar, dilakukan 
dengan cara: 1). Jual rugi (preda-
tory Pricing) dengan maksud 
untuk mematikan pesaingnya, 2). 
Melalui pratik penetapan biaya 
produksi secara curang serta 
biaya lainnya yang menjadi kom-
ponen harga barang, serta, 3). 
Perang harga maupun persaingan 
harga (Fahmi, 2009 : 139).
 Berbagai bentuk tindakan 
penguasaan pasar seperti ini 
hanya mugkin  dilakukan oleh 
pelaku usaha yang memiliki 
market power. Tolok ukur 
penguasaan pasar tidak harus 
menguasai sebesar 100%, 
penguasaan sebesar 50% atau 
75% saja sudah dapat dikatakan 
memiliki market power.
 Seperti didalam Pasal 17, 
kriteria menguasai pasar diberi-
kan batas lebih dari 50%, pelaku 
usaha yang menguasai pasar sebe-
sar 50% dapat diduga atau diang-
gap melakukan praktik monopoli 
yang merugikan kepentingan 
umum. Pasal 17 bersifat rule of 
reason, untuk dapat membuktikan 
adanya kerugian masyarakat perlu 
dilakukan berbagai penelitian dan 
kajian dari ahli hukum dan ahli 
ekonomi.
2.  KPPU Sebagai Lembaga 
Pengawasan Kegiatan Pelaku 
Usaha
 
Di Indonesia lembaga yang 
berwenang menjalankan fungsi 
pengawasan kegiatan pelaku usaha 
adalah Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha atau disingkat dengan KPPU. 
Pasal 30 ayat (1) UUPU menyebut-
kan,”Untuk mengawasi Undang-un-
dang ini dibentuk Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha yang selanjutnya 
disebut Komisi”, dan didalam Pasal 
30 ayat (3) disebutkan bahwa, 
”Komisi bertanggung jawab kepada 
Presiden”. Selanjutnya Pasal 34 ayat 
(1) menegaskan bahwa, ”Pembentu-
kan Komisi serta susunan organisasi, 
tugas, dan fungsinya ditetapkan 
dengan Keputusan Presiden”. Ak- 
hirnya KPPU didirikan pada tanggal 
8 Juli 1999 berdasarkan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 
75 Tahun 1999 tentang Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha. 
Dengan demikian, penegakan 
Hukum Persaingan Usaha serta 
pengawasan terhadap pelaku usaha 
berada dalam kewenangan KPPU.
Sebagai lembaga pengawas 
kegiatan pelaku usaha, KPPU memi-
liki kewenangan yang cukup besar 
terhadap segala bentuk perilaku 
pelaku usaha. Kewenangan tersebut 
meliputi penyidikan, penuntutan, 
konsultasi, memeriksa, mengadili, 
dan memutus perkara pelanggaran 
hukum persaingan oleh pelaku 
usaha. Namun bukan berarti tidak 
ada lembaga lain yang berwenang 
menangani perkara monopoli dan 
persaingan usaha, Pengadilan Negeri 
(PN) dan Mahkamah Agung (MA) 
juga diberi wewenang untuk mena- 
ngani perkara persaingan. Penga-
dilan Negeri diberi wewenang untuk 
menangani keberatan terhadap putu-
san KPPU. dan menangani pelangga-
ran hukum persaingan yang menjadi 
perkara pidana karena tidak dijalan- 
kannya putusan KPPU yang sudah in 
kracht. Sedangkan MA diberi 
kewenangan untuk menyelesaikan 
perkara pelanggaran hukum persai- 
ngan apabila terdapat keberatan atas 
putusan PN tersebut dengan menga-
jukan kasasi. Putusan MA harus 
dijatuhkan dalam waktu 30 hari sejak 
permohonan kasasi diterima. 
Pada Pasal 30 ayat (2) menegas-
kan bahwa, ”Komisi adalah suatu 
Lembaga Independen yang terlepas 
dari pengaruh dan kekuasaan Peme- 
rintah serta pihak lain”. Hal ini berar-
ti bahwa KPPU merupakan lembaga 
yang independen. Hal ini ditegaskan 
lagi dalam Keppres nomor 75 Tahun 
1999 yang terdapat pada Pasal 6 ayat 
(2) bahwa, anggota Komisi yang 
menangani perkara dilarang:
a. mempunyai hubungan sedarah 
atau semenda sampai derajat ke 
tiga dengan salah satu pihak yang 
berperkara; atau
b. mempunyai kepentingan dengan 
perkara yang bersangkutan.
Untuk menjaga independensi dan 
integritas anggota Komisi,  per- 
syaratan untu menjadi anggota 
Komisi telah dirumuskan dalam 
Pasal 31 sampai dengan Pasal 34. 
Dalam persyaratan tersebut dikehen-
daki anggota-anggota terpilih dan 
terpercaya (credible). Integritas 
moral dan kepercayaan untuk memi-
lih seseorang adalah unsur penting 
yang sangat menentukan apalagi 
sebagai anggota komisi yang terkait 
dengan dunia bisnis dan pelaku 
usaha, maka kepribadian dan integri-
tas memegang peranan kunci (plays 
a key role) dalam menangani perkara 
persaingan. 
Atas dasar peran KPPU sebagai 
lembaga pengawas, maka tugas  
yang disandang oleh KPPU didalam 
Pasal 35. Sebagai tindak lanjut atas 
tugas yang dibebankan, KPPU juga 
mempunyai wewenang yang terca- 
kup dalam Pasal 36. Jika dicermati 
tugas dan wewenang KPPU dalam 
pasal-pasal tersebut,  sebenarnya 
kewenangan KPPU hanya terbatas 
pada kewenangan administratif, 
meskipun terdapat kewenangan yang 
mirip badan penyidik, namun tugas 
penyidikan, penuntutan dan pemutus 
itu dalam rangka memberikan sanksi 
hukuman administrasi semata. 
Demikian juga dengan kekuatan 
hukum dari putusan KPPU mempu-
nyai kekuatan eksekutorial, yaitu 
keputusan yang sederajat dengan 
keputusan hakim, oleh sebab itu 
putusan KPPU dapat langsung 
dimintakan eksekusi (Fiat Excecutie) 
pada Pengadilan Negeri yang 
berwenang tanpa harus beracara 
sekali lagi di pengadilan tersebut. 
(Pasal 46 ayat (2) UUPU).
Proses penyelidikan dan pemerik-
saan merupakan salah satu bagian 
dari proses beracara di KPPU. 
Hukum acara di KPPU ditetapkan 
pertama kali melalui Surat Keputu-
san Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000, 
tentang Tata Cara Penyampaian 
Laporan dan Penanganan Dugaan 
Pelanggaran Terhadap UU No.5 
Tahun 1999. Surat Keputusan terse-
but telah diubah menjadi Peraturan 
Komisi No.1 Tahun 2006, tentang 
Tata Cara Penanganan Perkara di 
KPPU yang mulai efektif berlaku 
pad tanggal 18 Oktober 2006. 
Proses penyelidikan dan pemerik-
saan merupakan prosedur yang dike-
nal dalam hukum pidana yaitu proses 
mencari kebenaran materiil. Dalam 
mencari kebenaran materiil diperlu-
kan keyakinan KPPU bahwa pelaku 
usaha melakukan atau tidak melaku-
kan perbuatan yang menyebabkan 
terjadinya praktik monopoli dan 
persaingan tidak sehat. (Wibowo dan 
Sinaga, 2005 : 365)dan KPPU mulai 
melakukan pemeriksaan (pendahulu-
an) jika terdapat salah satu indikasi 
dari perbuatan berikut ini : (1) Atas 
inisiatif Komisi sendiri apabila ada 
dugaan telah terjadinya pelanggaran 
Undang-undang Anti Monopoli, (2) 
Atas laporan tertulis dari pihak yang 
merasa dirugikan;setiap orang yang 
mengetahui atau patut diduga telah 
terjadi pelanggaran terhadap Un- 
dang-undang Anti Monopoli, (3) 
Atas laporan tertulis dari setiap orang 
yang mengetahui atau patut diduga 
telah terjadi pelanggaran terhadap 
Undang-undang Anti Monopoli 
(Fuady, 1999 : 104).
Berdasarkan hasil pemeriksaan 
pendahuluan yang diperoleh, jika 
hasilnya adalah penetapan untuk 
melakukan pemeriksaan lanjutan, 
maka akan dilakukan tindakan 
penyelidikan dan pemeriksaan. Pihak 
yang melaporkan harus memberikan 
identitasnya kepada KPPU dan wajib 
dirahasiakan identitas pelapor oleh 
KPPU.
Mekanisme pemeriksaan perkara 
oleh KPPU pada prinsipnya sama 
dengan pengertian pemeriksaan 
dalam hukum acara pidana, namun 
terdapat sedikit perbedaan dalam hal 
siapa yang dimaksud dengan subyek 
pelapor dalam perkara persaingan 
usaha. Dalam pemeriksaan perkara 
yang didasarkan atas dasar laporan 
adalah pemeriksaan yang dilakukan 
karena adanya laporan dari ma- 
syarakat atau pelaku usaha yang 
dirugikan oleh tindakan pelaku usaha 
yang dilaporkan. Setelah menerima 
laporan, KPPU menetapkan majelis 
komisi yang akan bertugas memerik-
sa dan menyelidiki pelaku usaha 
yang dilaporkan. Dalam menjalan- 
kan tugas, majelis komisi dibantu 
oleh staf komisi. Pemeriksaan perka-
ra yang dilakukan atas dasar laporan 
menggunakan nomor perkara: 
Nomor perkara/KPPU-L (laporan)/ 
Tahun, sedangkan perkara yang 
diperiksa bukan atas dasar laporan 
pada nomor perkara tidak terdapat 
kode L (laporan).
Pemeriksaan atas dasar inisiatif 
KPPU didasarkan karena adanya 
dugaan atau indikasi dari hasil 
pengamatan dan persepsi sendiri 
disimpulkan adanya pelanggaran 
terhadap Hukum Persaingan. 
Mekanismenya, KPPU akan mem-
bentuk suatu Majelis Komisi untuk 
melakukan pemeriksaan terhadap 
pelaku usaha dan saksi. Dalam 
pemeriksaan tersebut majelis Komisi 
dibantu oleh staf komisi. Jika peme- 
riksaan perkara dilakukan atas dasar 
inisiatif komisi, maka pada penulisan 
nomor perkara adalah sama hanya 
saja menggunakan tanda I (Inisiatif). 
Pemeriksaan perkara dalam 
hukum acara persaingan usaha 
terdapat 2 (dua) jenis, yaitu pemerik-
saan pendahuluan dan pemeriksaan 
lanjutan. Untuk melakukan pemerik-
saan pendahuluan ini harus didasar-
kan pada laporan masyarakat, pihak 
yang dirugikan atau pelaku usaha. 
Berdasarkan laporan masyarakat 
KPPU menetapkan apakah perlu 
dilakukan pemeriksaan lanjutan atau 
tidak. Jika dianggap perlu, maka 
KPPU akan melakukan pemeriksaan 
kepada pelaku usaha yang dilapor-
kan. KPPU juga dapat mendengakan 
keterangan saksi, saksi ahli atau 
pihak lain yang dianggap memiliki 
keterangan yang diperlukan. Namun 
dalam melaksanakan tugas pemerik-
saan itu KPPU wajib melengkapi 
dirinya dengan surat tugas.
Di dalam Pasal 41 Hukum 
Persaingan Usaha menekankan 
bahwa selama melaksanakan tugas 
penyelidikan (pemeriksaan pendahu-
luan) dan pemeriksaan lanjutan 
pelaku usaha atau pihak lain yang 
diperiksa mempunyai kewajiban 
menyerahkan alat bukti yang diperlu-
kan dan dilarang menolak untuk 
diperiksa, dilarang menolak mem-
berikan informasi, dan dilarang 
menghambat proses penyelidikan 
dan pemeriksaan (lanjutan) yang 
dilakukan KPPU, oleh sebab itu, jika 
terdapat penolakan dari pelaku usaha 
atau pihak lain maka yang bersang-
kutan akan diserahkan kepada pe- 
nyidik untuk selanjutnya diproses 
sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
Adapun jangka waktu dalam 
pemeriksaaan lanjutan diberikan 
oleh Pasal 43 selambat-lambatnya 60 
(enam puluh) hari sejak dilakukan 
pemeriksaan lanjutan. Namun jika 
diperlukan tambahan waktu karena 
pemeriksaan dirasakan belum selesai 
masih  dapat diperpanjang paling 
lama 30 (tiga puluh) hari. Tidak 
dijelaskan dalam undang-undang 
apakah alasan dilakukan perpanja- 
ngan pemeriksaan lanjutan tersebut 
dan juga tidak dijelaskan lebih lanjut 
apa akibat hukumnya jika jangka 
waktu 60 hari dan tambahan 30 hari 
tersebut tidak dapat dipenuhi oleh 
KPPU.KPPU dalam melakukan 
pemeriksaan melalui beberapa taha-
pan, yaitu: 1). Panggilan, 2). Peme- 
riksaan, 3). Pembacaan Putusan. 
Tahap pemanggilan kepada  
pelaku usaha, saksi, atau pihak lain 
yang terkait dilakukan sebelum 
proses pemeriksaan dilaksanakan. 
Surat panggilan mengundang yang 
bersangkutan untuk hadir dalam 
proses pemeriksaan. Dalam surat 
panggilan memuat tanggal, hari, jam 
sidang serta tempat persidangan 
dilangsungkan. Jika terdapat pelaku 
usaha atau saksi yang dipanggil 
tetapi tidak hadir dalam persidangan 
dapat diancam dengan tindakan tidak 
kooperatif yang melanggar Pasal 42, 
selanjutnya perkara akan dilimpah-
kan ke kepolisian (Pasal 41) dengan 
demikian perkara tersebut sudah 
berubah menjadi perkara pidana.
Pada prinsipnya terhadap perkara 
apapun, pidana, perdata maupun 
persaingan usaha, setiap orang 
dilarang menghambat proses pe- 
nyelidikan atau pemeriksaan dengan 
tidak bersedia memberikan informasi 
atau alat bukti yang dapat men-
dukung jalannya pemeriksaan. 
Demikian juga dengan pelaku usaha 
tidak boleh menolak memberikan 
informasi maupun alat bukti baik itu 
berupa dokumen atau surat-surat 
yang menurut KPPU diperlukan 
dalam penyelidikan atau pemerik-
saan. 
Sebelum dilakukan pemeriksaan, 
KPPU wajib menjelaskan selengkap 
mungkin dokumen dan alat bukti apa 
saja yang dibutuhkan dalam pemer-
iksaan tersebut sehingga pelaku 
usaha dapat bersikap lebih kooperatif 
dengan mempersiapkan dokumen 
yang diperlukan tepat pada saat 
diperlukan. Demikian juga dengan 
timbal balik dari sikap kooperatif 
dari pelaku usaha, maka KPPU dian-
jurkan pula untuk sesegera mungkin 
mengembalikan dokumen data peru-
sahaan kepada pelaku usaha.  
Tahap pemeriksaan meliputi 
pemeriksaan administratif, pemerik-
saan pokok perkara, pemeriksaan 
pembuktian. Prosedur pemeriksaan 
administratif adalah pemeriksaan 
identitas dan pembacaan hak-hak 
pelaku usaha, saksi atau pihak lain. 
Pemeriksaan terhadap pokok perkara 
terdapat dua tahapan yaitu, pertama, 
pemeriksaan oleh KPPU. Kedua, 
pemberian kesempatan pada pelaku 
usaha untuk menyampaikan keteran-
gan atau dokumen. Pemeriksaan 
pembuktian menetapkan bahwa yang 
dapat dijadikan alat bukti dalam 
pemeriksaan terdiri dari: keterangan 
saksi, keterangan ahli, surat dan atau 
dokumen, petunjuk, keterangan 
terlapor/saksi pelaku usaha. Ketera- 
ngan saksi ahli diperlukan bilamana 
perkara yang diperiksa termasuk 
katagori perkara rumit. (Fahmi, 2009 
: 209). Apa yang dapat dijadikan 
sebagai ukuran bahwa suatu perkara 
termasuk ’perkara rumit’ tidak ter- 
dapat pedoman yang dapat dijadikan 
sebagai acuan dalam mengukur ting-
kat kerumitan suatu perkara oleh 
KPPU.
Dalam pemeriksaan pembuktian 
ini diperlukan sikap yang kooperatif 
dari pihak-pihak yang diperiksa oleh 
KPPU. Apabila tidak terdapat 
kerjasama antar pihak yang diperiksa 
dengan KPPU, maka pemeriksaan 
akan diserahkan kepada badan pe- 
nyidik umum untuk dilakukan pe- 
nyidikan terhadap penolakannya 
untuk diperiksa oleh KPPU sekaligus 
juga diselidiki pelanggarannya terha-
dap hukum  persaingan usaha. Kalau 
sudah dilimpahkan kepada penyidik 
umum, maka akan merubah status 
hukum perkara yang ditangani dari 
perkara administrasi (kasus persai- 
ngan dengan ancaman hukuman 
administrasi) menjadi kasus pidana 
(terkena ancaman hukuman pidana).
Setelah dilakukan tahapan peme- 
riksaan dan pemeriksaan lanjutan 
telah selesai seluruh rangkaian 
proses pemeriksaan sebelum dijatuh-
kan putusan oleh KPPU. Keseluru-
han proses tersebut memakan waktu 
60 (enam puluh) hari atau setelah  
diperpanjang selama 30 (tiga puluh) 
hari lagi. Putusan KPPU tentang 
adanya pelanggaran praktik monopo-
li dan persaingan usaha tidak sehat 
harus dibacakan dalam sidang yang 
dinyatakan terbuka untuk umum oleh 
majelis Komisi yang beranggotakan 
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang 
anggota Komisi. Hasil putusan 
KPPU harus segera diberitahukan 
kepada pelaku usaha yang diputus 
melanggar tersebut berupa petikan 
putusannya, dan  menurut Pasal 43 
ayat (4), yang dimaksud dengan 
pemberitahuan itu adalah menyam-
paikan petikan putusan KPPU).
3. Putusan KPPU Yang Terkait 
Dengan Praktik Monopoli.
3.1. Perkara Nomor 04/KP-
PU-I/2003 tentang Jasa Peti 
Kemas Oleh PT. Jakarta  
International Cargo Terminal
Kasus ini berawal dari hasil moni-
toring yang dilakukan oleh KPPU 
terhadap kegiatanusaha dalam 
bidang jasa terminal pelayanan bong-
kar muat petikemas di Pelabu-
hanTanjung Priok Jakarta Utara  
yang dilakukan oleh PT. JAKARTA 
INTERNATIONAL CONTAINER 
TERMINAL, disingkat dengan PT 
JICT dan KERJA SAMA OPERASI 
TERMINAL PETIKEMAS KOJA, 
disingkat dengan KSOTPK KOJA, 
terhadap PT. (PERSERO) PELABU-
HAN INDONESIA II, disingkat 
dengan PT. PELINDO II.
Dari hasil monitoring KPPU, di 
Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta 
Utara diduga terjadi praktikmonopoli 
dan atau persaingan usaha tidak sehat 
dalam bidang jasa terminal 
pelayananbongkar muat petikemas. 
Fakta-fakta yang diperoleh di lapan-
gan menunjukkan bahwa kegiatan 
usaha jasa terminal pelayanan bong-
karmuat petikemas di Pelabuhan 
Tanjung Priok Jakarta Utara jika 
dihubungkan dengan Pasal 26 ayat 
(1)Undang-undang Nomor 21 Tahun 
1992 tentang Pelayaran,yang mene-
tapkan bahwa,
”penyelenggaraan pelabuhan 
umum dilakukan oleh Pemerintah 
dan pelaksanaannya dapat dilim- 
pahkan kepada BadanUsaha 
Milik Negara, yang didirikan 
untuk maksud tersebut berdasar-
kan peraturan perundangan yang 
berlaku”
Sedangkan didalam Pasal 26 ayat 
(2)dinyatakan bahwa, 
”badan hukum Indonesia dapat 
diikutsertakan dalam penyeleng-
garaan pelabuhan umum atas 
dasar kerja sama dengan BUMN  
yangmelaksanakan pengusahaan 
pelabuhan”
Berdasarkan penjelasan Pasal 26 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 1992, bahwa,
”keikutsertaan badan hukum 
Indonesia dalam bekerja sama 
dengan BUMN dalam penyeleng-
garaan pelabuhan umumantara 
lain terhadap kegiatan jasa unit 
terminal peti kemas di pelabuhan, 
lapanganpenumpukan, penun- 
daan, dan lain sebagainya. 
Sedangkan kegiatan penyediaan-
jasa kolam pelabuhan dalam 
rangka keselamatan hanya dapat 
dilakukan olehBUMN” 
KPPU telah menyampaikan saran 
kepadaMeneg BUMN tertanggal 19 
Pebruari 2003 yang pada pokoknya 
mengharapkanMenteri bersangkutan 
menggunakan segala pengaruh dan 
wewenangnya agar klausuldi dalam 
authorization agreement dihilangkan 
atau disesuaikan dengan jiwa,sema- 
ngat serta tujuan Hukum Persaingan.
PT PELINDO III adalah peme-
gang hak pengelolaan pelabuhan 
umum sebagaimana diaturdidalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 
Tahun 1991, telah memberikan kon- 
sesi pengelolaan terminal petikemas 
kepada PT JICT dengan jaminan 
bahwa tidak akanada pembangunan 
terminal petikemas sebagai tamba- 
han dari Unit TerminalPetikemas I, 
Unit Terminal Petikemas II, dan Unit 
Terminal Petikemas III sebelumter-
capainya throughput sebesar 75% 
(tujuh puluh lima persen) dari kapa-
sitas rancangbangunnya sebesar 3,8 
juta. 
Adanya klausul authorization 
agreement tersebut termasuk salah 
satu bentuk  perjanjian  ekslusif  
yang dilarang oleh undang-undang 
sebab dapat menimbulkan hambatan 
strategis yang nyata bagi para pelaku 
usaha baru yangakan memasuki 
pasar bersangkutan pelayanan bong-
kar muat petikemas di pelabu-
hanTanjung Priok. Hal ini ditegaskan 
bahwauntuk mendapatkan pelayanan 
bongkar muat petikemasdi pelabu-
han Tanjung Priok mereka harus 
mengikatkan diri pada kontrak yang-
bersifat ekslusif. Tanpa adanya 
kontrak yang mengikat tersebut, 
maka mereka tidakakan dilayani PT 
JICT dan KSO TPK KOJA. 
Berdasarkan fakta-fakta tersebut 
menunjukkan bahwa PT JICT telah 
melakukan penguasaan pasar pada 
pasar bersangkutansebagaimana 
dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) 
huruf c.
Berdasarkan pertimbangan terse-
but, maka Majelis Komisi menilai 
dan berpandanganbahwa esensi dari 
klausul Authorization Agreement 
bukan merupakancerminan kerjasa-
ma sebagaimana dimaksud di dalam 
Pasal 26 ayat (2) melainkan bentuk 
transaksi pelimpahan kewenangan 
ataupun transaksi pelimpahan Hak 
Monopoli dengan memberikan jami-
nan untuk menguasai 75% (tujuh 
puluh lima persen) pangsa pasar pada 
pasar bersangkutan.dari PT PELIN-
DO sebagai BUMN.
KPPU mempertimbangkan unsur- 
unsur pelanggaran Hukum Persai- 
ngan yang terdapat dalam Pasal 4, 
yaitu
”pelaku usaha dilarang membuat 
perjanjian dengan pelaku usaha lain 
untuksecara bersama-sama melaku-
kan penguasaan produksi dan atau 
pemasaran barangdan atau jasa 
yang dapat mengakibatkan praktik 
monopoli dan atau persainganusaha 
tidak sehat”
Selanjutnya menyatakan bahwa 
PT JICT secara sah dan meyakinkan 
telah melanggar Pasal 17 ayat (1) dan 
Pasal 25 ayat (1) huruf c.Mencermati 
pengaturan pasal tentang monopoli 
dan penyalahgunaan posisi dominan 
yang terdapat dalam Hukum Persai- 
ngan Usaha masing-masing diatur 
dalam Pasal 17 dan Pasal 25. Dengan 
menggunakan pendekatan rule of 
reason larangan penguasaan pangsa 
pasar sebesar 50% didalam Pasal 17 
dan 59% serta 75% didalam Pasal 25 
dirasakan terlalu besar(Anggraini, 
2010 : 474). Sebab penguasaan pasar 
bukan merupakan pelanggaran 
hukum anti monopoli, jika  posisi 
tersebut dapat juga diraih melalui 
aktivitas monopoli alamiah atau legal 
berdasarkan persaingan pasar yang 
fair dan sehat(Gellhor dan Kovacic, 
1994 : 121-122)
3.2.  Perkara Nomor 03/KPPU-L 
/2004 tentang Pengadaan Holo-
gram Pita Cukai oleh PT. Pura 
Nusapersada
Kasus ini berawal dari laporan 
yang diterima KPPU tertanggal 19 
Januari 2004. Dua perusahaan 
sebagai terlapor I dan II diduga 
melakukan kesepakatan dalam 
rangka  pengadaan hologram pita  
cukai. Terlapor I adalah   Perusahaan 
Umum Percetakan Uang Republik 
Indonesia (Perum Peruri) dan Ter- 
lapor II adalahPT Pura Nusapersada. 
Kedua perusahaanmembuat kesepa-
katan bahwa pasokan hologram pita 
cukai kepada Perum Peruri selama 
ini akan dilakukan olehPT Pura Nu- 
sapersada saja.
Kesepakatan mereka buat pada 
tanggal9 Mei 1995 tertuang dalam 
Surat Perjanjian Nomor SP-302/V/ 
1995/204/DM/V/95. Kesepakatan itu 
tidak ada batas waktunya serta telah 
mendapat persetujuan dari oleh 
Ditjen Bea dan Cukai pada tahun 
1995. Adanya perjanjian tersebut 
menyebabkan penguasaan produksi 
hologrampita cukai rokok terpusat 
pada satu pelaku usaha saja yaitu PT 
Pura Nusapersada. Akibatnya PT 
Pura Nusapersada akan menjadi 
pemasok tunggal hologram pitacukai 
pada Perusahaan Umum Percetakan 
Uang Republik Indonesia (Perum 
Peruri) sementara pelaku usaha lain 
yang sejenis sulit masuk menjadi 
pemasok hologram pita cukai kepada 
Perum Peruri. Ini artinya didalam 
pasar  bidang cetak hologram pitacu-
kai telah terjadi hambatan masuk 
(barrier to entry) yang diciptakan 
oleh pelaku usaha yang sangat berpe-
luang menimbulkan  terjadinya prak-
tik monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat yang dilarang oleh 
hukum persaingan usaha.
Oleh sebab itulah KPPU kemudi-
an melakukan serangkaian pemerik-
saan pendahuluan untuk mendapat-
kan bukti-bukti yang diperlukan. 
Setelah dilakukan beberapa kali 
pemeriksaan pendahuluan yaitu pada 
tanggal 17 Maret 2004, 19 Maret 
2004, dan 1 April 2004 Tim Pemerik-
sa menemukan adanya indikasi 
pelanggaran terhadap ketentuan 
Pasal 17 ayat (1), Pasal17 ayat (2) 
huruf b dan Pasal 25 ayat (1) huruf c 
UUPU.
Pemeriksaan pendahuluan dilaku-
kan terhadap Pelapor, Terlapor I dan 
Terlapor II.dan Ditjen Bea dan 
Cukai. Dari serangkaian pemerik-
saan pendahuluan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa 1). Pelapor me- 
rupakan badan usaha yang mempro-
duksi hologram tetapi masih mulai 
memasarankan dan belum melaku-
kan usaha komersiil, 2). Terlapor I 
mempunyai tugas untuk mencetak 
uang kertas dan uang logam serta 
mencetak dokumen sekuriti yang 
menyangkut keamanan negara.Ter- 
lapor I mengikutsertakan Terlapor II 
dalam hal mencetak dan melekatkan 
hologram pada pita cukai, 3). Ter- 
lapor II memiliki kegiatan mempro-
duksi hologram pitacukai dan memi-
liki pesaing potensial  PT Mitra 
Sakti, PT Sumber Cakung, PT Royal 
Standar, PT Semarang Packaging 
Industry. Terlapor II tidak keberatan 
jika dilakukan tender dalam 
pengadaan hologram pita cukai, 4). 
Ditjen Bea dan Cukai menyatakan 
bahwa perjanjian tersebut dapat 
dibatalkan selanjutnya melalui 
tender dengan syarat-syarat tertentu 
asalkan ada jaminan kepastian keter-
sediaan pita cukai. Ditjen Bea dan 
Cukai juga menegaskan bahwa 
pengadaan pita cukai berhologram 
tidak dilakukan melalui konsorsium 
karena pengawasannya sulit.
Setelah melakukan Pemeriksaan 
Pendahuluan, akhirnya  Tim Peme- 
riksa berkesimpulan bahwa terdapat 
indikasi adanya pelanggaran terha-
dap ketentuan Pasal 17 ayat (1), 
Pasal , 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 
25 ayat (1) huruf c UUPU. Pasal 17 
menentukan adanya praktik monopo-
li dan Pasal 25 tentang penyalahgu-
naan posisi dominan oleh Terlapor I 
dan Terlapor II.
Oleh karena itu, Tim Pemeriksa 
merekomendasikan agar pemerik-
saan dilanjutkan ke Pemeriksaan 
Lanjutan dengan alasan bahwa 
kegiatan yang dilakukanoleh PT Pura 
Nusapersadasebagai Terlapor II 
adalah akibat adanya perjanjian 
kerjasama pengadaan hologrampita 
cukai antara Perum Peruri danPT 
Pura Nusapersadatelah menyebab-
kan timbulnya hambatan masuk 
(entry barrier) bagi produsenholo-
gram lain yang berpeluang menim-
bulkan praktik monopoli. Atas dasar 
rekomendasi Tim Pemeriksa terse-
but, KPPU mengeluarkan Penetapan 
Komisi Nomor 08/PEN/KP-
PU/IV/2004 tanggal 6 April2004 
untuk melanjutkan Perkara Nomor 
03/KPPU-L/2004 ke Pemeriksaan 
Lanjutanterhitung sejak tanggal 6 
April 2004 sampai dengan tanggal 2 
Juli 2004.
Pemeriksaan Lanjutan telah 
beberapa dilakukan oleh Komisi 
antara lain pada tanggal 17 Mei 
2004, 24 Mei 2004, 31 Mei 2004, 8 
Juni 2004,9 Juni 2004,dan 10 Juni 
2004.  Selama tahap pemeriksaan 
lanjutan  diperiksa tiga buah perusa-
haan hologram pitacuka sebagai 
saksi, Ditjen Bea dan Cukai dan 
Botasupal (Badan Koordinasi Pem-
berantasan Uang Palsu). Dari  
serangkaian pemeriksaan lanjutan 
dapat disimpulkan berikut ini : 1).  
Para Saksi   pada umumnya adalah  
perusahaan yang bergerak dalam 
bidang usaha percetakan hologram 
pitacukai dan atau percetakan biasa, 
percetakan dokumen sekuriti seperti 
materai, akte perkawinan dan buku 
nikah serta percetakan hologram 
untuk plat nomor kendaraan bermo-
tor dan cap-cap tiga dimensi, 
2).Botasupal memiliki tugas dan 
wewenang melakukan pengawasan 
dan pembinaan terhadap percetakan 
dokumen sekuriti serta memberikan 
ijin dan rekomnedasi kepada produ-
sen dan distributor hologram. Bota-
supal belum memberikan rekomen-
dasi ijin usaha/operasi dokumen 
sekuriti kepada Pelapor dengan 
alasan Pelapor masih mengambil 
mesin master dari luar negeri, 3). 
Terlapor II menerangkan bahwa 
tidak bersedia menempatkan mesin 
cetak dan pelekatan hologram pada 
Terlapor I dengan alasan Terlapor II 
tidak dapatmengembangkan teknolo-
gi hologram dan akan terjadi 
inefisiensi serta sebenarnya tidak 
keberatan untuk mengubah perjanji-
an Tahun 1995 apabila bertentangan 
dengan Undang-undang Nomor 5 
Tahun1999, 4). Terlapor I, Terlapor II 
dan Ditjen Bea dan Cukai serta PT 
KertasPadalarang telah mengadakan 
pertemuan yang menyepakati peru-
bahanperjanjian Pengadaan Holo-
gram untuk Cetakan Pita Cukai.
Proses produksi pita cukai 
berhologram dalam praktiknya tidak 
efisien karena pita cukai berholo-
gram tidak dibuat sepenuhnya oleh 
Terlapor I, tetapi ada bagian seperti 
hologramdibuat oleh Terlapor II dan 
pada bagian kertas pita cukai dibuat 
oleh PT Kertas Padalarang. Perma- 
salahan pokok dalam dalam 
pengadaan pita cukai berhologram 
sebenarnya lebih banyak karena 
keterlambatan pengiriman dan atas 
keterlambatantersebut Perum Peruri  
dikenakan penalti sehingga  Ditjen 
Bea dan Cukai sebenarnya setuju 
apabila pengadaan hologram pita 
cukai terbuka melalui tender namun 
kendalanya adalah adanya perjanjian 
ekslusif antara Terlapor I  dan Ter- 
lapor II, sedangkan kewenangan 
untuk membatalkan perjanjian terse-
but bukan beradapada Ditjen Bea dan 
Cukai tetapi berada pada kedua pihak 
yang melakukan perjanjian..
Botasupal telah memberikan 
rekomendasi ijin usaha/operasi 
dokumensekuriti kepada 5 (lima) 
perusahaan hologram yaitu PT 
Sumber Cakung, PTKarya Aroma 
Sejati, PT Royal Standar, PT Pura 
Barutama dan PT Pura Nusapersada 
selaku pabrik hologram serta satu 
agen hologram yaitu PT. Mitra 
Sakti.. Sedangkan perusahaan holo-
gram yang dapat memenuhi seluruh-
kebutuhan hologram pita cukai yang 
berjumlah 17 (tujuh belas) Milyar 
keping hanya 2 (dua) perusahaan 
yaitu PT Pura Nusapersada dan PT 
Karya Aroma Sejati.
Berdasarkan bukti-bukti dan fakta 
hukum yang ada, maka Majelis 
Komisi menutuskan : Perum Peruri 
sebagai Terlapor I dan PT Pura Nu- 
sapersada sebagai Terlapor II terbuk-
ti secara sah dan meyakinkan me- 
langgar pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) 
huruf b Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1999, namun  tidak terbukti 
melanggar pasal 25 ayat (1) huruf c. 
Selanjutnya memerintahkan kepada 
Terlapor I dan Terlapor II untuk 
menghentikan kegiatanyang menga-
kibatkan terjadinya praktik monopoli 
dan atau persaingan usaha tidaksehat 
dalam pengadaan hologram pada pita 
cukai dengan cara membatalkan 
SuratPerjanjian Nomor SP-302/V/ 
1995. Juga memerintahkan kepada 
Terlapor I untuk membuka pasar 
pengadaan hologram pada pita cukai 
dengan memberikan kesempatan 
yang sama kepada setiap pelaku 
usaha untuk turut serta dalam 
pengadaan hologram pada pita cukai 
melalui tender yang terbuka dan 
transparan, selambat-lambatnya un- 
tuk pengadaan hologram pada pita 
cukai tahun anggaran 2005.
Analisis putusan dari perkara 
diatas sebagai berikut : 1). Perum 
Peruri dan PT Pura Nusapersada 
terbukti melakukan praktik praktik 
monopoli, 2). Perum Peruri dan PT 
Pura Nusapersada melanggar Pasal 
17 ayat (1 dan (2) huruf b, 3). Perum 
Peruri dan PT bagi pelaku usaha lain 
yang Pura Nusapersada menciptakan 
hambatan masuk hendak ikut tender.
Simpulan
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terhadap prinsip larangan praktik 
monopoli dalam memutus perkara 
persaingan usaha didasarkan pada 
ada tidaknya kepentingan umum 
(public interest) yang dirugikan oleh 
pelaku usaha. Pertimbangan hakim 
(ratio decidendi) komisioner untuk 
menetapkan pelanggaran terhadap 
prinsip larangan praktik monopoli 
adalah adanya unsur pasal 17 ayat (2) 
UUPU yang meliputi: a)non substitu-
tion; b) barrier to entry; c) dan 
market share. Dalam beberapa perka-
ra persaingan usaha KPPU telah 
menerapkan prinsip tersebut sebagai 
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Murni : Implementasi Prinsip Larangan Praktik...
Pendahuluan 
Laranganpraktik monopoli ditem-
patkan oleh pembentuk undang-un-
dang sebagai bagian dari judul 
Undang-undang Persaingan Usaha 
Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya 
disebut dengan UUPU) bukan tanpa 
sebab dan alasan. Kata ”Larangan-
praktik monopoli” juga bukan kata 
yang tanpa makna. Bagi pelaku 
usaha kata tersebut cukup berarti 
terhadap peletakan strategi bisnis 
dalam perusahaan. Dalam tataran 
yuridis dalam UUPUterdapat dua 
kata memiliki kemiripan yang digu-
nakan secara berganti-ganti, yakni 
kata ”monopoli” dan ”praktik mono- 
poli”. Kendatipun demikian, dari 
segi makna kedua istilah tersebut 
terkandung perbedaan yang cukup 
mendasar. Kata “praktik monopoli” 
menjadi prinsip larangandalam 
UUPU sementara itu ”monopoli” 
tidak dijadikan sebagai prinsip lara- 
ngan dalam UUPU. Hal ini menun-
jukkan bahwa pada dua kata tersebut 
memang memiliki arti dan makna 
yang berbeda.
Mengingat sudah menjadi karak-
ter bagi setiap pelaku usaha jika 
selalu ingin menguasai pasar dan 
memenangkan persaingan didalam 
pasar, maka tidak segan-segan 
pelaku usaha melakukan tinda-
kan-tindakan yang cenderung meng-
abaikan kode etik yang lazim dite- 
rapkan dalam bisnis bahkan tidak 
peduli umtuk melanggar aturan 
hukum. Oleh sebab itu, tidak jarang 
beberapa pelaku usaha dihadapkan 
pada persoalan pelanggaran aturan 
hukum, khususnya hukum  persai- 
ngan usaha dan menjadi pihak yang 
harus mempertanggung jawabkan 
segala tindakan pelanggarannya 
dihadapan badan yang mengawasi 
perilakupelaku usaha di Indonesia, 
yaitu Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (selanjutnya disebut KPPU).  
Dari beberapa larangan yang 
diatur dalam UUPU, terdapat salah 
satu larangan  yang dapat dikualifi-
kasikan sebagai pelanggaran UUPU 
adalah melakukan tindakan praktik 
monopoli. Ketentuan Pasal 17 
UUPU adalah parameter yuridis 
untuk mengkualifikasikan suatu 
tindakan termasuk praktik monopoli 
atau bukan. KetikaKPPU menemu-
kan salah satu dari kriteria pasal 
tersebut telah dilakukan oleh pelaku 
usaha, maka KPPU  berhak untuk 
melakukan penyidikan dan penyeli-
dikan kepada pelaku usaha yang 
bersangkutan. Sebagai lembaga pe- 
ngawas kegiatan pelaku usaha, 
KPPU memiliki kewenangan yang 
cukup besar terhadap segala bentuk 
perilaku pelaku usaha yang melang-
gar Pasal 35 UUPU.
KPPU memiliki kewenangan 
menangani perkara yang berbeda 
dengan pengadilan perdata yang 
menangani hak-hak perorangan yang 
bersifat privat, karena perkara yang 
ditangani KPPU bersifat publik. Hal 
ini sesuai dengan tujuan Hukum 
persaingan usaha yang tercantum 
dalam Pasal 3 huruf a, yaitu untuk 
”menjaga kepentingan umum dan 
meningkatkan efisiensi ekonomi 
nasional sebagai salah satu upaya 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat” (Anggara, 2009 : 163). 
Sehingga tugas KPPU harus menjaga 
kondisi perekonomian nasionalagar 
tercipta iklim persaingan usaha yang 
sehat melalui putusan-putusan yang 
dibuatnya tidak terdistorsi oleh 
kepentingan kelompok tertentu saja. 
Berdasarkan uraian latar belakang 
tersebut, dapat dirumuskan permas-
alahan berikut, bagaimanakah imple-
mentasi prinsip larangan praktik 
monopoli dalam putusan KPPU 
(melalui putusan hakim komisioner) 
? Untuk mengkajinya dapat dicerma-
ti dari pertimbangan hakim komi- 
sioner (ratio decidendi) dalam putu-
sannya.
Pembahasan 
1. Prinsip Larangan Praktik 
Monopoli Dalam UUPU 
Parameter yang digunakan oleh 
UUPU untuk mengetahui pelaku 
usaha melakukan monopoli atau 
tidak, terdapat dalam Pasal 17 
UUPU, disebutkan bahwa,
(1)  Pelaku usaha dilarang melaku-
kan penguasaan atas produksi 
dan atau pemasaran barang 
dan atau jasa yang dapat me- 
ngakibatkan terjadinya praktik 
monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat. 
(2)  Pelaku usaha patut diduga atau 
dianggap melakukan pengua-
saan atas produksi dan atau 
pemasaran barang dan atau 
jasa sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), apabila:
a. barang dan atau jasa yang 
bersangkutan belum ada   sub-
stitusinya;atau
b. mengakibatkan pelaku usaha 
lain tidak dapat masuk ke 
dalam persaingan usaha ba- 
rang dan atau jasa yang sama; 
atau
c.  pelaku usaha atau satu kelom-
pok pelaku usaha menguasai 
lebih dari  50% (lima puluh 
persen) pangsa pasar satu jenis 
barang atau jasa tertentu.
Mencermati rumusan Pasal 17 di 
atas memberi pemahaman bahwa 
pelaku usaha akan dianggap melaku-
kan penguasaan atas produksi dan 
atau pemasaran jika perilakunya 
memenuhi kualifikasi unsur-unsur 
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, 
atau c. Unsur-unsur itu bersifat alter-
natif artinya cukup terdapat salah 
satu unsur saja seorang pelaku usaha 
sudah dapat dikualifikasikan sebagai 
telah melakukan kegiatan praktik 
monopoli. 
Pada asasnya segala bentuk 
kegiatan maupun perjanjian yang 
dilakukan pelaku usaha jika mengki-
batkan praktik monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat adalah 
dilarang. Monopoli tidak dilarang 
sepanjang tidak mengakibatkan 
praktik monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat, karena tidak 
semua monopoli merugikan ada juga 
monopoli yang menguntungkan 
(aspek positif monopoli). Sedangkan 
yang dimaksud dengan aspek negatif 
monopoli adalah pengertian dari 
praktik monopoli itu sendiri, yakni 
kegiatan monopoli yang senantiasa 
menimbulkan inefesiensi sumber 
daya dan kerugian pada masyarakat.
Monopoli dan persaingan sebagai 
dua konsep yang memiliki sisi positif 
bagi persaingan dan sisi negatif bagi 
monopoli hal itu merupakan pandan-
gan yang sangat sederhana. Kalau 
dikaji lebih jauh, kedua konsep itu 
saling memiliki aspek-aspek positif 
maupun aspek negatif, tergantung 
sasaran apa yang hendak dicapai dari 
masing-masing. Misalnya, monopoli 
yang dilakukan untuk melindungi 
sumber daya yang vital dari eksploi-
tasi pihak-pihak yang mencari keun-
tungan sendiri, maka monopoli itu 
dianggap sebagai sisi positif dari 
monopoli. Sebaliknya, persaingan 
yang berkonotasi baik bisa beraspek 
negatif, jika persaingan itu terjadi 
tanpa kendali dan pengawasan dari 
negara, tidak lagi mempertimbang-
kan aspek ekonomi, akhirnya yang 
terjadi persaingan yang saling 
mematikan, yang kuat menghancur-
kan yang lemah, maka tujuan 
persaingan yang seharusnya mem-
beri kesejahteraan yang maksimal 
kepada masyarakat dan kesempatan 
yang sama kepada pelaku usaha 
tidak dapat terwujud. 
Berdasarkan pengertian monopoli 
yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 
UUPU, terkandung dua unsur pen- 
ting dalam monopoli, yaitu (1) 
adanya penguasaan atas produk, dan 
atau pemasaran barang dan atau atas 
penggunaan jasa tertentu, (2) dilaku-
kan oleh satu pelaku usaha atau satu 
kelompok pelaku usaha. 
Adapun bentuk kegiatan pengua-
saan atas produksi dan pemasaran 
yang dilarang itu memiliki kriteria 
sebagai berikut : (1) penguasaan atas 
produksi, (2) penguasaan atas 
pemasaran produksi atau jasa, (3) 
barang dan jasa yang berada di 
bawah penguasaan itu tidak ada 
substitusinya di pasar, (4) praktik 
tersebut mengakibatkan terjadinya 
monopoli atau persaingan usaha 
tidak sehat (Ginting, 2001 : 68)
Hal ini artinya penguasaan atas 
produk dan pemasaran suatu produk-
si tidak dilarang oleh undang-undang 
sepanjang tidak meniadakan atau 
mengurangi persaingan di pasar 
(lessen competition), seperti kasus 
paling aktual saat ini yang dilakukan 
oleh Carrefour. 
Didalam Pasal 1 ayat (2) UUPU 
memuat pengertian dari praktik 
monopoli, yang mengandung unsur- 
unsur : (1) Terjadinya pemusatan 
kekuatan ekonomi pada satu atau 
lebih pelaku usaha, (2) Terdapat 
penguasaan atas produksi atau 
pemasaran barang atau jasa tertentu, 
(3) Terjadinya persaingan usaha 
tidak sehat, (4) Tindakan tersebut 
merugiakan kepentingan umum 
(Kagramanto, 2007 : 181)
Jika dibandingkan dengan kriteria 
praktik monopoli terdapat dalam 
Pasal 17 ayat (2), yang memuat 
unsur-unsur : (1) Melakukan perbua-
tan penguasaan atas suatu produk, (2) 
Melakukan perbuatan atas pemasa-
ran suatu produk, (3) Penguasaan 
tersebut dapat mengakibatkan terjad-
inya praktik monopoli, (4) pengua-
saan tersebut dapat mengakibatkan 
terjadinya persaingan usaha tidak 
sehat. 
Konsep praktik monopoli menga-
rah pada pengertian pemusatan 
kekuatan ekonomi, artinya terdapat 
korelasi antara praktik monopoli 
dengan pemusatan ekonomi. Pemu-
satan kekuatan ekonomi jangkauan- 
nya lebih luas daripada sekedar 
penguasaan pasar (bidang pemasa-
ran) karena menyangkut juga pada 
bidang produksi. Penguasaan pasar 
mengakibatkan berkurangnya per- 
saingan (lessen competition) uji 
materiilnya melalui struktur pasar 
sedangkan pemusatan kekuatan 
ekonomi menimbulkan konglomera-
si batu ujinya melalui perilaku pasar.
Untuk membuktikan unsur-unsur 
yang terdapat didalam Pasal 17 ayat 
(2)UUPU harus dapat dipenuhi, 
yakni : (1) Tidak terdapat produk 
substitusinya, (2) Pelaku usaha lain 
sulit masuk kedalam pasar persai- 
ngan terhadap produk yang sama 
dikarenakan hambatan masuk yang 
tinggi, (3) Pelaku usaha lain tersebut 
adalah pelaku usaha yang mempu-
nyai kemampuan bersaing yang 
signifikan dalam pasar bersangkutan, 
(4) Satu atau satu kelompok pelaku 
usaha telah menguasai lebih dari 
50% pangsa pasar suatu jenis produk 
(Winardi, 1996 : 457)
Pengertian unsur-unsur akan 
dijelaskan sebagai berikut : 
1. Produk substitusi
 Didalam Kamus Ekonomi, 
substitutional goods artinya 
benda-benda pengganti, yaitu 
adanya hubungan antara dua 
benda atau lebih, demikian rupa 
hingga benda x dapat mengganti-
kan benda y. Dengan demikian  
pengertian ini dapat dibedakan 
dengan pengertian benda-benda 
komplementer. Benda komple-
menter berfungsi sebagai benda 
pelengkap dari benda utama, 
tetapi tidak menggantikan fung-
sinya. 
 Beranjak dari pengertian di 
atas,  terjadinya  praktik monopoli 
didalam pasar ditandai dengan 
adanya satu jenis produk dalam 
pasar yang bersangkutan, tidak 
ditemukan barang pengganti yang 
menjadi alternatif bagi konsumen 
untuk memilih jenis lainnya yang 
lebih murah. Akibatnya penjual 
produk tersebut dapat memainkan 
harga karena pasarnya berada 
dalam penguasaannya.
 Oleh karena pasar hanya 
dikuasai satu jenis barang 
tertentu, maka didalam pasar 
tidak terjadi persaingan. Pasar 
yang tidak persaingan, pelaku 
usaha cenderung menentukan 
harga sesuai dengan kehendak- 
nya. Sehingga konsumen tidak 
memperoleh harga murah  yang 
lebih kompetitif dibandingkan 
dengan harga yang ditetapkan.
 Istilah substitusi juga ditemu-
kan didalam definisi pasar 
bersangkutan yang terdapat pada 
Pasal 1 angka 10 UUPU, disebut-
kan bahwa:
”Pasar bersangkutan adalah pasar 
yang berkaitan dengan jangkauan 
atau daerah pemasaran tertentu 
oleh pelaku usaha atas barang dan 
atau jasa yang sama atau sejenis 
atau substitusi dari barang dan 
atau jasa tersebut”.
 Untuk menilai sifat substitusi 
dari suatu produk dengan produk 
yang lain dapat digunakan dengan 
menggunakan pendekatan terha-
dap elastisitas permintaan dan 
penawaran melalui analisis prefe-
rensi konsumen. Dalam melaku-
kan analisis preferensi konsumen 
digunakan tiga parameter utama 
sebagai alat pendekatan, yaitu 
harga, karakter, dan kegunaan 
(fungsi) produk.(Assahinur, 2009 
: 18) Produk dalam suatu pasar 
tidak harus bersifat perfect substi-
tutes, karena sulit untuk menemu-
kannya, oleh sebab itu bisa 
dengan konsep close substitutes. 
Produk dalam suatu pasar tidak 
harus memiliki kualitas yang 
sama, oleh sebab itu, sepanjang 
konsumen menentukan bahwa 
produk terkait memiliki karakter 
dan fungsi yang sama, maka 
produk tersebut dapat dikatakan 
sebagai substitusi satu dengan 
lainnya. Untuk menerapkan Pasal 
1 angaka 10 telah dikeluarkan 
peraturan KPPU No.3 Tahun 
2009 tentang Pedoman Penerapan 
Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar 
Bersangkutan.
2. Barrier to entry
 Bentuk  Barrier to entry dapat 
berasal dari dua hal, yaitu dari sisi 
perusahaan dari sisi kebijakan 
publik dari sisi perusahaan strate-
gi yang diterapkan tidak hanya 
untuk menjaga kekuatan pasarnya 
melainkan juga mempertahankan 
laba monopolisnya. Sedangkan 
yang berasal dari kebijakan 
pemerintah biasanya memiliki 
tujuan tertentu, seperti kondisi 
alami industri yang merupakan 
natural monopoly.
3.  Penguasaan Pasar (Market 
Share)
 Menjadi penguasa dalam 
suatu jenis pasar merupakan hara-
pan dari setiap pelaku usaha, 
dengan menjadi penguasa yang 
nyata atas suatu pasar berarti 
pemusatan kekuatan ekonomi 
telah berada dalam genggaman 
pelaku usaha tersebut. Dengan 
kekuatan pasar yang dimilikinya 
itu pelaku usaha dapat menentu-
kan harga barang atau jasa dan 
dampak selanjutnya adalah keun-
tungan yang optimal pasti akan 
dapat diraihnya. Adapun wujud 
penguasaan pasar, dilakukan 
dengan cara: 1). Jual rugi (preda-
tory Pricing) dengan maksud 
untuk mematikan pesaingnya, 2). 
Melalui pratik penetapan biaya 
produksi secara curang serta 
biaya lainnya yang menjadi kom-
ponen harga barang, serta, 3). 
Perang harga maupun persaingan 
harga (Fahmi, 2009 : 139).
 Berbagai bentuk tindakan 
penguasaan pasar seperti ini 
hanya mugkin  dilakukan oleh 
pelaku usaha yang memiliki 
market power. Tolok ukur 
penguasaan pasar tidak harus 
menguasai sebesar 100%, 
penguasaan sebesar 50% atau 
75% saja sudah dapat dikatakan 
memiliki market power.
 Seperti didalam Pasal 17, 
kriteria menguasai pasar diberi-
kan batas lebih dari 50%, pelaku 
usaha yang menguasai pasar sebe-
sar 50% dapat diduga atau diang-
gap melakukan praktik monopoli 
yang merugikan kepentingan 
umum. Pasal 17 bersifat rule of 
reason, untuk dapat membuktikan 
adanya kerugian masyarakat perlu 
dilakukan berbagai penelitian dan 
kajian dari ahli hukum dan ahli 
ekonomi.
2.  KPPU Sebagai Lembaga 
Pengawasan Kegiatan Pelaku 
Usaha
 
Di Indonesia lembaga yang 
berwenang menjalankan fungsi 
pengawasan kegiatan pelaku usaha 
adalah Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha atau disingkat dengan KPPU. 
Pasal 30 ayat (1) UUPU menyebut-
kan,”Untuk mengawasi Undang-un-
dang ini dibentuk Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha yang selanjutnya 
disebut Komisi”, dan didalam Pasal 
30 ayat (3) disebutkan bahwa, 
”Komisi bertanggung jawab kepada 
Presiden”. Selanjutnya Pasal 34 ayat 
(1) menegaskan bahwa, ”Pembentu-
kan Komisi serta susunan organisasi, 
tugas, dan fungsinya ditetapkan 
dengan Keputusan Presiden”. Ak- 
hirnya KPPU didirikan pada tanggal 
8 Juli 1999 berdasarkan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 
75 Tahun 1999 tentang Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha. 
Dengan demikian, penegakan 
Hukum Persaingan Usaha serta 
pengawasan terhadap pelaku usaha 
berada dalam kewenangan KPPU.
Sebagai lembaga pengawas 
kegiatan pelaku usaha, KPPU memi-
liki kewenangan yang cukup besar 
terhadap segala bentuk perilaku 
pelaku usaha. Kewenangan tersebut 
meliputi penyidikan, penuntutan, 
konsultasi, memeriksa, mengadili, 
dan memutus perkara pelanggaran 
hukum persaingan oleh pelaku 
usaha. Namun bukan berarti tidak 
ada lembaga lain yang berwenang 
menangani perkara monopoli dan 
persaingan usaha, Pengadilan Negeri 
(PN) dan Mahkamah Agung (MA) 
juga diberi wewenang untuk mena- 
ngani perkara persaingan. Penga-
dilan Negeri diberi wewenang untuk 
menangani keberatan terhadap putu-
san KPPU. dan menangani pelangga-
ran hukum persaingan yang menjadi 
perkara pidana karena tidak dijalan- 
kannya putusan KPPU yang sudah in 
kracht. Sedangkan MA diberi 
kewenangan untuk menyelesaikan 
perkara pelanggaran hukum persai- 
ngan apabila terdapat keberatan atas 
putusan PN tersebut dengan menga-
jukan kasasi. Putusan MA harus 
dijatuhkan dalam waktu 30 hari sejak 
permohonan kasasi diterima. 
Pada Pasal 30 ayat (2) menegas-
kan bahwa, ”Komisi adalah suatu 
Lembaga Independen yang terlepas 
dari pengaruh dan kekuasaan Peme- 
rintah serta pihak lain”. Hal ini berar-
ti bahwa KPPU merupakan lembaga 
yang independen. Hal ini ditegaskan 
lagi dalam Keppres nomor 75 Tahun 
1999 yang terdapat pada Pasal 6 ayat 
(2) bahwa, anggota Komisi yang 
menangani perkara dilarang:
a. mempunyai hubungan sedarah 
atau semenda sampai derajat ke 
tiga dengan salah satu pihak yang 
berperkara; atau
b. mempunyai kepentingan dengan 
perkara yang bersangkutan.
Untuk menjaga independensi dan 
integritas anggota Komisi,  per- 
syaratan untu menjadi anggota 
Komisi telah dirumuskan dalam 
Pasal 31 sampai dengan Pasal 34. 
Dalam persyaratan tersebut dikehen-
daki anggota-anggota terpilih dan 
terpercaya (credible). Integritas 
moral dan kepercayaan untuk memi-
lih seseorang adalah unsur penting 
yang sangat menentukan apalagi 
sebagai anggota komisi yang terkait 
dengan dunia bisnis dan pelaku 
usaha, maka kepribadian dan integri-
tas memegang peranan kunci (plays 
a key role) dalam menangani perkara 
persaingan. 
Atas dasar peran KPPU sebagai 
lembaga pengawas, maka tugas  
yang disandang oleh KPPU didalam 
Pasal 35. Sebagai tindak lanjut atas 
tugas yang dibebankan, KPPU juga 
mempunyai wewenang yang terca- 
kup dalam Pasal 36. Jika dicermati 
tugas dan wewenang KPPU dalam 
pasal-pasal tersebut,  sebenarnya 
kewenangan KPPU hanya terbatas 
pada kewenangan administratif, 
meskipun terdapat kewenangan yang 
mirip badan penyidik, namun tugas 
penyidikan, penuntutan dan pemutus 
itu dalam rangka memberikan sanksi 
hukuman administrasi semata. 
Demikian juga dengan kekuatan 
hukum dari putusan KPPU mempu-
nyai kekuatan eksekutorial, yaitu 
keputusan yang sederajat dengan 
keputusan hakim, oleh sebab itu 
putusan KPPU dapat langsung 
dimintakan eksekusi (Fiat Excecutie) 
pada Pengadilan Negeri yang 
berwenang tanpa harus beracara 
sekali lagi di pengadilan tersebut. 
(Pasal 46 ayat (2) UUPU).
Proses penyelidikan dan pemerik-
saan merupakan salah satu bagian 
dari proses beracara di KPPU. 
Hukum acara di KPPU ditetapkan 
pertama kali melalui Surat Keputu-
san Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000, 
tentang Tata Cara Penyampaian 
Laporan dan Penanganan Dugaan 
Pelanggaran Terhadap UU No.5 
Tahun 1999. Surat Keputusan terse-
but telah diubah menjadi Peraturan 
Komisi No.1 Tahun 2006, tentang 
Tata Cara Penanganan Perkara di 
KPPU yang mulai efektif berlaku 
pad tanggal 18 Oktober 2006. 
Proses penyelidikan dan pemerik-
saan merupakan prosedur yang dike-
nal dalam hukum pidana yaitu proses 
mencari kebenaran materiil. Dalam 
mencari kebenaran materiil diperlu-
kan keyakinan KPPU bahwa pelaku 
usaha melakukan atau tidak melaku-
kan perbuatan yang menyebabkan 
terjadinya praktik monopoli dan 
persaingan tidak sehat. (Wibowo dan 
Sinaga, 2005 : 365)dan KPPU mulai 
melakukan pemeriksaan (pendahulu-
an) jika terdapat salah satu indikasi 
dari perbuatan berikut ini : (1) Atas 
inisiatif Komisi sendiri apabila ada 
dugaan telah terjadinya pelanggaran 
Undang-undang Anti Monopoli, (2) 
Atas laporan tertulis dari pihak yang 
merasa dirugikan;setiap orang yang 
mengetahui atau patut diduga telah 
terjadi pelanggaran terhadap Un- 
dang-undang Anti Monopoli, (3) 
Atas laporan tertulis dari setiap orang 
yang mengetahui atau patut diduga 
telah terjadi pelanggaran terhadap 
Undang-undang Anti Monopoli 
(Fuady, 1999 : 104).
Berdasarkan hasil pemeriksaan 
pendahuluan yang diperoleh, jika 
hasilnya adalah penetapan untuk 
melakukan pemeriksaan lanjutan, 
maka akan dilakukan tindakan 
penyelidikan dan pemeriksaan. Pihak 
yang melaporkan harus memberikan 
identitasnya kepada KPPU dan wajib 
dirahasiakan identitas pelapor oleh 
KPPU.
Mekanisme pemeriksaan perkara 
oleh KPPU pada prinsipnya sama 
dengan pengertian pemeriksaan 
dalam hukum acara pidana, namun 
terdapat sedikit perbedaan dalam hal 
siapa yang dimaksud dengan subyek 
pelapor dalam perkara persaingan 
usaha. Dalam pemeriksaan perkara 
yang didasarkan atas dasar laporan 
adalah pemeriksaan yang dilakukan 
karena adanya laporan dari ma- 
syarakat atau pelaku usaha yang 
dirugikan oleh tindakan pelaku usaha 
yang dilaporkan. Setelah menerima 
laporan, KPPU menetapkan majelis 
komisi yang akan bertugas memerik-
sa dan menyelidiki pelaku usaha 
yang dilaporkan. Dalam menjalan- 
kan tugas, majelis komisi dibantu 
oleh staf komisi. Pemeriksaan perka-
ra yang dilakukan atas dasar laporan 
menggunakan nomor perkara: 
Nomor perkara/KPPU-L (laporan)/ 
Tahun, sedangkan perkara yang 
diperiksa bukan atas dasar laporan 
pada nomor perkara tidak terdapat 
kode L (laporan).
Pemeriksaan atas dasar inisiatif 
KPPU didasarkan karena adanya 
dugaan atau indikasi dari hasil 
pengamatan dan persepsi sendiri 
disimpulkan adanya pelanggaran 
terhadap Hukum Persaingan. 
Mekanismenya, KPPU akan mem-
bentuk suatu Majelis Komisi untuk 
melakukan pemeriksaan terhadap 
pelaku usaha dan saksi. Dalam 
pemeriksaan tersebut majelis Komisi 
dibantu oleh staf komisi. Jika peme- 
riksaan perkara dilakukan atas dasar 
inisiatif komisi, maka pada penulisan 
nomor perkara adalah sama hanya 
saja menggunakan tanda I (Inisiatif). 
Pemeriksaan perkara dalam 
hukum acara persaingan usaha 
terdapat 2 (dua) jenis, yaitu pemerik-
saan pendahuluan dan pemeriksaan 
lanjutan. Untuk melakukan pemerik-
saan pendahuluan ini harus didasar-
kan pada laporan masyarakat, pihak 
yang dirugikan atau pelaku usaha. 
Berdasarkan laporan masyarakat 
KPPU menetapkan apakah perlu 
dilakukan pemeriksaan lanjutan atau 
tidak. Jika dianggap perlu, maka 
KPPU akan melakukan pemeriksaan 
kepada pelaku usaha yang dilapor-
kan. KPPU juga dapat mendengakan 
keterangan saksi, saksi ahli atau 
pihak lain yang dianggap memiliki 
keterangan yang diperlukan. Namun 
dalam melaksanakan tugas pemerik-
saan itu KPPU wajib melengkapi 
dirinya dengan surat tugas.
Di dalam Pasal 41 Hukum 
Persaingan Usaha menekankan 
bahwa selama melaksanakan tugas 
penyelidikan (pemeriksaan pendahu-
luan) dan pemeriksaan lanjutan 
pelaku usaha atau pihak lain yang 
diperiksa mempunyai kewajiban 
menyerahkan alat bukti yang diperlu-
kan dan dilarang menolak untuk 
diperiksa, dilarang menolak mem-
berikan informasi, dan dilarang 
menghambat proses penyelidikan 
dan pemeriksaan (lanjutan) yang 
dilakukan KPPU, oleh sebab itu, jika 
terdapat penolakan dari pelaku usaha 
atau pihak lain maka yang bersang-
kutan akan diserahkan kepada pe- 
nyidik untuk selanjutnya diproses 
sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
Adapun jangka waktu dalam 
pemeriksaaan lanjutan diberikan 
oleh Pasal 43 selambat-lambatnya 60 
(enam puluh) hari sejak dilakukan 
pemeriksaan lanjutan. Namun jika 
diperlukan tambahan waktu karena 
pemeriksaan dirasakan belum selesai 
masih  dapat diperpanjang paling 
lama 30 (tiga puluh) hari. Tidak 
dijelaskan dalam undang-undang 
apakah alasan dilakukan perpanja- 
ngan pemeriksaan lanjutan tersebut 
dan juga tidak dijelaskan lebih lanjut 
apa akibat hukumnya jika jangka 
waktu 60 hari dan tambahan 30 hari 
tersebut tidak dapat dipenuhi oleh 
KPPU.KPPU dalam melakukan 
pemeriksaan melalui beberapa taha-
pan, yaitu: 1). Panggilan, 2). Peme- 
riksaan, 3). Pembacaan Putusan. 
Tahap pemanggilan kepada  
pelaku usaha, saksi, atau pihak lain 
yang terkait dilakukan sebelum 
proses pemeriksaan dilaksanakan. 
Surat panggilan mengundang yang 
bersangkutan untuk hadir dalam 
proses pemeriksaan. Dalam surat 
panggilan memuat tanggal, hari, jam 
sidang serta tempat persidangan 
dilangsungkan. Jika terdapat pelaku 
usaha atau saksi yang dipanggil 
tetapi tidak hadir dalam persidangan 
dapat diancam dengan tindakan tidak 
kooperatif yang melanggar Pasal 42, 
selanjutnya perkara akan dilimpah-
kan ke kepolisian (Pasal 41) dengan 
demikian perkara tersebut sudah 
berubah menjadi perkara pidana.
Pada prinsipnya terhadap perkara 
apapun, pidana, perdata maupun 
persaingan usaha, setiap orang 
dilarang menghambat proses pe- 
nyelidikan atau pemeriksaan dengan 
tidak bersedia memberikan informasi 
atau alat bukti yang dapat men-
dukung jalannya pemeriksaan. 
Demikian juga dengan pelaku usaha 
tidak boleh menolak memberikan 
informasi maupun alat bukti baik itu 
berupa dokumen atau surat-surat 
yang menurut KPPU diperlukan 
dalam penyelidikan atau pemerik-
saan. 
Sebelum dilakukan pemeriksaan, 
KPPU wajib menjelaskan selengkap 
mungkin dokumen dan alat bukti apa 
saja yang dibutuhkan dalam pemer-
iksaan tersebut sehingga pelaku 
usaha dapat bersikap lebih kooperatif 
dengan mempersiapkan dokumen 
yang diperlukan tepat pada saat 
diperlukan. Demikian juga dengan 
timbal balik dari sikap kooperatif 
dari pelaku usaha, maka KPPU dian-
jurkan pula untuk sesegera mungkin 
mengembalikan dokumen data peru-
sahaan kepada pelaku usaha.  
Tahap pemeriksaan meliputi 
pemeriksaan administratif, pemerik-
saan pokok perkara, pemeriksaan 
pembuktian. Prosedur pemeriksaan 
administratif adalah pemeriksaan 
identitas dan pembacaan hak-hak 
pelaku usaha, saksi atau pihak lain. 
Pemeriksaan terhadap pokok perkara 
terdapat dua tahapan yaitu, pertama, 
pemeriksaan oleh KPPU. Kedua, 
pemberian kesempatan pada pelaku 
usaha untuk menyampaikan keteran-
gan atau dokumen. Pemeriksaan 
pembuktian menetapkan bahwa yang 
dapat dijadikan alat bukti dalam 
pemeriksaan terdiri dari: keterangan 
saksi, keterangan ahli, surat dan atau 
dokumen, petunjuk, keterangan 
terlapor/saksi pelaku usaha. Ketera- 
ngan saksi ahli diperlukan bilamana 
perkara yang diperiksa termasuk 
katagori perkara rumit. (Fahmi, 2009 
: 209). Apa yang dapat dijadikan 
sebagai ukuran bahwa suatu perkara 
termasuk ’perkara rumit’ tidak ter- 
dapat pedoman yang dapat dijadikan 
sebagai acuan dalam mengukur ting-
kat kerumitan suatu perkara oleh 
KPPU.
Dalam pemeriksaan pembuktian 
ini diperlukan sikap yang kooperatif 
dari pihak-pihak yang diperiksa oleh 
KPPU. Apabila tidak terdapat 
kerjasama antar pihak yang diperiksa 
dengan KPPU, maka pemeriksaan 
akan diserahkan kepada badan pe- 
nyidik umum untuk dilakukan pe- 
nyidikan terhadap penolakannya 
untuk diperiksa oleh KPPU sekaligus 
juga diselidiki pelanggarannya terha-
dap hukum  persaingan usaha. Kalau 
sudah dilimpahkan kepada penyidik 
umum, maka akan merubah status 
hukum perkara yang ditangani dari 
perkara administrasi (kasus persai- 
ngan dengan ancaman hukuman 
administrasi) menjadi kasus pidana 
(terkena ancaman hukuman pidana).
Setelah dilakukan tahapan peme- 
riksaan dan pemeriksaan lanjutan 
telah selesai seluruh rangkaian 
proses pemeriksaan sebelum dijatuh-
kan putusan oleh KPPU. Keseluru-
han proses tersebut memakan waktu 
60 (enam puluh) hari atau setelah  
diperpanjang selama 30 (tiga puluh) 
hari lagi. Putusan KPPU tentang 
adanya pelanggaran praktik monopo-
li dan persaingan usaha tidak sehat 
harus dibacakan dalam sidang yang 
dinyatakan terbuka untuk umum oleh 
majelis Komisi yang beranggotakan 
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang 
anggota Komisi. Hasil putusan 
KPPU harus segera diberitahukan 
kepada pelaku usaha yang diputus 
melanggar tersebut berupa petikan 
putusannya, dan  menurut Pasal 43 
ayat (4), yang dimaksud dengan 
pemberitahuan itu adalah menyam-
paikan petikan putusan KPPU).
3. Putusan KPPU Yang Terkait 
Dengan Praktik Monopoli.
3.1. Perkara Nomor 04/KP-
PU-I/2003 tentang Jasa Peti 
Kemas Oleh PT. Jakarta  
International Cargo Terminal
Kasus ini berawal dari hasil moni-
toring yang dilakukan oleh KPPU 
terhadap kegiatanusaha dalam 
bidang jasa terminal pelayanan bong-
kar muat petikemas di Pelabu-
hanTanjung Priok Jakarta Utara  
yang dilakukan oleh PT. JAKARTA 
INTERNATIONAL CONTAINER 
TERMINAL, disingkat dengan PT 
JICT dan KERJA SAMA OPERASI 
TERMINAL PETIKEMAS KOJA, 
disingkat dengan KSOTPK KOJA, 
terhadap PT. (PERSERO) PELABU-
HAN INDONESIA II, disingkat 
dengan PT. PELINDO II.
Dari hasil monitoring KPPU, di 
Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta 
Utara diduga terjadi praktikmonopoli 
dan atau persaingan usaha tidak sehat 
dalam bidang jasa terminal 
pelayananbongkar muat petikemas. 
Fakta-fakta yang diperoleh di lapan-
gan menunjukkan bahwa kegiatan 
usaha jasa terminal pelayanan bong-
karmuat petikemas di Pelabuhan 
Tanjung Priok Jakarta Utara jika 
dihubungkan dengan Pasal 26 ayat 
(1)Undang-undang Nomor 21 Tahun 
1992 tentang Pelayaran,yang mene-
tapkan bahwa,
”penyelenggaraan pelabuhan 
umum dilakukan oleh Pemerintah 
dan pelaksanaannya dapat dilim- 
pahkan kepada BadanUsaha 
Milik Negara, yang didirikan 
untuk maksud tersebut berdasar-
kan peraturan perundangan yang 
berlaku”
Sedangkan didalam Pasal 26 ayat 
(2)dinyatakan bahwa, 
”badan hukum Indonesia dapat 
diikutsertakan dalam penyeleng-
garaan pelabuhan umum atas 
dasar kerja sama dengan BUMN  
yangmelaksanakan pengusahaan 
pelabuhan”
Berdasarkan penjelasan Pasal 26 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 1992, bahwa,
”keikutsertaan badan hukum 
Indonesia dalam bekerja sama 
dengan BUMN dalam penyeleng-
garaan pelabuhan umumantara 
lain terhadap kegiatan jasa unit 
terminal peti kemas di pelabuhan, 
lapanganpenumpukan, penun- 
daan, dan lain sebagainya. 
Sedangkan kegiatan penyediaan-
jasa kolam pelabuhan dalam 
rangka keselamatan hanya dapat 
dilakukan olehBUMN” 
KPPU telah menyampaikan saran 
kepadaMeneg BUMN tertanggal 19 
Pebruari 2003 yang pada pokoknya 
mengharapkanMenteri bersangkutan 
menggunakan segala pengaruh dan 
wewenangnya agar klausuldi dalam 
authorization agreement dihilangkan 
atau disesuaikan dengan jiwa,sema- 
ngat serta tujuan Hukum Persaingan.
PT PELINDO III adalah peme-
gang hak pengelolaan pelabuhan 
umum sebagaimana diaturdidalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 
Tahun 1991, telah memberikan kon- 
sesi pengelolaan terminal petikemas 
kepada PT JICT dengan jaminan 
bahwa tidak akanada pembangunan 
terminal petikemas sebagai tamba- 
han dari Unit TerminalPetikemas I, 
Unit Terminal Petikemas II, dan Unit 
Terminal Petikemas III sebelumter-
capainya throughput sebesar 75% 
(tujuh puluh lima persen) dari kapa-
sitas rancangbangunnya sebesar 3,8 
juta. 
Adanya klausul authorization 
agreement tersebut termasuk salah 
satu bentuk  perjanjian  ekslusif  
yang dilarang oleh undang-undang 
sebab dapat menimbulkan hambatan 
strategis yang nyata bagi para pelaku 
usaha baru yangakan memasuki 
pasar bersangkutan pelayanan bong-
kar muat petikemas di pelabu-
hanTanjung Priok. Hal ini ditegaskan 
bahwauntuk mendapatkan pelayanan 
bongkar muat petikemasdi pelabu-
han Tanjung Priok mereka harus 
mengikatkan diri pada kontrak yang-
bersifat ekslusif. Tanpa adanya 
kontrak yang mengikat tersebut, 
maka mereka tidakakan dilayani PT 
JICT dan KSO TPK KOJA. 
Berdasarkan fakta-fakta tersebut 
menunjukkan bahwa PT JICT telah 
melakukan penguasaan pasar pada 
pasar bersangkutansebagaimana 
dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) 
huruf c.
Berdasarkan pertimbangan terse-
but, maka Majelis Komisi menilai 
dan berpandanganbahwa esensi dari 
klausul Authorization Agreement 
bukan merupakancerminan kerjasa-
ma sebagaimana dimaksud di dalam 
Pasal 26 ayat (2) melainkan bentuk 
transaksi pelimpahan kewenangan 
ataupun transaksi pelimpahan Hak 
Monopoli dengan memberikan jami-
nan untuk menguasai 75% (tujuh 
puluh lima persen) pangsa pasar pada 
pasar bersangkutan.dari PT PELIN-
DO sebagai BUMN.
KPPU mempertimbangkan unsur- 
unsur pelanggaran Hukum Persai- 
ngan yang terdapat dalam Pasal 4, 
yaitu
”pelaku usaha dilarang membuat 
perjanjian dengan pelaku usaha lain 
untuksecara bersama-sama melaku-
kan penguasaan produksi dan atau 
pemasaran barangdan atau jasa 
yang dapat mengakibatkan praktik 
monopoli dan atau persainganusaha 
tidak sehat”
Selanjutnya menyatakan bahwa 
PT JICT secara sah dan meyakinkan 
telah melanggar Pasal 17 ayat (1) dan 
Pasal 25 ayat (1) huruf c.Mencermati 
pengaturan pasal tentang monopoli 
dan penyalahgunaan posisi dominan 
yang terdapat dalam Hukum Persai- 
ngan Usaha masing-masing diatur 
dalam Pasal 17 dan Pasal 25. Dengan 
menggunakan pendekatan rule of 
reason larangan penguasaan pangsa 
pasar sebesar 50% didalam Pasal 17 
dan 59% serta 75% didalam Pasal 25 
dirasakan terlalu besar(Anggraini, 
2010 : 474). Sebab penguasaan pasar 
bukan merupakan pelanggaran 
hukum anti monopoli, jika  posisi 
tersebut dapat juga diraih melalui 
aktivitas monopoli alamiah atau legal 
berdasarkan persaingan pasar yang 
fair dan sehat(Gellhor dan Kovacic, 
1994 : 121-122)
3.2.  Perkara Nomor 03/KPPU-L 
/2004 tentang Pengadaan Holo-
gram Pita Cukai oleh PT. Pura 
Nusapersada
Kasus ini berawal dari laporan 
yang diterima KPPU tertanggal 19 
Januari 2004. Dua perusahaan 
sebagai terlapor I dan II diduga 
melakukan kesepakatan dalam 
rangka  pengadaan hologram pita  
cukai. Terlapor I adalah   Perusahaan 
Umum Percetakan Uang Republik 
Indonesia (Perum Peruri) dan Ter- 
lapor II adalahPT Pura Nusapersada. 
Kedua perusahaanmembuat kesepa-
katan bahwa pasokan hologram pita 
cukai kepada Perum Peruri selama 
ini akan dilakukan olehPT Pura Nu- 
sapersada saja.
Kesepakatan mereka buat pada 
tanggal9 Mei 1995 tertuang dalam 
Surat Perjanjian Nomor SP-302/V/ 
1995/204/DM/V/95. Kesepakatan itu 
tidak ada batas waktunya serta telah 
mendapat persetujuan dari oleh 
Ditjen Bea dan Cukai pada tahun 
1995. Adanya perjanjian tersebut 
menyebabkan penguasaan produksi 
hologrampita cukai rokok terpusat 
pada satu pelaku usaha saja yaitu PT 
Pura Nusapersada. Akibatnya PT 
Pura Nusapersada akan menjadi 
pemasok tunggal hologram pitacukai 
pada Perusahaan Umum Percetakan 
Uang Republik Indonesia (Perum 
Peruri) sementara pelaku usaha lain 
yang sejenis sulit masuk menjadi 
pemasok hologram pita cukai kepada 
Perum Peruri. Ini artinya didalam 
pasar  bidang cetak hologram pitacu-
kai telah terjadi hambatan masuk 
(barrier to entry) yang diciptakan 
oleh pelaku usaha yang sangat berpe-
luang menimbulkan  terjadinya prak-
tik monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat yang dilarang oleh 
hukum persaingan usaha.
Oleh sebab itulah KPPU kemudi-
an melakukan serangkaian pemerik-
saan pendahuluan untuk mendapat-
kan bukti-bukti yang diperlukan. 
Setelah dilakukan beberapa kali 
pemeriksaan pendahuluan yaitu pada 
tanggal 17 Maret 2004, 19 Maret 
2004, dan 1 April 2004 Tim Pemerik-
sa menemukan adanya indikasi 
pelanggaran terhadap ketentuan 
Pasal 17 ayat (1), Pasal17 ayat (2) 
huruf b dan Pasal 25 ayat (1) huruf c 
UUPU.
Pemeriksaan pendahuluan dilaku-
kan terhadap Pelapor, Terlapor I dan 
Terlapor II.dan Ditjen Bea dan 
Cukai. Dari serangkaian pemerik-
saan pendahuluan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa 1). Pelapor me- 
rupakan badan usaha yang mempro-
duksi hologram tetapi masih mulai 
memasarankan dan belum melaku-
kan usaha komersiil, 2). Terlapor I 
mempunyai tugas untuk mencetak 
uang kertas dan uang logam serta 
mencetak dokumen sekuriti yang 
menyangkut keamanan negara.Ter- 
lapor I mengikutsertakan Terlapor II 
dalam hal mencetak dan melekatkan 
hologram pada pita cukai, 3). Ter- 
lapor II memiliki kegiatan mempro-
duksi hologram pitacukai dan memi-
liki pesaing potensial  PT Mitra 
Sakti, PT Sumber Cakung, PT Royal 
Standar, PT Semarang Packaging 
Industry. Terlapor II tidak keberatan 
jika dilakukan tender dalam 
pengadaan hologram pita cukai, 4). 
Ditjen Bea dan Cukai menyatakan 
bahwa perjanjian tersebut dapat 
dibatalkan selanjutnya melalui 
tender dengan syarat-syarat tertentu 
asalkan ada jaminan kepastian keter-
sediaan pita cukai. Ditjen Bea dan 
Cukai juga menegaskan bahwa 
pengadaan pita cukai berhologram 
tidak dilakukan melalui konsorsium 
karena pengawasannya sulit.
Setelah melakukan Pemeriksaan 
Pendahuluan, akhirnya  Tim Peme- 
riksa berkesimpulan bahwa terdapat 
indikasi adanya pelanggaran terha-
dap ketentuan Pasal 17 ayat (1), 
Pasal , 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 
25 ayat (1) huruf c UUPU. Pasal 17 
menentukan adanya praktik monopo-
li dan Pasal 25 tentang penyalahgu-
naan posisi dominan oleh Terlapor I 
dan Terlapor II.
Oleh karena itu, Tim Pemeriksa 
merekomendasikan agar pemerik-
saan dilanjutkan ke Pemeriksaan 
Lanjutan dengan alasan bahwa 
kegiatan yang dilakukanoleh PT Pura 
Nusapersadasebagai Terlapor II 
adalah akibat adanya perjanjian 
kerjasama pengadaan hologrampita 
cukai antara Perum Peruri danPT 
Pura Nusapersadatelah menyebab-
kan timbulnya hambatan masuk 
(entry barrier) bagi produsenholo-
gram lain yang berpeluang menim-
bulkan praktik monopoli. Atas dasar 
rekomendasi Tim Pemeriksa terse-
but, KPPU mengeluarkan Penetapan 
Komisi Nomor 08/PEN/KP-
PU/IV/2004 tanggal 6 April2004 
untuk melanjutkan Perkara Nomor 
03/KPPU-L/2004 ke Pemeriksaan 
Lanjutanterhitung sejak tanggal 6 
April 2004 sampai dengan tanggal 2 
Juli 2004.
Pemeriksaan Lanjutan telah 
beberapa dilakukan oleh Komisi 
antara lain pada tanggal 17 Mei 
2004, 24 Mei 2004, 31 Mei 2004, 8 
Juni 2004,9 Juni 2004,dan 10 Juni 
2004.  Selama tahap pemeriksaan 
lanjutan  diperiksa tiga buah perusa-
haan hologram pitacuka sebagai 
saksi, Ditjen Bea dan Cukai dan 
Botasupal (Badan Koordinasi Pem-
berantasan Uang Palsu). Dari  
serangkaian pemeriksaan lanjutan 
dapat disimpulkan berikut ini : 1).  
Para Saksi   pada umumnya adalah  
perusahaan yang bergerak dalam 
bidang usaha percetakan hologram 
pitacukai dan atau percetakan biasa, 
percetakan dokumen sekuriti seperti 
materai, akte perkawinan dan buku 
nikah serta percetakan hologram 
untuk plat nomor kendaraan bermo-
tor dan cap-cap tiga dimensi, 
2).Botasupal memiliki tugas dan 
wewenang melakukan pengawasan 
dan pembinaan terhadap percetakan 
dokumen sekuriti serta memberikan 
ijin dan rekomnedasi kepada produ-
sen dan distributor hologram. Bota-
supal belum memberikan rekomen-
dasi ijin usaha/operasi dokumen 
sekuriti kepada Pelapor dengan 
alasan Pelapor masih mengambil 
mesin master dari luar negeri, 3). 
Terlapor II menerangkan bahwa 
tidak bersedia menempatkan mesin 
cetak dan pelekatan hologram pada 
Terlapor I dengan alasan Terlapor II 
tidak dapatmengembangkan teknolo-
gi hologram dan akan terjadi 
inefisiensi serta sebenarnya tidak 
keberatan untuk mengubah perjanji-
an Tahun 1995 apabila bertentangan 
dengan Undang-undang Nomor 5 
Tahun1999, 4). Terlapor I, Terlapor II 
dan Ditjen Bea dan Cukai serta PT 
KertasPadalarang telah mengadakan 
pertemuan yang menyepakati peru-
bahanperjanjian Pengadaan Holo-
gram untuk Cetakan Pita Cukai.
Proses produksi pita cukai 
berhologram dalam praktiknya tidak 
efisien karena pita cukai berholo-
gram tidak dibuat sepenuhnya oleh 
Terlapor I, tetapi ada bagian seperti 
hologramdibuat oleh Terlapor II dan 
pada bagian kertas pita cukai dibuat 
oleh PT Kertas Padalarang. Perma- 
salahan pokok dalam dalam 
pengadaan pita cukai berhologram 
sebenarnya lebih banyak karena 
keterlambatan pengiriman dan atas 
keterlambatantersebut Perum Peruri  
dikenakan penalti sehingga  Ditjen 
Bea dan Cukai sebenarnya setuju 
apabila pengadaan hologram pita 
cukai terbuka melalui tender namun 
kendalanya adalah adanya perjanjian 
ekslusif antara Terlapor I  dan Ter- 
lapor II, sedangkan kewenangan 
untuk membatalkan perjanjian terse-
but bukan beradapada Ditjen Bea dan 
Cukai tetapi berada pada kedua pihak 
yang melakukan perjanjian..
Botasupal telah memberikan 
rekomendasi ijin usaha/operasi 
dokumensekuriti kepada 5 (lima) 
perusahaan hologram yaitu PT 
Sumber Cakung, PTKarya Aroma 
Sejati, PT Royal Standar, PT Pura 
Barutama dan PT Pura Nusapersada 
selaku pabrik hologram serta satu 
agen hologram yaitu PT. Mitra 
Sakti.. Sedangkan perusahaan holo-
gram yang dapat memenuhi seluruh-
kebutuhan hologram pita cukai yang 
berjumlah 17 (tujuh belas) Milyar 
keping hanya 2 (dua) perusahaan 
yaitu PT Pura Nusapersada dan PT 
Karya Aroma Sejati.
Berdasarkan bukti-bukti dan fakta 
hukum yang ada, maka Majelis 
Komisi menutuskan : Perum Peruri 
sebagai Terlapor I dan PT Pura Nu- 
sapersada sebagai Terlapor II terbuk-
ti secara sah dan meyakinkan me- 
langgar pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) 
huruf b Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1999, namun  tidak terbukti 
melanggar pasal 25 ayat (1) huruf c. 
Selanjutnya memerintahkan kepada 
Terlapor I dan Terlapor II untuk 
menghentikan kegiatanyang menga-
kibatkan terjadinya praktik monopoli 
dan atau persaingan usaha tidaksehat 
dalam pengadaan hologram pada pita 
cukai dengan cara membatalkan 
SuratPerjanjian Nomor SP-302/V/ 
1995. Juga memerintahkan kepada 
Terlapor I untuk membuka pasar 
pengadaan hologram pada pita cukai 
dengan memberikan kesempatan 
yang sama kepada setiap pelaku 
usaha untuk turut serta dalam 
pengadaan hologram pada pita cukai 
melalui tender yang terbuka dan 
transparan, selambat-lambatnya un- 
tuk pengadaan hologram pada pita 
cukai tahun anggaran 2005.
Analisis putusan dari perkara 
diatas sebagai berikut : 1). Perum 
Peruri dan PT Pura Nusapersada 
terbukti melakukan praktik praktik 
monopoli, 2). Perum Peruri dan PT 
Pura Nusapersada melanggar Pasal 
17 ayat (1 dan (2) huruf b, 3). Perum 
Peruri dan PT bagi pelaku usaha lain 
yang Pura Nusapersada menciptakan 
hambatan masuk hendak ikut tender.
Simpulan
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terhadap prinsip larangan praktik 
monopoli dalam memutus perkara 
persaingan usaha didasarkan pada 
ada tidaknya kepentingan umum 
(public interest) yang dirugikan oleh 
pelaku usaha. Pertimbangan hakim 
(ratio decidendi) komisioner untuk 
menetapkan pelanggaran terhadap 
prinsip larangan praktik monopoli 
adalah adanya unsur pasal 17 ayat (2) 
UUPU yang meliputi: a)non substitu-
tion; b) barrier to entry; c) dan 
market share. Dalam beberapa perka-
ra persaingan usaha KPPU telah 
menerapkan prinsip tersebut sebagai 
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Pendahuluan 
Laranganpraktik monopoli ditem-
patkan oleh pembentuk undang-un-
dang sebagai bagian dari judul 
Undang-undang Persaingan Usaha 
Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya 
disebut dengan UUPU) bukan tanpa 
sebab dan alasan. Kata ”Larangan-
praktik monopoli” juga bukan kata 
yang tanpa makna. Bagi pelaku 
usaha kata tersebut cukup berarti 
terhadap peletakan strategi bisnis 
dalam perusahaan. Dalam tataran 
yuridis dalam UUPUterdapat dua 
kata memiliki kemiripan yang digu-
nakan secara berganti-ganti, yakni 
kata ”monopoli” dan ”praktik mono- 
poli”. Kendatipun demikian, dari 
segi makna kedua istilah tersebut 
terkandung perbedaan yang cukup 
mendasar. Kata “praktik monopoli” 
menjadi prinsip larangandalam 
UUPU sementara itu ”monopoli” 
tidak dijadikan sebagai prinsip lara- 
ngan dalam UUPU. Hal ini menun-
jukkan bahwa pada dua kata tersebut 
memang memiliki arti dan makna 
yang berbeda.
Mengingat sudah menjadi karak-
ter bagi setiap pelaku usaha jika 
selalu ingin menguasai pasar dan 
memenangkan persaingan didalam 
pasar, maka tidak segan-segan 
pelaku usaha melakukan tinda-
kan-tindakan yang cenderung meng-
abaikan kode etik yang lazim dite- 
rapkan dalam bisnis bahkan tidak 
peduli umtuk melanggar aturan 
hukum. Oleh sebab itu, tidak jarang 
beberapa pelaku usaha dihadapkan 
pada persoalan pelanggaran aturan 
hukum, khususnya hukum  persai- 
ngan usaha dan menjadi pihak yang 
harus mempertanggung jawabkan 
segala tindakan pelanggarannya 
dihadapan badan yang mengawasi 
perilakupelaku usaha di Indonesia, 
yaitu Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (selanjutnya disebut KPPU).  
Dari beberapa larangan yang 
diatur dalam UUPU, terdapat salah 
satu larangan  yang dapat dikualifi-
kasikan sebagai pelanggaran UUPU 
adalah melakukan tindakan praktik 
monopoli. Ketentuan Pasal 17 
UUPU adalah parameter yuridis 
untuk mengkualifikasikan suatu 
tindakan termasuk praktik monopoli 
atau bukan. KetikaKPPU menemu-
kan salah satu dari kriteria pasal 
tersebut telah dilakukan oleh pelaku 
usaha, maka KPPU  berhak untuk 
melakukan penyidikan dan penyeli-
dikan kepada pelaku usaha yang 
bersangkutan. Sebagai lembaga pe- 
ngawas kegiatan pelaku usaha, 
KPPU memiliki kewenangan yang 
cukup besar terhadap segala bentuk 
perilaku pelaku usaha yang melang-
gar Pasal 35 UUPU.
KPPU memiliki kewenangan 
menangani perkara yang berbeda 
dengan pengadilan perdata yang 
menangani hak-hak perorangan yang 
bersifat privat, karena perkara yang 
ditangani KPPU bersifat publik. Hal 
ini sesuai dengan tujuan Hukum 
persaingan usaha yang tercantum 
dalam Pasal 3 huruf a, yaitu untuk 
”menjaga kepentingan umum dan 
meningkatkan efisiensi ekonomi 
nasional sebagai salah satu upaya 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat” (Anggara, 2009 : 163). 
Sehingga tugas KPPU harus menjaga 
kondisi perekonomian nasionalagar 
tercipta iklim persaingan usaha yang 
sehat melalui putusan-putusan yang 
dibuatnya tidak terdistorsi oleh 
kepentingan kelompok tertentu saja. 
Berdasarkan uraian latar belakang 
tersebut, dapat dirumuskan permas-
alahan berikut, bagaimanakah imple-
mentasi prinsip larangan praktik 
monopoli dalam putusan KPPU 
(melalui putusan hakim komisioner) 
? Untuk mengkajinya dapat dicerma-
ti dari pertimbangan hakim komi- 
sioner (ratio decidendi) dalam putu-
sannya.
Pembahasan 
1. Prinsip Larangan Praktik 
Monopoli Dalam UUPU 
Parameter yang digunakan oleh 
UUPU untuk mengetahui pelaku 
usaha melakukan monopoli atau 
tidak, terdapat dalam Pasal 17 
UUPU, disebutkan bahwa,
(1)  Pelaku usaha dilarang melaku-
kan penguasaan atas produksi 
dan atau pemasaran barang 
dan atau jasa yang dapat me- 
ngakibatkan terjadinya praktik 
monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat. 
(2)  Pelaku usaha patut diduga atau 
dianggap melakukan pengua-
saan atas produksi dan atau 
pemasaran barang dan atau 
jasa sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), apabila:
a. barang dan atau jasa yang 
bersangkutan belum ada   sub-
stitusinya;atau
b. mengakibatkan pelaku usaha 
lain tidak dapat masuk ke 
dalam persaingan usaha ba- 
rang dan atau jasa yang sama; 
atau
c.  pelaku usaha atau satu kelom-
pok pelaku usaha menguasai 
lebih dari  50% (lima puluh 
persen) pangsa pasar satu jenis 
barang atau jasa tertentu.
Mencermati rumusan Pasal 17 di 
atas memberi pemahaman bahwa 
pelaku usaha akan dianggap melaku-
kan penguasaan atas produksi dan 
atau pemasaran jika perilakunya 
memenuhi kualifikasi unsur-unsur 
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, 
atau c. Unsur-unsur itu bersifat alter-
natif artinya cukup terdapat salah 
satu unsur saja seorang pelaku usaha 
sudah dapat dikualifikasikan sebagai 
telah melakukan kegiatan praktik 
monopoli. 
Pada asasnya segala bentuk 
kegiatan maupun perjanjian yang 
dilakukan pelaku usaha jika mengki-
batkan praktik monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat adalah 
dilarang. Monopoli tidak dilarang 
sepanjang tidak mengakibatkan 
praktik monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat, karena tidak 
semua monopoli merugikan ada juga 
monopoli yang menguntungkan 
(aspek positif monopoli). Sedangkan 
yang dimaksud dengan aspek negatif 
monopoli adalah pengertian dari 
praktik monopoli itu sendiri, yakni 
kegiatan monopoli yang senantiasa 
menimbulkan inefesiensi sumber 
daya dan kerugian pada masyarakat.
Monopoli dan persaingan sebagai 
dua konsep yang memiliki sisi positif 
bagi persaingan dan sisi negatif bagi 
monopoli hal itu merupakan pandan-
gan yang sangat sederhana. Kalau 
dikaji lebih jauh, kedua konsep itu 
saling memiliki aspek-aspek positif 
maupun aspek negatif, tergantung 
sasaran apa yang hendak dicapai dari 
masing-masing. Misalnya, monopoli 
yang dilakukan untuk melindungi 
sumber daya yang vital dari eksploi-
tasi pihak-pihak yang mencari keun-
tungan sendiri, maka monopoli itu 
dianggap sebagai sisi positif dari 
monopoli. Sebaliknya, persaingan 
yang berkonotasi baik bisa beraspek 
negatif, jika persaingan itu terjadi 
tanpa kendali dan pengawasan dari 
negara, tidak lagi mempertimbang-
kan aspek ekonomi, akhirnya yang 
terjadi persaingan yang saling 
mematikan, yang kuat menghancur-
kan yang lemah, maka tujuan 
persaingan yang seharusnya mem-
beri kesejahteraan yang maksimal 
kepada masyarakat dan kesempatan 
yang sama kepada pelaku usaha 
tidak dapat terwujud. 
Berdasarkan pengertian monopoli 
yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 
UUPU, terkandung dua unsur pen- 
ting dalam monopoli, yaitu (1) 
adanya penguasaan atas produk, dan 
atau pemasaran barang dan atau atas 
penggunaan jasa tertentu, (2) dilaku-
kan oleh satu pelaku usaha atau satu 
kelompok pelaku usaha. 
Adapun bentuk kegiatan pengua-
saan atas produksi dan pemasaran 
yang dilarang itu memiliki kriteria 
sebagai berikut : (1) penguasaan atas 
produksi, (2) penguasaan atas 
pemasaran produksi atau jasa, (3) 
barang dan jasa yang berada di 
bawah penguasaan itu tidak ada 
substitusinya di pasar, (4) praktik 
tersebut mengakibatkan terjadinya 
monopoli atau persaingan usaha 
tidak sehat (Ginting, 2001 : 68)
Hal ini artinya penguasaan atas 
produk dan pemasaran suatu produk-
si tidak dilarang oleh undang-undang 
sepanjang tidak meniadakan atau 
mengurangi persaingan di pasar 
(lessen competition), seperti kasus 
paling aktual saat ini yang dilakukan 
oleh Carrefour. 
Didalam Pasal 1 ayat (2) UUPU 
memuat pengertian dari praktik 
monopoli, yang mengandung unsur- 
unsur : (1) Terjadinya pemusatan 
kekuatan ekonomi pada satu atau 
lebih pelaku usaha, (2) Terdapat 
penguasaan atas produksi atau 
pemasaran barang atau jasa tertentu, 
(3) Terjadinya persaingan usaha 
tidak sehat, (4) Tindakan tersebut 
merugiakan kepentingan umum 
(Kagramanto, 2007 : 181)
Jika dibandingkan dengan kriteria 
praktik monopoli terdapat dalam 
Pasal 17 ayat (2), yang memuat 
unsur-unsur : (1) Melakukan perbua-
tan penguasaan atas suatu produk, (2) 
Melakukan perbuatan atas pemasa-
ran suatu produk, (3) Penguasaan 
tersebut dapat mengakibatkan terjad-
inya praktik monopoli, (4) pengua-
saan tersebut dapat mengakibatkan 
terjadinya persaingan usaha tidak 
sehat. 
Konsep praktik monopoli menga-
rah pada pengertian pemusatan 
kekuatan ekonomi, artinya terdapat 
korelasi antara praktik monopoli 
dengan pemusatan ekonomi. Pemu-
satan kekuatan ekonomi jangkauan- 
nya lebih luas daripada sekedar 
penguasaan pasar (bidang pemasa-
ran) karena menyangkut juga pada 
bidang produksi. Penguasaan pasar 
mengakibatkan berkurangnya per- 
saingan (lessen competition) uji 
materiilnya melalui struktur pasar 
sedangkan pemusatan kekuatan 
ekonomi menimbulkan konglomera-
si batu ujinya melalui perilaku pasar.
Untuk membuktikan unsur-unsur 
yang terdapat didalam Pasal 17 ayat 
(2)UUPU harus dapat dipenuhi, 
yakni : (1) Tidak terdapat produk 
substitusinya, (2) Pelaku usaha lain 
sulit masuk kedalam pasar persai- 
ngan terhadap produk yang sama 
dikarenakan hambatan masuk yang 
tinggi, (3) Pelaku usaha lain tersebut 
adalah pelaku usaha yang mempu-
nyai kemampuan bersaing yang 
signifikan dalam pasar bersangkutan, 
(4) Satu atau satu kelompok pelaku 
usaha telah menguasai lebih dari 
50% pangsa pasar suatu jenis produk 
(Winardi, 1996 : 457)
Pengertian unsur-unsur akan 
dijelaskan sebagai berikut : 
1. Produk substitusi
 Didalam Kamus Ekonomi, 
substitutional goods artinya 
benda-benda pengganti, yaitu 
adanya hubungan antara dua 
benda atau lebih, demikian rupa 
hingga benda x dapat mengganti-
kan benda y. Dengan demikian  
pengertian ini dapat dibedakan 
dengan pengertian benda-benda 
komplementer. Benda komple-
menter berfungsi sebagai benda 
pelengkap dari benda utama, 
tetapi tidak menggantikan fung-
sinya. 
 Beranjak dari pengertian di 
atas,  terjadinya  praktik monopoli 
didalam pasar ditandai dengan 
adanya satu jenis produk dalam 
pasar yang bersangkutan, tidak 
ditemukan barang pengganti yang 
menjadi alternatif bagi konsumen 
untuk memilih jenis lainnya yang 
lebih murah. Akibatnya penjual 
produk tersebut dapat memainkan 
harga karena pasarnya berada 
dalam penguasaannya.
 Oleh karena pasar hanya 
dikuasai satu jenis barang 
tertentu, maka didalam pasar 
tidak terjadi persaingan. Pasar 
yang tidak persaingan, pelaku 
usaha cenderung menentukan 
harga sesuai dengan kehendak- 
nya. Sehingga konsumen tidak 
memperoleh harga murah  yang 
lebih kompetitif dibandingkan 
dengan harga yang ditetapkan.
 Istilah substitusi juga ditemu-
kan didalam definisi pasar 
bersangkutan yang terdapat pada 
Pasal 1 angka 10 UUPU, disebut-
kan bahwa:
”Pasar bersangkutan adalah pasar 
yang berkaitan dengan jangkauan 
atau daerah pemasaran tertentu 
oleh pelaku usaha atas barang dan 
atau jasa yang sama atau sejenis 
atau substitusi dari barang dan 
atau jasa tersebut”.
 Untuk menilai sifat substitusi 
dari suatu produk dengan produk 
yang lain dapat digunakan dengan 
menggunakan pendekatan terha-
dap elastisitas permintaan dan 
penawaran melalui analisis prefe-
rensi konsumen. Dalam melaku-
kan analisis preferensi konsumen 
digunakan tiga parameter utama 
sebagai alat pendekatan, yaitu 
harga, karakter, dan kegunaan 
(fungsi) produk.(Assahinur, 2009 
: 18) Produk dalam suatu pasar 
tidak harus bersifat perfect substi-
tutes, karena sulit untuk menemu-
kannya, oleh sebab itu bisa 
dengan konsep close substitutes. 
Produk dalam suatu pasar tidak 
harus memiliki kualitas yang 
sama, oleh sebab itu, sepanjang 
konsumen menentukan bahwa 
produk terkait memiliki karakter 
dan fungsi yang sama, maka 
produk tersebut dapat dikatakan 
sebagai substitusi satu dengan 
lainnya. Untuk menerapkan Pasal 
1 angaka 10 telah dikeluarkan 
peraturan KPPU No.3 Tahun 
2009 tentang Pedoman Penerapan 
Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar 
Bersangkutan.
2. Barrier to entry
 Bentuk  Barrier to entry dapat 
berasal dari dua hal, yaitu dari sisi 
perusahaan dari sisi kebijakan 
publik dari sisi perusahaan strate-
gi yang diterapkan tidak hanya 
untuk menjaga kekuatan pasarnya 
melainkan juga mempertahankan 
laba monopolisnya. Sedangkan 
yang berasal dari kebijakan 
pemerintah biasanya memiliki 
tujuan tertentu, seperti kondisi 
alami industri yang merupakan 
natural monopoly.
3.  Penguasaan Pasar (Market 
Share)
 Menjadi penguasa dalam 
suatu jenis pasar merupakan hara-
pan dari setiap pelaku usaha, 
dengan menjadi penguasa yang 
nyata atas suatu pasar berarti 
pemusatan kekuatan ekonomi 
telah berada dalam genggaman 
pelaku usaha tersebut. Dengan 
kekuatan pasar yang dimilikinya 
itu pelaku usaha dapat menentu-
kan harga barang atau jasa dan 
dampak selanjutnya adalah keun-
tungan yang optimal pasti akan 
dapat diraihnya. Adapun wujud 
penguasaan pasar, dilakukan 
dengan cara: 1). Jual rugi (preda-
tory Pricing) dengan maksud 
untuk mematikan pesaingnya, 2). 
Melalui pratik penetapan biaya 
produksi secara curang serta 
biaya lainnya yang menjadi kom-
ponen harga barang, serta, 3). 
Perang harga maupun persaingan 
harga (Fahmi, 2009 : 139).
 Berbagai bentuk tindakan 
penguasaan pasar seperti ini 
hanya mugkin  dilakukan oleh 
pelaku usaha yang memiliki 
market power. Tolok ukur 
penguasaan pasar tidak harus 
menguasai sebesar 100%, 
penguasaan sebesar 50% atau 
75% saja sudah dapat dikatakan 
memiliki market power.
 Seperti didalam Pasal 17, 
kriteria menguasai pasar diberi-
kan batas lebih dari 50%, pelaku 
usaha yang menguasai pasar sebe-
sar 50% dapat diduga atau diang-
gap melakukan praktik monopoli 
yang merugikan kepentingan 
umum. Pasal 17 bersifat rule of 
reason, untuk dapat membuktikan 
adanya kerugian masyarakat perlu 
dilakukan berbagai penelitian dan 
kajian dari ahli hukum dan ahli 
ekonomi.
2.  KPPU Sebagai Lembaga 
Pengawasan Kegiatan Pelaku 
Usaha
 
Di Indonesia lembaga yang 
berwenang menjalankan fungsi 
pengawasan kegiatan pelaku usaha 
adalah Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha atau disingkat dengan KPPU. 
Pasal 30 ayat (1) UUPU menyebut-
kan,”Untuk mengawasi Undang-un-
dang ini dibentuk Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha yang selanjutnya 
disebut Komisi”, dan didalam Pasal 
30 ayat (3) disebutkan bahwa, 
”Komisi bertanggung jawab kepada 
Presiden”. Selanjutnya Pasal 34 ayat 
(1) menegaskan bahwa, ”Pembentu-
kan Komisi serta susunan organisasi, 
tugas, dan fungsinya ditetapkan 
dengan Keputusan Presiden”. Ak- 
hirnya KPPU didirikan pada tanggal 
8 Juli 1999 berdasarkan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 
75 Tahun 1999 tentang Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha. 
Dengan demikian, penegakan 
Hukum Persaingan Usaha serta 
pengawasan terhadap pelaku usaha 
berada dalam kewenangan KPPU.
Sebagai lembaga pengawas 
kegiatan pelaku usaha, KPPU memi-
liki kewenangan yang cukup besar 
terhadap segala bentuk perilaku 
pelaku usaha. Kewenangan tersebut 
meliputi penyidikan, penuntutan, 
konsultasi, memeriksa, mengadili, 
dan memutus perkara pelanggaran 
hukum persaingan oleh pelaku 
usaha. Namun bukan berarti tidak 
ada lembaga lain yang berwenang 
menangani perkara monopoli dan 
persaingan usaha, Pengadilan Negeri 
(PN) dan Mahkamah Agung (MA) 
juga diberi wewenang untuk mena- 
ngani perkara persaingan. Penga-
dilan Negeri diberi wewenang untuk 
menangani keberatan terhadap putu-
san KPPU. dan menangani pelangga-
ran hukum persaingan yang menjadi 
perkara pidana karena tidak dijalan- 
kannya putusan KPPU yang sudah in 
kracht. Sedangkan MA diberi 
kewenangan untuk menyelesaikan 
perkara pelanggaran hukum persai- 
ngan apabila terdapat keberatan atas 
putusan PN tersebut dengan menga-
jukan kasasi. Putusan MA harus 
dijatuhkan dalam waktu 30 hari sejak 
permohonan kasasi diterima. 
Pada Pasal 30 ayat (2) menegas-
kan bahwa, ”Komisi adalah suatu 
Lembaga Independen yang terlepas 
dari pengaruh dan kekuasaan Peme- 
rintah serta pihak lain”. Hal ini berar-
ti bahwa KPPU merupakan lembaga 
yang independen. Hal ini ditegaskan 
lagi dalam Keppres nomor 75 Tahun 
1999 yang terdapat pada Pasal 6 ayat 
(2) bahwa, anggota Komisi yang 
menangani perkara dilarang:
a. mempunyai hubungan sedarah 
atau semenda sampai derajat ke 
tiga dengan salah satu pihak yang 
berperkara; atau
b. mempunyai kepentingan dengan 
perkara yang bersangkutan.
Untuk menjaga independensi dan 
integritas anggota Komisi,  per- 
syaratan untu menjadi anggota 
Komisi telah dirumuskan dalam 
Pasal 31 sampai dengan Pasal 34. 
Dalam persyaratan tersebut dikehen-
daki anggota-anggota terpilih dan 
terpercaya (credible). Integritas 
moral dan kepercayaan untuk memi-
lih seseorang adalah unsur penting 
yang sangat menentukan apalagi 
sebagai anggota komisi yang terkait 
dengan dunia bisnis dan pelaku 
usaha, maka kepribadian dan integri-
tas memegang peranan kunci (plays 
a key role) dalam menangani perkara 
persaingan. 
Atas dasar peran KPPU sebagai 
lembaga pengawas, maka tugas  
yang disandang oleh KPPU didalam 
Pasal 35. Sebagai tindak lanjut atas 
tugas yang dibebankan, KPPU juga 
mempunyai wewenang yang terca- 
kup dalam Pasal 36. Jika dicermati 
tugas dan wewenang KPPU dalam 
pasal-pasal tersebut,  sebenarnya 
kewenangan KPPU hanya terbatas 
pada kewenangan administratif, 
meskipun terdapat kewenangan yang 
mirip badan penyidik, namun tugas 
penyidikan, penuntutan dan pemutus 
itu dalam rangka memberikan sanksi 
hukuman administrasi semata. 
Demikian juga dengan kekuatan 
hukum dari putusan KPPU mempu-
nyai kekuatan eksekutorial, yaitu 
keputusan yang sederajat dengan 
keputusan hakim, oleh sebab itu 
putusan KPPU dapat langsung 
dimintakan eksekusi (Fiat Excecutie) 
pada Pengadilan Negeri yang 
berwenang tanpa harus beracara 
sekali lagi di pengadilan tersebut. 
(Pasal 46 ayat (2) UUPU).
Proses penyelidikan dan pemerik-
saan merupakan salah satu bagian 
dari proses beracara di KPPU. 
Hukum acara di KPPU ditetapkan 
pertama kali melalui Surat Keputu-
san Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000, 
tentang Tata Cara Penyampaian 
Laporan dan Penanganan Dugaan 
Pelanggaran Terhadap UU No.5 
Tahun 1999. Surat Keputusan terse-
but telah diubah menjadi Peraturan 
Komisi No.1 Tahun 2006, tentang 
Tata Cara Penanganan Perkara di 
KPPU yang mulai efektif berlaku 
pad tanggal 18 Oktober 2006. 
Proses penyelidikan dan pemerik-
saan merupakan prosedur yang dike-
nal dalam hukum pidana yaitu proses 
mencari kebenaran materiil. Dalam 
mencari kebenaran materiil diperlu-
kan keyakinan KPPU bahwa pelaku 
usaha melakukan atau tidak melaku-
kan perbuatan yang menyebabkan 
terjadinya praktik monopoli dan 
persaingan tidak sehat. (Wibowo dan 
Sinaga, 2005 : 365)dan KPPU mulai 
melakukan pemeriksaan (pendahulu-
an) jika terdapat salah satu indikasi 
dari perbuatan berikut ini : (1) Atas 
inisiatif Komisi sendiri apabila ada 
dugaan telah terjadinya pelanggaran 
Undang-undang Anti Monopoli, (2) 
Atas laporan tertulis dari pihak yang 
merasa dirugikan;setiap orang yang 
mengetahui atau patut diduga telah 
terjadi pelanggaran terhadap Un- 
dang-undang Anti Monopoli, (3) 
Atas laporan tertulis dari setiap orang 
yang mengetahui atau patut diduga 
telah terjadi pelanggaran terhadap 
Undang-undang Anti Monopoli 
(Fuady, 1999 : 104).
Berdasarkan hasil pemeriksaan 
pendahuluan yang diperoleh, jika 
hasilnya adalah penetapan untuk 
melakukan pemeriksaan lanjutan, 
maka akan dilakukan tindakan 
penyelidikan dan pemeriksaan. Pihak 
yang melaporkan harus memberikan 
identitasnya kepada KPPU dan wajib 
dirahasiakan identitas pelapor oleh 
KPPU.
Mekanisme pemeriksaan perkara 
oleh KPPU pada prinsipnya sama 
dengan pengertian pemeriksaan 
dalam hukum acara pidana, namun 
terdapat sedikit perbedaan dalam hal 
siapa yang dimaksud dengan subyek 
pelapor dalam perkara persaingan 
usaha. Dalam pemeriksaan perkara 
yang didasarkan atas dasar laporan 
adalah pemeriksaan yang dilakukan 
karena adanya laporan dari ma- 
syarakat atau pelaku usaha yang 
dirugikan oleh tindakan pelaku usaha 
yang dilaporkan. Setelah menerima 
laporan, KPPU menetapkan majelis 
komisi yang akan bertugas memerik-
sa dan menyelidiki pelaku usaha 
yang dilaporkan. Dalam menjalan- 
kan tugas, majelis komisi dibantu 
oleh staf komisi. Pemeriksaan perka-
ra yang dilakukan atas dasar laporan 
menggunakan nomor perkara: 
Nomor perkara/KPPU-L (laporan)/ 
Tahun, sedangkan perkara yang 
diperiksa bukan atas dasar laporan 
pada nomor perkara tidak terdapat 
kode L (laporan).
Pemeriksaan atas dasar inisiatif 
KPPU didasarkan karena adanya 
dugaan atau indikasi dari hasil 
pengamatan dan persepsi sendiri 
disimpulkan adanya pelanggaran 
terhadap Hukum Persaingan. 
Mekanismenya, KPPU akan mem-
bentuk suatu Majelis Komisi untuk 
melakukan pemeriksaan terhadap 
pelaku usaha dan saksi. Dalam 
pemeriksaan tersebut majelis Komisi 
dibantu oleh staf komisi. Jika peme- 
riksaan perkara dilakukan atas dasar 
inisiatif komisi, maka pada penulisan 
nomor perkara adalah sama hanya 
saja menggunakan tanda I (Inisiatif). 
Pemeriksaan perkara dalam 
hukum acara persaingan usaha 
terdapat 2 (dua) jenis, yaitu pemerik-
saan pendahuluan dan pemeriksaan 
lanjutan. Untuk melakukan pemerik-
saan pendahuluan ini harus didasar-
kan pada laporan masyarakat, pihak 
yang dirugikan atau pelaku usaha. 
Berdasarkan laporan masyarakat 
KPPU menetapkan apakah perlu 
dilakukan pemeriksaan lanjutan atau 
tidak. Jika dianggap perlu, maka 
KPPU akan melakukan pemeriksaan 
kepada pelaku usaha yang dilapor-
kan. KPPU juga dapat mendengakan 
keterangan saksi, saksi ahli atau 
pihak lain yang dianggap memiliki 
keterangan yang diperlukan. Namun 
dalam melaksanakan tugas pemerik-
saan itu KPPU wajib melengkapi 
dirinya dengan surat tugas.
Di dalam Pasal 41 Hukum 
Persaingan Usaha menekankan 
bahwa selama melaksanakan tugas 
penyelidikan (pemeriksaan pendahu-
luan) dan pemeriksaan lanjutan 
pelaku usaha atau pihak lain yang 
diperiksa mempunyai kewajiban 
menyerahkan alat bukti yang diperlu-
kan dan dilarang menolak untuk 
diperiksa, dilarang menolak mem-
berikan informasi, dan dilarang 
menghambat proses penyelidikan 
dan pemeriksaan (lanjutan) yang 
dilakukan KPPU, oleh sebab itu, jika 
terdapat penolakan dari pelaku usaha 
atau pihak lain maka yang bersang-
kutan akan diserahkan kepada pe- 
nyidik untuk selanjutnya diproses 
sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
Adapun jangka waktu dalam 
pemeriksaaan lanjutan diberikan 
oleh Pasal 43 selambat-lambatnya 60 
(enam puluh) hari sejak dilakukan 
pemeriksaan lanjutan. Namun jika 
diperlukan tambahan waktu karena 
pemeriksaan dirasakan belum selesai 
masih  dapat diperpanjang paling 
lama 30 (tiga puluh) hari. Tidak 
dijelaskan dalam undang-undang 
apakah alasan dilakukan perpanja- 
ngan pemeriksaan lanjutan tersebut 
dan juga tidak dijelaskan lebih lanjut 
apa akibat hukumnya jika jangka 
waktu 60 hari dan tambahan 30 hari 
tersebut tidak dapat dipenuhi oleh 
KPPU.KPPU dalam melakukan 
pemeriksaan melalui beberapa taha-
pan, yaitu: 1). Panggilan, 2). Peme- 
riksaan, 3). Pembacaan Putusan. 
Tahap pemanggilan kepada  
pelaku usaha, saksi, atau pihak lain 
yang terkait dilakukan sebelum 
proses pemeriksaan dilaksanakan. 
Surat panggilan mengundang yang 
bersangkutan untuk hadir dalam 
proses pemeriksaan. Dalam surat 
panggilan memuat tanggal, hari, jam 
sidang serta tempat persidangan 
dilangsungkan. Jika terdapat pelaku 
usaha atau saksi yang dipanggil 
tetapi tidak hadir dalam persidangan 
dapat diancam dengan tindakan tidak 
kooperatif yang melanggar Pasal 42, 
selanjutnya perkara akan dilimpah-
kan ke kepolisian (Pasal 41) dengan 
demikian perkara tersebut sudah 
berubah menjadi perkara pidana.
Pada prinsipnya terhadap perkara 
apapun, pidana, perdata maupun 
persaingan usaha, setiap orang 
dilarang menghambat proses pe- 
nyelidikan atau pemeriksaan dengan 
tidak bersedia memberikan informasi 
atau alat bukti yang dapat men-
dukung jalannya pemeriksaan. 
Demikian juga dengan pelaku usaha 
tidak boleh menolak memberikan 
informasi maupun alat bukti baik itu 
berupa dokumen atau surat-surat 
yang menurut KPPU diperlukan 
dalam penyelidikan atau pemerik-
saan. 
Sebelum dilakukan pemeriksaan, 
KPPU wajib menjelaskan selengkap 
mungkin dokumen dan alat bukti apa 
saja yang dibutuhkan dalam pemer-
iksaan tersebut sehingga pelaku 
usaha dapat bersikap lebih kooperatif 
dengan mempersiapkan dokumen 
yang diperlukan tepat pada saat 
diperlukan. Demikian juga dengan 
timbal balik dari sikap kooperatif 
dari pelaku usaha, maka KPPU dian-
jurkan pula untuk sesegera mungkin 
mengembalikan dokumen data peru-
sahaan kepada pelaku usaha.  
Tahap pemeriksaan meliputi 
pemeriksaan administratif, pemerik-
saan pokok perkara, pemeriksaan 
pembuktian. Prosedur pemeriksaan 
administratif adalah pemeriksaan 
identitas dan pembacaan hak-hak 
pelaku usaha, saksi atau pihak lain. 
Pemeriksaan terhadap pokok perkara 
terdapat dua tahapan yaitu, pertama, 
pemeriksaan oleh KPPU. Kedua, 
pemberian kesempatan pada pelaku 
usaha untuk menyampaikan keteran-
gan atau dokumen. Pemeriksaan 
pembuktian menetapkan bahwa yang 
dapat dijadikan alat bukti dalam 
pemeriksaan terdiri dari: keterangan 
saksi, keterangan ahli, surat dan atau 
dokumen, petunjuk, keterangan 
terlapor/saksi pelaku usaha. Ketera- 
ngan saksi ahli diperlukan bilamana 
perkara yang diperiksa termasuk 
katagori perkara rumit. (Fahmi, 2009 
: 209). Apa yang dapat dijadikan 
sebagai ukuran bahwa suatu perkara 
termasuk ’perkara rumit’ tidak ter- 
dapat pedoman yang dapat dijadikan 
sebagai acuan dalam mengukur ting-
kat kerumitan suatu perkara oleh 
KPPU.
Dalam pemeriksaan pembuktian 
ini diperlukan sikap yang kooperatif 
dari pihak-pihak yang diperiksa oleh 
KPPU. Apabila tidak terdapat 
kerjasama antar pihak yang diperiksa 
dengan KPPU, maka pemeriksaan 
akan diserahkan kepada badan pe- 
nyidik umum untuk dilakukan pe- 
nyidikan terhadap penolakannya 
untuk diperiksa oleh KPPU sekaligus 
juga diselidiki pelanggarannya terha-
dap hukum  persaingan usaha. Kalau 
sudah dilimpahkan kepada penyidik 
umum, maka akan merubah status 
hukum perkara yang ditangani dari 
perkara administrasi (kasus persai- 
ngan dengan ancaman hukuman 
administrasi) menjadi kasus pidana 
(terkena ancaman hukuman pidana).
Setelah dilakukan tahapan peme- 
riksaan dan pemeriksaan lanjutan 
telah selesai seluruh rangkaian 
proses pemeriksaan sebelum dijatuh-
kan putusan oleh KPPU. Keseluru-
han proses tersebut memakan waktu 
60 (enam puluh) hari atau setelah  
diperpanjang selama 30 (tiga puluh) 
hari lagi. Putusan KPPU tentang 
adanya pelanggaran praktik monopo-
li dan persaingan usaha tidak sehat 
harus dibacakan dalam sidang yang 
dinyatakan terbuka untuk umum oleh 
majelis Komisi yang beranggotakan 
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang 
anggota Komisi. Hasil putusan 
KPPU harus segera diberitahukan 
kepada pelaku usaha yang diputus 
melanggar tersebut berupa petikan 
putusannya, dan  menurut Pasal 43 
ayat (4), yang dimaksud dengan 
pemberitahuan itu adalah menyam-
paikan petikan putusan KPPU).
3. Putusan KPPU Yang Terkait 
Dengan Praktik Monopoli.
3.1. Perkara Nomor 04/KP-
PU-I/2003 tentang Jasa Peti 
Kemas Oleh PT. Jakarta  
International Cargo Terminal
Kasus ini berawal dari hasil moni-
toring yang dilakukan oleh KPPU 
terhadap kegiatanusaha dalam 
bidang jasa terminal pelayanan bong-
kar muat petikemas di Pelabu-
hanTanjung Priok Jakarta Utara  
yang dilakukan oleh PT. JAKARTA 
INTERNATIONAL CONTAINER 
TERMINAL, disingkat dengan PT 
JICT dan KERJA SAMA OPERASI 
TERMINAL PETIKEMAS KOJA, 
disingkat dengan KSOTPK KOJA, 
terhadap PT. (PERSERO) PELABU-
HAN INDONESIA II, disingkat 
dengan PT. PELINDO II.
Dari hasil monitoring KPPU, di 
Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta 
Utara diduga terjadi praktikmonopoli 
dan atau persaingan usaha tidak sehat 
dalam bidang jasa terminal 
pelayananbongkar muat petikemas. 
Fakta-fakta yang diperoleh di lapan-
gan menunjukkan bahwa kegiatan 
usaha jasa terminal pelayanan bong-
karmuat petikemas di Pelabuhan 
Tanjung Priok Jakarta Utara jika 
dihubungkan dengan Pasal 26 ayat 
(1)Undang-undang Nomor 21 Tahun 
1992 tentang Pelayaran,yang mene-
tapkan bahwa,
”penyelenggaraan pelabuhan 
umum dilakukan oleh Pemerintah 
dan pelaksanaannya dapat dilim- 
pahkan kepada BadanUsaha 
Milik Negara, yang didirikan 
untuk maksud tersebut berdasar-
kan peraturan perundangan yang 
berlaku”
Sedangkan didalam Pasal 26 ayat 
(2)dinyatakan bahwa, 
”badan hukum Indonesia dapat 
diikutsertakan dalam penyeleng-
garaan pelabuhan umum atas 
dasar kerja sama dengan BUMN  
yangmelaksanakan pengusahaan 
pelabuhan”
Berdasarkan penjelasan Pasal 26 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 1992, bahwa,
”keikutsertaan badan hukum 
Indonesia dalam bekerja sama 
dengan BUMN dalam penyeleng-
garaan pelabuhan umumantara 
lain terhadap kegiatan jasa unit 
terminal peti kemas di pelabuhan, 
lapanganpenumpukan, penun- 
daan, dan lain sebagainya. 
Sedangkan kegiatan penyediaan-
jasa kolam pelabuhan dalam 
rangka keselamatan hanya dapat 
dilakukan olehBUMN” 
KPPU telah menyampaikan saran 
kepadaMeneg BUMN tertanggal 19 
Pebruari 2003 yang pada pokoknya 
mengharapkanMenteri bersangkutan 
menggunakan segala pengaruh dan 
wewenangnya agar klausuldi dalam 
authorization agreement dihilangkan 
atau disesuaikan dengan jiwa,sema- 
ngat serta tujuan Hukum Persaingan.
PT PELINDO III adalah peme-
gang hak pengelolaan pelabuhan 
umum sebagaimana diaturdidalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 
Tahun 1991, telah memberikan kon- 
sesi pengelolaan terminal petikemas 
kepada PT JICT dengan jaminan 
bahwa tidak akanada pembangunan 
terminal petikemas sebagai tamba- 
han dari Unit TerminalPetikemas I, 
Unit Terminal Petikemas II, dan Unit 
Terminal Petikemas III sebelumter-
capainya throughput sebesar 75% 
(tujuh puluh lima persen) dari kapa-
sitas rancangbangunnya sebesar 3,8 
juta. 
Adanya klausul authorization 
agreement tersebut termasuk salah 
satu bentuk  perjanjian  ekslusif  
yang dilarang oleh undang-undang 
sebab dapat menimbulkan hambatan 
strategis yang nyata bagi para pelaku 
usaha baru yangakan memasuki 
pasar bersangkutan pelayanan bong-
kar muat petikemas di pelabu-
hanTanjung Priok. Hal ini ditegaskan 
bahwauntuk mendapatkan pelayanan 
bongkar muat petikemasdi pelabu-
han Tanjung Priok mereka harus 
mengikatkan diri pada kontrak yang-
bersifat ekslusif. Tanpa adanya 
kontrak yang mengikat tersebut, 
maka mereka tidakakan dilayani PT 
JICT dan KSO TPK KOJA. 
Berdasarkan fakta-fakta tersebut 
menunjukkan bahwa PT JICT telah 
melakukan penguasaan pasar pada 
pasar bersangkutansebagaimana 
dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) 
huruf c.
Berdasarkan pertimbangan terse-
but, maka Majelis Komisi menilai 
dan berpandanganbahwa esensi dari 
klausul Authorization Agreement 
bukan merupakancerminan kerjasa-
ma sebagaimana dimaksud di dalam 
Pasal 26 ayat (2) melainkan bentuk 
transaksi pelimpahan kewenangan 
ataupun transaksi pelimpahan Hak 
Monopoli dengan memberikan jami-
nan untuk menguasai 75% (tujuh 
puluh lima persen) pangsa pasar pada 
pasar bersangkutan.dari PT PELIN-
DO sebagai BUMN.
KPPU mempertimbangkan unsur- 
unsur pelanggaran Hukum Persai- 
ngan yang terdapat dalam Pasal 4, 
yaitu
”pelaku usaha dilarang membuat 
perjanjian dengan pelaku usaha lain 
untuksecara bersama-sama melaku-
kan penguasaan produksi dan atau 
pemasaran barangdan atau jasa 
yang dapat mengakibatkan praktik 
monopoli dan atau persainganusaha 
tidak sehat”
Selanjutnya menyatakan bahwa 
PT JICT secara sah dan meyakinkan 
telah melanggar Pasal 17 ayat (1) dan 
Pasal 25 ayat (1) huruf c.Mencermati 
pengaturan pasal tentang monopoli 
dan penyalahgunaan posisi dominan 
yang terdapat dalam Hukum Persai- 
ngan Usaha masing-masing diatur 
dalam Pasal 17 dan Pasal 25. Dengan 
menggunakan pendekatan rule of 
reason larangan penguasaan pangsa 
pasar sebesar 50% didalam Pasal 17 
dan 59% serta 75% didalam Pasal 25 
dirasakan terlalu besar(Anggraini, 
2010 : 474). Sebab penguasaan pasar 
bukan merupakan pelanggaran 
hukum anti monopoli, jika  posisi 
tersebut dapat juga diraih melalui 
aktivitas monopoli alamiah atau legal 
berdasarkan persaingan pasar yang 
fair dan sehat(Gellhor dan Kovacic, 
1994 : 121-122)
3.2.  Perkara Nomor 03/KPPU-L 
/2004 tentang Pengadaan Holo-
gram Pita Cukai oleh PT. Pura 
Nusapersada
Kasus ini berawal dari laporan 
yang diterima KPPU tertanggal 19 
Januari 2004. Dua perusahaan 
sebagai terlapor I dan II diduga 
melakukan kesepakatan dalam 
rangka  pengadaan hologram pita  
cukai. Terlapor I adalah   Perusahaan 
Umum Percetakan Uang Republik 
Indonesia (Perum Peruri) dan Ter- 
lapor II adalahPT Pura Nusapersada. 
Kedua perusahaanmembuat kesepa-
katan bahwa pasokan hologram pita 
cukai kepada Perum Peruri selama 
ini akan dilakukan olehPT Pura Nu- 
sapersada saja.
Kesepakatan mereka buat pada 
tanggal9 Mei 1995 tertuang dalam 
Surat Perjanjian Nomor SP-302/V/ 
1995/204/DM/V/95. Kesepakatan itu 
tidak ada batas waktunya serta telah 
mendapat persetujuan dari oleh 
Ditjen Bea dan Cukai pada tahun 
1995. Adanya perjanjian tersebut 
menyebabkan penguasaan produksi 
hologrampita cukai rokok terpusat 
pada satu pelaku usaha saja yaitu PT 
Pura Nusapersada. Akibatnya PT 
Pura Nusapersada akan menjadi 
pemasok tunggal hologram pitacukai 
pada Perusahaan Umum Percetakan 
Uang Republik Indonesia (Perum 
Peruri) sementara pelaku usaha lain 
yang sejenis sulit masuk menjadi 
pemasok hologram pita cukai kepada 
Perum Peruri. Ini artinya didalam 
pasar  bidang cetak hologram pitacu-
kai telah terjadi hambatan masuk 
(barrier to entry) yang diciptakan 
oleh pelaku usaha yang sangat berpe-
luang menimbulkan  terjadinya prak-
tik monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat yang dilarang oleh 
hukum persaingan usaha.
Oleh sebab itulah KPPU kemudi-
an melakukan serangkaian pemerik-
saan pendahuluan untuk mendapat-
kan bukti-bukti yang diperlukan. 
Setelah dilakukan beberapa kali 
pemeriksaan pendahuluan yaitu pada 
tanggal 17 Maret 2004, 19 Maret 
2004, dan 1 April 2004 Tim Pemerik-
sa menemukan adanya indikasi 
pelanggaran terhadap ketentuan 
Pasal 17 ayat (1), Pasal17 ayat (2) 
huruf b dan Pasal 25 ayat (1) huruf c 
UUPU.
Pemeriksaan pendahuluan dilaku-
kan terhadap Pelapor, Terlapor I dan 
Terlapor II.dan Ditjen Bea dan 
Cukai. Dari serangkaian pemerik-
saan pendahuluan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa 1). Pelapor me- 
rupakan badan usaha yang mempro-
duksi hologram tetapi masih mulai 
memasarankan dan belum melaku-
kan usaha komersiil, 2). Terlapor I 
mempunyai tugas untuk mencetak 
uang kertas dan uang logam serta 
mencetak dokumen sekuriti yang 
menyangkut keamanan negara.Ter- 
lapor I mengikutsertakan Terlapor II 
dalam hal mencetak dan melekatkan 
hologram pada pita cukai, 3). Ter- 
lapor II memiliki kegiatan mempro-
duksi hologram pitacukai dan memi-
liki pesaing potensial  PT Mitra 
Sakti, PT Sumber Cakung, PT Royal 
Standar, PT Semarang Packaging 
Industry. Terlapor II tidak keberatan 
jika dilakukan tender dalam 
pengadaan hologram pita cukai, 4). 
Ditjen Bea dan Cukai menyatakan 
bahwa perjanjian tersebut dapat 
dibatalkan selanjutnya melalui 
tender dengan syarat-syarat tertentu 
asalkan ada jaminan kepastian keter-
sediaan pita cukai. Ditjen Bea dan 
Cukai juga menegaskan bahwa 
pengadaan pita cukai berhologram 
tidak dilakukan melalui konsorsium 
karena pengawasannya sulit.
Setelah melakukan Pemeriksaan 
Pendahuluan, akhirnya  Tim Peme- 
riksa berkesimpulan bahwa terdapat 
indikasi adanya pelanggaran terha-
dap ketentuan Pasal 17 ayat (1), 
Pasal , 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 
25 ayat (1) huruf c UUPU. Pasal 17 
menentukan adanya praktik monopo-
li dan Pasal 25 tentang penyalahgu-
naan posisi dominan oleh Terlapor I 
dan Terlapor II.
Oleh karena itu, Tim Pemeriksa 
merekomendasikan agar pemerik-
saan dilanjutkan ke Pemeriksaan 
Lanjutan dengan alasan bahwa 
kegiatan yang dilakukanoleh PT Pura 
Nusapersadasebagai Terlapor II 
adalah akibat adanya perjanjian 
kerjasama pengadaan hologrampita 
cukai antara Perum Peruri danPT 
Pura Nusapersadatelah menyebab-
kan timbulnya hambatan masuk 
(entry barrier) bagi produsenholo-
gram lain yang berpeluang menim-
bulkan praktik monopoli. Atas dasar 
rekomendasi Tim Pemeriksa terse-
but, KPPU mengeluarkan Penetapan 
Komisi Nomor 08/PEN/KP-
PU/IV/2004 tanggal 6 April2004 
untuk melanjutkan Perkara Nomor 
03/KPPU-L/2004 ke Pemeriksaan 
Lanjutanterhitung sejak tanggal 6 
April 2004 sampai dengan tanggal 2 
Juli 2004.
Pemeriksaan Lanjutan telah 
beberapa dilakukan oleh Komisi 
antara lain pada tanggal 17 Mei 
2004, 24 Mei 2004, 31 Mei 2004, 8 
Juni 2004,9 Juni 2004,dan 10 Juni 
2004.  Selama tahap pemeriksaan 
lanjutan  diperiksa tiga buah perusa-
haan hologram pitacuka sebagai 
saksi, Ditjen Bea dan Cukai dan 
Botasupal (Badan Koordinasi Pem-
berantasan Uang Palsu). Dari  
serangkaian pemeriksaan lanjutan 
dapat disimpulkan berikut ini : 1).  
Para Saksi   pada umumnya adalah  
perusahaan yang bergerak dalam 
bidang usaha percetakan hologram 
pitacukai dan atau percetakan biasa, 
percetakan dokumen sekuriti seperti 
materai, akte perkawinan dan buku 
nikah serta percetakan hologram 
untuk plat nomor kendaraan bermo-
tor dan cap-cap tiga dimensi, 
2).Botasupal memiliki tugas dan 
wewenang melakukan pengawasan 
dan pembinaan terhadap percetakan 
dokumen sekuriti serta memberikan 
ijin dan rekomnedasi kepada produ-
sen dan distributor hologram. Bota-
supal belum memberikan rekomen-
dasi ijin usaha/operasi dokumen 
sekuriti kepada Pelapor dengan 
alasan Pelapor masih mengambil 
mesin master dari luar negeri, 3). 
Terlapor II menerangkan bahwa 
tidak bersedia menempatkan mesin 
cetak dan pelekatan hologram pada 
Terlapor I dengan alasan Terlapor II 
tidak dapatmengembangkan teknolo-
gi hologram dan akan terjadi 
inefisiensi serta sebenarnya tidak 
keberatan untuk mengubah perjanji-
an Tahun 1995 apabila bertentangan 
dengan Undang-undang Nomor 5 
Tahun1999, 4). Terlapor I, Terlapor II 
dan Ditjen Bea dan Cukai serta PT 
KertasPadalarang telah mengadakan 
pertemuan yang menyepakati peru-
bahanperjanjian Pengadaan Holo-
gram untuk Cetakan Pita Cukai.
Proses produksi pita cukai 
berhologram dalam praktiknya tidak 
efisien karena pita cukai berholo-
gram tidak dibuat sepenuhnya oleh 
Terlapor I, tetapi ada bagian seperti 
hologramdibuat oleh Terlapor II dan 
pada bagian kertas pita cukai dibuat 
oleh PT Kertas Padalarang. Perma- 
salahan pokok dalam dalam 
pengadaan pita cukai berhologram 
sebenarnya lebih banyak karena 
keterlambatan pengiriman dan atas 
keterlambatantersebut Perum Peruri  
dikenakan penalti sehingga  Ditjen 
Bea dan Cukai sebenarnya setuju 
apabila pengadaan hologram pita 
cukai terbuka melalui tender namun 
kendalanya adalah adanya perjanjian 
ekslusif antara Terlapor I  dan Ter- 
lapor II, sedangkan kewenangan 
untuk membatalkan perjanjian terse-
but bukan beradapada Ditjen Bea dan 
Cukai tetapi berada pada kedua pihak 
yang melakukan perjanjian..
Botasupal telah memberikan 
rekomendasi ijin usaha/operasi 
dokumensekuriti kepada 5 (lima) 
perusahaan hologram yaitu PT 
Sumber Cakung, PTKarya Aroma 
Sejati, PT Royal Standar, PT Pura 
Barutama dan PT Pura Nusapersada 
selaku pabrik hologram serta satu 
agen hologram yaitu PT. Mitra 
Sakti.. Sedangkan perusahaan holo-
gram yang dapat memenuhi seluruh-
kebutuhan hologram pita cukai yang 
berjumlah 17 (tujuh belas) Milyar 
keping hanya 2 (dua) perusahaan 
yaitu PT Pura Nusapersada dan PT 
Karya Aroma Sejati.
Berdasarkan bukti-bukti dan fakta 
hukum yang ada, maka Majelis 
Komisi menutuskan : Perum Peruri 
sebagai Terlapor I dan PT Pura Nu- 
sapersada sebagai Terlapor II terbuk-
ti secara sah dan meyakinkan me- 
langgar pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) 
huruf b Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1999, namun  tidak terbukti 
melanggar pasal 25 ayat (1) huruf c. 
Selanjutnya memerintahkan kepada 
Terlapor I dan Terlapor II untuk 
menghentikan kegiatanyang menga-
kibatkan terjadinya praktik monopoli 
dan atau persaingan usaha tidaksehat 
dalam pengadaan hologram pada pita 
cukai dengan cara membatalkan 
SuratPerjanjian Nomor SP-302/V/ 
1995. Juga memerintahkan kepada 
Terlapor I untuk membuka pasar 
pengadaan hologram pada pita cukai 
dengan memberikan kesempatan 
yang sama kepada setiap pelaku 
usaha untuk turut serta dalam 
pengadaan hologram pada pita cukai 
melalui tender yang terbuka dan 
transparan, selambat-lambatnya un- 
tuk pengadaan hologram pada pita 
cukai tahun anggaran 2005.
Analisis putusan dari perkara 
diatas sebagai berikut : 1). Perum 
Peruri dan PT Pura Nusapersada 
terbukti melakukan praktik praktik 
monopoli, 2). Perum Peruri dan PT 
Pura Nusapersada melanggar Pasal 
17 ayat (1 dan (2) huruf b, 3). Perum 
Peruri dan PT bagi pelaku usaha lain 
yang Pura Nusapersada menciptakan 
hambatan masuk hendak ikut tender.
Simpulan
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terhadap prinsip larangan praktik 
monopoli dalam memutus perkara 
persaingan usaha didasarkan pada 
ada tidaknya kepentingan umum 
(public interest) yang dirugikan oleh 
pelaku usaha. Pertimbangan hakim 
(ratio decidendi) komisioner untuk 
menetapkan pelanggaran terhadap 
prinsip larangan praktik monopoli 
adalah adanya unsur pasal 17 ayat (2) 
UUPU yang meliputi: a)non substitu-
tion; b) barrier to entry; c) dan 
market share. Dalam beberapa perka-
ra persaingan usaha KPPU telah 
menerapkan prinsip tersebut sebagai 
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Pendahuluan 
Laranganpraktik monopoli ditem-
patkan oleh pembentuk undang-un-
dang sebagai bagian dari judul 
Undang-undang Persaingan Usaha 
Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya 
disebut dengan UUPU) bukan tanpa 
sebab dan alasan. Kata ”Larangan-
praktik monopoli” juga bukan kata 
yang tanpa makna. Bagi pelaku 
usaha kata tersebut cukup berarti 
terhadap peletakan strategi bisnis 
dalam perusahaan. Dalam tataran 
yuridis dalam UUPUterdapat dua 
kata memiliki kemiripan yang digu-
nakan secara berganti-ganti, yakni 
kata ”monopoli” dan ”praktik mono- 
poli”. Kendatipun demikian, dari 
segi makna kedua istilah tersebut 
terkandung perbedaan yang cukup 
mendasar. Kata “praktik monopoli” 
menjadi prinsip larangandalam 
UUPU sementara itu ”monopoli” 
tidak dijadikan sebagai prinsip lara- 
ngan dalam UUPU. Hal ini menun-
jukkan bahwa pada dua kata tersebut 
memang memiliki arti dan makna 
yang berbeda.
Mengingat sudah menjadi karak-
ter bagi setiap pelaku usaha jika 
selalu ingin menguasai pasar dan 
memenangkan persaingan didalam 
pasar, maka tidak segan-segan 
pelaku usaha melakukan tinda-
kan-tindakan yang cenderung meng-
abaikan kode etik yang lazim dite- 
rapkan dalam bisnis bahkan tidak 
peduli umtuk melanggar aturan 
hukum. Oleh sebab itu, tidak jarang 
beberapa pelaku usaha dihadapkan 
pada persoalan pelanggaran aturan 
hukum, khususnya hukum  persai- 
ngan usaha dan menjadi pihak yang 
harus mempertanggung jawabkan 
segala tindakan pelanggarannya 
dihadapan badan yang mengawasi 
perilakupelaku usaha di Indonesia, 
yaitu Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (selanjutnya disebut KPPU).  
Dari beberapa larangan yang 
diatur dalam UUPU, terdapat salah 
satu larangan  yang dapat dikualifi-
kasikan sebagai pelanggaran UUPU 
adalah melakukan tindakan praktik 
monopoli. Ketentuan Pasal 17 
UUPU adalah parameter yuridis 
untuk mengkualifikasikan suatu 
tindakan termasuk praktik monopoli 
atau bukan. KetikaKPPU menemu-
kan salah satu dari kriteria pasal 
tersebut telah dilakukan oleh pelaku 
usaha, maka KPPU  berhak untuk 
melakukan penyidikan dan penyeli-
dikan kepada pelaku usaha yang 
bersangkutan. Sebagai lembaga pe- 
ngawas kegiatan pelaku usaha, 
KPPU memiliki kewenangan yang 
cukup besar terhadap segala bentuk 
perilaku pelaku usaha yang melang-
gar Pasal 35 UUPU.
KPPU memiliki kewenangan 
menangani perkara yang berbeda 
dengan pengadilan perdata yang 
menangani hak-hak perorangan yang 
bersifat privat, karena perkara yang 
ditangani KPPU bersifat publik. Hal 
ini sesuai dengan tujuan Hukum 
persaingan usaha yang tercantum 
dalam Pasal 3 huruf a, yaitu untuk 
”menjaga kepentingan umum dan 
meningkatkan efisiensi ekonomi 
nasional sebagai salah satu upaya 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat” (Anggara, 2009 : 163). 
Sehingga tugas KPPU harus menjaga 
kondisi perekonomian nasionalagar 
tercipta iklim persaingan usaha yang 
sehat melalui putusan-putusan yang 
dibuatnya tidak terdistorsi oleh 
kepentingan kelompok tertentu saja. 
Berdasarkan uraian latar belakang 
tersebut, dapat dirumuskan permas-
alahan berikut, bagaimanakah imple-
mentasi prinsip larangan praktik 
monopoli dalam putusan KPPU 
(melalui putusan hakim komisioner) 
? Untuk mengkajinya dapat dicerma-
ti dari pertimbangan hakim komi- 
sioner (ratio decidendi) dalam putu-
sannya.
Pembahasan 
1. Prinsip Larangan Praktik 
Monopoli Dalam UUPU 
Parameter yang digunakan oleh 
UUPU untuk mengetahui pelaku 
usaha melakukan monopoli atau 
tidak, terdapat dalam Pasal 17 
UUPU, disebutkan bahwa,
(1)  Pelaku usaha dilarang melaku-
kan penguasaan atas produksi 
dan atau pemasaran barang 
dan atau jasa yang dapat me- 
ngakibatkan terjadinya praktik 
monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat. 
(2)  Pelaku usaha patut diduga atau 
dianggap melakukan pengua-
saan atas produksi dan atau 
pemasaran barang dan atau 
jasa sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), apabila:
a. barang dan atau jasa yang 
bersangkutan belum ada   sub-
stitusinya;atau
b. mengakibatkan pelaku usaha 
lain tidak dapat masuk ke 
dalam persaingan usaha ba- 
rang dan atau jasa yang sama; 
atau
c.  pelaku usaha atau satu kelom-
pok pelaku usaha menguasai 
lebih dari  50% (lima puluh 
persen) pangsa pasar satu jenis 
barang atau jasa tertentu.
Mencermati rumusan Pasal 17 di 
atas memberi pemahaman bahwa 
pelaku usaha akan dianggap melaku-
kan penguasaan atas produksi dan 
atau pemasaran jika perilakunya 
memenuhi kualifikasi unsur-unsur 
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, 
atau c. Unsur-unsur itu bersifat alter-
natif artinya cukup terdapat salah 
satu unsur saja seorang pelaku usaha 
sudah dapat dikualifikasikan sebagai 
telah melakukan kegiatan praktik 
monopoli. 
Pada asasnya segala bentuk 
kegiatan maupun perjanjian yang 
dilakukan pelaku usaha jika mengki-
batkan praktik monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat adalah 
dilarang. Monopoli tidak dilarang 
sepanjang tidak mengakibatkan 
praktik monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat, karena tidak 
semua monopoli merugikan ada juga 
monopoli yang menguntungkan 
(aspek positif monopoli). Sedangkan 
yang dimaksud dengan aspek negatif 
monopoli adalah pengertian dari 
praktik monopoli itu sendiri, yakni 
kegiatan monopoli yang senantiasa 
menimbulkan inefesiensi sumber 
daya dan kerugian pada masyarakat.
Monopoli dan persaingan sebagai 
dua konsep yang memiliki sisi positif 
bagi persaingan dan sisi negatif bagi 
monopoli hal itu merupakan pandan-
gan yang sangat sederhana. Kalau 
dikaji lebih jauh, kedua konsep itu 
saling memiliki aspek-aspek positif 
maupun aspek negatif, tergantung 
sasaran apa yang hendak dicapai dari 
masing-masing. Misalnya, monopoli 
yang dilakukan untuk melindungi 
sumber daya yang vital dari eksploi-
tasi pihak-pihak yang mencari keun-
tungan sendiri, maka monopoli itu 
dianggap sebagai sisi positif dari 
monopoli. Sebaliknya, persaingan 
yang berkonotasi baik bisa beraspek 
negatif, jika persaingan itu terjadi 
tanpa kendali dan pengawasan dari 
negara, tidak lagi mempertimbang-
kan aspek ekonomi, akhirnya yang 
terjadi persaingan yang saling 
mematikan, yang kuat menghancur-
kan yang lemah, maka tujuan 
persaingan yang seharusnya mem-
beri kesejahteraan yang maksimal 
kepada masyarakat dan kesempatan 
yang sama kepada pelaku usaha 
tidak dapat terwujud. 
Berdasarkan pengertian monopoli 
yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 
UUPU, terkandung dua unsur pen- 
ting dalam monopoli, yaitu (1) 
adanya penguasaan atas produk, dan 
atau pemasaran barang dan atau atas 
penggunaan jasa tertentu, (2) dilaku-
kan oleh satu pelaku usaha atau satu 
kelompok pelaku usaha. 
Adapun bentuk kegiatan pengua-
saan atas produksi dan pemasaran 
yang dilarang itu memiliki kriteria 
sebagai berikut : (1) penguasaan atas 
produksi, (2) penguasaan atas 
pemasaran produksi atau jasa, (3) 
barang dan jasa yang berada di 
bawah penguasaan itu tidak ada 
substitusinya di pasar, (4) praktik 
tersebut mengakibatkan terjadinya 
monopoli atau persaingan usaha 
tidak sehat (Ginting, 2001 : 68)
Hal ini artinya penguasaan atas 
produk dan pemasaran suatu produk-
si tidak dilarang oleh undang-undang 
sepanjang tidak meniadakan atau 
mengurangi persaingan di pasar 
(lessen competition), seperti kasus 
paling aktual saat ini yang dilakukan 
oleh Carrefour. 
Didalam Pasal 1 ayat (2) UUPU 
memuat pengertian dari praktik 
monopoli, yang mengandung unsur- 
unsur : (1) Terjadinya pemusatan 
kekuatan ekonomi pada satu atau 
lebih pelaku usaha, (2) Terdapat 
penguasaan atas produksi atau 
pemasaran barang atau jasa tertentu, 
(3) Terjadinya persaingan usaha 
tidak sehat, (4) Tindakan tersebut 
merugiakan kepentingan umum 
(Kagramanto, 2007 : 181)
Jika dibandingkan dengan kriteria 
praktik monopoli terdapat dalam 
Pasal 17 ayat (2), yang memuat 
unsur-unsur : (1) Melakukan perbua-
tan penguasaan atas suatu produk, (2) 
Melakukan perbuatan atas pemasa-
ran suatu produk, (3) Penguasaan 
tersebut dapat mengakibatkan terjad-
inya praktik monopoli, (4) pengua-
saan tersebut dapat mengakibatkan 
terjadinya persaingan usaha tidak 
sehat. 
Konsep praktik monopoli menga-
rah pada pengertian pemusatan 
kekuatan ekonomi, artinya terdapat 
korelasi antara praktik monopoli 
dengan pemusatan ekonomi. Pemu-
satan kekuatan ekonomi jangkauan- 
nya lebih luas daripada sekedar 
penguasaan pasar (bidang pemasa-
ran) karena menyangkut juga pada 
bidang produksi. Penguasaan pasar 
mengakibatkan berkurangnya per- 
saingan (lessen competition) uji 
materiilnya melalui struktur pasar 
sedangkan pemusatan kekuatan 
ekonomi menimbulkan konglomera-
si batu ujinya melalui perilaku pasar.
Untuk membuktikan unsur-unsur 
yang terdapat didalam Pasal 17 ayat 
(2)UUPU harus dapat dipenuhi, 
yakni : (1) Tidak terdapat produk 
substitusinya, (2) Pelaku usaha lain 
sulit masuk kedalam pasar persai- 
ngan terhadap produk yang sama 
dikarenakan hambatan masuk yang 
tinggi, (3) Pelaku usaha lain tersebut 
adalah pelaku usaha yang mempu-
nyai kemampuan bersaing yang 
signifikan dalam pasar bersangkutan, 
(4) Satu atau satu kelompok pelaku 
usaha telah menguasai lebih dari 
50% pangsa pasar suatu jenis produk 
(Winardi, 1996 : 457)
Pengertian unsur-unsur akan 
dijelaskan sebagai berikut : 
1. Produk substitusi
 Didalam Kamus Ekonomi, 
substitutional goods artinya 
benda-benda pengganti, yaitu 
adanya hubungan antara dua 
benda atau lebih, demikian rupa 
hingga benda x dapat mengganti-
kan benda y. Dengan demikian  
pengertian ini dapat dibedakan 
dengan pengertian benda-benda 
komplementer. Benda komple-
menter berfungsi sebagai benda 
pelengkap dari benda utama, 
tetapi tidak menggantikan fung-
sinya. 
 Beranjak dari pengertian di 
atas,  terjadinya  praktik monopoli 
didalam pasar ditandai dengan 
adanya satu jenis produk dalam 
pasar yang bersangkutan, tidak 
ditemukan barang pengganti yang 
menjadi alternatif bagi konsumen 
untuk memilih jenis lainnya yang 
lebih murah. Akibatnya penjual 
produk tersebut dapat memainkan 
harga karena pasarnya berada 
dalam penguasaannya.
 Oleh karena pasar hanya 
dikuasai satu jenis barang 
tertentu, maka didalam pasar 
tidak terjadi persaingan. Pasar 
yang tidak persaingan, pelaku 
usaha cenderung menentukan 
harga sesuai dengan kehendak- 
nya. Sehingga konsumen tidak 
memperoleh harga murah  yang 
lebih kompetitif dibandingkan 
dengan harga yang ditetapkan.
 Istilah substitusi juga ditemu-
kan didalam definisi pasar 
bersangkutan yang terdapat pada 
Pasal 1 angka 10 UUPU, disebut-
kan bahwa:
”Pasar bersangkutan adalah pasar 
yang berkaitan dengan jangkauan 
atau daerah pemasaran tertentu 
oleh pelaku usaha atas barang dan 
atau jasa yang sama atau sejenis 
atau substitusi dari barang dan 
atau jasa tersebut”.
 Untuk menilai sifat substitusi 
dari suatu produk dengan produk 
yang lain dapat digunakan dengan 
menggunakan pendekatan terha-
dap elastisitas permintaan dan 
penawaran melalui analisis prefe-
rensi konsumen. Dalam melaku-
kan analisis preferensi konsumen 
digunakan tiga parameter utama 
sebagai alat pendekatan, yaitu 
harga, karakter, dan kegunaan 
(fungsi) produk.(Assahinur, 2009 
: 18) Produk dalam suatu pasar 
tidak harus bersifat perfect substi-
tutes, karena sulit untuk menemu-
kannya, oleh sebab itu bisa 
dengan konsep close substitutes. 
Produk dalam suatu pasar tidak 
harus memiliki kualitas yang 
sama, oleh sebab itu, sepanjang 
konsumen menentukan bahwa 
produk terkait memiliki karakter 
dan fungsi yang sama, maka 
produk tersebut dapat dikatakan 
sebagai substitusi satu dengan 
lainnya. Untuk menerapkan Pasal 
1 angaka 10 telah dikeluarkan 
peraturan KPPU No.3 Tahun 
2009 tentang Pedoman Penerapan 
Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar 
Bersangkutan.
2. Barrier to entry
 Bentuk  Barrier to entry dapat 
berasal dari dua hal, yaitu dari sisi 
perusahaan dari sisi kebijakan 
publik dari sisi perusahaan strate-
gi yang diterapkan tidak hanya 
untuk menjaga kekuatan pasarnya 
melainkan juga mempertahankan 
laba monopolisnya. Sedangkan 
yang berasal dari kebijakan 
pemerintah biasanya memiliki 
tujuan tertentu, seperti kondisi 
alami industri yang merupakan 
natural monopoly.
3.  Penguasaan Pasar (Market 
Share)
 Menjadi penguasa dalam 
suatu jenis pasar merupakan hara-
pan dari setiap pelaku usaha, 
dengan menjadi penguasa yang 
nyata atas suatu pasar berarti 
pemusatan kekuatan ekonomi 
telah berada dalam genggaman 
pelaku usaha tersebut. Dengan 
kekuatan pasar yang dimilikinya 
itu pelaku usaha dapat menentu-
kan harga barang atau jasa dan 
dampak selanjutnya adalah keun-
tungan yang optimal pasti akan 
dapat diraihnya. Adapun wujud 
penguasaan pasar, dilakukan 
dengan cara: 1). Jual rugi (preda-
tory Pricing) dengan maksud 
untuk mematikan pesaingnya, 2). 
Melalui pratik penetapan biaya 
produksi secara curang serta 
biaya lainnya yang menjadi kom-
ponen harga barang, serta, 3). 
Perang harga maupun persaingan 
harga (Fahmi, 2009 : 139).
 Berbagai bentuk tindakan 
penguasaan pasar seperti ini 
hanya mugkin  dilakukan oleh 
pelaku usaha yang memiliki 
market power. Tolok ukur 
penguasaan pasar tidak harus 
menguasai sebesar 100%, 
penguasaan sebesar 50% atau 
75% saja sudah dapat dikatakan 
memiliki market power.
 Seperti didalam Pasal 17, 
kriteria menguasai pasar diberi-
kan batas lebih dari 50%, pelaku 
usaha yang menguasai pasar sebe-
sar 50% dapat diduga atau diang-
gap melakukan praktik monopoli 
yang merugikan kepentingan 
umum. Pasal 17 bersifat rule of 
reason, untuk dapat membuktikan 
adanya kerugian masyarakat perlu 
dilakukan berbagai penelitian dan 
kajian dari ahli hukum dan ahli 
ekonomi.
2.  KPPU Sebagai Lembaga 
Pengawasan Kegiatan Pelaku 
Usaha
 
Di Indonesia lembaga yang 
berwenang menjalankan fungsi 
pengawasan kegiatan pelaku usaha 
adalah Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha atau disingkat dengan KPPU. 
Pasal 30 ayat (1) UUPU menyebut-
kan,”Untuk mengawasi Undang-un-
dang ini dibentuk Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha yang selanjutnya 
disebut Komisi”, dan didalam Pasal 
30 ayat (3) disebutkan bahwa, 
”Komisi bertanggung jawab kepada 
Presiden”. Selanjutnya Pasal 34 ayat 
(1) menegaskan bahwa, ”Pembentu-
kan Komisi serta susunan organisasi, 
tugas, dan fungsinya ditetapkan 
dengan Keputusan Presiden”. Ak- 
hirnya KPPU didirikan pada tanggal 
8 Juli 1999 berdasarkan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 
75 Tahun 1999 tentang Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha. 
Dengan demikian, penegakan 
Hukum Persaingan Usaha serta 
pengawasan terhadap pelaku usaha 
berada dalam kewenangan KPPU.
Sebagai lembaga pengawas 
kegiatan pelaku usaha, KPPU memi-
liki kewenangan yang cukup besar 
terhadap segala bentuk perilaku 
pelaku usaha. Kewenangan tersebut 
meliputi penyidikan, penuntutan, 
konsultasi, memeriksa, mengadili, 
dan memutus perkara pelanggaran 
hukum persaingan oleh pelaku 
usaha. Namun bukan berarti tidak 
ada lembaga lain yang berwenang 
menangani perkara monopoli dan 
persaingan usaha, Pengadilan Negeri 
(PN) dan Mahkamah Agung (MA) 
juga diberi wewenang untuk mena- 
ngani perkara persaingan. Penga-
dilan Negeri diberi wewenang untuk 
menangani keberatan terhadap putu-
san KPPU. dan menangani pelangga-
ran hukum persaingan yang menjadi 
perkara pidana karena tidak dijalan- 
kannya putusan KPPU yang sudah in 
kracht. Sedangkan MA diberi 
kewenangan untuk menyelesaikan 
perkara pelanggaran hukum persai- 
ngan apabila terdapat keberatan atas 
putusan PN tersebut dengan menga-
jukan kasasi. Putusan MA harus 
dijatuhkan dalam waktu 30 hari sejak 
permohonan kasasi diterima. 
Pada Pasal 30 ayat (2) menegas-
kan bahwa, ”Komisi adalah suatu 
Lembaga Independen yang terlepas 
dari pengaruh dan kekuasaan Peme- 
rintah serta pihak lain”. Hal ini berar-
ti bahwa KPPU merupakan lembaga 
yang independen. Hal ini ditegaskan 
lagi dalam Keppres nomor 75 Tahun 
1999 yang terdapat pada Pasal 6 ayat 
(2) bahwa, anggota Komisi yang 
menangani perkara dilarang:
a. mempunyai hubungan sedarah 
atau semenda sampai derajat ke 
tiga dengan salah satu pihak yang 
berperkara; atau
b. mempunyai kepentingan dengan 
perkara yang bersangkutan.
Untuk menjaga independensi dan 
integritas anggota Komisi,  per- 
syaratan untu menjadi anggota 
Komisi telah dirumuskan dalam 
Pasal 31 sampai dengan Pasal 34. 
Dalam persyaratan tersebut dikehen-
daki anggota-anggota terpilih dan 
terpercaya (credible). Integritas 
moral dan kepercayaan untuk memi-
lih seseorang adalah unsur penting 
yang sangat menentukan apalagi 
sebagai anggota komisi yang terkait 
dengan dunia bisnis dan pelaku 
usaha, maka kepribadian dan integri-
tas memegang peranan kunci (plays 
a key role) dalam menangani perkara 
persaingan. 
Atas dasar peran KPPU sebagai 
lembaga pengawas, maka tugas  
yang disandang oleh KPPU didalam 
Pasal 35. Sebagai tindak lanjut atas 
tugas yang dibebankan, KPPU juga 
mempunyai wewenang yang terca- 
kup dalam Pasal 36. Jika dicermati 
tugas dan wewenang KPPU dalam 
pasal-pasal tersebut,  sebenarnya 
kewenangan KPPU hanya terbatas 
pada kewenangan administratif, 
meskipun terdapat kewenangan yang 
mirip badan penyidik, namun tugas 
penyidikan, penuntutan dan pemutus 
itu dalam rangka memberikan sanksi 
hukuman administrasi semata. 
Demikian juga dengan kekuatan 
hukum dari putusan KPPU mempu-
nyai kekuatan eksekutorial, yaitu 
keputusan yang sederajat dengan 
keputusan hakim, oleh sebab itu 
putusan KPPU dapat langsung 
dimintakan eksekusi (Fiat Excecutie) 
pada Pengadilan Negeri yang 
berwenang tanpa harus beracara 
sekali lagi di pengadilan tersebut. 
(Pasal 46 ayat (2) UUPU).
Proses penyelidikan dan pemerik-
saan merupakan salah satu bagian 
dari proses beracara di KPPU. 
Hukum acara di KPPU ditetapkan 
pertama kali melalui Surat Keputu-
san Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000, 
tentang Tata Cara Penyampaian 
Laporan dan Penanganan Dugaan 
Pelanggaran Terhadap UU No.5 
Tahun 1999. Surat Keputusan terse-
but telah diubah menjadi Peraturan 
Komisi No.1 Tahun 2006, tentang 
Tata Cara Penanganan Perkara di 
KPPU yang mulai efektif berlaku 
pad tanggal 18 Oktober 2006. 
Proses penyelidikan dan pemerik-
saan merupakan prosedur yang dike-
nal dalam hukum pidana yaitu proses 
mencari kebenaran materiil. Dalam 
mencari kebenaran materiil diperlu-
kan keyakinan KPPU bahwa pelaku 
usaha melakukan atau tidak melaku-
kan perbuatan yang menyebabkan 
terjadinya praktik monopoli dan 
persaingan tidak sehat. (Wibowo dan 
Sinaga, 2005 : 365)dan KPPU mulai 
melakukan pemeriksaan (pendahulu-
an) jika terdapat salah satu indikasi 
dari perbuatan berikut ini : (1) Atas 
inisiatif Komisi sendiri apabila ada 
dugaan telah terjadinya pelanggaran 
Undang-undang Anti Monopoli, (2) 
Atas laporan tertulis dari pihak yang 
merasa dirugikan;setiap orang yang 
mengetahui atau patut diduga telah 
terjadi pelanggaran terhadap Un- 
dang-undang Anti Monopoli, (3) 
Atas laporan tertulis dari setiap orang 
yang mengetahui atau patut diduga 
telah terjadi pelanggaran terhadap 
Undang-undang Anti Monopoli 
(Fuady, 1999 : 104).
Berdasarkan hasil pemeriksaan 
pendahuluan yang diperoleh, jika 
hasilnya adalah penetapan untuk 
melakukan pemeriksaan lanjutan, 
maka akan dilakukan tindakan 
penyelidikan dan pemeriksaan. Pihak 
yang melaporkan harus memberikan 
identitasnya kepada KPPU dan wajib 
dirahasiakan identitas pelapor oleh 
KPPU.
Mekanisme pemeriksaan perkara 
oleh KPPU pada prinsipnya sama 
dengan pengertian pemeriksaan 
dalam hukum acara pidana, namun 
terdapat sedikit perbedaan dalam hal 
siapa yang dimaksud dengan subyek 
pelapor dalam perkara persaingan 
usaha. Dalam pemeriksaan perkara 
yang didasarkan atas dasar laporan 
adalah pemeriksaan yang dilakukan 
karena adanya laporan dari ma- 
syarakat atau pelaku usaha yang 
dirugikan oleh tindakan pelaku usaha 
yang dilaporkan. Setelah menerima 
laporan, KPPU menetapkan majelis 
komisi yang akan bertugas memerik-
sa dan menyelidiki pelaku usaha 
yang dilaporkan. Dalam menjalan- 
kan tugas, majelis komisi dibantu 
oleh staf komisi. Pemeriksaan perka-
ra yang dilakukan atas dasar laporan 
menggunakan nomor perkara: 
Nomor perkara/KPPU-L (laporan)/ 
Tahun, sedangkan perkara yang 
diperiksa bukan atas dasar laporan 
pada nomor perkara tidak terdapat 
kode L (laporan).
Pemeriksaan atas dasar inisiatif 
KPPU didasarkan karena adanya 
dugaan atau indikasi dari hasil 
pengamatan dan persepsi sendiri 
disimpulkan adanya pelanggaran 
terhadap Hukum Persaingan. 
Mekanismenya, KPPU akan mem-
bentuk suatu Majelis Komisi untuk 
melakukan pemeriksaan terhadap 
pelaku usaha dan saksi. Dalam 
pemeriksaan tersebut majelis Komisi 
dibantu oleh staf komisi. Jika peme- 
riksaan perkara dilakukan atas dasar 
inisiatif komisi, maka pada penulisan 
nomor perkara adalah sama hanya 
saja menggunakan tanda I (Inisiatif). 
Pemeriksaan perkara dalam 
hukum acara persaingan usaha 
terdapat 2 (dua) jenis, yaitu pemerik-
saan pendahuluan dan pemeriksaan 
lanjutan. Untuk melakukan pemerik-
saan pendahuluan ini harus didasar-
kan pada laporan masyarakat, pihak 
yang dirugikan atau pelaku usaha. 
Berdasarkan laporan masyarakat 
KPPU menetapkan apakah perlu 
dilakukan pemeriksaan lanjutan atau 
tidak. Jika dianggap perlu, maka 
KPPU akan melakukan pemeriksaan 
kepada pelaku usaha yang dilapor-
kan. KPPU juga dapat mendengakan 
keterangan saksi, saksi ahli atau 
pihak lain yang dianggap memiliki 
keterangan yang diperlukan. Namun 
dalam melaksanakan tugas pemerik-
saan itu KPPU wajib melengkapi 
dirinya dengan surat tugas.
Di dalam Pasal 41 Hukum 
Persaingan Usaha menekankan 
bahwa selama melaksanakan tugas 
penyelidikan (pemeriksaan pendahu-
luan) dan pemeriksaan lanjutan 
pelaku usaha atau pihak lain yang 
diperiksa mempunyai kewajiban 
menyerahkan alat bukti yang diperlu-
kan dan dilarang menolak untuk 
diperiksa, dilarang menolak mem-
berikan informasi, dan dilarang 
menghambat proses penyelidikan 
dan pemeriksaan (lanjutan) yang 
dilakukan KPPU, oleh sebab itu, jika 
terdapat penolakan dari pelaku usaha 
atau pihak lain maka yang bersang-
kutan akan diserahkan kepada pe- 
nyidik untuk selanjutnya diproses 
sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
Adapun jangka waktu dalam 
pemeriksaaan lanjutan diberikan 
oleh Pasal 43 selambat-lambatnya 60 
(enam puluh) hari sejak dilakukan 
pemeriksaan lanjutan. Namun jika 
diperlukan tambahan waktu karena 
pemeriksaan dirasakan belum selesai 
masih  dapat diperpanjang paling 
lama 30 (tiga puluh) hari. Tidak 
dijelaskan dalam undang-undang 
apakah alasan dilakukan perpanja- 
ngan pemeriksaan lanjutan tersebut 
dan juga tidak dijelaskan lebih lanjut 
apa akibat hukumnya jika jangka 
waktu 60 hari dan tambahan 30 hari 
tersebut tidak dapat dipenuhi oleh 
KPPU.KPPU dalam melakukan 
pemeriksaan melalui beberapa taha-
pan, yaitu: 1). Panggilan, 2). Peme- 
riksaan, 3). Pembacaan Putusan. 
Tahap pemanggilan kepada  
pelaku usaha, saksi, atau pihak lain 
yang terkait dilakukan sebelum 
proses pemeriksaan dilaksanakan. 
Surat panggilan mengundang yang 
bersangkutan untuk hadir dalam 
proses pemeriksaan. Dalam surat 
panggilan memuat tanggal, hari, jam 
sidang serta tempat persidangan 
dilangsungkan. Jika terdapat pelaku 
usaha atau saksi yang dipanggil 
tetapi tidak hadir dalam persidangan 
dapat diancam dengan tindakan tidak 
kooperatif yang melanggar Pasal 42, 
selanjutnya perkara akan dilimpah-
kan ke kepolisian (Pasal 41) dengan 
demikian perkara tersebut sudah 
berubah menjadi perkara pidana.
Pada prinsipnya terhadap perkara 
apapun, pidana, perdata maupun 
persaingan usaha, setiap orang 
dilarang menghambat proses pe- 
nyelidikan atau pemeriksaan dengan 
tidak bersedia memberikan informasi 
atau alat bukti yang dapat men-
dukung jalannya pemeriksaan. 
Demikian juga dengan pelaku usaha 
tidak boleh menolak memberikan 
informasi maupun alat bukti baik itu 
berupa dokumen atau surat-surat 
yang menurut KPPU diperlukan 
dalam penyelidikan atau pemerik-
saan. 
Sebelum dilakukan pemeriksaan, 
KPPU wajib menjelaskan selengkap 
mungkin dokumen dan alat bukti apa 
saja yang dibutuhkan dalam pemer-
iksaan tersebut sehingga pelaku 
usaha dapat bersikap lebih kooperatif 
dengan mempersiapkan dokumen 
yang diperlukan tepat pada saat 
diperlukan. Demikian juga dengan 
timbal balik dari sikap kooperatif 
dari pelaku usaha, maka KPPU dian-
jurkan pula untuk sesegera mungkin 
mengembalikan dokumen data peru-
sahaan kepada pelaku usaha.  
Tahap pemeriksaan meliputi 
pemeriksaan administratif, pemerik-
saan pokok perkara, pemeriksaan 
pembuktian. Prosedur pemeriksaan 
administratif adalah pemeriksaan 
identitas dan pembacaan hak-hak 
pelaku usaha, saksi atau pihak lain. 
Pemeriksaan terhadap pokok perkara 
terdapat dua tahapan yaitu, pertama, 
pemeriksaan oleh KPPU. Kedua, 
pemberian kesempatan pada pelaku 
usaha untuk menyampaikan keteran-
gan atau dokumen. Pemeriksaan 
pembuktian menetapkan bahwa yang 
dapat dijadikan alat bukti dalam 
pemeriksaan terdiri dari: keterangan 
saksi, keterangan ahli, surat dan atau 
dokumen, petunjuk, keterangan 
terlapor/saksi pelaku usaha. Ketera- 
ngan saksi ahli diperlukan bilamana 
perkara yang diperiksa termasuk 
katagori perkara rumit. (Fahmi, 2009 
: 209). Apa yang dapat dijadikan 
sebagai ukuran bahwa suatu perkara 
termasuk ’perkara rumit’ tidak ter- 
dapat pedoman yang dapat dijadikan 
sebagai acuan dalam mengukur ting-
kat kerumitan suatu perkara oleh 
KPPU.
Dalam pemeriksaan pembuktian 
ini diperlukan sikap yang kooperatif 
dari pihak-pihak yang diperiksa oleh 
KPPU. Apabila tidak terdapat 
kerjasama antar pihak yang diperiksa 
dengan KPPU, maka pemeriksaan 
akan diserahkan kepada badan pe- 
nyidik umum untuk dilakukan pe- 
nyidikan terhadap penolakannya 
untuk diperiksa oleh KPPU sekaligus 
juga diselidiki pelanggarannya terha-
dap hukum  persaingan usaha. Kalau 
sudah dilimpahkan kepada penyidik 
umum, maka akan merubah status 
hukum perkara yang ditangani dari 
perkara administrasi (kasus persai- 
ngan dengan ancaman hukuman 
administrasi) menjadi kasus pidana 
(terkena ancaman hukuman pidana).
Setelah dilakukan tahapan peme- 
riksaan dan pemeriksaan lanjutan 
telah selesai seluruh rangkaian 
proses pemeriksaan sebelum dijatuh-
kan putusan oleh KPPU. Keseluru-
han proses tersebut memakan waktu 
60 (enam puluh) hari atau setelah  
diperpanjang selama 30 (tiga puluh) 
hari lagi. Putusan KPPU tentang 
adanya pelanggaran praktik monopo-
li dan persaingan usaha tidak sehat 
harus dibacakan dalam sidang yang 
dinyatakan terbuka untuk umum oleh 
majelis Komisi yang beranggotakan 
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang 
anggota Komisi. Hasil putusan 
KPPU harus segera diberitahukan 
kepada pelaku usaha yang diputus 
melanggar tersebut berupa petikan 
putusannya, dan  menurut Pasal 43 
ayat (4), yang dimaksud dengan 
pemberitahuan itu adalah menyam-
paikan petikan putusan KPPU).
3. Putusan KPPU Yang Terkait 
Dengan Praktik Monopoli.
3.1. Perkara Nomor 04/KP-
PU-I/2003 tentang Jasa Peti 
Kemas Oleh PT. Jakarta  
International Cargo Terminal
Kasus ini berawal dari hasil moni-
toring yang dilakukan oleh KPPU 
terhadap kegiatanusaha dalam 
bidang jasa terminal pelayanan bong-
kar muat petikemas di Pelabu-
hanTanjung Priok Jakarta Utara  
yang dilakukan oleh PT. JAKARTA 
INTERNATIONAL CONTAINER 
TERMINAL, disingkat dengan PT 
JICT dan KERJA SAMA OPERASI 
TERMINAL PETIKEMAS KOJA, 
disingkat dengan KSOTPK KOJA, 
terhadap PT. (PERSERO) PELABU-
HAN INDONESIA II, disingkat 
dengan PT. PELINDO II.
Dari hasil monitoring KPPU, di 
Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta 
Utara diduga terjadi praktikmonopoli 
dan atau persaingan usaha tidak sehat 
dalam bidang jasa terminal 
pelayananbongkar muat petikemas. 
Fakta-fakta yang diperoleh di lapan-
gan menunjukkan bahwa kegiatan 
usaha jasa terminal pelayanan bong-
karmuat petikemas di Pelabuhan 
Tanjung Priok Jakarta Utara jika 
dihubungkan dengan Pasal 26 ayat 
(1)Undang-undang Nomor 21 Tahun 
1992 tentang Pelayaran,yang mene-
tapkan bahwa,
”penyelenggaraan pelabuhan 
umum dilakukan oleh Pemerintah 
dan pelaksanaannya dapat dilim- 
pahkan kepada BadanUsaha 
Milik Negara, yang didirikan 
untuk maksud tersebut berdasar-
kan peraturan perundangan yang 
berlaku”
Sedangkan didalam Pasal 26 ayat 
(2)dinyatakan bahwa, 
”badan hukum Indonesia dapat 
diikutsertakan dalam penyeleng-
garaan pelabuhan umum atas 
dasar kerja sama dengan BUMN  
yangmelaksanakan pengusahaan 
pelabuhan”
Berdasarkan penjelasan Pasal 26 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 1992, bahwa,
”keikutsertaan badan hukum 
Indonesia dalam bekerja sama 
dengan BUMN dalam penyeleng-
garaan pelabuhan umumantara 
lain terhadap kegiatan jasa unit 
terminal peti kemas di pelabuhan, 
lapanganpenumpukan, penun- 
daan, dan lain sebagainya. 
Sedangkan kegiatan penyediaan-
jasa kolam pelabuhan dalam 
rangka keselamatan hanya dapat 
dilakukan olehBUMN” 
KPPU telah menyampaikan saran 
kepadaMeneg BUMN tertanggal 19 
Pebruari 2003 yang pada pokoknya 
mengharapkanMenteri bersangkutan 
menggunakan segala pengaruh dan 
wewenangnya agar klausuldi dalam 
authorization agreement dihilangkan 
atau disesuaikan dengan jiwa,sema- 
ngat serta tujuan Hukum Persaingan.
PT PELINDO III adalah peme-
gang hak pengelolaan pelabuhan 
umum sebagaimana diaturdidalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 
Tahun 1991, telah memberikan kon- 
sesi pengelolaan terminal petikemas 
kepada PT JICT dengan jaminan 
bahwa tidak akanada pembangunan 
terminal petikemas sebagai tamba- 
han dari Unit TerminalPetikemas I, 
Unit Terminal Petikemas II, dan Unit 
Terminal Petikemas III sebelumter-
capainya throughput sebesar 75% 
(tujuh puluh lima persen) dari kapa-
sitas rancangbangunnya sebesar 3,8 
juta. 
Adanya klausul authorization 
agreement tersebut termasuk salah 
satu bentuk  perjanjian  ekslusif  
yang dilarang oleh undang-undang 
sebab dapat menimbulkan hambatan 
strategis yang nyata bagi para pelaku 
usaha baru yangakan memasuki 
pasar bersangkutan pelayanan bong-
kar muat petikemas di pelabu-
hanTanjung Priok. Hal ini ditegaskan 
bahwauntuk mendapatkan pelayanan 
bongkar muat petikemasdi pelabu-
han Tanjung Priok mereka harus 
mengikatkan diri pada kontrak yang-
bersifat ekslusif. Tanpa adanya 
kontrak yang mengikat tersebut, 
maka mereka tidakakan dilayani PT 
JICT dan KSO TPK KOJA. 
Berdasarkan fakta-fakta tersebut 
menunjukkan bahwa PT JICT telah 
melakukan penguasaan pasar pada 
pasar bersangkutansebagaimana 
dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) 
huruf c.
Berdasarkan pertimbangan terse-
but, maka Majelis Komisi menilai 
dan berpandanganbahwa esensi dari 
klausul Authorization Agreement 
bukan merupakancerminan kerjasa-
ma sebagaimana dimaksud di dalam 
Pasal 26 ayat (2) melainkan bentuk 
transaksi pelimpahan kewenangan 
ataupun transaksi pelimpahan Hak 
Monopoli dengan memberikan jami-
nan untuk menguasai 75% (tujuh 
puluh lima persen) pangsa pasar pada 
pasar bersangkutan.dari PT PELIN-
DO sebagai BUMN.
KPPU mempertimbangkan unsur- 
unsur pelanggaran Hukum Persai- 
ngan yang terdapat dalam Pasal 4, 
yaitu
”pelaku usaha dilarang membuat 
perjanjian dengan pelaku usaha lain 
untuksecara bersama-sama melaku-
kan penguasaan produksi dan atau 
pemasaran barangdan atau jasa 
yang dapat mengakibatkan praktik 
monopoli dan atau persainganusaha 
tidak sehat”
Selanjutnya menyatakan bahwa 
PT JICT secara sah dan meyakinkan 
telah melanggar Pasal 17 ayat (1) dan 
Pasal 25 ayat (1) huruf c.Mencermati 
pengaturan pasal tentang monopoli 
dan penyalahgunaan posisi dominan 
yang terdapat dalam Hukum Persai- 
ngan Usaha masing-masing diatur 
dalam Pasal 17 dan Pasal 25. Dengan 
menggunakan pendekatan rule of 
reason larangan penguasaan pangsa 
pasar sebesar 50% didalam Pasal 17 
dan 59% serta 75% didalam Pasal 25 
dirasakan terlalu besar(Anggraini, 
2010 : 474). Sebab penguasaan pasar 
bukan merupakan pelanggaran 
hukum anti monopoli, jika  posisi 
tersebut dapat juga diraih melalui 
aktivitas monopoli alamiah atau legal 
berdasarkan persaingan pasar yang 
fair dan sehat(Gellhor dan Kovacic, 
1994 : 121-122)
3.2.  Perkara Nomor 03/KPPU-L 
/2004 tentang Pengadaan Holo-
gram Pita Cukai oleh PT. Pura 
Nusapersada
Kasus ini berawal dari laporan 
yang diterima KPPU tertanggal 19 
Januari 2004. Dua perusahaan 
sebagai terlapor I dan II diduga 
melakukan kesepakatan dalam 
rangka  pengadaan hologram pita  
cukai. Terlapor I adalah   Perusahaan 
Umum Percetakan Uang Republik 
Indonesia (Perum Peruri) dan Ter- 
lapor II adalahPT Pura Nusapersada. 
Kedua perusahaanmembuat kesepa-
katan bahwa pasokan hologram pita 
cukai kepada Perum Peruri selama 
ini akan dilakukan olehPT Pura Nu- 
sapersada saja.
Kesepakatan mereka buat pada 
tanggal9 Mei 1995 tertuang dalam 
Surat Perjanjian Nomor SP-302/V/ 
1995/204/DM/V/95. Kesepakatan itu 
tidak ada batas waktunya serta telah 
mendapat persetujuan dari oleh 
Ditjen Bea dan Cukai pada tahun 
1995. Adanya perjanjian tersebut 
menyebabkan penguasaan produksi 
hologrampita cukai rokok terpusat 
pada satu pelaku usaha saja yaitu PT 
Pura Nusapersada. Akibatnya PT 
Pura Nusapersada akan menjadi 
pemasok tunggal hologram pitacukai 
pada Perusahaan Umum Percetakan 
Uang Republik Indonesia (Perum 
Peruri) sementara pelaku usaha lain 
yang sejenis sulit masuk menjadi 
pemasok hologram pita cukai kepada 
Perum Peruri. Ini artinya didalam 
pasar  bidang cetak hologram pitacu-
kai telah terjadi hambatan masuk 
(barrier to entry) yang diciptakan 
oleh pelaku usaha yang sangat berpe-
luang menimbulkan  terjadinya prak-
tik monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat yang dilarang oleh 
hukum persaingan usaha.
Oleh sebab itulah KPPU kemudi-
an melakukan serangkaian pemerik-
saan pendahuluan untuk mendapat-
kan bukti-bukti yang diperlukan. 
Setelah dilakukan beberapa kali 
pemeriksaan pendahuluan yaitu pada 
tanggal 17 Maret 2004, 19 Maret 
2004, dan 1 April 2004 Tim Pemerik-
sa menemukan adanya indikasi 
pelanggaran terhadap ketentuan 
Pasal 17 ayat (1), Pasal17 ayat (2) 
huruf b dan Pasal 25 ayat (1) huruf c 
UUPU.
Pemeriksaan pendahuluan dilaku-
kan terhadap Pelapor, Terlapor I dan 
Terlapor II.dan Ditjen Bea dan 
Cukai. Dari serangkaian pemerik-
saan pendahuluan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa 1). Pelapor me- 
rupakan badan usaha yang mempro-
duksi hologram tetapi masih mulai 
memasarankan dan belum melaku-
kan usaha komersiil, 2). Terlapor I 
mempunyai tugas untuk mencetak 
uang kertas dan uang logam serta 
mencetak dokumen sekuriti yang 
menyangkut keamanan negara.Ter- 
lapor I mengikutsertakan Terlapor II 
dalam hal mencetak dan melekatkan 
hologram pada pita cukai, 3). Ter- 
lapor II memiliki kegiatan mempro-
duksi hologram pitacukai dan memi-
liki pesaing potensial  PT Mitra 
Sakti, PT Sumber Cakung, PT Royal 
Standar, PT Semarang Packaging 
Industry. Terlapor II tidak keberatan 
jika dilakukan tender dalam 
pengadaan hologram pita cukai, 4). 
Ditjen Bea dan Cukai menyatakan 
bahwa perjanjian tersebut dapat 
dibatalkan selanjutnya melalui 
tender dengan syarat-syarat tertentu 
asalkan ada jaminan kepastian keter-
sediaan pita cukai. Ditjen Bea dan 
Cukai juga menegaskan bahwa 
pengadaan pita cukai berhologram 
tidak dilakukan melalui konsorsium 
karena pengawasannya sulit.
Setelah melakukan Pemeriksaan 
Pendahuluan, akhirnya  Tim Peme- 
riksa berkesimpulan bahwa terdapat 
indikasi adanya pelanggaran terha-
dap ketentuan Pasal 17 ayat (1), 
Pasal , 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 
25 ayat (1) huruf c UUPU. Pasal 17 
menentukan adanya praktik monopo-
li dan Pasal 25 tentang penyalahgu-
naan posisi dominan oleh Terlapor I 
dan Terlapor II.
Oleh karena itu, Tim Pemeriksa 
merekomendasikan agar pemerik-
saan dilanjutkan ke Pemeriksaan 
Lanjutan dengan alasan bahwa 
kegiatan yang dilakukanoleh PT Pura 
Nusapersadasebagai Terlapor II 
adalah akibat adanya perjanjian 
kerjasama pengadaan hologrampita 
cukai antara Perum Peruri danPT 
Pura Nusapersadatelah menyebab-
kan timbulnya hambatan masuk 
(entry barrier) bagi produsenholo-
gram lain yang berpeluang menim-
bulkan praktik monopoli. Atas dasar 
rekomendasi Tim Pemeriksa terse-
but, KPPU mengeluarkan Penetapan 
Komisi Nomor 08/PEN/KP-
PU/IV/2004 tanggal 6 April2004 
untuk melanjutkan Perkara Nomor 
03/KPPU-L/2004 ke Pemeriksaan 
Lanjutanterhitung sejak tanggal 6 
April 2004 sampai dengan tanggal 2 
Juli 2004.
Pemeriksaan Lanjutan telah 
beberapa dilakukan oleh Komisi 
antara lain pada tanggal 17 Mei 
2004, 24 Mei 2004, 31 Mei 2004, 8 
Juni 2004,9 Juni 2004,dan 10 Juni 
2004.  Selama tahap pemeriksaan 
lanjutan  diperiksa tiga buah perusa-
haan hologram pitacuka sebagai 
saksi, Ditjen Bea dan Cukai dan 
Botasupal (Badan Koordinasi Pem-
berantasan Uang Palsu). Dari  
serangkaian pemeriksaan lanjutan 
dapat disimpulkan berikut ini : 1).  
Para Saksi   pada umumnya adalah  
perusahaan yang bergerak dalam 
bidang usaha percetakan hologram 
pitacukai dan atau percetakan biasa, 
percetakan dokumen sekuriti seperti 
materai, akte perkawinan dan buku 
nikah serta percetakan hologram 
untuk plat nomor kendaraan bermo-
tor dan cap-cap tiga dimensi, 
2).Botasupal memiliki tugas dan 
wewenang melakukan pengawasan 
dan pembinaan terhadap percetakan 
dokumen sekuriti serta memberikan 
ijin dan rekomnedasi kepada produ-
sen dan distributor hologram. Bota-
supal belum memberikan rekomen-
dasi ijin usaha/operasi dokumen 
sekuriti kepada Pelapor dengan 
alasan Pelapor masih mengambil 
mesin master dari luar negeri, 3). 
Terlapor II menerangkan bahwa 
tidak bersedia menempatkan mesin 
cetak dan pelekatan hologram pada 
Terlapor I dengan alasan Terlapor II 
tidak dapatmengembangkan teknolo-
gi hologram dan akan terjadi 
inefisiensi serta sebenarnya tidak 
keberatan untuk mengubah perjanji-
an Tahun 1995 apabila bertentangan 
dengan Undang-undang Nomor 5 
Tahun1999, 4). Terlapor I, Terlapor II 
dan Ditjen Bea dan Cukai serta PT 
KertasPadalarang telah mengadakan 
pertemuan yang menyepakati peru-
bahanperjanjian Pengadaan Holo-
gram untuk Cetakan Pita Cukai.
Proses produksi pita cukai 
berhologram dalam praktiknya tidak 
efisien karena pita cukai berholo-
gram tidak dibuat sepenuhnya oleh 
Terlapor I, tetapi ada bagian seperti 
hologramdibuat oleh Terlapor II dan 
pada bagian kertas pita cukai dibuat 
oleh PT Kertas Padalarang. Perma- 
salahan pokok dalam dalam 
pengadaan pita cukai berhologram 
sebenarnya lebih banyak karena 
keterlambatan pengiriman dan atas 
keterlambatantersebut Perum Peruri  
dikenakan penalti sehingga  Ditjen 
Bea dan Cukai sebenarnya setuju 
apabila pengadaan hologram pita 
cukai terbuka melalui tender namun 
kendalanya adalah adanya perjanjian 
ekslusif antara Terlapor I  dan Ter- 
lapor II, sedangkan kewenangan 
untuk membatalkan perjanjian terse-
but bukan beradapada Ditjen Bea dan 
Cukai tetapi berada pada kedua pihak 
yang melakukan perjanjian..
Botasupal telah memberikan 
rekomendasi ijin usaha/operasi 
dokumensekuriti kepada 5 (lima) 
perusahaan hologram yaitu PT 
Sumber Cakung, PTKarya Aroma 
Sejati, PT Royal Standar, PT Pura 
Barutama dan PT Pura Nusapersada 
selaku pabrik hologram serta satu 
agen hologram yaitu PT. Mitra 
Sakti.. Sedangkan perusahaan holo-
gram yang dapat memenuhi seluruh-
kebutuhan hologram pita cukai yang 
berjumlah 17 (tujuh belas) Milyar 
keping hanya 2 (dua) perusahaan 
yaitu PT Pura Nusapersada dan PT 
Karya Aroma Sejati.
Berdasarkan bukti-bukti dan fakta 
hukum yang ada, maka Majelis 
Komisi menutuskan : Perum Peruri 
sebagai Terlapor I dan PT Pura Nu- 
sapersada sebagai Terlapor II terbuk-
ti secara sah dan meyakinkan me- 
langgar pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) 
huruf b Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1999, namun  tidak terbukti 
melanggar pasal 25 ayat (1) huruf c. 
Selanjutnya memerintahkan kepada 
Terlapor I dan Terlapor II untuk 
menghentikan kegiatanyang menga-
kibatkan terjadinya praktik monopoli 
dan atau persaingan usaha tidaksehat 
dalam pengadaan hologram pada pita 
cukai dengan cara membatalkan 
SuratPerjanjian Nomor SP-302/V/ 
1995. Juga memerintahkan kepada 
Terlapor I untuk membuka pasar 
pengadaan hologram pada pita cukai 
dengan memberikan kesempatan 
yang sama kepada setiap pelaku 
usaha untuk turut serta dalam 
pengadaan hologram pada pita cukai 
melalui tender yang terbuka dan 
transparan, selambat-lambatnya un- 
tuk pengadaan hologram pada pita 
cukai tahun anggaran 2005.
Analisis putusan dari perkara 
diatas sebagai berikut : 1). Perum 
Peruri dan PT Pura Nusapersada 
terbukti melakukan praktik praktik 
monopoli, 2). Perum Peruri dan PT 
Pura Nusapersada melanggar Pasal 
17 ayat (1 dan (2) huruf b, 3). Perum 
Peruri dan PT bagi pelaku usaha lain 
yang Pura Nusapersada menciptakan 
hambatan masuk hendak ikut tender.
Simpulan
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terhadap prinsip larangan praktik 
monopoli dalam memutus perkara 
persaingan usaha didasarkan pada 
ada tidaknya kepentingan umum 
(public interest) yang dirugikan oleh 
pelaku usaha. Pertimbangan hakim 
(ratio decidendi) komisioner untuk 
menetapkan pelanggaran terhadap 
prinsip larangan praktik monopoli 
adalah adanya unsur pasal 17 ayat (2) 
UUPU yang meliputi: a)non substitu-
tion; b) barrier to entry; c) dan 
market share. Dalam beberapa perka-
ra persaingan usaha KPPU telah 
menerapkan prinsip tersebut sebagai 
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Pendahuluan 
Laranganpraktik monopoli ditem-
patkan oleh pembentuk undang-un-
dang sebagai bagian dari judul 
Undang-undang Persaingan Usaha 
Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya 
disebut dengan UUPU) bukan tanpa 
sebab dan alasan. Kata ”Larangan-
praktik monopoli” juga bukan kata 
yang tanpa makna. Bagi pelaku 
usaha kata tersebut cukup berarti 
terhadap peletakan strategi bisnis 
dalam perusahaan. Dalam tataran 
yuridis dalam UUPUterdapat dua 
kata memiliki kemiripan yang digu-
nakan secara berganti-ganti, yakni 
kata ”monopoli” dan ”praktik mono- 
poli”. Kendatipun demikian, dari 
segi makna kedua istilah tersebut 
terkandung perbedaan yang cukup 
mendasar. Kata “praktik monopoli” 
menjadi prinsip larangandalam 
UUPU sementara itu ”monopoli” 
tidak dijadikan sebagai prinsip lara- 
ngan dalam UUPU. Hal ini menun-
jukkan bahwa pada dua kata tersebut 
memang memiliki arti dan makna 
yang berbeda.
Mengingat sudah menjadi karak-
ter bagi setiap pelaku usaha jika 
selalu ingin menguasai pasar dan 
memenangkan persaingan didalam 
pasar, maka tidak segan-segan 
pelaku usaha melakukan tinda-
kan-tindakan yang cenderung meng-
abaikan kode etik yang lazim dite- 
rapkan dalam bisnis bahkan tidak 
peduli umtuk melanggar aturan 
hukum. Oleh sebab itu, tidak jarang 
beberapa pelaku usaha dihadapkan 
pada persoalan pelanggaran aturan 
hukum, khususnya hukum  persai- 
ngan usaha dan menjadi pihak yang 
harus mempertanggung jawabkan 
segala tindakan pelanggarannya 
dihadapan badan yang mengawasi 
perilakupelaku usaha di Indonesia, 
yaitu Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (selanjutnya disebut KPPU).  
Dari beberapa larangan yang 
diatur dalam UUPU, terdapat salah 
satu larangan  yang dapat dikualifi-
kasikan sebagai pelanggaran UUPU 
adalah melakukan tindakan praktik 
monopoli. Ketentuan Pasal 17 
UUPU adalah parameter yuridis 
untuk mengkualifikasikan suatu 
tindakan termasuk praktik monopoli 
atau bukan. KetikaKPPU menemu-
kan salah satu dari kriteria pasal 
tersebut telah dilakukan oleh pelaku 
usaha, maka KPPU  berhak untuk 
melakukan penyidikan dan penyeli-
dikan kepada pelaku usaha yang 
bersangkutan. Sebagai lembaga pe- 
ngawas kegiatan pelaku usaha, 
KPPU memiliki kewenangan yang 
cukup besar terhadap segala bentuk 
perilaku pelaku usaha yang melang-
gar Pasal 35 UUPU.
KPPU memiliki kewenangan 
menangani perkara yang berbeda 
dengan pengadilan perdata yang 
menangani hak-hak perorangan yang 
bersifat privat, karena perkara yang 
ditangani KPPU bersifat publik. Hal 
ini sesuai dengan tujuan Hukum 
persaingan usaha yang tercantum 
dalam Pasal 3 huruf a, yaitu untuk 
”menjaga kepentingan umum dan 
meningkatkan efisiensi ekonomi 
nasional sebagai salah satu upaya 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat” (Anggara, 2009 : 163). 
Sehingga tugas KPPU harus menjaga 
kondisi perekonomian nasionalagar 
tercipta iklim persaingan usaha yang 
sehat melalui putusan-putusan yang 
dibuatnya tidak terdistorsi oleh 
kepentingan kelompok tertentu saja. 
Berdasarkan uraian latar belakang 
tersebut, dapat dirumuskan permas-
alahan berikut, bagaimanakah imple-
mentasi prinsip larangan praktik 
monopoli dalam putusan KPPU 
(melalui putusan hakim komisioner) 
? Untuk mengkajinya dapat dicerma-
ti dari pertimbangan hakim komi- 
sioner (ratio decidendi) dalam putu-
sannya.
Pembahasan 
1. Prinsip Larangan Praktik 
Monopoli Dalam UUPU 
Parameter yang digunakan oleh 
UUPU untuk mengetahui pelaku 
usaha melakukan monopoli atau 
tidak, terdapat dalam Pasal 17 
UUPU, disebutkan bahwa,
(1)  Pelaku usaha dilarang melaku-
kan penguasaan atas produksi 
dan atau pemasaran barang 
dan atau jasa yang dapat me- 
ngakibatkan terjadinya praktik 
monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat. 
(2)  Pelaku usaha patut diduga atau 
dianggap melakukan pengua-
saan atas produksi dan atau 
pemasaran barang dan atau 
jasa sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), apabila:
a. barang dan atau jasa yang 
bersangkutan belum ada   sub-
stitusinya;atau
b. mengakibatkan pelaku usaha 
lain tidak dapat masuk ke 
dalam persaingan usaha ba- 
rang dan atau jasa yang sama; 
atau
c.  pelaku usaha atau satu kelom-
pok pelaku usaha menguasai 
lebih dari  50% (lima puluh 
persen) pangsa pasar satu jenis 
barang atau jasa tertentu.
Mencermati rumusan Pasal 17 di 
atas memberi pemahaman bahwa 
pelaku usaha akan dianggap melaku-
kan penguasaan atas produksi dan 
atau pemasaran jika perilakunya 
memenuhi kualifikasi unsur-unsur 
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, 
atau c. Unsur-unsur itu bersifat alter-
natif artinya cukup terdapat salah 
satu unsur saja seorang pelaku usaha 
sudah dapat dikualifikasikan sebagai 
telah melakukan kegiatan praktik 
monopoli. 
Pada asasnya segala bentuk 
kegiatan maupun perjanjian yang 
dilakukan pelaku usaha jika mengki-
batkan praktik monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat adalah 
dilarang. Monopoli tidak dilarang 
sepanjang tidak mengakibatkan 
praktik monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat, karena tidak 
semua monopoli merugikan ada juga 
monopoli yang menguntungkan 
(aspek positif monopoli). Sedangkan 
yang dimaksud dengan aspek negatif 
monopoli adalah pengertian dari 
praktik monopoli itu sendiri, yakni 
kegiatan monopoli yang senantiasa 
menimbulkan inefesiensi sumber 
daya dan kerugian pada masyarakat.
Monopoli dan persaingan sebagai 
dua konsep yang memiliki sisi positif 
bagi persaingan dan sisi negatif bagi 
monopoli hal itu merupakan pandan-
gan yang sangat sederhana. Kalau 
dikaji lebih jauh, kedua konsep itu 
saling memiliki aspek-aspek positif 
maupun aspek negatif, tergantung 
sasaran apa yang hendak dicapai dari 
masing-masing. Misalnya, monopoli 
yang dilakukan untuk melindungi 
sumber daya yang vital dari eksploi-
tasi pihak-pihak yang mencari keun-
tungan sendiri, maka monopoli itu 
dianggap sebagai sisi positif dari 
monopoli. Sebaliknya, persaingan 
yang berkonotasi baik bisa beraspek 
negatif, jika persaingan itu terjadi 
tanpa kendali dan pengawasan dari 
negara, tidak lagi mempertimbang-
kan aspek ekonomi, akhirnya yang 
terjadi persaingan yang saling 
mematikan, yang kuat menghancur-
kan yang lemah, maka tujuan 
persaingan yang seharusnya mem-
beri kesejahteraan yang maksimal 
kepada masyarakat dan kesempatan 
yang sama kepada pelaku usaha 
tidak dapat terwujud. 
Berdasarkan pengertian monopoli 
yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 
UUPU, terkandung dua unsur pen- 
ting dalam monopoli, yaitu (1) 
adanya penguasaan atas produk, dan 
atau pemasaran barang dan atau atas 
penggunaan jasa tertentu, (2) dilaku-
kan oleh satu pelaku usaha atau satu 
kelompok pelaku usaha. 
Adapun bentuk kegiatan pengua-
saan atas produksi dan pemasaran 
yang dilarang itu memiliki kriteria 
sebagai berikut : (1) penguasaan atas 
produksi, (2) penguasaan atas 
pemasaran produksi atau jasa, (3) 
barang dan jasa yang berada di 
bawah penguasaan itu tidak ada 
substitusinya di pasar, (4) praktik 
tersebut mengakibatkan terjadinya 
monopoli atau persaingan usaha 
tidak sehat (Ginting, 2001 : 68)
Hal ini artinya penguasaan atas 
produk dan pemasaran suatu produk-
si tidak dilarang oleh undang-undang 
sepanjang tidak meniadakan atau 
mengurangi persaingan di pasar 
(lessen competition), seperti kasus 
paling aktual saat ini yang dilakukan 
oleh Carrefour. 
Didalam Pasal 1 ayat (2) UUPU 
memuat pengertian dari praktik 
monopoli, yang mengandung unsur- 
unsur : (1) Terjadinya pemusatan 
kekuatan ekonomi pada satu atau 
lebih pelaku usaha, (2) Terdapat 
penguasaan atas produksi atau 
pemasaran barang atau jasa tertentu, 
(3) Terjadinya persaingan usaha 
tidak sehat, (4) Tindakan tersebut 
merugiakan kepentingan umum 
(Kagramanto, 2007 : 181)
Jika dibandingkan dengan kriteria 
praktik monopoli terdapat dalam 
Pasal 17 ayat (2), yang memuat 
unsur-unsur : (1) Melakukan perbua-
tan penguasaan atas suatu produk, (2) 
Melakukan perbuatan atas pemasa-
ran suatu produk, (3) Penguasaan 
tersebut dapat mengakibatkan terjad-
inya praktik monopoli, (4) pengua-
saan tersebut dapat mengakibatkan 
terjadinya persaingan usaha tidak 
sehat. 
Konsep praktik monopoli menga-
rah pada pengertian pemusatan 
kekuatan ekonomi, artinya terdapat 
korelasi antara praktik monopoli 
dengan pemusatan ekonomi. Pemu-
satan kekuatan ekonomi jangkauan- 
nya lebih luas daripada sekedar 
penguasaan pasar (bidang pemasa-
ran) karena menyangkut juga pada 
bidang produksi. Penguasaan pasar 
mengakibatkan berkurangnya per- 
saingan (lessen competition) uji 
materiilnya melalui struktur pasar 
sedangkan pemusatan kekuatan 
ekonomi menimbulkan konglomera-
si batu ujinya melalui perilaku pasar.
Untuk membuktikan unsur-unsur 
yang terdapat didalam Pasal 17 ayat 
(2)UUPU harus dapat dipenuhi, 
yakni : (1) Tidak terdapat produk 
substitusinya, (2) Pelaku usaha lain 
sulit masuk kedalam pasar persai- 
ngan terhadap produk yang sama 
dikarenakan hambatan masuk yang 
tinggi, (3) Pelaku usaha lain tersebut 
adalah pelaku usaha yang mempu-
nyai kemampuan bersaing yang 
signifikan dalam pasar bersangkutan, 
(4) Satu atau satu kelompok pelaku 
usaha telah menguasai lebih dari 
50% pangsa pasar suatu jenis produk 
(Winardi, 1996 : 457)
Pengertian unsur-unsur akan 
dijelaskan sebagai berikut : 
1. Produk substitusi
 Didalam Kamus Ekonomi, 
substitutional goods artinya 
benda-benda pengganti, yaitu 
adanya hubungan antara dua 
benda atau lebih, demikian rupa 
hingga benda x dapat mengganti-
kan benda y. Dengan demikian  
pengertian ini dapat dibedakan 
dengan pengertian benda-benda 
komplementer. Benda komple-
menter berfungsi sebagai benda 
pelengkap dari benda utama, 
tetapi tidak menggantikan fung-
sinya. 
 Beranjak dari pengertian di 
atas,  terjadinya  praktik monopoli 
didalam pasar ditandai dengan 
adanya satu jenis produk dalam 
pasar yang bersangkutan, tidak 
ditemukan barang pengganti yang 
menjadi alternatif bagi konsumen 
untuk memilih jenis lainnya yang 
lebih murah. Akibatnya penjual 
produk tersebut dapat memainkan 
harga karena pasarnya berada 
dalam penguasaannya.
 Oleh karena pasar hanya 
dikuasai satu jenis barang 
tertentu, maka didalam pasar 
tidak terjadi persaingan. Pasar 
yang tidak persaingan, pelaku 
usaha cenderung menentukan 
harga sesuai dengan kehendak- 
nya. Sehingga konsumen tidak 
memperoleh harga murah  yang 
lebih kompetitif dibandingkan 
dengan harga yang ditetapkan.
 Istilah substitusi juga ditemu-
kan didalam definisi pasar 
bersangkutan yang terdapat pada 
Pasal 1 angka 10 UUPU, disebut-
kan bahwa:
”Pasar bersangkutan adalah pasar 
yang berkaitan dengan jangkauan 
atau daerah pemasaran tertentu 
oleh pelaku usaha atas barang dan 
atau jasa yang sama atau sejenis 
atau substitusi dari barang dan 
atau jasa tersebut”.
 Untuk menilai sifat substitusi 
dari suatu produk dengan produk 
yang lain dapat digunakan dengan 
menggunakan pendekatan terha-
dap elastisitas permintaan dan 
penawaran melalui analisis prefe-
rensi konsumen. Dalam melaku-
kan analisis preferensi konsumen 
digunakan tiga parameter utama 
sebagai alat pendekatan, yaitu 
harga, karakter, dan kegunaan 
(fungsi) produk.(Assahinur, 2009 
: 18) Produk dalam suatu pasar 
tidak harus bersifat perfect substi-
tutes, karena sulit untuk menemu-
kannya, oleh sebab itu bisa 
dengan konsep close substitutes. 
Produk dalam suatu pasar tidak 
harus memiliki kualitas yang 
sama, oleh sebab itu, sepanjang 
konsumen menentukan bahwa 
produk terkait memiliki karakter 
dan fungsi yang sama, maka 
produk tersebut dapat dikatakan 
sebagai substitusi satu dengan 
lainnya. Untuk menerapkan Pasal 
1 angaka 10 telah dikeluarkan 
peraturan KPPU No.3 Tahun 
2009 tentang Pedoman Penerapan 
Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar 
Bersangkutan.
2. Barrier to entry
 Bentuk  Barrier to entry dapat 
berasal dari dua hal, yaitu dari sisi 
perusahaan dari sisi kebijakan 
publik dari sisi perusahaan strate-
gi yang diterapkan tidak hanya 
untuk menjaga kekuatan pasarnya 
melainkan juga mempertahankan 
laba monopolisnya. Sedangkan 
yang berasal dari kebijakan 
pemerintah biasanya memiliki 
tujuan tertentu, seperti kondisi 
alami industri yang merupakan 
natural monopoly.
3.  Penguasaan Pasar (Market 
Share)
 Menjadi penguasa dalam 
suatu jenis pasar merupakan hara-
pan dari setiap pelaku usaha, 
dengan menjadi penguasa yang 
nyata atas suatu pasar berarti 
pemusatan kekuatan ekonomi 
telah berada dalam genggaman 
pelaku usaha tersebut. Dengan 
kekuatan pasar yang dimilikinya 
itu pelaku usaha dapat menentu-
kan harga barang atau jasa dan 
dampak selanjutnya adalah keun-
tungan yang optimal pasti akan 
dapat diraihnya. Adapun wujud 
penguasaan pasar, dilakukan 
dengan cara: 1). Jual rugi (preda-
tory Pricing) dengan maksud 
untuk mematikan pesaingnya, 2). 
Melalui pratik penetapan biaya 
produksi secara curang serta 
biaya lainnya yang menjadi kom-
ponen harga barang, serta, 3). 
Perang harga maupun persaingan 
harga (Fahmi, 2009 : 139).
 Berbagai bentuk tindakan 
penguasaan pasar seperti ini 
hanya mugkin  dilakukan oleh 
pelaku usaha yang memiliki 
market power. Tolok ukur 
penguasaan pasar tidak harus 
menguasai sebesar 100%, 
penguasaan sebesar 50% atau 
75% saja sudah dapat dikatakan 
memiliki market power.
 Seperti didalam Pasal 17, 
kriteria menguasai pasar diberi-
kan batas lebih dari 50%, pelaku 
usaha yang menguasai pasar sebe-
sar 50% dapat diduga atau diang-
gap melakukan praktik monopoli 
yang merugikan kepentingan 
umum. Pasal 17 bersifat rule of 
reason, untuk dapat membuktikan 
adanya kerugian masyarakat perlu 
dilakukan berbagai penelitian dan 
kajian dari ahli hukum dan ahli 
ekonomi.
2.  KPPU Sebagai Lembaga 
Pengawasan Kegiatan Pelaku 
Usaha
 
Di Indonesia lembaga yang 
berwenang menjalankan fungsi 
pengawasan kegiatan pelaku usaha 
adalah Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha atau disingkat dengan KPPU. 
Pasal 30 ayat (1) UUPU menyebut-
kan,”Untuk mengawasi Undang-un-
dang ini dibentuk Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha yang selanjutnya 
disebut Komisi”, dan didalam Pasal 
30 ayat (3) disebutkan bahwa, 
”Komisi bertanggung jawab kepada 
Presiden”. Selanjutnya Pasal 34 ayat 
(1) menegaskan bahwa, ”Pembentu-
kan Komisi serta susunan organisasi, 
tugas, dan fungsinya ditetapkan 
dengan Keputusan Presiden”. Ak- 
hirnya KPPU didirikan pada tanggal 
8 Juli 1999 berdasarkan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 
75 Tahun 1999 tentang Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha. 
Dengan demikian, penegakan 
Hukum Persaingan Usaha serta 
pengawasan terhadap pelaku usaha 
berada dalam kewenangan KPPU.
Sebagai lembaga pengawas 
kegiatan pelaku usaha, KPPU memi-
liki kewenangan yang cukup besar 
terhadap segala bentuk perilaku 
pelaku usaha. Kewenangan tersebut 
meliputi penyidikan, penuntutan, 
konsultasi, memeriksa, mengadili, 
dan memutus perkara pelanggaran 
hukum persaingan oleh pelaku 
usaha. Namun bukan berarti tidak 
ada lembaga lain yang berwenang 
menangani perkara monopoli dan 
persaingan usaha, Pengadilan Negeri 
(PN) dan Mahkamah Agung (MA) 
juga diberi wewenang untuk mena- 
ngani perkara persaingan. Penga-
dilan Negeri diberi wewenang untuk 
menangani keberatan terhadap putu-
san KPPU. dan menangani pelangga-
ran hukum persaingan yang menjadi 
perkara pidana karena tidak dijalan- 
kannya putusan KPPU yang sudah in 
kracht. Sedangkan MA diberi 
kewenangan untuk menyelesaikan 
perkara pelanggaran hukum persai- 
ngan apabila terdapat keberatan atas 
putusan PN tersebut dengan menga-
jukan kasasi. Putusan MA harus 
dijatuhkan dalam waktu 30 hari sejak 
permohonan kasasi diterima. 
Pada Pasal 30 ayat (2) menegas-
kan bahwa, ”Komisi adalah suatu 
Lembaga Independen yang terlepas 
dari pengaruh dan kekuasaan Peme- 
rintah serta pihak lain”. Hal ini berar-
ti bahwa KPPU merupakan lembaga 
yang independen. Hal ini ditegaskan 
lagi dalam Keppres nomor 75 Tahun 
1999 yang terdapat pada Pasal 6 ayat 
(2) bahwa, anggota Komisi yang 
menangani perkara dilarang:
a. mempunyai hubungan sedarah 
atau semenda sampai derajat ke 
tiga dengan salah satu pihak yang 
berperkara; atau
b. mempunyai kepentingan dengan 
perkara yang bersangkutan.
Untuk menjaga independensi dan 
integritas anggota Komisi,  per- 
syaratan untu menjadi anggota 
Komisi telah dirumuskan dalam 
Pasal 31 sampai dengan Pasal 34. 
Dalam persyaratan tersebut dikehen-
daki anggota-anggota terpilih dan 
terpercaya (credible). Integritas 
moral dan kepercayaan untuk memi-
lih seseorang adalah unsur penting 
yang sangat menentukan apalagi 
sebagai anggota komisi yang terkait 
dengan dunia bisnis dan pelaku 
usaha, maka kepribadian dan integri-
tas memegang peranan kunci (plays 
a key role) dalam menangani perkara 
persaingan. 
Atas dasar peran KPPU sebagai 
lembaga pengawas, maka tugas  
yang disandang oleh KPPU didalam 
Pasal 35. Sebagai tindak lanjut atas 
tugas yang dibebankan, KPPU juga 
mempunyai wewenang yang terca- 
kup dalam Pasal 36. Jika dicermati 
tugas dan wewenang KPPU dalam 
pasal-pasal tersebut,  sebenarnya 
kewenangan KPPU hanya terbatas 
pada kewenangan administratif, 
meskipun terdapat kewenangan yang 
mirip badan penyidik, namun tugas 
penyidikan, penuntutan dan pemutus 
itu dalam rangka memberikan sanksi 
hukuman administrasi semata. 
Demikian juga dengan kekuatan 
hukum dari putusan KPPU mempu-
nyai kekuatan eksekutorial, yaitu 
keputusan yang sederajat dengan 
keputusan hakim, oleh sebab itu 
putusan KPPU dapat langsung 
dimintakan eksekusi (Fiat Excecutie) 
pada Pengadilan Negeri yang 
berwenang tanpa harus beracara 
sekali lagi di pengadilan tersebut. 
(Pasal 46 ayat (2) UUPU).
Proses penyelidikan dan pemerik-
saan merupakan salah satu bagian 
dari proses beracara di KPPU. 
Hukum acara di KPPU ditetapkan 
pertama kali melalui Surat Keputu-
san Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000, 
tentang Tata Cara Penyampaian 
Laporan dan Penanganan Dugaan 
Pelanggaran Terhadap UU No.5 
Tahun 1999. Surat Keputusan terse-
but telah diubah menjadi Peraturan 
Komisi No.1 Tahun 2006, tentang 
Tata Cara Penanganan Perkara di 
KPPU yang mulai efektif berlaku 
pad tanggal 18 Oktober 2006. 
Proses penyelidikan dan pemerik-
saan merupakan prosedur yang dike-
nal dalam hukum pidana yaitu proses 
mencari kebenaran materiil. Dalam 
mencari kebenaran materiil diperlu-
kan keyakinan KPPU bahwa pelaku 
usaha melakukan atau tidak melaku-
kan perbuatan yang menyebabkan 
terjadinya praktik monopoli dan 
persaingan tidak sehat. (Wibowo dan 
Sinaga, 2005 : 365)dan KPPU mulai 
melakukan pemeriksaan (pendahulu-
an) jika terdapat salah satu indikasi 
dari perbuatan berikut ini : (1) Atas 
inisiatif Komisi sendiri apabila ada 
dugaan telah terjadinya pelanggaran 
Undang-undang Anti Monopoli, (2) 
Atas laporan tertulis dari pihak yang 
merasa dirugikan;setiap orang yang 
mengetahui atau patut diduga telah 
terjadi pelanggaran terhadap Un- 
dang-undang Anti Monopoli, (3) 
Atas laporan tertulis dari setiap orang 
yang mengetahui atau patut diduga 
telah terjadi pelanggaran terhadap 
Undang-undang Anti Monopoli 
(Fuady, 1999 : 104).
Berdasarkan hasil pemeriksaan 
pendahuluan yang diperoleh, jika 
hasilnya adalah penetapan untuk 
melakukan pemeriksaan lanjutan, 
maka akan dilakukan tindakan 
penyelidikan dan pemeriksaan. Pihak 
yang melaporkan harus memberikan 
identitasnya kepada KPPU dan wajib 
dirahasiakan identitas pelapor oleh 
KPPU.
Mekanisme pemeriksaan perkara 
oleh KPPU pada prinsipnya sama 
dengan pengertian pemeriksaan 
dalam hukum acara pidana, namun 
terdapat sedikit perbedaan dalam hal 
siapa yang dimaksud dengan subyek 
pelapor dalam perkara persaingan 
usaha. Dalam pemeriksaan perkara 
yang didasarkan atas dasar laporan 
adalah pemeriksaan yang dilakukan 
karena adanya laporan dari ma- 
syarakat atau pelaku usaha yang 
dirugikan oleh tindakan pelaku usaha 
yang dilaporkan. Setelah menerima 
laporan, KPPU menetapkan majelis 
komisi yang akan bertugas memerik-
sa dan menyelidiki pelaku usaha 
yang dilaporkan. Dalam menjalan- 
kan tugas, majelis komisi dibantu 
oleh staf komisi. Pemeriksaan perka-
ra yang dilakukan atas dasar laporan 
menggunakan nomor perkara: 
Nomor perkara/KPPU-L (laporan)/ 
Tahun, sedangkan perkara yang 
diperiksa bukan atas dasar laporan 
pada nomor perkara tidak terdapat 
kode L (laporan).
Pemeriksaan atas dasar inisiatif 
KPPU didasarkan karena adanya 
dugaan atau indikasi dari hasil 
pengamatan dan persepsi sendiri 
disimpulkan adanya pelanggaran 
terhadap Hukum Persaingan. 
Mekanismenya, KPPU akan mem-
bentuk suatu Majelis Komisi untuk 
melakukan pemeriksaan terhadap 
pelaku usaha dan saksi. Dalam 
pemeriksaan tersebut majelis Komisi 
dibantu oleh staf komisi. Jika peme- 
riksaan perkara dilakukan atas dasar 
inisiatif komisi, maka pada penulisan 
nomor perkara adalah sama hanya 
saja menggunakan tanda I (Inisiatif). 
Pemeriksaan perkara dalam 
hukum acara persaingan usaha 
terdapat 2 (dua) jenis, yaitu pemerik-
saan pendahuluan dan pemeriksaan 
lanjutan. Untuk melakukan pemerik-
saan pendahuluan ini harus didasar-
kan pada laporan masyarakat, pihak 
yang dirugikan atau pelaku usaha. 
Berdasarkan laporan masyarakat 
KPPU menetapkan apakah perlu 
dilakukan pemeriksaan lanjutan atau 
tidak. Jika dianggap perlu, maka 
KPPU akan melakukan pemeriksaan 
kepada pelaku usaha yang dilapor-
kan. KPPU juga dapat mendengakan 
keterangan saksi, saksi ahli atau 
pihak lain yang dianggap memiliki 
keterangan yang diperlukan. Namun 
dalam melaksanakan tugas pemerik-
saan itu KPPU wajib melengkapi 
dirinya dengan surat tugas.
Di dalam Pasal 41 Hukum 
Persaingan Usaha menekankan 
bahwa selama melaksanakan tugas 
penyelidikan (pemeriksaan pendahu-
luan) dan pemeriksaan lanjutan 
pelaku usaha atau pihak lain yang 
diperiksa mempunyai kewajiban 
menyerahkan alat bukti yang diperlu-
kan dan dilarang menolak untuk 
diperiksa, dilarang menolak mem-
berikan informasi, dan dilarang 
menghambat proses penyelidikan 
dan pemeriksaan (lanjutan) yang 
dilakukan KPPU, oleh sebab itu, jika 
terdapat penolakan dari pelaku usaha 
atau pihak lain maka yang bersang-
kutan akan diserahkan kepada pe- 
nyidik untuk selanjutnya diproses 
sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
Adapun jangka waktu dalam 
pemeriksaaan lanjutan diberikan 
oleh Pasal 43 selambat-lambatnya 60 
(enam puluh) hari sejak dilakukan 
pemeriksaan lanjutan. Namun jika 
diperlukan tambahan waktu karena 
pemeriksaan dirasakan belum selesai 
masih  dapat diperpanjang paling 
lama 30 (tiga puluh) hari. Tidak 
dijelaskan dalam undang-undang 
apakah alasan dilakukan perpanja- 
ngan pemeriksaan lanjutan tersebut 
dan juga tidak dijelaskan lebih lanjut 
apa akibat hukumnya jika jangka 
waktu 60 hari dan tambahan 30 hari 
tersebut tidak dapat dipenuhi oleh 
KPPU.KPPU dalam melakukan 
pemeriksaan melalui beberapa taha-
pan, yaitu: 1). Panggilan, 2). Peme- 
riksaan, 3). Pembacaan Putusan. 
Tahap pemanggilan kepada  
pelaku usaha, saksi, atau pihak lain 
yang terkait dilakukan sebelum 
proses pemeriksaan dilaksanakan. 
Surat panggilan mengundang yang 
bersangkutan untuk hadir dalam 
proses pemeriksaan. Dalam surat 
panggilan memuat tanggal, hari, jam 
sidang serta tempat persidangan 
dilangsungkan. Jika terdapat pelaku 
usaha atau saksi yang dipanggil 
tetapi tidak hadir dalam persidangan 
dapat diancam dengan tindakan tidak 
kooperatif yang melanggar Pasal 42, 
selanjutnya perkara akan dilimpah-
kan ke kepolisian (Pasal 41) dengan 
demikian perkara tersebut sudah 
berubah menjadi perkara pidana.
Pada prinsipnya terhadap perkara 
apapun, pidana, perdata maupun 
persaingan usaha, setiap orang 
dilarang menghambat proses pe- 
nyelidikan atau pemeriksaan dengan 
tidak bersedia memberikan informasi 
atau alat bukti yang dapat men-
dukung jalannya pemeriksaan. 
Demikian juga dengan pelaku usaha 
tidak boleh menolak memberikan 
informasi maupun alat bukti baik itu 
berupa dokumen atau surat-surat 
yang menurut KPPU diperlukan 
dalam penyelidikan atau pemerik-
saan. 
Sebelum dilakukan pemeriksaan, 
KPPU wajib menjelaskan selengkap 
mungkin dokumen dan alat bukti apa 
saja yang dibutuhkan dalam pemer-
iksaan tersebut sehingga pelaku 
usaha dapat bersikap lebih kooperatif 
dengan mempersiapkan dokumen 
yang diperlukan tepat pada saat 
diperlukan. Demikian juga dengan 
timbal balik dari sikap kooperatif 
dari pelaku usaha, maka KPPU dian-
jurkan pula untuk sesegera mungkin 
mengembalikan dokumen data peru-
sahaan kepada pelaku usaha.  
Tahap pemeriksaan meliputi 
pemeriksaan administratif, pemerik-
saan pokok perkara, pemeriksaan 
pembuktian. Prosedur pemeriksaan 
administratif adalah pemeriksaan 
identitas dan pembacaan hak-hak 
pelaku usaha, saksi atau pihak lain. 
Pemeriksaan terhadap pokok perkara 
terdapat dua tahapan yaitu, pertama, 
pemeriksaan oleh KPPU. Kedua, 
pemberian kesempatan pada pelaku 
usaha untuk menyampaikan keteran-
gan atau dokumen. Pemeriksaan 
pembuktian menetapkan bahwa yang 
dapat dijadikan alat bukti dalam 
pemeriksaan terdiri dari: keterangan 
saksi, keterangan ahli, surat dan atau 
dokumen, petunjuk, keterangan 
terlapor/saksi pelaku usaha. Ketera- 
ngan saksi ahli diperlukan bilamana 
perkara yang diperiksa termasuk 
katagori perkara rumit. (Fahmi, 2009 
: 209). Apa yang dapat dijadikan 
sebagai ukuran bahwa suatu perkara 
termasuk ’perkara rumit’ tidak ter- 
dapat pedoman yang dapat dijadikan 
sebagai acuan dalam mengukur ting-
kat kerumitan suatu perkara oleh 
KPPU.
Dalam pemeriksaan pembuktian 
ini diperlukan sikap yang kooperatif 
dari pihak-pihak yang diperiksa oleh 
KPPU. Apabila tidak terdapat 
kerjasama antar pihak yang diperiksa 
dengan KPPU, maka pemeriksaan 
akan diserahkan kepada badan pe- 
nyidik umum untuk dilakukan pe- 
nyidikan terhadap penolakannya 
untuk diperiksa oleh KPPU sekaligus 
juga diselidiki pelanggarannya terha-
dap hukum  persaingan usaha. Kalau 
sudah dilimpahkan kepada penyidik 
umum, maka akan merubah status 
hukum perkara yang ditangani dari 
perkara administrasi (kasus persai- 
ngan dengan ancaman hukuman 
administrasi) menjadi kasus pidana 
(terkena ancaman hukuman pidana).
Setelah dilakukan tahapan peme- 
riksaan dan pemeriksaan lanjutan 
telah selesai seluruh rangkaian 
proses pemeriksaan sebelum dijatuh-
kan putusan oleh KPPU. Keseluru-
han proses tersebut memakan waktu 
60 (enam puluh) hari atau setelah  
diperpanjang selama 30 (tiga puluh) 
hari lagi. Putusan KPPU tentang 
adanya pelanggaran praktik monopo-
li dan persaingan usaha tidak sehat 
harus dibacakan dalam sidang yang 
dinyatakan terbuka untuk umum oleh 
majelis Komisi yang beranggotakan 
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang 
anggota Komisi. Hasil putusan 
KPPU harus segera diberitahukan 
kepada pelaku usaha yang diputus 
melanggar tersebut berupa petikan 
putusannya, dan  menurut Pasal 43 
ayat (4), yang dimaksud dengan 
pemberitahuan itu adalah menyam-
paikan petikan putusan KPPU).
3. Putusan KPPU Yang Terkait 
Dengan Praktik Monopoli.
3.1. Perkara Nomor 04/KP-
PU-I/2003 tentang Jasa Peti 
Kemas Oleh PT. Jakarta  
International Cargo Terminal
Kasus ini berawal dari hasil moni-
toring yang dilakukan oleh KPPU 
terhadap kegiatanusaha dalam 
bidang jasa terminal pelayanan bong-
kar muat petikemas di Pelabu-
hanTanjung Priok Jakarta Utara  
yang dilakukan oleh PT. JAKARTA 
INTERNATIONAL CONTAINER 
TERMINAL, disingkat dengan PT 
JICT dan KERJA SAMA OPERASI 
TERMINAL PETIKEMAS KOJA, 
disingkat dengan KSOTPK KOJA, 
terhadap PT. (PERSERO) PELABU-
HAN INDONESIA II, disingkat 
dengan PT. PELINDO II.
Dari hasil monitoring KPPU, di 
Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta 
Utara diduga terjadi praktikmonopoli 
dan atau persaingan usaha tidak sehat 
dalam bidang jasa terminal 
pelayananbongkar muat petikemas. 
Fakta-fakta yang diperoleh di lapan-
gan menunjukkan bahwa kegiatan 
usaha jasa terminal pelayanan bong-
karmuat petikemas di Pelabuhan 
Tanjung Priok Jakarta Utara jika 
dihubungkan dengan Pasal 26 ayat 
(1)Undang-undang Nomor 21 Tahun 
1992 tentang Pelayaran,yang mene-
tapkan bahwa,
”penyelenggaraan pelabuhan 
umum dilakukan oleh Pemerintah 
dan pelaksanaannya dapat dilim- 
pahkan kepada BadanUsaha 
Milik Negara, yang didirikan 
untuk maksud tersebut berdasar-
kan peraturan perundangan yang 
berlaku”
Sedangkan didalam Pasal 26 ayat 
(2)dinyatakan bahwa, 
”badan hukum Indonesia dapat 
diikutsertakan dalam penyeleng-
garaan pelabuhan umum atas 
dasar kerja sama dengan BUMN  
yangmelaksanakan pengusahaan 
pelabuhan”
Berdasarkan penjelasan Pasal 26 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 1992, bahwa,
”keikutsertaan badan hukum 
Indonesia dalam bekerja sama 
dengan BUMN dalam penyeleng-
garaan pelabuhan umumantara 
lain terhadap kegiatan jasa unit 
terminal peti kemas di pelabuhan, 
lapanganpenumpukan, penun- 
daan, dan lain sebagainya. 
Sedangkan kegiatan penyediaan-
jasa kolam pelabuhan dalam 
rangka keselamatan hanya dapat 
dilakukan olehBUMN” 
KPPU telah menyampaikan saran 
kepadaMeneg BUMN tertanggal 19 
Pebruari 2003 yang pada pokoknya 
mengharapkanMenteri bersangkutan 
menggunakan segala pengaruh dan 
wewenangnya agar klausuldi dalam 
authorization agreement dihilangkan 
atau disesuaikan dengan jiwa,sema- 
ngat serta tujuan Hukum Persaingan.
PT PELINDO III adalah peme-
gang hak pengelolaan pelabuhan 
umum sebagaimana diaturdidalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 
Tahun 1991, telah memberikan kon- 
sesi pengelolaan terminal petikemas 
kepada PT JICT dengan jaminan 
bahwa tidak akanada pembangunan 
terminal petikemas sebagai tamba- 
han dari Unit TerminalPetikemas I, 
Unit Terminal Petikemas II, dan Unit 
Terminal Petikemas III sebelumter-
capainya throughput sebesar 75% 
(tujuh puluh lima persen) dari kapa-
sitas rancangbangunnya sebesar 3,8 
juta. 
Adanya klausul authorization 
agreement tersebut termasuk salah 
satu bentuk  perjanjian  ekslusif  
yang dilarang oleh undang-undang 
sebab dapat menimbulkan hambatan 
strategis yang nyata bagi para pelaku 
usaha baru yangakan memasuki 
pasar bersangkutan pelayanan bong-
kar muat petikemas di pelabu-
hanTanjung Priok. Hal ini ditegaskan 
bahwauntuk mendapatkan pelayanan 
bongkar muat petikemasdi pelabu-
han Tanjung Priok mereka harus 
mengikatkan diri pada kontrak yang-
bersifat ekslusif. Tanpa adanya 
kontrak yang mengikat tersebut, 
maka mereka tidakakan dilayani PT 
JICT dan KSO TPK KOJA. 
Berdasarkan fakta-fakta tersebut 
menunjukkan bahwa PT JICT telah 
melakukan penguasaan pasar pada 
pasar bersangkutansebagaimana 
dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) 
huruf c.
Berdasarkan pertimbangan terse-
but, maka Majelis Komisi menilai 
dan berpandanganbahwa esensi dari 
klausul Authorization Agreement 
bukan merupakancerminan kerjasa-
ma sebagaimana dimaksud di dalam 
Pasal 26 ayat (2) melainkan bentuk 
transaksi pelimpahan kewenangan 
ataupun transaksi pelimpahan Hak 
Monopoli dengan memberikan jami-
nan untuk menguasai 75% (tujuh 
puluh lima persen) pangsa pasar pada 
pasar bersangkutan.dari PT PELIN-
DO sebagai BUMN.
KPPU mempertimbangkan unsur- 
unsur pelanggaran Hukum Persai- 
ngan yang terdapat dalam Pasal 4, 
yaitu
”pelaku usaha dilarang membuat 
perjanjian dengan pelaku usaha lain 
untuksecara bersama-sama melaku-
kan penguasaan produksi dan atau 
pemasaran barangdan atau jasa 
yang dapat mengakibatkan praktik 
monopoli dan atau persainganusaha 
tidak sehat”
Selanjutnya menyatakan bahwa 
PT JICT secara sah dan meyakinkan 
telah melanggar Pasal 17 ayat (1) dan 
Pasal 25 ayat (1) huruf c.Mencermati 
pengaturan pasal tentang monopoli 
dan penyalahgunaan posisi dominan 
yang terdapat dalam Hukum Persai- 
ngan Usaha masing-masing diatur 
dalam Pasal 17 dan Pasal 25. Dengan 
menggunakan pendekatan rule of 
reason larangan penguasaan pangsa 
pasar sebesar 50% didalam Pasal 17 
dan 59% serta 75% didalam Pasal 25 
dirasakan terlalu besar(Anggraini, 
2010 : 474). Sebab penguasaan pasar 
bukan merupakan pelanggaran 
hukum anti monopoli, jika  posisi 
tersebut dapat juga diraih melalui 
aktivitas monopoli alamiah atau legal 
berdasarkan persaingan pasar yang 
fair dan sehat(Gellhor dan Kovacic, 
1994 : 121-122)
3.2.  Perkara Nomor 03/KPPU-L 
/2004 tentang Pengadaan Holo-
gram Pita Cukai oleh PT. Pura 
Nusapersada
Kasus ini berawal dari laporan 
yang diterima KPPU tertanggal 19 
Januari 2004. Dua perusahaan 
sebagai terlapor I dan II diduga 
melakukan kesepakatan dalam 
rangka  pengadaan hologram pita  
cukai. Terlapor I adalah   Perusahaan 
Umum Percetakan Uang Republik 
Indonesia (Perum Peruri) dan Ter- 
lapor II adalahPT Pura Nusapersada. 
Kedua perusahaanmembuat kesepa-
katan bahwa pasokan hologram pita 
cukai kepada Perum Peruri selama 
ini akan dilakukan olehPT Pura Nu- 
sapersada saja.
Kesepakatan mereka buat pada 
tanggal9 Mei 1995 tertuang dalam 
Surat Perjanjian Nomor SP-302/V/ 
1995/204/DM/V/95. Kesepakatan itu 
tidak ada batas waktunya serta telah 
mendapat persetujuan dari oleh 
Ditjen Bea dan Cukai pada tahun 
1995. Adanya perjanjian tersebut 
menyebabkan penguasaan produksi 
hologrampita cukai rokok terpusat 
pada satu pelaku usaha saja yaitu PT 
Pura Nusapersada. Akibatnya PT 
Pura Nusapersada akan menjadi 
pemasok tunggal hologram pitacukai 
pada Perusahaan Umum Percetakan 
Uang Republik Indonesia (Perum 
Peruri) sementara pelaku usaha lain 
yang sejenis sulit masuk menjadi 
pemasok hologram pita cukai kepada 
Perum Peruri. Ini artinya didalam 
pasar  bidang cetak hologram pitacu-
kai telah terjadi hambatan masuk 
(barrier to entry) yang diciptakan 
oleh pelaku usaha yang sangat berpe-
luang menimbulkan  terjadinya prak-
tik monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat yang dilarang oleh 
hukum persaingan usaha.
Oleh sebab itulah KPPU kemudi-
an melakukan serangkaian pemerik-
saan pendahuluan untuk mendapat-
kan bukti-bukti yang diperlukan. 
Setelah dilakukan beberapa kali 
pemeriksaan pendahuluan yaitu pada 
tanggal 17 Maret 2004, 19 Maret 
2004, dan 1 April 2004 Tim Pemerik-
sa menemukan adanya indikasi 
pelanggaran terhadap ketentuan 
Pasal 17 ayat (1), Pasal17 ayat (2) 
huruf b dan Pasal 25 ayat (1) huruf c 
UUPU.
Pemeriksaan pendahuluan dilaku-
kan terhadap Pelapor, Terlapor I dan 
Terlapor II.dan Ditjen Bea dan 
Cukai. Dari serangkaian pemerik-
saan pendahuluan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa 1). Pelapor me- 
rupakan badan usaha yang mempro-
duksi hologram tetapi masih mulai 
memasarankan dan belum melaku-
kan usaha komersiil, 2). Terlapor I 
mempunyai tugas untuk mencetak 
uang kertas dan uang logam serta 
mencetak dokumen sekuriti yang 
menyangkut keamanan negara.Ter- 
lapor I mengikutsertakan Terlapor II 
dalam hal mencetak dan melekatkan 
hologram pada pita cukai, 3). Ter- 
lapor II memiliki kegiatan mempro-
duksi hologram pitacukai dan memi-
liki pesaing potensial  PT Mitra 
Sakti, PT Sumber Cakung, PT Royal 
Standar, PT Semarang Packaging 
Industry. Terlapor II tidak keberatan 
jika dilakukan tender dalam 
pengadaan hologram pita cukai, 4). 
Ditjen Bea dan Cukai menyatakan 
bahwa perjanjian tersebut dapat 
dibatalkan selanjutnya melalui 
tender dengan syarat-syarat tertentu 
asalkan ada jaminan kepastian keter-
sediaan pita cukai. Ditjen Bea dan 
Cukai juga menegaskan bahwa 
pengadaan pita cukai berhologram 
tidak dilakukan melalui konsorsium 
karena pengawasannya sulit.
Setelah melakukan Pemeriksaan 
Pendahuluan, akhirnya  Tim Peme- 
riksa berkesimpulan bahwa terdapat 
indikasi adanya pelanggaran terha-
dap ketentuan Pasal 17 ayat (1), 
Pasal , 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 
25 ayat (1) huruf c UUPU. Pasal 17 
menentukan adanya praktik monopo-
li dan Pasal 25 tentang penyalahgu-
naan posisi dominan oleh Terlapor I 
dan Terlapor II.
Oleh karena itu, Tim Pemeriksa 
merekomendasikan agar pemerik-
saan dilanjutkan ke Pemeriksaan 
Lanjutan dengan alasan bahwa 
kegiatan yang dilakukanoleh PT Pura 
Nusapersadasebagai Terlapor II 
adalah akibat adanya perjanjian 
kerjasama pengadaan hologrampita 
cukai antara Perum Peruri danPT 
Pura Nusapersadatelah menyebab-
kan timbulnya hambatan masuk 
(entry barrier) bagi produsenholo-
gram lain yang berpeluang menim-
bulkan praktik monopoli. Atas dasar 
rekomendasi Tim Pemeriksa terse-
but, KPPU mengeluarkan Penetapan 
Komisi Nomor 08/PEN/KP-
PU/IV/2004 tanggal 6 April2004 
untuk melanjutkan Perkara Nomor 
03/KPPU-L/2004 ke Pemeriksaan 
Lanjutanterhitung sejak tanggal 6 
April 2004 sampai dengan tanggal 2 
Juli 2004.
Pemeriksaan Lanjutan telah 
beberapa dilakukan oleh Komisi 
antara lain pada tanggal 17 Mei 
2004, 24 Mei 2004, 31 Mei 2004, 8 
Juni 2004,9 Juni 2004,dan 10 Juni 
2004.  Selama tahap pemeriksaan 
lanjutan  diperiksa tiga buah perusa-
haan hologram pitacuka sebagai 
saksi, Ditjen Bea dan Cukai dan 
Botasupal (Badan Koordinasi Pem-
berantasan Uang Palsu). Dari  
serangkaian pemeriksaan lanjutan 
dapat disimpulkan berikut ini : 1).  
Para Saksi   pada umumnya adalah  
perusahaan yang bergerak dalam 
bidang usaha percetakan hologram 
pitacukai dan atau percetakan biasa, 
percetakan dokumen sekuriti seperti 
materai, akte perkawinan dan buku 
nikah serta percetakan hologram 
untuk plat nomor kendaraan bermo-
tor dan cap-cap tiga dimensi, 
2).Botasupal memiliki tugas dan 
wewenang melakukan pengawasan 
dan pembinaan terhadap percetakan 
dokumen sekuriti serta memberikan 
ijin dan rekomnedasi kepada produ-
sen dan distributor hologram. Bota-
supal belum memberikan rekomen-
dasi ijin usaha/operasi dokumen 
sekuriti kepada Pelapor dengan 
alasan Pelapor masih mengambil 
mesin master dari luar negeri, 3). 
Terlapor II menerangkan bahwa 
tidak bersedia menempatkan mesin 
cetak dan pelekatan hologram pada 
Terlapor I dengan alasan Terlapor II 
tidak dapatmengembangkan teknolo-
gi hologram dan akan terjadi 
inefisiensi serta sebenarnya tidak 
keberatan untuk mengubah perjanji-
an Tahun 1995 apabila bertentangan 
dengan Undang-undang Nomor 5 
Tahun1999, 4). Terlapor I, Terlapor II 
dan Ditjen Bea dan Cukai serta PT 
KertasPadalarang telah mengadakan 
pertemuan yang menyepakati peru-
bahanperjanjian Pengadaan Holo-
gram untuk Cetakan Pita Cukai.
Proses produksi pita cukai 
berhologram dalam praktiknya tidak 
efisien karena pita cukai berholo-
gram tidak dibuat sepenuhnya oleh 
Terlapor I, tetapi ada bagian seperti 
hologramdibuat oleh Terlapor II dan 
pada bagian kertas pita cukai dibuat 
oleh PT Kertas Padalarang. Perma- 
salahan pokok dalam dalam 
pengadaan pita cukai berhologram 
sebenarnya lebih banyak karena 
keterlambatan pengiriman dan atas 
keterlambatantersebut Perum Peruri  
dikenakan penalti sehingga  Ditjen 
Bea dan Cukai sebenarnya setuju 
apabila pengadaan hologram pita 
cukai terbuka melalui tender namun 
kendalanya adalah adanya perjanjian 
ekslusif antara Terlapor I  dan Ter- 
lapor II, sedangkan kewenangan 
untuk membatalkan perjanjian terse-
but bukan beradapada Ditjen Bea dan 
Cukai tetapi berada pada kedua pihak 
yang melakukan perjanjian..
Botasupal telah memberikan 
rekomendasi ijin usaha/operasi 
dokumensekuriti kepada 5 (lima) 
perusahaan hologram yaitu PT 
Sumber Cakung, PTKarya Aroma 
Sejati, PT Royal Standar, PT Pura 
Barutama dan PT Pura Nusapersada 
selaku pabrik hologram serta satu 
agen hologram yaitu PT. Mitra 
Sakti.. Sedangkan perusahaan holo-
gram yang dapat memenuhi seluruh-
kebutuhan hologram pita cukai yang 
berjumlah 17 (tujuh belas) Milyar 
keping hanya 2 (dua) perusahaan 
yaitu PT Pura Nusapersada dan PT 
Karya Aroma Sejati.
Berdasarkan bukti-bukti dan fakta 
hukum yang ada, maka Majelis 
Komisi menutuskan : Perum Peruri 
sebagai Terlapor I dan PT Pura Nu- 
sapersada sebagai Terlapor II terbuk-
ti secara sah dan meyakinkan me- 
langgar pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) 
huruf b Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1999, namun  tidak terbukti 
melanggar pasal 25 ayat (1) huruf c. 
Selanjutnya memerintahkan kepada 
Terlapor I dan Terlapor II untuk 
menghentikan kegiatanyang menga-
kibatkan terjadinya praktik monopoli 
dan atau persaingan usaha tidaksehat 
dalam pengadaan hologram pada pita 
cukai dengan cara membatalkan 
SuratPerjanjian Nomor SP-302/V/ 
1995. Juga memerintahkan kepada 
Terlapor I untuk membuka pasar 
pengadaan hologram pada pita cukai 
dengan memberikan kesempatan 
yang sama kepada setiap pelaku 
usaha untuk turut serta dalam 
pengadaan hologram pada pita cukai 
melalui tender yang terbuka dan 
transparan, selambat-lambatnya un- 
tuk pengadaan hologram pada pita 
cukai tahun anggaran 2005.
Analisis putusan dari perkara 
diatas sebagai berikut : 1). Perum 
Peruri dan PT Pura Nusapersada 
terbukti melakukan praktik praktik 
monopoli, 2). Perum Peruri dan PT 
Pura Nusapersada melanggar Pasal 
17 ayat (1 dan (2) huruf b, 3). Perum 
Peruri dan PT bagi pelaku usaha lain 
yang Pura Nusapersada menciptakan 
hambatan masuk hendak ikut tender.
Simpulan
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terhadap prinsip larangan praktik 
monopoli dalam memutus perkara 
persaingan usaha didasarkan pada 
ada tidaknya kepentingan umum 
(public interest) yang dirugikan oleh 
pelaku usaha. Pertimbangan hakim 
(ratio decidendi) komisioner untuk 
menetapkan pelanggaran terhadap 
prinsip larangan praktik monopoli 
adalah adanya unsur pasal 17 ayat (2) 
UUPU yang meliputi: a)non substitu-
tion; b) barrier to entry; c) dan 
market share. Dalam beberapa perka-
ra persaingan usaha KPPU telah 
menerapkan prinsip tersebut sebagai 
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Pendahuluan 
Laranganpraktik monopoli ditem-
patkan oleh pembentuk undang-un-
dang sebagai bagian dari judul 
Undang-undang Persaingan Usaha 
Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya 
disebut dengan UUPU) bukan tanpa 
sebab dan alasan. Kata ”Larangan-
praktik monopoli” juga bukan kata 
yang tanpa makna. Bagi pelaku 
usaha kata tersebut cukup berarti 
terhadap peletakan strategi bisnis 
dalam perusahaan. Dalam tataran 
yuridis dalam UUPUterdapat dua 
kata memiliki kemiripan yang digu-
nakan secara berganti-ganti, yakni 
kata ”monopoli” dan ”praktik mono- 
poli”. Kendatipun demikian, dari 
segi makna kedua istilah tersebut 
terkandung perbedaan yang cukup 
mendasar. Kata “praktik monopoli” 
menjadi prinsip larangandalam 
UUPU sementara itu ”monopoli” 
tidak dijadikan sebagai prinsip lara- 
ngan dalam UUPU. Hal ini menun-
jukkan bahwa pada dua kata tersebut 
memang memiliki arti dan makna 
yang berbeda.
Mengingat sudah menjadi karak-
ter bagi setiap pelaku usaha jika 
selalu ingin menguasai pasar dan 
memenangkan persaingan didalam 
pasar, maka tidak segan-segan 
pelaku usaha melakukan tinda-
kan-tindakan yang cenderung meng-
abaikan kode etik yang lazim dite- 
rapkan dalam bisnis bahkan tidak 
peduli umtuk melanggar aturan 
hukum. Oleh sebab itu, tidak jarang 
beberapa pelaku usaha dihadapkan 
pada persoalan pelanggaran aturan 
hukum, khususnya hukum  persai- 
ngan usaha dan menjadi pihak yang 
harus mempertanggung jawabkan 
segala tindakan pelanggarannya 
dihadapan badan yang mengawasi 
perilakupelaku usaha di Indonesia, 
yaitu Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (selanjutnya disebut KPPU).  
Dari beberapa larangan yang 
diatur dalam UUPU, terdapat salah 
satu larangan  yang dapat dikualifi-
kasikan sebagai pelanggaran UUPU 
adalah melakukan tindakan praktik 
monopoli. Ketentuan Pasal 17 
UUPU adalah parameter yuridis 
untuk mengkualifikasikan suatu 
tindakan termasuk praktik monopoli 
atau bukan. KetikaKPPU menemu-
kan salah satu dari kriteria pasal 
tersebut telah dilakukan oleh pelaku 
usaha, maka KPPU  berhak untuk 
melakukan penyidikan dan penyeli-
dikan kepada pelaku usaha yang 
bersangkutan. Sebagai lembaga pe- 
ngawas kegiatan pelaku usaha, 
KPPU memiliki kewenangan yang 
cukup besar terhadap segala bentuk 
perilaku pelaku usaha yang melang-
gar Pasal 35 UUPU.
KPPU memiliki kewenangan 
menangani perkara yang berbeda 
dengan pengadilan perdata yang 
menangani hak-hak perorangan yang 
bersifat privat, karena perkara yang 
ditangani KPPU bersifat publik. Hal 
ini sesuai dengan tujuan Hukum 
persaingan usaha yang tercantum 
dalam Pasal 3 huruf a, yaitu untuk 
”menjaga kepentingan umum dan 
meningkatkan efisiensi ekonomi 
nasional sebagai salah satu upaya 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat” (Anggara, 2009 : 163). 
Sehingga tugas KPPU harus menjaga 
kondisi perekonomian nasionalagar 
tercipta iklim persaingan usaha yang 
sehat melalui putusan-putusan yang 
dibuatnya tidak terdistorsi oleh 
kepentingan kelompok tertentu saja. 
Berdasarkan uraian latar belakang 
tersebut, dapat dirumuskan permas-
alahan berikut, bagaimanakah imple-
mentasi prinsip larangan praktik 
monopoli dalam putusan KPPU 
(melalui putusan hakim komisioner) 
? Untuk mengkajinya dapat dicerma-
ti dari pertimbangan hakim komi- 
sioner (ratio decidendi) dalam putu-
sannya.
Pembahasan 
1. Prinsip Larangan Praktik 
Monopoli Dalam UUPU 
Parameter yang digunakan oleh 
UUPU untuk mengetahui pelaku 
usaha melakukan monopoli atau 
tidak, terdapat dalam Pasal 17 
UUPU, disebutkan bahwa,
(1)  Pelaku usaha dilarang melaku-
kan penguasaan atas produksi 
dan atau pemasaran barang 
dan atau jasa yang dapat me- 
ngakibatkan terjadinya praktik 
monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat. 
(2)  Pelaku usaha patut diduga atau 
dianggap melakukan pengua-
saan atas produksi dan atau 
pemasaran barang dan atau 
jasa sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), apabila:
a. barang dan atau jasa yang 
bersangkutan belum ada   sub-
stitusinya;atau
b. mengakibatkan pelaku usaha 
lain tidak dapat masuk ke 
dalam persaingan usaha ba- 
rang dan atau jasa yang sama; 
atau
c.  pelaku usaha atau satu kelom-
pok pelaku usaha menguasai 
lebih dari  50% (lima puluh 
persen) pangsa pasar satu jenis 
barang atau jasa tertentu.
Mencermati rumusan Pasal 17 di 
atas memberi pemahaman bahwa 
pelaku usaha akan dianggap melaku-
kan penguasaan atas produksi dan 
atau pemasaran jika perilakunya 
memenuhi kualifikasi unsur-unsur 
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, 
atau c. Unsur-unsur itu bersifat alter-
natif artinya cukup terdapat salah 
satu unsur saja seorang pelaku usaha 
sudah dapat dikualifikasikan sebagai 
telah melakukan kegiatan praktik 
monopoli. 
Pada asasnya segala bentuk 
kegiatan maupun perjanjian yang 
dilakukan pelaku usaha jika mengki-
batkan praktik monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat adalah 
dilarang. Monopoli tidak dilarang 
sepanjang tidak mengakibatkan 
praktik monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat, karena tidak 
semua monopoli merugikan ada juga 
monopoli yang menguntungkan 
(aspek positif monopoli). Sedangkan 
yang dimaksud dengan aspek negatif 
monopoli adalah pengertian dari 
praktik monopoli itu sendiri, yakni 
kegiatan monopoli yang senantiasa 
menimbulkan inefesiensi sumber 
daya dan kerugian pada masyarakat.
Monopoli dan persaingan sebagai 
dua konsep yang memiliki sisi positif 
bagi persaingan dan sisi negatif bagi 
monopoli hal itu merupakan pandan-
gan yang sangat sederhana. Kalau 
dikaji lebih jauh, kedua konsep itu 
saling memiliki aspek-aspek positif 
maupun aspek negatif, tergantung 
sasaran apa yang hendak dicapai dari 
masing-masing. Misalnya, monopoli 
yang dilakukan untuk melindungi 
sumber daya yang vital dari eksploi-
tasi pihak-pihak yang mencari keun-
tungan sendiri, maka monopoli itu 
dianggap sebagai sisi positif dari 
monopoli. Sebaliknya, persaingan 
yang berkonotasi baik bisa beraspek 
negatif, jika persaingan itu terjadi 
tanpa kendali dan pengawasan dari 
negara, tidak lagi mempertimbang-
kan aspek ekonomi, akhirnya yang 
terjadi persaingan yang saling 
mematikan, yang kuat menghancur-
kan yang lemah, maka tujuan 
persaingan yang seharusnya mem-
beri kesejahteraan yang maksimal 
kepada masyarakat dan kesempatan 
yang sama kepada pelaku usaha 
tidak dapat terwujud. 
Berdasarkan pengertian monopoli 
yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 
UUPU, terkandung dua unsur pen- 
ting dalam monopoli, yaitu (1) 
adanya penguasaan atas produk, dan 
atau pemasaran barang dan atau atas 
penggunaan jasa tertentu, (2) dilaku-
kan oleh satu pelaku usaha atau satu 
kelompok pelaku usaha. 
Adapun bentuk kegiatan pengua-
saan atas produksi dan pemasaran 
yang dilarang itu memiliki kriteria 
sebagai berikut : (1) penguasaan atas 
produksi, (2) penguasaan atas 
pemasaran produksi atau jasa, (3) 
barang dan jasa yang berada di 
bawah penguasaan itu tidak ada 
substitusinya di pasar, (4) praktik 
tersebut mengakibatkan terjadinya 
monopoli atau persaingan usaha 
tidak sehat (Ginting, 2001 : 68)
Hal ini artinya penguasaan atas 
produk dan pemasaran suatu produk-
si tidak dilarang oleh undang-undang 
sepanjang tidak meniadakan atau 
mengurangi persaingan di pasar 
(lessen competition), seperti kasus 
paling aktual saat ini yang dilakukan 
oleh Carrefour. 
Didalam Pasal 1 ayat (2) UUPU 
memuat pengertian dari praktik 
monopoli, yang mengandung unsur- 
unsur : (1) Terjadinya pemusatan 
kekuatan ekonomi pada satu atau 
lebih pelaku usaha, (2) Terdapat 
penguasaan atas produksi atau 
pemasaran barang atau jasa tertentu, 
(3) Terjadinya persaingan usaha 
tidak sehat, (4) Tindakan tersebut 
merugiakan kepentingan umum 
(Kagramanto, 2007 : 181)
Jika dibandingkan dengan kriteria 
praktik monopoli terdapat dalam 
Pasal 17 ayat (2), yang memuat 
unsur-unsur : (1) Melakukan perbua-
tan penguasaan atas suatu produk, (2) 
Melakukan perbuatan atas pemasa-
ran suatu produk, (3) Penguasaan 
tersebut dapat mengakibatkan terjad-
inya praktik monopoli, (4) pengua-
saan tersebut dapat mengakibatkan 
terjadinya persaingan usaha tidak 
sehat. 
Konsep praktik monopoli menga-
rah pada pengertian pemusatan 
kekuatan ekonomi, artinya terdapat 
korelasi antara praktik monopoli 
dengan pemusatan ekonomi. Pemu-
satan kekuatan ekonomi jangkauan- 
nya lebih luas daripada sekedar 
penguasaan pasar (bidang pemasa-
ran) karena menyangkut juga pada 
bidang produksi. Penguasaan pasar 
mengakibatkan berkurangnya per- 
saingan (lessen competition) uji 
materiilnya melalui struktur pasar 
sedangkan pemusatan kekuatan 
ekonomi menimbulkan konglomera-
si batu ujinya melalui perilaku pasar.
Untuk membuktikan unsur-unsur 
yang terdapat didalam Pasal 17 ayat 
(2)UUPU harus dapat dipenuhi, 
yakni : (1) Tidak terdapat produk 
substitusinya, (2) Pelaku usaha lain 
sulit masuk kedalam pasar persai- 
ngan terhadap produk yang sama 
dikarenakan hambatan masuk yang 
tinggi, (3) Pelaku usaha lain tersebut 
adalah pelaku usaha yang mempu-
nyai kemampuan bersaing yang 
signifikan dalam pasar bersangkutan, 
(4) Satu atau satu kelompok pelaku 
usaha telah menguasai lebih dari 
50% pangsa pasar suatu jenis produk 
(Winardi, 1996 : 457)
Pengertian unsur-unsur akan 
dijelaskan sebagai berikut : 
1. Produk substitusi
 Didalam Kamus Ekonomi, 
substitutional goods artinya 
benda-benda pengganti, yaitu 
adanya hubungan antara dua 
benda atau lebih, demikian rupa 
hingga benda x dapat mengganti-
kan benda y. Dengan demikian  
pengertian ini dapat dibedakan 
dengan pengertian benda-benda 
komplementer. Benda komple-
menter berfungsi sebagai benda 
pelengkap dari benda utama, 
tetapi tidak menggantikan fung-
sinya. 
 Beranjak dari pengertian di 
atas,  terjadinya  praktik monopoli 
didalam pasar ditandai dengan 
adanya satu jenis produk dalam 
pasar yang bersangkutan, tidak 
ditemukan barang pengganti yang 
menjadi alternatif bagi konsumen 
untuk memilih jenis lainnya yang 
lebih murah. Akibatnya penjual 
produk tersebut dapat memainkan 
harga karena pasarnya berada 
dalam penguasaannya.
 Oleh karena pasar hanya 
dikuasai satu jenis barang 
tertentu, maka didalam pasar 
tidak terjadi persaingan. Pasar 
yang tidak persaingan, pelaku 
usaha cenderung menentukan 
harga sesuai dengan kehendak- 
nya. Sehingga konsumen tidak 
memperoleh harga murah  yang 
lebih kompetitif dibandingkan 
dengan harga yang ditetapkan.
 Istilah substitusi juga ditemu-
kan didalam definisi pasar 
bersangkutan yang terdapat pada 
Pasal 1 angka 10 UUPU, disebut-
kan bahwa:
”Pasar bersangkutan adalah pasar 
yang berkaitan dengan jangkauan 
atau daerah pemasaran tertentu 
oleh pelaku usaha atas barang dan 
atau jasa yang sama atau sejenis 
atau substitusi dari barang dan 
atau jasa tersebut”.
 Untuk menilai sifat substitusi 
dari suatu produk dengan produk 
yang lain dapat digunakan dengan 
menggunakan pendekatan terha-
dap elastisitas permintaan dan 
penawaran melalui analisis prefe-
rensi konsumen. Dalam melaku-
kan analisis preferensi konsumen 
digunakan tiga parameter utama 
sebagai alat pendekatan, yaitu 
harga, karakter, dan kegunaan 
(fungsi) produk.(Assahinur, 2009 
: 18) Produk dalam suatu pasar 
tidak harus bersifat perfect substi-
tutes, karena sulit untuk menemu-
kannya, oleh sebab itu bisa 
dengan konsep close substitutes. 
Produk dalam suatu pasar tidak 
harus memiliki kualitas yang 
sama, oleh sebab itu, sepanjang 
konsumen menentukan bahwa 
produk terkait memiliki karakter 
dan fungsi yang sama, maka 
produk tersebut dapat dikatakan 
sebagai substitusi satu dengan 
lainnya. Untuk menerapkan Pasal 
1 angaka 10 telah dikeluarkan 
peraturan KPPU No.3 Tahun 
2009 tentang Pedoman Penerapan 
Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar 
Bersangkutan.
2. Barrier to entry
 Bentuk  Barrier to entry dapat 
berasal dari dua hal, yaitu dari sisi 
perusahaan dari sisi kebijakan 
publik dari sisi perusahaan strate-
gi yang diterapkan tidak hanya 
untuk menjaga kekuatan pasarnya 
melainkan juga mempertahankan 
laba monopolisnya. Sedangkan 
yang berasal dari kebijakan 
pemerintah biasanya memiliki 
tujuan tertentu, seperti kondisi 
alami industri yang merupakan 
natural monopoly.
3.  Penguasaan Pasar (Market 
Share)
 Menjadi penguasa dalam 
suatu jenis pasar merupakan hara-
pan dari setiap pelaku usaha, 
dengan menjadi penguasa yang 
nyata atas suatu pasar berarti 
pemusatan kekuatan ekonomi 
telah berada dalam genggaman 
pelaku usaha tersebut. Dengan 
kekuatan pasar yang dimilikinya 
itu pelaku usaha dapat menentu-
kan harga barang atau jasa dan 
dampak selanjutnya adalah keun-
tungan yang optimal pasti akan 
dapat diraihnya. Adapun wujud 
penguasaan pasar, dilakukan 
dengan cara: 1). Jual rugi (preda-
tory Pricing) dengan maksud 
untuk mematikan pesaingnya, 2). 
Melalui pratik penetapan biaya 
produksi secara curang serta 
biaya lainnya yang menjadi kom-
ponen harga barang, serta, 3). 
Perang harga maupun persaingan 
harga (Fahmi, 2009 : 139).
 Berbagai bentuk tindakan 
penguasaan pasar seperti ini 
hanya mugkin  dilakukan oleh 
pelaku usaha yang memiliki 
market power. Tolok ukur 
penguasaan pasar tidak harus 
menguasai sebesar 100%, 
penguasaan sebesar 50% atau 
75% saja sudah dapat dikatakan 
memiliki market power.
 Seperti didalam Pasal 17, 
kriteria menguasai pasar diberi-
kan batas lebih dari 50%, pelaku 
usaha yang menguasai pasar sebe-
sar 50% dapat diduga atau diang-
gap melakukan praktik monopoli 
yang merugikan kepentingan 
umum. Pasal 17 bersifat rule of 
reason, untuk dapat membuktikan 
adanya kerugian masyarakat perlu 
dilakukan berbagai penelitian dan 
kajian dari ahli hukum dan ahli 
ekonomi.
2.  KPPU Sebagai Lembaga 
Pengawasan Kegiatan Pelaku 
Usaha
 
Di Indonesia lembaga yang 
berwenang menjalankan fungsi 
pengawasan kegiatan pelaku usaha 
adalah Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha atau disingkat dengan KPPU. 
Pasal 30 ayat (1) UUPU menyebut-
kan,”Untuk mengawasi Undang-un-
dang ini dibentuk Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha yang selanjutnya 
disebut Komisi”, dan didalam Pasal 
30 ayat (3) disebutkan bahwa, 
”Komisi bertanggung jawab kepada 
Presiden”. Selanjutnya Pasal 34 ayat 
(1) menegaskan bahwa, ”Pembentu-
kan Komisi serta susunan organisasi, 
tugas, dan fungsinya ditetapkan 
dengan Keputusan Presiden”. Ak- 
hirnya KPPU didirikan pada tanggal 
8 Juli 1999 berdasarkan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 
75 Tahun 1999 tentang Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha. 
Dengan demikian, penegakan 
Hukum Persaingan Usaha serta 
pengawasan terhadap pelaku usaha 
berada dalam kewenangan KPPU.
Sebagai lembaga pengawas 
kegiatan pelaku usaha, KPPU memi-
liki kewenangan yang cukup besar 
terhadap segala bentuk perilaku 
pelaku usaha. Kewenangan tersebut 
meliputi penyidikan, penuntutan, 
konsultasi, memeriksa, mengadili, 
dan memutus perkara pelanggaran 
hukum persaingan oleh pelaku 
usaha. Namun bukan berarti tidak 
ada lembaga lain yang berwenang 
menangani perkara monopoli dan 
persaingan usaha, Pengadilan Negeri 
(PN) dan Mahkamah Agung (MA) 
juga diberi wewenang untuk mena- 
ngani perkara persaingan. Penga-
dilan Negeri diberi wewenang untuk 
menangani keberatan terhadap putu-
san KPPU. dan menangani pelangga-
ran hukum persaingan yang menjadi 
perkara pidana karena tidak dijalan- 
kannya putusan KPPU yang sudah in 
kracht. Sedangkan MA diberi 
kewenangan untuk menyelesaikan 
perkara pelanggaran hukum persai- 
ngan apabila terdapat keberatan atas 
putusan PN tersebut dengan menga-
jukan kasasi. Putusan MA harus 
dijatuhkan dalam waktu 30 hari sejak 
permohonan kasasi diterima. 
Pada Pasal 30 ayat (2) menegas-
kan bahwa, ”Komisi adalah suatu 
Lembaga Independen yang terlepas 
dari pengaruh dan kekuasaan Peme- 
rintah serta pihak lain”. Hal ini berar-
ti bahwa KPPU merupakan lembaga 
yang independen. Hal ini ditegaskan 
lagi dalam Keppres nomor 75 Tahun 
1999 yang terdapat pada Pasal 6 ayat 
(2) bahwa, anggota Komisi yang 
menangani perkara dilarang:
a. mempunyai hubungan sedarah 
atau semenda sampai derajat ke 
tiga dengan salah satu pihak yang 
berperkara; atau
b. mempunyai kepentingan dengan 
perkara yang bersangkutan.
Untuk menjaga independensi dan 
integritas anggota Komisi,  per- 
syaratan untu menjadi anggota 
Komisi telah dirumuskan dalam 
Pasal 31 sampai dengan Pasal 34. 
Dalam persyaratan tersebut dikehen-
daki anggota-anggota terpilih dan 
terpercaya (credible). Integritas 
moral dan kepercayaan untuk memi-
lih seseorang adalah unsur penting 
yang sangat menentukan apalagi 
sebagai anggota komisi yang terkait 
dengan dunia bisnis dan pelaku 
usaha, maka kepribadian dan integri-
tas memegang peranan kunci (plays 
a key role) dalam menangani perkara 
persaingan. 
Atas dasar peran KPPU sebagai 
lembaga pengawas, maka tugas  
yang disandang oleh KPPU didalam 
Pasal 35. Sebagai tindak lanjut atas 
tugas yang dibebankan, KPPU juga 
mempunyai wewenang yang terca- 
kup dalam Pasal 36. Jika dicermati 
tugas dan wewenang KPPU dalam 
pasal-pasal tersebut,  sebenarnya 
kewenangan KPPU hanya terbatas 
pada kewenangan administratif, 
meskipun terdapat kewenangan yang 
mirip badan penyidik, namun tugas 
penyidikan, penuntutan dan pemutus 
itu dalam rangka memberikan sanksi 
hukuman administrasi semata. 
Demikian juga dengan kekuatan 
hukum dari putusan KPPU mempu-
nyai kekuatan eksekutorial, yaitu 
keputusan yang sederajat dengan 
keputusan hakim, oleh sebab itu 
putusan KPPU dapat langsung 
dimintakan eksekusi (Fiat Excecutie) 
pada Pengadilan Negeri yang 
berwenang tanpa harus beracara 
sekali lagi di pengadilan tersebut. 
(Pasal 46 ayat (2) UUPU).
Proses penyelidikan dan pemerik-
saan merupakan salah satu bagian 
dari proses beracara di KPPU. 
Hukum acara di KPPU ditetapkan 
pertama kali melalui Surat Keputu-
san Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000, 
tentang Tata Cara Penyampaian 
Laporan dan Penanganan Dugaan 
Pelanggaran Terhadap UU No.5 
Tahun 1999. Surat Keputusan terse-
but telah diubah menjadi Peraturan 
Komisi No.1 Tahun 2006, tentang 
Tata Cara Penanganan Perkara di 
KPPU yang mulai efektif berlaku 
pad tanggal 18 Oktober 2006. 
Proses penyelidikan dan pemerik-
saan merupakan prosedur yang dike-
nal dalam hukum pidana yaitu proses 
mencari kebenaran materiil. Dalam 
mencari kebenaran materiil diperlu-
kan keyakinan KPPU bahwa pelaku 
usaha melakukan atau tidak melaku-
kan perbuatan yang menyebabkan 
terjadinya praktik monopoli dan 
persaingan tidak sehat. (Wibowo dan 
Sinaga, 2005 : 365)dan KPPU mulai 
melakukan pemeriksaan (pendahulu-
an) jika terdapat salah satu indikasi 
dari perbuatan berikut ini : (1) Atas 
inisiatif Komisi sendiri apabila ada 
dugaan telah terjadinya pelanggaran 
Undang-undang Anti Monopoli, (2) 
Atas laporan tertulis dari pihak yang 
merasa dirugikan;setiap orang yang 
mengetahui atau patut diduga telah 
terjadi pelanggaran terhadap Un- 
dang-undang Anti Monopoli, (3) 
Atas laporan tertulis dari setiap orang 
yang mengetahui atau patut diduga 
telah terjadi pelanggaran terhadap 
Undang-undang Anti Monopoli 
(Fuady, 1999 : 104).
Berdasarkan hasil pemeriksaan 
pendahuluan yang diperoleh, jika 
hasilnya adalah penetapan untuk 
melakukan pemeriksaan lanjutan, 
maka akan dilakukan tindakan 
penyelidikan dan pemeriksaan. Pihak 
yang melaporkan harus memberikan 
identitasnya kepada KPPU dan wajib 
dirahasiakan identitas pelapor oleh 
KPPU.
Mekanisme pemeriksaan perkara 
oleh KPPU pada prinsipnya sama 
dengan pengertian pemeriksaan 
dalam hukum acara pidana, namun 
terdapat sedikit perbedaan dalam hal 
siapa yang dimaksud dengan subyek 
pelapor dalam perkara persaingan 
usaha. Dalam pemeriksaan perkara 
yang didasarkan atas dasar laporan 
adalah pemeriksaan yang dilakukan 
karena adanya laporan dari ma- 
syarakat atau pelaku usaha yang 
dirugikan oleh tindakan pelaku usaha 
yang dilaporkan. Setelah menerima 
laporan, KPPU menetapkan majelis 
komisi yang akan bertugas memerik-
sa dan menyelidiki pelaku usaha 
yang dilaporkan. Dalam menjalan- 
kan tugas, majelis komisi dibantu 
oleh staf komisi. Pemeriksaan perka-
ra yang dilakukan atas dasar laporan 
menggunakan nomor perkara: 
Nomor perkara/KPPU-L (laporan)/ 
Tahun, sedangkan perkara yang 
diperiksa bukan atas dasar laporan 
pada nomor perkara tidak terdapat 
kode L (laporan).
Pemeriksaan atas dasar inisiatif 
KPPU didasarkan karena adanya 
dugaan atau indikasi dari hasil 
pengamatan dan persepsi sendiri 
disimpulkan adanya pelanggaran 
terhadap Hukum Persaingan. 
Mekanismenya, KPPU akan mem-
bentuk suatu Majelis Komisi untuk 
melakukan pemeriksaan terhadap 
pelaku usaha dan saksi. Dalam 
pemeriksaan tersebut majelis Komisi 
dibantu oleh staf komisi. Jika peme- 
riksaan perkara dilakukan atas dasar 
inisiatif komisi, maka pada penulisan 
nomor perkara adalah sama hanya 
saja menggunakan tanda I (Inisiatif). 
Pemeriksaan perkara dalam 
hukum acara persaingan usaha 
terdapat 2 (dua) jenis, yaitu pemerik-
saan pendahuluan dan pemeriksaan 
lanjutan. Untuk melakukan pemerik-
saan pendahuluan ini harus didasar-
kan pada laporan masyarakat, pihak 
yang dirugikan atau pelaku usaha. 
Berdasarkan laporan masyarakat 
KPPU menetapkan apakah perlu 
dilakukan pemeriksaan lanjutan atau 
tidak. Jika dianggap perlu, maka 
KPPU akan melakukan pemeriksaan 
kepada pelaku usaha yang dilapor-
kan. KPPU juga dapat mendengakan 
keterangan saksi, saksi ahli atau 
pihak lain yang dianggap memiliki 
keterangan yang diperlukan. Namun 
dalam melaksanakan tugas pemerik-
saan itu KPPU wajib melengkapi 
dirinya dengan surat tugas.
Di dalam Pasal 41 Hukum 
Persaingan Usaha menekankan 
bahwa selama melaksanakan tugas 
penyelidikan (pemeriksaan pendahu-
luan) dan pemeriksaan lanjutan 
pelaku usaha atau pihak lain yang 
diperiksa mempunyai kewajiban 
menyerahkan alat bukti yang diperlu-
kan dan dilarang menolak untuk 
diperiksa, dilarang menolak mem-
berikan informasi, dan dilarang 
menghambat proses penyelidikan 
dan pemeriksaan (lanjutan) yang 
dilakukan KPPU, oleh sebab itu, jika 
terdapat penolakan dari pelaku usaha 
atau pihak lain maka yang bersang-
kutan akan diserahkan kepada pe- 
nyidik untuk selanjutnya diproses 
sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
Adapun jangka waktu dalam 
pemeriksaaan lanjutan diberikan 
oleh Pasal 43 selambat-lambatnya 60 
(enam puluh) hari sejak dilakukan 
pemeriksaan lanjutan. Namun jika 
diperlukan tambahan waktu karena 
pemeriksaan dirasakan belum selesai 
masih  dapat diperpanjang paling 
lama 30 (tiga puluh) hari. Tidak 
dijelaskan dalam undang-undang 
apakah alasan dilakukan perpanja- 
ngan pemeriksaan lanjutan tersebut 
dan juga tidak dijelaskan lebih lanjut 
apa akibat hukumnya jika jangka 
waktu 60 hari dan tambahan 30 hari 
tersebut tidak dapat dipenuhi oleh 
KPPU.KPPU dalam melakukan 
pemeriksaan melalui beberapa taha-
pan, yaitu: 1). Panggilan, 2). Peme- 
riksaan, 3). Pembacaan Putusan. 
Tahap pemanggilan kepada  
pelaku usaha, saksi, atau pihak lain 
yang terkait dilakukan sebelum 
proses pemeriksaan dilaksanakan. 
Surat panggilan mengundang yang 
bersangkutan untuk hadir dalam 
proses pemeriksaan. Dalam surat 
panggilan memuat tanggal, hari, jam 
sidang serta tempat persidangan 
dilangsungkan. Jika terdapat pelaku 
usaha atau saksi yang dipanggil 
tetapi tidak hadir dalam persidangan 
dapat diancam dengan tindakan tidak 
kooperatif yang melanggar Pasal 42, 
selanjutnya perkara akan dilimpah-
kan ke kepolisian (Pasal 41) dengan 
demikian perkara tersebut sudah 
berubah menjadi perkara pidana.
Pada prinsipnya terhadap perkara 
apapun, pidana, perdata maupun 
persaingan usaha, setiap orang 
dilarang menghambat proses pe- 
nyelidikan atau pemeriksaan dengan 
tidak bersedia memberikan informasi 
atau alat bukti yang dapat men-
dukung jalannya pemeriksaan. 
Demikian juga dengan pelaku usaha 
tidak boleh menolak memberikan 
informasi maupun alat bukti baik itu 
berupa dokumen atau surat-surat 
yang menurut KPPU diperlukan 
dalam penyelidikan atau pemerik-
saan. 
Sebelum dilakukan pemeriksaan, 
KPPU wajib menjelaskan selengkap 
mungkin dokumen dan alat bukti apa 
saja yang dibutuhkan dalam pemer-
iksaan tersebut sehingga pelaku 
usaha dapat bersikap lebih kooperatif 
dengan mempersiapkan dokumen 
yang diperlukan tepat pada saat 
diperlukan. Demikian juga dengan 
timbal balik dari sikap kooperatif 
dari pelaku usaha, maka KPPU dian-
jurkan pula untuk sesegera mungkin 
mengembalikan dokumen data peru-
sahaan kepada pelaku usaha.  
Tahap pemeriksaan meliputi 
pemeriksaan administratif, pemerik-
saan pokok perkara, pemeriksaan 
pembuktian. Prosedur pemeriksaan 
administratif adalah pemeriksaan 
identitas dan pembacaan hak-hak 
pelaku usaha, saksi atau pihak lain. 
Pemeriksaan terhadap pokok perkara 
terdapat dua tahapan yaitu, pertama, 
pemeriksaan oleh KPPU. Kedua, 
pemberian kesempatan pada pelaku 
usaha untuk menyampaikan keteran-
gan atau dokumen. Pemeriksaan 
pembuktian menetapkan bahwa yang 
dapat dijadikan alat bukti dalam 
pemeriksaan terdiri dari: keterangan 
saksi, keterangan ahli, surat dan atau 
dokumen, petunjuk, keterangan 
terlapor/saksi pelaku usaha. Ketera- 
ngan saksi ahli diperlukan bilamana 
perkara yang diperiksa termasuk 
katagori perkara rumit. (Fahmi, 2009 
: 209). Apa yang dapat dijadikan 
sebagai ukuran bahwa suatu perkara 
termasuk ’perkara rumit’ tidak ter- 
dapat pedoman yang dapat dijadikan 
sebagai acuan dalam mengukur ting-
kat kerumitan suatu perkara oleh 
KPPU.
Dalam pemeriksaan pembuktian 
ini diperlukan sikap yang kooperatif 
dari pihak-pihak yang diperiksa oleh 
KPPU. Apabila tidak terdapat 
kerjasama antar pihak yang diperiksa 
dengan KPPU, maka pemeriksaan 
akan diserahkan kepada badan pe- 
nyidik umum untuk dilakukan pe- 
nyidikan terhadap penolakannya 
untuk diperiksa oleh KPPU sekaligus 
juga diselidiki pelanggarannya terha-
dap hukum  persaingan usaha. Kalau 
sudah dilimpahkan kepada penyidik 
umum, maka akan merubah status 
hukum perkara yang ditangani dari 
perkara administrasi (kasus persai- 
ngan dengan ancaman hukuman 
administrasi) menjadi kasus pidana 
(terkena ancaman hukuman pidana).
Setelah dilakukan tahapan peme- 
riksaan dan pemeriksaan lanjutan 
telah selesai seluruh rangkaian 
proses pemeriksaan sebelum dijatuh-
kan putusan oleh KPPU. Keseluru-
han proses tersebut memakan waktu 
60 (enam puluh) hari atau setelah  
diperpanjang selama 30 (tiga puluh) 
hari lagi. Putusan KPPU tentang 
adanya pelanggaran praktik monopo-
li dan persaingan usaha tidak sehat 
harus dibacakan dalam sidang yang 
dinyatakan terbuka untuk umum oleh 
majelis Komisi yang beranggotakan 
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang 
anggota Komisi. Hasil putusan 
KPPU harus segera diberitahukan 
kepada pelaku usaha yang diputus 
melanggar tersebut berupa petikan 
putusannya, dan  menurut Pasal 43 
ayat (4), yang dimaksud dengan 
pemberitahuan itu adalah menyam-
paikan petikan putusan KPPU).
3. Putusan KPPU Yang Terkait 
Dengan Praktik Monopoli.
3.1. Perkara Nomor 04/KP-
PU-I/2003 tentang Jasa Peti 
Kemas Oleh PT. Jakarta  
International Cargo Terminal
Kasus ini berawal dari hasil moni-
toring yang dilakukan oleh KPPU 
terhadap kegiatanusaha dalam 
bidang jasa terminal pelayanan bong-
kar muat petikemas di Pelabu-
hanTanjung Priok Jakarta Utara  
yang dilakukan oleh PT. JAKARTA 
INTERNATIONAL CONTAINER 
TERMINAL, disingkat dengan PT 
JICT dan KERJA SAMA OPERASI 
TERMINAL PETIKEMAS KOJA, 
disingkat dengan KSOTPK KOJA, 
terhadap PT. (PERSERO) PELABU-
HAN INDONESIA II, disingkat 
dengan PT. PELINDO II.
Dari hasil monitoring KPPU, di 
Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta 
Utara diduga terjadi praktikmonopoli 
dan atau persaingan usaha tidak sehat 
dalam bidang jasa terminal 
pelayananbongkar muat petikemas. 
Fakta-fakta yang diperoleh di lapan-
gan menunjukkan bahwa kegiatan 
usaha jasa terminal pelayanan bong-
karmuat petikemas di Pelabuhan 
Tanjung Priok Jakarta Utara jika 
dihubungkan dengan Pasal 26 ayat 
(1)Undang-undang Nomor 21 Tahun 
1992 tentang Pelayaran,yang mene-
tapkan bahwa,
”penyelenggaraan pelabuhan 
umum dilakukan oleh Pemerintah 
dan pelaksanaannya dapat dilim- 
pahkan kepada BadanUsaha 
Milik Negara, yang didirikan 
untuk maksud tersebut berdasar-
kan peraturan perundangan yang 
berlaku”
Sedangkan didalam Pasal 26 ayat 
(2)dinyatakan bahwa, 
”badan hukum Indonesia dapat 
diikutsertakan dalam penyeleng-
garaan pelabuhan umum atas 
dasar kerja sama dengan BUMN  
yangmelaksanakan pengusahaan 
pelabuhan”
Berdasarkan penjelasan Pasal 26 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 1992, bahwa,
”keikutsertaan badan hukum 
Indonesia dalam bekerja sama 
dengan BUMN dalam penyeleng-
garaan pelabuhan umumantara 
lain terhadap kegiatan jasa unit 
terminal peti kemas di pelabuhan, 
lapanganpenumpukan, penun- 
daan, dan lain sebagainya. 
Sedangkan kegiatan penyediaan-
jasa kolam pelabuhan dalam 
rangka keselamatan hanya dapat 
dilakukan olehBUMN” 
KPPU telah menyampaikan saran 
kepadaMeneg BUMN tertanggal 19 
Pebruari 2003 yang pada pokoknya 
mengharapkanMenteri bersangkutan 
menggunakan segala pengaruh dan 
wewenangnya agar klausuldi dalam 
authorization agreement dihilangkan 
atau disesuaikan dengan jiwa,sema- 
ngat serta tujuan Hukum Persaingan.
PT PELINDO III adalah peme-
gang hak pengelolaan pelabuhan 
umum sebagaimana diaturdidalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 
Tahun 1991, telah memberikan kon- 
sesi pengelolaan terminal petikemas 
kepada PT JICT dengan jaminan 
bahwa tidak akanada pembangunan 
terminal petikemas sebagai tamba- 
han dari Unit TerminalPetikemas I, 
Unit Terminal Petikemas II, dan Unit 
Terminal Petikemas III sebelumter-
capainya throughput sebesar 75% 
(tujuh puluh lima persen) dari kapa-
sitas rancangbangunnya sebesar 3,8 
juta. 
Adanya klausul authorization 
agreement tersebut termasuk salah 
satu bentuk  perjanjian  ekslusif  
yang dilarang oleh undang-undang 
sebab dapat menimbulkan hambatan 
strategis yang nyata bagi para pelaku 
usaha baru yangakan memasuki 
pasar bersangkutan pelayanan bong-
kar muat petikemas di pelabu-
hanTanjung Priok. Hal ini ditegaskan 
bahwauntuk mendapatkan pelayanan 
bongkar muat petikemasdi pelabu-
han Tanjung Priok mereka harus 
mengikatkan diri pada kontrak yang-
bersifat ekslusif. Tanpa adanya 
kontrak yang mengikat tersebut, 
maka mereka tidakakan dilayani PT 
JICT dan KSO TPK KOJA. 
Berdasarkan fakta-fakta tersebut 
menunjukkan bahwa PT JICT telah 
melakukan penguasaan pasar pada 
pasar bersangkutansebagaimana 
dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) 
huruf c.
Berdasarkan pertimbangan terse-
but, maka Majelis Komisi menilai 
dan berpandanganbahwa esensi dari 
klausul Authorization Agreement 
bukan merupakancerminan kerjasa-
ma sebagaimana dimaksud di dalam 
Pasal 26 ayat (2) melainkan bentuk 
transaksi pelimpahan kewenangan 
ataupun transaksi pelimpahan Hak 
Monopoli dengan memberikan jami-
nan untuk menguasai 75% (tujuh 
puluh lima persen) pangsa pasar pada 
pasar bersangkutan.dari PT PELIN-
DO sebagai BUMN.
KPPU mempertimbangkan unsur- 
unsur pelanggaran Hukum Persai- 
ngan yang terdapat dalam Pasal 4, 
yaitu
”pelaku usaha dilarang membuat 
perjanjian dengan pelaku usaha lain 
untuksecara bersama-sama melaku-
kan penguasaan produksi dan atau 
pemasaran barangdan atau jasa 
yang dapat mengakibatkan praktik 
monopoli dan atau persainganusaha 
tidak sehat”
Selanjutnya menyatakan bahwa 
PT JICT secara sah dan meyakinkan 
telah melanggar Pasal 17 ayat (1) dan 
Pasal 25 ayat (1) huruf c.Mencermati 
pengaturan pasal tentang monopoli 
dan penyalahgunaan posisi dominan 
yang terdapat dalam Hukum Persai- 
ngan Usaha masing-masing diatur 
dalam Pasal 17 dan Pasal 25. Dengan 
menggunakan pendekatan rule of 
reason larangan penguasaan pangsa 
pasar sebesar 50% didalam Pasal 17 
dan 59% serta 75% didalam Pasal 25 
dirasakan terlalu besar(Anggraini, 
2010 : 474). Sebab penguasaan pasar 
bukan merupakan pelanggaran 
hukum anti monopoli, jika  posisi 
tersebut dapat juga diraih melalui 
aktivitas monopoli alamiah atau legal 
berdasarkan persaingan pasar yang 
fair dan sehat(Gellhor dan Kovacic, 
1994 : 121-122)
3.2.  Perkara Nomor 03/KPPU-L 
/2004 tentang Pengadaan Holo-
gram Pita Cukai oleh PT. Pura 
Nusapersada
Kasus ini berawal dari laporan 
yang diterima KPPU tertanggal 19 
Januari 2004. Dua perusahaan 
sebagai terlapor I dan II diduga 
melakukan kesepakatan dalam 
rangka  pengadaan hologram pita  
cukai. Terlapor I adalah   Perusahaan 
Umum Percetakan Uang Republik 
Indonesia (Perum Peruri) dan Ter- 
lapor II adalahPT Pura Nusapersada. 
Kedua perusahaanmembuat kesepa-
katan bahwa pasokan hologram pita 
cukai kepada Perum Peruri selama 
ini akan dilakukan olehPT Pura Nu- 
sapersada saja.
Kesepakatan mereka buat pada 
tanggal9 Mei 1995 tertuang dalam 
Surat Perjanjian Nomor SP-302/V/ 
1995/204/DM/V/95. Kesepakatan itu 
tidak ada batas waktunya serta telah 
mendapat persetujuan dari oleh 
Ditjen Bea dan Cukai pada tahun 
1995. Adanya perjanjian tersebut 
menyebabkan penguasaan produksi 
hologrampita cukai rokok terpusat 
pada satu pelaku usaha saja yaitu PT 
Pura Nusapersada. Akibatnya PT 
Pura Nusapersada akan menjadi 
pemasok tunggal hologram pitacukai 
pada Perusahaan Umum Percetakan 
Uang Republik Indonesia (Perum 
Peruri) sementara pelaku usaha lain 
yang sejenis sulit masuk menjadi 
pemasok hologram pita cukai kepada 
Perum Peruri. Ini artinya didalam 
pasar  bidang cetak hologram pitacu-
kai telah terjadi hambatan masuk 
(barrier to entry) yang diciptakan 
oleh pelaku usaha yang sangat berpe-
luang menimbulkan  terjadinya prak-
tik monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat yang dilarang oleh 
hukum persaingan usaha.
Oleh sebab itulah KPPU kemudi-
an melakukan serangkaian pemerik-
saan pendahuluan untuk mendapat-
kan bukti-bukti yang diperlukan. 
Setelah dilakukan beberapa kali 
pemeriksaan pendahuluan yaitu pada 
tanggal 17 Maret 2004, 19 Maret 
2004, dan 1 April 2004 Tim Pemerik-
sa menemukan adanya indikasi 
pelanggaran terhadap ketentuan 
Pasal 17 ayat (1), Pasal17 ayat (2) 
huruf b dan Pasal 25 ayat (1) huruf c 
UUPU.
Pemeriksaan pendahuluan dilaku-
kan terhadap Pelapor, Terlapor I dan 
Terlapor II.dan Ditjen Bea dan 
Cukai. Dari serangkaian pemerik-
saan pendahuluan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa 1). Pelapor me- 
rupakan badan usaha yang mempro-
duksi hologram tetapi masih mulai 
memasarankan dan belum melaku-
kan usaha komersiil, 2). Terlapor I 
mempunyai tugas untuk mencetak 
uang kertas dan uang logam serta 
mencetak dokumen sekuriti yang 
menyangkut keamanan negara.Ter- 
lapor I mengikutsertakan Terlapor II 
dalam hal mencetak dan melekatkan 
hologram pada pita cukai, 3). Ter- 
lapor II memiliki kegiatan mempro-
duksi hologram pitacukai dan memi-
liki pesaing potensial  PT Mitra 
Sakti, PT Sumber Cakung, PT Royal 
Standar, PT Semarang Packaging 
Industry. Terlapor II tidak keberatan 
jika dilakukan tender dalam 
pengadaan hologram pita cukai, 4). 
Ditjen Bea dan Cukai menyatakan 
bahwa perjanjian tersebut dapat 
dibatalkan selanjutnya melalui 
tender dengan syarat-syarat tertentu 
asalkan ada jaminan kepastian keter-
sediaan pita cukai. Ditjen Bea dan 
Cukai juga menegaskan bahwa 
pengadaan pita cukai berhologram 
tidak dilakukan melalui konsorsium 
karena pengawasannya sulit.
Setelah melakukan Pemeriksaan 
Pendahuluan, akhirnya  Tim Peme- 
riksa berkesimpulan bahwa terdapat 
indikasi adanya pelanggaran terha-
dap ketentuan Pasal 17 ayat (1), 
Pasal , 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 
25 ayat (1) huruf c UUPU. Pasal 17 
menentukan adanya praktik monopo-
li dan Pasal 25 tentang penyalahgu-
naan posisi dominan oleh Terlapor I 
dan Terlapor II.
Oleh karena itu, Tim Pemeriksa 
merekomendasikan agar pemerik-
saan dilanjutkan ke Pemeriksaan 
Lanjutan dengan alasan bahwa 
kegiatan yang dilakukanoleh PT Pura 
Nusapersadasebagai Terlapor II 
adalah akibat adanya perjanjian 
kerjasama pengadaan hologrampita 
cukai antara Perum Peruri danPT 
Pura Nusapersadatelah menyebab-
kan timbulnya hambatan masuk 
(entry barrier) bagi produsenholo-
gram lain yang berpeluang menim-
bulkan praktik monopoli. Atas dasar 
rekomendasi Tim Pemeriksa terse-
but, KPPU mengeluarkan Penetapan 
Komisi Nomor 08/PEN/KP-
PU/IV/2004 tanggal 6 April2004 
untuk melanjutkan Perkara Nomor 
03/KPPU-L/2004 ke Pemeriksaan 
Lanjutanterhitung sejak tanggal 6 
April 2004 sampai dengan tanggal 2 
Juli 2004.
Pemeriksaan Lanjutan telah 
beberapa dilakukan oleh Komisi 
antara lain pada tanggal 17 Mei 
2004, 24 Mei 2004, 31 Mei 2004, 8 
Juni 2004,9 Juni 2004,dan 10 Juni 
2004.  Selama tahap pemeriksaan 
lanjutan  diperiksa tiga buah perusa-
haan hologram pitacuka sebagai 
saksi, Ditjen Bea dan Cukai dan 
Botasupal (Badan Koordinasi Pem-
berantasan Uang Palsu). Dari  
serangkaian pemeriksaan lanjutan 
dapat disimpulkan berikut ini : 1).  
Para Saksi   pada umumnya adalah  
perusahaan yang bergerak dalam 
bidang usaha percetakan hologram 
pitacukai dan atau percetakan biasa, 
percetakan dokumen sekuriti seperti 
materai, akte perkawinan dan buku 
nikah serta percetakan hologram 
untuk plat nomor kendaraan bermo-
tor dan cap-cap tiga dimensi, 
2).Botasupal memiliki tugas dan 
wewenang melakukan pengawasan 
dan pembinaan terhadap percetakan 
dokumen sekuriti serta memberikan 
ijin dan rekomnedasi kepada produ-
sen dan distributor hologram. Bota-
supal belum memberikan rekomen-
dasi ijin usaha/operasi dokumen 
sekuriti kepada Pelapor dengan 
alasan Pelapor masih mengambil 
mesin master dari luar negeri, 3). 
Terlapor II menerangkan bahwa 
tidak bersedia menempatkan mesin 
cetak dan pelekatan hologram pada 
Terlapor I dengan alasan Terlapor II 
tidak dapatmengembangkan teknolo-
gi hologram dan akan terjadi 
inefisiensi serta sebenarnya tidak 
keberatan untuk mengubah perjanji-
an Tahun 1995 apabila bertentangan 
dengan Undang-undang Nomor 5 
Tahun1999, 4). Terlapor I, Terlapor II 
dan Ditjen Bea dan Cukai serta PT 
KertasPadalarang telah mengadakan 
pertemuan yang menyepakati peru-
bahanperjanjian Pengadaan Holo-
gram untuk Cetakan Pita Cukai.
Proses produksi pita cukai 
berhologram dalam praktiknya tidak 
efisien karena pita cukai berholo-
gram tidak dibuat sepenuhnya oleh 
Terlapor I, tetapi ada bagian seperti 
hologramdibuat oleh Terlapor II dan 
pada bagian kertas pita cukai dibuat 
oleh PT Kertas Padalarang. Perma- 
salahan pokok dalam dalam 
pengadaan pita cukai berhologram 
sebenarnya lebih banyak karena 
keterlambatan pengiriman dan atas 
keterlambatantersebut Perum Peruri  
dikenakan penalti sehingga  Ditjen 
Bea dan Cukai sebenarnya setuju 
apabila pengadaan hologram pita 
cukai terbuka melalui tender namun 
kendalanya adalah adanya perjanjian 
ekslusif antara Terlapor I  dan Ter- 
lapor II, sedangkan kewenangan 
untuk membatalkan perjanjian terse-
but bukan beradapada Ditjen Bea dan 
Cukai tetapi berada pada kedua pihak 
yang melakukan perjanjian..
Botasupal telah memberikan 
rekomendasi ijin usaha/operasi 
dokumensekuriti kepada 5 (lima) 
perusahaan hologram yaitu PT 
Sumber Cakung, PTKarya Aroma 
Sejati, PT Royal Standar, PT Pura 
Barutama dan PT Pura Nusapersada 
selaku pabrik hologram serta satu 
agen hologram yaitu PT. Mitra 
Sakti.. Sedangkan perusahaan holo-
gram yang dapat memenuhi seluruh-
kebutuhan hologram pita cukai yang 
berjumlah 17 (tujuh belas) Milyar 
keping hanya 2 (dua) perusahaan 
yaitu PT Pura Nusapersada dan PT 
Karya Aroma Sejati.
Berdasarkan bukti-bukti dan fakta 
hukum yang ada, maka Majelis 
Komisi menutuskan : Perum Peruri 
sebagai Terlapor I dan PT Pura Nu- 
sapersada sebagai Terlapor II terbuk-
ti secara sah dan meyakinkan me- 
langgar pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) 
huruf b Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1999, namun  tidak terbukti 
melanggar pasal 25 ayat (1) huruf c. 
Selanjutnya memerintahkan kepada 
Terlapor I dan Terlapor II untuk 
menghentikan kegiatanyang menga-
kibatkan terjadinya praktik monopoli 
dan atau persaingan usaha tidaksehat 
dalam pengadaan hologram pada pita 
cukai dengan cara membatalkan 
SuratPerjanjian Nomor SP-302/V/ 
1995. Juga memerintahkan kepada 
Terlapor I untuk membuka pasar 
pengadaan hologram pada pita cukai 
dengan memberikan kesempatan 
yang sama kepada setiap pelaku 
usaha untuk turut serta dalam 
pengadaan hologram pada pita cukai 
melalui tender yang terbuka dan 
transparan, selambat-lambatnya un- 
tuk pengadaan hologram pada pita 
cukai tahun anggaran 2005.
Analisis putusan dari perkara 
diatas sebagai berikut : 1). Perum 
Peruri dan PT Pura Nusapersada 
terbukti melakukan praktik praktik 
monopoli, 2). Perum Peruri dan PT 
Pura Nusapersada melanggar Pasal 
17 ayat (1 dan (2) huruf b, 3). Perum 
Peruri dan PT bagi pelaku usaha lain 
yang Pura Nusapersada menciptakan 
hambatan masuk hendak ikut tender.
Simpulan
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terhadap prinsip larangan praktik 
monopoli dalam memutus perkara 
persaingan usaha didasarkan pada 
ada tidaknya kepentingan umum 
(public interest) yang dirugikan oleh 
pelaku usaha. Pertimbangan hakim 
(ratio decidendi) komisioner untuk 
menetapkan pelanggaran terhadap 
prinsip larangan praktik monopoli 
adalah adanya unsur pasal 17 ayat (2) 
UUPU yang meliputi: a)non substitu-
tion; b) barrier to entry; c) dan 
market share. Dalam beberapa perka-
ra persaingan usaha KPPU telah 
menerapkan prinsip tersebut sebagai 
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Pendahuluan 
Laranganpraktik monopoli ditem-
patkan oleh pembentuk undang-un-
dang sebagai bagian dari judul 
Undang-undang Persaingan Usaha 
Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya 
disebut dengan UUPU) bukan tanpa 
sebab dan alasan. Kata ”Larangan-
praktik monopoli” juga bukan kata 
yang tanpa makna. Bagi pelaku 
usaha kata tersebut cukup berarti 
terhadap peletakan strategi bisnis 
dalam perusahaan. Dalam tataran 
yuridis dalam UUPUterdapat dua 
kata memiliki kemiripan yang digu-
nakan secara berganti-ganti, yakni 
kata ”monopoli” dan ”praktik mono- 
poli”. Kendatipun demikian, dari 
segi makna kedua istilah tersebut 
terkandung perbedaan yang cukup 
mendasar. Kata “praktik monopoli” 
menjadi prinsip larangandalam 
UUPU sementara itu ”monopoli” 
tidak dijadikan sebagai prinsip lara- 
ngan dalam UUPU. Hal ini menun-
jukkan bahwa pada dua kata tersebut 
memang memiliki arti dan makna 
yang berbeda.
Mengingat sudah menjadi karak-
ter bagi setiap pelaku usaha jika 
selalu ingin menguasai pasar dan 
memenangkan persaingan didalam 
pasar, maka tidak segan-segan 
pelaku usaha melakukan tinda-
kan-tindakan yang cenderung meng-
abaikan kode etik yang lazim dite- 
rapkan dalam bisnis bahkan tidak 
peduli umtuk melanggar aturan 
hukum. Oleh sebab itu, tidak jarang 
beberapa pelaku usaha dihadapkan 
pada persoalan pelanggaran aturan 
hukum, khususnya hukum  persai- 
ngan usaha dan menjadi pihak yang 
harus mempertanggung jawabkan 
segala tindakan pelanggarannya 
dihadapan badan yang mengawasi 
perilakupelaku usaha di Indonesia, 
yaitu Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (selanjutnya disebut KPPU).  
Dari beberapa larangan yang 
diatur dalam UUPU, terdapat salah 
satu larangan  yang dapat dikualifi-
kasikan sebagai pelanggaran UUPU 
adalah melakukan tindakan praktik 
monopoli. Ketentuan Pasal 17 
UUPU adalah parameter yuridis 
untuk mengkualifikasikan suatu 
tindakan termasuk praktik monopoli 
atau bukan. KetikaKPPU menemu-
kan salah satu dari kriteria pasal 
tersebut telah dilakukan oleh pelaku 
usaha, maka KPPU  berhak untuk 
melakukan penyidikan dan penyeli-
dikan kepada pelaku usaha yang 
bersangkutan. Sebagai lembaga pe- 
ngawas kegiatan pelaku usaha, 
KPPU memiliki kewenangan yang 
cukup besar terhadap segala bentuk 
perilaku pelaku usaha yang melang-
gar Pasal 35 UUPU.
KPPU memiliki kewenangan 
menangani perkara yang berbeda 
dengan pengadilan perdata yang 
menangani hak-hak perorangan yang 
bersifat privat, karena perkara yang 
ditangani KPPU bersifat publik. Hal 
ini sesuai dengan tujuan Hukum 
persaingan usaha yang tercantum 
dalam Pasal 3 huruf a, yaitu untuk 
”menjaga kepentingan umum dan 
meningkatkan efisiensi ekonomi 
nasional sebagai salah satu upaya 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat” (Anggara, 2009 : 163). 
Sehingga tugas KPPU harus menjaga 
kondisi perekonomian nasionalagar 
tercipta iklim persaingan usaha yang 
sehat melalui putusan-putusan yang 
dibuatnya tidak terdistorsi oleh 
kepentingan kelompok tertentu saja. 
Berdasarkan uraian latar belakang 
tersebut, dapat dirumuskan permas-
alahan berikut, bagaimanakah imple-
mentasi prinsip larangan praktik 
monopoli dalam putusan KPPU 
(melalui putusan hakim komisioner) 
? Untuk mengkajinya dapat dicerma-
ti dari pertimbangan hakim komi- 
sioner (ratio decidendi) dalam putu-
sannya.
Pembahasan 
1. Prinsip Larangan Praktik 
Monopoli Dalam UUPU 
Parameter yang digunakan oleh 
UUPU untuk mengetahui pelaku 
usaha melakukan monopoli atau 
tidak, terdapat dalam Pasal 17 
UUPU, disebutkan bahwa,
(1)  Pelaku usaha dilarang melaku-
kan penguasaan atas produksi 
dan atau pemasaran barang 
dan atau jasa yang dapat me- 
ngakibatkan terjadinya praktik 
monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat. 
(2)  Pelaku usaha patut diduga atau 
dianggap melakukan pengua-
saan atas produksi dan atau 
pemasaran barang dan atau 
jasa sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), apabila:
a. barang dan atau jasa yang 
bersangkutan belum ada   sub-
stitusinya;atau
b. mengakibatkan pelaku usaha 
lain tidak dapat masuk ke 
dalam persaingan usaha ba- 
rang dan atau jasa yang sama; 
atau
c.  pelaku usaha atau satu kelom-
pok pelaku usaha menguasai 
lebih dari  50% (lima puluh 
persen) pangsa pasar satu jenis 
barang atau jasa tertentu.
Mencermati rumusan Pasal 17 di 
atas memberi pemahaman bahwa 
pelaku usaha akan dianggap melaku-
kan penguasaan atas produksi dan 
atau pemasaran jika perilakunya 
memenuhi kualifikasi unsur-unsur 
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, 
atau c. Unsur-unsur itu bersifat alter-
natif artinya cukup terdapat salah 
satu unsur saja seorang pelaku usaha 
sudah dapat dikualifikasikan sebagai 
telah melakukan kegiatan praktik 
monopoli. 
Pada asasnya segala bentuk 
kegiatan maupun perjanjian yang 
dilakukan pelaku usaha jika mengki-
batkan praktik monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat adalah 
dilarang. Monopoli tidak dilarang 
sepanjang tidak mengakibatkan 
praktik monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat, karena tidak 
semua monopoli merugikan ada juga 
monopoli yang menguntungkan 
(aspek positif monopoli). Sedangkan 
yang dimaksud dengan aspek negatif 
monopoli adalah pengertian dari 
praktik monopoli itu sendiri, yakni 
kegiatan monopoli yang senantiasa 
menimbulkan inefesiensi sumber 
daya dan kerugian pada masyarakat.
Monopoli dan persaingan sebagai 
dua konsep yang memiliki sisi positif 
bagi persaingan dan sisi negatif bagi 
monopoli hal itu merupakan pandan-
gan yang sangat sederhana. Kalau 
dikaji lebih jauh, kedua konsep itu 
saling memiliki aspek-aspek positif 
maupun aspek negatif, tergantung 
sasaran apa yang hendak dicapai dari 
masing-masing. Misalnya, monopoli 
yang dilakukan untuk melindungi 
sumber daya yang vital dari eksploi-
tasi pihak-pihak yang mencari keun-
tungan sendiri, maka monopoli itu 
dianggap sebagai sisi positif dari 
monopoli. Sebaliknya, persaingan 
yang berkonotasi baik bisa beraspek 
negatif, jika persaingan itu terjadi 
tanpa kendali dan pengawasan dari 
negara, tidak lagi mempertimbang-
kan aspek ekonomi, akhirnya yang 
terjadi persaingan yang saling 
mematikan, yang kuat menghancur-
kan yang lemah, maka tujuan 
persaingan yang seharusnya mem-
beri kesejahteraan yang maksimal 
kepada masyarakat dan kesempatan 
yang sama kepada pelaku usaha 
tidak dapat terwujud. 
Berdasarkan pengertian monopoli 
yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 
UUPU, terkandung dua unsur pen- 
ting dalam monopoli, yaitu (1) 
adanya penguasaan atas produk, dan 
atau pemasaran barang dan atau atas 
penggunaan jasa tertentu, (2) dilaku-
kan oleh satu pelaku usaha atau satu 
kelompok pelaku usaha. 
Adapun bentuk kegiatan pengua-
saan atas produksi dan pemasaran 
yang dilarang itu memiliki kriteria 
sebagai berikut : (1) penguasaan atas 
produksi, (2) penguasaan atas 
pemasaran produksi atau jasa, (3) 
barang dan jasa yang berada di 
bawah penguasaan itu tidak ada 
substitusinya di pasar, (4) praktik 
tersebut mengakibatkan terjadinya 
monopoli atau persaingan usaha 
tidak sehat (Ginting, 2001 : 68)
Hal ini artinya penguasaan atas 
produk dan pemasaran suatu produk-
si tidak dilarang oleh undang-undang 
sepanjang tidak meniadakan atau 
mengurangi persaingan di pasar 
(lessen competition), seperti kasus 
paling aktual saat ini yang dilakukan 
oleh Carrefour. 
Didalam Pasal 1 ayat (2) UUPU 
memuat pengertian dari praktik 
monopoli, yang mengandung unsur- 
unsur : (1) Terjadinya pemusatan 
kekuatan ekonomi pada satu atau 
lebih pelaku usaha, (2) Terdapat 
penguasaan atas produksi atau 
pemasaran barang atau jasa tertentu, 
(3) Terjadinya persaingan usaha 
tidak sehat, (4) Tindakan tersebut 
merugiakan kepentingan umum 
(Kagramanto, 2007 : 181)
Jika dibandingkan dengan kriteria 
praktik monopoli terdapat dalam 
Pasal 17 ayat (2), yang memuat 
unsur-unsur : (1) Melakukan perbua-
tan penguasaan atas suatu produk, (2) 
Melakukan perbuatan atas pemasa-
ran suatu produk, (3) Penguasaan 
tersebut dapat mengakibatkan terjad-
inya praktik monopoli, (4) pengua-
saan tersebut dapat mengakibatkan 
terjadinya persaingan usaha tidak 
sehat. 
Konsep praktik monopoli menga-
rah pada pengertian pemusatan 
kekuatan ekonomi, artinya terdapat 
korelasi antara praktik monopoli 
dengan pemusatan ekonomi. Pemu-
satan kekuatan ekonomi jangkauan- 
nya lebih luas daripada sekedar 
penguasaan pasar (bidang pemasa-
ran) karena menyangkut juga pada 
bidang produksi. Penguasaan pasar 
mengakibatkan berkurangnya per- 
saingan (lessen competition) uji 
materiilnya melalui struktur pasar 
sedangkan pemusatan kekuatan 
ekonomi menimbulkan konglomera-
si batu ujinya melalui perilaku pasar.
Untuk membuktikan unsur-unsur 
yang terdapat didalam Pasal 17 ayat 
(2)UUPU harus dapat dipenuhi, 
yakni : (1) Tidak terdapat produk 
substitusinya, (2) Pelaku usaha lain 
sulit masuk kedalam pasar persai- 
ngan terhadap produk yang sama 
dikarenakan hambatan masuk yang 
tinggi, (3) Pelaku usaha lain tersebut 
adalah pelaku usaha yang mempu-
nyai kemampuan bersaing yang 
signifikan dalam pasar bersangkutan, 
(4) Satu atau satu kelompok pelaku 
usaha telah menguasai lebih dari 
50% pangsa pasar suatu jenis produk 
(Winardi, 1996 : 457)
Pengertian unsur-unsur akan 
dijelaskan sebagai berikut : 
1. Produk substitusi
 Didalam Kamus Ekonomi, 
substitutional goods artinya 
benda-benda pengganti, yaitu 
adanya hubungan antara dua 
benda atau lebih, demikian rupa 
hingga benda x dapat mengganti-
kan benda y. Dengan demikian  
pengertian ini dapat dibedakan 
dengan pengertian benda-benda 
komplementer. Benda komple-
menter berfungsi sebagai benda 
pelengkap dari benda utama, 
tetapi tidak menggantikan fung-
sinya. 
 Beranjak dari pengertian di 
atas,  terjadinya  praktik monopoli 
didalam pasar ditandai dengan 
adanya satu jenis produk dalam 
pasar yang bersangkutan, tidak 
ditemukan barang pengganti yang 
menjadi alternatif bagi konsumen 
untuk memilih jenis lainnya yang 
lebih murah. Akibatnya penjual 
produk tersebut dapat memainkan 
harga karena pasarnya berada 
dalam penguasaannya.
 Oleh karena pasar hanya 
dikuasai satu jenis barang 
tertentu, maka didalam pasar 
tidak terjadi persaingan. Pasar 
yang tidak persaingan, pelaku 
usaha cenderung menentukan 
harga sesuai dengan kehendak- 
nya. Sehingga konsumen tidak 
memperoleh harga murah  yang 
lebih kompetitif dibandingkan 
dengan harga yang ditetapkan.
 Istilah substitusi juga ditemu-
kan didalam definisi pasar 
bersangkutan yang terdapat pada 
Pasal 1 angka 10 UUPU, disebut-
kan bahwa:
”Pasar bersangkutan adalah pasar 
yang berkaitan dengan jangkauan 
atau daerah pemasaran tertentu 
oleh pelaku usaha atas barang dan 
atau jasa yang sama atau sejenis 
atau substitusi dari barang dan 
atau jasa tersebut”.
 Untuk menilai sifat substitusi 
dari suatu produk dengan produk 
yang lain dapat digunakan dengan 
menggunakan pendekatan terha-
dap elastisitas permintaan dan 
penawaran melalui analisis prefe-
rensi konsumen. Dalam melaku-
kan analisis preferensi konsumen 
digunakan tiga parameter utama 
sebagai alat pendekatan, yaitu 
harga, karakter, dan kegunaan 
(fungsi) produk.(Assahinur, 2009 
: 18) Produk dalam suatu pasar 
tidak harus bersifat perfect substi-
tutes, karena sulit untuk menemu-
kannya, oleh sebab itu bisa 
dengan konsep close substitutes. 
Produk dalam suatu pasar tidak 
harus memiliki kualitas yang 
sama, oleh sebab itu, sepanjang 
konsumen menentukan bahwa 
produk terkait memiliki karakter 
dan fungsi yang sama, maka 
produk tersebut dapat dikatakan 
sebagai substitusi satu dengan 
lainnya. Untuk menerapkan Pasal 
1 angaka 10 telah dikeluarkan 
peraturan KPPU No.3 Tahun 
2009 tentang Pedoman Penerapan 
Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar 
Bersangkutan.
2. Barrier to entry
 Bentuk  Barrier to entry dapat 
berasal dari dua hal, yaitu dari sisi 
perusahaan dari sisi kebijakan 
publik dari sisi perusahaan strate-
gi yang diterapkan tidak hanya 
untuk menjaga kekuatan pasarnya 
melainkan juga mempertahankan 
laba monopolisnya. Sedangkan 
yang berasal dari kebijakan 
pemerintah biasanya memiliki 
tujuan tertentu, seperti kondisi 
alami industri yang merupakan 
natural monopoly.
3.  Penguasaan Pasar (Market 
Share)
 Menjadi penguasa dalam 
suatu jenis pasar merupakan hara-
pan dari setiap pelaku usaha, 
dengan menjadi penguasa yang 
nyata atas suatu pasar berarti 
pemusatan kekuatan ekonomi 
telah berada dalam genggaman 
pelaku usaha tersebut. Dengan 
kekuatan pasar yang dimilikinya 
itu pelaku usaha dapat menentu-
kan harga barang atau jasa dan 
dampak selanjutnya adalah keun-
tungan yang optimal pasti akan 
dapat diraihnya. Adapun wujud 
penguasaan pasar, dilakukan 
dengan cara: 1). Jual rugi (preda-
tory Pricing) dengan maksud 
untuk mematikan pesaingnya, 2). 
Melalui pratik penetapan biaya 
produksi secara curang serta 
biaya lainnya yang menjadi kom-
ponen harga barang, serta, 3). 
Perang harga maupun persaingan 
harga (Fahmi, 2009 : 139).
 Berbagai bentuk tindakan 
penguasaan pasar seperti ini 
hanya mugkin  dilakukan oleh 
pelaku usaha yang memiliki 
market power. Tolok ukur 
penguasaan pasar tidak harus 
menguasai sebesar 100%, 
penguasaan sebesar 50% atau 
75% saja sudah dapat dikatakan 
memiliki market power.
 Seperti didalam Pasal 17, 
kriteria menguasai pasar diberi-
kan batas lebih dari 50%, pelaku 
usaha yang menguasai pasar sebe-
sar 50% dapat diduga atau diang-
gap melakukan praktik monopoli 
yang merugikan kepentingan 
umum. Pasal 17 bersifat rule of 
reason, untuk dapat membuktikan 
adanya kerugian masyarakat perlu 
dilakukan berbagai penelitian dan 
kajian dari ahli hukum dan ahli 
ekonomi.
2.  KPPU Sebagai Lembaga 
Pengawasan Kegiatan Pelaku 
Usaha
 
Di Indonesia lembaga yang 
berwenang menjalankan fungsi 
pengawasan kegiatan pelaku usaha 
adalah Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha atau disingkat dengan KPPU. 
Pasal 30 ayat (1) UUPU menyebut-
kan,”Untuk mengawasi Undang-un-
dang ini dibentuk Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha yang selanjutnya 
disebut Komisi”, dan didalam Pasal 
30 ayat (3) disebutkan bahwa, 
”Komisi bertanggung jawab kepada 
Presiden”. Selanjutnya Pasal 34 ayat 
(1) menegaskan bahwa, ”Pembentu-
kan Komisi serta susunan organisasi, 
tugas, dan fungsinya ditetapkan 
dengan Keputusan Presiden”. Ak- 
hirnya KPPU didirikan pada tanggal 
8 Juli 1999 berdasarkan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 
75 Tahun 1999 tentang Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha. 
Dengan demikian, penegakan 
Hukum Persaingan Usaha serta 
pengawasan terhadap pelaku usaha 
berada dalam kewenangan KPPU.
Sebagai lembaga pengawas 
kegiatan pelaku usaha, KPPU memi-
liki kewenangan yang cukup besar 
terhadap segala bentuk perilaku 
pelaku usaha. Kewenangan tersebut 
meliputi penyidikan, penuntutan, 
konsultasi, memeriksa, mengadili, 
dan memutus perkara pelanggaran 
hukum persaingan oleh pelaku 
usaha. Namun bukan berarti tidak 
ada lembaga lain yang berwenang 
menangani perkara monopoli dan 
persaingan usaha, Pengadilan Negeri 
(PN) dan Mahkamah Agung (MA) 
juga diberi wewenang untuk mena- 
ngani perkara persaingan. Penga-
dilan Negeri diberi wewenang untuk 
menangani keberatan terhadap putu-
san KPPU. dan menangani pelangga-
ran hukum persaingan yang menjadi 
perkara pidana karena tidak dijalan- 
kannya putusan KPPU yang sudah in 
kracht. Sedangkan MA diberi 
kewenangan untuk menyelesaikan 
perkara pelanggaran hukum persai- 
ngan apabila terdapat keberatan atas 
putusan PN tersebut dengan menga-
jukan kasasi. Putusan MA harus 
dijatuhkan dalam waktu 30 hari sejak 
permohonan kasasi diterima. 
Pada Pasal 30 ayat (2) menegas-
kan bahwa, ”Komisi adalah suatu 
Lembaga Independen yang terlepas 
dari pengaruh dan kekuasaan Peme- 
rintah serta pihak lain”. Hal ini berar-
ti bahwa KPPU merupakan lembaga 
yang independen. Hal ini ditegaskan 
lagi dalam Keppres nomor 75 Tahun 
1999 yang terdapat pada Pasal 6 ayat 
(2) bahwa, anggota Komisi yang 
menangani perkara dilarang:
a. mempunyai hubungan sedarah 
atau semenda sampai derajat ke 
tiga dengan salah satu pihak yang 
berperkara; atau
b. mempunyai kepentingan dengan 
perkara yang bersangkutan.
Untuk menjaga independensi dan 
integritas anggota Komisi,  per- 
syaratan untu menjadi anggota 
Komisi telah dirumuskan dalam 
Pasal 31 sampai dengan Pasal 34. 
Dalam persyaratan tersebut dikehen-
daki anggota-anggota terpilih dan 
terpercaya (credible). Integritas 
moral dan kepercayaan untuk memi-
lih seseorang adalah unsur penting 
yang sangat menentukan apalagi 
sebagai anggota komisi yang terkait 
dengan dunia bisnis dan pelaku 
usaha, maka kepribadian dan integri-
tas memegang peranan kunci (plays 
a key role) dalam menangani perkara 
persaingan. 
Atas dasar peran KPPU sebagai 
lembaga pengawas, maka tugas  
yang disandang oleh KPPU didalam 
Pasal 35. Sebagai tindak lanjut atas 
tugas yang dibebankan, KPPU juga 
mempunyai wewenang yang terca- 
kup dalam Pasal 36. Jika dicermati 
tugas dan wewenang KPPU dalam 
pasal-pasal tersebut,  sebenarnya 
kewenangan KPPU hanya terbatas 
pada kewenangan administratif, 
meskipun terdapat kewenangan yang 
mirip badan penyidik, namun tugas 
penyidikan, penuntutan dan pemutus 
itu dalam rangka memberikan sanksi 
hukuman administrasi semata. 
Demikian juga dengan kekuatan 
hukum dari putusan KPPU mempu-
nyai kekuatan eksekutorial, yaitu 
keputusan yang sederajat dengan 
keputusan hakim, oleh sebab itu 
putusan KPPU dapat langsung 
dimintakan eksekusi (Fiat Excecutie) 
pada Pengadilan Negeri yang 
berwenang tanpa harus beracara 
sekali lagi di pengadilan tersebut. 
(Pasal 46 ayat (2) UUPU).
Proses penyelidikan dan pemerik-
saan merupakan salah satu bagian 
dari proses beracara di KPPU. 
Hukum acara di KPPU ditetapkan 
pertama kali melalui Surat Keputu-
san Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000, 
tentang Tata Cara Penyampaian 
Laporan dan Penanganan Dugaan 
Pelanggaran Terhadap UU No.5 
Tahun 1999. Surat Keputusan terse-
but telah diubah menjadi Peraturan 
Komisi No.1 Tahun 2006, tentang 
Tata Cara Penanganan Perkara di 
KPPU yang mulai efektif berlaku 
pad tanggal 18 Oktober 2006. 
Proses penyelidikan dan pemerik-
saan merupakan prosedur yang dike-
nal dalam hukum pidana yaitu proses 
mencari kebenaran materiil. Dalam 
mencari kebenaran materiil diperlu-
kan keyakinan KPPU bahwa pelaku 
usaha melakukan atau tidak melaku-
kan perbuatan yang menyebabkan 
terjadinya praktik monopoli dan 
persaingan tidak sehat. (Wibowo dan 
Sinaga, 2005 : 365)dan KPPU mulai 
melakukan pemeriksaan (pendahulu-
an) jika terdapat salah satu indikasi 
dari perbuatan berikut ini : (1) Atas 
inisiatif Komisi sendiri apabila ada 
dugaan telah terjadinya pelanggaran 
Undang-undang Anti Monopoli, (2) 
Atas laporan tertulis dari pihak yang 
merasa dirugikan;setiap orang yang 
mengetahui atau patut diduga telah 
terjadi pelanggaran terhadap Un- 
dang-undang Anti Monopoli, (3) 
Atas laporan tertulis dari setiap orang 
yang mengetahui atau patut diduga 
telah terjadi pelanggaran terhadap 
Undang-undang Anti Monopoli 
(Fuady, 1999 : 104).
Berdasarkan hasil pemeriksaan 
pendahuluan yang diperoleh, jika 
hasilnya adalah penetapan untuk 
melakukan pemeriksaan lanjutan, 
maka akan dilakukan tindakan 
penyelidikan dan pemeriksaan. Pihak 
yang melaporkan harus memberikan 
identitasnya kepada KPPU dan wajib 
dirahasiakan identitas pelapor oleh 
KPPU.
Mekanisme pemeriksaan perkara 
oleh KPPU pada prinsipnya sama 
dengan pengertian pemeriksaan 
dalam hukum acara pidana, namun 
terdapat sedikit perbedaan dalam hal 
siapa yang dimaksud dengan subyek 
pelapor dalam perkara persaingan 
usaha. Dalam pemeriksaan perkara 
yang didasarkan atas dasar laporan 
adalah pemeriksaan yang dilakukan 
karena adanya laporan dari ma- 
syarakat atau pelaku usaha yang 
dirugikan oleh tindakan pelaku usaha 
yang dilaporkan. Setelah menerima 
laporan, KPPU menetapkan majelis 
komisi yang akan bertugas memerik-
sa dan menyelidiki pelaku usaha 
yang dilaporkan. Dalam menjalan- 
kan tugas, majelis komisi dibantu 
oleh staf komisi. Pemeriksaan perka-
ra yang dilakukan atas dasar laporan 
menggunakan nomor perkara: 
Nomor perkara/KPPU-L (laporan)/ 
Tahun, sedangkan perkara yang 
diperiksa bukan atas dasar laporan 
pada nomor perkara tidak terdapat 
kode L (laporan).
Pemeriksaan atas dasar inisiatif 
KPPU didasarkan karena adanya 
dugaan atau indikasi dari hasil 
pengamatan dan persepsi sendiri 
disimpulkan adanya pelanggaran 
terhadap Hukum Persaingan. 
Mekanismenya, KPPU akan mem-
bentuk suatu Majelis Komisi untuk 
melakukan pemeriksaan terhadap 
pelaku usaha dan saksi. Dalam 
pemeriksaan tersebut majelis Komisi 
dibantu oleh staf komisi. Jika peme- 
riksaan perkara dilakukan atas dasar 
inisiatif komisi, maka pada penulisan 
nomor perkara adalah sama hanya 
saja menggunakan tanda I (Inisiatif). 
Pemeriksaan perkara dalam 
hukum acara persaingan usaha 
terdapat 2 (dua) jenis, yaitu pemerik-
saan pendahuluan dan pemeriksaan 
lanjutan. Untuk melakukan pemerik-
saan pendahuluan ini harus didasar-
kan pada laporan masyarakat, pihak 
yang dirugikan atau pelaku usaha. 
Berdasarkan laporan masyarakat 
KPPU menetapkan apakah perlu 
dilakukan pemeriksaan lanjutan atau 
tidak. Jika dianggap perlu, maka 
KPPU akan melakukan pemeriksaan 
kepada pelaku usaha yang dilapor-
kan. KPPU juga dapat mendengakan 
keterangan saksi, saksi ahli atau 
pihak lain yang dianggap memiliki 
keterangan yang diperlukan. Namun 
dalam melaksanakan tugas pemerik-
saan itu KPPU wajib melengkapi 
dirinya dengan surat tugas.
Di dalam Pasal 41 Hukum 
Persaingan Usaha menekankan 
bahwa selama melaksanakan tugas 
penyelidikan (pemeriksaan pendahu-
luan) dan pemeriksaan lanjutan 
pelaku usaha atau pihak lain yang 
diperiksa mempunyai kewajiban 
menyerahkan alat bukti yang diperlu-
kan dan dilarang menolak untuk 
diperiksa, dilarang menolak mem-
berikan informasi, dan dilarang 
menghambat proses penyelidikan 
dan pemeriksaan (lanjutan) yang 
dilakukan KPPU, oleh sebab itu, jika 
terdapat penolakan dari pelaku usaha 
atau pihak lain maka yang bersang-
kutan akan diserahkan kepada pe- 
nyidik untuk selanjutnya diproses 
sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
Adapun jangka waktu dalam 
pemeriksaaan lanjutan diberikan 
oleh Pasal 43 selambat-lambatnya 60 
(enam puluh) hari sejak dilakukan 
pemeriksaan lanjutan. Namun jika 
diperlukan tambahan waktu karena 
pemeriksaan dirasakan belum selesai 
masih  dapat diperpanjang paling 
lama 30 (tiga puluh) hari. Tidak 
dijelaskan dalam undang-undang 
apakah alasan dilakukan perpanja- 
ngan pemeriksaan lanjutan tersebut 
dan juga tidak dijelaskan lebih lanjut 
apa akibat hukumnya jika jangka 
waktu 60 hari dan tambahan 30 hari 
tersebut tidak dapat dipenuhi oleh 
KPPU.KPPU dalam melakukan 
pemeriksaan melalui beberapa taha-
pan, yaitu: 1). Panggilan, 2). Peme- 
riksaan, 3). Pembacaan Putusan. 
Tahap pemanggilan kepada  
pelaku usaha, saksi, atau pihak lain 
yang terkait dilakukan sebelum 
proses pemeriksaan dilaksanakan. 
Surat panggilan mengundang yang 
bersangkutan untuk hadir dalam 
proses pemeriksaan. Dalam surat 
panggilan memuat tanggal, hari, jam 
sidang serta tempat persidangan 
dilangsungkan. Jika terdapat pelaku 
usaha atau saksi yang dipanggil 
tetapi tidak hadir dalam persidangan 
dapat diancam dengan tindakan tidak 
kooperatif yang melanggar Pasal 42, 
selanjutnya perkara akan dilimpah-
kan ke kepolisian (Pasal 41) dengan 
demikian perkara tersebut sudah 
berubah menjadi perkara pidana.
Pada prinsipnya terhadap perkara 
apapun, pidana, perdata maupun 
persaingan usaha, setiap orang 
dilarang menghambat proses pe- 
nyelidikan atau pemeriksaan dengan 
tidak bersedia memberikan informasi 
atau alat bukti yang dapat men-
dukung jalannya pemeriksaan. 
Demikian juga dengan pelaku usaha 
tidak boleh menolak memberikan 
informasi maupun alat bukti baik itu 
berupa dokumen atau surat-surat 
yang menurut KPPU diperlukan 
dalam penyelidikan atau pemerik-
saan. 
Sebelum dilakukan pemeriksaan, 
KPPU wajib menjelaskan selengkap 
mungkin dokumen dan alat bukti apa 
saja yang dibutuhkan dalam pemer-
iksaan tersebut sehingga pelaku 
usaha dapat bersikap lebih kooperatif 
dengan mempersiapkan dokumen 
yang diperlukan tepat pada saat 
diperlukan. Demikian juga dengan 
timbal balik dari sikap kooperatif 
dari pelaku usaha, maka KPPU dian-
jurkan pula untuk sesegera mungkin 
mengembalikan dokumen data peru-
sahaan kepada pelaku usaha.  
Tahap pemeriksaan meliputi 
pemeriksaan administratif, pemerik-
saan pokok perkara, pemeriksaan 
pembuktian. Prosedur pemeriksaan 
administratif adalah pemeriksaan 
identitas dan pembacaan hak-hak 
pelaku usaha, saksi atau pihak lain. 
Pemeriksaan terhadap pokok perkara 
terdapat dua tahapan yaitu, pertama, 
pemeriksaan oleh KPPU. Kedua, 
pemberian kesempatan pada pelaku 
usaha untuk menyampaikan keteran-
gan atau dokumen. Pemeriksaan 
pembuktian menetapkan bahwa yang 
dapat dijadikan alat bukti dalam 
pemeriksaan terdiri dari: keterangan 
saksi, keterangan ahli, surat dan atau 
dokumen, petunjuk, keterangan 
terlapor/saksi pelaku usaha. Ketera- 
ngan saksi ahli diperlukan bilamana 
perkara yang diperiksa termasuk 
katagori perkara rumit. (Fahmi, 2009 
: 209). Apa yang dapat dijadikan 
sebagai ukuran bahwa suatu perkara 
termasuk ’perkara rumit’ tidak ter- 
dapat pedoman yang dapat dijadikan 
sebagai acuan dalam mengukur ting-
kat kerumitan suatu perkara oleh 
KPPU.
Dalam pemeriksaan pembuktian 
ini diperlukan sikap yang kooperatif 
dari pihak-pihak yang diperiksa oleh 
KPPU. Apabila tidak terdapat 
kerjasama antar pihak yang diperiksa 
dengan KPPU, maka pemeriksaan 
akan diserahkan kepada badan pe- 
nyidik umum untuk dilakukan pe- 
nyidikan terhadap penolakannya 
untuk diperiksa oleh KPPU sekaligus 
juga diselidiki pelanggarannya terha-
dap hukum  persaingan usaha. Kalau 
sudah dilimpahkan kepada penyidik 
umum, maka akan merubah status 
hukum perkara yang ditangani dari 
perkara administrasi (kasus persai- 
ngan dengan ancaman hukuman 
administrasi) menjadi kasus pidana 
(terkena ancaman hukuman pidana).
Setelah dilakukan tahapan peme- 
riksaan dan pemeriksaan lanjutan 
telah selesai seluruh rangkaian 
proses pemeriksaan sebelum dijatuh-
kan putusan oleh KPPU. Keseluru-
han proses tersebut memakan waktu 
60 (enam puluh) hari atau setelah  
diperpanjang selama 30 (tiga puluh) 
hari lagi. Putusan KPPU tentang 
adanya pelanggaran praktik monopo-
li dan persaingan usaha tidak sehat 
harus dibacakan dalam sidang yang 
dinyatakan terbuka untuk umum oleh 
majelis Komisi yang beranggotakan 
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang 
anggota Komisi. Hasil putusan 
KPPU harus segera diberitahukan 
kepada pelaku usaha yang diputus 
melanggar tersebut berupa petikan 
putusannya, dan  menurut Pasal 43 
ayat (4), yang dimaksud dengan 
pemberitahuan itu adalah menyam-
paikan petikan putusan KPPU).
3. Putusan KPPU Yang Terkait 
Dengan Praktik Monopoli.
3.1. Perkara Nomor 04/KP-
PU-I/2003 tentang Jasa Peti 
Kemas Oleh PT. Jakarta  
International Cargo Terminal
Kasus ini berawal dari hasil moni-
toring yang dilakukan oleh KPPU 
terhadap kegiatanusaha dalam 
bidang jasa terminal pelayanan bong-
kar muat petikemas di Pelabu-
hanTanjung Priok Jakarta Utara  
yang dilakukan oleh PT. JAKARTA 
INTERNATIONAL CONTAINER 
TERMINAL, disingkat dengan PT 
JICT dan KERJA SAMA OPERASI 
TERMINAL PETIKEMAS KOJA, 
disingkat dengan KSOTPK KOJA, 
terhadap PT. (PERSERO) PELABU-
HAN INDONESIA II, disingkat 
dengan PT. PELINDO II.
Dari hasil monitoring KPPU, di 
Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta 
Utara diduga terjadi praktikmonopoli 
dan atau persaingan usaha tidak sehat 
dalam bidang jasa terminal 
pelayananbongkar muat petikemas. 
Fakta-fakta yang diperoleh di lapan-
gan menunjukkan bahwa kegiatan 
usaha jasa terminal pelayanan bong-
karmuat petikemas di Pelabuhan 
Tanjung Priok Jakarta Utara jika 
dihubungkan dengan Pasal 26 ayat 
(1)Undang-undang Nomor 21 Tahun 
1992 tentang Pelayaran,yang mene-
tapkan bahwa,
”penyelenggaraan pelabuhan 
umum dilakukan oleh Pemerintah 
dan pelaksanaannya dapat dilim- 
pahkan kepada BadanUsaha 
Milik Negara, yang didirikan 
untuk maksud tersebut berdasar-
kan peraturan perundangan yang 
berlaku”
Sedangkan didalam Pasal 26 ayat 
(2)dinyatakan bahwa, 
”badan hukum Indonesia dapat 
diikutsertakan dalam penyeleng-
garaan pelabuhan umum atas 
dasar kerja sama dengan BUMN  
yangmelaksanakan pengusahaan 
pelabuhan”
Berdasarkan penjelasan Pasal 26 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 1992, bahwa,
”keikutsertaan badan hukum 
Indonesia dalam bekerja sama 
dengan BUMN dalam penyeleng-
garaan pelabuhan umumantara 
lain terhadap kegiatan jasa unit 
terminal peti kemas di pelabuhan, 
lapanganpenumpukan, penun- 
daan, dan lain sebagainya. 
Sedangkan kegiatan penyediaan-
jasa kolam pelabuhan dalam 
rangka keselamatan hanya dapat 
dilakukan olehBUMN” 
KPPU telah menyampaikan saran 
kepadaMeneg BUMN tertanggal 19 
Pebruari 2003 yang pada pokoknya 
mengharapkanMenteri bersangkutan 
menggunakan segala pengaruh dan 
wewenangnya agar klausuldi dalam 
authorization agreement dihilangkan 
atau disesuaikan dengan jiwa,sema- 
ngat serta tujuan Hukum Persaingan.
PT PELINDO III adalah peme-
gang hak pengelolaan pelabuhan 
umum sebagaimana diaturdidalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 
Tahun 1991, telah memberikan kon- 
sesi pengelolaan terminal petikemas 
kepada PT JICT dengan jaminan 
bahwa tidak akanada pembangunan 
terminal petikemas sebagai tamba- 
han dari Unit TerminalPetikemas I, 
Unit Terminal Petikemas II, dan Unit 
Terminal Petikemas III sebelumter-
capainya throughput sebesar 75% 
(tujuh puluh lima persen) dari kapa-
sitas rancangbangunnya sebesar 3,8 
juta. 
Adanya klausul authorization 
agreement tersebut termasuk salah 
satu bentuk  perjanjian  ekslusif  
yang dilarang oleh undang-undang 
sebab dapat menimbulkan hambatan 
strategis yang nyata bagi para pelaku 
usaha baru yangakan memasuki 
pasar bersangkutan pelayanan bong-
kar muat petikemas di pelabu-
hanTanjung Priok. Hal ini ditegaskan 
bahwauntuk mendapatkan pelayanan 
bongkar muat petikemasdi pelabu-
han Tanjung Priok mereka harus 
mengikatkan diri pada kontrak yang-
bersifat ekslusif. Tanpa adanya 
kontrak yang mengikat tersebut, 
maka mereka tidakakan dilayani PT 
JICT dan KSO TPK KOJA. 
Berdasarkan fakta-fakta tersebut 
menunjukkan bahwa PT JICT telah 
melakukan penguasaan pasar pada 
pasar bersangkutansebagaimana 
dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) 
huruf c.
Berdasarkan pertimbangan terse-
but, maka Majelis Komisi menilai 
dan berpandanganbahwa esensi dari 
klausul Authorization Agreement 
bukan merupakancerminan kerjasa-
ma sebagaimana dimaksud di dalam 
Pasal 26 ayat (2) melainkan bentuk 
transaksi pelimpahan kewenangan 
ataupun transaksi pelimpahan Hak 
Monopoli dengan memberikan jami-
nan untuk menguasai 75% (tujuh 
puluh lima persen) pangsa pasar pada 
pasar bersangkutan.dari PT PELIN-
DO sebagai BUMN.
KPPU mempertimbangkan unsur- 
unsur pelanggaran Hukum Persai- 
ngan yang terdapat dalam Pasal 4, 
yaitu
”pelaku usaha dilarang membuat 
perjanjian dengan pelaku usaha lain 
untuksecara bersama-sama melaku-
kan penguasaan produksi dan atau 
pemasaran barangdan atau jasa 
yang dapat mengakibatkan praktik 
monopoli dan atau persainganusaha 
tidak sehat”
Selanjutnya menyatakan bahwa 
PT JICT secara sah dan meyakinkan 
telah melanggar Pasal 17 ayat (1) dan 
Pasal 25 ayat (1) huruf c.Mencermati 
pengaturan pasal tentang monopoli 
dan penyalahgunaan posisi dominan 
yang terdapat dalam Hukum Persai- 
ngan Usaha masing-masing diatur 
dalam Pasal 17 dan Pasal 25. Dengan 
menggunakan pendekatan rule of 
reason larangan penguasaan pangsa 
pasar sebesar 50% didalam Pasal 17 
dan 59% serta 75% didalam Pasal 25 
dirasakan terlalu besar(Anggraini, 
2010 : 474). Sebab penguasaan pasar 
bukan merupakan pelanggaran 
hukum anti monopoli, jika  posisi 
tersebut dapat juga diraih melalui 
aktivitas monopoli alamiah atau legal 
berdasarkan persaingan pasar yang 
fair dan sehat(Gellhor dan Kovacic, 
1994 : 121-122)
3.2.  Perkara Nomor 03/KPPU-L 
/2004 tentang Pengadaan Holo-
gram Pita Cukai oleh PT. Pura 
Nusapersada
Kasus ini berawal dari laporan 
yang diterima KPPU tertanggal 19 
Januari 2004. Dua perusahaan 
sebagai terlapor I dan II diduga 
melakukan kesepakatan dalam 
rangka  pengadaan hologram pita  
cukai. Terlapor I adalah   Perusahaan 
Umum Percetakan Uang Republik 
Indonesia (Perum Peruri) dan Ter- 
lapor II adalahPT Pura Nusapersada. 
Kedua perusahaanmembuat kesepa-
katan bahwa pasokan hologram pita 
cukai kepada Perum Peruri selama 
ini akan dilakukan olehPT Pura Nu- 
sapersada saja.
Kesepakatan mereka buat pada 
tanggal9 Mei 1995 tertuang dalam 
Surat Perjanjian Nomor SP-302/V/ 
1995/204/DM/V/95. Kesepakatan itu 
tidak ada batas waktunya serta telah 
mendapat persetujuan dari oleh 
Ditjen Bea dan Cukai pada tahun 
1995. Adanya perjanjian tersebut 
menyebabkan penguasaan produksi 
hologrampita cukai rokok terpusat 
pada satu pelaku usaha saja yaitu PT 
Pura Nusapersada. Akibatnya PT 
Pura Nusapersada akan menjadi 
pemasok tunggal hologram pitacukai 
pada Perusahaan Umum Percetakan 
Uang Republik Indonesia (Perum 
Peruri) sementara pelaku usaha lain 
yang sejenis sulit masuk menjadi 
pemasok hologram pita cukai kepada 
Perum Peruri. Ini artinya didalam 
pasar  bidang cetak hologram pitacu-
kai telah terjadi hambatan masuk 
(barrier to entry) yang diciptakan 
oleh pelaku usaha yang sangat berpe-
luang menimbulkan  terjadinya prak-
tik monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat yang dilarang oleh 
hukum persaingan usaha.
Oleh sebab itulah KPPU kemudi-
an melakukan serangkaian pemerik-
saan pendahuluan untuk mendapat-
kan bukti-bukti yang diperlukan. 
Setelah dilakukan beberapa kali 
pemeriksaan pendahuluan yaitu pada 
tanggal 17 Maret 2004, 19 Maret 
2004, dan 1 April 2004 Tim Pemerik-
sa menemukan adanya indikasi 
pelanggaran terhadap ketentuan 
Pasal 17 ayat (1), Pasal17 ayat (2) 
huruf b dan Pasal 25 ayat (1) huruf c 
UUPU.
Pemeriksaan pendahuluan dilaku-
kan terhadap Pelapor, Terlapor I dan 
Terlapor II.dan Ditjen Bea dan 
Cukai. Dari serangkaian pemerik-
saan pendahuluan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa 1). Pelapor me- 
rupakan badan usaha yang mempro-
duksi hologram tetapi masih mulai 
memasarankan dan belum melaku-
kan usaha komersiil, 2). Terlapor I 
mempunyai tugas untuk mencetak 
uang kertas dan uang logam serta 
mencetak dokumen sekuriti yang 
menyangkut keamanan negara.Ter- 
lapor I mengikutsertakan Terlapor II 
dalam hal mencetak dan melekatkan 
hologram pada pita cukai, 3). Ter- 
lapor II memiliki kegiatan mempro-
duksi hologram pitacukai dan memi-
liki pesaing potensial  PT Mitra 
Sakti, PT Sumber Cakung, PT Royal 
Standar, PT Semarang Packaging 
Industry. Terlapor II tidak keberatan 
jika dilakukan tender dalam 
pengadaan hologram pita cukai, 4). 
Ditjen Bea dan Cukai menyatakan 
bahwa perjanjian tersebut dapat 
dibatalkan selanjutnya melalui 
tender dengan syarat-syarat tertentu 
asalkan ada jaminan kepastian keter-
sediaan pita cukai. Ditjen Bea dan 
Cukai juga menegaskan bahwa 
pengadaan pita cukai berhologram 
tidak dilakukan melalui konsorsium 
karena pengawasannya sulit.
Setelah melakukan Pemeriksaan 
Pendahuluan, akhirnya  Tim Peme- 
riksa berkesimpulan bahwa terdapat 
indikasi adanya pelanggaran terha-
dap ketentuan Pasal 17 ayat (1), 
Pasal , 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 
25 ayat (1) huruf c UUPU. Pasal 17 
menentukan adanya praktik monopo-
li dan Pasal 25 tentang penyalahgu-
naan posisi dominan oleh Terlapor I 
dan Terlapor II.
Oleh karena itu, Tim Pemeriksa 
merekomendasikan agar pemerik-
saan dilanjutkan ke Pemeriksaan 
Lanjutan dengan alasan bahwa 
kegiatan yang dilakukanoleh PT Pura 
Nusapersadasebagai Terlapor II 
adalah akibat adanya perjanjian 
kerjasama pengadaan hologrampita 
cukai antara Perum Peruri danPT 
Pura Nusapersadatelah menyebab-
kan timbulnya hambatan masuk 
(entry barrier) bagi produsenholo-
gram lain yang berpeluang menim-
bulkan praktik monopoli. Atas dasar 
rekomendasi Tim Pemeriksa terse-
but, KPPU mengeluarkan Penetapan 
Komisi Nomor 08/PEN/KP-
PU/IV/2004 tanggal 6 April2004 
untuk melanjutkan Perkara Nomor 
03/KPPU-L/2004 ke Pemeriksaan 
Lanjutanterhitung sejak tanggal 6 
April 2004 sampai dengan tanggal 2 
Juli 2004.
Pemeriksaan Lanjutan telah 
beberapa dilakukan oleh Komisi 
antara lain pada tanggal 17 Mei 
2004, 24 Mei 2004, 31 Mei 2004, 8 
Juni 2004,9 Juni 2004,dan 10 Juni 
2004.  Selama tahap pemeriksaan 
lanjutan  diperiksa tiga buah perusa-
haan hologram pitacuka sebagai 
saksi, Ditjen Bea dan Cukai dan 
Botasupal (Badan Koordinasi Pem-
berantasan Uang Palsu). Dari  
serangkaian pemeriksaan lanjutan 
dapat disimpulkan berikut ini : 1).  
Para Saksi   pada umumnya adalah  
perusahaan yang bergerak dalam 
bidang usaha percetakan hologram 
pitacukai dan atau percetakan biasa, 
percetakan dokumen sekuriti seperti 
materai, akte perkawinan dan buku 
nikah serta percetakan hologram 
untuk plat nomor kendaraan bermo-
tor dan cap-cap tiga dimensi, 
2).Botasupal memiliki tugas dan 
wewenang melakukan pengawasan 
dan pembinaan terhadap percetakan 
dokumen sekuriti serta memberikan 
ijin dan rekomnedasi kepada produ-
sen dan distributor hologram. Bota-
supal belum memberikan rekomen-
dasi ijin usaha/operasi dokumen 
sekuriti kepada Pelapor dengan 
alasan Pelapor masih mengambil 
mesin master dari luar negeri, 3). 
Terlapor II menerangkan bahwa 
tidak bersedia menempatkan mesin 
cetak dan pelekatan hologram pada 
Terlapor I dengan alasan Terlapor II 
tidak dapatmengembangkan teknolo-
gi hologram dan akan terjadi 
inefisiensi serta sebenarnya tidak 
keberatan untuk mengubah perjanji-
an Tahun 1995 apabila bertentangan 
dengan Undang-undang Nomor 5 
Tahun1999, 4). Terlapor I, Terlapor II 
dan Ditjen Bea dan Cukai serta PT 
KertasPadalarang telah mengadakan 
pertemuan yang menyepakati peru-
bahanperjanjian Pengadaan Holo-
gram untuk Cetakan Pita Cukai.
Proses produksi pita cukai 
berhologram dalam praktiknya tidak 
efisien karena pita cukai berholo-
gram tidak dibuat sepenuhnya oleh 
Terlapor I, tetapi ada bagian seperti 
hologramdibuat oleh Terlapor II dan 
pada bagian kertas pita cukai dibuat 
oleh PT Kertas Padalarang. Perma- 
salahan pokok dalam dalam 
pengadaan pita cukai berhologram 
sebenarnya lebih banyak karena 
keterlambatan pengiriman dan atas 
keterlambatantersebut Perum Peruri  
dikenakan penalti sehingga  Ditjen 
Bea dan Cukai sebenarnya setuju 
apabila pengadaan hologram pita 
cukai terbuka melalui tender namun 
kendalanya adalah adanya perjanjian 
ekslusif antara Terlapor I  dan Ter- 
lapor II, sedangkan kewenangan 
untuk membatalkan perjanjian terse-
but bukan beradapada Ditjen Bea dan 
Cukai tetapi berada pada kedua pihak 
yang melakukan perjanjian..
Botasupal telah memberikan 
rekomendasi ijin usaha/operasi 
dokumensekuriti kepada 5 (lima) 
perusahaan hologram yaitu PT 
Sumber Cakung, PTKarya Aroma 
Sejati, PT Royal Standar, PT Pura 
Barutama dan PT Pura Nusapersada 
selaku pabrik hologram serta satu 
agen hologram yaitu PT. Mitra 
Sakti.. Sedangkan perusahaan holo-
gram yang dapat memenuhi seluruh-
kebutuhan hologram pita cukai yang 
berjumlah 17 (tujuh belas) Milyar 
keping hanya 2 (dua) perusahaan 
yaitu PT Pura Nusapersada dan PT 
Karya Aroma Sejati.
Berdasarkan bukti-bukti dan fakta 
hukum yang ada, maka Majelis 
Komisi menutuskan : Perum Peruri 
sebagai Terlapor I dan PT Pura Nu- 
sapersada sebagai Terlapor II terbuk-
ti secara sah dan meyakinkan me- 
langgar pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) 
huruf b Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1999, namun  tidak terbukti 
melanggar pasal 25 ayat (1) huruf c. 
Selanjutnya memerintahkan kepada 
Terlapor I dan Terlapor II untuk 
menghentikan kegiatanyang menga-
kibatkan terjadinya praktik monopoli 
dan atau persaingan usaha tidaksehat 
dalam pengadaan hologram pada pita 
cukai dengan cara membatalkan 
SuratPerjanjian Nomor SP-302/V/ 
1995. Juga memerintahkan kepada 
Terlapor I untuk membuka pasar 
pengadaan hologram pada pita cukai 
dengan memberikan kesempatan 
yang sama kepada setiap pelaku 
usaha untuk turut serta dalam 
pengadaan hologram pada pita cukai 
melalui tender yang terbuka dan 
transparan, selambat-lambatnya un- 
tuk pengadaan hologram pada pita 
cukai tahun anggaran 2005.
Analisis putusan dari perkara 
diatas sebagai berikut : 1). Perum 
Peruri dan PT Pura Nusapersada 
terbukti melakukan praktik praktik 
monopoli, 2). Perum Peruri dan PT 
Pura Nusapersada melanggar Pasal 
17 ayat (1 dan (2) huruf b, 3). Perum 
Peruri dan PT bagi pelaku usaha lain 
yang Pura Nusapersada menciptakan 
hambatan masuk hendak ikut tender.
Simpulan
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terhadap prinsip larangan praktik 
monopoli dalam memutus perkara 
persaingan usaha didasarkan pada 
ada tidaknya kepentingan umum 
(public interest) yang dirugikan oleh 
pelaku usaha. Pertimbangan hakim 
(ratio decidendi) komisioner untuk 
menetapkan pelanggaran terhadap 
prinsip larangan praktik monopoli 
adalah adanya unsur pasal 17 ayat (2) 
UUPU yang meliputi: a)non substitu-
tion; b) barrier to entry; c) dan 
market share. Dalam beberapa perka-
ra persaingan usaha KPPU telah 
menerapkan prinsip tersebut sebagai 
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Murni : Implementasi Prinsip Larangan Praktik...
Pendahuluan 
Laranganpraktik monopoli ditem-
patkan oleh pembentuk undang-un-
dang sebagai bagian dari judul 
Undang-undang Persaingan Usaha 
Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya 
disebut dengan UUPU) bukan tanpa 
sebab dan alasan. Kata ”Larangan-
praktik monopoli” juga bukan kata 
yang tanpa makna. Bagi pelaku 
usaha kata tersebut cukup berarti 
terhadap peletakan strategi bisnis 
dalam perusahaan. Dalam tataran 
yuridis dalam UUPUterdapat dua 
kata memiliki kemiripan yang digu-
nakan secara berganti-ganti, yakni 
kata ”monopoli” dan ”praktik mono- 
poli”. Kendatipun demikian, dari 
segi makna kedua istilah tersebut 
terkandung perbedaan yang cukup 
mendasar. Kata “praktik monopoli” 
menjadi prinsip larangandalam 
UUPU sementara itu ”monopoli” 
tidak dijadikan sebagai prinsip lara- 
ngan dalam UUPU. Hal ini menun-
jukkan bahwa pada dua kata tersebut 
memang memiliki arti dan makna 
yang berbeda.
Mengingat sudah menjadi karak-
ter bagi setiap pelaku usaha jika 
selalu ingin menguasai pasar dan 
memenangkan persaingan didalam 
pasar, maka tidak segan-segan 
pelaku usaha melakukan tinda-
kan-tindakan yang cenderung meng-
abaikan kode etik yang lazim dite- 
rapkan dalam bisnis bahkan tidak 
peduli umtuk melanggar aturan 
hukum. Oleh sebab itu, tidak jarang 
beberapa pelaku usaha dihadapkan 
pada persoalan pelanggaran aturan 
hukum, khususnya hukum  persai- 
ngan usaha dan menjadi pihak yang 
harus mempertanggung jawabkan 
segala tindakan pelanggarannya 
dihadapan badan yang mengawasi 
perilakupelaku usaha di Indonesia, 
yaitu Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (selanjutnya disebut KPPU).  
Dari beberapa larangan yang 
diatur dalam UUPU, terdapat salah 
satu larangan  yang dapat dikualifi-
kasikan sebagai pelanggaran UUPU 
adalah melakukan tindakan praktik 
monopoli. Ketentuan Pasal 17 
UUPU adalah parameter yuridis 
untuk mengkualifikasikan suatu 
tindakan termasuk praktik monopoli 
atau bukan. KetikaKPPU menemu-
kan salah satu dari kriteria pasal 
tersebut telah dilakukan oleh pelaku 
usaha, maka KPPU  berhak untuk 
melakukan penyidikan dan penyeli-
dikan kepada pelaku usaha yang 
bersangkutan. Sebagai lembaga pe- 
ngawas kegiatan pelaku usaha, 
KPPU memiliki kewenangan yang 
cukup besar terhadap segala bentuk 
perilaku pelaku usaha yang melang-
gar Pasal 35 UUPU.
KPPU memiliki kewenangan 
menangani perkara yang berbeda 
dengan pengadilan perdata yang 
menangani hak-hak perorangan yang 
bersifat privat, karena perkara yang 
ditangani KPPU bersifat publik. Hal 
ini sesuai dengan tujuan Hukum 
persaingan usaha yang tercantum 
dalam Pasal 3 huruf a, yaitu untuk 
”menjaga kepentingan umum dan 
meningkatkan efisiensi ekonomi 
nasional sebagai salah satu upaya 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat” (Anggara, 2009 : 163). 
Sehingga tugas KPPU harus menjaga 
kondisi perekonomian nasionalagar 
tercipta iklim persaingan usaha yang 
sehat melalui putusan-putusan yang 
dibuatnya tidak terdistorsi oleh 
kepentingan kelompok tertentu saja. 
Berdasarkan uraian latar belakang 
tersebut, dapat dirumuskan permas-
alahan berikut, bagaimanakah imple-
mentasi prinsip larangan praktik 
monopoli dalam putusan KPPU 
(melalui putusan hakim komisioner) 
? Untuk mengkajinya dapat dicerma-
ti dari pertimbangan hakim komi- 
sioner (ratio decidendi) dalam putu-
sannya.
Pembahasan 
1. Prinsip Larangan Praktik 
Monopoli Dalam UUPU 
Parameter yang digunakan oleh 
UUPU untuk mengetahui pelaku 
usaha melakukan monopoli atau 
tidak, terdapat dalam Pasal 17 
UUPU, disebutkan bahwa,
(1)  Pelaku usaha dilarang melaku-
kan penguasaan atas produksi 
dan atau pemasaran barang 
dan atau jasa yang dapat me- 
ngakibatkan terjadinya praktik 
monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat. 
(2)  Pelaku usaha patut diduga atau 
dianggap melakukan pengua-
saan atas produksi dan atau 
pemasaran barang dan atau 
jasa sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), apabila:
a. barang dan atau jasa yang 
bersangkutan belum ada   sub-
stitusinya;atau
b. mengakibatkan pelaku usaha 
lain tidak dapat masuk ke 
dalam persaingan usaha ba- 
rang dan atau jasa yang sama; 
atau
c.  pelaku usaha atau satu kelom-
pok pelaku usaha menguasai 
lebih dari  50% (lima puluh 
persen) pangsa pasar satu jenis 
barang atau jasa tertentu.
Mencermati rumusan Pasal 17 di 
atas memberi pemahaman bahwa 
pelaku usaha akan dianggap melaku-
kan penguasaan atas produksi dan 
atau pemasaran jika perilakunya 
memenuhi kualifikasi unsur-unsur 
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, 
atau c. Unsur-unsur itu bersifat alter-
natif artinya cukup terdapat salah 
satu unsur saja seorang pelaku usaha 
sudah dapat dikualifikasikan sebagai 
telah melakukan kegiatan praktik 
monopoli. 
Pada asasnya segala bentuk 
kegiatan maupun perjanjian yang 
dilakukan pelaku usaha jika mengki-
batkan praktik monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat adalah 
dilarang. Monopoli tidak dilarang 
sepanjang tidak mengakibatkan 
praktik monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat, karena tidak 
semua monopoli merugikan ada juga 
monopoli yang menguntungkan 
(aspek positif monopoli). Sedangkan 
yang dimaksud dengan aspek negatif 
monopoli adalah pengertian dari 
praktik monopoli itu sendiri, yakni 
kegiatan monopoli yang senantiasa 
menimbulkan inefesiensi sumber 
daya dan kerugian pada masyarakat.
Monopoli dan persaingan sebagai 
dua konsep yang memiliki sisi positif 
bagi persaingan dan sisi negatif bagi 
monopoli hal itu merupakan pandan-
gan yang sangat sederhana. Kalau 
dikaji lebih jauh, kedua konsep itu 
saling memiliki aspek-aspek positif 
maupun aspek negatif, tergantung 
sasaran apa yang hendak dicapai dari 
masing-masing. Misalnya, monopoli 
yang dilakukan untuk melindungi 
sumber daya yang vital dari eksploi-
tasi pihak-pihak yang mencari keun-
tungan sendiri, maka monopoli itu 
dianggap sebagai sisi positif dari 
monopoli. Sebaliknya, persaingan 
yang berkonotasi baik bisa beraspek 
negatif, jika persaingan itu terjadi 
tanpa kendali dan pengawasan dari 
negara, tidak lagi mempertimbang-
kan aspek ekonomi, akhirnya yang 
terjadi persaingan yang saling 
mematikan, yang kuat menghancur-
kan yang lemah, maka tujuan 
persaingan yang seharusnya mem-
beri kesejahteraan yang maksimal 
kepada masyarakat dan kesempatan 
yang sama kepada pelaku usaha 
tidak dapat terwujud. 
Berdasarkan pengertian monopoli 
yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 
UUPU, terkandung dua unsur pen- 
ting dalam monopoli, yaitu (1) 
adanya penguasaan atas produk, dan 
atau pemasaran barang dan atau atas 
penggunaan jasa tertentu, (2) dilaku-
kan oleh satu pelaku usaha atau satu 
kelompok pelaku usaha. 
Adapun bentuk kegiatan pengua-
saan atas produksi dan pemasaran 
yang dilarang itu memiliki kriteria 
sebagai berikut : (1) penguasaan atas 
produksi, (2) penguasaan atas 
pemasaran produksi atau jasa, (3) 
barang dan jasa yang berada di 
bawah penguasaan itu tidak ada 
substitusinya di pasar, (4) praktik 
tersebut mengakibatkan terjadinya 
monopoli atau persaingan usaha 
tidak sehat (Ginting, 2001 : 68)
Hal ini artinya penguasaan atas 
produk dan pemasaran suatu produk-
si tidak dilarang oleh undang-undang 
sepanjang tidak meniadakan atau 
mengurangi persaingan di pasar 
(lessen competition), seperti kasus 
paling aktual saat ini yang dilakukan 
oleh Carrefour. 
Didalam Pasal 1 ayat (2) UUPU 
memuat pengertian dari praktik 
monopoli, yang mengandung unsur- 
unsur : (1) Terjadinya pemusatan 
kekuatan ekonomi pada satu atau 
lebih pelaku usaha, (2) Terdapat 
penguasaan atas produksi atau 
pemasaran barang atau jasa tertentu, 
(3) Terjadinya persaingan usaha 
tidak sehat, (4) Tindakan tersebut 
merugiakan kepentingan umum 
(Kagramanto, 2007 : 181)
Jika dibandingkan dengan kriteria 
praktik monopoli terdapat dalam 
Pasal 17 ayat (2), yang memuat 
unsur-unsur : (1) Melakukan perbua-
tan penguasaan atas suatu produk, (2) 
Melakukan perbuatan atas pemasa-
ran suatu produk, (3) Penguasaan 
tersebut dapat mengakibatkan terjad-
inya praktik monopoli, (4) pengua-
saan tersebut dapat mengakibatkan 
terjadinya persaingan usaha tidak 
sehat. 
Konsep praktik monopoli menga-
rah pada pengertian pemusatan 
kekuatan ekonomi, artinya terdapat 
korelasi antara praktik monopoli 
dengan pemusatan ekonomi. Pemu-
satan kekuatan ekonomi jangkauan- 
nya lebih luas daripada sekedar 
penguasaan pasar (bidang pemasa-
ran) karena menyangkut juga pada 
bidang produksi. Penguasaan pasar 
mengakibatkan berkurangnya per- 
saingan (lessen competition) uji 
materiilnya melalui struktur pasar 
sedangkan pemusatan kekuatan 
ekonomi menimbulkan konglomera-
si batu ujinya melalui perilaku pasar.
Untuk membuktikan unsur-unsur 
yang terdapat didalam Pasal 17 ayat 
(2)UUPU harus dapat dipenuhi, 
yakni : (1) Tidak terdapat produk 
substitusinya, (2) Pelaku usaha lain 
sulit masuk kedalam pasar persai- 
ngan terhadap produk yang sama 
dikarenakan hambatan masuk yang 
tinggi, (3) Pelaku usaha lain tersebut 
adalah pelaku usaha yang mempu-
nyai kemampuan bersaing yang 
signifikan dalam pasar bersangkutan, 
(4) Satu atau satu kelompok pelaku 
usaha telah menguasai lebih dari 
50% pangsa pasar suatu jenis produk 
(Winardi, 1996 : 457)
Pengertian unsur-unsur akan 
dijelaskan sebagai berikut : 
1. Produk substitusi
 Didalam Kamus Ekonomi, 
substitutional goods artinya 
benda-benda pengganti, yaitu 
adanya hubungan antara dua 
benda atau lebih, demikian rupa 
hingga benda x dapat mengganti-
kan benda y. Dengan demikian  
pengertian ini dapat dibedakan 
dengan pengertian benda-benda 
komplementer. Benda komple-
menter berfungsi sebagai benda 
pelengkap dari benda utama, 
tetapi tidak menggantikan fung-
sinya. 
 Beranjak dari pengertian di 
atas,  terjadinya  praktik monopoli 
didalam pasar ditandai dengan 
adanya satu jenis produk dalam 
pasar yang bersangkutan, tidak 
ditemukan barang pengganti yang 
menjadi alternatif bagi konsumen 
untuk memilih jenis lainnya yang 
lebih murah. Akibatnya penjual 
produk tersebut dapat memainkan 
harga karena pasarnya berada 
dalam penguasaannya.
 Oleh karena pasar hanya 
dikuasai satu jenis barang 
tertentu, maka didalam pasar 
tidak terjadi persaingan. Pasar 
yang tidak persaingan, pelaku 
usaha cenderung menentukan 
harga sesuai dengan kehendak- 
nya. Sehingga konsumen tidak 
memperoleh harga murah  yang 
lebih kompetitif dibandingkan 
dengan harga yang ditetapkan.
 Istilah substitusi juga ditemu-
kan didalam definisi pasar 
bersangkutan yang terdapat pada 
Pasal 1 angka 10 UUPU, disebut-
kan bahwa:
”Pasar bersangkutan adalah pasar 
yang berkaitan dengan jangkauan 
atau daerah pemasaran tertentu 
oleh pelaku usaha atas barang dan 
atau jasa yang sama atau sejenis 
atau substitusi dari barang dan 
atau jasa tersebut”.
 Untuk menilai sifat substitusi 
dari suatu produk dengan produk 
yang lain dapat digunakan dengan 
menggunakan pendekatan terha-
dap elastisitas permintaan dan 
penawaran melalui analisis prefe-
rensi konsumen. Dalam melaku-
kan analisis preferensi konsumen 
digunakan tiga parameter utama 
sebagai alat pendekatan, yaitu 
harga, karakter, dan kegunaan 
(fungsi) produk.(Assahinur, 2009 
: 18) Produk dalam suatu pasar 
tidak harus bersifat perfect substi-
tutes, karena sulit untuk menemu-
kannya, oleh sebab itu bisa 
dengan konsep close substitutes. 
Produk dalam suatu pasar tidak 
harus memiliki kualitas yang 
sama, oleh sebab itu, sepanjang 
konsumen menentukan bahwa 
produk terkait memiliki karakter 
dan fungsi yang sama, maka 
produk tersebut dapat dikatakan 
sebagai substitusi satu dengan 
lainnya. Untuk menerapkan Pasal 
1 angaka 10 telah dikeluarkan 
peraturan KPPU No.3 Tahun 
2009 tentang Pedoman Penerapan 
Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar 
Bersangkutan.
2. Barrier to entry
 Bentuk  Barrier to entry dapat 
berasal dari dua hal, yaitu dari sisi 
perusahaan dari sisi kebijakan 
publik dari sisi perusahaan strate-
gi yang diterapkan tidak hanya 
untuk menjaga kekuatan pasarnya 
melainkan juga mempertahankan 
laba monopolisnya. Sedangkan 
yang berasal dari kebijakan 
pemerintah biasanya memiliki 
tujuan tertentu, seperti kondisi 
alami industri yang merupakan 
natural monopoly.
3.  Penguasaan Pasar (Market 
Share)
 Menjadi penguasa dalam 
suatu jenis pasar merupakan hara-
pan dari setiap pelaku usaha, 
dengan menjadi penguasa yang 
nyata atas suatu pasar berarti 
pemusatan kekuatan ekonomi 
telah berada dalam genggaman 
pelaku usaha tersebut. Dengan 
kekuatan pasar yang dimilikinya 
itu pelaku usaha dapat menentu-
kan harga barang atau jasa dan 
dampak selanjutnya adalah keun-
tungan yang optimal pasti akan 
dapat diraihnya. Adapun wujud 
penguasaan pasar, dilakukan 
dengan cara: 1). Jual rugi (preda-
tory Pricing) dengan maksud 
untuk mematikan pesaingnya, 2). 
Melalui pratik penetapan biaya 
produksi secara curang serta 
biaya lainnya yang menjadi kom-
ponen harga barang, serta, 3). 
Perang harga maupun persaingan 
harga (Fahmi, 2009 : 139).
 Berbagai bentuk tindakan 
penguasaan pasar seperti ini 
hanya mugkin  dilakukan oleh 
pelaku usaha yang memiliki 
market power. Tolok ukur 
penguasaan pasar tidak harus 
menguasai sebesar 100%, 
penguasaan sebesar 50% atau 
75% saja sudah dapat dikatakan 
memiliki market power.
 Seperti didalam Pasal 17, 
kriteria menguasai pasar diberi-
kan batas lebih dari 50%, pelaku 
usaha yang menguasai pasar sebe-
sar 50% dapat diduga atau diang-
gap melakukan praktik monopoli 
yang merugikan kepentingan 
umum. Pasal 17 bersifat rule of 
reason, untuk dapat membuktikan 
adanya kerugian masyarakat perlu 
dilakukan berbagai penelitian dan 
kajian dari ahli hukum dan ahli 
ekonomi.
2.  KPPU Sebagai Lembaga 
Pengawasan Kegiatan Pelaku 
Usaha
 
Di Indonesia lembaga yang 
berwenang menjalankan fungsi 
pengawasan kegiatan pelaku usaha 
adalah Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha atau disingkat dengan KPPU. 
Pasal 30 ayat (1) UUPU menyebut-
kan,”Untuk mengawasi Undang-un-
dang ini dibentuk Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha yang selanjutnya 
disebut Komisi”, dan didalam Pasal 
30 ayat (3) disebutkan bahwa, 
”Komisi bertanggung jawab kepada 
Presiden”. Selanjutnya Pasal 34 ayat 
(1) menegaskan bahwa, ”Pembentu-
kan Komisi serta susunan organisasi, 
tugas, dan fungsinya ditetapkan 
dengan Keputusan Presiden”. Ak- 
hirnya KPPU didirikan pada tanggal 
8 Juli 1999 berdasarkan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 
75 Tahun 1999 tentang Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha. 
Dengan demikian, penegakan 
Hukum Persaingan Usaha serta 
pengawasan terhadap pelaku usaha 
berada dalam kewenangan KPPU.
Sebagai lembaga pengawas 
kegiatan pelaku usaha, KPPU memi-
liki kewenangan yang cukup besar 
terhadap segala bentuk perilaku 
pelaku usaha. Kewenangan tersebut 
meliputi penyidikan, penuntutan, 
konsultasi, memeriksa, mengadili, 
dan memutus perkara pelanggaran 
hukum persaingan oleh pelaku 
usaha. Namun bukan berarti tidak 
ada lembaga lain yang berwenang 
menangani perkara monopoli dan 
persaingan usaha, Pengadilan Negeri 
(PN) dan Mahkamah Agung (MA) 
juga diberi wewenang untuk mena- 
ngani perkara persaingan. Penga-
dilan Negeri diberi wewenang untuk 
menangani keberatan terhadap putu-
san KPPU. dan menangani pelangga-
ran hukum persaingan yang menjadi 
perkara pidana karena tidak dijalan- 
kannya putusan KPPU yang sudah in 
kracht. Sedangkan MA diberi 
kewenangan untuk menyelesaikan 
perkara pelanggaran hukum persai- 
ngan apabila terdapat keberatan atas 
putusan PN tersebut dengan menga-
jukan kasasi. Putusan MA harus 
dijatuhkan dalam waktu 30 hari sejak 
permohonan kasasi diterima. 
Pada Pasal 30 ayat (2) menegas-
kan bahwa, ”Komisi adalah suatu 
Lembaga Independen yang terlepas 
dari pengaruh dan kekuasaan Peme- 
rintah serta pihak lain”. Hal ini berar-
ti bahwa KPPU merupakan lembaga 
yang independen. Hal ini ditegaskan 
lagi dalam Keppres nomor 75 Tahun 
1999 yang terdapat pada Pasal 6 ayat 
(2) bahwa, anggota Komisi yang 
menangani perkara dilarang:
a. mempunyai hubungan sedarah 
atau semenda sampai derajat ke 
tiga dengan salah satu pihak yang 
berperkara; atau
b. mempunyai kepentingan dengan 
perkara yang bersangkutan.
Untuk menjaga independensi dan 
integritas anggota Komisi,  per- 
syaratan untu menjadi anggota 
Komisi telah dirumuskan dalam 
Pasal 31 sampai dengan Pasal 34. 
Dalam persyaratan tersebut dikehen-
daki anggota-anggota terpilih dan 
terpercaya (credible). Integritas 
moral dan kepercayaan untuk memi-
lih seseorang adalah unsur penting 
yang sangat menentukan apalagi 
sebagai anggota komisi yang terkait 
dengan dunia bisnis dan pelaku 
usaha, maka kepribadian dan integri-
tas memegang peranan kunci (plays 
a key role) dalam menangani perkara 
persaingan. 
Atas dasar peran KPPU sebagai 
lembaga pengawas, maka tugas  
yang disandang oleh KPPU didalam 
Pasal 35. Sebagai tindak lanjut atas 
tugas yang dibebankan, KPPU juga 
mempunyai wewenang yang terca- 
kup dalam Pasal 36. Jika dicermati 
tugas dan wewenang KPPU dalam 
pasal-pasal tersebut,  sebenarnya 
kewenangan KPPU hanya terbatas 
pada kewenangan administratif, 
meskipun terdapat kewenangan yang 
mirip badan penyidik, namun tugas 
penyidikan, penuntutan dan pemutus 
itu dalam rangka memberikan sanksi 
hukuman administrasi semata. 
Demikian juga dengan kekuatan 
hukum dari putusan KPPU mempu-
nyai kekuatan eksekutorial, yaitu 
keputusan yang sederajat dengan 
keputusan hakim, oleh sebab itu 
putusan KPPU dapat langsung 
dimintakan eksekusi (Fiat Excecutie) 
pada Pengadilan Negeri yang 
berwenang tanpa harus beracara 
sekali lagi di pengadilan tersebut. 
(Pasal 46 ayat (2) UUPU).
Proses penyelidikan dan pemerik-
saan merupakan salah satu bagian 
dari proses beracara di KPPU. 
Hukum acara di KPPU ditetapkan 
pertama kali melalui Surat Keputu-
san Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000, 
tentang Tata Cara Penyampaian 
Laporan dan Penanganan Dugaan 
Pelanggaran Terhadap UU No.5 
Tahun 1999. Surat Keputusan terse-
but telah diubah menjadi Peraturan 
Komisi No.1 Tahun 2006, tentang 
Tata Cara Penanganan Perkara di 
KPPU yang mulai efektif berlaku 
pad tanggal 18 Oktober 2006. 
Proses penyelidikan dan pemerik-
saan merupakan prosedur yang dike-
nal dalam hukum pidana yaitu proses 
mencari kebenaran materiil. Dalam 
mencari kebenaran materiil diperlu-
kan keyakinan KPPU bahwa pelaku 
usaha melakukan atau tidak melaku-
kan perbuatan yang menyebabkan 
terjadinya praktik monopoli dan 
persaingan tidak sehat. (Wibowo dan 
Sinaga, 2005 : 365)dan KPPU mulai 
melakukan pemeriksaan (pendahulu-
an) jika terdapat salah satu indikasi 
dari perbuatan berikut ini : (1) Atas 
inisiatif Komisi sendiri apabila ada 
dugaan telah terjadinya pelanggaran 
Undang-undang Anti Monopoli, (2) 
Atas laporan tertulis dari pihak yang 
merasa dirugikan;setiap orang yang 
mengetahui atau patut diduga telah 
terjadi pelanggaran terhadap Un- 
dang-undang Anti Monopoli, (3) 
Atas laporan tertulis dari setiap orang 
yang mengetahui atau patut diduga 
telah terjadi pelanggaran terhadap 
Undang-undang Anti Monopoli 
(Fuady, 1999 : 104).
Berdasarkan hasil pemeriksaan 
pendahuluan yang diperoleh, jika 
hasilnya adalah penetapan untuk 
melakukan pemeriksaan lanjutan, 
maka akan dilakukan tindakan 
penyelidikan dan pemeriksaan. Pihak 
yang melaporkan harus memberikan 
identitasnya kepada KPPU dan wajib 
dirahasiakan identitas pelapor oleh 
KPPU.
Mekanisme pemeriksaan perkara 
oleh KPPU pada prinsipnya sama 
dengan pengertian pemeriksaan 
dalam hukum acara pidana, namun 
terdapat sedikit perbedaan dalam hal 
siapa yang dimaksud dengan subyek 
pelapor dalam perkara persaingan 
usaha. Dalam pemeriksaan perkara 
yang didasarkan atas dasar laporan 
adalah pemeriksaan yang dilakukan 
karena adanya laporan dari ma- 
syarakat atau pelaku usaha yang 
dirugikan oleh tindakan pelaku usaha 
yang dilaporkan. Setelah menerima 
laporan, KPPU menetapkan majelis 
komisi yang akan bertugas memerik-
sa dan menyelidiki pelaku usaha 
yang dilaporkan. Dalam menjalan- 
kan tugas, majelis komisi dibantu 
oleh staf komisi. Pemeriksaan perka-
ra yang dilakukan atas dasar laporan 
menggunakan nomor perkara: 
Nomor perkara/KPPU-L (laporan)/ 
Tahun, sedangkan perkara yang 
diperiksa bukan atas dasar laporan 
pada nomor perkara tidak terdapat 
kode L (laporan).
Pemeriksaan atas dasar inisiatif 
KPPU didasarkan karena adanya 
dugaan atau indikasi dari hasil 
pengamatan dan persepsi sendiri 
disimpulkan adanya pelanggaran 
terhadap Hukum Persaingan. 
Mekanismenya, KPPU akan mem-
bentuk suatu Majelis Komisi untuk 
melakukan pemeriksaan terhadap 
pelaku usaha dan saksi. Dalam 
pemeriksaan tersebut majelis Komisi 
dibantu oleh staf komisi. Jika peme- 
riksaan perkara dilakukan atas dasar 
inisiatif komisi, maka pada penulisan 
nomor perkara adalah sama hanya 
saja menggunakan tanda I (Inisiatif). 
Pemeriksaan perkara dalam 
hukum acara persaingan usaha 
terdapat 2 (dua) jenis, yaitu pemerik-
saan pendahuluan dan pemeriksaan 
lanjutan. Untuk melakukan pemerik-
saan pendahuluan ini harus didasar-
kan pada laporan masyarakat, pihak 
yang dirugikan atau pelaku usaha. 
Berdasarkan laporan masyarakat 
KPPU menetapkan apakah perlu 
dilakukan pemeriksaan lanjutan atau 
tidak. Jika dianggap perlu, maka 
KPPU akan melakukan pemeriksaan 
kepada pelaku usaha yang dilapor-
kan. KPPU juga dapat mendengakan 
keterangan saksi, saksi ahli atau 
pihak lain yang dianggap memiliki 
keterangan yang diperlukan. Namun 
dalam melaksanakan tugas pemerik-
saan itu KPPU wajib melengkapi 
dirinya dengan surat tugas.
Di dalam Pasal 41 Hukum 
Persaingan Usaha menekankan 
bahwa selama melaksanakan tugas 
penyelidikan (pemeriksaan pendahu-
luan) dan pemeriksaan lanjutan 
pelaku usaha atau pihak lain yang 
diperiksa mempunyai kewajiban 
menyerahkan alat bukti yang diperlu-
kan dan dilarang menolak untuk 
diperiksa, dilarang menolak mem-
berikan informasi, dan dilarang 
menghambat proses penyelidikan 
dan pemeriksaan (lanjutan) yang 
dilakukan KPPU, oleh sebab itu, jika 
terdapat penolakan dari pelaku usaha 
atau pihak lain maka yang bersang-
kutan akan diserahkan kepada pe- 
nyidik untuk selanjutnya diproses 
sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
Adapun jangka waktu dalam 
pemeriksaaan lanjutan diberikan 
oleh Pasal 43 selambat-lambatnya 60 
(enam puluh) hari sejak dilakukan 
pemeriksaan lanjutan. Namun jika 
diperlukan tambahan waktu karena 
pemeriksaan dirasakan belum selesai 
masih  dapat diperpanjang paling 
lama 30 (tiga puluh) hari. Tidak 
dijelaskan dalam undang-undang 
apakah alasan dilakukan perpanja- 
ngan pemeriksaan lanjutan tersebut 
dan juga tidak dijelaskan lebih lanjut 
apa akibat hukumnya jika jangka 
waktu 60 hari dan tambahan 30 hari 
tersebut tidak dapat dipenuhi oleh 
KPPU.KPPU dalam melakukan 
pemeriksaan melalui beberapa taha-
pan, yaitu: 1). Panggilan, 2). Peme- 
riksaan, 3). Pembacaan Putusan. 
Tahap pemanggilan kepada  
pelaku usaha, saksi, atau pihak lain 
yang terkait dilakukan sebelum 
proses pemeriksaan dilaksanakan. 
Surat panggilan mengundang yang 
bersangkutan untuk hadir dalam 
proses pemeriksaan. Dalam surat 
panggilan memuat tanggal, hari, jam 
sidang serta tempat persidangan 
dilangsungkan. Jika terdapat pelaku 
usaha atau saksi yang dipanggil 
tetapi tidak hadir dalam persidangan 
dapat diancam dengan tindakan tidak 
kooperatif yang melanggar Pasal 42, 
selanjutnya perkara akan dilimpah-
kan ke kepolisian (Pasal 41) dengan 
demikian perkara tersebut sudah 
berubah menjadi perkara pidana.
Pada prinsipnya terhadap perkara 
apapun, pidana, perdata maupun 
persaingan usaha, setiap orang 
dilarang menghambat proses pe- 
nyelidikan atau pemeriksaan dengan 
tidak bersedia memberikan informasi 
atau alat bukti yang dapat men-
dukung jalannya pemeriksaan. 
Demikian juga dengan pelaku usaha 
tidak boleh menolak memberikan 
informasi maupun alat bukti baik itu 
berupa dokumen atau surat-surat 
yang menurut KPPU diperlukan 
dalam penyelidikan atau pemerik-
saan. 
Sebelum dilakukan pemeriksaan, 
KPPU wajib menjelaskan selengkap 
mungkin dokumen dan alat bukti apa 
saja yang dibutuhkan dalam pemer-
iksaan tersebut sehingga pelaku 
usaha dapat bersikap lebih kooperatif 
dengan mempersiapkan dokumen 
yang diperlukan tepat pada saat 
diperlukan. Demikian juga dengan 
timbal balik dari sikap kooperatif 
dari pelaku usaha, maka KPPU dian-
jurkan pula untuk sesegera mungkin 
mengembalikan dokumen data peru-
sahaan kepada pelaku usaha.  
Tahap pemeriksaan meliputi 
pemeriksaan administratif, pemerik-
saan pokok perkara, pemeriksaan 
pembuktian. Prosedur pemeriksaan 
administratif adalah pemeriksaan 
identitas dan pembacaan hak-hak 
pelaku usaha, saksi atau pihak lain. 
Pemeriksaan terhadap pokok perkara 
terdapat dua tahapan yaitu, pertama, 
pemeriksaan oleh KPPU. Kedua, 
pemberian kesempatan pada pelaku 
usaha untuk menyampaikan keteran-
gan atau dokumen. Pemeriksaan 
pembuktian menetapkan bahwa yang 
dapat dijadikan alat bukti dalam 
pemeriksaan terdiri dari: keterangan 
saksi, keterangan ahli, surat dan atau 
dokumen, petunjuk, keterangan 
terlapor/saksi pelaku usaha. Ketera- 
ngan saksi ahli diperlukan bilamana 
perkara yang diperiksa termasuk 
katagori perkara rumit. (Fahmi, 2009 
: 209). Apa yang dapat dijadikan 
sebagai ukuran bahwa suatu perkara 
termasuk ’perkara rumit’ tidak ter- 
dapat pedoman yang dapat dijadikan 
sebagai acuan dalam mengukur ting-
kat kerumitan suatu perkara oleh 
KPPU.
Dalam pemeriksaan pembuktian 
ini diperlukan sikap yang kooperatif 
dari pihak-pihak yang diperiksa oleh 
KPPU. Apabila tidak terdapat 
kerjasama antar pihak yang diperiksa 
dengan KPPU, maka pemeriksaan 
akan diserahkan kepada badan pe- 
nyidik umum untuk dilakukan pe- 
nyidikan terhadap penolakannya 
untuk diperiksa oleh KPPU sekaligus 
juga diselidiki pelanggarannya terha-
dap hukum  persaingan usaha. Kalau 
sudah dilimpahkan kepada penyidik 
umum, maka akan merubah status 
hukum perkara yang ditangani dari 
perkara administrasi (kasus persai- 
ngan dengan ancaman hukuman 
administrasi) menjadi kasus pidana 
(terkena ancaman hukuman pidana).
Setelah dilakukan tahapan peme- 
riksaan dan pemeriksaan lanjutan 
telah selesai seluruh rangkaian 
proses pemeriksaan sebelum dijatuh-
kan putusan oleh KPPU. Keseluru-
han proses tersebut memakan waktu 
60 (enam puluh) hari atau setelah  
diperpanjang selama 30 (tiga puluh) 
hari lagi. Putusan KPPU tentang 
adanya pelanggaran praktik monopo-
li dan persaingan usaha tidak sehat 
harus dibacakan dalam sidang yang 
dinyatakan terbuka untuk umum oleh 
majelis Komisi yang beranggotakan 
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang 
anggota Komisi. Hasil putusan 
KPPU harus segera diberitahukan 
kepada pelaku usaha yang diputus 
melanggar tersebut berupa petikan 
putusannya, dan  menurut Pasal 43 
ayat (4), yang dimaksud dengan 
pemberitahuan itu adalah menyam-
paikan petikan putusan KPPU).
3. Putusan KPPU Yang Terkait 
Dengan Praktik Monopoli.
3.1. Perkara Nomor 04/KP-
PU-I/2003 tentang Jasa Peti 
Kemas Oleh PT. Jakarta  
International Cargo Terminal
Kasus ini berawal dari hasil moni-
toring yang dilakukan oleh KPPU 
terhadap kegiatanusaha dalam 
bidang jasa terminal pelayanan bong-
kar muat petikemas di Pelabu-
hanTanjung Priok Jakarta Utara  
yang dilakukan oleh PT. JAKARTA 
INTERNATIONAL CONTAINER 
TERMINAL, disingkat dengan PT 
JICT dan KERJA SAMA OPERASI 
TERMINAL PETIKEMAS KOJA, 
disingkat dengan KSOTPK KOJA, 
terhadap PT. (PERSERO) PELABU-
HAN INDONESIA II, disingkat 
dengan PT. PELINDO II.
Dari hasil monitoring KPPU, di 
Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta 
Utara diduga terjadi praktikmonopoli 
dan atau persaingan usaha tidak sehat 
dalam bidang jasa terminal 
pelayananbongkar muat petikemas. 
Fakta-fakta yang diperoleh di lapan-
gan menunjukkan bahwa kegiatan 
usaha jasa terminal pelayanan bong-
karmuat petikemas di Pelabuhan 
Tanjung Priok Jakarta Utara jika 
dihubungkan dengan Pasal 26 ayat 
(1)Undang-undang Nomor 21 Tahun 
1992 tentang Pelayaran,yang mene-
tapkan bahwa,
”penyelenggaraan pelabuhan 
umum dilakukan oleh Pemerintah 
dan pelaksanaannya dapat dilim- 
pahkan kepada BadanUsaha 
Milik Negara, yang didirikan 
untuk maksud tersebut berdasar-
kan peraturan perundangan yang 
berlaku”
Sedangkan didalam Pasal 26 ayat 
(2)dinyatakan bahwa, 
”badan hukum Indonesia dapat 
diikutsertakan dalam penyeleng-
garaan pelabuhan umum atas 
dasar kerja sama dengan BUMN  
yangmelaksanakan pengusahaan 
pelabuhan”
Berdasarkan penjelasan Pasal 26 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 1992, bahwa,
”keikutsertaan badan hukum 
Indonesia dalam bekerja sama 
dengan BUMN dalam penyeleng-
garaan pelabuhan umumantara 
lain terhadap kegiatan jasa unit 
terminal peti kemas di pelabuhan, 
lapanganpenumpukan, penun- 
daan, dan lain sebagainya. 
Sedangkan kegiatan penyediaan-
jasa kolam pelabuhan dalam 
rangka keselamatan hanya dapat 
dilakukan olehBUMN” 
KPPU telah menyampaikan saran 
kepadaMeneg BUMN tertanggal 19 
Pebruari 2003 yang pada pokoknya 
mengharapkanMenteri bersangkutan 
menggunakan segala pengaruh dan 
wewenangnya agar klausuldi dalam 
authorization agreement dihilangkan 
atau disesuaikan dengan jiwa,sema- 
ngat serta tujuan Hukum Persaingan.
PT PELINDO III adalah peme-
gang hak pengelolaan pelabuhan 
umum sebagaimana diaturdidalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 
Tahun 1991, telah memberikan kon- 
sesi pengelolaan terminal petikemas 
kepada PT JICT dengan jaminan 
bahwa tidak akanada pembangunan 
terminal petikemas sebagai tamba- 
han dari Unit TerminalPetikemas I, 
Unit Terminal Petikemas II, dan Unit 
Terminal Petikemas III sebelumter-
capainya throughput sebesar 75% 
(tujuh puluh lima persen) dari kapa-
sitas rancangbangunnya sebesar 3,8 
juta. 
Adanya klausul authorization 
agreement tersebut termasuk salah 
satu bentuk  perjanjian  ekslusif  
yang dilarang oleh undang-undang 
sebab dapat menimbulkan hambatan 
strategis yang nyata bagi para pelaku 
usaha baru yangakan memasuki 
pasar bersangkutan pelayanan bong-
kar muat petikemas di pelabu-
hanTanjung Priok. Hal ini ditegaskan 
bahwauntuk mendapatkan pelayanan 
bongkar muat petikemasdi pelabu-
han Tanjung Priok mereka harus 
mengikatkan diri pada kontrak yang-
bersifat ekslusif. Tanpa adanya 
kontrak yang mengikat tersebut, 
maka mereka tidakakan dilayani PT 
JICT dan KSO TPK KOJA. 
Berdasarkan fakta-fakta tersebut 
menunjukkan bahwa PT JICT telah 
melakukan penguasaan pasar pada 
pasar bersangkutansebagaimana 
dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) 
huruf c.
Berdasarkan pertimbangan terse-
but, maka Majelis Komisi menilai 
dan berpandanganbahwa esensi dari 
klausul Authorization Agreement 
bukan merupakancerminan kerjasa-
ma sebagaimana dimaksud di dalam 
Pasal 26 ayat (2) melainkan bentuk 
transaksi pelimpahan kewenangan 
ataupun transaksi pelimpahan Hak 
Monopoli dengan memberikan jami-
nan untuk menguasai 75% (tujuh 
puluh lima persen) pangsa pasar pada 
pasar bersangkutan.dari PT PELIN-
DO sebagai BUMN.
KPPU mempertimbangkan unsur- 
unsur pelanggaran Hukum Persai- 
ngan yang terdapat dalam Pasal 4, 
yaitu
”pelaku usaha dilarang membuat 
perjanjian dengan pelaku usaha lain 
untuksecara bersama-sama melaku-
kan penguasaan produksi dan atau 
pemasaran barangdan atau jasa 
yang dapat mengakibatkan praktik 
monopoli dan atau persainganusaha 
tidak sehat”
Selanjutnya menyatakan bahwa 
PT JICT secara sah dan meyakinkan 
telah melanggar Pasal 17 ayat (1) dan 
Pasal 25 ayat (1) huruf c.Mencermati 
pengaturan pasal tentang monopoli 
dan penyalahgunaan posisi dominan 
yang terdapat dalam Hukum Persai- 
ngan Usaha masing-masing diatur 
dalam Pasal 17 dan Pasal 25. Dengan 
menggunakan pendekatan rule of 
reason larangan penguasaan pangsa 
pasar sebesar 50% didalam Pasal 17 
dan 59% serta 75% didalam Pasal 25 
dirasakan terlalu besar(Anggraini, 
2010 : 474). Sebab penguasaan pasar 
bukan merupakan pelanggaran 
hukum anti monopoli, jika  posisi 
tersebut dapat juga diraih melalui 
aktivitas monopoli alamiah atau legal 
berdasarkan persaingan pasar yang 
fair dan sehat(Gellhor dan Kovacic, 
1994 : 121-122)
3.2.  Perkara Nomor 03/KPPU-L 
/2004 tentang Pengadaan Holo-
gram Pita Cukai oleh PT. Pura 
Nusapersada
Kasus ini berawal dari laporan 
yang diterima KPPU tertanggal 19 
Januari 2004. Dua perusahaan 
sebagai terlapor I dan II diduga 
melakukan kesepakatan dalam 
rangka  pengadaan hologram pita  
cukai. Terlapor I adalah   Perusahaan 
Umum Percetakan Uang Republik 
Indonesia (Perum Peruri) dan Ter- 
lapor II adalahPT Pura Nusapersada. 
Kedua perusahaanmembuat kesepa-
katan bahwa pasokan hologram pita 
cukai kepada Perum Peruri selama 
ini akan dilakukan olehPT Pura Nu- 
sapersada saja.
Kesepakatan mereka buat pada 
tanggal9 Mei 1995 tertuang dalam 
Surat Perjanjian Nomor SP-302/V/ 
1995/204/DM/V/95. Kesepakatan itu 
tidak ada batas waktunya serta telah 
mendapat persetujuan dari oleh 
Ditjen Bea dan Cukai pada tahun 
1995. Adanya perjanjian tersebut 
menyebabkan penguasaan produksi 
hologrampita cukai rokok terpusat 
pada satu pelaku usaha saja yaitu PT 
Pura Nusapersada. Akibatnya PT 
Pura Nusapersada akan menjadi 
pemasok tunggal hologram pitacukai 
pada Perusahaan Umum Percetakan 
Uang Republik Indonesia (Perum 
Peruri) sementara pelaku usaha lain 
yang sejenis sulit masuk menjadi 
pemasok hologram pita cukai kepada 
Perum Peruri. Ini artinya didalam 
pasar  bidang cetak hologram pitacu-
kai telah terjadi hambatan masuk 
(barrier to entry) yang diciptakan 
oleh pelaku usaha yang sangat berpe-
luang menimbulkan  terjadinya prak-
tik monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat yang dilarang oleh 
hukum persaingan usaha.
Oleh sebab itulah KPPU kemudi-
an melakukan serangkaian pemerik-
saan pendahuluan untuk mendapat-
kan bukti-bukti yang diperlukan. 
Setelah dilakukan beberapa kali 
pemeriksaan pendahuluan yaitu pada 
tanggal 17 Maret 2004, 19 Maret 
2004, dan 1 April 2004 Tim Pemerik-
sa menemukan adanya indikasi 
pelanggaran terhadap ketentuan 
Pasal 17 ayat (1), Pasal17 ayat (2) 
huruf b dan Pasal 25 ayat (1) huruf c 
UUPU.
Pemeriksaan pendahuluan dilaku-
kan terhadap Pelapor, Terlapor I dan 
Terlapor II.dan Ditjen Bea dan 
Cukai. Dari serangkaian pemerik-
saan pendahuluan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa 1). Pelapor me- 
rupakan badan usaha yang mempro-
duksi hologram tetapi masih mulai 
memasarankan dan belum melaku-
kan usaha komersiil, 2). Terlapor I 
mempunyai tugas untuk mencetak 
uang kertas dan uang logam serta 
mencetak dokumen sekuriti yang 
menyangkut keamanan negara.Ter- 
lapor I mengikutsertakan Terlapor II 
dalam hal mencetak dan melekatkan 
hologram pada pita cukai, 3). Ter- 
lapor II memiliki kegiatan mempro-
duksi hologram pitacukai dan memi-
liki pesaing potensial  PT Mitra 
Sakti, PT Sumber Cakung, PT Royal 
Standar, PT Semarang Packaging 
Industry. Terlapor II tidak keberatan 
jika dilakukan tender dalam 
pengadaan hologram pita cukai, 4). 
Ditjen Bea dan Cukai menyatakan 
bahwa perjanjian tersebut dapat 
dibatalkan selanjutnya melalui 
tender dengan syarat-syarat tertentu 
asalkan ada jaminan kepastian keter-
sediaan pita cukai. Ditjen Bea dan 
Cukai juga menegaskan bahwa 
pengadaan pita cukai berhologram 
tidak dilakukan melalui konsorsium 
karena pengawasannya sulit.
Setelah melakukan Pemeriksaan 
Pendahuluan, akhirnya  Tim Peme- 
riksa berkesimpulan bahwa terdapat 
indikasi adanya pelanggaran terha-
dap ketentuan Pasal 17 ayat (1), 
Pasal , 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 
25 ayat (1) huruf c UUPU. Pasal 17 
menentukan adanya praktik monopo-
li dan Pasal 25 tentang penyalahgu-
naan posisi dominan oleh Terlapor I 
dan Terlapor II.
Oleh karena itu, Tim Pemeriksa 
merekomendasikan agar pemerik-
saan dilanjutkan ke Pemeriksaan 
Lanjutan dengan alasan bahwa 
kegiatan yang dilakukanoleh PT Pura 
Nusapersadasebagai Terlapor II 
adalah akibat adanya perjanjian 
kerjasama pengadaan hologrampita 
cukai antara Perum Peruri danPT 
Pura Nusapersadatelah menyebab-
kan timbulnya hambatan masuk 
(entry barrier) bagi produsenholo-
gram lain yang berpeluang menim-
bulkan praktik monopoli. Atas dasar 
rekomendasi Tim Pemeriksa terse-
but, KPPU mengeluarkan Penetapan 
Komisi Nomor 08/PEN/KP-
PU/IV/2004 tanggal 6 April2004 
untuk melanjutkan Perkara Nomor 
03/KPPU-L/2004 ke Pemeriksaan 
Lanjutanterhitung sejak tanggal 6 
April 2004 sampai dengan tanggal 2 
Juli 2004.
Pemeriksaan Lanjutan telah 
beberapa dilakukan oleh Komisi 
antara lain pada tanggal 17 Mei 
2004, 24 Mei 2004, 31 Mei 2004, 8 
Juni 2004,9 Juni 2004,dan 10 Juni 
2004.  Selama tahap pemeriksaan 
lanjutan  diperiksa tiga buah perusa-
haan hologram pitacuka sebagai 
saksi, Ditjen Bea dan Cukai dan 
Botasupal (Badan Koordinasi Pem-
berantasan Uang Palsu). Dari  
serangkaian pemeriksaan lanjutan 
dapat disimpulkan berikut ini : 1).  
Para Saksi   pada umumnya adalah  
perusahaan yang bergerak dalam 
bidang usaha percetakan hologram 
pitacukai dan atau percetakan biasa, 
percetakan dokumen sekuriti seperti 
materai, akte perkawinan dan buku 
nikah serta percetakan hologram 
untuk plat nomor kendaraan bermo-
tor dan cap-cap tiga dimensi, 
2).Botasupal memiliki tugas dan 
wewenang melakukan pengawasan 
dan pembinaan terhadap percetakan 
dokumen sekuriti serta memberikan 
ijin dan rekomnedasi kepada produ-
sen dan distributor hologram. Bota-
supal belum memberikan rekomen-
dasi ijin usaha/operasi dokumen 
sekuriti kepada Pelapor dengan 
alasan Pelapor masih mengambil 
mesin master dari luar negeri, 3). 
Terlapor II menerangkan bahwa 
tidak bersedia menempatkan mesin 
cetak dan pelekatan hologram pada 
Terlapor I dengan alasan Terlapor II 
tidak dapatmengembangkan teknolo-
gi hologram dan akan terjadi 
inefisiensi serta sebenarnya tidak 
keberatan untuk mengubah perjanji-
an Tahun 1995 apabila bertentangan 
dengan Undang-undang Nomor 5 
Tahun1999, 4). Terlapor I, Terlapor II 
dan Ditjen Bea dan Cukai serta PT 
KertasPadalarang telah mengadakan 
pertemuan yang menyepakati peru-
bahanperjanjian Pengadaan Holo-
gram untuk Cetakan Pita Cukai.
Proses produksi pita cukai 
berhologram dalam praktiknya tidak 
efisien karena pita cukai berholo-
gram tidak dibuat sepenuhnya oleh 
Terlapor I, tetapi ada bagian seperti 
hologramdibuat oleh Terlapor II dan 
pada bagian kertas pita cukai dibuat 
oleh PT Kertas Padalarang. Perma- 
salahan pokok dalam dalam 
pengadaan pita cukai berhologram 
sebenarnya lebih banyak karena 
keterlambatan pengiriman dan atas 
keterlambatantersebut Perum Peruri  
dikenakan penalti sehingga  Ditjen 
Bea dan Cukai sebenarnya setuju 
apabila pengadaan hologram pita 
cukai terbuka melalui tender namun 
kendalanya adalah adanya perjanjian 
ekslusif antara Terlapor I  dan Ter- 
lapor II, sedangkan kewenangan 
untuk membatalkan perjanjian terse-
but bukan beradapada Ditjen Bea dan 
Cukai tetapi berada pada kedua pihak 
yang melakukan perjanjian..
Botasupal telah memberikan 
rekomendasi ijin usaha/operasi 
dokumensekuriti kepada 5 (lima) 
perusahaan hologram yaitu PT 
Sumber Cakung, PTKarya Aroma 
Sejati, PT Royal Standar, PT Pura 
Barutama dan PT Pura Nusapersada 
selaku pabrik hologram serta satu 
agen hologram yaitu PT. Mitra 
Sakti.. Sedangkan perusahaan holo-
gram yang dapat memenuhi seluruh-
kebutuhan hologram pita cukai yang 
berjumlah 17 (tujuh belas) Milyar 
keping hanya 2 (dua) perusahaan 
yaitu PT Pura Nusapersada dan PT 
Karya Aroma Sejati.
Berdasarkan bukti-bukti dan fakta 
hukum yang ada, maka Majelis 
Komisi menutuskan : Perum Peruri 
sebagai Terlapor I dan PT Pura Nu- 
sapersada sebagai Terlapor II terbuk-
ti secara sah dan meyakinkan me- 
langgar pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) 
huruf b Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1999, namun  tidak terbukti 
melanggar pasal 25 ayat (1) huruf c. 
Selanjutnya memerintahkan kepada 
Terlapor I dan Terlapor II untuk 
menghentikan kegiatanyang menga-
kibatkan terjadinya praktik monopoli 
dan atau persaingan usaha tidaksehat 
dalam pengadaan hologram pada pita 
cukai dengan cara membatalkan 
SuratPerjanjian Nomor SP-302/V/ 
1995. Juga memerintahkan kepada 
Terlapor I untuk membuka pasar 
pengadaan hologram pada pita cukai 
dengan memberikan kesempatan 
yang sama kepada setiap pelaku 
usaha untuk turut serta dalam 
pengadaan hologram pada pita cukai 
melalui tender yang terbuka dan 
transparan, selambat-lambatnya un- 
tuk pengadaan hologram pada pita 
cukai tahun anggaran 2005.
Analisis putusan dari perkara 
diatas sebagai berikut : 1). Perum 
Peruri dan PT Pura Nusapersada 
terbukti melakukan praktik praktik 
monopoli, 2). Perum Peruri dan PT 
Pura Nusapersada melanggar Pasal 
17 ayat (1 dan (2) huruf b, 3). Perum 
Peruri dan PT bagi pelaku usaha lain 
yang Pura Nusapersada menciptakan 
hambatan masuk hendak ikut tender.
Simpulan
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terhadap prinsip larangan praktik 
monopoli dalam memutus perkara 
persaingan usaha didasarkan pada 
ada tidaknya kepentingan umum 
(public interest) yang dirugikan oleh 
pelaku usaha. Pertimbangan hakim 
(ratio decidendi) komisioner untuk 
menetapkan pelanggaran terhadap 
prinsip larangan praktik monopoli 
adalah adanya unsur pasal 17 ayat (2) 
UUPU yang meliputi: a)non substitu-
tion; b) barrier to entry; c) dan 
market share. Dalam beberapa perka-
ra persaingan usaha KPPU telah 
menerapkan prinsip tersebut sebagai 
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Pendahuluan 
Laranganpraktik monopoli ditem-
patkan oleh pembentuk undang-un-
dang sebagai bagian dari judul 
Undang-undang Persaingan Usaha 
Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya 
disebut dengan UUPU) bukan tanpa 
sebab dan alasan. Kata ”Larangan-
praktik monopoli” juga bukan kata 
yang tanpa makna. Bagi pelaku 
usaha kata tersebut cukup berarti 
terhadap peletakan strategi bisnis 
dalam perusahaan. Dalam tataran 
yuridis dalam UUPUterdapat dua 
kata memiliki kemiripan yang digu-
nakan secara berganti-ganti, yakni 
kata ”monopoli” dan ”praktik mono- 
poli”. Kendatipun demikian, dari 
segi makna kedua istilah tersebut 
terkandung perbedaan yang cukup 
mendasar. Kata “praktik monopoli” 
menjadi prinsip larangandalam 
UUPU sementara itu ”monopoli” 
tidak dijadikan sebagai prinsip lara- 
ngan dalam UUPU. Hal ini menun-
jukkan bahwa pada dua kata tersebut 
memang memiliki arti dan makna 
yang berbeda.
Mengingat sudah menjadi karak-
ter bagi setiap pelaku usaha jika 
selalu ingin menguasai pasar dan 
memenangkan persaingan didalam 
pasar, maka tidak segan-segan 
pelaku usaha melakukan tinda-
kan-tindakan yang cenderung meng-
abaikan kode etik yang lazim dite- 
rapkan dalam bisnis bahkan tidak 
peduli umtuk melanggar aturan 
hukum. Oleh sebab itu, tidak jarang 
beberapa pelaku usaha dihadapkan 
pada persoalan pelanggaran aturan 
hukum, khususnya hukum  persai- 
ngan usaha dan menjadi pihak yang 
harus mempertanggung jawabkan 
segala tindakan pelanggarannya 
dihadapan badan yang mengawasi 
perilakupelaku usaha di Indonesia, 
yaitu Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (selanjutnya disebut KPPU).  
Dari beberapa larangan yang 
diatur dalam UUPU, terdapat salah 
satu larangan  yang dapat dikualifi-
kasikan sebagai pelanggaran UUPU 
adalah melakukan tindakan praktik 
monopoli. Ketentuan Pasal 17 
UUPU adalah parameter yuridis 
untuk mengkualifikasikan suatu 
tindakan termasuk praktik monopoli 
atau bukan. KetikaKPPU menemu-
kan salah satu dari kriteria pasal 
tersebut telah dilakukan oleh pelaku 
usaha, maka KPPU  berhak untuk 
melakukan penyidikan dan penyeli-
dikan kepada pelaku usaha yang 
bersangkutan. Sebagai lembaga pe- 
ngawas kegiatan pelaku usaha, 
KPPU memiliki kewenangan yang 
cukup besar terhadap segala bentuk 
perilaku pelaku usaha yang melang-
gar Pasal 35 UUPU.
KPPU memiliki kewenangan 
menangani perkara yang berbeda 
dengan pengadilan perdata yang 
menangani hak-hak perorangan yang 
bersifat privat, karena perkara yang 
ditangani KPPU bersifat publik. Hal 
ini sesuai dengan tujuan Hukum 
persaingan usaha yang tercantum 
dalam Pasal 3 huruf a, yaitu untuk 
”menjaga kepentingan umum dan 
meningkatkan efisiensi ekonomi 
nasional sebagai salah satu upaya 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat” (Anggara, 2009 : 163). 
Sehingga tugas KPPU harus menjaga 
kondisi perekonomian nasionalagar 
tercipta iklim persaingan usaha yang 
sehat melalui putusan-putusan yang 
dibuatnya tidak terdistorsi oleh 
kepentingan kelompok tertentu saja. 
Berdasarkan uraian latar belakang 
tersebut, dapat dirumuskan permas-
alahan berikut, bagaimanakah imple-
mentasi prinsip larangan praktik 
monopoli dalam putusan KPPU 
(melalui putusan hakim komisioner) 
? Untuk mengkajinya dapat dicerma-
ti dari pertimbangan hakim komi- 
sioner (ratio decidendi) dalam putu-
sannya.
Pembahasan 
1. Prinsip Larangan Praktik 
Monopoli Dalam UUPU 
Parameter yang digunakan oleh 
UUPU untuk mengetahui pelaku 
usaha melakukan monopoli atau 
tidak, terdapat dalam Pasal 17 
UUPU, disebutkan bahwa,
(1)  Pelaku usaha dilarang melaku-
kan penguasaan atas produksi 
dan atau pemasaran barang 
dan atau jasa yang dapat me- 
ngakibatkan terjadinya praktik 
monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat. 
(2)  Pelaku usaha patut diduga atau 
dianggap melakukan pengua-
saan atas produksi dan atau 
pemasaran barang dan atau 
jasa sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), apabila:
a. barang dan atau jasa yang 
bersangkutan belum ada   sub-
stitusinya;atau
b. mengakibatkan pelaku usaha 
lain tidak dapat masuk ke 
dalam persaingan usaha ba- 
rang dan atau jasa yang sama; 
atau
c.  pelaku usaha atau satu kelom-
pok pelaku usaha menguasai 
lebih dari  50% (lima puluh 
persen) pangsa pasar satu jenis 
barang atau jasa tertentu.
Mencermati rumusan Pasal 17 di 
atas memberi pemahaman bahwa 
pelaku usaha akan dianggap melaku-
kan penguasaan atas produksi dan 
atau pemasaran jika perilakunya 
memenuhi kualifikasi unsur-unsur 
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, 
atau c. Unsur-unsur itu bersifat alter-
natif artinya cukup terdapat salah 
satu unsur saja seorang pelaku usaha 
sudah dapat dikualifikasikan sebagai 
telah melakukan kegiatan praktik 
monopoli. 
Pada asasnya segala bentuk 
kegiatan maupun perjanjian yang 
dilakukan pelaku usaha jika mengki-
batkan praktik monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat adalah 
dilarang. Monopoli tidak dilarang 
sepanjang tidak mengakibatkan 
praktik monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat, karena tidak 
semua monopoli merugikan ada juga 
monopoli yang menguntungkan 
(aspek positif monopoli). Sedangkan 
yang dimaksud dengan aspek negatif 
monopoli adalah pengertian dari 
praktik monopoli itu sendiri, yakni 
kegiatan monopoli yang senantiasa 
menimbulkan inefesiensi sumber 
daya dan kerugian pada masyarakat.
Monopoli dan persaingan sebagai 
dua konsep yang memiliki sisi positif 
bagi persaingan dan sisi negatif bagi 
monopoli hal itu merupakan pandan-
gan yang sangat sederhana. Kalau 
dikaji lebih jauh, kedua konsep itu 
saling memiliki aspek-aspek positif 
maupun aspek negatif, tergantung 
sasaran apa yang hendak dicapai dari 
masing-masing. Misalnya, monopoli 
yang dilakukan untuk melindungi 
sumber daya yang vital dari eksploi-
tasi pihak-pihak yang mencari keun-
tungan sendiri, maka monopoli itu 
dianggap sebagai sisi positif dari 
monopoli. Sebaliknya, persaingan 
yang berkonotasi baik bisa beraspek 
negatif, jika persaingan itu terjadi 
tanpa kendali dan pengawasan dari 
negara, tidak lagi mempertimbang-
kan aspek ekonomi, akhirnya yang 
terjadi persaingan yang saling 
mematikan, yang kuat menghancur-
kan yang lemah, maka tujuan 
persaingan yang seharusnya mem-
beri kesejahteraan yang maksimal 
kepada masyarakat dan kesempatan 
yang sama kepada pelaku usaha 
tidak dapat terwujud. 
Berdasarkan pengertian monopoli 
yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 
UUPU, terkandung dua unsur pen- 
ting dalam monopoli, yaitu (1) 
adanya penguasaan atas produk, dan 
atau pemasaran barang dan atau atas 
penggunaan jasa tertentu, (2) dilaku-
kan oleh satu pelaku usaha atau satu 
kelompok pelaku usaha. 
Adapun bentuk kegiatan pengua-
saan atas produksi dan pemasaran 
yang dilarang itu memiliki kriteria 
sebagai berikut : (1) penguasaan atas 
produksi, (2) penguasaan atas 
pemasaran produksi atau jasa, (3) 
barang dan jasa yang berada di 
bawah penguasaan itu tidak ada 
substitusinya di pasar, (4) praktik 
tersebut mengakibatkan terjadinya 
monopoli atau persaingan usaha 
tidak sehat (Ginting, 2001 : 68)
Hal ini artinya penguasaan atas 
produk dan pemasaran suatu produk-
si tidak dilarang oleh undang-undang 
sepanjang tidak meniadakan atau 
mengurangi persaingan di pasar 
(lessen competition), seperti kasus 
paling aktual saat ini yang dilakukan 
oleh Carrefour. 
Didalam Pasal 1 ayat (2) UUPU 
memuat pengertian dari praktik 
monopoli, yang mengandung unsur- 
unsur : (1) Terjadinya pemusatan 
kekuatan ekonomi pada satu atau 
lebih pelaku usaha, (2) Terdapat 
penguasaan atas produksi atau 
pemasaran barang atau jasa tertentu, 
(3) Terjadinya persaingan usaha 
tidak sehat, (4) Tindakan tersebut 
merugiakan kepentingan umum 
(Kagramanto, 2007 : 181)
Jika dibandingkan dengan kriteria 
praktik monopoli terdapat dalam 
Pasal 17 ayat (2), yang memuat 
unsur-unsur : (1) Melakukan perbua-
tan penguasaan atas suatu produk, (2) 
Melakukan perbuatan atas pemasa-
ran suatu produk, (3) Penguasaan 
tersebut dapat mengakibatkan terjad-
inya praktik monopoli, (4) pengua-
saan tersebut dapat mengakibatkan 
terjadinya persaingan usaha tidak 
sehat. 
Konsep praktik monopoli menga-
rah pada pengertian pemusatan 
kekuatan ekonomi, artinya terdapat 
korelasi antara praktik monopoli 
dengan pemusatan ekonomi. Pemu-
satan kekuatan ekonomi jangkauan- 
nya lebih luas daripada sekedar 
penguasaan pasar (bidang pemasa-
ran) karena menyangkut juga pada 
bidang produksi. Penguasaan pasar 
mengakibatkan berkurangnya per- 
saingan (lessen competition) uji 
materiilnya melalui struktur pasar 
sedangkan pemusatan kekuatan 
ekonomi menimbulkan konglomera-
si batu ujinya melalui perilaku pasar.
Untuk membuktikan unsur-unsur 
yang terdapat didalam Pasal 17 ayat 
(2)UUPU harus dapat dipenuhi, 
yakni : (1) Tidak terdapat produk 
substitusinya, (2) Pelaku usaha lain 
sulit masuk kedalam pasar persai- 
ngan terhadap produk yang sama 
dikarenakan hambatan masuk yang 
tinggi, (3) Pelaku usaha lain tersebut 
adalah pelaku usaha yang mempu-
nyai kemampuan bersaing yang 
signifikan dalam pasar bersangkutan, 
(4) Satu atau satu kelompok pelaku 
usaha telah menguasai lebih dari 
50% pangsa pasar suatu jenis produk 
(Winardi, 1996 : 457)
Pengertian unsur-unsur akan 
dijelaskan sebagai berikut : 
1. Produk substitusi
 Didalam Kamus Ekonomi, 
substitutional goods artinya 
benda-benda pengganti, yaitu 
adanya hubungan antara dua 
benda atau lebih, demikian rupa 
hingga benda x dapat mengganti-
kan benda y. Dengan demikian  
pengertian ini dapat dibedakan 
dengan pengertian benda-benda 
komplementer. Benda komple-
menter berfungsi sebagai benda 
pelengkap dari benda utama, 
tetapi tidak menggantikan fung-
sinya. 
 Beranjak dari pengertian di 
atas,  terjadinya  praktik monopoli 
didalam pasar ditandai dengan 
adanya satu jenis produk dalam 
pasar yang bersangkutan, tidak 
ditemukan barang pengganti yang 
menjadi alternatif bagi konsumen 
untuk memilih jenis lainnya yang 
lebih murah. Akibatnya penjual 
produk tersebut dapat memainkan 
harga karena pasarnya berada 
dalam penguasaannya.
 Oleh karena pasar hanya 
dikuasai satu jenis barang 
tertentu, maka didalam pasar 
tidak terjadi persaingan. Pasar 
yang tidak persaingan, pelaku 
usaha cenderung menentukan 
harga sesuai dengan kehendak- 
nya. Sehingga konsumen tidak 
memperoleh harga murah  yang 
lebih kompetitif dibandingkan 
dengan harga yang ditetapkan.
 Istilah substitusi juga ditemu-
kan didalam definisi pasar 
bersangkutan yang terdapat pada 
Pasal 1 angka 10 UUPU, disebut-
kan bahwa:
”Pasar bersangkutan adalah pasar 
yang berkaitan dengan jangkauan 
atau daerah pemasaran tertentu 
oleh pelaku usaha atas barang dan 
atau jasa yang sama atau sejenis 
atau substitusi dari barang dan 
atau jasa tersebut”.
 Untuk menilai sifat substitusi 
dari suatu produk dengan produk 
yang lain dapat digunakan dengan 
menggunakan pendekatan terha-
dap elastisitas permintaan dan 
penawaran melalui analisis prefe-
rensi konsumen. Dalam melaku-
kan analisis preferensi konsumen 
digunakan tiga parameter utama 
sebagai alat pendekatan, yaitu 
harga, karakter, dan kegunaan 
(fungsi) produk.(Assahinur, 2009 
: 18) Produk dalam suatu pasar 
tidak harus bersifat perfect substi-
tutes, karena sulit untuk menemu-
kannya, oleh sebab itu bisa 
dengan konsep close substitutes. 
Produk dalam suatu pasar tidak 
harus memiliki kualitas yang 
sama, oleh sebab itu, sepanjang 
konsumen menentukan bahwa 
produk terkait memiliki karakter 
dan fungsi yang sama, maka 
produk tersebut dapat dikatakan 
sebagai substitusi satu dengan 
lainnya. Untuk menerapkan Pasal 
1 angaka 10 telah dikeluarkan 
peraturan KPPU No.3 Tahun 
2009 tentang Pedoman Penerapan 
Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar 
Bersangkutan.
2. Barrier to entry
 Bentuk  Barrier to entry dapat 
berasal dari dua hal, yaitu dari sisi 
perusahaan dari sisi kebijakan 
publik dari sisi perusahaan strate-
gi yang diterapkan tidak hanya 
untuk menjaga kekuatan pasarnya 
melainkan juga mempertahankan 
laba monopolisnya. Sedangkan 
yang berasal dari kebijakan 
pemerintah biasanya memiliki 
tujuan tertentu, seperti kondisi 
alami industri yang merupakan 
natural monopoly.
3.  Penguasaan Pasar (Market 
Share)
 Menjadi penguasa dalam 
suatu jenis pasar merupakan hara-
pan dari setiap pelaku usaha, 
dengan menjadi penguasa yang 
nyata atas suatu pasar berarti 
pemusatan kekuatan ekonomi 
telah berada dalam genggaman 
pelaku usaha tersebut. Dengan 
kekuatan pasar yang dimilikinya 
itu pelaku usaha dapat menentu-
kan harga barang atau jasa dan 
dampak selanjutnya adalah keun-
tungan yang optimal pasti akan 
dapat diraihnya. Adapun wujud 
penguasaan pasar, dilakukan 
dengan cara: 1). Jual rugi (preda-
tory Pricing) dengan maksud 
untuk mematikan pesaingnya, 2). 
Melalui pratik penetapan biaya 
produksi secara curang serta 
biaya lainnya yang menjadi kom-
ponen harga barang, serta, 3). 
Perang harga maupun persaingan 
harga (Fahmi, 2009 : 139).
 Berbagai bentuk tindakan 
penguasaan pasar seperti ini 
hanya mugkin  dilakukan oleh 
pelaku usaha yang memiliki 
market power. Tolok ukur 
penguasaan pasar tidak harus 
menguasai sebesar 100%, 
penguasaan sebesar 50% atau 
75% saja sudah dapat dikatakan 
memiliki market power.
 Seperti didalam Pasal 17, 
kriteria menguasai pasar diberi-
kan batas lebih dari 50%, pelaku 
usaha yang menguasai pasar sebe-
sar 50% dapat diduga atau diang-
gap melakukan praktik monopoli 
yang merugikan kepentingan 
umum. Pasal 17 bersifat rule of 
reason, untuk dapat membuktikan 
adanya kerugian masyarakat perlu 
dilakukan berbagai penelitian dan 
kajian dari ahli hukum dan ahli 
ekonomi.
2.  KPPU Sebagai Lembaga 
Pengawasan Kegiatan Pelaku 
Usaha
 
Di Indonesia lembaga yang 
berwenang menjalankan fungsi 
pengawasan kegiatan pelaku usaha 
adalah Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha atau disingkat dengan KPPU. 
Pasal 30 ayat (1) UUPU menyebut-
kan,”Untuk mengawasi Undang-un-
dang ini dibentuk Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha yang selanjutnya 
disebut Komisi”, dan didalam Pasal 
30 ayat (3) disebutkan bahwa, 
”Komisi bertanggung jawab kepada 
Presiden”. Selanjutnya Pasal 34 ayat 
(1) menegaskan bahwa, ”Pembentu-
kan Komisi serta susunan organisasi, 
tugas, dan fungsinya ditetapkan 
dengan Keputusan Presiden”. Ak- 
hirnya KPPU didirikan pada tanggal 
8 Juli 1999 berdasarkan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 
75 Tahun 1999 tentang Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha. 
Dengan demikian, penegakan 
Hukum Persaingan Usaha serta 
pengawasan terhadap pelaku usaha 
berada dalam kewenangan KPPU.
Sebagai lembaga pengawas 
kegiatan pelaku usaha, KPPU memi-
liki kewenangan yang cukup besar 
terhadap segala bentuk perilaku 
pelaku usaha. Kewenangan tersebut 
meliputi penyidikan, penuntutan, 
konsultasi, memeriksa, mengadili, 
dan memutus perkara pelanggaran 
hukum persaingan oleh pelaku 
usaha. Namun bukan berarti tidak 
ada lembaga lain yang berwenang 
menangani perkara monopoli dan 
persaingan usaha, Pengadilan Negeri 
(PN) dan Mahkamah Agung (MA) 
juga diberi wewenang untuk mena- 
ngani perkara persaingan. Penga-
dilan Negeri diberi wewenang untuk 
menangani keberatan terhadap putu-
san KPPU. dan menangani pelangga-
ran hukum persaingan yang menjadi 
perkara pidana karena tidak dijalan- 
kannya putusan KPPU yang sudah in 
kracht. Sedangkan MA diberi 
kewenangan untuk menyelesaikan 
perkara pelanggaran hukum persai- 
ngan apabila terdapat keberatan atas 
putusan PN tersebut dengan menga-
jukan kasasi. Putusan MA harus 
dijatuhkan dalam waktu 30 hari sejak 
permohonan kasasi diterima. 
Pada Pasal 30 ayat (2) menegas-
kan bahwa, ”Komisi adalah suatu 
Lembaga Independen yang terlepas 
dari pengaruh dan kekuasaan Peme- 
rintah serta pihak lain”. Hal ini berar-
ti bahwa KPPU merupakan lembaga 
yang independen. Hal ini ditegaskan 
lagi dalam Keppres nomor 75 Tahun 
1999 yang terdapat pada Pasal 6 ayat 
(2) bahwa, anggota Komisi yang 
menangani perkara dilarang:
a. mempunyai hubungan sedarah 
atau semenda sampai derajat ke 
tiga dengan salah satu pihak yang 
berperkara; atau
b. mempunyai kepentingan dengan 
perkara yang bersangkutan.
Untuk menjaga independensi dan 
integritas anggota Komisi,  per- 
syaratan untu menjadi anggota 
Komisi telah dirumuskan dalam 
Pasal 31 sampai dengan Pasal 34. 
Dalam persyaratan tersebut dikehen-
daki anggota-anggota terpilih dan 
terpercaya (credible). Integritas 
moral dan kepercayaan untuk memi-
lih seseorang adalah unsur penting 
yang sangat menentukan apalagi 
sebagai anggota komisi yang terkait 
dengan dunia bisnis dan pelaku 
usaha, maka kepribadian dan integri-
tas memegang peranan kunci (plays 
a key role) dalam menangani perkara 
persaingan. 
Atas dasar peran KPPU sebagai 
lembaga pengawas, maka tugas  
yang disandang oleh KPPU didalam 
Pasal 35. Sebagai tindak lanjut atas 
tugas yang dibebankan, KPPU juga 
mempunyai wewenang yang terca- 
kup dalam Pasal 36. Jika dicermati 
tugas dan wewenang KPPU dalam 
pasal-pasal tersebut,  sebenarnya 
kewenangan KPPU hanya terbatas 
pada kewenangan administratif, 
meskipun terdapat kewenangan yang 
mirip badan penyidik, namun tugas 
penyidikan, penuntutan dan pemutus 
itu dalam rangka memberikan sanksi 
hukuman administrasi semata. 
Demikian juga dengan kekuatan 
hukum dari putusan KPPU mempu-
nyai kekuatan eksekutorial, yaitu 
keputusan yang sederajat dengan 
keputusan hakim, oleh sebab itu 
putusan KPPU dapat langsung 
dimintakan eksekusi (Fiat Excecutie) 
pada Pengadilan Negeri yang 
berwenang tanpa harus beracara 
sekali lagi di pengadilan tersebut. 
(Pasal 46 ayat (2) UUPU).
Proses penyelidikan dan pemerik-
saan merupakan salah satu bagian 
dari proses beracara di KPPU. 
Hukum acara di KPPU ditetapkan 
pertama kali melalui Surat Keputu-
san Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000, 
tentang Tata Cara Penyampaian 
Laporan dan Penanganan Dugaan 
Pelanggaran Terhadap UU No.5 
Tahun 1999. Surat Keputusan terse-
but telah diubah menjadi Peraturan 
Komisi No.1 Tahun 2006, tentang 
Tata Cara Penanganan Perkara di 
KPPU yang mulai efektif berlaku 
pad tanggal 18 Oktober 2006. 
Proses penyelidikan dan pemerik-
saan merupakan prosedur yang dike-
nal dalam hukum pidana yaitu proses 
mencari kebenaran materiil. Dalam 
mencari kebenaran materiil diperlu-
kan keyakinan KPPU bahwa pelaku 
usaha melakukan atau tidak melaku-
kan perbuatan yang menyebabkan 
terjadinya praktik monopoli dan 
persaingan tidak sehat. (Wibowo dan 
Sinaga, 2005 : 365)dan KPPU mulai 
melakukan pemeriksaan (pendahulu-
an) jika terdapat salah satu indikasi 
dari perbuatan berikut ini : (1) Atas 
inisiatif Komisi sendiri apabila ada 
dugaan telah terjadinya pelanggaran 
Undang-undang Anti Monopoli, (2) 
Atas laporan tertulis dari pihak yang 
merasa dirugikan;setiap orang yang 
mengetahui atau patut diduga telah 
terjadi pelanggaran terhadap Un- 
dang-undang Anti Monopoli, (3) 
Atas laporan tertulis dari setiap orang 
yang mengetahui atau patut diduga 
telah terjadi pelanggaran terhadap 
Undang-undang Anti Monopoli 
(Fuady, 1999 : 104).
Berdasarkan hasil pemeriksaan 
pendahuluan yang diperoleh, jika 
hasilnya adalah penetapan untuk 
melakukan pemeriksaan lanjutan, 
maka akan dilakukan tindakan 
penyelidikan dan pemeriksaan. Pihak 
yang melaporkan harus memberikan 
identitasnya kepada KPPU dan wajib 
dirahasiakan identitas pelapor oleh 
KPPU.
Mekanisme pemeriksaan perkara 
oleh KPPU pada prinsipnya sama 
dengan pengertian pemeriksaan 
dalam hukum acara pidana, namun 
terdapat sedikit perbedaan dalam hal 
siapa yang dimaksud dengan subyek 
pelapor dalam perkara persaingan 
usaha. Dalam pemeriksaan perkara 
yang didasarkan atas dasar laporan 
adalah pemeriksaan yang dilakukan 
karena adanya laporan dari ma- 
syarakat atau pelaku usaha yang 
dirugikan oleh tindakan pelaku usaha 
yang dilaporkan. Setelah menerima 
laporan, KPPU menetapkan majelis 
komisi yang akan bertugas memerik-
sa dan menyelidiki pelaku usaha 
yang dilaporkan. Dalam menjalan- 
kan tugas, majelis komisi dibantu 
oleh staf komisi. Pemeriksaan perka-
ra yang dilakukan atas dasar laporan 
menggunakan nomor perkara: 
Nomor perkara/KPPU-L (laporan)/ 
Tahun, sedangkan perkara yang 
diperiksa bukan atas dasar laporan 
pada nomor perkara tidak terdapat 
kode L (laporan).
Pemeriksaan atas dasar inisiatif 
KPPU didasarkan karena adanya 
dugaan atau indikasi dari hasil 
pengamatan dan persepsi sendiri 
disimpulkan adanya pelanggaran 
terhadap Hukum Persaingan. 
Mekanismenya, KPPU akan mem-
bentuk suatu Majelis Komisi untuk 
melakukan pemeriksaan terhadap 
pelaku usaha dan saksi. Dalam 
pemeriksaan tersebut majelis Komisi 
dibantu oleh staf komisi. Jika peme- 
riksaan perkara dilakukan atas dasar 
inisiatif komisi, maka pada penulisan 
nomor perkara adalah sama hanya 
saja menggunakan tanda I (Inisiatif). 
Pemeriksaan perkara dalam 
hukum acara persaingan usaha 
terdapat 2 (dua) jenis, yaitu pemerik-
saan pendahuluan dan pemeriksaan 
lanjutan. Untuk melakukan pemerik-
saan pendahuluan ini harus didasar-
kan pada laporan masyarakat, pihak 
yang dirugikan atau pelaku usaha. 
Berdasarkan laporan masyarakat 
KPPU menetapkan apakah perlu 
dilakukan pemeriksaan lanjutan atau 
tidak. Jika dianggap perlu, maka 
KPPU akan melakukan pemeriksaan 
kepada pelaku usaha yang dilapor-
kan. KPPU juga dapat mendengakan 
keterangan saksi, saksi ahli atau 
pihak lain yang dianggap memiliki 
keterangan yang diperlukan. Namun 
dalam melaksanakan tugas pemerik-
saan itu KPPU wajib melengkapi 
dirinya dengan surat tugas.
Di dalam Pasal 41 Hukum 
Persaingan Usaha menekankan 
bahwa selama melaksanakan tugas 
penyelidikan (pemeriksaan pendahu-
luan) dan pemeriksaan lanjutan 
pelaku usaha atau pihak lain yang 
diperiksa mempunyai kewajiban 
menyerahkan alat bukti yang diperlu-
kan dan dilarang menolak untuk 
diperiksa, dilarang menolak mem-
berikan informasi, dan dilarang 
menghambat proses penyelidikan 
dan pemeriksaan (lanjutan) yang 
dilakukan KPPU, oleh sebab itu, jika 
terdapat penolakan dari pelaku usaha 
atau pihak lain maka yang bersang-
kutan akan diserahkan kepada pe- 
nyidik untuk selanjutnya diproses 
sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
Adapun jangka waktu dalam 
pemeriksaaan lanjutan diberikan 
oleh Pasal 43 selambat-lambatnya 60 
(enam puluh) hari sejak dilakukan 
pemeriksaan lanjutan. Namun jika 
diperlukan tambahan waktu karena 
pemeriksaan dirasakan belum selesai 
masih  dapat diperpanjang paling 
lama 30 (tiga puluh) hari. Tidak 
dijelaskan dalam undang-undang 
apakah alasan dilakukan perpanja- 
ngan pemeriksaan lanjutan tersebut 
dan juga tidak dijelaskan lebih lanjut 
apa akibat hukumnya jika jangka 
waktu 60 hari dan tambahan 30 hari 
tersebut tidak dapat dipenuhi oleh 
KPPU.KPPU dalam melakukan 
pemeriksaan melalui beberapa taha-
pan, yaitu: 1). Panggilan, 2). Peme- 
riksaan, 3). Pembacaan Putusan. 
Tahap pemanggilan kepada  
pelaku usaha, saksi, atau pihak lain 
yang terkait dilakukan sebelum 
proses pemeriksaan dilaksanakan. 
Surat panggilan mengundang yang 
bersangkutan untuk hadir dalam 
proses pemeriksaan. Dalam surat 
panggilan memuat tanggal, hari, jam 
sidang serta tempat persidangan 
dilangsungkan. Jika terdapat pelaku 
usaha atau saksi yang dipanggil 
tetapi tidak hadir dalam persidangan 
dapat diancam dengan tindakan tidak 
kooperatif yang melanggar Pasal 42, 
selanjutnya perkara akan dilimpah-
kan ke kepolisian (Pasal 41) dengan 
demikian perkara tersebut sudah 
berubah menjadi perkara pidana.
Pada prinsipnya terhadap perkara 
apapun, pidana, perdata maupun 
persaingan usaha, setiap orang 
dilarang menghambat proses pe- 
nyelidikan atau pemeriksaan dengan 
tidak bersedia memberikan informasi 
atau alat bukti yang dapat men-
dukung jalannya pemeriksaan. 
Demikian juga dengan pelaku usaha 
tidak boleh menolak memberikan 
informasi maupun alat bukti baik itu 
berupa dokumen atau surat-surat 
yang menurut KPPU diperlukan 
dalam penyelidikan atau pemerik-
saan. 
Sebelum dilakukan pemeriksaan, 
KPPU wajib menjelaskan selengkap 
mungkin dokumen dan alat bukti apa 
saja yang dibutuhkan dalam pemer-
iksaan tersebut sehingga pelaku 
usaha dapat bersikap lebih kooperatif 
dengan mempersiapkan dokumen 
yang diperlukan tepat pada saat 
diperlukan. Demikian juga dengan 
timbal balik dari sikap kooperatif 
dari pelaku usaha, maka KPPU dian-
jurkan pula untuk sesegera mungkin 
mengembalikan dokumen data peru-
sahaan kepada pelaku usaha.  
Tahap pemeriksaan meliputi 
pemeriksaan administratif, pemerik-
saan pokok perkara, pemeriksaan 
pembuktian. Prosedur pemeriksaan 
administratif adalah pemeriksaan 
identitas dan pembacaan hak-hak 
pelaku usaha, saksi atau pihak lain. 
Pemeriksaan terhadap pokok perkara 
terdapat dua tahapan yaitu, pertama, 
pemeriksaan oleh KPPU. Kedua, 
pemberian kesempatan pada pelaku 
usaha untuk menyampaikan keteran-
gan atau dokumen. Pemeriksaan 
pembuktian menetapkan bahwa yang 
dapat dijadikan alat bukti dalam 
pemeriksaan terdiri dari: keterangan 
saksi, keterangan ahli, surat dan atau 
dokumen, petunjuk, keterangan 
terlapor/saksi pelaku usaha. Ketera- 
ngan saksi ahli diperlukan bilamana 
perkara yang diperiksa termasuk 
katagori perkara rumit. (Fahmi, 2009 
: 209). Apa yang dapat dijadikan 
sebagai ukuran bahwa suatu perkara 
termasuk ’perkara rumit’ tidak ter- 
dapat pedoman yang dapat dijadikan 
sebagai acuan dalam mengukur ting-
kat kerumitan suatu perkara oleh 
KPPU.
Dalam pemeriksaan pembuktian 
ini diperlukan sikap yang kooperatif 
dari pihak-pihak yang diperiksa oleh 
KPPU. Apabila tidak terdapat 
kerjasama antar pihak yang diperiksa 
dengan KPPU, maka pemeriksaan 
akan diserahkan kepada badan pe- 
nyidik umum untuk dilakukan pe- 
nyidikan terhadap penolakannya 
untuk diperiksa oleh KPPU sekaligus 
juga diselidiki pelanggarannya terha-
dap hukum  persaingan usaha. Kalau 
sudah dilimpahkan kepada penyidik 
umum, maka akan merubah status 
hukum perkara yang ditangani dari 
perkara administrasi (kasus persai- 
ngan dengan ancaman hukuman 
administrasi) menjadi kasus pidana 
(terkena ancaman hukuman pidana).
Setelah dilakukan tahapan peme- 
riksaan dan pemeriksaan lanjutan 
telah selesai seluruh rangkaian 
proses pemeriksaan sebelum dijatuh-
kan putusan oleh KPPU. Keseluru-
han proses tersebut memakan waktu 
60 (enam puluh) hari atau setelah  
diperpanjang selama 30 (tiga puluh) 
hari lagi. Putusan KPPU tentang 
adanya pelanggaran praktik monopo-
li dan persaingan usaha tidak sehat 
harus dibacakan dalam sidang yang 
dinyatakan terbuka untuk umum oleh 
majelis Komisi yang beranggotakan 
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang 
anggota Komisi. Hasil putusan 
KPPU harus segera diberitahukan 
kepada pelaku usaha yang diputus 
melanggar tersebut berupa petikan 
putusannya, dan  menurut Pasal 43 
ayat (4), yang dimaksud dengan 
pemberitahuan itu adalah menyam-
paikan petikan putusan KPPU).
3. Putusan KPPU Yang Terkait 
Dengan Praktik Monopoli.
3.1. Perkara Nomor 04/KP-
PU-I/2003 tentang Jasa Peti 
Kemas Oleh PT. Jakarta  
International Cargo Terminal
Kasus ini berawal dari hasil moni-
toring yang dilakukan oleh KPPU 
terhadap kegiatanusaha dalam 
bidang jasa terminal pelayanan bong-
kar muat petikemas di Pelabu-
hanTanjung Priok Jakarta Utara  
yang dilakukan oleh PT. JAKARTA 
INTERNATIONAL CONTAINER 
TERMINAL, disingkat dengan PT 
JICT dan KERJA SAMA OPERASI 
TERMINAL PETIKEMAS KOJA, 
disingkat dengan KSOTPK KOJA, 
terhadap PT. (PERSERO) PELABU-
HAN INDONESIA II, disingkat 
dengan PT. PELINDO II.
Dari hasil monitoring KPPU, di 
Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta 
Utara diduga terjadi praktikmonopoli 
dan atau persaingan usaha tidak sehat 
dalam bidang jasa terminal 
pelayananbongkar muat petikemas. 
Fakta-fakta yang diperoleh di lapan-
gan menunjukkan bahwa kegiatan 
usaha jasa terminal pelayanan bong-
karmuat petikemas di Pelabuhan 
Tanjung Priok Jakarta Utara jika 
dihubungkan dengan Pasal 26 ayat 
(1)Undang-undang Nomor 21 Tahun 
1992 tentang Pelayaran,yang mene-
tapkan bahwa,
”penyelenggaraan pelabuhan 
umum dilakukan oleh Pemerintah 
dan pelaksanaannya dapat dilim- 
pahkan kepada BadanUsaha 
Milik Negara, yang didirikan 
untuk maksud tersebut berdasar-
kan peraturan perundangan yang 
berlaku”
Sedangkan didalam Pasal 26 ayat 
(2)dinyatakan bahwa, 
”badan hukum Indonesia dapat 
diikutsertakan dalam penyeleng-
garaan pelabuhan umum atas 
dasar kerja sama dengan BUMN  
yangmelaksanakan pengusahaan 
pelabuhan”
Berdasarkan penjelasan Pasal 26 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 1992, bahwa,
”keikutsertaan badan hukum 
Indonesia dalam bekerja sama 
dengan BUMN dalam penyeleng-
garaan pelabuhan umumantara 
lain terhadap kegiatan jasa unit 
terminal peti kemas di pelabuhan, 
lapanganpenumpukan, penun- 
daan, dan lain sebagainya. 
Sedangkan kegiatan penyediaan-
jasa kolam pelabuhan dalam 
rangka keselamatan hanya dapat 
dilakukan olehBUMN” 
KPPU telah menyampaikan saran 
kepadaMeneg BUMN tertanggal 19 
Pebruari 2003 yang pada pokoknya 
mengharapkanMenteri bersangkutan 
menggunakan segala pengaruh dan 
wewenangnya agar klausuldi dalam 
authorization agreement dihilangkan 
atau disesuaikan dengan jiwa,sema- 
ngat serta tujuan Hukum Persaingan.
PT PELINDO III adalah peme-
gang hak pengelolaan pelabuhan 
umum sebagaimana diaturdidalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 
Tahun 1991, telah memberikan kon- 
sesi pengelolaan terminal petikemas 
kepada PT JICT dengan jaminan 
bahwa tidak akanada pembangunan 
terminal petikemas sebagai tamba- 
han dari Unit TerminalPetikemas I, 
Unit Terminal Petikemas II, dan Unit 
Terminal Petikemas III sebelumter-
capainya throughput sebesar 75% 
(tujuh puluh lima persen) dari kapa-
sitas rancangbangunnya sebesar 3,8 
juta. 
Adanya klausul authorization 
agreement tersebut termasuk salah 
satu bentuk  perjanjian  ekslusif  
yang dilarang oleh undang-undang 
sebab dapat menimbulkan hambatan 
strategis yang nyata bagi para pelaku 
usaha baru yangakan memasuki 
pasar bersangkutan pelayanan bong-
kar muat petikemas di pelabu-
hanTanjung Priok. Hal ini ditegaskan 
bahwauntuk mendapatkan pelayanan 
bongkar muat petikemasdi pelabu-
han Tanjung Priok mereka harus 
mengikatkan diri pada kontrak yang-
bersifat ekslusif. Tanpa adanya 
kontrak yang mengikat tersebut, 
maka mereka tidakakan dilayani PT 
JICT dan KSO TPK KOJA. 
Berdasarkan fakta-fakta tersebut 
menunjukkan bahwa PT JICT telah 
melakukan penguasaan pasar pada 
pasar bersangkutansebagaimana 
dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) 
huruf c.
Berdasarkan pertimbangan terse-
but, maka Majelis Komisi menilai 
dan berpandanganbahwa esensi dari 
klausul Authorization Agreement 
bukan merupakancerminan kerjasa-
ma sebagaimana dimaksud di dalam 
Pasal 26 ayat (2) melainkan bentuk 
transaksi pelimpahan kewenangan 
ataupun transaksi pelimpahan Hak 
Monopoli dengan memberikan jami-
nan untuk menguasai 75% (tujuh 
puluh lima persen) pangsa pasar pada 
pasar bersangkutan.dari PT PELIN-
DO sebagai BUMN.
KPPU mempertimbangkan unsur- 
unsur pelanggaran Hukum Persai- 
ngan yang terdapat dalam Pasal 4, 
yaitu
”pelaku usaha dilarang membuat 
perjanjian dengan pelaku usaha lain 
untuksecara bersama-sama melaku-
kan penguasaan produksi dan atau 
pemasaran barangdan atau jasa 
yang dapat mengakibatkan praktik 
monopoli dan atau persainganusaha 
tidak sehat”
Selanjutnya menyatakan bahwa 
PT JICT secara sah dan meyakinkan 
telah melanggar Pasal 17 ayat (1) dan 
Pasal 25 ayat (1) huruf c.Mencermati 
pengaturan pasal tentang monopoli 
dan penyalahgunaan posisi dominan 
yang terdapat dalam Hukum Persai- 
ngan Usaha masing-masing diatur 
dalam Pasal 17 dan Pasal 25. Dengan 
menggunakan pendekatan rule of 
reason larangan penguasaan pangsa 
pasar sebesar 50% didalam Pasal 17 
dan 59% serta 75% didalam Pasal 25 
dirasakan terlalu besar(Anggraini, 
2010 : 474). Sebab penguasaan pasar 
bukan merupakan pelanggaran 
hukum anti monopoli, jika  posisi 
tersebut dapat juga diraih melalui 
aktivitas monopoli alamiah atau legal 
berdasarkan persaingan pasar yang 
fair dan sehat(Gellhor dan Kovacic, 
1994 : 121-122)
3.2.  Perkara Nomor 03/KPPU-L 
/2004 tentang Pengadaan Holo-
gram Pita Cukai oleh PT. Pura 
Nusapersada
Kasus ini berawal dari laporan 
yang diterima KPPU tertanggal 19 
Januari 2004. Dua perusahaan 
sebagai terlapor I dan II diduga 
melakukan kesepakatan dalam 
rangka  pengadaan hologram pita  
cukai. Terlapor I adalah   Perusahaan 
Umum Percetakan Uang Republik 
Indonesia (Perum Peruri) dan Ter- 
lapor II adalahPT Pura Nusapersada. 
Kedua perusahaanmembuat kesepa-
katan bahwa pasokan hologram pita 
cukai kepada Perum Peruri selama 
ini akan dilakukan olehPT Pura Nu- 
sapersada saja.
Kesepakatan mereka buat pada 
tanggal9 Mei 1995 tertuang dalam 
Surat Perjanjian Nomor SP-302/V/ 
1995/204/DM/V/95. Kesepakatan itu 
tidak ada batas waktunya serta telah 
mendapat persetujuan dari oleh 
Ditjen Bea dan Cukai pada tahun 
1995. Adanya perjanjian tersebut 
menyebabkan penguasaan produksi 
hologrampita cukai rokok terpusat 
pada satu pelaku usaha saja yaitu PT 
Pura Nusapersada. Akibatnya PT 
Pura Nusapersada akan menjadi 
pemasok tunggal hologram pitacukai 
pada Perusahaan Umum Percetakan 
Uang Republik Indonesia (Perum 
Peruri) sementara pelaku usaha lain 
yang sejenis sulit masuk menjadi 
pemasok hologram pita cukai kepada 
Perum Peruri. Ini artinya didalam 
pasar  bidang cetak hologram pitacu-
kai telah terjadi hambatan masuk 
(barrier to entry) yang diciptakan 
oleh pelaku usaha yang sangat berpe-
luang menimbulkan  terjadinya prak-
tik monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat yang dilarang oleh 
hukum persaingan usaha.
Oleh sebab itulah KPPU kemudi-
an melakukan serangkaian pemerik-
saan pendahuluan untuk mendapat-
kan bukti-bukti yang diperlukan. 
Setelah dilakukan beberapa kali 
pemeriksaan pendahuluan yaitu pada 
tanggal 17 Maret 2004, 19 Maret 
2004, dan 1 April 2004 Tim Pemerik-
sa menemukan adanya indikasi 
pelanggaran terhadap ketentuan 
Pasal 17 ayat (1), Pasal17 ayat (2) 
huruf b dan Pasal 25 ayat (1) huruf c 
UUPU.
Pemeriksaan pendahuluan dilaku-
kan terhadap Pelapor, Terlapor I dan 
Terlapor II.dan Ditjen Bea dan 
Cukai. Dari serangkaian pemerik-
saan pendahuluan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa 1). Pelapor me- 
rupakan badan usaha yang mempro-
duksi hologram tetapi masih mulai 
memasarankan dan belum melaku-
kan usaha komersiil, 2). Terlapor I 
mempunyai tugas untuk mencetak 
uang kertas dan uang logam serta 
mencetak dokumen sekuriti yang 
menyangkut keamanan negara.Ter- 
lapor I mengikutsertakan Terlapor II 
dalam hal mencetak dan melekatkan 
hologram pada pita cukai, 3). Ter- 
lapor II memiliki kegiatan mempro-
duksi hologram pitacukai dan memi-
liki pesaing potensial  PT Mitra 
Sakti, PT Sumber Cakung, PT Royal 
Standar, PT Semarang Packaging 
Industry. Terlapor II tidak keberatan 
jika dilakukan tender dalam 
pengadaan hologram pita cukai, 4). 
Ditjen Bea dan Cukai menyatakan 
bahwa perjanjian tersebut dapat 
dibatalkan selanjutnya melalui 
tender dengan syarat-syarat tertentu 
asalkan ada jaminan kepastian keter-
sediaan pita cukai. Ditjen Bea dan 
Cukai juga menegaskan bahwa 
pengadaan pita cukai berhologram 
tidak dilakukan melalui konsorsium 
karena pengawasannya sulit.
Setelah melakukan Pemeriksaan 
Pendahuluan, akhirnya  Tim Peme- 
riksa berkesimpulan bahwa terdapat 
indikasi adanya pelanggaran terha-
dap ketentuan Pasal 17 ayat (1), 
Pasal , 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 
25 ayat (1) huruf c UUPU. Pasal 17 
menentukan adanya praktik monopo-
li dan Pasal 25 tentang penyalahgu-
naan posisi dominan oleh Terlapor I 
dan Terlapor II.
Oleh karena itu, Tim Pemeriksa 
merekomendasikan agar pemerik-
saan dilanjutkan ke Pemeriksaan 
Lanjutan dengan alasan bahwa 
kegiatan yang dilakukanoleh PT Pura 
Nusapersadasebagai Terlapor II 
adalah akibat adanya perjanjian 
kerjasama pengadaan hologrampita 
cukai antara Perum Peruri danPT 
Pura Nusapersadatelah menyebab-
kan timbulnya hambatan masuk 
(entry barrier) bagi produsenholo-
gram lain yang berpeluang menim-
bulkan praktik monopoli. Atas dasar 
rekomendasi Tim Pemeriksa terse-
but, KPPU mengeluarkan Penetapan 
Komisi Nomor 08/PEN/KP-
PU/IV/2004 tanggal 6 April2004 
untuk melanjutkan Perkara Nomor 
03/KPPU-L/2004 ke Pemeriksaan 
Lanjutanterhitung sejak tanggal 6 
April 2004 sampai dengan tanggal 2 
Juli 2004.
Pemeriksaan Lanjutan telah 
beberapa dilakukan oleh Komisi 
antara lain pada tanggal 17 Mei 
2004, 24 Mei 2004, 31 Mei 2004, 8 
Juni 2004,9 Juni 2004,dan 10 Juni 
2004.  Selama tahap pemeriksaan 
lanjutan  diperiksa tiga buah perusa-
haan hologram pitacuka sebagai 
saksi, Ditjen Bea dan Cukai dan 
Botasupal (Badan Koordinasi Pem-
berantasan Uang Palsu). Dari  
serangkaian pemeriksaan lanjutan 
dapat disimpulkan berikut ini : 1).  
Para Saksi   pada umumnya adalah  
perusahaan yang bergerak dalam 
bidang usaha percetakan hologram 
pitacukai dan atau percetakan biasa, 
percetakan dokumen sekuriti seperti 
materai, akte perkawinan dan buku 
nikah serta percetakan hologram 
untuk plat nomor kendaraan bermo-
tor dan cap-cap tiga dimensi, 
2).Botasupal memiliki tugas dan 
wewenang melakukan pengawasan 
dan pembinaan terhadap percetakan 
dokumen sekuriti serta memberikan 
ijin dan rekomnedasi kepada produ-
sen dan distributor hologram. Bota-
supal belum memberikan rekomen-
dasi ijin usaha/operasi dokumen 
sekuriti kepada Pelapor dengan 
alasan Pelapor masih mengambil 
mesin master dari luar negeri, 3). 
Terlapor II menerangkan bahwa 
tidak bersedia menempatkan mesin 
cetak dan pelekatan hologram pada 
Terlapor I dengan alasan Terlapor II 
tidak dapatmengembangkan teknolo-
gi hologram dan akan terjadi 
inefisiensi serta sebenarnya tidak 
keberatan untuk mengubah perjanji-
an Tahun 1995 apabila bertentangan 
dengan Undang-undang Nomor 5 
Tahun1999, 4). Terlapor I, Terlapor II 
dan Ditjen Bea dan Cukai serta PT 
KertasPadalarang telah mengadakan 
pertemuan yang menyepakati peru-
bahanperjanjian Pengadaan Holo-
gram untuk Cetakan Pita Cukai.
Proses produksi pita cukai 
berhologram dalam praktiknya tidak 
efisien karena pita cukai berholo-
gram tidak dibuat sepenuhnya oleh 
Terlapor I, tetapi ada bagian seperti 
hologramdibuat oleh Terlapor II dan 
pada bagian kertas pita cukai dibuat 
oleh PT Kertas Padalarang. Perma- 
salahan pokok dalam dalam 
pengadaan pita cukai berhologram 
sebenarnya lebih banyak karena 
keterlambatan pengiriman dan atas 
keterlambatantersebut Perum Peruri  
dikenakan penalti sehingga  Ditjen 
Bea dan Cukai sebenarnya setuju 
apabila pengadaan hologram pita 
cukai terbuka melalui tender namun 
kendalanya adalah adanya perjanjian 
ekslusif antara Terlapor I  dan Ter- 
lapor II, sedangkan kewenangan 
untuk membatalkan perjanjian terse-
but bukan beradapada Ditjen Bea dan 
Cukai tetapi berada pada kedua pihak 
yang melakukan perjanjian..
Botasupal telah memberikan 
rekomendasi ijin usaha/operasi 
dokumensekuriti kepada 5 (lima) 
perusahaan hologram yaitu PT 
Sumber Cakung, PTKarya Aroma 
Sejati, PT Royal Standar, PT Pura 
Barutama dan PT Pura Nusapersada 
selaku pabrik hologram serta satu 
agen hologram yaitu PT. Mitra 
Sakti.. Sedangkan perusahaan holo-
gram yang dapat memenuhi seluruh-
kebutuhan hologram pita cukai yang 
berjumlah 17 (tujuh belas) Milyar 
keping hanya 2 (dua) perusahaan 
yaitu PT Pura Nusapersada dan PT 
Karya Aroma Sejati.
Berdasarkan bukti-bukti dan fakta 
hukum yang ada, maka Majelis 
Komisi menutuskan : Perum Peruri 
sebagai Terlapor I dan PT Pura Nu- 
sapersada sebagai Terlapor II terbuk-
ti secara sah dan meyakinkan me- 
langgar pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) 
huruf b Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1999, namun  tidak terbukti 
melanggar pasal 25 ayat (1) huruf c. 
Selanjutnya memerintahkan kepada 
Terlapor I dan Terlapor II untuk 
menghentikan kegiatanyang menga-
kibatkan terjadinya praktik monopoli 
dan atau persaingan usaha tidaksehat 
dalam pengadaan hologram pada pita 
cukai dengan cara membatalkan 
SuratPerjanjian Nomor SP-302/V/ 
1995. Juga memerintahkan kepada 
Terlapor I untuk membuka pasar 
pengadaan hologram pada pita cukai 
dengan memberikan kesempatan 
yang sama kepada setiap pelaku 
usaha untuk turut serta dalam 
pengadaan hologram pada pita cukai 
melalui tender yang terbuka dan 
transparan, selambat-lambatnya un- 
tuk pengadaan hologram pada pita 
cukai tahun anggaran 2005.
Analisis putusan dari perkara 
diatas sebagai berikut : 1). Perum 
Peruri dan PT Pura Nusapersada 
terbukti melakukan praktik praktik 
monopoli, 2). Perum Peruri dan PT 
Pura Nusapersada melanggar Pasal 
17 ayat (1 dan (2) huruf b, 3). Perum 
Peruri dan PT bagi pelaku usaha lain 
yang Pura Nusapersada menciptakan 
hambatan masuk hendak ikut tender.
Simpulan
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terhadap prinsip larangan praktik 
monopoli dalam memutus perkara 
persaingan usaha didasarkan pada 
ada tidaknya kepentingan umum 
(public interest) yang dirugikan oleh 
pelaku usaha. Pertimbangan hakim 
(ratio decidendi) komisioner untuk 
menetapkan pelanggaran terhadap 
prinsip larangan praktik monopoli 
adalah adanya unsur pasal 17 ayat (2) 
UUPU yang meliputi: a)non substitu-
tion; b) barrier to entry; c) dan 
market share. Dalam beberapa perka-
ra persaingan usaha KPPU telah 
menerapkan prinsip tersebut sebagai 
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Pendahuluan 
Laranganpraktik monopoli ditem-
patkan oleh pembentuk undang-un-
dang sebagai bagian dari judul 
Undang-undang Persaingan Usaha 
Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya 
disebut dengan UUPU) bukan tanpa 
sebab dan alasan. Kata ”Larangan-
praktik monopoli” juga bukan kata 
yang tanpa makna. Bagi pelaku 
usaha kata tersebut cukup berarti 
terhadap peletakan strategi bisnis 
dalam perusahaan. Dalam tataran 
yuridis dalam UUPUterdapat dua 
kata memiliki kemiripan yang digu-
nakan secara berganti-ganti, yakni 
kata ”monopoli” dan ”praktik mono- 
poli”. Kendatipun demikian, dari 
segi makna kedua istilah tersebut 
terkandung perbedaan yang cukup 
mendasar. Kata “praktik monopoli” 
menjadi prinsip larangandalam 
UUPU sementara itu ”monopoli” 
tidak dijadikan sebagai prinsip lara- 
ngan dalam UUPU. Hal ini menun-
jukkan bahwa pada dua kata tersebut 
memang memiliki arti dan makna 
yang berbeda.
Mengingat sudah menjadi karak-
ter bagi setiap pelaku usaha jika 
selalu ingin menguasai pasar dan 
memenangkan persaingan didalam 
pasar, maka tidak segan-segan 
pelaku usaha melakukan tinda-
kan-tindakan yang cenderung meng-
abaikan kode etik yang lazim dite- 
rapkan dalam bisnis bahkan tidak 
peduli umtuk melanggar aturan 
hukum. Oleh sebab itu, tidak jarang 
beberapa pelaku usaha dihadapkan 
pada persoalan pelanggaran aturan 
hukum, khususnya hukum  persai- 
ngan usaha dan menjadi pihak yang 
harus mempertanggung jawabkan 
segala tindakan pelanggarannya 
dihadapan badan yang mengawasi 
perilakupelaku usaha di Indonesia, 
yaitu Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (selanjutnya disebut KPPU).  
Dari beberapa larangan yang 
diatur dalam UUPU, terdapat salah 
satu larangan  yang dapat dikualifi-
kasikan sebagai pelanggaran UUPU 
adalah melakukan tindakan praktik 
monopoli. Ketentuan Pasal 17 
UUPU adalah parameter yuridis 
untuk mengkualifikasikan suatu 
tindakan termasuk praktik monopoli 
atau bukan. KetikaKPPU menemu-
kan salah satu dari kriteria pasal 
tersebut telah dilakukan oleh pelaku 
usaha, maka KPPU  berhak untuk 
melakukan penyidikan dan penyeli-
dikan kepada pelaku usaha yang 
bersangkutan. Sebagai lembaga pe- 
ngawas kegiatan pelaku usaha, 
KPPU memiliki kewenangan yang 
cukup besar terhadap segala bentuk 
perilaku pelaku usaha yang melang-
gar Pasal 35 UUPU.
KPPU memiliki kewenangan 
menangani perkara yang berbeda 
dengan pengadilan perdata yang 
menangani hak-hak perorangan yang 
bersifat privat, karena perkara yang 
ditangani KPPU bersifat publik. Hal 
ini sesuai dengan tujuan Hukum 
persaingan usaha yang tercantum 
dalam Pasal 3 huruf a, yaitu untuk 
”menjaga kepentingan umum dan 
meningkatkan efisiensi ekonomi 
nasional sebagai salah satu upaya 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat” (Anggara, 2009 : 163). 
Sehingga tugas KPPU harus menjaga 
kondisi perekonomian nasionalagar 
tercipta iklim persaingan usaha yang 
sehat melalui putusan-putusan yang 
dibuatnya tidak terdistorsi oleh 
kepentingan kelompok tertentu saja. 
Berdasarkan uraian latar belakang 
tersebut, dapat dirumuskan permas-
alahan berikut, bagaimanakah imple-
mentasi prinsip larangan praktik 
monopoli dalam putusan KPPU 
(melalui putusan hakim komisioner) 
? Untuk mengkajinya dapat dicerma-
ti dari pertimbangan hakim komi- 
sioner (ratio decidendi) dalam putu-
sannya.
Pembahasan 
1. Prinsip Larangan Praktik 
Monopoli Dalam UUPU 
Parameter yang digunakan oleh 
UUPU untuk mengetahui pelaku 
usaha melakukan monopoli atau 
tidak, terdapat dalam Pasal 17 
UUPU, disebutkan bahwa,
(1)  Pelaku usaha dilarang melaku-
kan penguasaan atas produksi 
dan atau pemasaran barang 
dan atau jasa yang dapat me- 
ngakibatkan terjadinya praktik 
monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat. 
(2)  Pelaku usaha patut diduga atau 
dianggap melakukan pengua-
saan atas produksi dan atau 
pemasaran barang dan atau 
jasa sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), apabila:
a. barang dan atau jasa yang 
bersangkutan belum ada   sub-
stitusinya;atau
b. mengakibatkan pelaku usaha 
lain tidak dapat masuk ke 
dalam persaingan usaha ba- 
rang dan atau jasa yang sama; 
atau
c.  pelaku usaha atau satu kelom-
pok pelaku usaha menguasai 
lebih dari  50% (lima puluh 
persen) pangsa pasar satu jenis 
barang atau jasa tertentu.
Mencermati rumusan Pasal 17 di 
atas memberi pemahaman bahwa 
pelaku usaha akan dianggap melaku-
kan penguasaan atas produksi dan 
atau pemasaran jika perilakunya 
memenuhi kualifikasi unsur-unsur 
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, 
atau c. Unsur-unsur itu bersifat alter-
natif artinya cukup terdapat salah 
satu unsur saja seorang pelaku usaha 
sudah dapat dikualifikasikan sebagai 
telah melakukan kegiatan praktik 
monopoli. 
Pada asasnya segala bentuk 
kegiatan maupun perjanjian yang 
dilakukan pelaku usaha jika mengki-
batkan praktik monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat adalah 
dilarang. Monopoli tidak dilarang 
sepanjang tidak mengakibatkan 
praktik monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat, karena tidak 
semua monopoli merugikan ada juga 
monopoli yang menguntungkan 
(aspek positif monopoli). Sedangkan 
yang dimaksud dengan aspek negatif 
monopoli adalah pengertian dari 
praktik monopoli itu sendiri, yakni 
kegiatan monopoli yang senantiasa 
menimbulkan inefesiensi sumber 
daya dan kerugian pada masyarakat.
Monopoli dan persaingan sebagai 
dua konsep yang memiliki sisi positif 
bagi persaingan dan sisi negatif bagi 
monopoli hal itu merupakan pandan-
gan yang sangat sederhana. Kalau 
dikaji lebih jauh, kedua konsep itu 
saling memiliki aspek-aspek positif 
maupun aspek negatif, tergantung 
sasaran apa yang hendak dicapai dari 
masing-masing. Misalnya, monopoli 
yang dilakukan untuk melindungi 
sumber daya yang vital dari eksploi-
tasi pihak-pihak yang mencari keun-
tungan sendiri, maka monopoli itu 
dianggap sebagai sisi positif dari 
monopoli. Sebaliknya, persaingan 
yang berkonotasi baik bisa beraspek 
negatif, jika persaingan itu terjadi 
tanpa kendali dan pengawasan dari 
negara, tidak lagi mempertimbang-
kan aspek ekonomi, akhirnya yang 
terjadi persaingan yang saling 
mematikan, yang kuat menghancur-
kan yang lemah, maka tujuan 
persaingan yang seharusnya mem-
beri kesejahteraan yang maksimal 
kepada masyarakat dan kesempatan 
yang sama kepada pelaku usaha 
tidak dapat terwujud. 
Berdasarkan pengertian monopoli 
yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 
UUPU, terkandung dua unsur pen- 
ting dalam monopoli, yaitu (1) 
adanya penguasaan atas produk, dan 
atau pemasaran barang dan atau atas 
penggunaan jasa tertentu, (2) dilaku-
kan oleh satu pelaku usaha atau satu 
kelompok pelaku usaha. 
Adapun bentuk kegiatan pengua-
saan atas produksi dan pemasaran 
yang dilarang itu memiliki kriteria 
sebagai berikut : (1) penguasaan atas 
produksi, (2) penguasaan atas 
pemasaran produksi atau jasa, (3) 
barang dan jasa yang berada di 
bawah penguasaan itu tidak ada 
substitusinya di pasar, (4) praktik 
tersebut mengakibatkan terjadinya 
monopoli atau persaingan usaha 
tidak sehat (Ginting, 2001 : 68)
Hal ini artinya penguasaan atas 
produk dan pemasaran suatu produk-
si tidak dilarang oleh undang-undang 
sepanjang tidak meniadakan atau 
mengurangi persaingan di pasar 
(lessen competition), seperti kasus 
paling aktual saat ini yang dilakukan 
oleh Carrefour. 
Didalam Pasal 1 ayat (2) UUPU 
memuat pengertian dari praktik 
monopoli, yang mengandung unsur- 
unsur : (1) Terjadinya pemusatan 
kekuatan ekonomi pada satu atau 
lebih pelaku usaha, (2) Terdapat 
penguasaan atas produksi atau 
pemasaran barang atau jasa tertentu, 
(3) Terjadinya persaingan usaha 
tidak sehat, (4) Tindakan tersebut 
merugiakan kepentingan umum 
(Kagramanto, 2007 : 181)
Jika dibandingkan dengan kriteria 
praktik monopoli terdapat dalam 
Pasal 17 ayat (2), yang memuat 
unsur-unsur : (1) Melakukan perbua-
tan penguasaan atas suatu produk, (2) 
Melakukan perbuatan atas pemasa-
ran suatu produk, (3) Penguasaan 
tersebut dapat mengakibatkan terjad-
inya praktik monopoli, (4) pengua-
saan tersebut dapat mengakibatkan 
terjadinya persaingan usaha tidak 
sehat. 
Konsep praktik monopoli menga-
rah pada pengertian pemusatan 
kekuatan ekonomi, artinya terdapat 
korelasi antara praktik monopoli 
dengan pemusatan ekonomi. Pemu-
satan kekuatan ekonomi jangkauan- 
nya lebih luas daripada sekedar 
penguasaan pasar (bidang pemasa-
ran) karena menyangkut juga pada 
bidang produksi. Penguasaan pasar 
mengakibatkan berkurangnya per- 
saingan (lessen competition) uji 
materiilnya melalui struktur pasar 
sedangkan pemusatan kekuatan 
ekonomi menimbulkan konglomera-
si batu ujinya melalui perilaku pasar.
Untuk membuktikan unsur-unsur 
yang terdapat didalam Pasal 17 ayat 
(2)UUPU harus dapat dipenuhi, 
yakni : (1) Tidak terdapat produk 
substitusinya, (2) Pelaku usaha lain 
sulit masuk kedalam pasar persai- 
ngan terhadap produk yang sama 
dikarenakan hambatan masuk yang 
tinggi, (3) Pelaku usaha lain tersebut 
adalah pelaku usaha yang mempu-
nyai kemampuan bersaing yang 
signifikan dalam pasar bersangkutan, 
(4) Satu atau satu kelompok pelaku 
usaha telah menguasai lebih dari 
50% pangsa pasar suatu jenis produk 
(Winardi, 1996 : 457)
Pengertian unsur-unsur akan 
dijelaskan sebagai berikut : 
1. Produk substitusi
 Didalam Kamus Ekonomi, 
substitutional goods artinya 
benda-benda pengganti, yaitu 
adanya hubungan antara dua 
benda atau lebih, demikian rupa 
hingga benda x dapat mengganti-
kan benda y. Dengan demikian  
pengertian ini dapat dibedakan 
dengan pengertian benda-benda 
komplementer. Benda komple-
menter berfungsi sebagai benda 
pelengkap dari benda utama, 
tetapi tidak menggantikan fung-
sinya. 
 Beranjak dari pengertian di 
atas,  terjadinya  praktik monopoli 
didalam pasar ditandai dengan 
adanya satu jenis produk dalam 
pasar yang bersangkutan, tidak 
ditemukan barang pengganti yang 
menjadi alternatif bagi konsumen 
untuk memilih jenis lainnya yang 
lebih murah. Akibatnya penjual 
produk tersebut dapat memainkan 
harga karena pasarnya berada 
dalam penguasaannya.
 Oleh karena pasar hanya 
dikuasai satu jenis barang 
tertentu, maka didalam pasar 
tidak terjadi persaingan. Pasar 
yang tidak persaingan, pelaku 
usaha cenderung menentukan 
harga sesuai dengan kehendak- 
nya. Sehingga konsumen tidak 
memperoleh harga murah  yang 
lebih kompetitif dibandingkan 
dengan harga yang ditetapkan.
 Istilah substitusi juga ditemu-
kan didalam definisi pasar 
bersangkutan yang terdapat pada 
Pasal 1 angka 10 UUPU, disebut-
kan bahwa:
”Pasar bersangkutan adalah pasar 
yang berkaitan dengan jangkauan 
atau daerah pemasaran tertentu 
oleh pelaku usaha atas barang dan 
atau jasa yang sama atau sejenis 
atau substitusi dari barang dan 
atau jasa tersebut”.
 Untuk menilai sifat substitusi 
dari suatu produk dengan produk 
yang lain dapat digunakan dengan 
menggunakan pendekatan terha-
dap elastisitas permintaan dan 
penawaran melalui analisis prefe-
rensi konsumen. Dalam melaku-
kan analisis preferensi konsumen 
digunakan tiga parameter utama 
sebagai alat pendekatan, yaitu 
harga, karakter, dan kegunaan 
(fungsi) produk.(Assahinur, 2009 
: 18) Produk dalam suatu pasar 
tidak harus bersifat perfect substi-
tutes, karena sulit untuk menemu-
kannya, oleh sebab itu bisa 
dengan konsep close substitutes. 
Produk dalam suatu pasar tidak 
harus memiliki kualitas yang 
sama, oleh sebab itu, sepanjang 
konsumen menentukan bahwa 
produk terkait memiliki karakter 
dan fungsi yang sama, maka 
produk tersebut dapat dikatakan 
sebagai substitusi satu dengan 
lainnya. Untuk menerapkan Pasal 
1 angaka 10 telah dikeluarkan 
peraturan KPPU No.3 Tahun 
2009 tentang Pedoman Penerapan 
Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar 
Bersangkutan.
2. Barrier to entry
 Bentuk  Barrier to entry dapat 
berasal dari dua hal, yaitu dari sisi 
perusahaan dari sisi kebijakan 
publik dari sisi perusahaan strate-
gi yang diterapkan tidak hanya 
untuk menjaga kekuatan pasarnya 
melainkan juga mempertahankan 
laba monopolisnya. Sedangkan 
yang berasal dari kebijakan 
pemerintah biasanya memiliki 
tujuan tertentu, seperti kondisi 
alami industri yang merupakan 
natural monopoly.
3.  Penguasaan Pasar (Market 
Share)
 Menjadi penguasa dalam 
suatu jenis pasar merupakan hara-
pan dari setiap pelaku usaha, 
dengan menjadi penguasa yang 
nyata atas suatu pasar berarti 
pemusatan kekuatan ekonomi 
telah berada dalam genggaman 
pelaku usaha tersebut. Dengan 
kekuatan pasar yang dimilikinya 
itu pelaku usaha dapat menentu-
kan harga barang atau jasa dan 
dampak selanjutnya adalah keun-
tungan yang optimal pasti akan 
dapat diraihnya. Adapun wujud 
penguasaan pasar, dilakukan 
dengan cara: 1). Jual rugi (preda-
tory Pricing) dengan maksud 
untuk mematikan pesaingnya, 2). 
Melalui pratik penetapan biaya 
produksi secara curang serta 
biaya lainnya yang menjadi kom-
ponen harga barang, serta, 3). 
Perang harga maupun persaingan 
harga (Fahmi, 2009 : 139).
 Berbagai bentuk tindakan 
penguasaan pasar seperti ini 
hanya mugkin  dilakukan oleh 
pelaku usaha yang memiliki 
market power. Tolok ukur 
penguasaan pasar tidak harus 
menguasai sebesar 100%, 
penguasaan sebesar 50% atau 
75% saja sudah dapat dikatakan 
memiliki market power.
 Seperti didalam Pasal 17, 
kriteria menguasai pasar diberi-
kan batas lebih dari 50%, pelaku 
usaha yang menguasai pasar sebe-
sar 50% dapat diduga atau diang-
gap melakukan praktik monopoli 
yang merugikan kepentingan 
umum. Pasal 17 bersifat rule of 
reason, untuk dapat membuktikan 
adanya kerugian masyarakat perlu 
dilakukan berbagai penelitian dan 
kajian dari ahli hukum dan ahli 
ekonomi.
2.  KPPU Sebagai Lembaga 
Pengawasan Kegiatan Pelaku 
Usaha
 
Di Indonesia lembaga yang 
berwenang menjalankan fungsi 
pengawasan kegiatan pelaku usaha 
adalah Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha atau disingkat dengan KPPU. 
Pasal 30 ayat (1) UUPU menyebut-
kan,”Untuk mengawasi Undang-un-
dang ini dibentuk Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha yang selanjutnya 
disebut Komisi”, dan didalam Pasal 
30 ayat (3) disebutkan bahwa, 
”Komisi bertanggung jawab kepada 
Presiden”. Selanjutnya Pasal 34 ayat 
(1) menegaskan bahwa, ”Pembentu-
kan Komisi serta susunan organisasi, 
tugas, dan fungsinya ditetapkan 
dengan Keputusan Presiden”. Ak- 
hirnya KPPU didirikan pada tanggal 
8 Juli 1999 berdasarkan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 
75 Tahun 1999 tentang Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha. 
Dengan demikian, penegakan 
Hukum Persaingan Usaha serta 
pengawasan terhadap pelaku usaha 
berada dalam kewenangan KPPU.
Sebagai lembaga pengawas 
kegiatan pelaku usaha, KPPU memi-
liki kewenangan yang cukup besar 
terhadap segala bentuk perilaku 
pelaku usaha. Kewenangan tersebut 
meliputi penyidikan, penuntutan, 
konsultasi, memeriksa, mengadili, 
dan memutus perkara pelanggaran 
hukum persaingan oleh pelaku 
usaha. Namun bukan berarti tidak 
ada lembaga lain yang berwenang 
menangani perkara monopoli dan 
persaingan usaha, Pengadilan Negeri 
(PN) dan Mahkamah Agung (MA) 
juga diberi wewenang untuk mena- 
ngani perkara persaingan. Penga-
dilan Negeri diberi wewenang untuk 
menangani keberatan terhadap putu-
san KPPU. dan menangani pelangga-
ran hukum persaingan yang menjadi 
perkara pidana karena tidak dijalan- 
kannya putusan KPPU yang sudah in 
kracht. Sedangkan MA diberi 
kewenangan untuk menyelesaikan 
perkara pelanggaran hukum persai- 
ngan apabila terdapat keberatan atas 
putusan PN tersebut dengan menga-
jukan kasasi. Putusan MA harus 
dijatuhkan dalam waktu 30 hari sejak 
permohonan kasasi diterima. 
Pada Pasal 30 ayat (2) menegas-
kan bahwa, ”Komisi adalah suatu 
Lembaga Independen yang terlepas 
dari pengaruh dan kekuasaan Peme- 
rintah serta pihak lain”. Hal ini berar-
ti bahwa KPPU merupakan lembaga 
yang independen. Hal ini ditegaskan 
lagi dalam Keppres nomor 75 Tahun 
1999 yang terdapat pada Pasal 6 ayat 
(2) bahwa, anggota Komisi yang 
menangani perkara dilarang:
a. mempunyai hubungan sedarah 
atau semenda sampai derajat ke 
tiga dengan salah satu pihak yang 
berperkara; atau
b. mempunyai kepentingan dengan 
perkara yang bersangkutan.
Untuk menjaga independensi dan 
integritas anggota Komisi,  per- 
syaratan untu menjadi anggota 
Komisi telah dirumuskan dalam 
Pasal 31 sampai dengan Pasal 34. 
Dalam persyaratan tersebut dikehen-
daki anggota-anggota terpilih dan 
terpercaya (credible). Integritas 
moral dan kepercayaan untuk memi-
lih seseorang adalah unsur penting 
yang sangat menentukan apalagi 
sebagai anggota komisi yang terkait 
dengan dunia bisnis dan pelaku 
usaha, maka kepribadian dan integri-
tas memegang peranan kunci (plays 
a key role) dalam menangani perkara 
persaingan. 
Atas dasar peran KPPU sebagai 
lembaga pengawas, maka tugas  
yang disandang oleh KPPU didalam 
Pasal 35. Sebagai tindak lanjut atas 
tugas yang dibebankan, KPPU juga 
mempunyai wewenang yang terca- 
kup dalam Pasal 36. Jika dicermati 
tugas dan wewenang KPPU dalam 
pasal-pasal tersebut,  sebenarnya 
kewenangan KPPU hanya terbatas 
pada kewenangan administratif, 
meskipun terdapat kewenangan yang 
mirip badan penyidik, namun tugas 
penyidikan, penuntutan dan pemutus 
itu dalam rangka memberikan sanksi 
hukuman administrasi semata. 
Demikian juga dengan kekuatan 
hukum dari putusan KPPU mempu-
nyai kekuatan eksekutorial, yaitu 
keputusan yang sederajat dengan 
keputusan hakim, oleh sebab itu 
putusan KPPU dapat langsung 
dimintakan eksekusi (Fiat Excecutie) 
pada Pengadilan Negeri yang 
berwenang tanpa harus beracara 
sekali lagi di pengadilan tersebut. 
(Pasal 46 ayat (2) UUPU).
Proses penyelidikan dan pemerik-
saan merupakan salah satu bagian 
dari proses beracara di KPPU. 
Hukum acara di KPPU ditetapkan 
pertama kali melalui Surat Keputu-
san Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000, 
tentang Tata Cara Penyampaian 
Laporan dan Penanganan Dugaan 
Pelanggaran Terhadap UU No.5 
Tahun 1999. Surat Keputusan terse-
but telah diubah menjadi Peraturan 
Komisi No.1 Tahun 2006, tentang 
Tata Cara Penanganan Perkara di 
KPPU yang mulai efektif berlaku 
pad tanggal 18 Oktober 2006. 
Proses penyelidikan dan pemerik-
saan merupakan prosedur yang dike-
nal dalam hukum pidana yaitu proses 
mencari kebenaran materiil. Dalam 
mencari kebenaran materiil diperlu-
kan keyakinan KPPU bahwa pelaku 
usaha melakukan atau tidak melaku-
kan perbuatan yang menyebabkan 
terjadinya praktik monopoli dan 
persaingan tidak sehat. (Wibowo dan 
Sinaga, 2005 : 365)dan KPPU mulai 
melakukan pemeriksaan (pendahulu-
an) jika terdapat salah satu indikasi 
dari perbuatan berikut ini : (1) Atas 
inisiatif Komisi sendiri apabila ada 
dugaan telah terjadinya pelanggaran 
Undang-undang Anti Monopoli, (2) 
Atas laporan tertulis dari pihak yang 
merasa dirugikan;setiap orang yang 
mengetahui atau patut diduga telah 
terjadi pelanggaran terhadap Un- 
dang-undang Anti Monopoli, (3) 
Atas laporan tertulis dari setiap orang 
yang mengetahui atau patut diduga 
telah terjadi pelanggaran terhadap 
Undang-undang Anti Monopoli 
(Fuady, 1999 : 104).
Berdasarkan hasil pemeriksaan 
pendahuluan yang diperoleh, jika 
hasilnya adalah penetapan untuk 
melakukan pemeriksaan lanjutan, 
maka akan dilakukan tindakan 
penyelidikan dan pemeriksaan. Pihak 
yang melaporkan harus memberikan 
identitasnya kepada KPPU dan wajib 
dirahasiakan identitas pelapor oleh 
KPPU.
Mekanisme pemeriksaan perkara 
oleh KPPU pada prinsipnya sama 
dengan pengertian pemeriksaan 
dalam hukum acara pidana, namun 
terdapat sedikit perbedaan dalam hal 
siapa yang dimaksud dengan subyek 
pelapor dalam perkara persaingan 
usaha. Dalam pemeriksaan perkara 
yang didasarkan atas dasar laporan 
adalah pemeriksaan yang dilakukan 
karena adanya laporan dari ma- 
syarakat atau pelaku usaha yang 
dirugikan oleh tindakan pelaku usaha 
yang dilaporkan. Setelah menerima 
laporan, KPPU menetapkan majelis 
komisi yang akan bertugas memerik-
sa dan menyelidiki pelaku usaha 
yang dilaporkan. Dalam menjalan- 
kan tugas, majelis komisi dibantu 
oleh staf komisi. Pemeriksaan perka-
ra yang dilakukan atas dasar laporan 
menggunakan nomor perkara: 
Nomor perkara/KPPU-L (laporan)/ 
Tahun, sedangkan perkara yang 
diperiksa bukan atas dasar laporan 
pada nomor perkara tidak terdapat 
kode L (laporan).
Pemeriksaan atas dasar inisiatif 
KPPU didasarkan karena adanya 
dugaan atau indikasi dari hasil 
pengamatan dan persepsi sendiri 
disimpulkan adanya pelanggaran 
terhadap Hukum Persaingan. 
Mekanismenya, KPPU akan mem-
bentuk suatu Majelis Komisi untuk 
melakukan pemeriksaan terhadap 
pelaku usaha dan saksi. Dalam 
pemeriksaan tersebut majelis Komisi 
dibantu oleh staf komisi. Jika peme- 
riksaan perkara dilakukan atas dasar 
inisiatif komisi, maka pada penulisan 
nomor perkara adalah sama hanya 
saja menggunakan tanda I (Inisiatif). 
Pemeriksaan perkara dalam 
hukum acara persaingan usaha 
terdapat 2 (dua) jenis, yaitu pemerik-
saan pendahuluan dan pemeriksaan 
lanjutan. Untuk melakukan pemerik-
saan pendahuluan ini harus didasar-
kan pada laporan masyarakat, pihak 
yang dirugikan atau pelaku usaha. 
Berdasarkan laporan masyarakat 
KPPU menetapkan apakah perlu 
dilakukan pemeriksaan lanjutan atau 
tidak. Jika dianggap perlu, maka 
KPPU akan melakukan pemeriksaan 
kepada pelaku usaha yang dilapor-
kan. KPPU juga dapat mendengakan 
keterangan saksi, saksi ahli atau 
pihak lain yang dianggap memiliki 
keterangan yang diperlukan. Namun 
dalam melaksanakan tugas pemerik-
saan itu KPPU wajib melengkapi 
dirinya dengan surat tugas.
Di dalam Pasal 41 Hukum 
Persaingan Usaha menekankan 
bahwa selama melaksanakan tugas 
penyelidikan (pemeriksaan pendahu-
luan) dan pemeriksaan lanjutan 
pelaku usaha atau pihak lain yang 
diperiksa mempunyai kewajiban 
menyerahkan alat bukti yang diperlu-
kan dan dilarang menolak untuk 
diperiksa, dilarang menolak mem-
berikan informasi, dan dilarang 
menghambat proses penyelidikan 
dan pemeriksaan (lanjutan) yang 
dilakukan KPPU, oleh sebab itu, jika 
terdapat penolakan dari pelaku usaha 
atau pihak lain maka yang bersang-
kutan akan diserahkan kepada pe- 
nyidik untuk selanjutnya diproses 
sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
Adapun jangka waktu dalam 
pemeriksaaan lanjutan diberikan 
oleh Pasal 43 selambat-lambatnya 60 
(enam puluh) hari sejak dilakukan 
pemeriksaan lanjutan. Namun jika 
diperlukan tambahan waktu karena 
pemeriksaan dirasakan belum selesai 
masih  dapat diperpanjang paling 
lama 30 (tiga puluh) hari. Tidak 
dijelaskan dalam undang-undang 
apakah alasan dilakukan perpanja- 
ngan pemeriksaan lanjutan tersebut 
dan juga tidak dijelaskan lebih lanjut 
apa akibat hukumnya jika jangka 
waktu 60 hari dan tambahan 30 hari 
tersebut tidak dapat dipenuhi oleh 
KPPU.KPPU dalam melakukan 
pemeriksaan melalui beberapa taha-
pan, yaitu: 1). Panggilan, 2). Peme- 
riksaan, 3). Pembacaan Putusan. 
Tahap pemanggilan kepada  
pelaku usaha, saksi, atau pihak lain 
yang terkait dilakukan sebelum 
proses pemeriksaan dilaksanakan. 
Surat panggilan mengundang yang 
bersangkutan untuk hadir dalam 
proses pemeriksaan. Dalam surat 
panggilan memuat tanggal, hari, jam 
sidang serta tempat persidangan 
dilangsungkan. Jika terdapat pelaku 
usaha atau saksi yang dipanggil 
tetapi tidak hadir dalam persidangan 
dapat diancam dengan tindakan tidak 
kooperatif yang melanggar Pasal 42, 
selanjutnya perkara akan dilimpah-
kan ke kepolisian (Pasal 41) dengan 
demikian perkara tersebut sudah 
berubah menjadi perkara pidana.
Pada prinsipnya terhadap perkara 
apapun, pidana, perdata maupun 
persaingan usaha, setiap orang 
dilarang menghambat proses pe- 
nyelidikan atau pemeriksaan dengan 
tidak bersedia memberikan informasi 
atau alat bukti yang dapat men-
dukung jalannya pemeriksaan. 
Demikian juga dengan pelaku usaha 
tidak boleh menolak memberikan 
informasi maupun alat bukti baik itu 
berupa dokumen atau surat-surat 
yang menurut KPPU diperlukan 
dalam penyelidikan atau pemerik-
saan. 
Sebelum dilakukan pemeriksaan, 
KPPU wajib menjelaskan selengkap 
mungkin dokumen dan alat bukti apa 
saja yang dibutuhkan dalam pemer-
iksaan tersebut sehingga pelaku 
usaha dapat bersikap lebih kooperatif 
dengan mempersiapkan dokumen 
yang diperlukan tepat pada saat 
diperlukan. Demikian juga dengan 
timbal balik dari sikap kooperatif 
dari pelaku usaha, maka KPPU dian-
jurkan pula untuk sesegera mungkin 
mengembalikan dokumen data peru-
sahaan kepada pelaku usaha.  
Tahap pemeriksaan meliputi 
pemeriksaan administratif, pemerik-
saan pokok perkara, pemeriksaan 
pembuktian. Prosedur pemeriksaan 
administratif adalah pemeriksaan 
identitas dan pembacaan hak-hak 
pelaku usaha, saksi atau pihak lain. 
Pemeriksaan terhadap pokok perkara 
terdapat dua tahapan yaitu, pertama, 
pemeriksaan oleh KPPU. Kedua, 
pemberian kesempatan pada pelaku 
usaha untuk menyampaikan keteran-
gan atau dokumen. Pemeriksaan 
pembuktian menetapkan bahwa yang 
dapat dijadikan alat bukti dalam 
pemeriksaan terdiri dari: keterangan 
saksi, keterangan ahli, surat dan atau 
dokumen, petunjuk, keterangan 
terlapor/saksi pelaku usaha. Ketera- 
ngan saksi ahli diperlukan bilamana 
perkara yang diperiksa termasuk 
katagori perkara rumit. (Fahmi, 2009 
: 209). Apa yang dapat dijadikan 
sebagai ukuran bahwa suatu perkara 
termasuk ’perkara rumit’ tidak ter- 
dapat pedoman yang dapat dijadikan 
sebagai acuan dalam mengukur ting-
kat kerumitan suatu perkara oleh 
KPPU.
Dalam pemeriksaan pembuktian 
ini diperlukan sikap yang kooperatif 
dari pihak-pihak yang diperiksa oleh 
KPPU. Apabila tidak terdapat 
kerjasama antar pihak yang diperiksa 
dengan KPPU, maka pemeriksaan 
akan diserahkan kepada badan pe- 
nyidik umum untuk dilakukan pe- 
nyidikan terhadap penolakannya 
untuk diperiksa oleh KPPU sekaligus 
juga diselidiki pelanggarannya terha-
dap hukum  persaingan usaha. Kalau 
sudah dilimpahkan kepada penyidik 
umum, maka akan merubah status 
hukum perkara yang ditangani dari 
perkara administrasi (kasus persai- 
ngan dengan ancaman hukuman 
administrasi) menjadi kasus pidana 
(terkena ancaman hukuman pidana).
Setelah dilakukan tahapan peme- 
riksaan dan pemeriksaan lanjutan 
telah selesai seluruh rangkaian 
proses pemeriksaan sebelum dijatuh-
kan putusan oleh KPPU. Keseluru-
han proses tersebut memakan waktu 
60 (enam puluh) hari atau setelah  
diperpanjang selama 30 (tiga puluh) 
hari lagi. Putusan KPPU tentang 
adanya pelanggaran praktik monopo-
li dan persaingan usaha tidak sehat 
harus dibacakan dalam sidang yang 
dinyatakan terbuka untuk umum oleh 
majelis Komisi yang beranggotakan 
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang 
anggota Komisi. Hasil putusan 
KPPU harus segera diberitahukan 
kepada pelaku usaha yang diputus 
melanggar tersebut berupa petikan 
putusannya, dan  menurut Pasal 43 
ayat (4), yang dimaksud dengan 
pemberitahuan itu adalah menyam-
paikan petikan putusan KPPU).
3. Putusan KPPU Yang Terkait 
Dengan Praktik Monopoli.
3.1. Perkara Nomor 04/KP-
PU-I/2003 tentang Jasa Peti 
Kemas Oleh PT. Jakarta  
International Cargo Terminal
Kasus ini berawal dari hasil moni-
toring yang dilakukan oleh KPPU 
terhadap kegiatanusaha dalam 
bidang jasa terminal pelayanan bong-
kar muat petikemas di Pelabu-
hanTanjung Priok Jakarta Utara  
yang dilakukan oleh PT. JAKARTA 
INTERNATIONAL CONTAINER 
TERMINAL, disingkat dengan PT 
JICT dan KERJA SAMA OPERASI 
TERMINAL PETIKEMAS KOJA, 
disingkat dengan KSOTPK KOJA, 
terhadap PT. (PERSERO) PELABU-
HAN INDONESIA II, disingkat 
dengan PT. PELINDO II.
Dari hasil monitoring KPPU, di 
Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta 
Utara diduga terjadi praktikmonopoli 
dan atau persaingan usaha tidak sehat 
dalam bidang jasa terminal 
pelayananbongkar muat petikemas. 
Fakta-fakta yang diperoleh di lapan-
gan menunjukkan bahwa kegiatan 
usaha jasa terminal pelayanan bong-
karmuat petikemas di Pelabuhan 
Tanjung Priok Jakarta Utara jika 
dihubungkan dengan Pasal 26 ayat 
(1)Undang-undang Nomor 21 Tahun 
1992 tentang Pelayaran,yang mene-
tapkan bahwa,
”penyelenggaraan pelabuhan 
umum dilakukan oleh Pemerintah 
dan pelaksanaannya dapat dilim- 
pahkan kepada BadanUsaha 
Milik Negara, yang didirikan 
untuk maksud tersebut berdasar-
kan peraturan perundangan yang 
berlaku”
Sedangkan didalam Pasal 26 ayat 
(2)dinyatakan bahwa, 
”badan hukum Indonesia dapat 
diikutsertakan dalam penyeleng-
garaan pelabuhan umum atas 
dasar kerja sama dengan BUMN  
yangmelaksanakan pengusahaan 
pelabuhan”
Berdasarkan penjelasan Pasal 26 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 1992, bahwa,
”keikutsertaan badan hukum 
Indonesia dalam bekerja sama 
dengan BUMN dalam penyeleng-
garaan pelabuhan umumantara 
lain terhadap kegiatan jasa unit 
terminal peti kemas di pelabuhan, 
lapanganpenumpukan, penun- 
daan, dan lain sebagainya. 
Sedangkan kegiatan penyediaan-
jasa kolam pelabuhan dalam 
rangka keselamatan hanya dapat 
dilakukan olehBUMN” 
KPPU telah menyampaikan saran 
kepadaMeneg BUMN tertanggal 19 
Pebruari 2003 yang pada pokoknya 
mengharapkanMenteri bersangkutan 
menggunakan segala pengaruh dan 
wewenangnya agar klausuldi dalam 
authorization agreement dihilangkan 
atau disesuaikan dengan jiwa,sema- 
ngat serta tujuan Hukum Persaingan.
PT PELINDO III adalah peme-
gang hak pengelolaan pelabuhan 
umum sebagaimana diaturdidalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 
Tahun 1991, telah memberikan kon- 
sesi pengelolaan terminal petikemas 
kepada PT JICT dengan jaminan 
bahwa tidak akanada pembangunan 
terminal petikemas sebagai tamba- 
han dari Unit TerminalPetikemas I, 
Unit Terminal Petikemas II, dan Unit 
Terminal Petikemas III sebelumter-
capainya throughput sebesar 75% 
(tujuh puluh lima persen) dari kapa-
sitas rancangbangunnya sebesar 3,8 
juta. 
Adanya klausul authorization 
agreement tersebut termasuk salah 
satu bentuk  perjanjian  ekslusif  
yang dilarang oleh undang-undang 
sebab dapat menimbulkan hambatan 
strategis yang nyata bagi para pelaku 
usaha baru yangakan memasuki 
pasar bersangkutan pelayanan bong-
kar muat petikemas di pelabu-
hanTanjung Priok. Hal ini ditegaskan 
bahwauntuk mendapatkan pelayanan 
bongkar muat petikemasdi pelabu-
han Tanjung Priok mereka harus 
mengikatkan diri pada kontrak yang-
bersifat ekslusif. Tanpa adanya 
kontrak yang mengikat tersebut, 
maka mereka tidakakan dilayani PT 
JICT dan KSO TPK KOJA. 
Berdasarkan fakta-fakta tersebut 
menunjukkan bahwa PT JICT telah 
melakukan penguasaan pasar pada 
pasar bersangkutansebagaimana 
dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) 
huruf c.
Berdasarkan pertimbangan terse-
but, maka Majelis Komisi menilai 
dan berpandanganbahwa esensi dari 
klausul Authorization Agreement 
bukan merupakancerminan kerjasa-
ma sebagaimana dimaksud di dalam 
Pasal 26 ayat (2) melainkan bentuk 
transaksi pelimpahan kewenangan 
ataupun transaksi pelimpahan Hak 
Monopoli dengan memberikan jami-
nan untuk menguasai 75% (tujuh 
puluh lima persen) pangsa pasar pada 
pasar bersangkutan.dari PT PELIN-
DO sebagai BUMN.
KPPU mempertimbangkan unsur- 
unsur pelanggaran Hukum Persai- 
ngan yang terdapat dalam Pasal 4, 
yaitu
”pelaku usaha dilarang membuat 
perjanjian dengan pelaku usaha lain 
untuksecara bersama-sama melaku-
kan penguasaan produksi dan atau 
pemasaran barangdan atau jasa 
yang dapat mengakibatkan praktik 
monopoli dan atau persainganusaha 
tidak sehat”
Selanjutnya menyatakan bahwa 
PT JICT secara sah dan meyakinkan 
telah melanggar Pasal 17 ayat (1) dan 
Pasal 25 ayat (1) huruf c.Mencermati 
pengaturan pasal tentang monopoli 
dan penyalahgunaan posisi dominan 
yang terdapat dalam Hukum Persai- 
ngan Usaha masing-masing diatur 
dalam Pasal 17 dan Pasal 25. Dengan 
menggunakan pendekatan rule of 
reason larangan penguasaan pangsa 
pasar sebesar 50% didalam Pasal 17 
dan 59% serta 75% didalam Pasal 25 
dirasakan terlalu besar(Anggraini, 
2010 : 474). Sebab penguasaan pasar 
bukan merupakan pelanggaran 
hukum anti monopoli, jika  posisi 
tersebut dapat juga diraih melalui 
aktivitas monopoli alamiah atau legal 
berdasarkan persaingan pasar yang 
fair dan sehat(Gellhor dan Kovacic, 
1994 : 121-122)
3.2.  Perkara Nomor 03/KPPU-L 
/2004 tentang Pengadaan Holo-
gram Pita Cukai oleh PT. Pura 
Nusapersada
Kasus ini berawal dari laporan 
yang diterima KPPU tertanggal 19 
Januari 2004. Dua perusahaan 
sebagai terlapor I dan II diduga 
melakukan kesepakatan dalam 
rangka  pengadaan hologram pita  
cukai. Terlapor I adalah   Perusahaan 
Umum Percetakan Uang Republik 
Indonesia (Perum Peruri) dan Ter- 
lapor II adalahPT Pura Nusapersada. 
Kedua perusahaanmembuat kesepa-
katan bahwa pasokan hologram pita 
cukai kepada Perum Peruri selama 
ini akan dilakukan olehPT Pura Nu- 
sapersada saja.
Kesepakatan mereka buat pada 
tanggal9 Mei 1995 tertuang dalam 
Surat Perjanjian Nomor SP-302/V/ 
1995/204/DM/V/95. Kesepakatan itu 
tidak ada batas waktunya serta telah 
mendapat persetujuan dari oleh 
Ditjen Bea dan Cukai pada tahun 
1995. Adanya perjanjian tersebut 
menyebabkan penguasaan produksi 
hologrampita cukai rokok terpusat 
pada satu pelaku usaha saja yaitu PT 
Pura Nusapersada. Akibatnya PT 
Pura Nusapersada akan menjadi 
pemasok tunggal hologram pitacukai 
pada Perusahaan Umum Percetakan 
Uang Republik Indonesia (Perum 
Peruri) sementara pelaku usaha lain 
yang sejenis sulit masuk menjadi 
pemasok hologram pita cukai kepada 
Perum Peruri. Ini artinya didalam 
pasar  bidang cetak hologram pitacu-
kai telah terjadi hambatan masuk 
(barrier to entry) yang diciptakan 
oleh pelaku usaha yang sangat berpe-
luang menimbulkan  terjadinya prak-
tik monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat yang dilarang oleh 
hukum persaingan usaha.
Oleh sebab itulah KPPU kemudi-
an melakukan serangkaian pemerik-
saan pendahuluan untuk mendapat-
kan bukti-bukti yang diperlukan. 
Setelah dilakukan beberapa kali 
pemeriksaan pendahuluan yaitu pada 
tanggal 17 Maret 2004, 19 Maret 
2004, dan 1 April 2004 Tim Pemerik-
sa menemukan adanya indikasi 
pelanggaran terhadap ketentuan 
Pasal 17 ayat (1), Pasal17 ayat (2) 
huruf b dan Pasal 25 ayat (1) huruf c 
UUPU.
Pemeriksaan pendahuluan dilaku-
kan terhadap Pelapor, Terlapor I dan 
Terlapor II.dan Ditjen Bea dan 
Cukai. Dari serangkaian pemerik-
saan pendahuluan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa 1). Pelapor me- 
rupakan badan usaha yang mempro-
duksi hologram tetapi masih mulai 
memasarankan dan belum melaku-
kan usaha komersiil, 2). Terlapor I 
mempunyai tugas untuk mencetak 
uang kertas dan uang logam serta 
mencetak dokumen sekuriti yang 
menyangkut keamanan negara.Ter- 
lapor I mengikutsertakan Terlapor II 
dalam hal mencetak dan melekatkan 
hologram pada pita cukai, 3). Ter- 
lapor II memiliki kegiatan mempro-
duksi hologram pitacukai dan memi-
liki pesaing potensial  PT Mitra 
Sakti, PT Sumber Cakung, PT Royal 
Standar, PT Semarang Packaging 
Industry. Terlapor II tidak keberatan 
jika dilakukan tender dalam 
pengadaan hologram pita cukai, 4). 
Ditjen Bea dan Cukai menyatakan 
bahwa perjanjian tersebut dapat 
dibatalkan selanjutnya melalui 
tender dengan syarat-syarat tertentu 
asalkan ada jaminan kepastian keter-
sediaan pita cukai. Ditjen Bea dan 
Cukai juga menegaskan bahwa 
pengadaan pita cukai berhologram 
tidak dilakukan melalui konsorsium 
karena pengawasannya sulit.
Setelah melakukan Pemeriksaan 
Pendahuluan, akhirnya  Tim Peme- 
riksa berkesimpulan bahwa terdapat 
indikasi adanya pelanggaran terha-
dap ketentuan Pasal 17 ayat (1), 
Pasal , 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 
25 ayat (1) huruf c UUPU. Pasal 17 
menentukan adanya praktik monopo-
li dan Pasal 25 tentang penyalahgu-
naan posisi dominan oleh Terlapor I 
dan Terlapor II.
Oleh karena itu, Tim Pemeriksa 
merekomendasikan agar pemerik-
saan dilanjutkan ke Pemeriksaan 
Lanjutan dengan alasan bahwa 
kegiatan yang dilakukanoleh PT Pura 
Nusapersadasebagai Terlapor II 
adalah akibat adanya perjanjian 
kerjasama pengadaan hologrampita 
cukai antara Perum Peruri danPT 
Pura Nusapersadatelah menyebab-
kan timbulnya hambatan masuk 
(entry barrier) bagi produsenholo-
gram lain yang berpeluang menim-
bulkan praktik monopoli. Atas dasar 
rekomendasi Tim Pemeriksa terse-
but, KPPU mengeluarkan Penetapan 
Komisi Nomor 08/PEN/KP-
PU/IV/2004 tanggal 6 April2004 
untuk melanjutkan Perkara Nomor 
03/KPPU-L/2004 ke Pemeriksaan 
Lanjutanterhitung sejak tanggal 6 
April 2004 sampai dengan tanggal 2 
Juli 2004.
Pemeriksaan Lanjutan telah 
beberapa dilakukan oleh Komisi 
antara lain pada tanggal 17 Mei 
2004, 24 Mei 2004, 31 Mei 2004, 8 
Juni 2004,9 Juni 2004,dan 10 Juni 
2004.  Selama tahap pemeriksaan 
lanjutan  diperiksa tiga buah perusa-
haan hologram pitacuka sebagai 
saksi, Ditjen Bea dan Cukai dan 
Botasupal (Badan Koordinasi Pem-
berantasan Uang Palsu). Dari  
serangkaian pemeriksaan lanjutan 
dapat disimpulkan berikut ini : 1).  
Para Saksi   pada umumnya adalah  
perusahaan yang bergerak dalam 
bidang usaha percetakan hologram 
pitacukai dan atau percetakan biasa, 
percetakan dokumen sekuriti seperti 
materai, akte perkawinan dan buku 
nikah serta percetakan hologram 
untuk plat nomor kendaraan bermo-
tor dan cap-cap tiga dimensi, 
2).Botasupal memiliki tugas dan 
wewenang melakukan pengawasan 
dan pembinaan terhadap percetakan 
dokumen sekuriti serta memberikan 
ijin dan rekomnedasi kepada produ-
sen dan distributor hologram. Bota-
supal belum memberikan rekomen-
dasi ijin usaha/operasi dokumen 
sekuriti kepada Pelapor dengan 
alasan Pelapor masih mengambil 
mesin master dari luar negeri, 3). 
Terlapor II menerangkan bahwa 
tidak bersedia menempatkan mesin 
cetak dan pelekatan hologram pada 
Terlapor I dengan alasan Terlapor II 
tidak dapatmengembangkan teknolo-
gi hologram dan akan terjadi 
inefisiensi serta sebenarnya tidak 
keberatan untuk mengubah perjanji-
an Tahun 1995 apabila bertentangan 
dengan Undang-undang Nomor 5 
Tahun1999, 4). Terlapor I, Terlapor II 
dan Ditjen Bea dan Cukai serta PT 
KertasPadalarang telah mengadakan 
pertemuan yang menyepakati peru-
bahanperjanjian Pengadaan Holo-
gram untuk Cetakan Pita Cukai.
Proses produksi pita cukai 
berhologram dalam praktiknya tidak 
efisien karena pita cukai berholo-
gram tidak dibuat sepenuhnya oleh 
Terlapor I, tetapi ada bagian seperti 
hologramdibuat oleh Terlapor II dan 
pada bagian kertas pita cukai dibuat 
oleh PT Kertas Padalarang. Perma- 
salahan pokok dalam dalam 
pengadaan pita cukai berhologram 
sebenarnya lebih banyak karena 
keterlambatan pengiriman dan atas 
keterlambatantersebut Perum Peruri  
dikenakan penalti sehingga  Ditjen 
Bea dan Cukai sebenarnya setuju 
apabila pengadaan hologram pita 
cukai terbuka melalui tender namun 
kendalanya adalah adanya perjanjian 
ekslusif antara Terlapor I  dan Ter- 
lapor II, sedangkan kewenangan 
untuk membatalkan perjanjian terse-
but bukan beradapada Ditjen Bea dan 
Cukai tetapi berada pada kedua pihak 
yang melakukan perjanjian..
Botasupal telah memberikan 
rekomendasi ijin usaha/operasi 
dokumensekuriti kepada 5 (lima) 
perusahaan hologram yaitu PT 
Sumber Cakung, PTKarya Aroma 
Sejati, PT Royal Standar, PT Pura 
Barutama dan PT Pura Nusapersada 
selaku pabrik hologram serta satu 
agen hologram yaitu PT. Mitra 
Sakti.. Sedangkan perusahaan holo-
gram yang dapat memenuhi seluruh-
kebutuhan hologram pita cukai yang 
berjumlah 17 (tujuh belas) Milyar 
keping hanya 2 (dua) perusahaan 
yaitu PT Pura Nusapersada dan PT 
Karya Aroma Sejati.
Berdasarkan bukti-bukti dan fakta 
hukum yang ada, maka Majelis 
Komisi menutuskan : Perum Peruri 
sebagai Terlapor I dan PT Pura Nu- 
sapersada sebagai Terlapor II terbuk-
ti secara sah dan meyakinkan me- 
langgar pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) 
huruf b Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1999, namun  tidak terbukti 
melanggar pasal 25 ayat (1) huruf c. 
Selanjutnya memerintahkan kepada 
Terlapor I dan Terlapor II untuk 
menghentikan kegiatanyang menga-
kibatkan terjadinya praktik monopoli 
dan atau persaingan usaha tidaksehat 
dalam pengadaan hologram pada pita 
cukai dengan cara membatalkan 
SuratPerjanjian Nomor SP-302/V/ 
1995. Juga memerintahkan kepada 
Terlapor I untuk membuka pasar 
pengadaan hologram pada pita cukai 
dengan memberikan kesempatan 
yang sama kepada setiap pelaku 
usaha untuk turut serta dalam 
pengadaan hologram pada pita cukai 
melalui tender yang terbuka dan 
transparan, selambat-lambatnya un- 
tuk pengadaan hologram pada pita 
cukai tahun anggaran 2005.
Analisis putusan dari perkara 
diatas sebagai berikut : 1). Perum 
Peruri dan PT Pura Nusapersada 
terbukti melakukan praktik praktik 
monopoli, 2). Perum Peruri dan PT 
Pura Nusapersada melanggar Pasal 
17 ayat (1 dan (2) huruf b, 3). Perum 
Peruri dan PT bagi pelaku usaha lain 
yang Pura Nusapersada menciptakan 
hambatan masuk hendak ikut tender.
Simpulan
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terhadap prinsip larangan praktik 
monopoli dalam memutus perkara 
persaingan usaha didasarkan pada 
ada tidaknya kepentingan umum 
(public interest) yang dirugikan oleh 
pelaku usaha. Pertimbangan hakim 
(ratio decidendi) komisioner untuk 
menetapkan pelanggaran terhadap 
prinsip larangan praktik monopoli 
adalah adanya unsur pasal 17 ayat (2) 
UUPU yang meliputi: a)non substitu-
tion; b) barrier to entry; c) dan 
market share. Dalam beberapa perka-
ra persaingan usaha KPPU telah 
menerapkan prinsip tersebut sebagai 
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Pendahuluan 
Laranganpraktik monopoli ditem-
patkan oleh pembentuk undang-un-
dang sebagai bagian dari judul 
Undang-undang Persaingan Usaha 
Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya 
disebut dengan UUPU) bukan tanpa 
sebab dan alasan. Kata ”Larangan-
praktik monopoli” juga bukan kata 
yang tanpa makna. Bagi pelaku 
usaha kata tersebut cukup berarti 
terhadap peletakan strategi bisnis 
dalam perusahaan. Dalam tataran 
yuridis dalam UUPUterdapat dua 
kata memiliki kemiripan yang digu-
nakan secara berganti-ganti, yakni 
kata ”monopoli” dan ”praktik mono- 
poli”. Kendatipun demikian, dari 
segi makna kedua istilah tersebut 
terkandung perbedaan yang cukup 
mendasar. Kata “praktik monopoli” 
menjadi prinsip larangandalam 
UUPU sementara itu ”monopoli” 
tidak dijadikan sebagai prinsip lara- 
ngan dalam UUPU. Hal ini menun-
jukkan bahwa pada dua kata tersebut 
memang memiliki arti dan makna 
yang berbeda.
Mengingat sudah menjadi karak-
ter bagi setiap pelaku usaha jika 
selalu ingin menguasai pasar dan 
memenangkan persaingan didalam 
pasar, maka tidak segan-segan 
pelaku usaha melakukan tinda-
kan-tindakan yang cenderung meng-
abaikan kode etik yang lazim dite- 
rapkan dalam bisnis bahkan tidak 
peduli umtuk melanggar aturan 
hukum. Oleh sebab itu, tidak jarang 
beberapa pelaku usaha dihadapkan 
pada persoalan pelanggaran aturan 
hukum, khususnya hukum  persai- 
ngan usaha dan menjadi pihak yang 
harus mempertanggung jawabkan 
segala tindakan pelanggarannya 
dihadapan badan yang mengawasi 
perilakupelaku usaha di Indonesia, 
yaitu Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (selanjutnya disebut KPPU).  
Dari beberapa larangan yang 
diatur dalam UUPU, terdapat salah 
satu larangan  yang dapat dikualifi-
kasikan sebagai pelanggaran UUPU 
adalah melakukan tindakan praktik 
monopoli. Ketentuan Pasal 17 
UUPU adalah parameter yuridis 
untuk mengkualifikasikan suatu 
tindakan termasuk praktik monopoli 
atau bukan. KetikaKPPU menemu-
kan salah satu dari kriteria pasal 
tersebut telah dilakukan oleh pelaku 
usaha, maka KPPU  berhak untuk 
melakukan penyidikan dan penyeli-
dikan kepada pelaku usaha yang 
bersangkutan. Sebagai lembaga pe- 
ngawas kegiatan pelaku usaha, 
KPPU memiliki kewenangan yang 
cukup besar terhadap segala bentuk 
perilaku pelaku usaha yang melang-
gar Pasal 35 UUPU.
KPPU memiliki kewenangan 
menangani perkara yang berbeda 
dengan pengadilan perdata yang 
menangani hak-hak perorangan yang 
bersifat privat, karena perkara yang 
ditangani KPPU bersifat publik. Hal 
ini sesuai dengan tujuan Hukum 
persaingan usaha yang tercantum 
dalam Pasal 3 huruf a, yaitu untuk 
”menjaga kepentingan umum dan 
meningkatkan efisiensi ekonomi 
nasional sebagai salah satu upaya 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat” (Anggara, 2009 : 163). 
Sehingga tugas KPPU harus menjaga 
kondisi perekonomian nasionalagar 
tercipta iklim persaingan usaha yang 
sehat melalui putusan-putusan yang 
dibuatnya tidak terdistorsi oleh 
kepentingan kelompok tertentu saja. 
Berdasarkan uraian latar belakang 
tersebut, dapat dirumuskan permas-
alahan berikut, bagaimanakah imple-
mentasi prinsip larangan praktik 
monopoli dalam putusan KPPU 
(melalui putusan hakim komisioner) 
? Untuk mengkajinya dapat dicerma-
ti dari pertimbangan hakim komi- 
sioner (ratio decidendi) dalam putu-
sannya.
Pembahasan 
1. Prinsip Larangan Praktik 
Monopoli Dalam UUPU 
Parameter yang digunakan oleh 
UUPU untuk mengetahui pelaku 
usaha melakukan monopoli atau 
tidak, terdapat dalam Pasal 17 
UUPU, disebutkan bahwa,
(1)  Pelaku usaha dilarang melaku-
kan penguasaan atas produksi 
dan atau pemasaran barang 
dan atau jasa yang dapat me- 
ngakibatkan terjadinya praktik 
monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat. 
(2)  Pelaku usaha patut diduga atau 
dianggap melakukan pengua-
saan atas produksi dan atau 
pemasaran barang dan atau 
jasa sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), apabila:
a. barang dan atau jasa yang 
bersangkutan belum ada   sub-
stitusinya;atau
b. mengakibatkan pelaku usaha 
lain tidak dapat masuk ke 
dalam persaingan usaha ba- 
rang dan atau jasa yang sama; 
atau
c.  pelaku usaha atau satu kelom-
pok pelaku usaha menguasai 
lebih dari  50% (lima puluh 
persen) pangsa pasar satu jenis 
barang atau jasa tertentu.
Mencermati rumusan Pasal 17 di 
atas memberi pemahaman bahwa 
pelaku usaha akan dianggap melaku-
kan penguasaan atas produksi dan 
atau pemasaran jika perilakunya 
memenuhi kualifikasi unsur-unsur 
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, 
atau c. Unsur-unsur itu bersifat alter-
natif artinya cukup terdapat salah 
satu unsur saja seorang pelaku usaha 
sudah dapat dikualifikasikan sebagai 
telah melakukan kegiatan praktik 
monopoli. 
Pada asasnya segala bentuk 
kegiatan maupun perjanjian yang 
dilakukan pelaku usaha jika mengki-
batkan praktik monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat adalah 
dilarang. Monopoli tidak dilarang 
sepanjang tidak mengakibatkan 
praktik monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat, karena tidak 
semua monopoli merugikan ada juga 
monopoli yang menguntungkan 
(aspek positif monopoli). Sedangkan 
yang dimaksud dengan aspek negatif 
monopoli adalah pengertian dari 
praktik monopoli itu sendiri, yakni 
kegiatan monopoli yang senantiasa 
menimbulkan inefesiensi sumber 
daya dan kerugian pada masyarakat.
Monopoli dan persaingan sebagai 
dua konsep yang memiliki sisi positif 
bagi persaingan dan sisi negatif bagi 
monopoli hal itu merupakan pandan-
gan yang sangat sederhana. Kalau 
dikaji lebih jauh, kedua konsep itu 
saling memiliki aspek-aspek positif 
maupun aspek negatif, tergantung 
sasaran apa yang hendak dicapai dari 
masing-masing. Misalnya, monopoli 
yang dilakukan untuk melindungi 
sumber daya yang vital dari eksploi-
tasi pihak-pihak yang mencari keun-
tungan sendiri, maka monopoli itu 
dianggap sebagai sisi positif dari 
monopoli. Sebaliknya, persaingan 
yang berkonotasi baik bisa beraspek 
negatif, jika persaingan itu terjadi 
tanpa kendali dan pengawasan dari 
negara, tidak lagi mempertimbang-
kan aspek ekonomi, akhirnya yang 
terjadi persaingan yang saling 
mematikan, yang kuat menghancur-
kan yang lemah, maka tujuan 
persaingan yang seharusnya mem-
beri kesejahteraan yang maksimal 
kepada masyarakat dan kesempatan 
yang sama kepada pelaku usaha 
tidak dapat terwujud. 
Berdasarkan pengertian monopoli 
yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 
UUPU, terkandung dua unsur pen- 
ting dalam monopoli, yaitu (1) 
adanya penguasaan atas produk, dan 
atau pemasaran barang dan atau atas 
penggunaan jasa tertentu, (2) dilaku-
kan oleh satu pelaku usaha atau satu 
kelompok pelaku usaha. 
Adapun bentuk kegiatan pengua-
saan atas produksi dan pemasaran 
yang dilarang itu memiliki kriteria 
sebagai berikut : (1) penguasaan atas 
produksi, (2) penguasaan atas 
pemasaran produksi atau jasa, (3) 
barang dan jasa yang berada di 
bawah penguasaan itu tidak ada 
substitusinya di pasar, (4) praktik 
tersebut mengakibatkan terjadinya 
monopoli atau persaingan usaha 
tidak sehat (Ginting, 2001 : 68)
Hal ini artinya penguasaan atas 
produk dan pemasaran suatu produk-
si tidak dilarang oleh undang-undang 
sepanjang tidak meniadakan atau 
mengurangi persaingan di pasar 
(lessen competition), seperti kasus 
paling aktual saat ini yang dilakukan 
oleh Carrefour. 
Didalam Pasal 1 ayat (2) UUPU 
memuat pengertian dari praktik 
monopoli, yang mengandung unsur- 
unsur : (1) Terjadinya pemusatan 
kekuatan ekonomi pada satu atau 
lebih pelaku usaha, (2) Terdapat 
penguasaan atas produksi atau 
pemasaran barang atau jasa tertentu, 
(3) Terjadinya persaingan usaha 
tidak sehat, (4) Tindakan tersebut 
merugiakan kepentingan umum 
(Kagramanto, 2007 : 181)
Jika dibandingkan dengan kriteria 
praktik monopoli terdapat dalam 
Pasal 17 ayat (2), yang memuat 
unsur-unsur : (1) Melakukan perbua-
tan penguasaan atas suatu produk, (2) 
Melakukan perbuatan atas pemasa-
ran suatu produk, (3) Penguasaan 
tersebut dapat mengakibatkan terjad-
inya praktik monopoli, (4) pengua-
saan tersebut dapat mengakibatkan 
terjadinya persaingan usaha tidak 
sehat. 
Konsep praktik monopoli menga-
rah pada pengertian pemusatan 
kekuatan ekonomi, artinya terdapat 
korelasi antara praktik monopoli 
dengan pemusatan ekonomi. Pemu-
satan kekuatan ekonomi jangkauan- 
nya lebih luas daripada sekedar 
penguasaan pasar (bidang pemasa-
ran) karena menyangkut juga pada 
bidang produksi. Penguasaan pasar 
mengakibatkan berkurangnya per- 
saingan (lessen competition) uji 
materiilnya melalui struktur pasar 
sedangkan pemusatan kekuatan 
ekonomi menimbulkan konglomera-
si batu ujinya melalui perilaku pasar.
Untuk membuktikan unsur-unsur 
yang terdapat didalam Pasal 17 ayat 
(2)UUPU harus dapat dipenuhi, 
yakni : (1) Tidak terdapat produk 
substitusinya, (2) Pelaku usaha lain 
sulit masuk kedalam pasar persai- 
ngan terhadap produk yang sama 
dikarenakan hambatan masuk yang 
tinggi, (3) Pelaku usaha lain tersebut 
adalah pelaku usaha yang mempu-
nyai kemampuan bersaing yang 
signifikan dalam pasar bersangkutan, 
(4) Satu atau satu kelompok pelaku 
usaha telah menguasai lebih dari 
50% pangsa pasar suatu jenis produk 
(Winardi, 1996 : 457)
Pengertian unsur-unsur akan 
dijelaskan sebagai berikut : 
1. Produk substitusi
 Didalam Kamus Ekonomi, 
substitutional goods artinya 
benda-benda pengganti, yaitu 
adanya hubungan antara dua 
benda atau lebih, demikian rupa 
hingga benda x dapat mengganti-
kan benda y. Dengan demikian  
pengertian ini dapat dibedakan 
dengan pengertian benda-benda 
komplementer. Benda komple-
menter berfungsi sebagai benda 
pelengkap dari benda utama, 
tetapi tidak menggantikan fung-
sinya. 
 Beranjak dari pengertian di 
atas,  terjadinya  praktik monopoli 
didalam pasar ditandai dengan 
adanya satu jenis produk dalam 
pasar yang bersangkutan, tidak 
ditemukan barang pengganti yang 
menjadi alternatif bagi konsumen 
untuk memilih jenis lainnya yang 
lebih murah. Akibatnya penjual 
produk tersebut dapat memainkan 
harga karena pasarnya berada 
dalam penguasaannya.
 Oleh karena pasar hanya 
dikuasai satu jenis barang 
tertentu, maka didalam pasar 
tidak terjadi persaingan. Pasar 
yang tidak persaingan, pelaku 
usaha cenderung menentukan 
harga sesuai dengan kehendak- 
nya. Sehingga konsumen tidak 
memperoleh harga murah  yang 
lebih kompetitif dibandingkan 
dengan harga yang ditetapkan.
 Istilah substitusi juga ditemu-
kan didalam definisi pasar 
bersangkutan yang terdapat pada 
Pasal 1 angka 10 UUPU, disebut-
kan bahwa:
”Pasar bersangkutan adalah pasar 
yang berkaitan dengan jangkauan 
atau daerah pemasaran tertentu 
oleh pelaku usaha atas barang dan 
atau jasa yang sama atau sejenis 
atau substitusi dari barang dan 
atau jasa tersebut”.
 Untuk menilai sifat substitusi 
dari suatu produk dengan produk 
yang lain dapat digunakan dengan 
menggunakan pendekatan terha-
dap elastisitas permintaan dan 
penawaran melalui analisis prefe-
rensi konsumen. Dalam melaku-
kan analisis preferensi konsumen 
digunakan tiga parameter utama 
sebagai alat pendekatan, yaitu 
harga, karakter, dan kegunaan 
(fungsi) produk.(Assahinur, 2009 
: 18) Produk dalam suatu pasar 
tidak harus bersifat perfect substi-
tutes, karena sulit untuk menemu-
kannya, oleh sebab itu bisa 
dengan konsep close substitutes. 
Produk dalam suatu pasar tidak 
harus memiliki kualitas yang 
sama, oleh sebab itu, sepanjang 
konsumen menentukan bahwa 
produk terkait memiliki karakter 
dan fungsi yang sama, maka 
produk tersebut dapat dikatakan 
sebagai substitusi satu dengan 
lainnya. Untuk menerapkan Pasal 
1 angaka 10 telah dikeluarkan 
peraturan KPPU No.3 Tahun 
2009 tentang Pedoman Penerapan 
Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar 
Bersangkutan.
2. Barrier to entry
 Bentuk  Barrier to entry dapat 
berasal dari dua hal, yaitu dari sisi 
perusahaan dari sisi kebijakan 
publik dari sisi perusahaan strate-
gi yang diterapkan tidak hanya 
untuk menjaga kekuatan pasarnya 
melainkan juga mempertahankan 
laba monopolisnya. Sedangkan 
yang berasal dari kebijakan 
pemerintah biasanya memiliki 
tujuan tertentu, seperti kondisi 
alami industri yang merupakan 
natural monopoly.
3.  Penguasaan Pasar (Market 
Share)
 Menjadi penguasa dalam 
suatu jenis pasar merupakan hara-
pan dari setiap pelaku usaha, 
dengan menjadi penguasa yang 
nyata atas suatu pasar berarti 
pemusatan kekuatan ekonomi 
telah berada dalam genggaman 
pelaku usaha tersebut. Dengan 
kekuatan pasar yang dimilikinya 
itu pelaku usaha dapat menentu-
kan harga barang atau jasa dan 
dampak selanjutnya adalah keun-
tungan yang optimal pasti akan 
dapat diraihnya. Adapun wujud 
penguasaan pasar, dilakukan 
dengan cara: 1). Jual rugi (preda-
tory Pricing) dengan maksud 
untuk mematikan pesaingnya, 2). 
Melalui pratik penetapan biaya 
produksi secara curang serta 
biaya lainnya yang menjadi kom-
ponen harga barang, serta, 3). 
Perang harga maupun persaingan 
harga (Fahmi, 2009 : 139).
 Berbagai bentuk tindakan 
penguasaan pasar seperti ini 
hanya mugkin  dilakukan oleh 
pelaku usaha yang memiliki 
market power. Tolok ukur 
penguasaan pasar tidak harus 
menguasai sebesar 100%, 
penguasaan sebesar 50% atau 
75% saja sudah dapat dikatakan 
memiliki market power.
 Seperti didalam Pasal 17, 
kriteria menguasai pasar diberi-
kan batas lebih dari 50%, pelaku 
usaha yang menguasai pasar sebe-
sar 50% dapat diduga atau diang-
gap melakukan praktik monopoli 
yang merugikan kepentingan 
umum. Pasal 17 bersifat rule of 
reason, untuk dapat membuktikan 
adanya kerugian masyarakat perlu 
dilakukan berbagai penelitian dan 
kajian dari ahli hukum dan ahli 
ekonomi.
2.  KPPU Sebagai Lembaga 
Pengawasan Kegiatan Pelaku 
Usaha
 
Di Indonesia lembaga yang 
berwenang menjalankan fungsi 
pengawasan kegiatan pelaku usaha 
adalah Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha atau disingkat dengan KPPU. 
Pasal 30 ayat (1) UUPU menyebut-
kan,”Untuk mengawasi Undang-un-
dang ini dibentuk Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha yang selanjutnya 
disebut Komisi”, dan didalam Pasal 
30 ayat (3) disebutkan bahwa, 
”Komisi bertanggung jawab kepada 
Presiden”. Selanjutnya Pasal 34 ayat 
(1) menegaskan bahwa, ”Pembentu-
kan Komisi serta susunan organisasi, 
tugas, dan fungsinya ditetapkan 
dengan Keputusan Presiden”. Ak- 
hirnya KPPU didirikan pada tanggal 
8 Juli 1999 berdasarkan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 
75 Tahun 1999 tentang Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha. 
Dengan demikian, penegakan 
Hukum Persaingan Usaha serta 
pengawasan terhadap pelaku usaha 
berada dalam kewenangan KPPU.
Sebagai lembaga pengawas 
kegiatan pelaku usaha, KPPU memi-
liki kewenangan yang cukup besar 
terhadap segala bentuk perilaku 
pelaku usaha. Kewenangan tersebut 
meliputi penyidikan, penuntutan, 
konsultasi, memeriksa, mengadili, 
dan memutus perkara pelanggaran 
hukum persaingan oleh pelaku 
usaha. Namun bukan berarti tidak 
ada lembaga lain yang berwenang 
menangani perkara monopoli dan 
persaingan usaha, Pengadilan Negeri 
(PN) dan Mahkamah Agung (MA) 
juga diberi wewenang untuk mena- 
ngani perkara persaingan. Penga-
dilan Negeri diberi wewenang untuk 
menangani keberatan terhadap putu-
san KPPU. dan menangani pelangga-
ran hukum persaingan yang menjadi 
perkara pidana karena tidak dijalan- 
kannya putusan KPPU yang sudah in 
kracht. Sedangkan MA diberi 
kewenangan untuk menyelesaikan 
perkara pelanggaran hukum persai- 
ngan apabila terdapat keberatan atas 
putusan PN tersebut dengan menga-
jukan kasasi. Putusan MA harus 
dijatuhkan dalam waktu 30 hari sejak 
permohonan kasasi diterima. 
Pada Pasal 30 ayat (2) menegas-
kan bahwa, ”Komisi adalah suatu 
Lembaga Independen yang terlepas 
dari pengaruh dan kekuasaan Peme- 
rintah serta pihak lain”. Hal ini berar-
ti bahwa KPPU merupakan lembaga 
yang independen. Hal ini ditegaskan 
lagi dalam Keppres nomor 75 Tahun 
1999 yang terdapat pada Pasal 6 ayat 
(2) bahwa, anggota Komisi yang 
menangani perkara dilarang:
a. mempunyai hubungan sedarah 
atau semenda sampai derajat ke 
tiga dengan salah satu pihak yang 
berperkara; atau
b. mempunyai kepentingan dengan 
perkara yang bersangkutan.
Untuk menjaga independensi dan 
integritas anggota Komisi,  per- 
syaratan untu menjadi anggota 
Komisi telah dirumuskan dalam 
Pasal 31 sampai dengan Pasal 34. 
Dalam persyaratan tersebut dikehen-
daki anggota-anggota terpilih dan 
terpercaya (credible). Integritas 
moral dan kepercayaan untuk memi-
lih seseorang adalah unsur penting 
yang sangat menentukan apalagi 
sebagai anggota komisi yang terkait 
dengan dunia bisnis dan pelaku 
usaha, maka kepribadian dan integri-
tas memegang peranan kunci (plays 
a key role) dalam menangani perkara 
persaingan. 
Atas dasar peran KPPU sebagai 
lembaga pengawas, maka tugas  
yang disandang oleh KPPU didalam 
Pasal 35. Sebagai tindak lanjut atas 
tugas yang dibebankan, KPPU juga 
mempunyai wewenang yang terca- 
kup dalam Pasal 36. Jika dicermati 
tugas dan wewenang KPPU dalam 
pasal-pasal tersebut,  sebenarnya 
kewenangan KPPU hanya terbatas 
pada kewenangan administratif, 
meskipun terdapat kewenangan yang 
mirip badan penyidik, namun tugas 
penyidikan, penuntutan dan pemutus 
itu dalam rangka memberikan sanksi 
hukuman administrasi semata. 
Demikian juga dengan kekuatan 
hukum dari putusan KPPU mempu-
nyai kekuatan eksekutorial, yaitu 
keputusan yang sederajat dengan 
keputusan hakim, oleh sebab itu 
putusan KPPU dapat langsung 
dimintakan eksekusi (Fiat Excecutie) 
pada Pengadilan Negeri yang 
berwenang tanpa harus beracara 
sekali lagi di pengadilan tersebut. 
(Pasal 46 ayat (2) UUPU).
Proses penyelidikan dan pemerik-
saan merupakan salah satu bagian 
dari proses beracara di KPPU. 
Hukum acara di KPPU ditetapkan 
pertama kali melalui Surat Keputu-
san Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000, 
tentang Tata Cara Penyampaian 
Laporan dan Penanganan Dugaan 
Pelanggaran Terhadap UU No.5 
Tahun 1999. Surat Keputusan terse-
but telah diubah menjadi Peraturan 
Komisi No.1 Tahun 2006, tentang 
Tata Cara Penanganan Perkara di 
KPPU yang mulai efektif berlaku 
pad tanggal 18 Oktober 2006. 
Proses penyelidikan dan pemerik-
saan merupakan prosedur yang dike-
nal dalam hukum pidana yaitu proses 
mencari kebenaran materiil. Dalam 
mencari kebenaran materiil diperlu-
kan keyakinan KPPU bahwa pelaku 
usaha melakukan atau tidak melaku-
kan perbuatan yang menyebabkan 
terjadinya praktik monopoli dan 
persaingan tidak sehat. (Wibowo dan 
Sinaga, 2005 : 365)dan KPPU mulai 
melakukan pemeriksaan (pendahulu-
an) jika terdapat salah satu indikasi 
dari perbuatan berikut ini : (1) Atas 
inisiatif Komisi sendiri apabila ada 
dugaan telah terjadinya pelanggaran 
Undang-undang Anti Monopoli, (2) 
Atas laporan tertulis dari pihak yang 
merasa dirugikan;setiap orang yang 
mengetahui atau patut diduga telah 
terjadi pelanggaran terhadap Un- 
dang-undang Anti Monopoli, (3) 
Atas laporan tertulis dari setiap orang 
yang mengetahui atau patut diduga 
telah terjadi pelanggaran terhadap 
Undang-undang Anti Monopoli 
(Fuady, 1999 : 104).
Berdasarkan hasil pemeriksaan 
pendahuluan yang diperoleh, jika 
hasilnya adalah penetapan untuk 
melakukan pemeriksaan lanjutan, 
maka akan dilakukan tindakan 
penyelidikan dan pemeriksaan. Pihak 
yang melaporkan harus memberikan 
identitasnya kepada KPPU dan wajib 
dirahasiakan identitas pelapor oleh 
KPPU.
Mekanisme pemeriksaan perkara 
oleh KPPU pada prinsipnya sama 
dengan pengertian pemeriksaan 
dalam hukum acara pidana, namun 
terdapat sedikit perbedaan dalam hal 
siapa yang dimaksud dengan subyek 
pelapor dalam perkara persaingan 
usaha. Dalam pemeriksaan perkara 
yang didasarkan atas dasar laporan 
adalah pemeriksaan yang dilakukan 
karena adanya laporan dari ma- 
syarakat atau pelaku usaha yang 
dirugikan oleh tindakan pelaku usaha 
yang dilaporkan. Setelah menerima 
laporan, KPPU menetapkan majelis 
komisi yang akan bertugas memerik-
sa dan menyelidiki pelaku usaha 
yang dilaporkan. Dalam menjalan- 
kan tugas, majelis komisi dibantu 
oleh staf komisi. Pemeriksaan perka-
ra yang dilakukan atas dasar laporan 
menggunakan nomor perkara: 
Nomor perkara/KPPU-L (laporan)/ 
Tahun, sedangkan perkara yang 
diperiksa bukan atas dasar laporan 
pada nomor perkara tidak terdapat 
kode L (laporan).
Pemeriksaan atas dasar inisiatif 
KPPU didasarkan karena adanya 
dugaan atau indikasi dari hasil 
pengamatan dan persepsi sendiri 
disimpulkan adanya pelanggaran 
terhadap Hukum Persaingan. 
Mekanismenya, KPPU akan mem-
bentuk suatu Majelis Komisi untuk 
melakukan pemeriksaan terhadap 
pelaku usaha dan saksi. Dalam 
pemeriksaan tersebut majelis Komisi 
dibantu oleh staf komisi. Jika peme- 
riksaan perkara dilakukan atas dasar 
inisiatif komisi, maka pada penulisan 
nomor perkara adalah sama hanya 
saja menggunakan tanda I (Inisiatif). 
Pemeriksaan perkara dalam 
hukum acara persaingan usaha 
terdapat 2 (dua) jenis, yaitu pemerik-
saan pendahuluan dan pemeriksaan 
lanjutan. Untuk melakukan pemerik-
saan pendahuluan ini harus didasar-
kan pada laporan masyarakat, pihak 
yang dirugikan atau pelaku usaha. 
Berdasarkan laporan masyarakat 
KPPU menetapkan apakah perlu 
dilakukan pemeriksaan lanjutan atau 
tidak. Jika dianggap perlu, maka 
KPPU akan melakukan pemeriksaan 
kepada pelaku usaha yang dilapor-
kan. KPPU juga dapat mendengakan 
keterangan saksi, saksi ahli atau 
pihak lain yang dianggap memiliki 
keterangan yang diperlukan. Namun 
dalam melaksanakan tugas pemerik-
saan itu KPPU wajib melengkapi 
dirinya dengan surat tugas.
Di dalam Pasal 41 Hukum 
Persaingan Usaha menekankan 
bahwa selama melaksanakan tugas 
penyelidikan (pemeriksaan pendahu-
luan) dan pemeriksaan lanjutan 
pelaku usaha atau pihak lain yang 
diperiksa mempunyai kewajiban 
menyerahkan alat bukti yang diperlu-
kan dan dilarang menolak untuk 
diperiksa, dilarang menolak mem-
berikan informasi, dan dilarang 
menghambat proses penyelidikan 
dan pemeriksaan (lanjutan) yang 
dilakukan KPPU, oleh sebab itu, jika 
terdapat penolakan dari pelaku usaha 
atau pihak lain maka yang bersang-
kutan akan diserahkan kepada pe- 
nyidik untuk selanjutnya diproses 
sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
Adapun jangka waktu dalam 
pemeriksaaan lanjutan diberikan 
oleh Pasal 43 selambat-lambatnya 60 
(enam puluh) hari sejak dilakukan 
pemeriksaan lanjutan. Namun jika 
diperlukan tambahan waktu karena 
pemeriksaan dirasakan belum selesai 
masih  dapat diperpanjang paling 
lama 30 (tiga puluh) hari. Tidak 
dijelaskan dalam undang-undang 
apakah alasan dilakukan perpanja- 
ngan pemeriksaan lanjutan tersebut 
dan juga tidak dijelaskan lebih lanjut 
apa akibat hukumnya jika jangka 
waktu 60 hari dan tambahan 30 hari 
tersebut tidak dapat dipenuhi oleh 
KPPU.KPPU dalam melakukan 
pemeriksaan melalui beberapa taha-
pan, yaitu: 1). Panggilan, 2). Peme- 
riksaan, 3). Pembacaan Putusan. 
Tahap pemanggilan kepada  
pelaku usaha, saksi, atau pihak lain 
yang terkait dilakukan sebelum 
proses pemeriksaan dilaksanakan. 
Surat panggilan mengundang yang 
bersangkutan untuk hadir dalam 
proses pemeriksaan. Dalam surat 
panggilan memuat tanggal, hari, jam 
sidang serta tempat persidangan 
dilangsungkan. Jika terdapat pelaku 
usaha atau saksi yang dipanggil 
tetapi tidak hadir dalam persidangan 
dapat diancam dengan tindakan tidak 
kooperatif yang melanggar Pasal 42, 
selanjutnya perkara akan dilimpah-
kan ke kepolisian (Pasal 41) dengan 
demikian perkara tersebut sudah 
berubah menjadi perkara pidana.
Pada prinsipnya terhadap perkara 
apapun, pidana, perdata maupun 
persaingan usaha, setiap orang 
dilarang menghambat proses pe- 
nyelidikan atau pemeriksaan dengan 
tidak bersedia memberikan informasi 
atau alat bukti yang dapat men-
dukung jalannya pemeriksaan. 
Demikian juga dengan pelaku usaha 
tidak boleh menolak memberikan 
informasi maupun alat bukti baik itu 
berupa dokumen atau surat-surat 
yang menurut KPPU diperlukan 
dalam penyelidikan atau pemerik-
saan. 
Sebelum dilakukan pemeriksaan, 
KPPU wajib menjelaskan selengkap 
mungkin dokumen dan alat bukti apa 
saja yang dibutuhkan dalam pemer-
iksaan tersebut sehingga pelaku 
usaha dapat bersikap lebih kooperatif 
dengan mempersiapkan dokumen 
yang diperlukan tepat pada saat 
diperlukan. Demikian juga dengan 
timbal balik dari sikap kooperatif 
dari pelaku usaha, maka KPPU dian-
jurkan pula untuk sesegera mungkin 
mengembalikan dokumen data peru-
sahaan kepada pelaku usaha.  
Tahap pemeriksaan meliputi 
pemeriksaan administratif, pemerik-
saan pokok perkara, pemeriksaan 
pembuktian. Prosedur pemeriksaan 
administratif adalah pemeriksaan 
identitas dan pembacaan hak-hak 
pelaku usaha, saksi atau pihak lain. 
Pemeriksaan terhadap pokok perkara 
terdapat dua tahapan yaitu, pertama, 
pemeriksaan oleh KPPU. Kedua, 
pemberian kesempatan pada pelaku 
usaha untuk menyampaikan keteran-
gan atau dokumen. Pemeriksaan 
pembuktian menetapkan bahwa yang 
dapat dijadikan alat bukti dalam 
pemeriksaan terdiri dari: keterangan 
saksi, keterangan ahli, surat dan atau 
dokumen, petunjuk, keterangan 
terlapor/saksi pelaku usaha. Ketera- 
ngan saksi ahli diperlukan bilamana 
perkara yang diperiksa termasuk 
katagori perkara rumit. (Fahmi, 2009 
: 209). Apa yang dapat dijadikan 
sebagai ukuran bahwa suatu perkara 
termasuk ’perkara rumit’ tidak ter- 
dapat pedoman yang dapat dijadikan 
sebagai acuan dalam mengukur ting-
kat kerumitan suatu perkara oleh 
KPPU.
Dalam pemeriksaan pembuktian 
ini diperlukan sikap yang kooperatif 
dari pihak-pihak yang diperiksa oleh 
KPPU. Apabila tidak terdapat 
kerjasama antar pihak yang diperiksa 
dengan KPPU, maka pemeriksaan 
akan diserahkan kepada badan pe- 
nyidik umum untuk dilakukan pe- 
nyidikan terhadap penolakannya 
untuk diperiksa oleh KPPU sekaligus 
juga diselidiki pelanggarannya terha-
dap hukum  persaingan usaha. Kalau 
sudah dilimpahkan kepada penyidik 
umum, maka akan merubah status 
hukum perkara yang ditangani dari 
perkara administrasi (kasus persai- 
ngan dengan ancaman hukuman 
administrasi) menjadi kasus pidana 
(terkena ancaman hukuman pidana).
Setelah dilakukan tahapan peme- 
riksaan dan pemeriksaan lanjutan 
telah selesai seluruh rangkaian 
proses pemeriksaan sebelum dijatuh-
kan putusan oleh KPPU. Keseluru-
han proses tersebut memakan waktu 
60 (enam puluh) hari atau setelah  
diperpanjang selama 30 (tiga puluh) 
hari lagi. Putusan KPPU tentang 
adanya pelanggaran praktik monopo-
li dan persaingan usaha tidak sehat 
harus dibacakan dalam sidang yang 
dinyatakan terbuka untuk umum oleh 
majelis Komisi yang beranggotakan 
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang 
anggota Komisi. Hasil putusan 
KPPU harus segera diberitahukan 
kepada pelaku usaha yang diputus 
melanggar tersebut berupa petikan 
putusannya, dan  menurut Pasal 43 
ayat (4), yang dimaksud dengan 
pemberitahuan itu adalah menyam-
paikan petikan putusan KPPU).
3. Putusan KPPU Yang Terkait 
Dengan Praktik Monopoli.
3.1. Perkara Nomor 04/KP-
PU-I/2003 tentang Jasa Peti 
Kemas Oleh PT. Jakarta  
International Cargo Terminal
Kasus ini berawal dari hasil moni-
toring yang dilakukan oleh KPPU 
terhadap kegiatanusaha dalam 
bidang jasa terminal pelayanan bong-
kar muat petikemas di Pelabu-
hanTanjung Priok Jakarta Utara  
yang dilakukan oleh PT. JAKARTA 
INTERNATIONAL CONTAINER 
TERMINAL, disingkat dengan PT 
JICT dan KERJA SAMA OPERASI 
TERMINAL PETIKEMAS KOJA, 
disingkat dengan KSOTPK KOJA, 
terhadap PT. (PERSERO) PELABU-
HAN INDONESIA II, disingkat 
dengan PT. PELINDO II.
Dari hasil monitoring KPPU, di 
Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta 
Utara diduga terjadi praktikmonopoli 
dan atau persaingan usaha tidak sehat 
dalam bidang jasa terminal 
pelayananbongkar muat petikemas. 
Fakta-fakta yang diperoleh di lapan-
gan menunjukkan bahwa kegiatan 
usaha jasa terminal pelayanan bong-
karmuat petikemas di Pelabuhan 
Tanjung Priok Jakarta Utara jika 
dihubungkan dengan Pasal 26 ayat 
(1)Undang-undang Nomor 21 Tahun 
1992 tentang Pelayaran,yang mene-
tapkan bahwa,
”penyelenggaraan pelabuhan 
umum dilakukan oleh Pemerintah 
dan pelaksanaannya dapat dilim- 
pahkan kepada BadanUsaha 
Milik Negara, yang didirikan 
untuk maksud tersebut berdasar-
kan peraturan perundangan yang 
berlaku”
Sedangkan didalam Pasal 26 ayat 
(2)dinyatakan bahwa, 
”badan hukum Indonesia dapat 
diikutsertakan dalam penyeleng-
garaan pelabuhan umum atas 
dasar kerja sama dengan BUMN  
yangmelaksanakan pengusahaan 
pelabuhan”
Berdasarkan penjelasan Pasal 26 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 1992, bahwa,
”keikutsertaan badan hukum 
Indonesia dalam bekerja sama 
dengan BUMN dalam penyeleng-
garaan pelabuhan umumantara 
lain terhadap kegiatan jasa unit 
terminal peti kemas di pelabuhan, 
lapanganpenumpukan, penun- 
daan, dan lain sebagainya. 
Sedangkan kegiatan penyediaan-
jasa kolam pelabuhan dalam 
rangka keselamatan hanya dapat 
dilakukan olehBUMN” 
KPPU telah menyampaikan saran 
kepadaMeneg BUMN tertanggal 19 
Pebruari 2003 yang pada pokoknya 
mengharapkanMenteri bersangkutan 
menggunakan segala pengaruh dan 
wewenangnya agar klausuldi dalam 
authorization agreement dihilangkan 
atau disesuaikan dengan jiwa,sema- 
ngat serta tujuan Hukum Persaingan.
PT PELINDO III adalah peme-
gang hak pengelolaan pelabuhan 
umum sebagaimana diaturdidalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 
Tahun 1991, telah memberikan kon- 
sesi pengelolaan terminal petikemas 
kepada PT JICT dengan jaminan 
bahwa tidak akanada pembangunan 
terminal petikemas sebagai tamba- 
han dari Unit TerminalPetikemas I, 
Unit Terminal Petikemas II, dan Unit 
Terminal Petikemas III sebelumter-
capainya throughput sebesar 75% 
(tujuh puluh lima persen) dari kapa-
sitas rancangbangunnya sebesar 3,8 
juta. 
Adanya klausul authorization 
agreement tersebut termasuk salah 
satu bentuk  perjanjian  ekslusif  
yang dilarang oleh undang-undang 
sebab dapat menimbulkan hambatan 
strategis yang nyata bagi para pelaku 
usaha baru yangakan memasuki 
pasar bersangkutan pelayanan bong-
kar muat petikemas di pelabu-
hanTanjung Priok. Hal ini ditegaskan 
bahwauntuk mendapatkan pelayanan 
bongkar muat petikemasdi pelabu-
han Tanjung Priok mereka harus 
mengikatkan diri pada kontrak yang-
bersifat ekslusif. Tanpa adanya 
kontrak yang mengikat tersebut, 
maka mereka tidakakan dilayani PT 
JICT dan KSO TPK KOJA. 
Berdasarkan fakta-fakta tersebut 
menunjukkan bahwa PT JICT telah 
melakukan penguasaan pasar pada 
pasar bersangkutansebagaimana 
dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) 
huruf c.
Berdasarkan pertimbangan terse-
but, maka Majelis Komisi menilai 
dan berpandanganbahwa esensi dari 
klausul Authorization Agreement 
bukan merupakancerminan kerjasa-
ma sebagaimana dimaksud di dalam 
Pasal 26 ayat (2) melainkan bentuk 
transaksi pelimpahan kewenangan 
ataupun transaksi pelimpahan Hak 
Monopoli dengan memberikan jami-
nan untuk menguasai 75% (tujuh 
puluh lima persen) pangsa pasar pada 
pasar bersangkutan.dari PT PELIN-
DO sebagai BUMN.
KPPU mempertimbangkan unsur- 
unsur pelanggaran Hukum Persai- 
ngan yang terdapat dalam Pasal 4, 
yaitu
”pelaku usaha dilarang membuat 
perjanjian dengan pelaku usaha lain 
untuksecara bersama-sama melaku-
kan penguasaan produksi dan atau 
pemasaran barangdan atau jasa 
yang dapat mengakibatkan praktik 
monopoli dan atau persainganusaha 
tidak sehat”
Selanjutnya menyatakan bahwa 
PT JICT secara sah dan meyakinkan 
telah melanggar Pasal 17 ayat (1) dan 
Pasal 25 ayat (1) huruf c.Mencermati 
pengaturan pasal tentang monopoli 
dan penyalahgunaan posisi dominan 
yang terdapat dalam Hukum Persai- 
ngan Usaha masing-masing diatur 
dalam Pasal 17 dan Pasal 25. Dengan 
menggunakan pendekatan rule of 
reason larangan penguasaan pangsa 
pasar sebesar 50% didalam Pasal 17 
dan 59% serta 75% didalam Pasal 25 
dirasakan terlalu besar(Anggraini, 
2010 : 474). Sebab penguasaan pasar 
bukan merupakan pelanggaran 
hukum anti monopoli, jika  posisi 
tersebut dapat juga diraih melalui 
aktivitas monopoli alamiah atau legal 
berdasarkan persaingan pasar yang 
fair dan sehat(Gellhor dan Kovacic, 
1994 : 121-122)
3.2.  Perkara Nomor 03/KPPU-L 
/2004 tentang Pengadaan Holo-
gram Pita Cukai oleh PT. Pura 
Nusapersada
Kasus ini berawal dari laporan 
yang diterima KPPU tertanggal 19 
Januari 2004. Dua perusahaan 
sebagai terlapor I dan II diduga 
melakukan kesepakatan dalam 
rangka  pengadaan hologram pita  
cukai. Terlapor I adalah   Perusahaan 
Umum Percetakan Uang Republik 
Indonesia (Perum Peruri) dan Ter- 
lapor II adalahPT Pura Nusapersada. 
Kedua perusahaanmembuat kesepa-
katan bahwa pasokan hologram pita 
cukai kepada Perum Peruri selama 
ini akan dilakukan olehPT Pura Nu- 
sapersada saja.
Kesepakatan mereka buat pada 
tanggal9 Mei 1995 tertuang dalam 
Surat Perjanjian Nomor SP-302/V/ 
1995/204/DM/V/95. Kesepakatan itu 
tidak ada batas waktunya serta telah 
mendapat persetujuan dari oleh 
Ditjen Bea dan Cukai pada tahun 
1995. Adanya perjanjian tersebut 
menyebabkan penguasaan produksi 
hologrampita cukai rokok terpusat 
pada satu pelaku usaha saja yaitu PT 
Pura Nusapersada. Akibatnya PT 
Pura Nusapersada akan menjadi 
pemasok tunggal hologram pitacukai 
pada Perusahaan Umum Percetakan 
Uang Republik Indonesia (Perum 
Peruri) sementara pelaku usaha lain 
yang sejenis sulit masuk menjadi 
pemasok hologram pita cukai kepada 
Perum Peruri. Ini artinya didalam 
pasar  bidang cetak hologram pitacu-
kai telah terjadi hambatan masuk 
(barrier to entry) yang diciptakan 
oleh pelaku usaha yang sangat berpe-
luang menimbulkan  terjadinya prak-
tik monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat yang dilarang oleh 
hukum persaingan usaha.
Oleh sebab itulah KPPU kemudi-
an melakukan serangkaian pemerik-
saan pendahuluan untuk mendapat-
kan bukti-bukti yang diperlukan. 
Setelah dilakukan beberapa kali 
pemeriksaan pendahuluan yaitu pada 
tanggal 17 Maret 2004, 19 Maret 
2004, dan 1 April 2004 Tim Pemerik-
sa menemukan adanya indikasi 
pelanggaran terhadap ketentuan 
Pasal 17 ayat (1), Pasal17 ayat (2) 
huruf b dan Pasal 25 ayat (1) huruf c 
UUPU.
Pemeriksaan pendahuluan dilaku-
kan terhadap Pelapor, Terlapor I dan 
Terlapor II.dan Ditjen Bea dan 
Cukai. Dari serangkaian pemerik-
saan pendahuluan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa 1). Pelapor me- 
rupakan badan usaha yang mempro-
duksi hologram tetapi masih mulai 
memasarankan dan belum melaku-
kan usaha komersiil, 2). Terlapor I 
mempunyai tugas untuk mencetak 
uang kertas dan uang logam serta 
mencetak dokumen sekuriti yang 
menyangkut keamanan negara.Ter- 
lapor I mengikutsertakan Terlapor II 
dalam hal mencetak dan melekatkan 
hologram pada pita cukai, 3). Ter- 
lapor II memiliki kegiatan mempro-
duksi hologram pitacukai dan memi-
liki pesaing potensial  PT Mitra 
Sakti, PT Sumber Cakung, PT Royal 
Standar, PT Semarang Packaging 
Industry. Terlapor II tidak keberatan 
jika dilakukan tender dalam 
pengadaan hologram pita cukai, 4). 
Ditjen Bea dan Cukai menyatakan 
bahwa perjanjian tersebut dapat 
dibatalkan selanjutnya melalui 
tender dengan syarat-syarat tertentu 
asalkan ada jaminan kepastian keter-
sediaan pita cukai. Ditjen Bea dan 
Cukai juga menegaskan bahwa 
pengadaan pita cukai berhologram 
tidak dilakukan melalui konsorsium 
karena pengawasannya sulit.
Setelah melakukan Pemeriksaan 
Pendahuluan, akhirnya  Tim Peme- 
riksa berkesimpulan bahwa terdapat 
indikasi adanya pelanggaran terha-
dap ketentuan Pasal 17 ayat (1), 
Pasal , 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 
25 ayat (1) huruf c UUPU. Pasal 17 
menentukan adanya praktik monopo-
li dan Pasal 25 tentang penyalahgu-
naan posisi dominan oleh Terlapor I 
dan Terlapor II.
Oleh karena itu, Tim Pemeriksa 
merekomendasikan agar pemerik-
saan dilanjutkan ke Pemeriksaan 
Lanjutan dengan alasan bahwa 
kegiatan yang dilakukanoleh PT Pura 
Nusapersadasebagai Terlapor II 
adalah akibat adanya perjanjian 
kerjasama pengadaan hologrampita 
cukai antara Perum Peruri danPT 
Pura Nusapersadatelah menyebab-
kan timbulnya hambatan masuk 
(entry barrier) bagi produsenholo-
gram lain yang berpeluang menim-
bulkan praktik monopoli. Atas dasar 
rekomendasi Tim Pemeriksa terse-
but, KPPU mengeluarkan Penetapan 
Komisi Nomor 08/PEN/KP-
PU/IV/2004 tanggal 6 April2004 
untuk melanjutkan Perkara Nomor 
03/KPPU-L/2004 ke Pemeriksaan 
Lanjutanterhitung sejak tanggal 6 
April 2004 sampai dengan tanggal 2 
Juli 2004.
Pemeriksaan Lanjutan telah 
beberapa dilakukan oleh Komisi 
antara lain pada tanggal 17 Mei 
2004, 24 Mei 2004, 31 Mei 2004, 8 
Juni 2004,9 Juni 2004,dan 10 Juni 
2004.  Selama tahap pemeriksaan 
lanjutan  diperiksa tiga buah perusa-
haan hologram pitacuka sebagai 
saksi, Ditjen Bea dan Cukai dan 
Botasupal (Badan Koordinasi Pem-
berantasan Uang Palsu). Dari  
serangkaian pemeriksaan lanjutan 
dapat disimpulkan berikut ini : 1).  
Para Saksi   pada umumnya adalah  
perusahaan yang bergerak dalam 
bidang usaha percetakan hologram 
pitacukai dan atau percetakan biasa, 
percetakan dokumen sekuriti seperti 
materai, akte perkawinan dan buku 
nikah serta percetakan hologram 
untuk plat nomor kendaraan bermo-
tor dan cap-cap tiga dimensi, 
2).Botasupal memiliki tugas dan 
wewenang melakukan pengawasan 
dan pembinaan terhadap percetakan 
dokumen sekuriti serta memberikan 
ijin dan rekomnedasi kepada produ-
sen dan distributor hologram. Bota-
supal belum memberikan rekomen-
dasi ijin usaha/operasi dokumen 
sekuriti kepada Pelapor dengan 
alasan Pelapor masih mengambil 
mesin master dari luar negeri, 3). 
Terlapor II menerangkan bahwa 
tidak bersedia menempatkan mesin 
cetak dan pelekatan hologram pada 
Terlapor I dengan alasan Terlapor II 
tidak dapatmengembangkan teknolo-
gi hologram dan akan terjadi 
inefisiensi serta sebenarnya tidak 
keberatan untuk mengubah perjanji-
an Tahun 1995 apabila bertentangan 
dengan Undang-undang Nomor 5 
Tahun1999, 4). Terlapor I, Terlapor II 
dan Ditjen Bea dan Cukai serta PT 
KertasPadalarang telah mengadakan 
pertemuan yang menyepakati peru-
bahanperjanjian Pengadaan Holo-
gram untuk Cetakan Pita Cukai.
Proses produksi pita cukai 
berhologram dalam praktiknya tidak 
efisien karena pita cukai berholo-
gram tidak dibuat sepenuhnya oleh 
Terlapor I, tetapi ada bagian seperti 
hologramdibuat oleh Terlapor II dan 
pada bagian kertas pita cukai dibuat 
oleh PT Kertas Padalarang. Perma- 
salahan pokok dalam dalam 
pengadaan pita cukai berhologram 
sebenarnya lebih banyak karena 
keterlambatan pengiriman dan atas 
keterlambatantersebut Perum Peruri  
dikenakan penalti sehingga  Ditjen 
Bea dan Cukai sebenarnya setuju 
apabila pengadaan hologram pita 
cukai terbuka melalui tender namun 
kendalanya adalah adanya perjanjian 
ekslusif antara Terlapor I  dan Ter- 
lapor II, sedangkan kewenangan 
untuk membatalkan perjanjian terse-
but bukan beradapada Ditjen Bea dan 
Cukai tetapi berada pada kedua pihak 
yang melakukan perjanjian..
Botasupal telah memberikan 
rekomendasi ijin usaha/operasi 
dokumensekuriti kepada 5 (lima) 
perusahaan hologram yaitu PT 
Sumber Cakung, PTKarya Aroma 
Sejati, PT Royal Standar, PT Pura 
Barutama dan PT Pura Nusapersada 
selaku pabrik hologram serta satu 
agen hologram yaitu PT. Mitra 
Sakti.. Sedangkan perusahaan holo-
gram yang dapat memenuhi seluruh-
kebutuhan hologram pita cukai yang 
berjumlah 17 (tujuh belas) Milyar 
keping hanya 2 (dua) perusahaan 
yaitu PT Pura Nusapersada dan PT 
Karya Aroma Sejati.
Berdasarkan bukti-bukti dan fakta 
hukum yang ada, maka Majelis 
Komisi menutuskan : Perum Peruri 
sebagai Terlapor I dan PT Pura Nu- 
sapersada sebagai Terlapor II terbuk-
ti secara sah dan meyakinkan me- 
langgar pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) 
huruf b Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1999, namun  tidak terbukti 
melanggar pasal 25 ayat (1) huruf c. 
Selanjutnya memerintahkan kepada 
Terlapor I dan Terlapor II untuk 
menghentikan kegiatanyang menga-
kibatkan terjadinya praktik monopoli 
dan atau persaingan usaha tidaksehat 
dalam pengadaan hologram pada pita 
cukai dengan cara membatalkan 
SuratPerjanjian Nomor SP-302/V/ 
1995. Juga memerintahkan kepada 
Terlapor I untuk membuka pasar 
pengadaan hologram pada pita cukai 
dengan memberikan kesempatan 
yang sama kepada setiap pelaku 
usaha untuk turut serta dalam 
pengadaan hologram pada pita cukai 
melalui tender yang terbuka dan 
transparan, selambat-lambatnya un- 
tuk pengadaan hologram pada pita 
cukai tahun anggaran 2005.
Analisis putusan dari perkara 
diatas sebagai berikut : 1). Perum 
Peruri dan PT Pura Nusapersada 
terbukti melakukan praktik praktik 
monopoli, 2). Perum Peruri dan PT 
Pura Nusapersada melanggar Pasal 
17 ayat (1 dan (2) huruf b, 3). Perum 
Peruri dan PT bagi pelaku usaha lain 
yang Pura Nusapersada menciptakan 
hambatan masuk hendak ikut tender.
Simpulan
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terhadap prinsip larangan praktik 
monopoli dalam memutus perkara 
persaingan usaha didasarkan pada 
ada tidaknya kepentingan umum 
(public interest) yang dirugikan oleh 
pelaku usaha. Pertimbangan hakim 
(ratio decidendi) komisioner untuk 
menetapkan pelanggaran terhadap 
prinsip larangan praktik monopoli 
adalah adanya unsur pasal 17 ayat (2) 
UUPU yang meliputi: a)non substitu-
tion; b) barrier to entry; c) dan 
market share. Dalam beberapa perka-
ra persaingan usaha KPPU telah 
menerapkan prinsip tersebut sebagai 
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Murni : Implementasi Prinsip Larangan Praktik...
Pendahuluan 
Laranganpraktik monopoli ditem-
patkan oleh pembentuk undang-un-
dang sebagai bagian dari judul 
Undang-undang Persaingan Usaha 
Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya 
disebut dengan UUPU) bukan tanpa 
sebab dan alasan. Kata ”Larangan-
praktik monopoli” juga bukan kata 
yang tanpa makna. Bagi pelaku 
usaha kata tersebut cukup berarti 
terhadap peletakan strategi bisnis 
dalam perusahaan. Dalam tataran 
yuridis dalam UUPUterdapat dua 
kata memiliki kemiripan yang digu-
nakan secara berganti-ganti, yakni 
kata ”monopoli” dan ”praktik mono- 
poli”. Kendatipun demikian, dari 
segi makna kedua istilah tersebut 
terkandung perbedaan yang cukup 
mendasar. Kata “praktik monopoli” 
menjadi prinsip larangandalam 
UUPU sementara itu ”monopoli” 
tidak dijadikan sebagai prinsip lara- 
ngan dalam UUPU. Hal ini menun-
jukkan bahwa pada dua kata tersebut 
memang memiliki arti dan makna 
yang berbeda.
Mengingat sudah menjadi karak-
ter bagi setiap pelaku usaha jika 
selalu ingin menguasai pasar dan 
memenangkan persaingan didalam 
pasar, maka tidak segan-segan 
pelaku usaha melakukan tinda-
kan-tindakan yang cenderung meng-
abaikan kode etik yang lazim dite- 
rapkan dalam bisnis bahkan tidak 
peduli umtuk melanggar aturan 
hukum. Oleh sebab itu, tidak jarang 
beberapa pelaku usaha dihadapkan 
pada persoalan pelanggaran aturan 
hukum, khususnya hukum  persai- 
ngan usaha dan menjadi pihak yang 
harus mempertanggung jawabkan 
segala tindakan pelanggarannya 
dihadapan badan yang mengawasi 
perilakupelaku usaha di Indonesia, 
yaitu Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (selanjutnya disebut KPPU).  
Dari beberapa larangan yang 
diatur dalam UUPU, terdapat salah 
satu larangan  yang dapat dikualifi-
kasikan sebagai pelanggaran UUPU 
adalah melakukan tindakan praktik 
monopoli. Ketentuan Pasal 17 
UUPU adalah parameter yuridis 
untuk mengkualifikasikan suatu 
tindakan termasuk praktik monopoli 
atau bukan. KetikaKPPU menemu-
kan salah satu dari kriteria pasal 
tersebut telah dilakukan oleh pelaku 
usaha, maka KPPU  berhak untuk 
melakukan penyidikan dan penyeli-
dikan kepada pelaku usaha yang 
bersangkutan. Sebagai lembaga pe- 
ngawas kegiatan pelaku usaha, 
KPPU memiliki kewenangan yang 
cukup besar terhadap segala bentuk 
perilaku pelaku usaha yang melang-
gar Pasal 35 UUPU.
KPPU memiliki kewenangan 
menangani perkara yang berbeda 
dengan pengadilan perdata yang 
menangani hak-hak perorangan yang 
bersifat privat, karena perkara yang 
ditangani KPPU bersifat publik. Hal 
ini sesuai dengan tujuan Hukum 
persaingan usaha yang tercantum 
dalam Pasal 3 huruf a, yaitu untuk 
”menjaga kepentingan umum dan 
meningkatkan efisiensi ekonomi 
nasional sebagai salah satu upaya 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat” (Anggara, 2009 : 163). 
Sehingga tugas KPPU harus menjaga 
kondisi perekonomian nasionalagar 
tercipta iklim persaingan usaha yang 
sehat melalui putusan-putusan yang 
dibuatnya tidak terdistorsi oleh 
kepentingan kelompok tertentu saja. 
Berdasarkan uraian latar belakang 
tersebut, dapat dirumuskan permas-
alahan berikut, bagaimanakah imple-
mentasi prinsip larangan praktik 
monopoli dalam putusan KPPU 
(melalui putusan hakim komisioner) 
? Untuk mengkajinya dapat dicerma-
ti dari pertimbangan hakim komi- 
sioner (ratio decidendi) dalam putu-
sannya.
Pembahasan 
1. Prinsip Larangan Praktik 
Monopoli Dalam UUPU 
Parameter yang digunakan oleh 
UUPU untuk mengetahui pelaku 
usaha melakukan monopoli atau 
tidak, terdapat dalam Pasal 17 
UUPU, disebutkan bahwa,
(1)  Pelaku usaha dilarang melaku-
kan penguasaan atas produksi 
dan atau pemasaran barang 
dan atau jasa yang dapat me- 
ngakibatkan terjadinya praktik 
monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat. 
(2)  Pelaku usaha patut diduga atau 
dianggap melakukan pengua-
saan atas produksi dan atau 
pemasaran barang dan atau 
jasa sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), apabila:
a. barang dan atau jasa yang 
bersangkutan belum ada   sub-
stitusinya;atau
b. mengakibatkan pelaku usaha 
lain tidak dapat masuk ke 
dalam persaingan usaha ba- 
rang dan atau jasa yang sama; 
atau
c.  pelaku usaha atau satu kelom-
pok pelaku usaha menguasai 
lebih dari  50% (lima puluh 
persen) pangsa pasar satu jenis 
barang atau jasa tertentu.
Mencermati rumusan Pasal 17 di 
atas memberi pemahaman bahwa 
pelaku usaha akan dianggap melaku-
kan penguasaan atas produksi dan 
atau pemasaran jika perilakunya 
memenuhi kualifikasi unsur-unsur 
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, 
atau c. Unsur-unsur itu bersifat alter-
natif artinya cukup terdapat salah 
satu unsur saja seorang pelaku usaha 
sudah dapat dikualifikasikan sebagai 
telah melakukan kegiatan praktik 
monopoli. 
Pada asasnya segala bentuk 
kegiatan maupun perjanjian yang 
dilakukan pelaku usaha jika mengki-
batkan praktik monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat adalah 
dilarang. Monopoli tidak dilarang 
sepanjang tidak mengakibatkan 
praktik monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat, karena tidak 
semua monopoli merugikan ada juga 
monopoli yang menguntungkan 
(aspek positif monopoli). Sedangkan 
yang dimaksud dengan aspek negatif 
monopoli adalah pengertian dari 
praktik monopoli itu sendiri, yakni 
kegiatan monopoli yang senantiasa 
menimbulkan inefesiensi sumber 
daya dan kerugian pada masyarakat.
Monopoli dan persaingan sebagai 
dua konsep yang memiliki sisi positif 
bagi persaingan dan sisi negatif bagi 
monopoli hal itu merupakan pandan-
gan yang sangat sederhana. Kalau 
dikaji lebih jauh, kedua konsep itu 
saling memiliki aspek-aspek positif 
maupun aspek negatif, tergantung 
sasaran apa yang hendak dicapai dari 
masing-masing. Misalnya, monopoli 
yang dilakukan untuk melindungi 
sumber daya yang vital dari eksploi-
tasi pihak-pihak yang mencari keun-
tungan sendiri, maka monopoli itu 
dianggap sebagai sisi positif dari 
monopoli. Sebaliknya, persaingan 
yang berkonotasi baik bisa beraspek 
negatif, jika persaingan itu terjadi 
tanpa kendali dan pengawasan dari 
negara, tidak lagi mempertimbang-
kan aspek ekonomi, akhirnya yang 
terjadi persaingan yang saling 
mematikan, yang kuat menghancur-
kan yang lemah, maka tujuan 
persaingan yang seharusnya mem-
beri kesejahteraan yang maksimal 
kepada masyarakat dan kesempatan 
yang sama kepada pelaku usaha 
tidak dapat terwujud. 
Berdasarkan pengertian monopoli 
yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 
UUPU, terkandung dua unsur pen- 
ting dalam monopoli, yaitu (1) 
adanya penguasaan atas produk, dan 
atau pemasaran barang dan atau atas 
penggunaan jasa tertentu, (2) dilaku-
kan oleh satu pelaku usaha atau satu 
kelompok pelaku usaha. 
Adapun bentuk kegiatan pengua-
saan atas produksi dan pemasaran 
yang dilarang itu memiliki kriteria 
sebagai berikut : (1) penguasaan atas 
produksi, (2) penguasaan atas 
pemasaran produksi atau jasa, (3) 
barang dan jasa yang berada di 
bawah penguasaan itu tidak ada 
substitusinya di pasar, (4) praktik 
tersebut mengakibatkan terjadinya 
monopoli atau persaingan usaha 
tidak sehat (Ginting, 2001 : 68)
Hal ini artinya penguasaan atas 
produk dan pemasaran suatu produk-
si tidak dilarang oleh undang-undang 
sepanjang tidak meniadakan atau 
mengurangi persaingan di pasar 
(lessen competition), seperti kasus 
paling aktual saat ini yang dilakukan 
oleh Carrefour. 
Didalam Pasal 1 ayat (2) UUPU 
memuat pengertian dari praktik 
monopoli, yang mengandung unsur- 
unsur : (1) Terjadinya pemusatan 
kekuatan ekonomi pada satu atau 
lebih pelaku usaha, (2) Terdapat 
penguasaan atas produksi atau 
pemasaran barang atau jasa tertentu, 
(3) Terjadinya persaingan usaha 
tidak sehat, (4) Tindakan tersebut 
merugiakan kepentingan umum 
(Kagramanto, 2007 : 181)
Jika dibandingkan dengan kriteria 
praktik monopoli terdapat dalam 
Pasal 17 ayat (2), yang memuat 
unsur-unsur : (1) Melakukan perbua-
tan penguasaan atas suatu produk, (2) 
Melakukan perbuatan atas pemasa-
ran suatu produk, (3) Penguasaan 
tersebut dapat mengakibatkan terjad-
inya praktik monopoli, (4) pengua-
saan tersebut dapat mengakibatkan 
terjadinya persaingan usaha tidak 
sehat. 
Konsep praktik monopoli menga-
rah pada pengertian pemusatan 
kekuatan ekonomi, artinya terdapat 
korelasi antara praktik monopoli 
dengan pemusatan ekonomi. Pemu-
satan kekuatan ekonomi jangkauan- 
nya lebih luas daripada sekedar 
penguasaan pasar (bidang pemasa-
ran) karena menyangkut juga pada 
bidang produksi. Penguasaan pasar 
mengakibatkan berkurangnya per- 
saingan (lessen competition) uji 
materiilnya melalui struktur pasar 
sedangkan pemusatan kekuatan 
ekonomi menimbulkan konglomera-
si batu ujinya melalui perilaku pasar.
Untuk membuktikan unsur-unsur 
yang terdapat didalam Pasal 17 ayat 
(2)UUPU harus dapat dipenuhi, 
yakni : (1) Tidak terdapat produk 
substitusinya, (2) Pelaku usaha lain 
sulit masuk kedalam pasar persai- 
ngan terhadap produk yang sama 
dikarenakan hambatan masuk yang 
tinggi, (3) Pelaku usaha lain tersebut 
adalah pelaku usaha yang mempu-
nyai kemampuan bersaing yang 
signifikan dalam pasar bersangkutan, 
(4) Satu atau satu kelompok pelaku 
usaha telah menguasai lebih dari 
50% pangsa pasar suatu jenis produk 
(Winardi, 1996 : 457)
Pengertian unsur-unsur akan 
dijelaskan sebagai berikut : 
1. Produk substitusi
 Didalam Kamus Ekonomi, 
substitutional goods artinya 
benda-benda pengganti, yaitu 
adanya hubungan antara dua 
benda atau lebih, demikian rupa 
hingga benda x dapat mengganti-
kan benda y. Dengan demikian  
pengertian ini dapat dibedakan 
dengan pengertian benda-benda 
komplementer. Benda komple-
menter berfungsi sebagai benda 
pelengkap dari benda utama, 
tetapi tidak menggantikan fung-
sinya. 
 Beranjak dari pengertian di 
atas,  terjadinya  praktik monopoli 
didalam pasar ditandai dengan 
adanya satu jenis produk dalam 
pasar yang bersangkutan, tidak 
ditemukan barang pengganti yang 
menjadi alternatif bagi konsumen 
untuk memilih jenis lainnya yang 
lebih murah. Akibatnya penjual 
produk tersebut dapat memainkan 
harga karena pasarnya berada 
dalam penguasaannya.
 Oleh karena pasar hanya 
dikuasai satu jenis barang 
tertentu, maka didalam pasar 
tidak terjadi persaingan. Pasar 
yang tidak persaingan, pelaku 
usaha cenderung menentukan 
harga sesuai dengan kehendak- 
nya. Sehingga konsumen tidak 
memperoleh harga murah  yang 
lebih kompetitif dibandingkan 
dengan harga yang ditetapkan.
 Istilah substitusi juga ditemu-
kan didalam definisi pasar 
bersangkutan yang terdapat pada 
Pasal 1 angka 10 UUPU, disebut-
kan bahwa:
”Pasar bersangkutan adalah pasar 
yang berkaitan dengan jangkauan 
atau daerah pemasaran tertentu 
oleh pelaku usaha atas barang dan 
atau jasa yang sama atau sejenis 
atau substitusi dari barang dan 
atau jasa tersebut”.
 Untuk menilai sifat substitusi 
dari suatu produk dengan produk 
yang lain dapat digunakan dengan 
menggunakan pendekatan terha-
dap elastisitas permintaan dan 
penawaran melalui analisis prefe-
rensi konsumen. Dalam melaku-
kan analisis preferensi konsumen 
digunakan tiga parameter utama 
sebagai alat pendekatan, yaitu 
harga, karakter, dan kegunaan 
(fungsi) produk.(Assahinur, 2009 
: 18) Produk dalam suatu pasar 
tidak harus bersifat perfect substi-
tutes, karena sulit untuk menemu-
kannya, oleh sebab itu bisa 
dengan konsep close substitutes. 
Produk dalam suatu pasar tidak 
harus memiliki kualitas yang 
sama, oleh sebab itu, sepanjang 
konsumen menentukan bahwa 
produk terkait memiliki karakter 
dan fungsi yang sama, maka 
produk tersebut dapat dikatakan 
sebagai substitusi satu dengan 
lainnya. Untuk menerapkan Pasal 
1 angaka 10 telah dikeluarkan 
peraturan KPPU No.3 Tahun 
2009 tentang Pedoman Penerapan 
Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar 
Bersangkutan.
2. Barrier to entry
 Bentuk  Barrier to entry dapat 
berasal dari dua hal, yaitu dari sisi 
perusahaan dari sisi kebijakan 
publik dari sisi perusahaan strate-
gi yang diterapkan tidak hanya 
untuk menjaga kekuatan pasarnya 
melainkan juga mempertahankan 
laba monopolisnya. Sedangkan 
yang berasal dari kebijakan 
pemerintah biasanya memiliki 
tujuan tertentu, seperti kondisi 
alami industri yang merupakan 
natural monopoly.
3.  Penguasaan Pasar (Market 
Share)
 Menjadi penguasa dalam 
suatu jenis pasar merupakan hara-
pan dari setiap pelaku usaha, 
dengan menjadi penguasa yang 
nyata atas suatu pasar berarti 
pemusatan kekuatan ekonomi 
telah berada dalam genggaman 
pelaku usaha tersebut. Dengan 
kekuatan pasar yang dimilikinya 
itu pelaku usaha dapat menentu-
kan harga barang atau jasa dan 
dampak selanjutnya adalah keun-
tungan yang optimal pasti akan 
dapat diraihnya. Adapun wujud 
penguasaan pasar, dilakukan 
dengan cara: 1). Jual rugi (preda-
tory Pricing) dengan maksud 
untuk mematikan pesaingnya, 2). 
Melalui pratik penetapan biaya 
produksi secara curang serta 
biaya lainnya yang menjadi kom-
ponen harga barang, serta, 3). 
Perang harga maupun persaingan 
harga (Fahmi, 2009 : 139).
 Berbagai bentuk tindakan 
penguasaan pasar seperti ini 
hanya mugkin  dilakukan oleh 
pelaku usaha yang memiliki 
market power. Tolok ukur 
penguasaan pasar tidak harus 
menguasai sebesar 100%, 
penguasaan sebesar 50% atau 
75% saja sudah dapat dikatakan 
memiliki market power.
 Seperti didalam Pasal 17, 
kriteria menguasai pasar diberi-
kan batas lebih dari 50%, pelaku 
usaha yang menguasai pasar sebe-
sar 50% dapat diduga atau diang-
gap melakukan praktik monopoli 
yang merugikan kepentingan 
umum. Pasal 17 bersifat rule of 
reason, untuk dapat membuktikan 
adanya kerugian masyarakat perlu 
dilakukan berbagai penelitian dan 
kajian dari ahli hukum dan ahli 
ekonomi.
2.  KPPU Sebagai Lembaga 
Pengawasan Kegiatan Pelaku 
Usaha
 
Di Indonesia lembaga yang 
berwenang menjalankan fungsi 
pengawasan kegiatan pelaku usaha 
adalah Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha atau disingkat dengan KPPU. 
Pasal 30 ayat (1) UUPU menyebut-
kan,”Untuk mengawasi Undang-un-
dang ini dibentuk Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha yang selanjutnya 
disebut Komisi”, dan didalam Pasal 
30 ayat (3) disebutkan bahwa, 
”Komisi bertanggung jawab kepada 
Presiden”. Selanjutnya Pasal 34 ayat 
(1) menegaskan bahwa, ”Pembentu-
kan Komisi serta susunan organisasi, 
tugas, dan fungsinya ditetapkan 
dengan Keputusan Presiden”. Ak- 
hirnya KPPU didirikan pada tanggal 
8 Juli 1999 berdasarkan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 
75 Tahun 1999 tentang Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha. 
Dengan demikian, penegakan 
Hukum Persaingan Usaha serta 
pengawasan terhadap pelaku usaha 
berada dalam kewenangan KPPU.
Sebagai lembaga pengawas 
kegiatan pelaku usaha, KPPU memi-
liki kewenangan yang cukup besar 
terhadap segala bentuk perilaku 
pelaku usaha. Kewenangan tersebut 
meliputi penyidikan, penuntutan, 
konsultasi, memeriksa, mengadili, 
dan memutus perkara pelanggaran 
hukum persaingan oleh pelaku 
usaha. Namun bukan berarti tidak 
ada lembaga lain yang berwenang 
menangani perkara monopoli dan 
persaingan usaha, Pengadilan Negeri 
(PN) dan Mahkamah Agung (MA) 
juga diberi wewenang untuk mena- 
ngani perkara persaingan. Penga-
dilan Negeri diberi wewenang untuk 
menangani keberatan terhadap putu-
san KPPU. dan menangani pelangga-
ran hukum persaingan yang menjadi 
perkara pidana karena tidak dijalan- 
kannya putusan KPPU yang sudah in 
kracht. Sedangkan MA diberi 
kewenangan untuk menyelesaikan 
perkara pelanggaran hukum persai- 
ngan apabila terdapat keberatan atas 
putusan PN tersebut dengan menga-
jukan kasasi. Putusan MA harus 
dijatuhkan dalam waktu 30 hari sejak 
permohonan kasasi diterima. 
Pada Pasal 30 ayat (2) menegas-
kan bahwa, ”Komisi adalah suatu 
Lembaga Independen yang terlepas 
dari pengaruh dan kekuasaan Peme- 
rintah serta pihak lain”. Hal ini berar-
ti bahwa KPPU merupakan lembaga 
yang independen. Hal ini ditegaskan 
lagi dalam Keppres nomor 75 Tahun 
1999 yang terdapat pada Pasal 6 ayat 
(2) bahwa, anggota Komisi yang 
menangani perkara dilarang:
a. mempunyai hubungan sedarah 
atau semenda sampai derajat ke 
tiga dengan salah satu pihak yang 
berperkara; atau
b. mempunyai kepentingan dengan 
perkara yang bersangkutan.
Untuk menjaga independensi dan 
integritas anggota Komisi,  per- 
syaratan untu menjadi anggota 
Komisi telah dirumuskan dalam 
Pasal 31 sampai dengan Pasal 34. 
Dalam persyaratan tersebut dikehen-
daki anggota-anggota terpilih dan 
terpercaya (credible). Integritas 
moral dan kepercayaan untuk memi-
lih seseorang adalah unsur penting 
yang sangat menentukan apalagi 
sebagai anggota komisi yang terkait 
dengan dunia bisnis dan pelaku 
usaha, maka kepribadian dan integri-
tas memegang peranan kunci (plays 
a key role) dalam menangani perkara 
persaingan. 
Atas dasar peran KPPU sebagai 
lembaga pengawas, maka tugas  
yang disandang oleh KPPU didalam 
Pasal 35. Sebagai tindak lanjut atas 
tugas yang dibebankan, KPPU juga 
mempunyai wewenang yang terca- 
kup dalam Pasal 36. Jika dicermati 
tugas dan wewenang KPPU dalam 
pasal-pasal tersebut,  sebenarnya 
kewenangan KPPU hanya terbatas 
pada kewenangan administratif, 
meskipun terdapat kewenangan yang 
mirip badan penyidik, namun tugas 
penyidikan, penuntutan dan pemutus 
itu dalam rangka memberikan sanksi 
hukuman administrasi semata. 
Demikian juga dengan kekuatan 
hukum dari putusan KPPU mempu-
nyai kekuatan eksekutorial, yaitu 
keputusan yang sederajat dengan 
keputusan hakim, oleh sebab itu 
putusan KPPU dapat langsung 
dimintakan eksekusi (Fiat Excecutie) 
pada Pengadilan Negeri yang 
berwenang tanpa harus beracara 
sekali lagi di pengadilan tersebut. 
(Pasal 46 ayat (2) UUPU).
Proses penyelidikan dan pemerik-
saan merupakan salah satu bagian 
dari proses beracara di KPPU. 
Hukum acara di KPPU ditetapkan 
pertama kali melalui Surat Keputu-
san Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000, 
tentang Tata Cara Penyampaian 
Laporan dan Penanganan Dugaan 
Pelanggaran Terhadap UU No.5 
Tahun 1999. Surat Keputusan terse-
but telah diubah menjadi Peraturan 
Komisi No.1 Tahun 2006, tentang 
Tata Cara Penanganan Perkara di 
KPPU yang mulai efektif berlaku 
pad tanggal 18 Oktober 2006. 
Proses penyelidikan dan pemerik-
saan merupakan prosedur yang dike-
nal dalam hukum pidana yaitu proses 
mencari kebenaran materiil. Dalam 
mencari kebenaran materiil diperlu-
kan keyakinan KPPU bahwa pelaku 
usaha melakukan atau tidak melaku-
kan perbuatan yang menyebabkan 
terjadinya praktik monopoli dan 
persaingan tidak sehat. (Wibowo dan 
Sinaga, 2005 : 365)dan KPPU mulai 
melakukan pemeriksaan (pendahulu-
an) jika terdapat salah satu indikasi 
dari perbuatan berikut ini : (1) Atas 
inisiatif Komisi sendiri apabila ada 
dugaan telah terjadinya pelanggaran 
Undang-undang Anti Monopoli, (2) 
Atas laporan tertulis dari pihak yang 
merasa dirugikan;setiap orang yang 
mengetahui atau patut diduga telah 
terjadi pelanggaran terhadap Un- 
dang-undang Anti Monopoli, (3) 
Atas laporan tertulis dari setiap orang 
yang mengetahui atau patut diduga 
telah terjadi pelanggaran terhadap 
Undang-undang Anti Monopoli 
(Fuady, 1999 : 104).
Berdasarkan hasil pemeriksaan 
pendahuluan yang diperoleh, jika 
hasilnya adalah penetapan untuk 
melakukan pemeriksaan lanjutan, 
maka akan dilakukan tindakan 
penyelidikan dan pemeriksaan. Pihak 
yang melaporkan harus memberikan 
identitasnya kepada KPPU dan wajib 
dirahasiakan identitas pelapor oleh 
KPPU.
Mekanisme pemeriksaan perkara 
oleh KPPU pada prinsipnya sama 
dengan pengertian pemeriksaan 
dalam hukum acara pidana, namun 
terdapat sedikit perbedaan dalam hal 
siapa yang dimaksud dengan subyek 
pelapor dalam perkara persaingan 
usaha. Dalam pemeriksaan perkara 
yang didasarkan atas dasar laporan 
adalah pemeriksaan yang dilakukan 
karena adanya laporan dari ma- 
syarakat atau pelaku usaha yang 
dirugikan oleh tindakan pelaku usaha 
yang dilaporkan. Setelah menerima 
laporan, KPPU menetapkan majelis 
komisi yang akan bertugas memerik-
sa dan menyelidiki pelaku usaha 
yang dilaporkan. Dalam menjalan- 
kan tugas, majelis komisi dibantu 
oleh staf komisi. Pemeriksaan perka-
ra yang dilakukan atas dasar laporan 
menggunakan nomor perkara: 
Nomor perkara/KPPU-L (laporan)/ 
Tahun, sedangkan perkara yang 
diperiksa bukan atas dasar laporan 
pada nomor perkara tidak terdapat 
kode L (laporan).
Pemeriksaan atas dasar inisiatif 
KPPU didasarkan karena adanya 
dugaan atau indikasi dari hasil 
pengamatan dan persepsi sendiri 
disimpulkan adanya pelanggaran 
terhadap Hukum Persaingan. 
Mekanismenya, KPPU akan mem-
bentuk suatu Majelis Komisi untuk 
melakukan pemeriksaan terhadap 
pelaku usaha dan saksi. Dalam 
pemeriksaan tersebut majelis Komisi 
dibantu oleh staf komisi. Jika peme- 
riksaan perkara dilakukan atas dasar 
inisiatif komisi, maka pada penulisan 
nomor perkara adalah sama hanya 
saja menggunakan tanda I (Inisiatif). 
Pemeriksaan perkara dalam 
hukum acara persaingan usaha 
terdapat 2 (dua) jenis, yaitu pemerik-
saan pendahuluan dan pemeriksaan 
lanjutan. Untuk melakukan pemerik-
saan pendahuluan ini harus didasar-
kan pada laporan masyarakat, pihak 
yang dirugikan atau pelaku usaha. 
Berdasarkan laporan masyarakat 
KPPU menetapkan apakah perlu 
dilakukan pemeriksaan lanjutan atau 
tidak. Jika dianggap perlu, maka 
KPPU akan melakukan pemeriksaan 
kepada pelaku usaha yang dilapor-
kan. KPPU juga dapat mendengakan 
keterangan saksi, saksi ahli atau 
pihak lain yang dianggap memiliki 
keterangan yang diperlukan. Namun 
dalam melaksanakan tugas pemerik-
saan itu KPPU wajib melengkapi 
dirinya dengan surat tugas.
Di dalam Pasal 41 Hukum 
Persaingan Usaha menekankan 
bahwa selama melaksanakan tugas 
penyelidikan (pemeriksaan pendahu-
luan) dan pemeriksaan lanjutan 
pelaku usaha atau pihak lain yang 
diperiksa mempunyai kewajiban 
menyerahkan alat bukti yang diperlu-
kan dan dilarang menolak untuk 
diperiksa, dilarang menolak mem-
berikan informasi, dan dilarang 
menghambat proses penyelidikan 
dan pemeriksaan (lanjutan) yang 
dilakukan KPPU, oleh sebab itu, jika 
terdapat penolakan dari pelaku usaha 
atau pihak lain maka yang bersang-
kutan akan diserahkan kepada pe- 
nyidik untuk selanjutnya diproses 
sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
Adapun jangka waktu dalam 
pemeriksaaan lanjutan diberikan 
oleh Pasal 43 selambat-lambatnya 60 
(enam puluh) hari sejak dilakukan 
pemeriksaan lanjutan. Namun jika 
diperlukan tambahan waktu karena 
pemeriksaan dirasakan belum selesai 
masih  dapat diperpanjang paling 
lama 30 (tiga puluh) hari. Tidak 
dijelaskan dalam undang-undang 
apakah alasan dilakukan perpanja- 
ngan pemeriksaan lanjutan tersebut 
dan juga tidak dijelaskan lebih lanjut 
apa akibat hukumnya jika jangka 
waktu 60 hari dan tambahan 30 hari 
tersebut tidak dapat dipenuhi oleh 
KPPU.KPPU dalam melakukan 
pemeriksaan melalui beberapa taha-
pan, yaitu: 1). Panggilan, 2). Peme- 
riksaan, 3). Pembacaan Putusan. 
Tahap pemanggilan kepada  
pelaku usaha, saksi, atau pihak lain 
yang terkait dilakukan sebelum 
proses pemeriksaan dilaksanakan. 
Surat panggilan mengundang yang 
bersangkutan untuk hadir dalam 
proses pemeriksaan. Dalam surat 
panggilan memuat tanggal, hari, jam 
sidang serta tempat persidangan 
dilangsungkan. Jika terdapat pelaku 
usaha atau saksi yang dipanggil 
tetapi tidak hadir dalam persidangan 
dapat diancam dengan tindakan tidak 
kooperatif yang melanggar Pasal 42, 
selanjutnya perkara akan dilimpah-
kan ke kepolisian (Pasal 41) dengan 
demikian perkara tersebut sudah 
berubah menjadi perkara pidana.
Pada prinsipnya terhadap perkara 
apapun, pidana, perdata maupun 
persaingan usaha, setiap orang 
dilarang menghambat proses pe- 
nyelidikan atau pemeriksaan dengan 
tidak bersedia memberikan informasi 
atau alat bukti yang dapat men-
dukung jalannya pemeriksaan. 
Demikian juga dengan pelaku usaha 
tidak boleh menolak memberikan 
informasi maupun alat bukti baik itu 
berupa dokumen atau surat-surat 
yang menurut KPPU diperlukan 
dalam penyelidikan atau pemerik-
saan. 
Sebelum dilakukan pemeriksaan, 
KPPU wajib menjelaskan selengkap 
mungkin dokumen dan alat bukti apa 
saja yang dibutuhkan dalam pemer-
iksaan tersebut sehingga pelaku 
usaha dapat bersikap lebih kooperatif 
dengan mempersiapkan dokumen 
yang diperlukan tepat pada saat 
diperlukan. Demikian juga dengan 
timbal balik dari sikap kooperatif 
dari pelaku usaha, maka KPPU dian-
jurkan pula untuk sesegera mungkin 
mengembalikan dokumen data peru-
sahaan kepada pelaku usaha.  
Tahap pemeriksaan meliputi 
pemeriksaan administratif, pemerik-
saan pokok perkara, pemeriksaan 
pembuktian. Prosedur pemeriksaan 
administratif adalah pemeriksaan 
identitas dan pembacaan hak-hak 
pelaku usaha, saksi atau pihak lain. 
Pemeriksaan terhadap pokok perkara 
terdapat dua tahapan yaitu, pertama, 
pemeriksaan oleh KPPU. Kedua, 
pemberian kesempatan pada pelaku 
usaha untuk menyampaikan keteran-
gan atau dokumen. Pemeriksaan 
pembuktian menetapkan bahwa yang 
dapat dijadikan alat bukti dalam 
pemeriksaan terdiri dari: keterangan 
saksi, keterangan ahli, surat dan atau 
dokumen, petunjuk, keterangan 
terlapor/saksi pelaku usaha. Ketera- 
ngan saksi ahli diperlukan bilamana 
perkara yang diperiksa termasuk 
katagori perkara rumit. (Fahmi, 2009 
: 209). Apa yang dapat dijadikan 
sebagai ukuran bahwa suatu perkara 
termasuk ’perkara rumit’ tidak ter- 
dapat pedoman yang dapat dijadikan 
sebagai acuan dalam mengukur ting-
kat kerumitan suatu perkara oleh 
KPPU.
Dalam pemeriksaan pembuktian 
ini diperlukan sikap yang kooperatif 
dari pihak-pihak yang diperiksa oleh 
KPPU. Apabila tidak terdapat 
kerjasama antar pihak yang diperiksa 
dengan KPPU, maka pemeriksaan 
akan diserahkan kepada badan pe- 
nyidik umum untuk dilakukan pe- 
nyidikan terhadap penolakannya 
untuk diperiksa oleh KPPU sekaligus 
juga diselidiki pelanggarannya terha-
dap hukum  persaingan usaha. Kalau 
sudah dilimpahkan kepada penyidik 
umum, maka akan merubah status 
hukum perkara yang ditangani dari 
perkara administrasi (kasus persai- 
ngan dengan ancaman hukuman 
administrasi) menjadi kasus pidana 
(terkena ancaman hukuman pidana).
Setelah dilakukan tahapan peme- 
riksaan dan pemeriksaan lanjutan 
telah selesai seluruh rangkaian 
proses pemeriksaan sebelum dijatuh-
kan putusan oleh KPPU. Keseluru-
han proses tersebut memakan waktu 
60 (enam puluh) hari atau setelah  
diperpanjang selama 30 (tiga puluh) 
hari lagi. Putusan KPPU tentang 
adanya pelanggaran praktik monopo-
li dan persaingan usaha tidak sehat 
harus dibacakan dalam sidang yang 
dinyatakan terbuka untuk umum oleh 
majelis Komisi yang beranggotakan 
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang 
anggota Komisi. Hasil putusan 
KPPU harus segera diberitahukan 
kepada pelaku usaha yang diputus 
melanggar tersebut berupa petikan 
putusannya, dan  menurut Pasal 43 
ayat (4), yang dimaksud dengan 
pemberitahuan itu adalah menyam-
paikan petikan putusan KPPU).
3. Putusan KPPU Yang Terkait 
Dengan Praktik Monopoli.
3.1. Perkara Nomor 04/KP-
PU-I/2003 tentang Jasa Peti 
Kemas Oleh PT. Jakarta  
International Cargo Terminal
Kasus ini berawal dari hasil moni-
toring yang dilakukan oleh KPPU 
terhadap kegiatanusaha dalam 
bidang jasa terminal pelayanan bong-
kar muat petikemas di Pelabu-
hanTanjung Priok Jakarta Utara  
yang dilakukan oleh PT. JAKARTA 
INTERNATIONAL CONTAINER 
TERMINAL, disingkat dengan PT 
JICT dan KERJA SAMA OPERASI 
TERMINAL PETIKEMAS KOJA, 
disingkat dengan KSOTPK KOJA, 
terhadap PT. (PERSERO) PELABU-
HAN INDONESIA II, disingkat 
dengan PT. PELINDO II.
Dari hasil monitoring KPPU, di 
Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta 
Utara diduga terjadi praktikmonopoli 
dan atau persaingan usaha tidak sehat 
dalam bidang jasa terminal 
pelayananbongkar muat petikemas. 
Fakta-fakta yang diperoleh di lapan-
gan menunjukkan bahwa kegiatan 
usaha jasa terminal pelayanan bong-
karmuat petikemas di Pelabuhan 
Tanjung Priok Jakarta Utara jika 
dihubungkan dengan Pasal 26 ayat 
(1)Undang-undang Nomor 21 Tahun 
1992 tentang Pelayaran,yang mene-
tapkan bahwa,
”penyelenggaraan pelabuhan 
umum dilakukan oleh Pemerintah 
dan pelaksanaannya dapat dilim- 
pahkan kepada BadanUsaha 
Milik Negara, yang didirikan 
untuk maksud tersebut berdasar-
kan peraturan perundangan yang 
berlaku”
Sedangkan didalam Pasal 26 ayat 
(2)dinyatakan bahwa, 
”badan hukum Indonesia dapat 
diikutsertakan dalam penyeleng-
garaan pelabuhan umum atas 
dasar kerja sama dengan BUMN  
yangmelaksanakan pengusahaan 
pelabuhan”
Berdasarkan penjelasan Pasal 26 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 1992, bahwa,
”keikutsertaan badan hukum 
Indonesia dalam bekerja sama 
dengan BUMN dalam penyeleng-
garaan pelabuhan umumantara 
lain terhadap kegiatan jasa unit 
terminal peti kemas di pelabuhan, 
lapanganpenumpukan, penun- 
daan, dan lain sebagainya. 
Sedangkan kegiatan penyediaan-
jasa kolam pelabuhan dalam 
rangka keselamatan hanya dapat 
dilakukan olehBUMN” 
KPPU telah menyampaikan saran 
kepadaMeneg BUMN tertanggal 19 
Pebruari 2003 yang pada pokoknya 
mengharapkanMenteri bersangkutan 
menggunakan segala pengaruh dan 
wewenangnya agar klausuldi dalam 
authorization agreement dihilangkan 
atau disesuaikan dengan jiwa,sema- 
ngat serta tujuan Hukum Persaingan.
PT PELINDO III adalah peme-
gang hak pengelolaan pelabuhan 
umum sebagaimana diaturdidalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 
Tahun 1991, telah memberikan kon- 
sesi pengelolaan terminal petikemas 
kepada PT JICT dengan jaminan 
bahwa tidak akanada pembangunan 
terminal petikemas sebagai tamba- 
han dari Unit TerminalPetikemas I, 
Unit Terminal Petikemas II, dan Unit 
Terminal Petikemas III sebelumter-
capainya throughput sebesar 75% 
(tujuh puluh lima persen) dari kapa-
sitas rancangbangunnya sebesar 3,8 
juta. 
Adanya klausul authorization 
agreement tersebut termasuk salah 
satu bentuk  perjanjian  ekslusif  
yang dilarang oleh undang-undang 
sebab dapat menimbulkan hambatan 
strategis yang nyata bagi para pelaku 
usaha baru yangakan memasuki 
pasar bersangkutan pelayanan bong-
kar muat petikemas di pelabu-
hanTanjung Priok. Hal ini ditegaskan 
bahwauntuk mendapatkan pelayanan 
bongkar muat petikemasdi pelabu-
han Tanjung Priok mereka harus 
mengikatkan diri pada kontrak yang-
bersifat ekslusif. Tanpa adanya 
kontrak yang mengikat tersebut, 
maka mereka tidakakan dilayani PT 
JICT dan KSO TPK KOJA. 
Berdasarkan fakta-fakta tersebut 
menunjukkan bahwa PT JICT telah 
melakukan penguasaan pasar pada 
pasar bersangkutansebagaimana 
dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) 
huruf c.
Berdasarkan pertimbangan terse-
but, maka Majelis Komisi menilai 
dan berpandanganbahwa esensi dari 
klausul Authorization Agreement 
bukan merupakancerminan kerjasa-
ma sebagaimana dimaksud di dalam 
Pasal 26 ayat (2) melainkan bentuk 
transaksi pelimpahan kewenangan 
ataupun transaksi pelimpahan Hak 
Monopoli dengan memberikan jami-
nan untuk menguasai 75% (tujuh 
puluh lima persen) pangsa pasar pada 
pasar bersangkutan.dari PT PELIN-
DO sebagai BUMN.
KPPU mempertimbangkan unsur- 
unsur pelanggaran Hukum Persai- 
ngan yang terdapat dalam Pasal 4, 
yaitu
”pelaku usaha dilarang membuat 
perjanjian dengan pelaku usaha lain 
untuksecara bersama-sama melaku-
kan penguasaan produksi dan atau 
pemasaran barangdan atau jasa 
yang dapat mengakibatkan praktik 
monopoli dan atau persainganusaha 
tidak sehat”
Selanjutnya menyatakan bahwa 
PT JICT secara sah dan meyakinkan 
telah melanggar Pasal 17 ayat (1) dan 
Pasal 25 ayat (1) huruf c.Mencermati 
pengaturan pasal tentang monopoli 
dan penyalahgunaan posisi dominan 
yang terdapat dalam Hukum Persai- 
ngan Usaha masing-masing diatur 
dalam Pasal 17 dan Pasal 25. Dengan 
menggunakan pendekatan rule of 
reason larangan penguasaan pangsa 
pasar sebesar 50% didalam Pasal 17 
dan 59% serta 75% didalam Pasal 25 
dirasakan terlalu besar(Anggraini, 
2010 : 474). Sebab penguasaan pasar 
bukan merupakan pelanggaran 
hukum anti monopoli, jika  posisi 
tersebut dapat juga diraih melalui 
aktivitas monopoli alamiah atau legal 
berdasarkan persaingan pasar yang 
fair dan sehat(Gellhor dan Kovacic, 
1994 : 121-122)
3.2.  Perkara Nomor 03/KPPU-L 
/2004 tentang Pengadaan Holo-
gram Pita Cukai oleh PT. Pura 
Nusapersada
Kasus ini berawal dari laporan 
yang diterima KPPU tertanggal 19 
Januari 2004. Dua perusahaan 
sebagai terlapor I dan II diduga 
melakukan kesepakatan dalam 
rangka  pengadaan hologram pita  
cukai. Terlapor I adalah   Perusahaan 
Umum Percetakan Uang Republik 
Indonesia (Perum Peruri) dan Ter- 
lapor II adalahPT Pura Nusapersada. 
Kedua perusahaanmembuat kesepa-
katan bahwa pasokan hologram pita 
cukai kepada Perum Peruri selama 
ini akan dilakukan olehPT Pura Nu- 
sapersada saja.
Kesepakatan mereka buat pada 
tanggal9 Mei 1995 tertuang dalam 
Surat Perjanjian Nomor SP-302/V/ 
1995/204/DM/V/95. Kesepakatan itu 
tidak ada batas waktunya serta telah 
mendapat persetujuan dari oleh 
Ditjen Bea dan Cukai pada tahun 
1995. Adanya perjanjian tersebut 
menyebabkan penguasaan produksi 
hologrampita cukai rokok terpusat 
pada satu pelaku usaha saja yaitu PT 
Pura Nusapersada. Akibatnya PT 
Pura Nusapersada akan menjadi 
pemasok tunggal hologram pitacukai 
pada Perusahaan Umum Percetakan 
Uang Republik Indonesia (Perum 
Peruri) sementara pelaku usaha lain 
yang sejenis sulit masuk menjadi 
pemasok hologram pita cukai kepada 
Perum Peruri. Ini artinya didalam 
pasar  bidang cetak hologram pitacu-
kai telah terjadi hambatan masuk 
(barrier to entry) yang diciptakan 
oleh pelaku usaha yang sangat berpe-
luang menimbulkan  terjadinya prak-
tik monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat yang dilarang oleh 
hukum persaingan usaha.
Oleh sebab itulah KPPU kemudi-
an melakukan serangkaian pemerik-
saan pendahuluan untuk mendapat-
kan bukti-bukti yang diperlukan. 
Setelah dilakukan beberapa kali 
pemeriksaan pendahuluan yaitu pada 
tanggal 17 Maret 2004, 19 Maret 
2004, dan 1 April 2004 Tim Pemerik-
sa menemukan adanya indikasi 
pelanggaran terhadap ketentuan 
Pasal 17 ayat (1), Pasal17 ayat (2) 
huruf b dan Pasal 25 ayat (1) huruf c 
UUPU.
Pemeriksaan pendahuluan dilaku-
kan terhadap Pelapor, Terlapor I dan 
Terlapor II.dan Ditjen Bea dan 
Cukai. Dari serangkaian pemerik-
saan pendahuluan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa 1). Pelapor me- 
rupakan badan usaha yang mempro-
duksi hologram tetapi masih mulai 
memasarankan dan belum melaku-
kan usaha komersiil, 2). Terlapor I 
mempunyai tugas untuk mencetak 
uang kertas dan uang logam serta 
mencetak dokumen sekuriti yang 
menyangkut keamanan negara.Ter- 
lapor I mengikutsertakan Terlapor II 
dalam hal mencetak dan melekatkan 
hologram pada pita cukai, 3). Ter- 
lapor II memiliki kegiatan mempro-
duksi hologram pitacukai dan memi-
liki pesaing potensial  PT Mitra 
Sakti, PT Sumber Cakung, PT Royal 
Standar, PT Semarang Packaging 
Industry. Terlapor II tidak keberatan 
jika dilakukan tender dalam 
pengadaan hologram pita cukai, 4). 
Ditjen Bea dan Cukai menyatakan 
bahwa perjanjian tersebut dapat 
dibatalkan selanjutnya melalui 
tender dengan syarat-syarat tertentu 
asalkan ada jaminan kepastian keter-
sediaan pita cukai. Ditjen Bea dan 
Cukai juga menegaskan bahwa 
pengadaan pita cukai berhologram 
tidak dilakukan melalui konsorsium 
karena pengawasannya sulit.
Setelah melakukan Pemeriksaan 
Pendahuluan, akhirnya  Tim Peme- 
riksa berkesimpulan bahwa terdapat 
indikasi adanya pelanggaran terha-
dap ketentuan Pasal 17 ayat (1), 
Pasal , 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 
25 ayat (1) huruf c UUPU. Pasal 17 
menentukan adanya praktik monopo-
li dan Pasal 25 tentang penyalahgu-
naan posisi dominan oleh Terlapor I 
dan Terlapor II.
Oleh karena itu, Tim Pemeriksa 
merekomendasikan agar pemerik-
saan dilanjutkan ke Pemeriksaan 
Lanjutan dengan alasan bahwa 
kegiatan yang dilakukanoleh PT Pura 
Nusapersadasebagai Terlapor II 
adalah akibat adanya perjanjian 
kerjasama pengadaan hologrampita 
cukai antara Perum Peruri danPT 
Pura Nusapersadatelah menyebab-
kan timbulnya hambatan masuk 
(entry barrier) bagi produsenholo-
gram lain yang berpeluang menim-
bulkan praktik monopoli. Atas dasar 
rekomendasi Tim Pemeriksa terse-
but, KPPU mengeluarkan Penetapan 
Komisi Nomor 08/PEN/KP-
PU/IV/2004 tanggal 6 April2004 
untuk melanjutkan Perkara Nomor 
03/KPPU-L/2004 ke Pemeriksaan 
Lanjutanterhitung sejak tanggal 6 
April 2004 sampai dengan tanggal 2 
Juli 2004.
Pemeriksaan Lanjutan telah 
beberapa dilakukan oleh Komisi 
antara lain pada tanggal 17 Mei 
2004, 24 Mei 2004, 31 Mei 2004, 8 
Juni 2004,9 Juni 2004,dan 10 Juni 
2004.  Selama tahap pemeriksaan 
lanjutan  diperiksa tiga buah perusa-
haan hologram pitacuka sebagai 
saksi, Ditjen Bea dan Cukai dan 
Botasupal (Badan Koordinasi Pem-
berantasan Uang Palsu). Dari  
serangkaian pemeriksaan lanjutan 
dapat disimpulkan berikut ini : 1).  
Para Saksi   pada umumnya adalah  
perusahaan yang bergerak dalam 
bidang usaha percetakan hologram 
pitacukai dan atau percetakan biasa, 
percetakan dokumen sekuriti seperti 
materai, akte perkawinan dan buku 
nikah serta percetakan hologram 
untuk plat nomor kendaraan bermo-
tor dan cap-cap tiga dimensi, 
2).Botasupal memiliki tugas dan 
wewenang melakukan pengawasan 
dan pembinaan terhadap percetakan 
dokumen sekuriti serta memberikan 
ijin dan rekomnedasi kepada produ-
sen dan distributor hologram. Bota-
supal belum memberikan rekomen-
dasi ijin usaha/operasi dokumen 
sekuriti kepada Pelapor dengan 
alasan Pelapor masih mengambil 
mesin master dari luar negeri, 3). 
Terlapor II menerangkan bahwa 
tidak bersedia menempatkan mesin 
cetak dan pelekatan hologram pada 
Terlapor I dengan alasan Terlapor II 
tidak dapatmengembangkan teknolo-
gi hologram dan akan terjadi 
inefisiensi serta sebenarnya tidak 
keberatan untuk mengubah perjanji-
an Tahun 1995 apabila bertentangan 
dengan Undang-undang Nomor 5 
Tahun1999, 4). Terlapor I, Terlapor II 
dan Ditjen Bea dan Cukai serta PT 
KertasPadalarang telah mengadakan 
pertemuan yang menyepakati peru-
bahanperjanjian Pengadaan Holo-
gram untuk Cetakan Pita Cukai.
Proses produksi pita cukai 
berhologram dalam praktiknya tidak 
efisien karena pita cukai berholo-
gram tidak dibuat sepenuhnya oleh 
Terlapor I, tetapi ada bagian seperti 
hologramdibuat oleh Terlapor II dan 
pada bagian kertas pita cukai dibuat 
oleh PT Kertas Padalarang. Perma- 
salahan pokok dalam dalam 
pengadaan pita cukai berhologram 
sebenarnya lebih banyak karena 
keterlambatan pengiriman dan atas 
keterlambatantersebut Perum Peruri  
dikenakan penalti sehingga  Ditjen 
Bea dan Cukai sebenarnya setuju 
apabila pengadaan hologram pita 
cukai terbuka melalui tender namun 
kendalanya adalah adanya perjanjian 
ekslusif antara Terlapor I  dan Ter- 
lapor II, sedangkan kewenangan 
untuk membatalkan perjanjian terse-
but bukan beradapada Ditjen Bea dan 
Cukai tetapi berada pada kedua pihak 
yang melakukan perjanjian..
Botasupal telah memberikan 
rekomendasi ijin usaha/operasi 
dokumensekuriti kepada 5 (lima) 
perusahaan hologram yaitu PT 
Sumber Cakung, PTKarya Aroma 
Sejati, PT Royal Standar, PT Pura 
Barutama dan PT Pura Nusapersada 
selaku pabrik hologram serta satu 
agen hologram yaitu PT. Mitra 
Sakti.. Sedangkan perusahaan holo-
gram yang dapat memenuhi seluruh-
kebutuhan hologram pita cukai yang 
berjumlah 17 (tujuh belas) Milyar 
keping hanya 2 (dua) perusahaan 
yaitu PT Pura Nusapersada dan PT 
Karya Aroma Sejati.
Berdasarkan bukti-bukti dan fakta 
hukum yang ada, maka Majelis 
Komisi menutuskan : Perum Peruri 
sebagai Terlapor I dan PT Pura Nu- 
sapersada sebagai Terlapor II terbuk-
ti secara sah dan meyakinkan me- 
langgar pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) 
huruf b Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1999, namun  tidak terbukti 
melanggar pasal 25 ayat (1) huruf c. 
Selanjutnya memerintahkan kepada 
Terlapor I dan Terlapor II untuk 
menghentikan kegiatanyang menga-
kibatkan terjadinya praktik monopoli 
dan atau persaingan usaha tidaksehat 
dalam pengadaan hologram pada pita 
cukai dengan cara membatalkan 
SuratPerjanjian Nomor SP-302/V/ 
1995. Juga memerintahkan kepada 
Terlapor I untuk membuka pasar 
pengadaan hologram pada pita cukai 
dengan memberikan kesempatan 
yang sama kepada setiap pelaku 
usaha untuk turut serta dalam 
pengadaan hologram pada pita cukai 
melalui tender yang terbuka dan 
transparan, selambat-lambatnya un- 
tuk pengadaan hologram pada pita 
cukai tahun anggaran 2005.
Analisis putusan dari perkara 
diatas sebagai berikut : 1). Perum 
Peruri dan PT Pura Nusapersada 
terbukti melakukan praktik praktik 
monopoli, 2). Perum Peruri dan PT 
Pura Nusapersada melanggar Pasal 
17 ayat (1 dan (2) huruf b, 3). Perum 
Peruri dan PT bagi pelaku usaha lain 
yang Pura Nusapersada menciptakan 
hambatan masuk hendak ikut tender.
Simpulan
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terhadap prinsip larangan praktik 
monopoli dalam memutus perkara 
persaingan usaha didasarkan pada 
ada tidaknya kepentingan umum 
(public interest) yang dirugikan oleh 
pelaku usaha. Pertimbangan hakim 
(ratio decidendi) komisioner untuk 
menetapkan pelanggaran terhadap 
prinsip larangan praktik monopoli 
adalah adanya unsur pasal 17 ayat (2) 
UUPU yang meliputi: a)non substitu-
tion; b) barrier to entry; c) dan 
market share. Dalam beberapa perka-
ra persaingan usaha KPPU telah 
menerapkan prinsip tersebut sebagai 
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Pendahuluan 
Laranganpraktik monopoli ditem-
patkan oleh pembentuk undang-un-
dang sebagai bagian dari judul 
Undang-undang Persaingan Usaha 
Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya 
disebut dengan UUPU) bukan tanpa 
sebab dan alasan. Kata ”Larangan-
praktik monopoli” juga bukan kata 
yang tanpa makna. Bagi pelaku 
usaha kata tersebut cukup berarti 
terhadap peletakan strategi bisnis 
dalam perusahaan. Dalam tataran 
yuridis dalam UUPUterdapat dua 
kata memiliki kemiripan yang digu-
nakan secara berganti-ganti, yakni 
kata ”monopoli” dan ”praktik mono- 
poli”. Kendatipun demikian, dari 
segi makna kedua istilah tersebut 
terkandung perbedaan yang cukup 
mendasar. Kata “praktik monopoli” 
menjadi prinsip larangandalam 
UUPU sementara itu ”monopoli” 
tidak dijadikan sebagai prinsip lara- 
ngan dalam UUPU. Hal ini menun-
jukkan bahwa pada dua kata tersebut 
memang memiliki arti dan makna 
yang berbeda.
Mengingat sudah menjadi karak-
ter bagi setiap pelaku usaha jika 
selalu ingin menguasai pasar dan 
memenangkan persaingan didalam 
pasar, maka tidak segan-segan 
pelaku usaha melakukan tinda-
kan-tindakan yang cenderung meng-
abaikan kode etik yang lazim dite- 
rapkan dalam bisnis bahkan tidak 
peduli umtuk melanggar aturan 
hukum. Oleh sebab itu, tidak jarang 
beberapa pelaku usaha dihadapkan 
pada persoalan pelanggaran aturan 
hukum, khususnya hukum  persai- 
ngan usaha dan menjadi pihak yang 
harus mempertanggung jawabkan 
segala tindakan pelanggarannya 
dihadapan badan yang mengawasi 
perilakupelaku usaha di Indonesia, 
yaitu Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (selanjutnya disebut KPPU).  
Dari beberapa larangan yang 
diatur dalam UUPU, terdapat salah 
satu larangan  yang dapat dikualifi-
kasikan sebagai pelanggaran UUPU 
adalah melakukan tindakan praktik 
monopoli. Ketentuan Pasal 17 
UUPU adalah parameter yuridis 
untuk mengkualifikasikan suatu 
tindakan termasuk praktik monopoli 
atau bukan. KetikaKPPU menemu-
kan salah satu dari kriteria pasal 
tersebut telah dilakukan oleh pelaku 
usaha, maka KPPU  berhak untuk 
melakukan penyidikan dan penyeli-
dikan kepada pelaku usaha yang 
bersangkutan. Sebagai lembaga pe- 
ngawas kegiatan pelaku usaha, 
KPPU memiliki kewenangan yang 
cukup besar terhadap segala bentuk 
perilaku pelaku usaha yang melang-
gar Pasal 35 UUPU.
KPPU memiliki kewenangan 
menangani perkara yang berbeda 
dengan pengadilan perdata yang 
menangani hak-hak perorangan yang 
bersifat privat, karena perkara yang 
ditangani KPPU bersifat publik. Hal 
ini sesuai dengan tujuan Hukum 
persaingan usaha yang tercantum 
dalam Pasal 3 huruf a, yaitu untuk 
”menjaga kepentingan umum dan 
meningkatkan efisiensi ekonomi 
nasional sebagai salah satu upaya 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat” (Anggara, 2009 : 163). 
Sehingga tugas KPPU harus menjaga 
kondisi perekonomian nasionalagar 
tercipta iklim persaingan usaha yang 
sehat melalui putusan-putusan yang 
dibuatnya tidak terdistorsi oleh 
kepentingan kelompok tertentu saja. 
Berdasarkan uraian latar belakang 
tersebut, dapat dirumuskan permas-
alahan berikut, bagaimanakah imple-
mentasi prinsip larangan praktik 
monopoli dalam putusan KPPU 
(melalui putusan hakim komisioner) 
? Untuk mengkajinya dapat dicerma-
ti dari pertimbangan hakim komi- 
sioner (ratio decidendi) dalam putu-
sannya.
Pembahasan 
1. Prinsip Larangan Praktik 
Monopoli Dalam UUPU 
Parameter yang digunakan oleh 
UUPU untuk mengetahui pelaku 
usaha melakukan monopoli atau 
tidak, terdapat dalam Pasal 17 
UUPU, disebutkan bahwa,
(1)  Pelaku usaha dilarang melaku-
kan penguasaan atas produksi 
dan atau pemasaran barang 
dan atau jasa yang dapat me- 
ngakibatkan terjadinya praktik 
monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat. 
(2)  Pelaku usaha patut diduga atau 
dianggap melakukan pengua-
saan atas produksi dan atau 
pemasaran barang dan atau 
jasa sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), apabila:
a. barang dan atau jasa yang 
bersangkutan belum ada   sub-
stitusinya;atau
b. mengakibatkan pelaku usaha 
lain tidak dapat masuk ke 
dalam persaingan usaha ba- 
rang dan atau jasa yang sama; 
atau
c.  pelaku usaha atau satu kelom-
pok pelaku usaha menguasai 
lebih dari  50% (lima puluh 
persen) pangsa pasar satu jenis 
barang atau jasa tertentu.
Mencermati rumusan Pasal 17 di 
atas memberi pemahaman bahwa 
pelaku usaha akan dianggap melaku-
kan penguasaan atas produksi dan 
atau pemasaran jika perilakunya 
memenuhi kualifikasi unsur-unsur 
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, 
atau c. Unsur-unsur itu bersifat alter-
natif artinya cukup terdapat salah 
satu unsur saja seorang pelaku usaha 
sudah dapat dikualifikasikan sebagai 
telah melakukan kegiatan praktik 
monopoli. 
Pada asasnya segala bentuk 
kegiatan maupun perjanjian yang 
dilakukan pelaku usaha jika mengki-
batkan praktik monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat adalah 
dilarang. Monopoli tidak dilarang 
sepanjang tidak mengakibatkan 
praktik monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat, karena tidak 
semua monopoli merugikan ada juga 
monopoli yang menguntungkan 
(aspek positif monopoli). Sedangkan 
yang dimaksud dengan aspek negatif 
monopoli adalah pengertian dari 
praktik monopoli itu sendiri, yakni 
kegiatan monopoli yang senantiasa 
menimbulkan inefesiensi sumber 
daya dan kerugian pada masyarakat.
Monopoli dan persaingan sebagai 
dua konsep yang memiliki sisi positif 
bagi persaingan dan sisi negatif bagi 
monopoli hal itu merupakan pandan-
gan yang sangat sederhana. Kalau 
dikaji lebih jauh, kedua konsep itu 
saling memiliki aspek-aspek positif 
maupun aspek negatif, tergantung 
sasaran apa yang hendak dicapai dari 
masing-masing. Misalnya, monopoli 
yang dilakukan untuk melindungi 
sumber daya yang vital dari eksploi-
tasi pihak-pihak yang mencari keun-
tungan sendiri, maka monopoli itu 
dianggap sebagai sisi positif dari 
monopoli. Sebaliknya, persaingan 
yang berkonotasi baik bisa beraspek 
negatif, jika persaingan itu terjadi 
tanpa kendali dan pengawasan dari 
negara, tidak lagi mempertimbang-
kan aspek ekonomi, akhirnya yang 
terjadi persaingan yang saling 
mematikan, yang kuat menghancur-
kan yang lemah, maka tujuan 
persaingan yang seharusnya mem-
beri kesejahteraan yang maksimal 
kepada masyarakat dan kesempatan 
yang sama kepada pelaku usaha 
tidak dapat terwujud. 
Berdasarkan pengertian monopoli 
yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 
UUPU, terkandung dua unsur pen- 
ting dalam monopoli, yaitu (1) 
adanya penguasaan atas produk, dan 
atau pemasaran barang dan atau atas 
penggunaan jasa tertentu, (2) dilaku-
kan oleh satu pelaku usaha atau satu 
kelompok pelaku usaha. 
Adapun bentuk kegiatan pengua-
saan atas produksi dan pemasaran 
yang dilarang itu memiliki kriteria 
sebagai berikut : (1) penguasaan atas 
produksi, (2) penguasaan atas 
pemasaran produksi atau jasa, (3) 
barang dan jasa yang berada di 
bawah penguasaan itu tidak ada 
substitusinya di pasar, (4) praktik 
tersebut mengakibatkan terjadinya 
monopoli atau persaingan usaha 
tidak sehat (Ginting, 2001 : 68)
Hal ini artinya penguasaan atas 
produk dan pemasaran suatu produk-
si tidak dilarang oleh undang-undang 
sepanjang tidak meniadakan atau 
mengurangi persaingan di pasar 
(lessen competition), seperti kasus 
paling aktual saat ini yang dilakukan 
oleh Carrefour. 
Didalam Pasal 1 ayat (2) UUPU 
memuat pengertian dari praktik 
monopoli, yang mengandung unsur- 
unsur : (1) Terjadinya pemusatan 
kekuatan ekonomi pada satu atau 
lebih pelaku usaha, (2) Terdapat 
penguasaan atas produksi atau 
pemasaran barang atau jasa tertentu, 
(3) Terjadinya persaingan usaha 
tidak sehat, (4) Tindakan tersebut 
merugiakan kepentingan umum 
(Kagramanto, 2007 : 181)
Jika dibandingkan dengan kriteria 
praktik monopoli terdapat dalam 
Pasal 17 ayat (2), yang memuat 
unsur-unsur : (1) Melakukan perbua-
tan penguasaan atas suatu produk, (2) 
Melakukan perbuatan atas pemasa-
ran suatu produk, (3) Penguasaan 
tersebut dapat mengakibatkan terjad-
inya praktik monopoli, (4) pengua-
saan tersebut dapat mengakibatkan 
terjadinya persaingan usaha tidak 
sehat. 
Konsep praktik monopoli menga-
rah pada pengertian pemusatan 
kekuatan ekonomi, artinya terdapat 
korelasi antara praktik monopoli 
dengan pemusatan ekonomi. Pemu-
satan kekuatan ekonomi jangkauan- 
nya lebih luas daripada sekedar 
penguasaan pasar (bidang pemasa-
ran) karena menyangkut juga pada 
bidang produksi. Penguasaan pasar 
mengakibatkan berkurangnya per- 
saingan (lessen competition) uji 
materiilnya melalui struktur pasar 
sedangkan pemusatan kekuatan 
ekonomi menimbulkan konglomera-
si batu ujinya melalui perilaku pasar.
Untuk membuktikan unsur-unsur 
yang terdapat didalam Pasal 17 ayat 
(2)UUPU harus dapat dipenuhi, 
yakni : (1) Tidak terdapat produk 
substitusinya, (2) Pelaku usaha lain 
sulit masuk kedalam pasar persai- 
ngan terhadap produk yang sama 
dikarenakan hambatan masuk yang 
tinggi, (3) Pelaku usaha lain tersebut 
adalah pelaku usaha yang mempu-
nyai kemampuan bersaing yang 
signifikan dalam pasar bersangkutan, 
(4) Satu atau satu kelompok pelaku 
usaha telah menguasai lebih dari 
50% pangsa pasar suatu jenis produk 
(Winardi, 1996 : 457)
Pengertian unsur-unsur akan 
dijelaskan sebagai berikut : 
1. Produk substitusi
 Didalam Kamus Ekonomi, 
substitutional goods artinya 
benda-benda pengganti, yaitu 
adanya hubungan antara dua 
benda atau lebih, demikian rupa 
hingga benda x dapat mengganti-
kan benda y. Dengan demikian  
pengertian ini dapat dibedakan 
dengan pengertian benda-benda 
komplementer. Benda komple-
menter berfungsi sebagai benda 
pelengkap dari benda utama, 
tetapi tidak menggantikan fung-
sinya. 
 Beranjak dari pengertian di 
atas,  terjadinya  praktik monopoli 
didalam pasar ditandai dengan 
adanya satu jenis produk dalam 
pasar yang bersangkutan, tidak 
ditemukan barang pengganti yang 
menjadi alternatif bagi konsumen 
untuk memilih jenis lainnya yang 
lebih murah. Akibatnya penjual 
produk tersebut dapat memainkan 
harga karena pasarnya berada 
dalam penguasaannya.
 Oleh karena pasar hanya 
dikuasai satu jenis barang 
tertentu, maka didalam pasar 
tidak terjadi persaingan. Pasar 
yang tidak persaingan, pelaku 
usaha cenderung menentukan 
harga sesuai dengan kehendak- 
nya. Sehingga konsumen tidak 
memperoleh harga murah  yang 
lebih kompetitif dibandingkan 
dengan harga yang ditetapkan.
 Istilah substitusi juga ditemu-
kan didalam definisi pasar 
bersangkutan yang terdapat pada 
Pasal 1 angka 10 UUPU, disebut-
kan bahwa:
”Pasar bersangkutan adalah pasar 
yang berkaitan dengan jangkauan 
atau daerah pemasaran tertentu 
oleh pelaku usaha atas barang dan 
atau jasa yang sama atau sejenis 
atau substitusi dari barang dan 
atau jasa tersebut”.
 Untuk menilai sifat substitusi 
dari suatu produk dengan produk 
yang lain dapat digunakan dengan 
menggunakan pendekatan terha-
dap elastisitas permintaan dan 
penawaran melalui analisis prefe-
rensi konsumen. Dalam melaku-
kan analisis preferensi konsumen 
digunakan tiga parameter utama 
sebagai alat pendekatan, yaitu 
harga, karakter, dan kegunaan 
(fungsi) produk.(Assahinur, 2009 
: 18) Produk dalam suatu pasar 
tidak harus bersifat perfect substi-
tutes, karena sulit untuk menemu-
kannya, oleh sebab itu bisa 
dengan konsep close substitutes. 
Produk dalam suatu pasar tidak 
harus memiliki kualitas yang 
sama, oleh sebab itu, sepanjang 
konsumen menentukan bahwa 
produk terkait memiliki karakter 
dan fungsi yang sama, maka 
produk tersebut dapat dikatakan 
sebagai substitusi satu dengan 
lainnya. Untuk menerapkan Pasal 
1 angaka 10 telah dikeluarkan 
peraturan KPPU No.3 Tahun 
2009 tentang Pedoman Penerapan 
Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar 
Bersangkutan.
2. Barrier to entry
 Bentuk  Barrier to entry dapat 
berasal dari dua hal, yaitu dari sisi 
perusahaan dari sisi kebijakan 
publik dari sisi perusahaan strate-
gi yang diterapkan tidak hanya 
untuk menjaga kekuatan pasarnya 
melainkan juga mempertahankan 
laba monopolisnya. Sedangkan 
yang berasal dari kebijakan 
pemerintah biasanya memiliki 
tujuan tertentu, seperti kondisi 
alami industri yang merupakan 
natural monopoly.
3.  Penguasaan Pasar (Market 
Share)
 Menjadi penguasa dalam 
suatu jenis pasar merupakan hara-
pan dari setiap pelaku usaha, 
dengan menjadi penguasa yang 
nyata atas suatu pasar berarti 
pemusatan kekuatan ekonomi 
telah berada dalam genggaman 
pelaku usaha tersebut. Dengan 
kekuatan pasar yang dimilikinya 
itu pelaku usaha dapat menentu-
kan harga barang atau jasa dan 
dampak selanjutnya adalah keun-
tungan yang optimal pasti akan 
dapat diraihnya. Adapun wujud 
penguasaan pasar, dilakukan 
dengan cara: 1). Jual rugi (preda-
tory Pricing) dengan maksud 
untuk mematikan pesaingnya, 2). 
Melalui pratik penetapan biaya 
produksi secara curang serta 
biaya lainnya yang menjadi kom-
ponen harga barang, serta, 3). 
Perang harga maupun persaingan 
harga (Fahmi, 2009 : 139).
 Berbagai bentuk tindakan 
penguasaan pasar seperti ini 
hanya mugkin  dilakukan oleh 
pelaku usaha yang memiliki 
market power. Tolok ukur 
penguasaan pasar tidak harus 
menguasai sebesar 100%, 
penguasaan sebesar 50% atau 
75% saja sudah dapat dikatakan 
memiliki market power.
 Seperti didalam Pasal 17, 
kriteria menguasai pasar diberi-
kan batas lebih dari 50%, pelaku 
usaha yang menguasai pasar sebe-
sar 50% dapat diduga atau diang-
gap melakukan praktik monopoli 
yang merugikan kepentingan 
umum. Pasal 17 bersifat rule of 
reason, untuk dapat membuktikan 
adanya kerugian masyarakat perlu 
dilakukan berbagai penelitian dan 
kajian dari ahli hukum dan ahli 
ekonomi.
2.  KPPU Sebagai Lembaga 
Pengawasan Kegiatan Pelaku 
Usaha
 
Di Indonesia lembaga yang 
berwenang menjalankan fungsi 
pengawasan kegiatan pelaku usaha 
adalah Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha atau disingkat dengan KPPU. 
Pasal 30 ayat (1) UUPU menyebut-
kan,”Untuk mengawasi Undang-un-
dang ini dibentuk Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha yang selanjutnya 
disebut Komisi”, dan didalam Pasal 
30 ayat (3) disebutkan bahwa, 
”Komisi bertanggung jawab kepada 
Presiden”. Selanjutnya Pasal 34 ayat 
(1) menegaskan bahwa, ”Pembentu-
kan Komisi serta susunan organisasi, 
tugas, dan fungsinya ditetapkan 
dengan Keputusan Presiden”. Ak- 
hirnya KPPU didirikan pada tanggal 
8 Juli 1999 berdasarkan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 
75 Tahun 1999 tentang Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha. 
Dengan demikian, penegakan 
Hukum Persaingan Usaha serta 
pengawasan terhadap pelaku usaha 
berada dalam kewenangan KPPU.
Sebagai lembaga pengawas 
kegiatan pelaku usaha, KPPU memi-
liki kewenangan yang cukup besar 
terhadap segala bentuk perilaku 
pelaku usaha. Kewenangan tersebut 
meliputi penyidikan, penuntutan, 
konsultasi, memeriksa, mengadili, 
dan memutus perkara pelanggaran 
hukum persaingan oleh pelaku 
usaha. Namun bukan berarti tidak 
ada lembaga lain yang berwenang 
menangani perkara monopoli dan 
persaingan usaha, Pengadilan Negeri 
(PN) dan Mahkamah Agung (MA) 
juga diberi wewenang untuk mena- 
ngani perkara persaingan. Penga-
dilan Negeri diberi wewenang untuk 
menangani keberatan terhadap putu-
san KPPU. dan menangani pelangga-
ran hukum persaingan yang menjadi 
perkara pidana karena tidak dijalan- 
kannya putusan KPPU yang sudah in 
kracht. Sedangkan MA diberi 
kewenangan untuk menyelesaikan 
perkara pelanggaran hukum persai- 
ngan apabila terdapat keberatan atas 
putusan PN tersebut dengan menga-
jukan kasasi. Putusan MA harus 
dijatuhkan dalam waktu 30 hari sejak 
permohonan kasasi diterima. 
Pada Pasal 30 ayat (2) menegas-
kan bahwa, ”Komisi adalah suatu 
Lembaga Independen yang terlepas 
dari pengaruh dan kekuasaan Peme- 
rintah serta pihak lain”. Hal ini berar-
ti bahwa KPPU merupakan lembaga 
yang independen. Hal ini ditegaskan 
lagi dalam Keppres nomor 75 Tahun 
1999 yang terdapat pada Pasal 6 ayat 
(2) bahwa, anggota Komisi yang 
menangani perkara dilarang:
a. mempunyai hubungan sedarah 
atau semenda sampai derajat ke 
tiga dengan salah satu pihak yang 
berperkara; atau
b. mempunyai kepentingan dengan 
perkara yang bersangkutan.
Untuk menjaga independensi dan 
integritas anggota Komisi,  per- 
syaratan untu menjadi anggota 
Komisi telah dirumuskan dalam 
Pasal 31 sampai dengan Pasal 34. 
Dalam persyaratan tersebut dikehen-
daki anggota-anggota terpilih dan 
terpercaya (credible). Integritas 
moral dan kepercayaan untuk memi-
lih seseorang adalah unsur penting 
yang sangat menentukan apalagi 
sebagai anggota komisi yang terkait 
dengan dunia bisnis dan pelaku 
usaha, maka kepribadian dan integri-
tas memegang peranan kunci (plays 
a key role) dalam menangani perkara 
persaingan. 
Atas dasar peran KPPU sebagai 
lembaga pengawas, maka tugas  
yang disandang oleh KPPU didalam 
Pasal 35. Sebagai tindak lanjut atas 
tugas yang dibebankan, KPPU juga 
mempunyai wewenang yang terca- 
kup dalam Pasal 36. Jika dicermati 
tugas dan wewenang KPPU dalam 
pasal-pasal tersebut,  sebenarnya 
kewenangan KPPU hanya terbatas 
pada kewenangan administratif, 
meskipun terdapat kewenangan yang 
mirip badan penyidik, namun tugas 
penyidikan, penuntutan dan pemutus 
itu dalam rangka memberikan sanksi 
hukuman administrasi semata. 
Demikian juga dengan kekuatan 
hukum dari putusan KPPU mempu-
nyai kekuatan eksekutorial, yaitu 
keputusan yang sederajat dengan 
keputusan hakim, oleh sebab itu 
putusan KPPU dapat langsung 
dimintakan eksekusi (Fiat Excecutie) 
pada Pengadilan Negeri yang 
berwenang tanpa harus beracara 
sekali lagi di pengadilan tersebut. 
(Pasal 46 ayat (2) UUPU).
Proses penyelidikan dan pemerik-
saan merupakan salah satu bagian 
dari proses beracara di KPPU. 
Hukum acara di KPPU ditetapkan 
pertama kali melalui Surat Keputu-
san Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000, 
tentang Tata Cara Penyampaian 
Laporan dan Penanganan Dugaan 
Pelanggaran Terhadap UU No.5 
Tahun 1999. Surat Keputusan terse-
but telah diubah menjadi Peraturan 
Komisi No.1 Tahun 2006, tentang 
Tata Cara Penanganan Perkara di 
KPPU yang mulai efektif berlaku 
pad tanggal 18 Oktober 2006. 
Proses penyelidikan dan pemerik-
saan merupakan prosedur yang dike-
nal dalam hukum pidana yaitu proses 
mencari kebenaran materiil. Dalam 
mencari kebenaran materiil diperlu-
kan keyakinan KPPU bahwa pelaku 
usaha melakukan atau tidak melaku-
kan perbuatan yang menyebabkan 
terjadinya praktik monopoli dan 
persaingan tidak sehat. (Wibowo dan 
Sinaga, 2005 : 365)dan KPPU mulai 
melakukan pemeriksaan (pendahulu-
an) jika terdapat salah satu indikasi 
dari perbuatan berikut ini : (1) Atas 
inisiatif Komisi sendiri apabila ada 
dugaan telah terjadinya pelanggaran 
Undang-undang Anti Monopoli, (2) 
Atas laporan tertulis dari pihak yang 
merasa dirugikan;setiap orang yang 
mengetahui atau patut diduga telah 
terjadi pelanggaran terhadap Un- 
dang-undang Anti Monopoli, (3) 
Atas laporan tertulis dari setiap orang 
yang mengetahui atau patut diduga 
telah terjadi pelanggaran terhadap 
Undang-undang Anti Monopoli 
(Fuady, 1999 : 104).
Berdasarkan hasil pemeriksaan 
pendahuluan yang diperoleh, jika 
hasilnya adalah penetapan untuk 
melakukan pemeriksaan lanjutan, 
maka akan dilakukan tindakan 
penyelidikan dan pemeriksaan. Pihak 
yang melaporkan harus memberikan 
identitasnya kepada KPPU dan wajib 
dirahasiakan identitas pelapor oleh 
KPPU.
Mekanisme pemeriksaan perkara 
oleh KPPU pada prinsipnya sama 
dengan pengertian pemeriksaan 
dalam hukum acara pidana, namun 
terdapat sedikit perbedaan dalam hal 
siapa yang dimaksud dengan subyek 
pelapor dalam perkara persaingan 
usaha. Dalam pemeriksaan perkara 
yang didasarkan atas dasar laporan 
adalah pemeriksaan yang dilakukan 
karena adanya laporan dari ma- 
syarakat atau pelaku usaha yang 
dirugikan oleh tindakan pelaku usaha 
yang dilaporkan. Setelah menerima 
laporan, KPPU menetapkan majelis 
komisi yang akan bertugas memerik-
sa dan menyelidiki pelaku usaha 
yang dilaporkan. Dalam menjalan- 
kan tugas, majelis komisi dibantu 
oleh staf komisi. Pemeriksaan perka-
ra yang dilakukan atas dasar laporan 
menggunakan nomor perkara: 
Nomor perkara/KPPU-L (laporan)/ 
Tahun, sedangkan perkara yang 
diperiksa bukan atas dasar laporan 
pada nomor perkara tidak terdapat 
kode L (laporan).
Pemeriksaan atas dasar inisiatif 
KPPU didasarkan karena adanya 
dugaan atau indikasi dari hasil 
pengamatan dan persepsi sendiri 
disimpulkan adanya pelanggaran 
terhadap Hukum Persaingan. 
Mekanismenya, KPPU akan mem-
bentuk suatu Majelis Komisi untuk 
melakukan pemeriksaan terhadap 
pelaku usaha dan saksi. Dalam 
pemeriksaan tersebut majelis Komisi 
dibantu oleh staf komisi. Jika peme- 
riksaan perkara dilakukan atas dasar 
inisiatif komisi, maka pada penulisan 
nomor perkara adalah sama hanya 
saja menggunakan tanda I (Inisiatif). 
Pemeriksaan perkara dalam 
hukum acara persaingan usaha 
terdapat 2 (dua) jenis, yaitu pemerik-
saan pendahuluan dan pemeriksaan 
lanjutan. Untuk melakukan pemerik-
saan pendahuluan ini harus didasar-
kan pada laporan masyarakat, pihak 
yang dirugikan atau pelaku usaha. 
Berdasarkan laporan masyarakat 
KPPU menetapkan apakah perlu 
dilakukan pemeriksaan lanjutan atau 
tidak. Jika dianggap perlu, maka 
KPPU akan melakukan pemeriksaan 
kepada pelaku usaha yang dilapor-
kan. KPPU juga dapat mendengakan 
keterangan saksi, saksi ahli atau 
pihak lain yang dianggap memiliki 
keterangan yang diperlukan. Namun 
dalam melaksanakan tugas pemerik-
saan itu KPPU wajib melengkapi 
dirinya dengan surat tugas.
Di dalam Pasal 41 Hukum 
Persaingan Usaha menekankan 
bahwa selama melaksanakan tugas 
penyelidikan (pemeriksaan pendahu-
luan) dan pemeriksaan lanjutan 
pelaku usaha atau pihak lain yang 
diperiksa mempunyai kewajiban 
menyerahkan alat bukti yang diperlu-
kan dan dilarang menolak untuk 
diperiksa, dilarang menolak mem-
berikan informasi, dan dilarang 
menghambat proses penyelidikan 
dan pemeriksaan (lanjutan) yang 
dilakukan KPPU, oleh sebab itu, jika 
terdapat penolakan dari pelaku usaha 
atau pihak lain maka yang bersang-
kutan akan diserahkan kepada pe- 
nyidik untuk selanjutnya diproses 
sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
Adapun jangka waktu dalam 
pemeriksaaan lanjutan diberikan 
oleh Pasal 43 selambat-lambatnya 60 
(enam puluh) hari sejak dilakukan 
pemeriksaan lanjutan. Namun jika 
diperlukan tambahan waktu karena 
pemeriksaan dirasakan belum selesai 
masih  dapat diperpanjang paling 
lama 30 (tiga puluh) hari. Tidak 
dijelaskan dalam undang-undang 
apakah alasan dilakukan perpanja- 
ngan pemeriksaan lanjutan tersebut 
dan juga tidak dijelaskan lebih lanjut 
apa akibat hukumnya jika jangka 
waktu 60 hari dan tambahan 30 hari 
tersebut tidak dapat dipenuhi oleh 
KPPU.KPPU dalam melakukan 
pemeriksaan melalui beberapa taha-
pan, yaitu: 1). Panggilan, 2). Peme- 
riksaan, 3). Pembacaan Putusan. 
Tahap pemanggilan kepada  
pelaku usaha, saksi, atau pihak lain 
yang terkait dilakukan sebelum 
proses pemeriksaan dilaksanakan. 
Surat panggilan mengundang yang 
bersangkutan untuk hadir dalam 
proses pemeriksaan. Dalam surat 
panggilan memuat tanggal, hari, jam 
sidang serta tempat persidangan 
dilangsungkan. Jika terdapat pelaku 
usaha atau saksi yang dipanggil 
tetapi tidak hadir dalam persidangan 
dapat diancam dengan tindakan tidak 
kooperatif yang melanggar Pasal 42, 
selanjutnya perkara akan dilimpah-
kan ke kepolisian (Pasal 41) dengan 
demikian perkara tersebut sudah 
berubah menjadi perkara pidana.
Pada prinsipnya terhadap perkara 
apapun, pidana, perdata maupun 
persaingan usaha, setiap orang 
dilarang menghambat proses pe- 
nyelidikan atau pemeriksaan dengan 
tidak bersedia memberikan informasi 
atau alat bukti yang dapat men-
dukung jalannya pemeriksaan. 
Demikian juga dengan pelaku usaha 
tidak boleh menolak memberikan 
informasi maupun alat bukti baik itu 
berupa dokumen atau surat-surat 
yang menurut KPPU diperlukan 
dalam penyelidikan atau pemerik-
saan. 
Sebelum dilakukan pemeriksaan, 
KPPU wajib menjelaskan selengkap 
mungkin dokumen dan alat bukti apa 
saja yang dibutuhkan dalam pemer-
iksaan tersebut sehingga pelaku 
usaha dapat bersikap lebih kooperatif 
dengan mempersiapkan dokumen 
yang diperlukan tepat pada saat 
diperlukan. Demikian juga dengan 
timbal balik dari sikap kooperatif 
dari pelaku usaha, maka KPPU dian-
jurkan pula untuk sesegera mungkin 
mengembalikan dokumen data peru-
sahaan kepada pelaku usaha.  
Tahap pemeriksaan meliputi 
pemeriksaan administratif, pemerik-
saan pokok perkara, pemeriksaan 
pembuktian. Prosedur pemeriksaan 
administratif adalah pemeriksaan 
identitas dan pembacaan hak-hak 
pelaku usaha, saksi atau pihak lain. 
Pemeriksaan terhadap pokok perkara 
terdapat dua tahapan yaitu, pertama, 
pemeriksaan oleh KPPU. Kedua, 
pemberian kesempatan pada pelaku 
usaha untuk menyampaikan keteran-
gan atau dokumen. Pemeriksaan 
pembuktian menetapkan bahwa yang 
dapat dijadikan alat bukti dalam 
pemeriksaan terdiri dari: keterangan 
saksi, keterangan ahli, surat dan atau 
dokumen, petunjuk, keterangan 
terlapor/saksi pelaku usaha. Ketera- 
ngan saksi ahli diperlukan bilamana 
perkara yang diperiksa termasuk 
katagori perkara rumit. (Fahmi, 2009 
: 209). Apa yang dapat dijadikan 
sebagai ukuran bahwa suatu perkara 
termasuk ’perkara rumit’ tidak ter- 
dapat pedoman yang dapat dijadikan 
sebagai acuan dalam mengukur ting-
kat kerumitan suatu perkara oleh 
KPPU.
Dalam pemeriksaan pembuktian 
ini diperlukan sikap yang kooperatif 
dari pihak-pihak yang diperiksa oleh 
KPPU. Apabila tidak terdapat 
kerjasama antar pihak yang diperiksa 
dengan KPPU, maka pemeriksaan 
akan diserahkan kepada badan pe- 
nyidik umum untuk dilakukan pe- 
nyidikan terhadap penolakannya 
untuk diperiksa oleh KPPU sekaligus 
juga diselidiki pelanggarannya terha-
dap hukum  persaingan usaha. Kalau 
sudah dilimpahkan kepada penyidik 
umum, maka akan merubah status 
hukum perkara yang ditangani dari 
perkara administrasi (kasus persai- 
ngan dengan ancaman hukuman 
administrasi) menjadi kasus pidana 
(terkena ancaman hukuman pidana).
Setelah dilakukan tahapan peme- 
riksaan dan pemeriksaan lanjutan 
telah selesai seluruh rangkaian 
proses pemeriksaan sebelum dijatuh-
kan putusan oleh KPPU. Keseluru-
han proses tersebut memakan waktu 
60 (enam puluh) hari atau setelah  
diperpanjang selama 30 (tiga puluh) 
hari lagi. Putusan KPPU tentang 
adanya pelanggaran praktik monopo-
li dan persaingan usaha tidak sehat 
harus dibacakan dalam sidang yang 
dinyatakan terbuka untuk umum oleh 
majelis Komisi yang beranggotakan 
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang 
anggota Komisi. Hasil putusan 
KPPU harus segera diberitahukan 
kepada pelaku usaha yang diputus 
melanggar tersebut berupa petikan 
putusannya, dan  menurut Pasal 43 
ayat (4), yang dimaksud dengan 
pemberitahuan itu adalah menyam-
paikan petikan putusan KPPU).
3. Putusan KPPU Yang Terkait 
Dengan Praktik Monopoli.
3.1. Perkara Nomor 04/KP-
PU-I/2003 tentang Jasa Peti 
Kemas Oleh PT. Jakarta  
International Cargo Terminal
Kasus ini berawal dari hasil moni-
toring yang dilakukan oleh KPPU 
terhadap kegiatanusaha dalam 
bidang jasa terminal pelayanan bong-
kar muat petikemas di Pelabu-
hanTanjung Priok Jakarta Utara  
yang dilakukan oleh PT. JAKARTA 
INTERNATIONAL CONTAINER 
TERMINAL, disingkat dengan PT 
JICT dan KERJA SAMA OPERASI 
TERMINAL PETIKEMAS KOJA, 
disingkat dengan KSOTPK KOJA, 
terhadap PT. (PERSERO) PELABU-
HAN INDONESIA II, disingkat 
dengan PT. PELINDO II.
Dari hasil monitoring KPPU, di 
Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta 
Utara diduga terjadi praktikmonopoli 
dan atau persaingan usaha tidak sehat 
dalam bidang jasa terminal 
pelayananbongkar muat petikemas. 
Fakta-fakta yang diperoleh di lapan-
gan menunjukkan bahwa kegiatan 
usaha jasa terminal pelayanan bong-
karmuat petikemas di Pelabuhan 
Tanjung Priok Jakarta Utara jika 
dihubungkan dengan Pasal 26 ayat 
(1)Undang-undang Nomor 21 Tahun 
1992 tentang Pelayaran,yang mene-
tapkan bahwa,
”penyelenggaraan pelabuhan 
umum dilakukan oleh Pemerintah 
dan pelaksanaannya dapat dilim- 
pahkan kepada BadanUsaha 
Milik Negara, yang didirikan 
untuk maksud tersebut berdasar-
kan peraturan perundangan yang 
berlaku”
Sedangkan didalam Pasal 26 ayat 
(2)dinyatakan bahwa, 
”badan hukum Indonesia dapat 
diikutsertakan dalam penyeleng-
garaan pelabuhan umum atas 
dasar kerja sama dengan BUMN  
yangmelaksanakan pengusahaan 
pelabuhan”
Berdasarkan penjelasan Pasal 26 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 1992, bahwa,
”keikutsertaan badan hukum 
Indonesia dalam bekerja sama 
dengan BUMN dalam penyeleng-
garaan pelabuhan umumantara 
lain terhadap kegiatan jasa unit 
terminal peti kemas di pelabuhan, 
lapanganpenumpukan, penun- 
daan, dan lain sebagainya. 
Sedangkan kegiatan penyediaan-
jasa kolam pelabuhan dalam 
rangka keselamatan hanya dapat 
dilakukan olehBUMN” 
KPPU telah menyampaikan saran 
kepadaMeneg BUMN tertanggal 19 
Pebruari 2003 yang pada pokoknya 
mengharapkanMenteri bersangkutan 
menggunakan segala pengaruh dan 
wewenangnya agar klausuldi dalam 
authorization agreement dihilangkan 
atau disesuaikan dengan jiwa,sema- 
ngat serta tujuan Hukum Persaingan.
PT PELINDO III adalah peme-
gang hak pengelolaan pelabuhan 
umum sebagaimana diaturdidalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 
Tahun 1991, telah memberikan kon- 
sesi pengelolaan terminal petikemas 
kepada PT JICT dengan jaminan 
bahwa tidak akanada pembangunan 
terminal petikemas sebagai tamba- 
han dari Unit TerminalPetikemas I, 
Unit Terminal Petikemas II, dan Unit 
Terminal Petikemas III sebelumter-
capainya throughput sebesar 75% 
(tujuh puluh lima persen) dari kapa-
sitas rancangbangunnya sebesar 3,8 
juta. 
Adanya klausul authorization 
agreement tersebut termasuk salah 
satu bentuk  perjanjian  ekslusif  
yang dilarang oleh undang-undang 
sebab dapat menimbulkan hambatan 
strategis yang nyata bagi para pelaku 
usaha baru yangakan memasuki 
pasar bersangkutan pelayanan bong-
kar muat petikemas di pelabu-
hanTanjung Priok. Hal ini ditegaskan 
bahwauntuk mendapatkan pelayanan 
bongkar muat petikemasdi pelabu-
han Tanjung Priok mereka harus 
mengikatkan diri pada kontrak yang-
bersifat ekslusif. Tanpa adanya 
kontrak yang mengikat tersebut, 
maka mereka tidakakan dilayani PT 
JICT dan KSO TPK KOJA. 
Berdasarkan fakta-fakta tersebut 
menunjukkan bahwa PT JICT telah 
melakukan penguasaan pasar pada 
pasar bersangkutansebagaimana 
dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) 
huruf c.
Berdasarkan pertimbangan terse-
but, maka Majelis Komisi menilai 
dan berpandanganbahwa esensi dari 
klausul Authorization Agreement 
bukan merupakancerminan kerjasa-
ma sebagaimana dimaksud di dalam 
Pasal 26 ayat (2) melainkan bentuk 
transaksi pelimpahan kewenangan 
ataupun transaksi pelimpahan Hak 
Monopoli dengan memberikan jami-
nan untuk menguasai 75% (tujuh 
puluh lima persen) pangsa pasar pada 
pasar bersangkutan.dari PT PELIN-
DO sebagai BUMN.
KPPU mempertimbangkan unsur- 
unsur pelanggaran Hukum Persai- 
ngan yang terdapat dalam Pasal 4, 
yaitu
”pelaku usaha dilarang membuat 
perjanjian dengan pelaku usaha lain 
untuksecara bersama-sama melaku-
kan penguasaan produksi dan atau 
pemasaran barangdan atau jasa 
yang dapat mengakibatkan praktik 
monopoli dan atau persainganusaha 
tidak sehat”
Selanjutnya menyatakan bahwa 
PT JICT secara sah dan meyakinkan 
telah melanggar Pasal 17 ayat (1) dan 
Pasal 25 ayat (1) huruf c.Mencermati 
pengaturan pasal tentang monopoli 
dan penyalahgunaan posisi dominan 
yang terdapat dalam Hukum Persai- 
ngan Usaha masing-masing diatur 
dalam Pasal 17 dan Pasal 25. Dengan 
menggunakan pendekatan rule of 
reason larangan penguasaan pangsa 
pasar sebesar 50% didalam Pasal 17 
dan 59% serta 75% didalam Pasal 25 
dirasakan terlalu besar(Anggraini, 
2010 : 474). Sebab penguasaan pasar 
bukan merupakan pelanggaran 
hukum anti monopoli, jika  posisi 
tersebut dapat juga diraih melalui 
aktivitas monopoli alamiah atau legal 
berdasarkan persaingan pasar yang 
fair dan sehat(Gellhor dan Kovacic, 
1994 : 121-122)
3.2.  Perkara Nomor 03/KPPU-L 
/2004 tentang Pengadaan Holo-
gram Pita Cukai oleh PT. Pura 
Nusapersada
Kasus ini berawal dari laporan 
yang diterima KPPU tertanggal 19 
Januari 2004. Dua perusahaan 
sebagai terlapor I dan II diduga 
melakukan kesepakatan dalam 
rangka  pengadaan hologram pita  
cukai. Terlapor I adalah   Perusahaan 
Umum Percetakan Uang Republik 
Indonesia (Perum Peruri) dan Ter- 
lapor II adalahPT Pura Nusapersada. 
Kedua perusahaanmembuat kesepa-
katan bahwa pasokan hologram pita 
cukai kepada Perum Peruri selama 
ini akan dilakukan olehPT Pura Nu- 
sapersada saja.
Kesepakatan mereka buat pada 
tanggal9 Mei 1995 tertuang dalam 
Surat Perjanjian Nomor SP-302/V/ 
1995/204/DM/V/95. Kesepakatan itu 
tidak ada batas waktunya serta telah 
mendapat persetujuan dari oleh 
Ditjen Bea dan Cukai pada tahun 
1995. Adanya perjanjian tersebut 
menyebabkan penguasaan produksi 
hologrampita cukai rokok terpusat 
pada satu pelaku usaha saja yaitu PT 
Pura Nusapersada. Akibatnya PT 
Pura Nusapersada akan menjadi 
pemasok tunggal hologram pitacukai 
pada Perusahaan Umum Percetakan 
Uang Republik Indonesia (Perum 
Peruri) sementara pelaku usaha lain 
yang sejenis sulit masuk menjadi 
pemasok hologram pita cukai kepada 
Perum Peruri. Ini artinya didalam 
pasar  bidang cetak hologram pitacu-
kai telah terjadi hambatan masuk 
(barrier to entry) yang diciptakan 
oleh pelaku usaha yang sangat berpe-
luang menimbulkan  terjadinya prak-
tik monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat yang dilarang oleh 
hukum persaingan usaha.
Oleh sebab itulah KPPU kemudi-
an melakukan serangkaian pemerik-
saan pendahuluan untuk mendapat-
kan bukti-bukti yang diperlukan. 
Setelah dilakukan beberapa kali 
pemeriksaan pendahuluan yaitu pada 
tanggal 17 Maret 2004, 19 Maret 
2004, dan 1 April 2004 Tim Pemerik-
sa menemukan adanya indikasi 
pelanggaran terhadap ketentuan 
Pasal 17 ayat (1), Pasal17 ayat (2) 
huruf b dan Pasal 25 ayat (1) huruf c 
UUPU.
Pemeriksaan pendahuluan dilaku-
kan terhadap Pelapor, Terlapor I dan 
Terlapor II.dan Ditjen Bea dan 
Cukai. Dari serangkaian pemerik-
saan pendahuluan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa 1). Pelapor me- 
rupakan badan usaha yang mempro-
duksi hologram tetapi masih mulai 
memasarankan dan belum melaku-
kan usaha komersiil, 2). Terlapor I 
mempunyai tugas untuk mencetak 
uang kertas dan uang logam serta 
mencetak dokumen sekuriti yang 
menyangkut keamanan negara.Ter- 
lapor I mengikutsertakan Terlapor II 
dalam hal mencetak dan melekatkan 
hologram pada pita cukai, 3). Ter- 
lapor II memiliki kegiatan mempro-
duksi hologram pitacukai dan memi-
liki pesaing potensial  PT Mitra 
Sakti, PT Sumber Cakung, PT Royal 
Standar, PT Semarang Packaging 
Industry. Terlapor II tidak keberatan 
jika dilakukan tender dalam 
pengadaan hologram pita cukai, 4). 
Ditjen Bea dan Cukai menyatakan 
bahwa perjanjian tersebut dapat 
dibatalkan selanjutnya melalui 
tender dengan syarat-syarat tertentu 
asalkan ada jaminan kepastian keter-
sediaan pita cukai. Ditjen Bea dan 
Cukai juga menegaskan bahwa 
pengadaan pita cukai berhologram 
tidak dilakukan melalui konsorsium 
karena pengawasannya sulit.
Setelah melakukan Pemeriksaan 
Pendahuluan, akhirnya  Tim Peme- 
riksa berkesimpulan bahwa terdapat 
indikasi adanya pelanggaran terha-
dap ketentuan Pasal 17 ayat (1), 
Pasal , 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 
25 ayat (1) huruf c UUPU. Pasal 17 
menentukan adanya praktik monopo-
li dan Pasal 25 tentang penyalahgu-
naan posisi dominan oleh Terlapor I 
dan Terlapor II.
Oleh karena itu, Tim Pemeriksa 
merekomendasikan agar pemerik-
saan dilanjutkan ke Pemeriksaan 
Lanjutan dengan alasan bahwa 
kegiatan yang dilakukanoleh PT Pura 
Nusapersadasebagai Terlapor II 
adalah akibat adanya perjanjian 
kerjasama pengadaan hologrampita 
cukai antara Perum Peruri danPT 
Pura Nusapersadatelah menyebab-
kan timbulnya hambatan masuk 
(entry barrier) bagi produsenholo-
gram lain yang berpeluang menim-
bulkan praktik monopoli. Atas dasar 
rekomendasi Tim Pemeriksa terse-
but, KPPU mengeluarkan Penetapan 
Komisi Nomor 08/PEN/KP-
PU/IV/2004 tanggal 6 April2004 
untuk melanjutkan Perkara Nomor 
03/KPPU-L/2004 ke Pemeriksaan 
Lanjutanterhitung sejak tanggal 6 
April 2004 sampai dengan tanggal 2 
Juli 2004.
Pemeriksaan Lanjutan telah 
beberapa dilakukan oleh Komisi 
antara lain pada tanggal 17 Mei 
2004, 24 Mei 2004, 31 Mei 2004, 8 
Juni 2004,9 Juni 2004,dan 10 Juni 
2004.  Selama tahap pemeriksaan 
lanjutan  diperiksa tiga buah perusa-
haan hologram pitacuka sebagai 
saksi, Ditjen Bea dan Cukai dan 
Botasupal (Badan Koordinasi Pem-
berantasan Uang Palsu). Dari  
serangkaian pemeriksaan lanjutan 
dapat disimpulkan berikut ini : 1).  
Para Saksi   pada umumnya adalah  
perusahaan yang bergerak dalam 
bidang usaha percetakan hologram 
pitacukai dan atau percetakan biasa, 
percetakan dokumen sekuriti seperti 
materai, akte perkawinan dan buku 
nikah serta percetakan hologram 
untuk plat nomor kendaraan bermo-
tor dan cap-cap tiga dimensi, 
2).Botasupal memiliki tugas dan 
wewenang melakukan pengawasan 
dan pembinaan terhadap percetakan 
dokumen sekuriti serta memberikan 
ijin dan rekomnedasi kepada produ-
sen dan distributor hologram. Bota-
supal belum memberikan rekomen-
dasi ijin usaha/operasi dokumen 
sekuriti kepada Pelapor dengan 
alasan Pelapor masih mengambil 
mesin master dari luar negeri, 3). 
Terlapor II menerangkan bahwa 
tidak bersedia menempatkan mesin 
cetak dan pelekatan hologram pada 
Terlapor I dengan alasan Terlapor II 
tidak dapatmengembangkan teknolo-
gi hologram dan akan terjadi 
inefisiensi serta sebenarnya tidak 
keberatan untuk mengubah perjanji-
an Tahun 1995 apabila bertentangan 
dengan Undang-undang Nomor 5 
Tahun1999, 4). Terlapor I, Terlapor II 
dan Ditjen Bea dan Cukai serta PT 
KertasPadalarang telah mengadakan 
pertemuan yang menyepakati peru-
bahanperjanjian Pengadaan Holo-
gram untuk Cetakan Pita Cukai.
Proses produksi pita cukai 
berhologram dalam praktiknya tidak 
efisien karena pita cukai berholo-
gram tidak dibuat sepenuhnya oleh 
Terlapor I, tetapi ada bagian seperti 
hologramdibuat oleh Terlapor II dan 
pada bagian kertas pita cukai dibuat 
oleh PT Kertas Padalarang. Perma- 
salahan pokok dalam dalam 
pengadaan pita cukai berhologram 
sebenarnya lebih banyak karena 
keterlambatan pengiriman dan atas 
keterlambatantersebut Perum Peruri  
dikenakan penalti sehingga  Ditjen 
Bea dan Cukai sebenarnya setuju 
apabila pengadaan hologram pita 
cukai terbuka melalui tender namun 
kendalanya adalah adanya perjanjian 
ekslusif antara Terlapor I  dan Ter- 
lapor II, sedangkan kewenangan 
untuk membatalkan perjanjian terse-
but bukan beradapada Ditjen Bea dan 
Cukai tetapi berada pada kedua pihak 
yang melakukan perjanjian..
Botasupal telah memberikan 
rekomendasi ijin usaha/operasi 
dokumensekuriti kepada 5 (lima) 
perusahaan hologram yaitu PT 
Sumber Cakung, PTKarya Aroma 
Sejati, PT Royal Standar, PT Pura 
Barutama dan PT Pura Nusapersada 
selaku pabrik hologram serta satu 
agen hologram yaitu PT. Mitra 
Sakti.. Sedangkan perusahaan holo-
gram yang dapat memenuhi seluruh-
kebutuhan hologram pita cukai yang 
berjumlah 17 (tujuh belas) Milyar 
keping hanya 2 (dua) perusahaan 
yaitu PT Pura Nusapersada dan PT 
Karya Aroma Sejati.
Berdasarkan bukti-bukti dan fakta 
hukum yang ada, maka Majelis 
Komisi menutuskan : Perum Peruri 
sebagai Terlapor I dan PT Pura Nu- 
sapersada sebagai Terlapor II terbuk-
ti secara sah dan meyakinkan me- 
langgar pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) 
huruf b Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1999, namun  tidak terbukti 
melanggar pasal 25 ayat (1) huruf c. 
Selanjutnya memerintahkan kepada 
Terlapor I dan Terlapor II untuk 
menghentikan kegiatanyang menga-
kibatkan terjadinya praktik monopoli 
dan atau persaingan usaha tidaksehat 
dalam pengadaan hologram pada pita 
cukai dengan cara membatalkan 
SuratPerjanjian Nomor SP-302/V/ 
1995. Juga memerintahkan kepada 
Terlapor I untuk membuka pasar 
pengadaan hologram pada pita cukai 
dengan memberikan kesempatan 
yang sama kepada setiap pelaku 
usaha untuk turut serta dalam 
pengadaan hologram pada pita cukai 
melalui tender yang terbuka dan 
transparan, selambat-lambatnya un- 
tuk pengadaan hologram pada pita 
cukai tahun anggaran 2005.
Analisis putusan dari perkara 
diatas sebagai berikut : 1). Perum 
Peruri dan PT Pura Nusapersada 
terbukti melakukan praktik praktik 
monopoli, 2). Perum Peruri dan PT 
Pura Nusapersada melanggar Pasal 
17 ayat (1 dan (2) huruf b, 3). Perum 
Peruri dan PT bagi pelaku usaha lain 
yang Pura Nusapersada menciptakan 
hambatan masuk hendak ikut tender.
Simpulan
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terhadap prinsip larangan praktik 
monopoli dalam memutus perkara 
persaingan usaha didasarkan pada 
ada tidaknya kepentingan umum 
(public interest) yang dirugikan oleh 
pelaku usaha. Pertimbangan hakim 
(ratio decidendi) komisioner untuk 
menetapkan pelanggaran terhadap 
prinsip larangan praktik monopoli 
adalah adanya unsur pasal 17 ayat (2) 
UUPU yang meliputi: a)non substitu-
tion; b) barrier to entry; c) dan 
market share. Dalam beberapa perka-
ra persaingan usaha KPPU telah 
menerapkan prinsip tersebut sebagai 
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Pendahuluan 
Laranganpraktik monopoli ditem-
patkan oleh pembentuk undang-un-
dang sebagai bagian dari judul 
Undang-undang Persaingan Usaha 
Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya 
disebut dengan UUPU) bukan tanpa 
sebab dan alasan. Kata ”Larangan-
praktik monopoli” juga bukan kata 
yang tanpa makna. Bagi pelaku 
usaha kata tersebut cukup berarti 
terhadap peletakan strategi bisnis 
dalam perusahaan. Dalam tataran 
yuridis dalam UUPUterdapat dua 
kata memiliki kemiripan yang digu-
nakan secara berganti-ganti, yakni 
kata ”monopoli” dan ”praktik mono- 
poli”. Kendatipun demikian, dari 
segi makna kedua istilah tersebut 
terkandung perbedaan yang cukup 
mendasar. Kata “praktik monopoli” 
menjadi prinsip larangandalam 
UUPU sementara itu ”monopoli” 
tidak dijadikan sebagai prinsip lara- 
ngan dalam UUPU. Hal ini menun-
jukkan bahwa pada dua kata tersebut 
memang memiliki arti dan makna 
yang berbeda.
Mengingat sudah menjadi karak-
ter bagi setiap pelaku usaha jika 
selalu ingin menguasai pasar dan 
memenangkan persaingan didalam 
pasar, maka tidak segan-segan 
pelaku usaha melakukan tinda-
kan-tindakan yang cenderung meng-
abaikan kode etik yang lazim dite- 
rapkan dalam bisnis bahkan tidak 
peduli umtuk melanggar aturan 
hukum. Oleh sebab itu, tidak jarang 
beberapa pelaku usaha dihadapkan 
pada persoalan pelanggaran aturan 
hukum, khususnya hukum  persai- 
ngan usaha dan menjadi pihak yang 
harus mempertanggung jawabkan 
segala tindakan pelanggarannya 
dihadapan badan yang mengawasi 
perilakupelaku usaha di Indonesia, 
yaitu Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (selanjutnya disebut KPPU).  
Dari beberapa larangan yang 
diatur dalam UUPU, terdapat salah 
satu larangan  yang dapat dikualifi-
kasikan sebagai pelanggaran UUPU 
adalah melakukan tindakan praktik 
monopoli. Ketentuan Pasal 17 
UUPU adalah parameter yuridis 
untuk mengkualifikasikan suatu 
tindakan termasuk praktik monopoli 
atau bukan. KetikaKPPU menemu-
kan salah satu dari kriteria pasal 
tersebut telah dilakukan oleh pelaku 
usaha, maka KPPU  berhak untuk 
melakukan penyidikan dan penyeli-
dikan kepada pelaku usaha yang 
bersangkutan. Sebagai lembaga pe- 
ngawas kegiatan pelaku usaha, 
KPPU memiliki kewenangan yang 
cukup besar terhadap segala bentuk 
perilaku pelaku usaha yang melang-
gar Pasal 35 UUPU.
KPPU memiliki kewenangan 
menangani perkara yang berbeda 
dengan pengadilan perdata yang 
menangani hak-hak perorangan yang 
bersifat privat, karena perkara yang 
ditangani KPPU bersifat publik. Hal 
ini sesuai dengan tujuan Hukum 
persaingan usaha yang tercantum 
dalam Pasal 3 huruf a, yaitu untuk 
”menjaga kepentingan umum dan 
meningkatkan efisiensi ekonomi 
nasional sebagai salah satu upaya 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat” (Anggara, 2009 : 163). 
Sehingga tugas KPPU harus menjaga 
kondisi perekonomian nasionalagar 
tercipta iklim persaingan usaha yang 
sehat melalui putusan-putusan yang 
dibuatnya tidak terdistorsi oleh 
kepentingan kelompok tertentu saja. 
Berdasarkan uraian latar belakang 
tersebut, dapat dirumuskan permas-
alahan berikut, bagaimanakah imple-
mentasi prinsip larangan praktik 
monopoli dalam putusan KPPU 
(melalui putusan hakim komisioner) 
? Untuk mengkajinya dapat dicerma-
ti dari pertimbangan hakim komi- 
sioner (ratio decidendi) dalam putu-
sannya.
Pembahasan 
1. Prinsip Larangan Praktik 
Monopoli Dalam UUPU 
Parameter yang digunakan oleh 
UUPU untuk mengetahui pelaku 
usaha melakukan monopoli atau 
tidak, terdapat dalam Pasal 17 
UUPU, disebutkan bahwa,
(1)  Pelaku usaha dilarang melaku-
kan penguasaan atas produksi 
dan atau pemasaran barang 
dan atau jasa yang dapat me- 
ngakibatkan terjadinya praktik 
monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat. 
(2)  Pelaku usaha patut diduga atau 
dianggap melakukan pengua-
saan atas produksi dan atau 
pemasaran barang dan atau 
jasa sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), apabila:
a. barang dan atau jasa yang 
bersangkutan belum ada   sub-
stitusinya;atau
b. mengakibatkan pelaku usaha 
lain tidak dapat masuk ke 
dalam persaingan usaha ba- 
rang dan atau jasa yang sama; 
atau
c.  pelaku usaha atau satu kelom-
pok pelaku usaha menguasai 
lebih dari  50% (lima puluh 
persen) pangsa pasar satu jenis 
barang atau jasa tertentu.
Mencermati rumusan Pasal 17 di 
atas memberi pemahaman bahwa 
pelaku usaha akan dianggap melaku-
kan penguasaan atas produksi dan 
atau pemasaran jika perilakunya 
memenuhi kualifikasi unsur-unsur 
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, 
atau c. Unsur-unsur itu bersifat alter-
natif artinya cukup terdapat salah 
satu unsur saja seorang pelaku usaha 
sudah dapat dikualifikasikan sebagai 
telah melakukan kegiatan praktik 
monopoli. 
Pada asasnya segala bentuk 
kegiatan maupun perjanjian yang 
dilakukan pelaku usaha jika mengki-
batkan praktik monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat adalah 
dilarang. Monopoli tidak dilarang 
sepanjang tidak mengakibatkan 
praktik monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat, karena tidak 
semua monopoli merugikan ada juga 
monopoli yang menguntungkan 
(aspek positif monopoli). Sedangkan 
yang dimaksud dengan aspek negatif 
monopoli adalah pengertian dari 
praktik monopoli itu sendiri, yakni 
kegiatan monopoli yang senantiasa 
menimbulkan inefesiensi sumber 
daya dan kerugian pada masyarakat.
Monopoli dan persaingan sebagai 
dua konsep yang memiliki sisi positif 
bagi persaingan dan sisi negatif bagi 
monopoli hal itu merupakan pandan-
gan yang sangat sederhana. Kalau 
dikaji lebih jauh, kedua konsep itu 
saling memiliki aspek-aspek positif 
maupun aspek negatif, tergantung 
sasaran apa yang hendak dicapai dari 
masing-masing. Misalnya, monopoli 
yang dilakukan untuk melindungi 
sumber daya yang vital dari eksploi-
tasi pihak-pihak yang mencari keun-
tungan sendiri, maka monopoli itu 
dianggap sebagai sisi positif dari 
monopoli. Sebaliknya, persaingan 
yang berkonotasi baik bisa beraspek 
negatif, jika persaingan itu terjadi 
tanpa kendali dan pengawasan dari 
negara, tidak lagi mempertimbang-
kan aspek ekonomi, akhirnya yang 
terjadi persaingan yang saling 
mematikan, yang kuat menghancur-
kan yang lemah, maka tujuan 
persaingan yang seharusnya mem-
beri kesejahteraan yang maksimal 
kepada masyarakat dan kesempatan 
yang sama kepada pelaku usaha 
tidak dapat terwujud. 
Berdasarkan pengertian monopoli 
yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 
UUPU, terkandung dua unsur pen- 
ting dalam monopoli, yaitu (1) 
adanya penguasaan atas produk, dan 
atau pemasaran barang dan atau atas 
penggunaan jasa tertentu, (2) dilaku-
kan oleh satu pelaku usaha atau satu 
kelompok pelaku usaha. 
Adapun bentuk kegiatan pengua-
saan atas produksi dan pemasaran 
yang dilarang itu memiliki kriteria 
sebagai berikut : (1) penguasaan atas 
produksi, (2) penguasaan atas 
pemasaran produksi atau jasa, (3) 
barang dan jasa yang berada di 
bawah penguasaan itu tidak ada 
substitusinya di pasar, (4) praktik 
tersebut mengakibatkan terjadinya 
monopoli atau persaingan usaha 
tidak sehat (Ginting, 2001 : 68)
Hal ini artinya penguasaan atas 
produk dan pemasaran suatu produk-
si tidak dilarang oleh undang-undang 
sepanjang tidak meniadakan atau 
mengurangi persaingan di pasar 
(lessen competition), seperti kasus 
paling aktual saat ini yang dilakukan 
oleh Carrefour. 
Didalam Pasal 1 ayat (2) UUPU 
memuat pengertian dari praktik 
monopoli, yang mengandung unsur- 
unsur : (1) Terjadinya pemusatan 
kekuatan ekonomi pada satu atau 
lebih pelaku usaha, (2) Terdapat 
penguasaan atas produksi atau 
pemasaran barang atau jasa tertentu, 
(3) Terjadinya persaingan usaha 
tidak sehat, (4) Tindakan tersebut 
merugiakan kepentingan umum 
(Kagramanto, 2007 : 181)
Jika dibandingkan dengan kriteria 
praktik monopoli terdapat dalam 
Pasal 17 ayat (2), yang memuat 
unsur-unsur : (1) Melakukan perbua-
tan penguasaan atas suatu produk, (2) 
Melakukan perbuatan atas pemasa-
ran suatu produk, (3) Penguasaan 
tersebut dapat mengakibatkan terjad-
inya praktik monopoli, (4) pengua-
saan tersebut dapat mengakibatkan 
terjadinya persaingan usaha tidak 
sehat. 
Konsep praktik monopoli menga-
rah pada pengertian pemusatan 
kekuatan ekonomi, artinya terdapat 
korelasi antara praktik monopoli 
dengan pemusatan ekonomi. Pemu-
satan kekuatan ekonomi jangkauan- 
nya lebih luas daripada sekedar 
penguasaan pasar (bidang pemasa-
ran) karena menyangkut juga pada 
bidang produksi. Penguasaan pasar 
mengakibatkan berkurangnya per- 
saingan (lessen competition) uji 
materiilnya melalui struktur pasar 
sedangkan pemusatan kekuatan 
ekonomi menimbulkan konglomera-
si batu ujinya melalui perilaku pasar.
Untuk membuktikan unsur-unsur 
yang terdapat didalam Pasal 17 ayat 
(2)UUPU harus dapat dipenuhi, 
yakni : (1) Tidak terdapat produk 
substitusinya, (2) Pelaku usaha lain 
sulit masuk kedalam pasar persai- 
ngan terhadap produk yang sama 
dikarenakan hambatan masuk yang 
tinggi, (3) Pelaku usaha lain tersebut 
adalah pelaku usaha yang mempu-
nyai kemampuan bersaing yang 
signifikan dalam pasar bersangkutan, 
(4) Satu atau satu kelompok pelaku 
usaha telah menguasai lebih dari 
50% pangsa pasar suatu jenis produk 
(Winardi, 1996 : 457)
Pengertian unsur-unsur akan 
dijelaskan sebagai berikut : 
1. Produk substitusi
 Didalam Kamus Ekonomi, 
substitutional goods artinya 
benda-benda pengganti, yaitu 
adanya hubungan antara dua 
benda atau lebih, demikian rupa 
hingga benda x dapat mengganti-
kan benda y. Dengan demikian  
pengertian ini dapat dibedakan 
dengan pengertian benda-benda 
komplementer. Benda komple-
menter berfungsi sebagai benda 
pelengkap dari benda utama, 
tetapi tidak menggantikan fung-
sinya. 
 Beranjak dari pengertian di 
atas,  terjadinya  praktik monopoli 
didalam pasar ditandai dengan 
adanya satu jenis produk dalam 
pasar yang bersangkutan, tidak 
ditemukan barang pengganti yang 
menjadi alternatif bagi konsumen 
untuk memilih jenis lainnya yang 
lebih murah. Akibatnya penjual 
produk tersebut dapat memainkan 
harga karena pasarnya berada 
dalam penguasaannya.
 Oleh karena pasar hanya 
dikuasai satu jenis barang 
tertentu, maka didalam pasar 
tidak terjadi persaingan. Pasar 
yang tidak persaingan, pelaku 
usaha cenderung menentukan 
harga sesuai dengan kehendak- 
nya. Sehingga konsumen tidak 
memperoleh harga murah  yang 
lebih kompetitif dibandingkan 
dengan harga yang ditetapkan.
 Istilah substitusi juga ditemu-
kan didalam definisi pasar 
bersangkutan yang terdapat pada 
Pasal 1 angka 10 UUPU, disebut-
kan bahwa:
”Pasar bersangkutan adalah pasar 
yang berkaitan dengan jangkauan 
atau daerah pemasaran tertentu 
oleh pelaku usaha atas barang dan 
atau jasa yang sama atau sejenis 
atau substitusi dari barang dan 
atau jasa tersebut”.
 Untuk menilai sifat substitusi 
dari suatu produk dengan produk 
yang lain dapat digunakan dengan 
menggunakan pendekatan terha-
dap elastisitas permintaan dan 
penawaran melalui analisis prefe-
rensi konsumen. Dalam melaku-
kan analisis preferensi konsumen 
digunakan tiga parameter utama 
sebagai alat pendekatan, yaitu 
harga, karakter, dan kegunaan 
(fungsi) produk.(Assahinur, 2009 
: 18) Produk dalam suatu pasar 
tidak harus bersifat perfect substi-
tutes, karena sulit untuk menemu-
kannya, oleh sebab itu bisa 
dengan konsep close substitutes. 
Produk dalam suatu pasar tidak 
harus memiliki kualitas yang 
sama, oleh sebab itu, sepanjang 
konsumen menentukan bahwa 
produk terkait memiliki karakter 
dan fungsi yang sama, maka 
produk tersebut dapat dikatakan 
sebagai substitusi satu dengan 
lainnya. Untuk menerapkan Pasal 
1 angaka 10 telah dikeluarkan 
peraturan KPPU No.3 Tahun 
2009 tentang Pedoman Penerapan 
Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar 
Bersangkutan.
2. Barrier to entry
 Bentuk  Barrier to entry dapat 
berasal dari dua hal, yaitu dari sisi 
perusahaan dari sisi kebijakan 
publik dari sisi perusahaan strate-
gi yang diterapkan tidak hanya 
untuk menjaga kekuatan pasarnya 
melainkan juga mempertahankan 
laba monopolisnya. Sedangkan 
yang berasal dari kebijakan 
pemerintah biasanya memiliki 
tujuan tertentu, seperti kondisi 
alami industri yang merupakan 
natural monopoly.
3.  Penguasaan Pasar (Market 
Share)
 Menjadi penguasa dalam 
suatu jenis pasar merupakan hara-
pan dari setiap pelaku usaha, 
dengan menjadi penguasa yang 
nyata atas suatu pasar berarti 
pemusatan kekuatan ekonomi 
telah berada dalam genggaman 
pelaku usaha tersebut. Dengan 
kekuatan pasar yang dimilikinya 
itu pelaku usaha dapat menentu-
kan harga barang atau jasa dan 
dampak selanjutnya adalah keun-
tungan yang optimal pasti akan 
dapat diraihnya. Adapun wujud 
penguasaan pasar, dilakukan 
dengan cara: 1). Jual rugi (preda-
tory Pricing) dengan maksud 
untuk mematikan pesaingnya, 2). 
Melalui pratik penetapan biaya 
produksi secara curang serta 
biaya lainnya yang menjadi kom-
ponen harga barang, serta, 3). 
Perang harga maupun persaingan 
harga (Fahmi, 2009 : 139).
 Berbagai bentuk tindakan 
penguasaan pasar seperti ini 
hanya mugkin  dilakukan oleh 
pelaku usaha yang memiliki 
market power. Tolok ukur 
penguasaan pasar tidak harus 
menguasai sebesar 100%, 
penguasaan sebesar 50% atau 
75% saja sudah dapat dikatakan 
memiliki market power.
 Seperti didalam Pasal 17, 
kriteria menguasai pasar diberi-
kan batas lebih dari 50%, pelaku 
usaha yang menguasai pasar sebe-
sar 50% dapat diduga atau diang-
gap melakukan praktik monopoli 
yang merugikan kepentingan 
umum. Pasal 17 bersifat rule of 
reason, untuk dapat membuktikan 
adanya kerugian masyarakat perlu 
dilakukan berbagai penelitian dan 
kajian dari ahli hukum dan ahli 
ekonomi.
2.  KPPU Sebagai Lembaga 
Pengawasan Kegiatan Pelaku 
Usaha
 
Di Indonesia lembaga yang 
berwenang menjalankan fungsi 
pengawasan kegiatan pelaku usaha 
adalah Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha atau disingkat dengan KPPU. 
Pasal 30 ayat (1) UUPU menyebut-
kan,”Untuk mengawasi Undang-un-
dang ini dibentuk Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha yang selanjutnya 
disebut Komisi”, dan didalam Pasal 
30 ayat (3) disebutkan bahwa, 
”Komisi bertanggung jawab kepada 
Presiden”. Selanjutnya Pasal 34 ayat 
(1) menegaskan bahwa, ”Pembentu-
kan Komisi serta susunan organisasi, 
tugas, dan fungsinya ditetapkan 
dengan Keputusan Presiden”. Ak- 
hirnya KPPU didirikan pada tanggal 
8 Juli 1999 berdasarkan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 
75 Tahun 1999 tentang Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha. 
Dengan demikian, penegakan 
Hukum Persaingan Usaha serta 
pengawasan terhadap pelaku usaha 
berada dalam kewenangan KPPU.
Sebagai lembaga pengawas 
kegiatan pelaku usaha, KPPU memi-
liki kewenangan yang cukup besar 
terhadap segala bentuk perilaku 
pelaku usaha. Kewenangan tersebut 
meliputi penyidikan, penuntutan, 
konsultasi, memeriksa, mengadili, 
dan memutus perkara pelanggaran 
hukum persaingan oleh pelaku 
usaha. Namun bukan berarti tidak 
ada lembaga lain yang berwenang 
menangani perkara monopoli dan 
persaingan usaha, Pengadilan Negeri 
(PN) dan Mahkamah Agung (MA) 
juga diberi wewenang untuk mena- 
ngani perkara persaingan. Penga-
dilan Negeri diberi wewenang untuk 
menangani keberatan terhadap putu-
san KPPU. dan menangani pelangga-
ran hukum persaingan yang menjadi 
perkara pidana karena tidak dijalan- 
kannya putusan KPPU yang sudah in 
kracht. Sedangkan MA diberi 
kewenangan untuk menyelesaikan 
perkara pelanggaran hukum persai- 
ngan apabila terdapat keberatan atas 
putusan PN tersebut dengan menga-
jukan kasasi. Putusan MA harus 
dijatuhkan dalam waktu 30 hari sejak 
permohonan kasasi diterima. 
Pada Pasal 30 ayat (2) menegas-
kan bahwa, ”Komisi adalah suatu 
Lembaga Independen yang terlepas 
dari pengaruh dan kekuasaan Peme- 
rintah serta pihak lain”. Hal ini berar-
ti bahwa KPPU merupakan lembaga 
yang independen. Hal ini ditegaskan 
lagi dalam Keppres nomor 75 Tahun 
1999 yang terdapat pada Pasal 6 ayat 
(2) bahwa, anggota Komisi yang 
menangani perkara dilarang:
a. mempunyai hubungan sedarah 
atau semenda sampai derajat ke 
tiga dengan salah satu pihak yang 
berperkara; atau
b. mempunyai kepentingan dengan 
perkara yang bersangkutan.
Untuk menjaga independensi dan 
integritas anggota Komisi,  per- 
syaratan untu menjadi anggota 
Komisi telah dirumuskan dalam 
Pasal 31 sampai dengan Pasal 34. 
Dalam persyaratan tersebut dikehen-
daki anggota-anggota terpilih dan 
terpercaya (credible). Integritas 
moral dan kepercayaan untuk memi-
lih seseorang adalah unsur penting 
yang sangat menentukan apalagi 
sebagai anggota komisi yang terkait 
dengan dunia bisnis dan pelaku 
usaha, maka kepribadian dan integri-
tas memegang peranan kunci (plays 
a key role) dalam menangani perkara 
persaingan. 
Atas dasar peran KPPU sebagai 
lembaga pengawas, maka tugas  
yang disandang oleh KPPU didalam 
Pasal 35. Sebagai tindak lanjut atas 
tugas yang dibebankan, KPPU juga 
mempunyai wewenang yang terca- 
kup dalam Pasal 36. Jika dicermati 
tugas dan wewenang KPPU dalam 
pasal-pasal tersebut,  sebenarnya 
kewenangan KPPU hanya terbatas 
pada kewenangan administratif, 
meskipun terdapat kewenangan yang 
mirip badan penyidik, namun tugas 
penyidikan, penuntutan dan pemutus 
itu dalam rangka memberikan sanksi 
hukuman administrasi semata. 
Demikian juga dengan kekuatan 
hukum dari putusan KPPU mempu-
nyai kekuatan eksekutorial, yaitu 
keputusan yang sederajat dengan 
keputusan hakim, oleh sebab itu 
putusan KPPU dapat langsung 
dimintakan eksekusi (Fiat Excecutie) 
pada Pengadilan Negeri yang 
berwenang tanpa harus beracara 
sekali lagi di pengadilan tersebut. 
(Pasal 46 ayat (2) UUPU).
Proses penyelidikan dan pemerik-
saan merupakan salah satu bagian 
dari proses beracara di KPPU. 
Hukum acara di KPPU ditetapkan 
pertama kali melalui Surat Keputu-
san Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000, 
tentang Tata Cara Penyampaian 
Laporan dan Penanganan Dugaan 
Pelanggaran Terhadap UU No.5 
Tahun 1999. Surat Keputusan terse-
but telah diubah menjadi Peraturan 
Komisi No.1 Tahun 2006, tentang 
Tata Cara Penanganan Perkara di 
KPPU yang mulai efektif berlaku 
pad tanggal 18 Oktober 2006. 
Proses penyelidikan dan pemerik-
saan merupakan prosedur yang dike-
nal dalam hukum pidana yaitu proses 
mencari kebenaran materiil. Dalam 
mencari kebenaran materiil diperlu-
kan keyakinan KPPU bahwa pelaku 
usaha melakukan atau tidak melaku-
kan perbuatan yang menyebabkan 
terjadinya praktik monopoli dan 
persaingan tidak sehat. (Wibowo dan 
Sinaga, 2005 : 365)dan KPPU mulai 
melakukan pemeriksaan (pendahulu-
an) jika terdapat salah satu indikasi 
dari perbuatan berikut ini : (1) Atas 
inisiatif Komisi sendiri apabila ada 
dugaan telah terjadinya pelanggaran 
Undang-undang Anti Monopoli, (2) 
Atas laporan tertulis dari pihak yang 
merasa dirugikan;setiap orang yang 
mengetahui atau patut diduga telah 
terjadi pelanggaran terhadap Un- 
dang-undang Anti Monopoli, (3) 
Atas laporan tertulis dari setiap orang 
yang mengetahui atau patut diduga 
telah terjadi pelanggaran terhadap 
Undang-undang Anti Monopoli 
(Fuady, 1999 : 104).
Berdasarkan hasil pemeriksaan 
pendahuluan yang diperoleh, jika 
hasilnya adalah penetapan untuk 
melakukan pemeriksaan lanjutan, 
maka akan dilakukan tindakan 
penyelidikan dan pemeriksaan. Pihak 
yang melaporkan harus memberikan 
identitasnya kepada KPPU dan wajib 
dirahasiakan identitas pelapor oleh 
KPPU.
Mekanisme pemeriksaan perkara 
oleh KPPU pada prinsipnya sama 
dengan pengertian pemeriksaan 
dalam hukum acara pidana, namun 
terdapat sedikit perbedaan dalam hal 
siapa yang dimaksud dengan subyek 
pelapor dalam perkara persaingan 
usaha. Dalam pemeriksaan perkara 
yang didasarkan atas dasar laporan 
adalah pemeriksaan yang dilakukan 
karena adanya laporan dari ma- 
syarakat atau pelaku usaha yang 
dirugikan oleh tindakan pelaku usaha 
yang dilaporkan. Setelah menerima 
laporan, KPPU menetapkan majelis 
komisi yang akan bertugas memerik-
sa dan menyelidiki pelaku usaha 
yang dilaporkan. Dalam menjalan- 
kan tugas, majelis komisi dibantu 
oleh staf komisi. Pemeriksaan perka-
ra yang dilakukan atas dasar laporan 
menggunakan nomor perkara: 
Nomor perkara/KPPU-L (laporan)/ 
Tahun, sedangkan perkara yang 
diperiksa bukan atas dasar laporan 
pada nomor perkara tidak terdapat 
kode L (laporan).
Pemeriksaan atas dasar inisiatif 
KPPU didasarkan karena adanya 
dugaan atau indikasi dari hasil 
pengamatan dan persepsi sendiri 
disimpulkan adanya pelanggaran 
terhadap Hukum Persaingan. 
Mekanismenya, KPPU akan mem-
bentuk suatu Majelis Komisi untuk 
melakukan pemeriksaan terhadap 
pelaku usaha dan saksi. Dalam 
pemeriksaan tersebut majelis Komisi 
dibantu oleh staf komisi. Jika peme- 
riksaan perkara dilakukan atas dasar 
inisiatif komisi, maka pada penulisan 
nomor perkara adalah sama hanya 
saja menggunakan tanda I (Inisiatif). 
Pemeriksaan perkara dalam 
hukum acara persaingan usaha 
terdapat 2 (dua) jenis, yaitu pemerik-
saan pendahuluan dan pemeriksaan 
lanjutan. Untuk melakukan pemerik-
saan pendahuluan ini harus didasar-
kan pada laporan masyarakat, pihak 
yang dirugikan atau pelaku usaha. 
Berdasarkan laporan masyarakat 
KPPU menetapkan apakah perlu 
dilakukan pemeriksaan lanjutan atau 
tidak. Jika dianggap perlu, maka 
KPPU akan melakukan pemeriksaan 
kepada pelaku usaha yang dilapor-
kan. KPPU juga dapat mendengakan 
keterangan saksi, saksi ahli atau 
pihak lain yang dianggap memiliki 
keterangan yang diperlukan. Namun 
dalam melaksanakan tugas pemerik-
saan itu KPPU wajib melengkapi 
dirinya dengan surat tugas.
Di dalam Pasal 41 Hukum 
Persaingan Usaha menekankan 
bahwa selama melaksanakan tugas 
penyelidikan (pemeriksaan pendahu-
luan) dan pemeriksaan lanjutan 
pelaku usaha atau pihak lain yang 
diperiksa mempunyai kewajiban 
menyerahkan alat bukti yang diperlu-
kan dan dilarang menolak untuk 
diperiksa, dilarang menolak mem-
berikan informasi, dan dilarang 
menghambat proses penyelidikan 
dan pemeriksaan (lanjutan) yang 
dilakukan KPPU, oleh sebab itu, jika 
terdapat penolakan dari pelaku usaha 
atau pihak lain maka yang bersang-
kutan akan diserahkan kepada pe- 
nyidik untuk selanjutnya diproses 
sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
Adapun jangka waktu dalam 
pemeriksaaan lanjutan diberikan 
oleh Pasal 43 selambat-lambatnya 60 
(enam puluh) hari sejak dilakukan 
pemeriksaan lanjutan. Namun jika 
diperlukan tambahan waktu karena 
pemeriksaan dirasakan belum selesai 
masih  dapat diperpanjang paling 
lama 30 (tiga puluh) hari. Tidak 
dijelaskan dalam undang-undang 
apakah alasan dilakukan perpanja- 
ngan pemeriksaan lanjutan tersebut 
dan juga tidak dijelaskan lebih lanjut 
apa akibat hukumnya jika jangka 
waktu 60 hari dan tambahan 30 hari 
tersebut tidak dapat dipenuhi oleh 
KPPU.KPPU dalam melakukan 
pemeriksaan melalui beberapa taha-
pan, yaitu: 1). Panggilan, 2). Peme- 
riksaan, 3). Pembacaan Putusan. 
Tahap pemanggilan kepada  
pelaku usaha, saksi, atau pihak lain 
yang terkait dilakukan sebelum 
proses pemeriksaan dilaksanakan. 
Surat panggilan mengundang yang 
bersangkutan untuk hadir dalam 
proses pemeriksaan. Dalam surat 
panggilan memuat tanggal, hari, jam 
sidang serta tempat persidangan 
dilangsungkan. Jika terdapat pelaku 
usaha atau saksi yang dipanggil 
tetapi tidak hadir dalam persidangan 
dapat diancam dengan tindakan tidak 
kooperatif yang melanggar Pasal 42, 
selanjutnya perkara akan dilimpah-
kan ke kepolisian (Pasal 41) dengan 
demikian perkara tersebut sudah 
berubah menjadi perkara pidana.
Pada prinsipnya terhadap perkara 
apapun, pidana, perdata maupun 
persaingan usaha, setiap orang 
dilarang menghambat proses pe- 
nyelidikan atau pemeriksaan dengan 
tidak bersedia memberikan informasi 
atau alat bukti yang dapat men-
dukung jalannya pemeriksaan. 
Demikian juga dengan pelaku usaha 
tidak boleh menolak memberikan 
informasi maupun alat bukti baik itu 
berupa dokumen atau surat-surat 
yang menurut KPPU diperlukan 
dalam penyelidikan atau pemerik-
saan. 
Sebelum dilakukan pemeriksaan, 
KPPU wajib menjelaskan selengkap 
mungkin dokumen dan alat bukti apa 
saja yang dibutuhkan dalam pemer-
iksaan tersebut sehingga pelaku 
usaha dapat bersikap lebih kooperatif 
dengan mempersiapkan dokumen 
yang diperlukan tepat pada saat 
diperlukan. Demikian juga dengan 
timbal balik dari sikap kooperatif 
dari pelaku usaha, maka KPPU dian-
jurkan pula untuk sesegera mungkin 
mengembalikan dokumen data peru-
sahaan kepada pelaku usaha.  
Tahap pemeriksaan meliputi 
pemeriksaan administratif, pemerik-
saan pokok perkara, pemeriksaan 
pembuktian. Prosedur pemeriksaan 
administratif adalah pemeriksaan 
identitas dan pembacaan hak-hak 
pelaku usaha, saksi atau pihak lain. 
Pemeriksaan terhadap pokok perkara 
terdapat dua tahapan yaitu, pertama, 
pemeriksaan oleh KPPU. Kedua, 
pemberian kesempatan pada pelaku 
usaha untuk menyampaikan keteran-
gan atau dokumen. Pemeriksaan 
pembuktian menetapkan bahwa yang 
dapat dijadikan alat bukti dalam 
pemeriksaan terdiri dari: keterangan 
saksi, keterangan ahli, surat dan atau 
dokumen, petunjuk, keterangan 
terlapor/saksi pelaku usaha. Ketera- 
ngan saksi ahli diperlukan bilamana 
perkara yang diperiksa termasuk 
katagori perkara rumit. (Fahmi, 2009 
: 209). Apa yang dapat dijadikan 
sebagai ukuran bahwa suatu perkara 
termasuk ’perkara rumit’ tidak ter- 
dapat pedoman yang dapat dijadikan 
sebagai acuan dalam mengukur ting-
kat kerumitan suatu perkara oleh 
KPPU.
Dalam pemeriksaan pembuktian 
ini diperlukan sikap yang kooperatif 
dari pihak-pihak yang diperiksa oleh 
KPPU. Apabila tidak terdapat 
kerjasama antar pihak yang diperiksa 
dengan KPPU, maka pemeriksaan 
akan diserahkan kepada badan pe- 
nyidik umum untuk dilakukan pe- 
nyidikan terhadap penolakannya 
untuk diperiksa oleh KPPU sekaligus 
juga diselidiki pelanggarannya terha-
dap hukum  persaingan usaha. Kalau 
sudah dilimpahkan kepada penyidik 
umum, maka akan merubah status 
hukum perkara yang ditangani dari 
perkara administrasi (kasus persai- 
ngan dengan ancaman hukuman 
administrasi) menjadi kasus pidana 
(terkena ancaman hukuman pidana).
Setelah dilakukan tahapan peme- 
riksaan dan pemeriksaan lanjutan 
telah selesai seluruh rangkaian 
proses pemeriksaan sebelum dijatuh-
kan putusan oleh KPPU. Keseluru-
han proses tersebut memakan waktu 
60 (enam puluh) hari atau setelah  
diperpanjang selama 30 (tiga puluh) 
hari lagi. Putusan KPPU tentang 
adanya pelanggaran praktik monopo-
li dan persaingan usaha tidak sehat 
harus dibacakan dalam sidang yang 
dinyatakan terbuka untuk umum oleh 
majelis Komisi yang beranggotakan 
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang 
anggota Komisi. Hasil putusan 
KPPU harus segera diberitahukan 
kepada pelaku usaha yang diputus 
melanggar tersebut berupa petikan 
putusannya, dan  menurut Pasal 43 
ayat (4), yang dimaksud dengan 
pemberitahuan itu adalah menyam-
paikan petikan putusan KPPU).
3. Putusan KPPU Yang Terkait 
Dengan Praktik Monopoli.
3.1. Perkara Nomor 04/KP-
PU-I/2003 tentang Jasa Peti 
Kemas Oleh PT. Jakarta  
International Cargo Terminal
Kasus ini berawal dari hasil moni-
toring yang dilakukan oleh KPPU 
terhadap kegiatanusaha dalam 
bidang jasa terminal pelayanan bong-
kar muat petikemas di Pelabu-
hanTanjung Priok Jakarta Utara  
yang dilakukan oleh PT. JAKARTA 
INTERNATIONAL CONTAINER 
TERMINAL, disingkat dengan PT 
JICT dan KERJA SAMA OPERASI 
TERMINAL PETIKEMAS KOJA, 
disingkat dengan KSOTPK KOJA, 
terhadap PT. (PERSERO) PELABU-
HAN INDONESIA II, disingkat 
dengan PT. PELINDO II.
Dari hasil monitoring KPPU, di 
Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta 
Utara diduga terjadi praktikmonopoli 
dan atau persaingan usaha tidak sehat 
dalam bidang jasa terminal 
pelayananbongkar muat petikemas. 
Fakta-fakta yang diperoleh di lapan-
gan menunjukkan bahwa kegiatan 
usaha jasa terminal pelayanan bong-
karmuat petikemas di Pelabuhan 
Tanjung Priok Jakarta Utara jika 
dihubungkan dengan Pasal 26 ayat 
(1)Undang-undang Nomor 21 Tahun 
1992 tentang Pelayaran,yang mene-
tapkan bahwa,
”penyelenggaraan pelabuhan 
umum dilakukan oleh Pemerintah 
dan pelaksanaannya dapat dilim- 
pahkan kepada BadanUsaha 
Milik Negara, yang didirikan 
untuk maksud tersebut berdasar-
kan peraturan perundangan yang 
berlaku”
Sedangkan didalam Pasal 26 ayat 
(2)dinyatakan bahwa, 
”badan hukum Indonesia dapat 
diikutsertakan dalam penyeleng-
garaan pelabuhan umum atas 
dasar kerja sama dengan BUMN  
yangmelaksanakan pengusahaan 
pelabuhan”
Berdasarkan penjelasan Pasal 26 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 1992, bahwa,
”keikutsertaan badan hukum 
Indonesia dalam bekerja sama 
dengan BUMN dalam penyeleng-
garaan pelabuhan umumantara 
lain terhadap kegiatan jasa unit 
terminal peti kemas di pelabuhan, 
lapanganpenumpukan, penun- 
daan, dan lain sebagainya. 
Sedangkan kegiatan penyediaan-
jasa kolam pelabuhan dalam 
rangka keselamatan hanya dapat 
dilakukan olehBUMN” 
KPPU telah menyampaikan saran 
kepadaMeneg BUMN tertanggal 19 
Pebruari 2003 yang pada pokoknya 
mengharapkanMenteri bersangkutan 
menggunakan segala pengaruh dan 
wewenangnya agar klausuldi dalam 
authorization agreement dihilangkan 
atau disesuaikan dengan jiwa,sema- 
ngat serta tujuan Hukum Persaingan.
PT PELINDO III adalah peme-
gang hak pengelolaan pelabuhan 
umum sebagaimana diaturdidalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 
Tahun 1991, telah memberikan kon- 
sesi pengelolaan terminal petikemas 
kepada PT JICT dengan jaminan 
bahwa tidak akanada pembangunan 
terminal petikemas sebagai tamba- 
han dari Unit TerminalPetikemas I, 
Unit Terminal Petikemas II, dan Unit 
Terminal Petikemas III sebelumter-
capainya throughput sebesar 75% 
(tujuh puluh lima persen) dari kapa-
sitas rancangbangunnya sebesar 3,8 
juta. 
Adanya klausul authorization 
agreement tersebut termasuk salah 
satu bentuk  perjanjian  ekslusif  
yang dilarang oleh undang-undang 
sebab dapat menimbulkan hambatan 
strategis yang nyata bagi para pelaku 
usaha baru yangakan memasuki 
pasar bersangkutan pelayanan bong-
kar muat petikemas di pelabu-
hanTanjung Priok. Hal ini ditegaskan 
bahwauntuk mendapatkan pelayanan 
bongkar muat petikemasdi pelabu-
han Tanjung Priok mereka harus 
mengikatkan diri pada kontrak yang-
bersifat ekslusif. Tanpa adanya 
kontrak yang mengikat tersebut, 
maka mereka tidakakan dilayani PT 
JICT dan KSO TPK KOJA. 
Berdasarkan fakta-fakta tersebut 
menunjukkan bahwa PT JICT telah 
melakukan penguasaan pasar pada 
pasar bersangkutansebagaimana 
dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) 
huruf c.
Berdasarkan pertimbangan terse-
but, maka Majelis Komisi menilai 
dan berpandanganbahwa esensi dari 
klausul Authorization Agreement 
bukan merupakancerminan kerjasa-
ma sebagaimana dimaksud di dalam 
Pasal 26 ayat (2) melainkan bentuk 
transaksi pelimpahan kewenangan 
ataupun transaksi pelimpahan Hak 
Monopoli dengan memberikan jami-
nan untuk menguasai 75% (tujuh 
puluh lima persen) pangsa pasar pada 
pasar bersangkutan.dari PT PELIN-
DO sebagai BUMN.
KPPU mempertimbangkan unsur- 
unsur pelanggaran Hukum Persai- 
ngan yang terdapat dalam Pasal 4, 
yaitu
”pelaku usaha dilarang membuat 
perjanjian dengan pelaku usaha lain 
untuksecara bersama-sama melaku-
kan penguasaan produksi dan atau 
pemasaran barangdan atau jasa 
yang dapat mengakibatkan praktik 
monopoli dan atau persainganusaha 
tidak sehat”
Selanjutnya menyatakan bahwa 
PT JICT secara sah dan meyakinkan 
telah melanggar Pasal 17 ayat (1) dan 
Pasal 25 ayat (1) huruf c.Mencermati 
pengaturan pasal tentang monopoli 
dan penyalahgunaan posisi dominan 
yang terdapat dalam Hukum Persai- 
ngan Usaha masing-masing diatur 
dalam Pasal 17 dan Pasal 25. Dengan 
menggunakan pendekatan rule of 
reason larangan penguasaan pangsa 
pasar sebesar 50% didalam Pasal 17 
dan 59% serta 75% didalam Pasal 25 
dirasakan terlalu besar(Anggraini, 
2010 : 474). Sebab penguasaan pasar 
bukan merupakan pelanggaran 
hukum anti monopoli, jika  posisi 
tersebut dapat juga diraih melalui 
aktivitas monopoli alamiah atau legal 
berdasarkan persaingan pasar yang 
fair dan sehat(Gellhor dan Kovacic, 
1994 : 121-122)
3.2.  Perkara Nomor 03/KPPU-L 
/2004 tentang Pengadaan Holo-
gram Pita Cukai oleh PT. Pura 
Nusapersada
Kasus ini berawal dari laporan 
yang diterima KPPU tertanggal 19 
Januari 2004. Dua perusahaan 
sebagai terlapor I dan II diduga 
melakukan kesepakatan dalam 
rangka  pengadaan hologram pita  
cukai. Terlapor I adalah   Perusahaan 
Umum Percetakan Uang Republik 
Indonesia (Perum Peruri) dan Ter- 
lapor II adalahPT Pura Nusapersada. 
Kedua perusahaanmembuat kesepa-
katan bahwa pasokan hologram pita 
cukai kepada Perum Peruri selama 
ini akan dilakukan olehPT Pura Nu- 
sapersada saja.
Kesepakatan mereka buat pada 
tanggal9 Mei 1995 tertuang dalam 
Surat Perjanjian Nomor SP-302/V/ 
1995/204/DM/V/95. Kesepakatan itu 
tidak ada batas waktunya serta telah 
mendapat persetujuan dari oleh 
Ditjen Bea dan Cukai pada tahun 
1995. Adanya perjanjian tersebut 
menyebabkan penguasaan produksi 
hologrampita cukai rokok terpusat 
pada satu pelaku usaha saja yaitu PT 
Pura Nusapersada. Akibatnya PT 
Pura Nusapersada akan menjadi 
pemasok tunggal hologram pitacukai 
pada Perusahaan Umum Percetakan 
Uang Republik Indonesia (Perum 
Peruri) sementara pelaku usaha lain 
yang sejenis sulit masuk menjadi 
pemasok hologram pita cukai kepada 
Perum Peruri. Ini artinya didalam 
pasar  bidang cetak hologram pitacu-
kai telah terjadi hambatan masuk 
(barrier to entry) yang diciptakan 
oleh pelaku usaha yang sangat berpe-
luang menimbulkan  terjadinya prak-
tik monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat yang dilarang oleh 
hukum persaingan usaha.
Oleh sebab itulah KPPU kemudi-
an melakukan serangkaian pemerik-
saan pendahuluan untuk mendapat-
kan bukti-bukti yang diperlukan. 
Setelah dilakukan beberapa kali 
pemeriksaan pendahuluan yaitu pada 
tanggal 17 Maret 2004, 19 Maret 
2004, dan 1 April 2004 Tim Pemerik-
sa menemukan adanya indikasi 
pelanggaran terhadap ketentuan 
Pasal 17 ayat (1), Pasal17 ayat (2) 
huruf b dan Pasal 25 ayat (1) huruf c 
UUPU.
Pemeriksaan pendahuluan dilaku-
kan terhadap Pelapor, Terlapor I dan 
Terlapor II.dan Ditjen Bea dan 
Cukai. Dari serangkaian pemerik-
saan pendahuluan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa 1). Pelapor me- 
rupakan badan usaha yang mempro-
duksi hologram tetapi masih mulai 
memasarankan dan belum melaku-
kan usaha komersiil, 2). Terlapor I 
mempunyai tugas untuk mencetak 
uang kertas dan uang logam serta 
mencetak dokumen sekuriti yang 
menyangkut keamanan negara.Ter- 
lapor I mengikutsertakan Terlapor II 
dalam hal mencetak dan melekatkan 
hologram pada pita cukai, 3). Ter- 
lapor II memiliki kegiatan mempro-
duksi hologram pitacukai dan memi-
liki pesaing potensial  PT Mitra 
Sakti, PT Sumber Cakung, PT Royal 
Standar, PT Semarang Packaging 
Industry. Terlapor II tidak keberatan 
jika dilakukan tender dalam 
pengadaan hologram pita cukai, 4). 
Ditjen Bea dan Cukai menyatakan 
bahwa perjanjian tersebut dapat 
dibatalkan selanjutnya melalui 
tender dengan syarat-syarat tertentu 
asalkan ada jaminan kepastian keter-
sediaan pita cukai. Ditjen Bea dan 
Cukai juga menegaskan bahwa 
pengadaan pita cukai berhologram 
tidak dilakukan melalui konsorsium 
karena pengawasannya sulit.
Setelah melakukan Pemeriksaan 
Pendahuluan, akhirnya  Tim Peme- 
riksa berkesimpulan bahwa terdapat 
indikasi adanya pelanggaran terha-
dap ketentuan Pasal 17 ayat (1), 
Pasal , 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 
25 ayat (1) huruf c UUPU. Pasal 17 
menentukan adanya praktik monopo-
li dan Pasal 25 tentang penyalahgu-
naan posisi dominan oleh Terlapor I 
dan Terlapor II.
Oleh karena itu, Tim Pemeriksa 
merekomendasikan agar pemerik-
saan dilanjutkan ke Pemeriksaan 
Lanjutan dengan alasan bahwa 
kegiatan yang dilakukanoleh PT Pura 
Nusapersadasebagai Terlapor II 
adalah akibat adanya perjanjian 
kerjasama pengadaan hologrampita 
cukai antara Perum Peruri danPT 
Pura Nusapersadatelah menyebab-
kan timbulnya hambatan masuk 
(entry barrier) bagi produsenholo-
gram lain yang berpeluang menim-
bulkan praktik monopoli. Atas dasar 
rekomendasi Tim Pemeriksa terse-
but, KPPU mengeluarkan Penetapan 
Komisi Nomor 08/PEN/KP-
PU/IV/2004 tanggal 6 April2004 
untuk melanjutkan Perkara Nomor 
03/KPPU-L/2004 ke Pemeriksaan 
Lanjutanterhitung sejak tanggal 6 
April 2004 sampai dengan tanggal 2 
Juli 2004.
Pemeriksaan Lanjutan telah 
beberapa dilakukan oleh Komisi 
antara lain pada tanggal 17 Mei 
2004, 24 Mei 2004, 31 Mei 2004, 8 
Juni 2004,9 Juni 2004,dan 10 Juni 
2004.  Selama tahap pemeriksaan 
lanjutan  diperiksa tiga buah perusa-
haan hologram pitacuka sebagai 
saksi, Ditjen Bea dan Cukai dan 
Botasupal (Badan Koordinasi Pem-
berantasan Uang Palsu). Dari  
serangkaian pemeriksaan lanjutan 
dapat disimpulkan berikut ini : 1).  
Para Saksi   pada umumnya adalah  
perusahaan yang bergerak dalam 
bidang usaha percetakan hologram 
pitacukai dan atau percetakan biasa, 
percetakan dokumen sekuriti seperti 
materai, akte perkawinan dan buku 
nikah serta percetakan hologram 
untuk plat nomor kendaraan bermo-
tor dan cap-cap tiga dimensi, 
2).Botasupal memiliki tugas dan 
wewenang melakukan pengawasan 
dan pembinaan terhadap percetakan 
dokumen sekuriti serta memberikan 
ijin dan rekomnedasi kepada produ-
sen dan distributor hologram. Bota-
supal belum memberikan rekomen-
dasi ijin usaha/operasi dokumen 
sekuriti kepada Pelapor dengan 
alasan Pelapor masih mengambil 
mesin master dari luar negeri, 3). 
Terlapor II menerangkan bahwa 
tidak bersedia menempatkan mesin 
cetak dan pelekatan hologram pada 
Terlapor I dengan alasan Terlapor II 
tidak dapatmengembangkan teknolo-
gi hologram dan akan terjadi 
inefisiensi serta sebenarnya tidak 
keberatan untuk mengubah perjanji-
an Tahun 1995 apabila bertentangan 
dengan Undang-undang Nomor 5 
Tahun1999, 4). Terlapor I, Terlapor II 
dan Ditjen Bea dan Cukai serta PT 
KertasPadalarang telah mengadakan 
pertemuan yang menyepakati peru-
bahanperjanjian Pengadaan Holo-
gram untuk Cetakan Pita Cukai.
Proses produksi pita cukai 
berhologram dalam praktiknya tidak 
efisien karena pita cukai berholo-
gram tidak dibuat sepenuhnya oleh 
Terlapor I, tetapi ada bagian seperti 
hologramdibuat oleh Terlapor II dan 
pada bagian kertas pita cukai dibuat 
oleh PT Kertas Padalarang. Perma- 
salahan pokok dalam dalam 
pengadaan pita cukai berhologram 
sebenarnya lebih banyak karena 
keterlambatan pengiriman dan atas 
keterlambatantersebut Perum Peruri  
dikenakan penalti sehingga  Ditjen 
Bea dan Cukai sebenarnya setuju 
apabila pengadaan hologram pita 
cukai terbuka melalui tender namun 
kendalanya adalah adanya perjanjian 
ekslusif antara Terlapor I  dan Ter- 
lapor II, sedangkan kewenangan 
untuk membatalkan perjanjian terse-
but bukan beradapada Ditjen Bea dan 
Cukai tetapi berada pada kedua pihak 
yang melakukan perjanjian..
Botasupal telah memberikan 
rekomendasi ijin usaha/operasi 
dokumensekuriti kepada 5 (lima) 
perusahaan hologram yaitu PT 
Sumber Cakung, PTKarya Aroma 
Sejati, PT Royal Standar, PT Pura 
Barutama dan PT Pura Nusapersada 
selaku pabrik hologram serta satu 
agen hologram yaitu PT. Mitra 
Sakti.. Sedangkan perusahaan holo-
gram yang dapat memenuhi seluruh-
kebutuhan hologram pita cukai yang 
berjumlah 17 (tujuh belas) Milyar 
keping hanya 2 (dua) perusahaan 
yaitu PT Pura Nusapersada dan PT 
Karya Aroma Sejati.
Berdasarkan bukti-bukti dan fakta 
hukum yang ada, maka Majelis 
Komisi menutuskan : Perum Peruri 
sebagai Terlapor I dan PT Pura Nu- 
sapersada sebagai Terlapor II terbuk-
ti secara sah dan meyakinkan me- 
langgar pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) 
huruf b Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1999, namun  tidak terbukti 
melanggar pasal 25 ayat (1) huruf c. 
Selanjutnya memerintahkan kepada 
Terlapor I dan Terlapor II untuk 
menghentikan kegiatanyang menga-
kibatkan terjadinya praktik monopoli 
dan atau persaingan usaha tidaksehat 
dalam pengadaan hologram pada pita 
cukai dengan cara membatalkan 
SuratPerjanjian Nomor SP-302/V/ 
1995. Juga memerintahkan kepada 
Terlapor I untuk membuka pasar 
pengadaan hologram pada pita cukai 
dengan memberikan kesempatan 
yang sama kepada setiap pelaku 
usaha untuk turut serta dalam 
pengadaan hologram pada pita cukai 
melalui tender yang terbuka dan 
transparan, selambat-lambatnya un- 
tuk pengadaan hologram pada pita 
cukai tahun anggaran 2005.
Analisis putusan dari perkara 
diatas sebagai berikut : 1). Perum 
Peruri dan PT Pura Nusapersada 
terbukti melakukan praktik praktik 
monopoli, 2). Perum Peruri dan PT 
Pura Nusapersada melanggar Pasal 
17 ayat (1 dan (2) huruf b, 3). Perum 
Peruri dan PT bagi pelaku usaha lain 
yang Pura Nusapersada menciptakan 
hambatan masuk hendak ikut tender.
Simpulan
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terhadap prinsip larangan praktik 
monopoli dalam memutus perkara 
persaingan usaha didasarkan pada 
ada tidaknya kepentingan umum 
(public interest) yang dirugikan oleh 
pelaku usaha. Pertimbangan hakim 
(ratio decidendi) komisioner untuk 
menetapkan pelanggaran terhadap 
prinsip larangan praktik monopoli 
adalah adanya unsur pasal 17 ayat (2) 
UUPU yang meliputi: a)non substitu-
tion; b) barrier to entry; c) dan 
market share. Dalam beberapa perka-
ra persaingan usaha KPPU telah 
menerapkan prinsip tersebut sebagai 
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Pendahuluan 
Laranganpraktik monopoli ditem-
patkan oleh pembentuk undang-un-
dang sebagai bagian dari judul 
Undang-undang Persaingan Usaha 
Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya 
disebut dengan UUPU) bukan tanpa 
sebab dan alasan. Kata ”Larangan-
praktik monopoli” juga bukan kata 
yang tanpa makna. Bagi pelaku 
usaha kata tersebut cukup berarti 
terhadap peletakan strategi bisnis 
dalam perusahaan. Dalam tataran 
yuridis dalam UUPUterdapat dua 
kata memiliki kemiripan yang digu-
nakan secara berganti-ganti, yakni 
kata ”monopoli” dan ”praktik mono- 
poli”. Kendatipun demikian, dari 
segi makna kedua istilah tersebut 
terkandung perbedaan yang cukup 
mendasar. Kata “praktik monopoli” 
menjadi prinsip larangandalam 
UUPU sementara itu ”monopoli” 
tidak dijadikan sebagai prinsip lara- 
ngan dalam UUPU. Hal ini menun-
jukkan bahwa pada dua kata tersebut 
memang memiliki arti dan makna 
yang berbeda.
Mengingat sudah menjadi karak-
ter bagi setiap pelaku usaha jika 
selalu ingin menguasai pasar dan 
memenangkan persaingan didalam 
pasar, maka tidak segan-segan 
pelaku usaha melakukan tinda-
kan-tindakan yang cenderung meng-
abaikan kode etik yang lazim dite- 
rapkan dalam bisnis bahkan tidak 
peduli umtuk melanggar aturan 
hukum. Oleh sebab itu, tidak jarang 
beberapa pelaku usaha dihadapkan 
pada persoalan pelanggaran aturan 
hukum, khususnya hukum  persai- 
ngan usaha dan menjadi pihak yang 
harus mempertanggung jawabkan 
segala tindakan pelanggarannya 
dihadapan badan yang mengawasi 
perilakupelaku usaha di Indonesia, 
yaitu Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (selanjutnya disebut KPPU).  
Dari beberapa larangan yang 
diatur dalam UUPU, terdapat salah 
satu larangan  yang dapat dikualifi-
kasikan sebagai pelanggaran UUPU 
adalah melakukan tindakan praktik 
monopoli. Ketentuan Pasal 17 
UUPU adalah parameter yuridis 
untuk mengkualifikasikan suatu 
tindakan termasuk praktik monopoli 
atau bukan. KetikaKPPU menemu-
kan salah satu dari kriteria pasal 
tersebut telah dilakukan oleh pelaku 
usaha, maka KPPU  berhak untuk 
melakukan penyidikan dan penyeli-
dikan kepada pelaku usaha yang 
bersangkutan. Sebagai lembaga pe- 
ngawas kegiatan pelaku usaha, 
KPPU memiliki kewenangan yang 
cukup besar terhadap segala bentuk 
perilaku pelaku usaha yang melang-
gar Pasal 35 UUPU.
KPPU memiliki kewenangan 
menangani perkara yang berbeda 
dengan pengadilan perdata yang 
menangani hak-hak perorangan yang 
bersifat privat, karena perkara yang 
ditangani KPPU bersifat publik. Hal 
ini sesuai dengan tujuan Hukum 
persaingan usaha yang tercantum 
dalam Pasal 3 huruf a, yaitu untuk 
”menjaga kepentingan umum dan 
meningkatkan efisiensi ekonomi 
nasional sebagai salah satu upaya 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat” (Anggara, 2009 : 163). 
Sehingga tugas KPPU harus menjaga 
kondisi perekonomian nasionalagar 
tercipta iklim persaingan usaha yang 
sehat melalui putusan-putusan yang 
dibuatnya tidak terdistorsi oleh 
kepentingan kelompok tertentu saja. 
Berdasarkan uraian latar belakang 
tersebut, dapat dirumuskan permas-
alahan berikut, bagaimanakah imple-
mentasi prinsip larangan praktik 
monopoli dalam putusan KPPU 
(melalui putusan hakim komisioner) 
? Untuk mengkajinya dapat dicerma-
ti dari pertimbangan hakim komi- 
sioner (ratio decidendi) dalam putu-
sannya.
Pembahasan 
1. Prinsip Larangan Praktik 
Monopoli Dalam UUPU 
Parameter yang digunakan oleh 
UUPU untuk mengetahui pelaku 
usaha melakukan monopoli atau 
tidak, terdapat dalam Pasal 17 
UUPU, disebutkan bahwa,
(1)  Pelaku usaha dilarang melaku-
kan penguasaan atas produksi 
dan atau pemasaran barang 
dan atau jasa yang dapat me- 
ngakibatkan terjadinya praktik 
monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat. 
(2)  Pelaku usaha patut diduga atau 
dianggap melakukan pengua-
saan atas produksi dan atau 
pemasaran barang dan atau 
jasa sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), apabila:
a. barang dan atau jasa yang 
bersangkutan belum ada   sub-
stitusinya;atau
b. mengakibatkan pelaku usaha 
lain tidak dapat masuk ke 
dalam persaingan usaha ba- 
rang dan atau jasa yang sama; 
atau
c.  pelaku usaha atau satu kelom-
pok pelaku usaha menguasai 
lebih dari  50% (lima puluh 
persen) pangsa pasar satu jenis 
barang atau jasa tertentu.
Mencermati rumusan Pasal 17 di 
atas memberi pemahaman bahwa 
pelaku usaha akan dianggap melaku-
kan penguasaan atas produksi dan 
atau pemasaran jika perilakunya 
memenuhi kualifikasi unsur-unsur 
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, 
atau c. Unsur-unsur itu bersifat alter-
natif artinya cukup terdapat salah 
satu unsur saja seorang pelaku usaha 
sudah dapat dikualifikasikan sebagai 
telah melakukan kegiatan praktik 
monopoli. 
Pada asasnya segala bentuk 
kegiatan maupun perjanjian yang 
dilakukan pelaku usaha jika mengki-
batkan praktik monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat adalah 
dilarang. Monopoli tidak dilarang 
sepanjang tidak mengakibatkan 
praktik monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat, karena tidak 
semua monopoli merugikan ada juga 
monopoli yang menguntungkan 
(aspek positif monopoli). Sedangkan 
yang dimaksud dengan aspek negatif 
monopoli adalah pengertian dari 
praktik monopoli itu sendiri, yakni 
kegiatan monopoli yang senantiasa 
menimbulkan inefesiensi sumber 
daya dan kerugian pada masyarakat.
Monopoli dan persaingan sebagai 
dua konsep yang memiliki sisi positif 
bagi persaingan dan sisi negatif bagi 
monopoli hal itu merupakan pandan-
gan yang sangat sederhana. Kalau 
dikaji lebih jauh, kedua konsep itu 
saling memiliki aspek-aspek positif 
maupun aspek negatif, tergantung 
sasaran apa yang hendak dicapai dari 
masing-masing. Misalnya, monopoli 
yang dilakukan untuk melindungi 
sumber daya yang vital dari eksploi-
tasi pihak-pihak yang mencari keun-
tungan sendiri, maka monopoli itu 
dianggap sebagai sisi positif dari 
monopoli. Sebaliknya, persaingan 
yang berkonotasi baik bisa beraspek 
negatif, jika persaingan itu terjadi 
tanpa kendali dan pengawasan dari 
negara, tidak lagi mempertimbang-
kan aspek ekonomi, akhirnya yang 
terjadi persaingan yang saling 
mematikan, yang kuat menghancur-
kan yang lemah, maka tujuan 
persaingan yang seharusnya mem-
beri kesejahteraan yang maksimal 
kepada masyarakat dan kesempatan 
yang sama kepada pelaku usaha 
tidak dapat terwujud. 
Berdasarkan pengertian monopoli 
yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 
UUPU, terkandung dua unsur pen- 
ting dalam monopoli, yaitu (1) 
adanya penguasaan atas produk, dan 
atau pemasaran barang dan atau atas 
penggunaan jasa tertentu, (2) dilaku-
kan oleh satu pelaku usaha atau satu 
kelompok pelaku usaha. 
Adapun bentuk kegiatan pengua-
saan atas produksi dan pemasaran 
yang dilarang itu memiliki kriteria 
sebagai berikut : (1) penguasaan atas 
produksi, (2) penguasaan atas 
pemasaran produksi atau jasa, (3) 
barang dan jasa yang berada di 
bawah penguasaan itu tidak ada 
substitusinya di pasar, (4) praktik 
tersebut mengakibatkan terjadinya 
monopoli atau persaingan usaha 
tidak sehat (Ginting, 2001 : 68)
Hal ini artinya penguasaan atas 
produk dan pemasaran suatu produk-
si tidak dilarang oleh undang-undang 
sepanjang tidak meniadakan atau 
mengurangi persaingan di pasar 
(lessen competition), seperti kasus 
paling aktual saat ini yang dilakukan 
oleh Carrefour. 
Didalam Pasal 1 ayat (2) UUPU 
memuat pengertian dari praktik 
monopoli, yang mengandung unsur- 
unsur : (1) Terjadinya pemusatan 
kekuatan ekonomi pada satu atau 
lebih pelaku usaha, (2) Terdapat 
penguasaan atas produksi atau 
pemasaran barang atau jasa tertentu, 
(3) Terjadinya persaingan usaha 
tidak sehat, (4) Tindakan tersebut 
merugiakan kepentingan umum 
(Kagramanto, 2007 : 181)
Jika dibandingkan dengan kriteria 
praktik monopoli terdapat dalam 
Pasal 17 ayat (2), yang memuat 
unsur-unsur : (1) Melakukan perbua-
tan penguasaan atas suatu produk, (2) 
Melakukan perbuatan atas pemasa-
ran suatu produk, (3) Penguasaan 
tersebut dapat mengakibatkan terjad-
inya praktik monopoli, (4) pengua-
saan tersebut dapat mengakibatkan 
terjadinya persaingan usaha tidak 
sehat. 
Konsep praktik monopoli menga-
rah pada pengertian pemusatan 
kekuatan ekonomi, artinya terdapat 
korelasi antara praktik monopoli 
dengan pemusatan ekonomi. Pemu-
satan kekuatan ekonomi jangkauan- 
nya lebih luas daripada sekedar 
penguasaan pasar (bidang pemasa-
ran) karena menyangkut juga pada 
bidang produksi. Penguasaan pasar 
mengakibatkan berkurangnya per- 
saingan (lessen competition) uji 
materiilnya melalui struktur pasar 
sedangkan pemusatan kekuatan 
ekonomi menimbulkan konglomera-
si batu ujinya melalui perilaku pasar.
Untuk membuktikan unsur-unsur 
yang terdapat didalam Pasal 17 ayat 
(2)UUPU harus dapat dipenuhi, 
yakni : (1) Tidak terdapat produk 
substitusinya, (2) Pelaku usaha lain 
sulit masuk kedalam pasar persai- 
ngan terhadap produk yang sama 
dikarenakan hambatan masuk yang 
tinggi, (3) Pelaku usaha lain tersebut 
adalah pelaku usaha yang mempu-
nyai kemampuan bersaing yang 
signifikan dalam pasar bersangkutan, 
(4) Satu atau satu kelompok pelaku 
usaha telah menguasai lebih dari 
50% pangsa pasar suatu jenis produk 
(Winardi, 1996 : 457)
Pengertian unsur-unsur akan 
dijelaskan sebagai berikut : 
1. Produk substitusi
 Didalam Kamus Ekonomi, 
substitutional goods artinya 
benda-benda pengganti, yaitu 
adanya hubungan antara dua 
benda atau lebih, demikian rupa 
hingga benda x dapat mengganti-
kan benda y. Dengan demikian  
pengertian ini dapat dibedakan 
dengan pengertian benda-benda 
komplementer. Benda komple-
menter berfungsi sebagai benda 
pelengkap dari benda utama, 
tetapi tidak menggantikan fung-
sinya. 
 Beranjak dari pengertian di 
atas,  terjadinya  praktik monopoli 
didalam pasar ditandai dengan 
adanya satu jenis produk dalam 
pasar yang bersangkutan, tidak 
ditemukan barang pengganti yang 
menjadi alternatif bagi konsumen 
untuk memilih jenis lainnya yang 
lebih murah. Akibatnya penjual 
produk tersebut dapat memainkan 
harga karena pasarnya berada 
dalam penguasaannya.
 Oleh karena pasar hanya 
dikuasai satu jenis barang 
tertentu, maka didalam pasar 
tidak terjadi persaingan. Pasar 
yang tidak persaingan, pelaku 
usaha cenderung menentukan 
harga sesuai dengan kehendak- 
nya. Sehingga konsumen tidak 
memperoleh harga murah  yang 
lebih kompetitif dibandingkan 
dengan harga yang ditetapkan.
 Istilah substitusi juga ditemu-
kan didalam definisi pasar 
bersangkutan yang terdapat pada 
Pasal 1 angka 10 UUPU, disebut-
kan bahwa:
”Pasar bersangkutan adalah pasar 
yang berkaitan dengan jangkauan 
atau daerah pemasaran tertentu 
oleh pelaku usaha atas barang dan 
atau jasa yang sama atau sejenis 
atau substitusi dari barang dan 
atau jasa tersebut”.
 Untuk menilai sifat substitusi 
dari suatu produk dengan produk 
yang lain dapat digunakan dengan 
menggunakan pendekatan terha-
dap elastisitas permintaan dan 
penawaran melalui analisis prefe-
rensi konsumen. Dalam melaku-
kan analisis preferensi konsumen 
digunakan tiga parameter utama 
sebagai alat pendekatan, yaitu 
harga, karakter, dan kegunaan 
(fungsi) produk.(Assahinur, 2009 
: 18) Produk dalam suatu pasar 
tidak harus bersifat perfect substi-
tutes, karena sulit untuk menemu-
kannya, oleh sebab itu bisa 
dengan konsep close substitutes. 
Produk dalam suatu pasar tidak 
harus memiliki kualitas yang 
sama, oleh sebab itu, sepanjang 
konsumen menentukan bahwa 
produk terkait memiliki karakter 
dan fungsi yang sama, maka 
produk tersebut dapat dikatakan 
sebagai substitusi satu dengan 
lainnya. Untuk menerapkan Pasal 
1 angaka 10 telah dikeluarkan 
peraturan KPPU No.3 Tahun 
2009 tentang Pedoman Penerapan 
Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar 
Bersangkutan.
2. Barrier to entry
 Bentuk  Barrier to entry dapat 
berasal dari dua hal, yaitu dari sisi 
perusahaan dari sisi kebijakan 
publik dari sisi perusahaan strate-
gi yang diterapkan tidak hanya 
untuk menjaga kekuatan pasarnya 
melainkan juga mempertahankan 
laba monopolisnya. Sedangkan 
yang berasal dari kebijakan 
pemerintah biasanya memiliki 
tujuan tertentu, seperti kondisi 
alami industri yang merupakan 
natural monopoly.
3.  Penguasaan Pasar (Market 
Share)
 Menjadi penguasa dalam 
suatu jenis pasar merupakan hara-
pan dari setiap pelaku usaha, 
dengan menjadi penguasa yang 
nyata atas suatu pasar berarti 
pemusatan kekuatan ekonomi 
telah berada dalam genggaman 
pelaku usaha tersebut. Dengan 
kekuatan pasar yang dimilikinya 
itu pelaku usaha dapat menentu-
kan harga barang atau jasa dan 
dampak selanjutnya adalah keun-
tungan yang optimal pasti akan 
dapat diraihnya. Adapun wujud 
penguasaan pasar, dilakukan 
dengan cara: 1). Jual rugi (preda-
tory Pricing) dengan maksud 
untuk mematikan pesaingnya, 2). 
Melalui pratik penetapan biaya 
produksi secara curang serta 
biaya lainnya yang menjadi kom-
ponen harga barang, serta, 3). 
Perang harga maupun persaingan 
harga (Fahmi, 2009 : 139).
 Berbagai bentuk tindakan 
penguasaan pasar seperti ini 
hanya mugkin  dilakukan oleh 
pelaku usaha yang memiliki 
market power. Tolok ukur 
penguasaan pasar tidak harus 
menguasai sebesar 100%, 
penguasaan sebesar 50% atau 
75% saja sudah dapat dikatakan 
memiliki market power.
 Seperti didalam Pasal 17, 
kriteria menguasai pasar diberi-
kan batas lebih dari 50%, pelaku 
usaha yang menguasai pasar sebe-
sar 50% dapat diduga atau diang-
gap melakukan praktik monopoli 
yang merugikan kepentingan 
umum. Pasal 17 bersifat rule of 
reason, untuk dapat membuktikan 
adanya kerugian masyarakat perlu 
dilakukan berbagai penelitian dan 
kajian dari ahli hukum dan ahli 
ekonomi.
2.  KPPU Sebagai Lembaga 
Pengawasan Kegiatan Pelaku 
Usaha
 
Di Indonesia lembaga yang 
berwenang menjalankan fungsi 
pengawasan kegiatan pelaku usaha 
adalah Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha atau disingkat dengan KPPU. 
Pasal 30 ayat (1) UUPU menyebut-
kan,”Untuk mengawasi Undang-un-
dang ini dibentuk Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha yang selanjutnya 
disebut Komisi”, dan didalam Pasal 
30 ayat (3) disebutkan bahwa, 
”Komisi bertanggung jawab kepada 
Presiden”. Selanjutnya Pasal 34 ayat 
(1) menegaskan bahwa, ”Pembentu-
kan Komisi serta susunan organisasi, 
tugas, dan fungsinya ditetapkan 
dengan Keputusan Presiden”. Ak- 
hirnya KPPU didirikan pada tanggal 
8 Juli 1999 berdasarkan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 
75 Tahun 1999 tentang Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha. 
Dengan demikian, penegakan 
Hukum Persaingan Usaha serta 
pengawasan terhadap pelaku usaha 
berada dalam kewenangan KPPU.
Sebagai lembaga pengawas 
kegiatan pelaku usaha, KPPU memi-
liki kewenangan yang cukup besar 
terhadap segala bentuk perilaku 
pelaku usaha. Kewenangan tersebut 
meliputi penyidikan, penuntutan, 
konsultasi, memeriksa, mengadili, 
dan memutus perkara pelanggaran 
hukum persaingan oleh pelaku 
usaha. Namun bukan berarti tidak 
ada lembaga lain yang berwenang 
menangani perkara monopoli dan 
persaingan usaha, Pengadilan Negeri 
(PN) dan Mahkamah Agung (MA) 
juga diberi wewenang untuk mena- 
ngani perkara persaingan. Penga-
dilan Negeri diberi wewenang untuk 
menangani keberatan terhadap putu-
san KPPU. dan menangani pelangga-
ran hukum persaingan yang menjadi 
perkara pidana karena tidak dijalan- 
kannya putusan KPPU yang sudah in 
kracht. Sedangkan MA diberi 
kewenangan untuk menyelesaikan 
perkara pelanggaran hukum persai- 
ngan apabila terdapat keberatan atas 
putusan PN tersebut dengan menga-
jukan kasasi. Putusan MA harus 
dijatuhkan dalam waktu 30 hari sejak 
permohonan kasasi diterima. 
Pada Pasal 30 ayat (2) menegas-
kan bahwa, ”Komisi adalah suatu 
Lembaga Independen yang terlepas 
dari pengaruh dan kekuasaan Peme- 
rintah serta pihak lain”. Hal ini berar-
ti bahwa KPPU merupakan lembaga 
yang independen. Hal ini ditegaskan 
lagi dalam Keppres nomor 75 Tahun 
1999 yang terdapat pada Pasal 6 ayat 
(2) bahwa, anggota Komisi yang 
menangani perkara dilarang:
a. mempunyai hubungan sedarah 
atau semenda sampai derajat ke 
tiga dengan salah satu pihak yang 
berperkara; atau
b. mempunyai kepentingan dengan 
perkara yang bersangkutan.
Untuk menjaga independensi dan 
integritas anggota Komisi,  per- 
syaratan untu menjadi anggota 
Komisi telah dirumuskan dalam 
Pasal 31 sampai dengan Pasal 34. 
Dalam persyaratan tersebut dikehen-
daki anggota-anggota terpilih dan 
terpercaya (credible). Integritas 
moral dan kepercayaan untuk memi-
lih seseorang adalah unsur penting 
yang sangat menentukan apalagi 
sebagai anggota komisi yang terkait 
dengan dunia bisnis dan pelaku 
usaha, maka kepribadian dan integri-
tas memegang peranan kunci (plays 
a key role) dalam menangani perkara 
persaingan. 
Atas dasar peran KPPU sebagai 
lembaga pengawas, maka tugas  
yang disandang oleh KPPU didalam 
Pasal 35. Sebagai tindak lanjut atas 
tugas yang dibebankan, KPPU juga 
mempunyai wewenang yang terca- 
kup dalam Pasal 36. Jika dicermati 
tugas dan wewenang KPPU dalam 
pasal-pasal tersebut,  sebenarnya 
kewenangan KPPU hanya terbatas 
pada kewenangan administratif, 
meskipun terdapat kewenangan yang 
mirip badan penyidik, namun tugas 
penyidikan, penuntutan dan pemutus 
itu dalam rangka memberikan sanksi 
hukuman administrasi semata. 
Demikian juga dengan kekuatan 
hukum dari putusan KPPU mempu-
nyai kekuatan eksekutorial, yaitu 
keputusan yang sederajat dengan 
keputusan hakim, oleh sebab itu 
putusan KPPU dapat langsung 
dimintakan eksekusi (Fiat Excecutie) 
pada Pengadilan Negeri yang 
berwenang tanpa harus beracara 
sekali lagi di pengadilan tersebut. 
(Pasal 46 ayat (2) UUPU).
Proses penyelidikan dan pemerik-
saan merupakan salah satu bagian 
dari proses beracara di KPPU. 
Hukum acara di KPPU ditetapkan 
pertama kali melalui Surat Keputu-
san Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000, 
tentang Tata Cara Penyampaian 
Laporan dan Penanganan Dugaan 
Pelanggaran Terhadap UU No.5 
Tahun 1999. Surat Keputusan terse-
but telah diubah menjadi Peraturan 
Komisi No.1 Tahun 2006, tentang 
Tata Cara Penanganan Perkara di 
KPPU yang mulai efektif berlaku 
pad tanggal 18 Oktober 2006. 
Proses penyelidikan dan pemerik-
saan merupakan prosedur yang dike-
nal dalam hukum pidana yaitu proses 
mencari kebenaran materiil. Dalam 
mencari kebenaran materiil diperlu-
kan keyakinan KPPU bahwa pelaku 
usaha melakukan atau tidak melaku-
kan perbuatan yang menyebabkan 
terjadinya praktik monopoli dan 
persaingan tidak sehat. (Wibowo dan 
Sinaga, 2005 : 365)dan KPPU mulai 
melakukan pemeriksaan (pendahulu-
an) jika terdapat salah satu indikasi 
dari perbuatan berikut ini : (1) Atas 
inisiatif Komisi sendiri apabila ada 
dugaan telah terjadinya pelanggaran 
Undang-undang Anti Monopoli, (2) 
Atas laporan tertulis dari pihak yang 
merasa dirugikan;setiap orang yang 
mengetahui atau patut diduga telah 
terjadi pelanggaran terhadap Un- 
dang-undang Anti Monopoli, (3) 
Atas laporan tertulis dari setiap orang 
yang mengetahui atau patut diduga 
telah terjadi pelanggaran terhadap 
Undang-undang Anti Monopoli 
(Fuady, 1999 : 104).
Berdasarkan hasil pemeriksaan 
pendahuluan yang diperoleh, jika 
hasilnya adalah penetapan untuk 
melakukan pemeriksaan lanjutan, 
maka akan dilakukan tindakan 
penyelidikan dan pemeriksaan. Pihak 
yang melaporkan harus memberikan 
identitasnya kepada KPPU dan wajib 
dirahasiakan identitas pelapor oleh 
KPPU.
Mekanisme pemeriksaan perkara 
oleh KPPU pada prinsipnya sama 
dengan pengertian pemeriksaan 
dalam hukum acara pidana, namun 
terdapat sedikit perbedaan dalam hal 
siapa yang dimaksud dengan subyek 
pelapor dalam perkara persaingan 
usaha. Dalam pemeriksaan perkara 
yang didasarkan atas dasar laporan 
adalah pemeriksaan yang dilakukan 
karena adanya laporan dari ma- 
syarakat atau pelaku usaha yang 
dirugikan oleh tindakan pelaku usaha 
yang dilaporkan. Setelah menerima 
laporan, KPPU menetapkan majelis 
komisi yang akan bertugas memerik-
sa dan menyelidiki pelaku usaha 
yang dilaporkan. Dalam menjalan- 
kan tugas, majelis komisi dibantu 
oleh staf komisi. Pemeriksaan perka-
ra yang dilakukan atas dasar laporan 
menggunakan nomor perkara: 
Nomor perkara/KPPU-L (laporan)/ 
Tahun, sedangkan perkara yang 
diperiksa bukan atas dasar laporan 
pada nomor perkara tidak terdapat 
kode L (laporan).
Pemeriksaan atas dasar inisiatif 
KPPU didasarkan karena adanya 
dugaan atau indikasi dari hasil 
pengamatan dan persepsi sendiri 
disimpulkan adanya pelanggaran 
terhadap Hukum Persaingan. 
Mekanismenya, KPPU akan mem-
bentuk suatu Majelis Komisi untuk 
melakukan pemeriksaan terhadap 
pelaku usaha dan saksi. Dalam 
pemeriksaan tersebut majelis Komisi 
dibantu oleh staf komisi. Jika peme- 
riksaan perkara dilakukan atas dasar 
inisiatif komisi, maka pada penulisan 
nomor perkara adalah sama hanya 
saja menggunakan tanda I (Inisiatif). 
Pemeriksaan perkara dalam 
hukum acara persaingan usaha 
terdapat 2 (dua) jenis, yaitu pemerik-
saan pendahuluan dan pemeriksaan 
lanjutan. Untuk melakukan pemerik-
saan pendahuluan ini harus didasar-
kan pada laporan masyarakat, pihak 
yang dirugikan atau pelaku usaha. 
Berdasarkan laporan masyarakat 
KPPU menetapkan apakah perlu 
dilakukan pemeriksaan lanjutan atau 
tidak. Jika dianggap perlu, maka 
KPPU akan melakukan pemeriksaan 
kepada pelaku usaha yang dilapor-
kan. KPPU juga dapat mendengakan 
keterangan saksi, saksi ahli atau 
pihak lain yang dianggap memiliki 
keterangan yang diperlukan. Namun 
dalam melaksanakan tugas pemerik-
saan itu KPPU wajib melengkapi 
dirinya dengan surat tugas.
Di dalam Pasal 41 Hukum 
Persaingan Usaha menekankan 
bahwa selama melaksanakan tugas 
penyelidikan (pemeriksaan pendahu-
luan) dan pemeriksaan lanjutan 
pelaku usaha atau pihak lain yang 
diperiksa mempunyai kewajiban 
menyerahkan alat bukti yang diperlu-
kan dan dilarang menolak untuk 
diperiksa, dilarang menolak mem-
berikan informasi, dan dilarang 
menghambat proses penyelidikan 
dan pemeriksaan (lanjutan) yang 
dilakukan KPPU, oleh sebab itu, jika 
terdapat penolakan dari pelaku usaha 
atau pihak lain maka yang bersang-
kutan akan diserahkan kepada pe- 
nyidik untuk selanjutnya diproses 
sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
Adapun jangka waktu dalam 
pemeriksaaan lanjutan diberikan 
oleh Pasal 43 selambat-lambatnya 60 
(enam puluh) hari sejak dilakukan 
pemeriksaan lanjutan. Namun jika 
diperlukan tambahan waktu karena 
pemeriksaan dirasakan belum selesai 
masih  dapat diperpanjang paling 
lama 30 (tiga puluh) hari. Tidak 
dijelaskan dalam undang-undang 
apakah alasan dilakukan perpanja- 
ngan pemeriksaan lanjutan tersebut 
dan juga tidak dijelaskan lebih lanjut 
apa akibat hukumnya jika jangka 
waktu 60 hari dan tambahan 30 hari 
tersebut tidak dapat dipenuhi oleh 
KPPU.KPPU dalam melakukan 
pemeriksaan melalui beberapa taha-
pan, yaitu: 1). Panggilan, 2). Peme- 
riksaan, 3). Pembacaan Putusan. 
Tahap pemanggilan kepada  
pelaku usaha, saksi, atau pihak lain 
yang terkait dilakukan sebelum 
proses pemeriksaan dilaksanakan. 
Surat panggilan mengundang yang 
bersangkutan untuk hadir dalam 
proses pemeriksaan. Dalam surat 
panggilan memuat tanggal, hari, jam 
sidang serta tempat persidangan 
dilangsungkan. Jika terdapat pelaku 
usaha atau saksi yang dipanggil 
tetapi tidak hadir dalam persidangan 
dapat diancam dengan tindakan tidak 
kooperatif yang melanggar Pasal 42, 
selanjutnya perkara akan dilimpah-
kan ke kepolisian (Pasal 41) dengan 
demikian perkara tersebut sudah 
berubah menjadi perkara pidana.
Pada prinsipnya terhadap perkara 
apapun, pidana, perdata maupun 
persaingan usaha, setiap orang 
dilarang menghambat proses pe- 
nyelidikan atau pemeriksaan dengan 
tidak bersedia memberikan informasi 
atau alat bukti yang dapat men-
dukung jalannya pemeriksaan. 
Demikian juga dengan pelaku usaha 
tidak boleh menolak memberikan 
informasi maupun alat bukti baik itu 
berupa dokumen atau surat-surat 
yang menurut KPPU diperlukan 
dalam penyelidikan atau pemerik-
saan. 
Sebelum dilakukan pemeriksaan, 
KPPU wajib menjelaskan selengkap 
mungkin dokumen dan alat bukti apa 
saja yang dibutuhkan dalam pemer-
iksaan tersebut sehingga pelaku 
usaha dapat bersikap lebih kooperatif 
dengan mempersiapkan dokumen 
yang diperlukan tepat pada saat 
diperlukan. Demikian juga dengan 
timbal balik dari sikap kooperatif 
dari pelaku usaha, maka KPPU dian-
jurkan pula untuk sesegera mungkin 
mengembalikan dokumen data peru-
sahaan kepada pelaku usaha.  
Tahap pemeriksaan meliputi 
pemeriksaan administratif, pemerik-
saan pokok perkara, pemeriksaan 
pembuktian. Prosedur pemeriksaan 
administratif adalah pemeriksaan 
identitas dan pembacaan hak-hak 
pelaku usaha, saksi atau pihak lain. 
Pemeriksaan terhadap pokok perkara 
terdapat dua tahapan yaitu, pertama, 
pemeriksaan oleh KPPU. Kedua, 
pemberian kesempatan pada pelaku 
usaha untuk menyampaikan keteran-
gan atau dokumen. Pemeriksaan 
pembuktian menetapkan bahwa yang 
dapat dijadikan alat bukti dalam 
pemeriksaan terdiri dari: keterangan 
saksi, keterangan ahli, surat dan atau 
dokumen, petunjuk, keterangan 
terlapor/saksi pelaku usaha. Ketera- 
ngan saksi ahli diperlukan bilamana 
perkara yang diperiksa termasuk 
katagori perkara rumit. (Fahmi, 2009 
: 209). Apa yang dapat dijadikan 
sebagai ukuran bahwa suatu perkara 
termasuk ’perkara rumit’ tidak ter- 
dapat pedoman yang dapat dijadikan 
sebagai acuan dalam mengukur ting-
kat kerumitan suatu perkara oleh 
KPPU.
Dalam pemeriksaan pembuktian 
ini diperlukan sikap yang kooperatif 
dari pihak-pihak yang diperiksa oleh 
KPPU. Apabila tidak terdapat 
kerjasama antar pihak yang diperiksa 
dengan KPPU, maka pemeriksaan 
akan diserahkan kepada badan pe- 
nyidik umum untuk dilakukan pe- 
nyidikan terhadap penolakannya 
untuk diperiksa oleh KPPU sekaligus 
juga diselidiki pelanggarannya terha-
dap hukum  persaingan usaha. Kalau 
sudah dilimpahkan kepada penyidik 
umum, maka akan merubah status 
hukum perkara yang ditangani dari 
perkara administrasi (kasus persai- 
ngan dengan ancaman hukuman 
administrasi) menjadi kasus pidana 
(terkena ancaman hukuman pidana).
Setelah dilakukan tahapan peme- 
riksaan dan pemeriksaan lanjutan 
telah selesai seluruh rangkaian 
proses pemeriksaan sebelum dijatuh-
kan putusan oleh KPPU. Keseluru-
han proses tersebut memakan waktu 
60 (enam puluh) hari atau setelah  
diperpanjang selama 30 (tiga puluh) 
hari lagi. Putusan KPPU tentang 
adanya pelanggaran praktik monopo-
li dan persaingan usaha tidak sehat 
harus dibacakan dalam sidang yang 
dinyatakan terbuka untuk umum oleh 
majelis Komisi yang beranggotakan 
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang 
anggota Komisi. Hasil putusan 
KPPU harus segera diberitahukan 
kepada pelaku usaha yang diputus 
melanggar tersebut berupa petikan 
putusannya, dan  menurut Pasal 43 
ayat (4), yang dimaksud dengan 
pemberitahuan itu adalah menyam-
paikan petikan putusan KPPU).
3. Putusan KPPU Yang Terkait 
Dengan Praktik Monopoli.
3.1. Perkara Nomor 04/KP-
PU-I/2003 tentang Jasa Peti 
Kemas Oleh PT. Jakarta  
International Cargo Terminal
Kasus ini berawal dari hasil moni-
toring yang dilakukan oleh KPPU 
terhadap kegiatanusaha dalam 
bidang jasa terminal pelayanan bong-
kar muat petikemas di Pelabu-
hanTanjung Priok Jakarta Utara  
yang dilakukan oleh PT. JAKARTA 
INTERNATIONAL CONTAINER 
TERMINAL, disingkat dengan PT 
JICT dan KERJA SAMA OPERASI 
TERMINAL PETIKEMAS KOJA, 
disingkat dengan KSOTPK KOJA, 
terhadap PT. (PERSERO) PELABU-
HAN INDONESIA II, disingkat 
dengan PT. PELINDO II.
Dari hasil monitoring KPPU, di 
Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta 
Utara diduga terjadi praktikmonopoli 
dan atau persaingan usaha tidak sehat 
dalam bidang jasa terminal 
pelayananbongkar muat petikemas. 
Fakta-fakta yang diperoleh di lapan-
gan menunjukkan bahwa kegiatan 
usaha jasa terminal pelayanan bong-
karmuat petikemas di Pelabuhan 
Tanjung Priok Jakarta Utara jika 
dihubungkan dengan Pasal 26 ayat 
(1)Undang-undang Nomor 21 Tahun 
1992 tentang Pelayaran,yang mene-
tapkan bahwa,
”penyelenggaraan pelabuhan 
umum dilakukan oleh Pemerintah 
dan pelaksanaannya dapat dilim- 
pahkan kepada BadanUsaha 
Milik Negara, yang didirikan 
untuk maksud tersebut berdasar-
kan peraturan perundangan yang 
berlaku”
Sedangkan didalam Pasal 26 ayat 
(2)dinyatakan bahwa, 
”badan hukum Indonesia dapat 
diikutsertakan dalam penyeleng-
garaan pelabuhan umum atas 
dasar kerja sama dengan BUMN  
yangmelaksanakan pengusahaan 
pelabuhan”
Berdasarkan penjelasan Pasal 26 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 1992, bahwa,
”keikutsertaan badan hukum 
Indonesia dalam bekerja sama 
dengan BUMN dalam penyeleng-
garaan pelabuhan umumantara 
lain terhadap kegiatan jasa unit 
terminal peti kemas di pelabuhan, 
lapanganpenumpukan, penun- 
daan, dan lain sebagainya. 
Sedangkan kegiatan penyediaan-
jasa kolam pelabuhan dalam 
rangka keselamatan hanya dapat 
dilakukan olehBUMN” 
KPPU telah menyampaikan saran 
kepadaMeneg BUMN tertanggal 19 
Pebruari 2003 yang pada pokoknya 
mengharapkanMenteri bersangkutan 
menggunakan segala pengaruh dan 
wewenangnya agar klausuldi dalam 
authorization agreement dihilangkan 
atau disesuaikan dengan jiwa,sema- 
ngat serta tujuan Hukum Persaingan.
PT PELINDO III adalah peme-
gang hak pengelolaan pelabuhan 
umum sebagaimana diaturdidalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 
Tahun 1991, telah memberikan kon- 
sesi pengelolaan terminal petikemas 
kepada PT JICT dengan jaminan 
bahwa tidak akanada pembangunan 
terminal petikemas sebagai tamba- 
han dari Unit TerminalPetikemas I, 
Unit Terminal Petikemas II, dan Unit 
Terminal Petikemas III sebelumter-
capainya throughput sebesar 75% 
(tujuh puluh lima persen) dari kapa-
sitas rancangbangunnya sebesar 3,8 
juta. 
Adanya klausul authorization 
agreement tersebut termasuk salah 
satu bentuk  perjanjian  ekslusif  
yang dilarang oleh undang-undang 
sebab dapat menimbulkan hambatan 
strategis yang nyata bagi para pelaku 
usaha baru yangakan memasuki 
pasar bersangkutan pelayanan bong-
kar muat petikemas di pelabu-
hanTanjung Priok. Hal ini ditegaskan 
bahwauntuk mendapatkan pelayanan 
bongkar muat petikemasdi pelabu-
han Tanjung Priok mereka harus 
mengikatkan diri pada kontrak yang-
bersifat ekslusif. Tanpa adanya 
kontrak yang mengikat tersebut, 
maka mereka tidakakan dilayani PT 
JICT dan KSO TPK KOJA. 
Berdasarkan fakta-fakta tersebut 
menunjukkan bahwa PT JICT telah 
melakukan penguasaan pasar pada 
pasar bersangkutansebagaimana 
dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) 
huruf c.
Berdasarkan pertimbangan terse-
but, maka Majelis Komisi menilai 
dan berpandanganbahwa esensi dari 
klausul Authorization Agreement 
bukan merupakancerminan kerjasa-
ma sebagaimana dimaksud di dalam 
Pasal 26 ayat (2) melainkan bentuk 
transaksi pelimpahan kewenangan 
ataupun transaksi pelimpahan Hak 
Monopoli dengan memberikan jami-
nan untuk menguasai 75% (tujuh 
puluh lima persen) pangsa pasar pada 
pasar bersangkutan.dari PT PELIN-
DO sebagai BUMN.
KPPU mempertimbangkan unsur- 
unsur pelanggaran Hukum Persai- 
ngan yang terdapat dalam Pasal 4, 
yaitu
”pelaku usaha dilarang membuat 
perjanjian dengan pelaku usaha lain 
untuksecara bersama-sama melaku-
kan penguasaan produksi dan atau 
pemasaran barangdan atau jasa 
yang dapat mengakibatkan praktik 
monopoli dan atau persainganusaha 
tidak sehat”
Selanjutnya menyatakan bahwa 
PT JICT secara sah dan meyakinkan 
telah melanggar Pasal 17 ayat (1) dan 
Pasal 25 ayat (1) huruf c.Mencermati 
pengaturan pasal tentang monopoli 
dan penyalahgunaan posisi dominan 
yang terdapat dalam Hukum Persai- 
ngan Usaha masing-masing diatur 
dalam Pasal 17 dan Pasal 25. Dengan 
menggunakan pendekatan rule of 
reason larangan penguasaan pangsa 
pasar sebesar 50% didalam Pasal 17 
dan 59% serta 75% didalam Pasal 25 
dirasakan terlalu besar(Anggraini, 
2010 : 474). Sebab penguasaan pasar 
bukan merupakan pelanggaran 
hukum anti monopoli, jika  posisi 
tersebut dapat juga diraih melalui 
aktivitas monopoli alamiah atau legal 
berdasarkan persaingan pasar yang 
fair dan sehat(Gellhor dan Kovacic, 
1994 : 121-122)
3.2.  Perkara Nomor 03/KPPU-L 
/2004 tentang Pengadaan Holo-
gram Pita Cukai oleh PT. Pura 
Nusapersada
Kasus ini berawal dari laporan 
yang diterima KPPU tertanggal 19 
Januari 2004. Dua perusahaan 
sebagai terlapor I dan II diduga 
melakukan kesepakatan dalam 
rangka  pengadaan hologram pita  
cukai. Terlapor I adalah   Perusahaan 
Umum Percetakan Uang Republik 
Indonesia (Perum Peruri) dan Ter- 
lapor II adalahPT Pura Nusapersada. 
Kedua perusahaanmembuat kesepa-
katan bahwa pasokan hologram pita 
cukai kepada Perum Peruri selama 
ini akan dilakukan olehPT Pura Nu- 
sapersada saja.
Kesepakatan mereka buat pada 
tanggal9 Mei 1995 tertuang dalam 
Surat Perjanjian Nomor SP-302/V/ 
1995/204/DM/V/95. Kesepakatan itu 
tidak ada batas waktunya serta telah 
mendapat persetujuan dari oleh 
Ditjen Bea dan Cukai pada tahun 
1995. Adanya perjanjian tersebut 
menyebabkan penguasaan produksi 
hologrampita cukai rokok terpusat 
pada satu pelaku usaha saja yaitu PT 
Pura Nusapersada. Akibatnya PT 
Pura Nusapersada akan menjadi 
pemasok tunggal hologram pitacukai 
pada Perusahaan Umum Percetakan 
Uang Republik Indonesia (Perum 
Peruri) sementara pelaku usaha lain 
yang sejenis sulit masuk menjadi 
pemasok hologram pita cukai kepada 
Perum Peruri. Ini artinya didalam 
pasar  bidang cetak hologram pitacu-
kai telah terjadi hambatan masuk 
(barrier to entry) yang diciptakan 
oleh pelaku usaha yang sangat berpe-
luang menimbulkan  terjadinya prak-
tik monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat yang dilarang oleh 
hukum persaingan usaha.
Oleh sebab itulah KPPU kemudi-
an melakukan serangkaian pemerik-
saan pendahuluan untuk mendapat-
kan bukti-bukti yang diperlukan. 
Setelah dilakukan beberapa kali 
pemeriksaan pendahuluan yaitu pada 
tanggal 17 Maret 2004, 19 Maret 
2004, dan 1 April 2004 Tim Pemerik-
sa menemukan adanya indikasi 
pelanggaran terhadap ketentuan 
Pasal 17 ayat (1), Pasal17 ayat (2) 
huruf b dan Pasal 25 ayat (1) huruf c 
UUPU.
Pemeriksaan pendahuluan dilaku-
kan terhadap Pelapor, Terlapor I dan 
Terlapor II.dan Ditjen Bea dan 
Cukai. Dari serangkaian pemerik-
saan pendahuluan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa 1). Pelapor me- 
rupakan badan usaha yang mempro-
duksi hologram tetapi masih mulai 
memasarankan dan belum melaku-
kan usaha komersiil, 2). Terlapor I 
mempunyai tugas untuk mencetak 
uang kertas dan uang logam serta 
mencetak dokumen sekuriti yang 
menyangkut keamanan negara.Ter- 
lapor I mengikutsertakan Terlapor II 
dalam hal mencetak dan melekatkan 
hologram pada pita cukai, 3). Ter- 
lapor II memiliki kegiatan mempro-
duksi hologram pitacukai dan memi-
liki pesaing potensial  PT Mitra 
Sakti, PT Sumber Cakung, PT Royal 
Standar, PT Semarang Packaging 
Industry. Terlapor II tidak keberatan 
jika dilakukan tender dalam 
pengadaan hologram pita cukai, 4). 
Ditjen Bea dan Cukai menyatakan 
bahwa perjanjian tersebut dapat 
dibatalkan selanjutnya melalui 
tender dengan syarat-syarat tertentu 
asalkan ada jaminan kepastian keter-
sediaan pita cukai. Ditjen Bea dan 
Cukai juga menegaskan bahwa 
pengadaan pita cukai berhologram 
tidak dilakukan melalui konsorsium 
karena pengawasannya sulit.
Setelah melakukan Pemeriksaan 
Pendahuluan, akhirnya  Tim Peme- 
riksa berkesimpulan bahwa terdapat 
indikasi adanya pelanggaran terha-
dap ketentuan Pasal 17 ayat (1), 
Pasal , 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 
25 ayat (1) huruf c UUPU. Pasal 17 
menentukan adanya praktik monopo-
li dan Pasal 25 tentang penyalahgu-
naan posisi dominan oleh Terlapor I 
dan Terlapor II.
Oleh karena itu, Tim Pemeriksa 
merekomendasikan agar pemerik-
saan dilanjutkan ke Pemeriksaan 
Lanjutan dengan alasan bahwa 
kegiatan yang dilakukanoleh PT Pura 
Nusapersadasebagai Terlapor II 
adalah akibat adanya perjanjian 
kerjasama pengadaan hologrampita 
cukai antara Perum Peruri danPT 
Pura Nusapersadatelah menyebab-
kan timbulnya hambatan masuk 
(entry barrier) bagi produsenholo-
gram lain yang berpeluang menim-
bulkan praktik monopoli. Atas dasar 
rekomendasi Tim Pemeriksa terse-
but, KPPU mengeluarkan Penetapan 
Komisi Nomor 08/PEN/KP-
PU/IV/2004 tanggal 6 April2004 
untuk melanjutkan Perkara Nomor 
03/KPPU-L/2004 ke Pemeriksaan 
Lanjutanterhitung sejak tanggal 6 
April 2004 sampai dengan tanggal 2 
Juli 2004.
Pemeriksaan Lanjutan telah 
beberapa dilakukan oleh Komisi 
antara lain pada tanggal 17 Mei 
2004, 24 Mei 2004, 31 Mei 2004, 8 
Juni 2004,9 Juni 2004,dan 10 Juni 
2004.  Selama tahap pemeriksaan 
lanjutan  diperiksa tiga buah perusa-
haan hologram pitacuka sebagai 
saksi, Ditjen Bea dan Cukai dan 
Botasupal (Badan Koordinasi Pem-
berantasan Uang Palsu). Dari  
serangkaian pemeriksaan lanjutan 
dapat disimpulkan berikut ini : 1).  
Para Saksi   pada umumnya adalah  
perusahaan yang bergerak dalam 
bidang usaha percetakan hologram 
pitacukai dan atau percetakan biasa, 
percetakan dokumen sekuriti seperti 
materai, akte perkawinan dan buku 
nikah serta percetakan hologram 
untuk plat nomor kendaraan bermo-
tor dan cap-cap tiga dimensi, 
2).Botasupal memiliki tugas dan 
wewenang melakukan pengawasan 
dan pembinaan terhadap percetakan 
dokumen sekuriti serta memberikan 
ijin dan rekomnedasi kepada produ-
sen dan distributor hologram. Bota-
supal belum memberikan rekomen-
dasi ijin usaha/operasi dokumen 
sekuriti kepada Pelapor dengan 
alasan Pelapor masih mengambil 
mesin master dari luar negeri, 3). 
Terlapor II menerangkan bahwa 
tidak bersedia menempatkan mesin 
cetak dan pelekatan hologram pada 
Terlapor I dengan alasan Terlapor II 
tidak dapatmengembangkan teknolo-
gi hologram dan akan terjadi 
inefisiensi serta sebenarnya tidak 
keberatan untuk mengubah perjanji-
an Tahun 1995 apabila bertentangan 
dengan Undang-undang Nomor 5 
Tahun1999, 4). Terlapor I, Terlapor II 
dan Ditjen Bea dan Cukai serta PT 
KertasPadalarang telah mengadakan 
pertemuan yang menyepakati peru-
bahanperjanjian Pengadaan Holo-
gram untuk Cetakan Pita Cukai.
Proses produksi pita cukai 
berhologram dalam praktiknya tidak 
efisien karena pita cukai berholo-
gram tidak dibuat sepenuhnya oleh 
Terlapor I, tetapi ada bagian seperti 
hologramdibuat oleh Terlapor II dan 
pada bagian kertas pita cukai dibuat 
oleh PT Kertas Padalarang. Perma- 
salahan pokok dalam dalam 
pengadaan pita cukai berhologram 
sebenarnya lebih banyak karena 
keterlambatan pengiriman dan atas 
keterlambatantersebut Perum Peruri  
dikenakan penalti sehingga  Ditjen 
Bea dan Cukai sebenarnya setuju 
apabila pengadaan hologram pita 
cukai terbuka melalui tender namun 
kendalanya adalah adanya perjanjian 
ekslusif antara Terlapor I  dan Ter- 
lapor II, sedangkan kewenangan 
untuk membatalkan perjanjian terse-
but bukan beradapada Ditjen Bea dan 
Cukai tetapi berada pada kedua pihak 
yang melakukan perjanjian..
Botasupal telah memberikan 
rekomendasi ijin usaha/operasi 
dokumensekuriti kepada 5 (lima) 
perusahaan hologram yaitu PT 
Sumber Cakung, PTKarya Aroma 
Sejati, PT Royal Standar, PT Pura 
Barutama dan PT Pura Nusapersada 
selaku pabrik hologram serta satu 
agen hologram yaitu PT. Mitra 
Sakti.. Sedangkan perusahaan holo-
gram yang dapat memenuhi seluruh-
kebutuhan hologram pita cukai yang 
berjumlah 17 (tujuh belas) Milyar 
keping hanya 2 (dua) perusahaan 
yaitu PT Pura Nusapersada dan PT 
Karya Aroma Sejati.
Berdasarkan bukti-bukti dan fakta 
hukum yang ada, maka Majelis 
Komisi menutuskan : Perum Peruri 
sebagai Terlapor I dan PT Pura Nu- 
sapersada sebagai Terlapor II terbuk-
ti secara sah dan meyakinkan me- 
langgar pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) 
huruf b Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1999, namun  tidak terbukti 
melanggar pasal 25 ayat (1) huruf c. 
Selanjutnya memerintahkan kepada 
Terlapor I dan Terlapor II untuk 
menghentikan kegiatanyang menga-
kibatkan terjadinya praktik monopoli 
dan atau persaingan usaha tidaksehat 
dalam pengadaan hologram pada pita 
cukai dengan cara membatalkan 
SuratPerjanjian Nomor SP-302/V/ 
1995. Juga memerintahkan kepada 
Terlapor I untuk membuka pasar 
pengadaan hologram pada pita cukai 
dengan memberikan kesempatan 
yang sama kepada setiap pelaku 
usaha untuk turut serta dalam 
pengadaan hologram pada pita cukai 
melalui tender yang terbuka dan 
transparan, selambat-lambatnya un- 
tuk pengadaan hologram pada pita 
cukai tahun anggaran 2005.
Analisis putusan dari perkara 
diatas sebagai berikut : 1). Perum 
Peruri dan PT Pura Nusapersada 
terbukti melakukan praktik praktik 
monopoli, 2). Perum Peruri dan PT 
Pura Nusapersada melanggar Pasal 
17 ayat (1 dan (2) huruf b, 3). Perum 
Peruri dan PT bagi pelaku usaha lain 
yang Pura Nusapersada menciptakan 
hambatan masuk hendak ikut tender.
Simpulan
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terhadap prinsip larangan praktik 
monopoli dalam memutus perkara 
persaingan usaha didasarkan pada 
ada tidaknya kepentingan umum 
(public interest) yang dirugikan oleh 
pelaku usaha. Pertimbangan hakim 
(ratio decidendi) komisioner untuk 
menetapkan pelanggaran terhadap 
prinsip larangan praktik monopoli 
adalah adanya unsur pasal 17 ayat (2) 
UUPU yang meliputi: a)non substitu-
tion; b) barrier to entry; c) dan 
market share. Dalam beberapa perka-
ra persaingan usaha KPPU telah 
menerapkan prinsip tersebut sebagai 
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Pendahuluan 
Laranganpraktik monopoli ditem-
patkan oleh pembentuk undang-un-
dang sebagai bagian dari judul 
Undang-undang Persaingan Usaha 
Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya 
disebut dengan UUPU) bukan tanpa 
sebab dan alasan. Kata ”Larangan-
praktik monopoli” juga bukan kata 
yang tanpa makna. Bagi pelaku 
usaha kata tersebut cukup berarti 
terhadap peletakan strategi bisnis 
dalam perusahaan. Dalam tataran 
yuridis dalam UUPUterdapat dua 
kata memiliki kemiripan yang digu-
nakan secara berganti-ganti, yakni 
kata ”monopoli” dan ”praktik mono- 
poli”. Kendatipun demikian, dari 
segi makna kedua istilah tersebut 
terkandung perbedaan yang cukup 
mendasar. Kata “praktik monopoli” 
menjadi prinsip larangandalam 
UUPU sementara itu ”monopoli” 
tidak dijadikan sebagai prinsip lara- 
ngan dalam UUPU. Hal ini menun-
jukkan bahwa pada dua kata tersebut 
memang memiliki arti dan makna 
yang berbeda.
Mengingat sudah menjadi karak-
ter bagi setiap pelaku usaha jika 
selalu ingin menguasai pasar dan 
memenangkan persaingan didalam 
pasar, maka tidak segan-segan 
pelaku usaha melakukan tinda-
kan-tindakan yang cenderung meng-
abaikan kode etik yang lazim dite- 
rapkan dalam bisnis bahkan tidak 
peduli umtuk melanggar aturan 
hukum. Oleh sebab itu, tidak jarang 
beberapa pelaku usaha dihadapkan 
pada persoalan pelanggaran aturan 
hukum, khususnya hukum  persai- 
ngan usaha dan menjadi pihak yang 
harus mempertanggung jawabkan 
segala tindakan pelanggarannya 
dihadapan badan yang mengawasi 
perilakupelaku usaha di Indonesia, 
yaitu Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (selanjutnya disebut KPPU).  
Dari beberapa larangan yang 
diatur dalam UUPU, terdapat salah 
satu larangan  yang dapat dikualifi-
kasikan sebagai pelanggaran UUPU 
adalah melakukan tindakan praktik 
monopoli. Ketentuan Pasal 17 
UUPU adalah parameter yuridis 
untuk mengkualifikasikan suatu 
tindakan termasuk praktik monopoli 
atau bukan. KetikaKPPU menemu-
kan salah satu dari kriteria pasal 
tersebut telah dilakukan oleh pelaku 
usaha, maka KPPU  berhak untuk 
melakukan penyidikan dan penyeli-
dikan kepada pelaku usaha yang 
bersangkutan. Sebagai lembaga pe- 
ngawas kegiatan pelaku usaha, 
KPPU memiliki kewenangan yang 
cukup besar terhadap segala bentuk 
perilaku pelaku usaha yang melang-
gar Pasal 35 UUPU.
KPPU memiliki kewenangan 
menangani perkara yang berbeda 
dengan pengadilan perdata yang 
menangani hak-hak perorangan yang 
bersifat privat, karena perkara yang 
ditangani KPPU bersifat publik. Hal 
ini sesuai dengan tujuan Hukum 
persaingan usaha yang tercantum 
dalam Pasal 3 huruf a, yaitu untuk 
”menjaga kepentingan umum dan 
meningkatkan efisiensi ekonomi 
nasional sebagai salah satu upaya 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat” (Anggara, 2009 : 163). 
Sehingga tugas KPPU harus menjaga 
kondisi perekonomian nasionalagar 
tercipta iklim persaingan usaha yang 
sehat melalui putusan-putusan yang 
dibuatnya tidak terdistorsi oleh 
kepentingan kelompok tertentu saja. 
Berdasarkan uraian latar belakang 
tersebut, dapat dirumuskan permas-
alahan berikut, bagaimanakah imple-
mentasi prinsip larangan praktik 
monopoli dalam putusan KPPU 
(melalui putusan hakim komisioner) 
? Untuk mengkajinya dapat dicerma-
ti dari pertimbangan hakim komi- 
sioner (ratio decidendi) dalam putu-
sannya.
Pembahasan 
1. Prinsip Larangan Praktik 
Monopoli Dalam UUPU 
Parameter yang digunakan oleh 
UUPU untuk mengetahui pelaku 
usaha melakukan monopoli atau 
tidak, terdapat dalam Pasal 17 
UUPU, disebutkan bahwa,
(1)  Pelaku usaha dilarang melaku-
kan penguasaan atas produksi 
dan atau pemasaran barang 
dan atau jasa yang dapat me- 
ngakibatkan terjadinya praktik 
monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat. 
(2)  Pelaku usaha patut diduga atau 
dianggap melakukan pengua-
saan atas produksi dan atau 
pemasaran barang dan atau 
jasa sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), apabila:
a. barang dan atau jasa yang 
bersangkutan belum ada   sub-
stitusinya;atau
b. mengakibatkan pelaku usaha 
lain tidak dapat masuk ke 
dalam persaingan usaha ba- 
rang dan atau jasa yang sama; 
atau
c.  pelaku usaha atau satu kelom-
pok pelaku usaha menguasai 
lebih dari  50% (lima puluh 
persen) pangsa pasar satu jenis 
barang atau jasa tertentu.
Mencermati rumusan Pasal 17 di 
atas memberi pemahaman bahwa 
pelaku usaha akan dianggap melaku-
kan penguasaan atas produksi dan 
atau pemasaran jika perilakunya 
memenuhi kualifikasi unsur-unsur 
dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, b, 
atau c. Unsur-unsur itu bersifat alter-
natif artinya cukup terdapat salah 
satu unsur saja seorang pelaku usaha 
sudah dapat dikualifikasikan sebagai 
telah melakukan kegiatan praktik 
monopoli. 
Pada asasnya segala bentuk 
kegiatan maupun perjanjian yang 
dilakukan pelaku usaha jika mengki-
batkan praktik monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat adalah 
dilarang. Monopoli tidak dilarang 
sepanjang tidak mengakibatkan 
praktik monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat, karena tidak 
semua monopoli merugikan ada juga 
monopoli yang menguntungkan 
(aspek positif monopoli). Sedangkan 
yang dimaksud dengan aspek negatif 
monopoli adalah pengertian dari 
praktik monopoli itu sendiri, yakni 
kegiatan monopoli yang senantiasa 
menimbulkan inefesiensi sumber 
daya dan kerugian pada masyarakat.
Monopoli dan persaingan sebagai 
dua konsep yang memiliki sisi positif 
bagi persaingan dan sisi negatif bagi 
monopoli hal itu merupakan pandan-
gan yang sangat sederhana. Kalau 
dikaji lebih jauh, kedua konsep itu 
saling memiliki aspek-aspek positif 
maupun aspek negatif, tergantung 
sasaran apa yang hendak dicapai dari 
masing-masing. Misalnya, monopoli 
yang dilakukan untuk melindungi 
sumber daya yang vital dari eksploi-
tasi pihak-pihak yang mencari keun-
tungan sendiri, maka monopoli itu 
dianggap sebagai sisi positif dari 
monopoli. Sebaliknya, persaingan 
yang berkonotasi baik bisa beraspek 
negatif, jika persaingan itu terjadi 
tanpa kendali dan pengawasan dari 
negara, tidak lagi mempertimbang-
kan aspek ekonomi, akhirnya yang 
terjadi persaingan yang saling 
mematikan, yang kuat menghancur-
kan yang lemah, maka tujuan 
persaingan yang seharusnya mem-
beri kesejahteraan yang maksimal 
kepada masyarakat dan kesempatan 
yang sama kepada pelaku usaha 
tidak dapat terwujud. 
Berdasarkan pengertian monopoli 
yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 
UUPU, terkandung dua unsur pen- 
ting dalam monopoli, yaitu (1) 
adanya penguasaan atas produk, dan 
atau pemasaran barang dan atau atas 
penggunaan jasa tertentu, (2) dilaku-
kan oleh satu pelaku usaha atau satu 
kelompok pelaku usaha. 
Adapun bentuk kegiatan pengua-
saan atas produksi dan pemasaran 
yang dilarang itu memiliki kriteria 
sebagai berikut : (1) penguasaan atas 
produksi, (2) penguasaan atas 
pemasaran produksi atau jasa, (3) 
barang dan jasa yang berada di 
bawah penguasaan itu tidak ada 
substitusinya di pasar, (4) praktik 
tersebut mengakibatkan terjadinya 
monopoli atau persaingan usaha 
tidak sehat (Ginting, 2001 : 68)
Hal ini artinya penguasaan atas 
produk dan pemasaran suatu produk-
si tidak dilarang oleh undang-undang 
sepanjang tidak meniadakan atau 
mengurangi persaingan di pasar 
(lessen competition), seperti kasus 
paling aktual saat ini yang dilakukan 
oleh Carrefour. 
Didalam Pasal 1 ayat (2) UUPU 
memuat pengertian dari praktik 
monopoli, yang mengandung unsur- 
unsur : (1) Terjadinya pemusatan 
kekuatan ekonomi pada satu atau 
lebih pelaku usaha, (2) Terdapat 
penguasaan atas produksi atau 
pemasaran barang atau jasa tertentu, 
(3) Terjadinya persaingan usaha 
tidak sehat, (4) Tindakan tersebut 
merugiakan kepentingan umum 
(Kagramanto, 2007 : 181)
Jika dibandingkan dengan kriteria 
praktik monopoli terdapat dalam 
Pasal 17 ayat (2), yang memuat 
unsur-unsur : (1) Melakukan perbua-
tan penguasaan atas suatu produk, (2) 
Melakukan perbuatan atas pemasa-
ran suatu produk, (3) Penguasaan 
tersebut dapat mengakibatkan terjad-
inya praktik monopoli, (4) pengua-
saan tersebut dapat mengakibatkan 
terjadinya persaingan usaha tidak 
sehat. 
Konsep praktik monopoli menga-
rah pada pengertian pemusatan 
kekuatan ekonomi, artinya terdapat 
korelasi antara praktik monopoli 
dengan pemusatan ekonomi. Pemu-
satan kekuatan ekonomi jangkauan- 
nya lebih luas daripada sekedar 
penguasaan pasar (bidang pemasa-
ran) karena menyangkut juga pada 
bidang produksi. Penguasaan pasar 
mengakibatkan berkurangnya per- 
saingan (lessen competition) uji 
materiilnya melalui struktur pasar 
sedangkan pemusatan kekuatan 
ekonomi menimbulkan konglomera-
si batu ujinya melalui perilaku pasar.
Untuk membuktikan unsur-unsur 
yang terdapat didalam Pasal 17 ayat 
(2)UUPU harus dapat dipenuhi, 
yakni : (1) Tidak terdapat produk 
substitusinya, (2) Pelaku usaha lain 
sulit masuk kedalam pasar persai- 
ngan terhadap produk yang sama 
dikarenakan hambatan masuk yang 
tinggi, (3) Pelaku usaha lain tersebut 
adalah pelaku usaha yang mempu-
nyai kemampuan bersaing yang 
signifikan dalam pasar bersangkutan, 
(4) Satu atau satu kelompok pelaku 
usaha telah menguasai lebih dari 
50% pangsa pasar suatu jenis produk 
(Winardi, 1996 : 457)
Pengertian unsur-unsur akan 
dijelaskan sebagai berikut : 
1. Produk substitusi
 Didalam Kamus Ekonomi, 
substitutional goods artinya 
benda-benda pengganti, yaitu 
adanya hubungan antara dua 
benda atau lebih, demikian rupa 
hingga benda x dapat mengganti-
kan benda y. Dengan demikian  
pengertian ini dapat dibedakan 
dengan pengertian benda-benda 
komplementer. Benda komple-
menter berfungsi sebagai benda 
pelengkap dari benda utama, 
tetapi tidak menggantikan fung-
sinya. 
 Beranjak dari pengertian di 
atas,  terjadinya  praktik monopoli 
didalam pasar ditandai dengan 
adanya satu jenis produk dalam 
pasar yang bersangkutan, tidak 
ditemukan barang pengganti yang 
menjadi alternatif bagi konsumen 
untuk memilih jenis lainnya yang 
lebih murah. Akibatnya penjual 
produk tersebut dapat memainkan 
harga karena pasarnya berada 
dalam penguasaannya.
 Oleh karena pasar hanya 
dikuasai satu jenis barang 
tertentu, maka didalam pasar 
tidak terjadi persaingan. Pasar 
yang tidak persaingan, pelaku 
usaha cenderung menentukan 
harga sesuai dengan kehendak- 
nya. Sehingga konsumen tidak 
memperoleh harga murah  yang 
lebih kompetitif dibandingkan 
dengan harga yang ditetapkan.
 Istilah substitusi juga ditemu-
kan didalam definisi pasar 
bersangkutan yang terdapat pada 
Pasal 1 angka 10 UUPU, disebut-
kan bahwa:
”Pasar bersangkutan adalah pasar 
yang berkaitan dengan jangkauan 
atau daerah pemasaran tertentu 
oleh pelaku usaha atas barang dan 
atau jasa yang sama atau sejenis 
atau substitusi dari barang dan 
atau jasa tersebut”.
 Untuk menilai sifat substitusi 
dari suatu produk dengan produk 
yang lain dapat digunakan dengan 
menggunakan pendekatan terha-
dap elastisitas permintaan dan 
penawaran melalui analisis prefe-
rensi konsumen. Dalam melaku-
kan analisis preferensi konsumen 
digunakan tiga parameter utama 
sebagai alat pendekatan, yaitu 
harga, karakter, dan kegunaan 
(fungsi) produk.(Assahinur, 2009 
: 18) Produk dalam suatu pasar 
tidak harus bersifat perfect substi-
tutes, karena sulit untuk menemu-
kannya, oleh sebab itu bisa 
dengan konsep close substitutes. 
Produk dalam suatu pasar tidak 
harus memiliki kualitas yang 
sama, oleh sebab itu, sepanjang 
konsumen menentukan bahwa 
produk terkait memiliki karakter 
dan fungsi yang sama, maka 
produk tersebut dapat dikatakan 
sebagai substitusi satu dengan 
lainnya. Untuk menerapkan Pasal 
1 angaka 10 telah dikeluarkan 
peraturan KPPU No.3 Tahun 
2009 tentang Pedoman Penerapan 
Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar 
Bersangkutan.
2. Barrier to entry
 Bentuk  Barrier to entry dapat 
berasal dari dua hal, yaitu dari sisi 
perusahaan dari sisi kebijakan 
publik dari sisi perusahaan strate-
gi yang diterapkan tidak hanya 
untuk menjaga kekuatan pasarnya 
melainkan juga mempertahankan 
laba monopolisnya. Sedangkan 
yang berasal dari kebijakan 
pemerintah biasanya memiliki 
tujuan tertentu, seperti kondisi 
alami industri yang merupakan 
natural monopoly.
3.  Penguasaan Pasar (Market 
Share)
 Menjadi penguasa dalam 
suatu jenis pasar merupakan hara-
pan dari setiap pelaku usaha, 
dengan menjadi penguasa yang 
nyata atas suatu pasar berarti 
pemusatan kekuatan ekonomi 
telah berada dalam genggaman 
pelaku usaha tersebut. Dengan 
kekuatan pasar yang dimilikinya 
itu pelaku usaha dapat menentu-
kan harga barang atau jasa dan 
dampak selanjutnya adalah keun-
tungan yang optimal pasti akan 
dapat diraihnya. Adapun wujud 
penguasaan pasar, dilakukan 
dengan cara: 1). Jual rugi (preda-
tory Pricing) dengan maksud 
untuk mematikan pesaingnya, 2). 
Melalui pratik penetapan biaya 
produksi secara curang serta 
biaya lainnya yang menjadi kom-
ponen harga barang, serta, 3). 
Perang harga maupun persaingan 
harga (Fahmi, 2009 : 139).
 Berbagai bentuk tindakan 
penguasaan pasar seperti ini 
hanya mugkin  dilakukan oleh 
pelaku usaha yang memiliki 
market power. Tolok ukur 
penguasaan pasar tidak harus 
menguasai sebesar 100%, 
penguasaan sebesar 50% atau 
75% saja sudah dapat dikatakan 
memiliki market power.
 Seperti didalam Pasal 17, 
kriteria menguasai pasar diberi-
kan batas lebih dari 50%, pelaku 
usaha yang menguasai pasar sebe-
sar 50% dapat diduga atau diang-
gap melakukan praktik monopoli 
yang merugikan kepentingan 
umum. Pasal 17 bersifat rule of 
reason, untuk dapat membuktikan 
adanya kerugian masyarakat perlu 
dilakukan berbagai penelitian dan 
kajian dari ahli hukum dan ahli 
ekonomi.
2.  KPPU Sebagai Lembaga 
Pengawasan Kegiatan Pelaku 
Usaha
 
Di Indonesia lembaga yang 
berwenang menjalankan fungsi 
pengawasan kegiatan pelaku usaha 
adalah Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha atau disingkat dengan KPPU. 
Pasal 30 ayat (1) UUPU menyebut-
kan,”Untuk mengawasi Undang-un-
dang ini dibentuk Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha yang selanjutnya 
disebut Komisi”, dan didalam Pasal 
30 ayat (3) disebutkan bahwa, 
”Komisi bertanggung jawab kepada 
Presiden”. Selanjutnya Pasal 34 ayat 
(1) menegaskan bahwa, ”Pembentu-
kan Komisi serta susunan organisasi, 
tugas, dan fungsinya ditetapkan 
dengan Keputusan Presiden”. Ak- 
hirnya KPPU didirikan pada tanggal 
8 Juli 1999 berdasarkan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 
75 Tahun 1999 tentang Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha. 
Dengan demikian, penegakan 
Hukum Persaingan Usaha serta 
pengawasan terhadap pelaku usaha 
berada dalam kewenangan KPPU.
Sebagai lembaga pengawas 
kegiatan pelaku usaha, KPPU memi-
liki kewenangan yang cukup besar 
terhadap segala bentuk perilaku 
pelaku usaha. Kewenangan tersebut 
meliputi penyidikan, penuntutan, 
konsultasi, memeriksa, mengadili, 
dan memutus perkara pelanggaran 
hukum persaingan oleh pelaku 
usaha. Namun bukan berarti tidak 
ada lembaga lain yang berwenang 
menangani perkara monopoli dan 
persaingan usaha, Pengadilan Negeri 
(PN) dan Mahkamah Agung (MA) 
juga diberi wewenang untuk mena- 
ngani perkara persaingan. Penga-
dilan Negeri diberi wewenang untuk 
menangani keberatan terhadap putu-
san KPPU. dan menangani pelangga-
ran hukum persaingan yang menjadi 
perkara pidana karena tidak dijalan- 
kannya putusan KPPU yang sudah in 
kracht. Sedangkan MA diberi 
kewenangan untuk menyelesaikan 
perkara pelanggaran hukum persai- 
ngan apabila terdapat keberatan atas 
putusan PN tersebut dengan menga-
jukan kasasi. Putusan MA harus 
dijatuhkan dalam waktu 30 hari sejak 
permohonan kasasi diterima. 
Pada Pasal 30 ayat (2) menegas-
kan bahwa, ”Komisi adalah suatu 
Lembaga Independen yang terlepas 
dari pengaruh dan kekuasaan Peme- 
rintah serta pihak lain”. Hal ini berar-
ti bahwa KPPU merupakan lembaga 
yang independen. Hal ini ditegaskan 
lagi dalam Keppres nomor 75 Tahun 
1999 yang terdapat pada Pasal 6 ayat 
(2) bahwa, anggota Komisi yang 
menangani perkara dilarang:
a. mempunyai hubungan sedarah 
atau semenda sampai derajat ke 
tiga dengan salah satu pihak yang 
berperkara; atau
b. mempunyai kepentingan dengan 
perkara yang bersangkutan.
Untuk menjaga independensi dan 
integritas anggota Komisi,  per- 
syaratan untu menjadi anggota 
Komisi telah dirumuskan dalam 
Pasal 31 sampai dengan Pasal 34. 
Dalam persyaratan tersebut dikehen-
daki anggota-anggota terpilih dan 
terpercaya (credible). Integritas 
moral dan kepercayaan untuk memi-
lih seseorang adalah unsur penting 
yang sangat menentukan apalagi 
sebagai anggota komisi yang terkait 
dengan dunia bisnis dan pelaku 
usaha, maka kepribadian dan integri-
tas memegang peranan kunci (plays 
a key role) dalam menangani perkara 
persaingan. 
Atas dasar peran KPPU sebagai 
lembaga pengawas, maka tugas  
yang disandang oleh KPPU didalam 
Pasal 35. Sebagai tindak lanjut atas 
tugas yang dibebankan, KPPU juga 
mempunyai wewenang yang terca- 
kup dalam Pasal 36. Jika dicermati 
tugas dan wewenang KPPU dalam 
pasal-pasal tersebut,  sebenarnya 
kewenangan KPPU hanya terbatas 
pada kewenangan administratif, 
meskipun terdapat kewenangan yang 
mirip badan penyidik, namun tugas 
penyidikan, penuntutan dan pemutus 
itu dalam rangka memberikan sanksi 
hukuman administrasi semata. 
Demikian juga dengan kekuatan 
hukum dari putusan KPPU mempu-
nyai kekuatan eksekutorial, yaitu 
keputusan yang sederajat dengan 
keputusan hakim, oleh sebab itu 
putusan KPPU dapat langsung 
dimintakan eksekusi (Fiat Excecutie) 
pada Pengadilan Negeri yang 
berwenang tanpa harus beracara 
sekali lagi di pengadilan tersebut. 
(Pasal 46 ayat (2) UUPU).
Proses penyelidikan dan pemerik-
saan merupakan salah satu bagian 
dari proses beracara di KPPU. 
Hukum acara di KPPU ditetapkan 
pertama kali melalui Surat Keputu-
san Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000, 
tentang Tata Cara Penyampaian 
Laporan dan Penanganan Dugaan 
Pelanggaran Terhadap UU No.5 
Tahun 1999. Surat Keputusan terse-
but telah diubah menjadi Peraturan 
Komisi No.1 Tahun 2006, tentang 
Tata Cara Penanganan Perkara di 
KPPU yang mulai efektif berlaku 
pad tanggal 18 Oktober 2006. 
Proses penyelidikan dan pemerik-
saan merupakan prosedur yang dike-
nal dalam hukum pidana yaitu proses 
mencari kebenaran materiil. Dalam 
mencari kebenaran materiil diperlu-
kan keyakinan KPPU bahwa pelaku 
usaha melakukan atau tidak melaku-
kan perbuatan yang menyebabkan 
terjadinya praktik monopoli dan 
persaingan tidak sehat. (Wibowo dan 
Sinaga, 2005 : 365)dan KPPU mulai 
melakukan pemeriksaan (pendahulu-
an) jika terdapat salah satu indikasi 
dari perbuatan berikut ini : (1) Atas 
inisiatif Komisi sendiri apabila ada 
dugaan telah terjadinya pelanggaran 
Undang-undang Anti Monopoli, (2) 
Atas laporan tertulis dari pihak yang 
merasa dirugikan;setiap orang yang 
mengetahui atau patut diduga telah 
terjadi pelanggaran terhadap Un- 
dang-undang Anti Monopoli, (3) 
Atas laporan tertulis dari setiap orang 
yang mengetahui atau patut diduga 
telah terjadi pelanggaran terhadap 
Undang-undang Anti Monopoli 
(Fuady, 1999 : 104).
Berdasarkan hasil pemeriksaan 
pendahuluan yang diperoleh, jika 
hasilnya adalah penetapan untuk 
melakukan pemeriksaan lanjutan, 
maka akan dilakukan tindakan 
penyelidikan dan pemeriksaan. Pihak 
yang melaporkan harus memberikan 
identitasnya kepada KPPU dan wajib 
dirahasiakan identitas pelapor oleh 
KPPU.
Mekanisme pemeriksaan perkara 
oleh KPPU pada prinsipnya sama 
dengan pengertian pemeriksaan 
dalam hukum acara pidana, namun 
terdapat sedikit perbedaan dalam hal 
siapa yang dimaksud dengan subyek 
pelapor dalam perkara persaingan 
usaha. Dalam pemeriksaan perkara 
yang didasarkan atas dasar laporan 
adalah pemeriksaan yang dilakukan 
karena adanya laporan dari ma- 
syarakat atau pelaku usaha yang 
dirugikan oleh tindakan pelaku usaha 
yang dilaporkan. Setelah menerima 
laporan, KPPU menetapkan majelis 
komisi yang akan bertugas memerik-
sa dan menyelidiki pelaku usaha 
yang dilaporkan. Dalam menjalan- 
kan tugas, majelis komisi dibantu 
oleh staf komisi. Pemeriksaan perka-
ra yang dilakukan atas dasar laporan 
menggunakan nomor perkara: 
Nomor perkara/KPPU-L (laporan)/ 
Tahun, sedangkan perkara yang 
diperiksa bukan atas dasar laporan 
pada nomor perkara tidak terdapat 
kode L (laporan).
Pemeriksaan atas dasar inisiatif 
KPPU didasarkan karena adanya 
dugaan atau indikasi dari hasil 
pengamatan dan persepsi sendiri 
disimpulkan adanya pelanggaran 
terhadap Hukum Persaingan. 
Mekanismenya, KPPU akan mem-
bentuk suatu Majelis Komisi untuk 
melakukan pemeriksaan terhadap 
pelaku usaha dan saksi. Dalam 
pemeriksaan tersebut majelis Komisi 
dibantu oleh staf komisi. Jika peme- 
riksaan perkara dilakukan atas dasar 
inisiatif komisi, maka pada penulisan 
nomor perkara adalah sama hanya 
saja menggunakan tanda I (Inisiatif). 
Pemeriksaan perkara dalam 
hukum acara persaingan usaha 
terdapat 2 (dua) jenis, yaitu pemerik-
saan pendahuluan dan pemeriksaan 
lanjutan. Untuk melakukan pemerik-
saan pendahuluan ini harus didasar-
kan pada laporan masyarakat, pihak 
yang dirugikan atau pelaku usaha. 
Berdasarkan laporan masyarakat 
KPPU menetapkan apakah perlu 
dilakukan pemeriksaan lanjutan atau 
tidak. Jika dianggap perlu, maka 
KPPU akan melakukan pemeriksaan 
kepada pelaku usaha yang dilapor-
kan. KPPU juga dapat mendengakan 
keterangan saksi, saksi ahli atau 
pihak lain yang dianggap memiliki 
keterangan yang diperlukan. Namun 
dalam melaksanakan tugas pemerik-
saan itu KPPU wajib melengkapi 
dirinya dengan surat tugas.
Di dalam Pasal 41 Hukum 
Persaingan Usaha menekankan 
bahwa selama melaksanakan tugas 
penyelidikan (pemeriksaan pendahu-
luan) dan pemeriksaan lanjutan 
pelaku usaha atau pihak lain yang 
diperiksa mempunyai kewajiban 
menyerahkan alat bukti yang diperlu-
kan dan dilarang menolak untuk 
diperiksa, dilarang menolak mem-
berikan informasi, dan dilarang 
menghambat proses penyelidikan 
dan pemeriksaan (lanjutan) yang 
dilakukan KPPU, oleh sebab itu, jika 
terdapat penolakan dari pelaku usaha 
atau pihak lain maka yang bersang-
kutan akan diserahkan kepada pe- 
nyidik untuk selanjutnya diproses 
sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
Adapun jangka waktu dalam 
pemeriksaaan lanjutan diberikan 
oleh Pasal 43 selambat-lambatnya 60 
(enam puluh) hari sejak dilakukan 
pemeriksaan lanjutan. Namun jika 
diperlukan tambahan waktu karena 
pemeriksaan dirasakan belum selesai 
masih  dapat diperpanjang paling 
lama 30 (tiga puluh) hari. Tidak 
dijelaskan dalam undang-undang 
apakah alasan dilakukan perpanja- 
ngan pemeriksaan lanjutan tersebut 
dan juga tidak dijelaskan lebih lanjut 
apa akibat hukumnya jika jangka 
waktu 60 hari dan tambahan 30 hari 
tersebut tidak dapat dipenuhi oleh 
KPPU.KPPU dalam melakukan 
pemeriksaan melalui beberapa taha-
pan, yaitu: 1). Panggilan, 2). Peme- 
riksaan, 3). Pembacaan Putusan. 
Tahap pemanggilan kepada  
pelaku usaha, saksi, atau pihak lain 
yang terkait dilakukan sebelum 
proses pemeriksaan dilaksanakan. 
Surat panggilan mengundang yang 
bersangkutan untuk hadir dalam 
proses pemeriksaan. Dalam surat 
panggilan memuat tanggal, hari, jam 
sidang serta tempat persidangan 
dilangsungkan. Jika terdapat pelaku 
usaha atau saksi yang dipanggil 
tetapi tidak hadir dalam persidangan 
dapat diancam dengan tindakan tidak 
kooperatif yang melanggar Pasal 42, 
selanjutnya perkara akan dilimpah-
kan ke kepolisian (Pasal 41) dengan 
demikian perkara tersebut sudah 
berubah menjadi perkara pidana.
Pada prinsipnya terhadap perkara 
apapun, pidana, perdata maupun 
persaingan usaha, setiap orang 
dilarang menghambat proses pe- 
nyelidikan atau pemeriksaan dengan 
tidak bersedia memberikan informasi 
atau alat bukti yang dapat men-
dukung jalannya pemeriksaan. 
Demikian juga dengan pelaku usaha 
tidak boleh menolak memberikan 
informasi maupun alat bukti baik itu 
berupa dokumen atau surat-surat 
yang menurut KPPU diperlukan 
dalam penyelidikan atau pemerik-
saan. 
Sebelum dilakukan pemeriksaan, 
KPPU wajib menjelaskan selengkap 
mungkin dokumen dan alat bukti apa 
saja yang dibutuhkan dalam pemer-
iksaan tersebut sehingga pelaku 
usaha dapat bersikap lebih kooperatif 
dengan mempersiapkan dokumen 
yang diperlukan tepat pada saat 
diperlukan. Demikian juga dengan 
timbal balik dari sikap kooperatif 
dari pelaku usaha, maka KPPU dian-
jurkan pula untuk sesegera mungkin 
mengembalikan dokumen data peru-
sahaan kepada pelaku usaha.  
Tahap pemeriksaan meliputi 
pemeriksaan administratif, pemerik-
saan pokok perkara, pemeriksaan 
pembuktian. Prosedur pemeriksaan 
administratif adalah pemeriksaan 
identitas dan pembacaan hak-hak 
pelaku usaha, saksi atau pihak lain. 
Pemeriksaan terhadap pokok perkara 
terdapat dua tahapan yaitu, pertama, 
pemeriksaan oleh KPPU. Kedua, 
pemberian kesempatan pada pelaku 
usaha untuk menyampaikan keteran-
gan atau dokumen. Pemeriksaan 
pembuktian menetapkan bahwa yang 
dapat dijadikan alat bukti dalam 
pemeriksaan terdiri dari: keterangan 
saksi, keterangan ahli, surat dan atau 
dokumen, petunjuk, keterangan 
terlapor/saksi pelaku usaha. Ketera- 
ngan saksi ahli diperlukan bilamana 
perkara yang diperiksa termasuk 
katagori perkara rumit. (Fahmi, 2009 
: 209). Apa yang dapat dijadikan 
sebagai ukuran bahwa suatu perkara 
termasuk ’perkara rumit’ tidak ter- 
dapat pedoman yang dapat dijadikan 
sebagai acuan dalam mengukur ting-
kat kerumitan suatu perkara oleh 
KPPU.
Dalam pemeriksaan pembuktian 
ini diperlukan sikap yang kooperatif 
dari pihak-pihak yang diperiksa oleh 
KPPU. Apabila tidak terdapat 
kerjasama antar pihak yang diperiksa 
dengan KPPU, maka pemeriksaan 
akan diserahkan kepada badan pe- 
nyidik umum untuk dilakukan pe- 
nyidikan terhadap penolakannya 
untuk diperiksa oleh KPPU sekaligus 
juga diselidiki pelanggarannya terha-
dap hukum  persaingan usaha. Kalau 
sudah dilimpahkan kepada penyidik 
umum, maka akan merubah status 
hukum perkara yang ditangani dari 
perkara administrasi (kasus persai- 
ngan dengan ancaman hukuman 
administrasi) menjadi kasus pidana 
(terkena ancaman hukuman pidana).
Setelah dilakukan tahapan peme- 
riksaan dan pemeriksaan lanjutan 
telah selesai seluruh rangkaian 
proses pemeriksaan sebelum dijatuh-
kan putusan oleh KPPU. Keseluru-
han proses tersebut memakan waktu 
60 (enam puluh) hari atau setelah  
diperpanjang selama 30 (tiga puluh) 
hari lagi. Putusan KPPU tentang 
adanya pelanggaran praktik monopo-
li dan persaingan usaha tidak sehat 
harus dibacakan dalam sidang yang 
dinyatakan terbuka untuk umum oleh 
majelis Komisi yang beranggotakan 
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang 
anggota Komisi. Hasil putusan 
KPPU harus segera diberitahukan 
kepada pelaku usaha yang diputus 
melanggar tersebut berupa petikan 
putusannya, dan  menurut Pasal 43 
ayat (4), yang dimaksud dengan 
pemberitahuan itu adalah menyam-
paikan petikan putusan KPPU).
3. Putusan KPPU Yang Terkait 
Dengan Praktik Monopoli.
3.1. Perkara Nomor 04/KP-
PU-I/2003 tentang Jasa Peti 
Kemas Oleh PT. Jakarta  
International Cargo Terminal
Kasus ini berawal dari hasil moni-
toring yang dilakukan oleh KPPU 
terhadap kegiatanusaha dalam 
bidang jasa terminal pelayanan bong-
kar muat petikemas di Pelabu-
hanTanjung Priok Jakarta Utara  
yang dilakukan oleh PT. JAKARTA 
INTERNATIONAL CONTAINER 
TERMINAL, disingkat dengan PT 
JICT dan KERJA SAMA OPERASI 
TERMINAL PETIKEMAS KOJA, 
disingkat dengan KSOTPK KOJA, 
terhadap PT. (PERSERO) PELABU-
HAN INDONESIA II, disingkat 
dengan PT. PELINDO II.
Dari hasil monitoring KPPU, di 
Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta 
Utara diduga terjadi praktikmonopoli 
dan atau persaingan usaha tidak sehat 
dalam bidang jasa terminal 
pelayananbongkar muat petikemas. 
Fakta-fakta yang diperoleh di lapan-
gan menunjukkan bahwa kegiatan 
usaha jasa terminal pelayanan bong-
karmuat petikemas di Pelabuhan 
Tanjung Priok Jakarta Utara jika 
dihubungkan dengan Pasal 26 ayat 
(1)Undang-undang Nomor 21 Tahun 
1992 tentang Pelayaran,yang mene-
tapkan bahwa,
”penyelenggaraan pelabuhan 
umum dilakukan oleh Pemerintah 
dan pelaksanaannya dapat dilim- 
pahkan kepada BadanUsaha 
Milik Negara, yang didirikan 
untuk maksud tersebut berdasar-
kan peraturan perundangan yang 
berlaku”
Sedangkan didalam Pasal 26 ayat 
(2)dinyatakan bahwa, 
”badan hukum Indonesia dapat 
diikutsertakan dalam penyeleng-
garaan pelabuhan umum atas 
dasar kerja sama dengan BUMN  
yangmelaksanakan pengusahaan 
pelabuhan”
Berdasarkan penjelasan Pasal 26 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 1992, bahwa,
”keikutsertaan badan hukum 
Indonesia dalam bekerja sama 
dengan BUMN dalam penyeleng-
garaan pelabuhan umumantara 
lain terhadap kegiatan jasa unit 
terminal peti kemas di pelabuhan, 
lapanganpenumpukan, penun- 
daan, dan lain sebagainya. 
Sedangkan kegiatan penyediaan-
jasa kolam pelabuhan dalam 
rangka keselamatan hanya dapat 
dilakukan olehBUMN” 
KPPU telah menyampaikan saran 
kepadaMeneg BUMN tertanggal 19 
Pebruari 2003 yang pada pokoknya 
mengharapkanMenteri bersangkutan 
menggunakan segala pengaruh dan 
wewenangnya agar klausuldi dalam 
authorization agreement dihilangkan 
atau disesuaikan dengan jiwa,sema- 
ngat serta tujuan Hukum Persaingan.
PT PELINDO III adalah peme-
gang hak pengelolaan pelabuhan 
umum sebagaimana diaturdidalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 
Tahun 1991, telah memberikan kon- 
sesi pengelolaan terminal petikemas 
kepada PT JICT dengan jaminan 
bahwa tidak akanada pembangunan 
terminal petikemas sebagai tamba- 
han dari Unit TerminalPetikemas I, 
Unit Terminal Petikemas II, dan Unit 
Terminal Petikemas III sebelumter-
capainya throughput sebesar 75% 
(tujuh puluh lima persen) dari kapa-
sitas rancangbangunnya sebesar 3,8 
juta. 
Adanya klausul authorization 
agreement tersebut termasuk salah 
satu bentuk  perjanjian  ekslusif  
yang dilarang oleh undang-undang 
sebab dapat menimbulkan hambatan 
strategis yang nyata bagi para pelaku 
usaha baru yangakan memasuki 
pasar bersangkutan pelayanan bong-
kar muat petikemas di pelabu-
hanTanjung Priok. Hal ini ditegaskan 
bahwauntuk mendapatkan pelayanan 
bongkar muat petikemasdi pelabu-
han Tanjung Priok mereka harus 
mengikatkan diri pada kontrak yang-
bersifat ekslusif. Tanpa adanya 
kontrak yang mengikat tersebut, 
maka mereka tidakakan dilayani PT 
JICT dan KSO TPK KOJA. 
Berdasarkan fakta-fakta tersebut 
menunjukkan bahwa PT JICT telah 
melakukan penguasaan pasar pada 
pasar bersangkutansebagaimana 
dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) 
huruf c.
Berdasarkan pertimbangan terse-
but, maka Majelis Komisi menilai 
dan berpandanganbahwa esensi dari 
klausul Authorization Agreement 
bukan merupakancerminan kerjasa-
ma sebagaimana dimaksud di dalam 
Pasal 26 ayat (2) melainkan bentuk 
transaksi pelimpahan kewenangan 
ataupun transaksi pelimpahan Hak 
Monopoli dengan memberikan jami-
nan untuk menguasai 75% (tujuh 
puluh lima persen) pangsa pasar pada 
pasar bersangkutan.dari PT PELIN-
DO sebagai BUMN.
KPPU mempertimbangkan unsur- 
unsur pelanggaran Hukum Persai- 
ngan yang terdapat dalam Pasal 4, 
yaitu
”pelaku usaha dilarang membuat 
perjanjian dengan pelaku usaha lain 
untuksecara bersama-sama melaku-
kan penguasaan produksi dan atau 
pemasaran barangdan atau jasa 
yang dapat mengakibatkan praktik 
monopoli dan atau persainganusaha 
tidak sehat”
Selanjutnya menyatakan bahwa 
PT JICT secara sah dan meyakinkan 
telah melanggar Pasal 17 ayat (1) dan 
Pasal 25 ayat (1) huruf c.Mencermati 
pengaturan pasal tentang monopoli 
dan penyalahgunaan posisi dominan 
yang terdapat dalam Hukum Persai- 
ngan Usaha masing-masing diatur 
dalam Pasal 17 dan Pasal 25. Dengan 
menggunakan pendekatan rule of 
reason larangan penguasaan pangsa 
pasar sebesar 50% didalam Pasal 17 
dan 59% serta 75% didalam Pasal 25 
dirasakan terlalu besar(Anggraini, 
2010 : 474). Sebab penguasaan pasar 
bukan merupakan pelanggaran 
hukum anti monopoli, jika  posisi 
tersebut dapat juga diraih melalui 
aktivitas monopoli alamiah atau legal 
berdasarkan persaingan pasar yang 
fair dan sehat(Gellhor dan Kovacic, 
1994 : 121-122)
3.2.  Perkara Nomor 03/KPPU-L 
/2004 tentang Pengadaan Holo-
gram Pita Cukai oleh PT. Pura 
Nusapersada
Kasus ini berawal dari laporan 
yang diterima KPPU tertanggal 19 
Januari 2004. Dua perusahaan 
sebagai terlapor I dan II diduga 
melakukan kesepakatan dalam 
rangka  pengadaan hologram pita  
cukai. Terlapor I adalah   Perusahaan 
Umum Percetakan Uang Republik 
Indonesia (Perum Peruri) dan Ter- 
lapor II adalahPT Pura Nusapersada. 
Kedua perusahaanmembuat kesepa-
katan bahwa pasokan hologram pita 
cukai kepada Perum Peruri selama 
ini akan dilakukan olehPT Pura Nu- 
sapersada saja.
Kesepakatan mereka buat pada 
tanggal9 Mei 1995 tertuang dalam 
Surat Perjanjian Nomor SP-302/V/ 
1995/204/DM/V/95. Kesepakatan itu 
tidak ada batas waktunya serta telah 
mendapat persetujuan dari oleh 
Ditjen Bea dan Cukai pada tahun 
1995. Adanya perjanjian tersebut 
menyebabkan penguasaan produksi 
hologrampita cukai rokok terpusat 
pada satu pelaku usaha saja yaitu PT 
Pura Nusapersada. Akibatnya PT 
Pura Nusapersada akan menjadi 
pemasok tunggal hologram pitacukai 
pada Perusahaan Umum Percetakan 
Uang Republik Indonesia (Perum 
Peruri) sementara pelaku usaha lain 
yang sejenis sulit masuk menjadi 
pemasok hologram pita cukai kepada 
Perum Peruri. Ini artinya didalam 
pasar  bidang cetak hologram pitacu-
kai telah terjadi hambatan masuk 
(barrier to entry) yang diciptakan 
oleh pelaku usaha yang sangat berpe-
luang menimbulkan  terjadinya prak-
tik monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat yang dilarang oleh 
hukum persaingan usaha.
Oleh sebab itulah KPPU kemudi-
an melakukan serangkaian pemerik-
saan pendahuluan untuk mendapat-
kan bukti-bukti yang diperlukan. 
Setelah dilakukan beberapa kali 
pemeriksaan pendahuluan yaitu pada 
tanggal 17 Maret 2004, 19 Maret 
2004, dan 1 April 2004 Tim Pemerik-
sa menemukan adanya indikasi 
pelanggaran terhadap ketentuan 
Pasal 17 ayat (1), Pasal17 ayat (2) 
huruf b dan Pasal 25 ayat (1) huruf c 
UUPU.
Pemeriksaan pendahuluan dilaku-
kan terhadap Pelapor, Terlapor I dan 
Terlapor II.dan Ditjen Bea dan 
Cukai. Dari serangkaian pemerik-
saan pendahuluan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa 1). Pelapor me- 
rupakan badan usaha yang mempro-
duksi hologram tetapi masih mulai 
memasarankan dan belum melaku-
kan usaha komersiil, 2). Terlapor I 
mempunyai tugas untuk mencetak 
uang kertas dan uang logam serta 
mencetak dokumen sekuriti yang 
menyangkut keamanan negara.Ter- 
lapor I mengikutsertakan Terlapor II 
dalam hal mencetak dan melekatkan 
hologram pada pita cukai, 3). Ter- 
lapor II memiliki kegiatan mempro-
duksi hologram pitacukai dan memi-
liki pesaing potensial  PT Mitra 
Sakti, PT Sumber Cakung, PT Royal 
Standar, PT Semarang Packaging 
Industry. Terlapor II tidak keberatan 
jika dilakukan tender dalam 
pengadaan hologram pita cukai, 4). 
Ditjen Bea dan Cukai menyatakan 
bahwa perjanjian tersebut dapat 
dibatalkan selanjutnya melalui 
tender dengan syarat-syarat tertentu 
asalkan ada jaminan kepastian keter-
sediaan pita cukai. Ditjen Bea dan 
Cukai juga menegaskan bahwa 
pengadaan pita cukai berhologram 
tidak dilakukan melalui konsorsium 
karena pengawasannya sulit.
Setelah melakukan Pemeriksaan 
Pendahuluan, akhirnya  Tim Peme- 
riksa berkesimpulan bahwa terdapat 
indikasi adanya pelanggaran terha-
dap ketentuan Pasal 17 ayat (1), 
Pasal , 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 
25 ayat (1) huruf c UUPU. Pasal 17 
menentukan adanya praktik monopo-
li dan Pasal 25 tentang penyalahgu-
naan posisi dominan oleh Terlapor I 
dan Terlapor II.
Oleh karena itu, Tim Pemeriksa 
merekomendasikan agar pemerik-
saan dilanjutkan ke Pemeriksaan 
Lanjutan dengan alasan bahwa 
kegiatan yang dilakukanoleh PT Pura 
Nusapersadasebagai Terlapor II 
adalah akibat adanya perjanjian 
kerjasama pengadaan hologrampita 
cukai antara Perum Peruri danPT 
Pura Nusapersadatelah menyebab-
kan timbulnya hambatan masuk 
(entry barrier) bagi produsenholo-
gram lain yang berpeluang menim-
bulkan praktik monopoli. Atas dasar 
rekomendasi Tim Pemeriksa terse-
but, KPPU mengeluarkan Penetapan 
Komisi Nomor 08/PEN/KP-
PU/IV/2004 tanggal 6 April2004 
untuk melanjutkan Perkara Nomor 
03/KPPU-L/2004 ke Pemeriksaan 
Lanjutanterhitung sejak tanggal 6 
April 2004 sampai dengan tanggal 2 
Juli 2004.
Pemeriksaan Lanjutan telah 
beberapa dilakukan oleh Komisi 
antara lain pada tanggal 17 Mei 
2004, 24 Mei 2004, 31 Mei 2004, 8 
Juni 2004,9 Juni 2004,dan 10 Juni 
2004.  Selama tahap pemeriksaan 
lanjutan  diperiksa tiga buah perusa-
haan hologram pitacuka sebagai 
saksi, Ditjen Bea dan Cukai dan 
Botasupal (Badan Koordinasi Pem-
berantasan Uang Palsu). Dari  
serangkaian pemeriksaan lanjutan 
dapat disimpulkan berikut ini : 1).  
Para Saksi   pada umumnya adalah  
perusahaan yang bergerak dalam 
bidang usaha percetakan hologram 
pitacukai dan atau percetakan biasa, 
percetakan dokumen sekuriti seperti 
materai, akte perkawinan dan buku 
nikah serta percetakan hologram 
untuk plat nomor kendaraan bermo-
tor dan cap-cap tiga dimensi, 
2).Botasupal memiliki tugas dan 
wewenang melakukan pengawasan 
dan pembinaan terhadap percetakan 
dokumen sekuriti serta memberikan 
ijin dan rekomnedasi kepada produ-
sen dan distributor hologram. Bota-
supal belum memberikan rekomen-
dasi ijin usaha/operasi dokumen 
sekuriti kepada Pelapor dengan 
alasan Pelapor masih mengambil 
mesin master dari luar negeri, 3). 
Terlapor II menerangkan bahwa 
tidak bersedia menempatkan mesin 
cetak dan pelekatan hologram pada 
Terlapor I dengan alasan Terlapor II 
tidak dapatmengembangkan teknolo-
gi hologram dan akan terjadi 
inefisiensi serta sebenarnya tidak 
keberatan untuk mengubah perjanji-
an Tahun 1995 apabila bertentangan 
dengan Undang-undang Nomor 5 
Tahun1999, 4). Terlapor I, Terlapor II 
dan Ditjen Bea dan Cukai serta PT 
KertasPadalarang telah mengadakan 
pertemuan yang menyepakati peru-
bahanperjanjian Pengadaan Holo-
gram untuk Cetakan Pita Cukai.
Proses produksi pita cukai 
berhologram dalam praktiknya tidak 
efisien karena pita cukai berholo-
gram tidak dibuat sepenuhnya oleh 
Terlapor I, tetapi ada bagian seperti 
hologramdibuat oleh Terlapor II dan 
pada bagian kertas pita cukai dibuat 
oleh PT Kertas Padalarang. Perma- 
salahan pokok dalam dalam 
pengadaan pita cukai berhologram 
sebenarnya lebih banyak karena 
keterlambatan pengiriman dan atas 
keterlambatantersebut Perum Peruri  
dikenakan penalti sehingga  Ditjen 
Bea dan Cukai sebenarnya setuju 
apabila pengadaan hologram pita 
cukai terbuka melalui tender namun 
kendalanya adalah adanya perjanjian 
ekslusif antara Terlapor I  dan Ter- 
lapor II, sedangkan kewenangan 
untuk membatalkan perjanjian terse-
but bukan beradapada Ditjen Bea dan 
Cukai tetapi berada pada kedua pihak 
yang melakukan perjanjian..
Botasupal telah memberikan 
rekomendasi ijin usaha/operasi 
dokumensekuriti kepada 5 (lima) 
perusahaan hologram yaitu PT 
Sumber Cakung, PTKarya Aroma 
Sejati, PT Royal Standar, PT Pura 
Barutama dan PT Pura Nusapersada 
selaku pabrik hologram serta satu 
agen hologram yaitu PT. Mitra 
Sakti.. Sedangkan perusahaan holo-
gram yang dapat memenuhi seluruh-
kebutuhan hologram pita cukai yang 
berjumlah 17 (tujuh belas) Milyar 
keping hanya 2 (dua) perusahaan 
yaitu PT Pura Nusapersada dan PT 
Karya Aroma Sejati.
Berdasarkan bukti-bukti dan fakta 
hukum yang ada, maka Majelis 
Komisi menutuskan : Perum Peruri 
sebagai Terlapor I dan PT Pura Nu- 
sapersada sebagai Terlapor II terbuk-
ti secara sah dan meyakinkan me- 
langgar pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) 
huruf b Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1999, namun  tidak terbukti 
melanggar pasal 25 ayat (1) huruf c. 
Selanjutnya memerintahkan kepada 
Terlapor I dan Terlapor II untuk 
menghentikan kegiatanyang menga-
kibatkan terjadinya praktik monopoli 
dan atau persaingan usaha tidaksehat 
dalam pengadaan hologram pada pita 
cukai dengan cara membatalkan 
SuratPerjanjian Nomor SP-302/V/ 
1995. Juga memerintahkan kepada 
Terlapor I untuk membuka pasar 
pengadaan hologram pada pita cukai 
dengan memberikan kesempatan 
yang sama kepada setiap pelaku 
usaha untuk turut serta dalam 
pengadaan hologram pada pita cukai 
melalui tender yang terbuka dan 
transparan, selambat-lambatnya un- 
tuk pengadaan hologram pada pita 
cukai tahun anggaran 2005.
Analisis putusan dari perkara 
diatas sebagai berikut : 1). Perum 
Peruri dan PT Pura Nusapersada 
terbukti melakukan praktik praktik 
monopoli, 2). Perum Peruri dan PT 
Pura Nusapersada melanggar Pasal 
17 ayat (1 dan (2) huruf b, 3). Perum 
Peruri dan PT bagi pelaku usaha lain 
yang Pura Nusapersada menciptakan 
hambatan masuk hendak ikut tender.
Simpulan
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terhadap prinsip larangan praktik 
monopoli dalam memutus perkara 
persaingan usaha didasarkan pada 
ada tidaknya kepentingan umum 
(public interest) yang dirugikan oleh 
pelaku usaha. Pertimbangan hakim 
(ratio decidendi) komisioner untuk 
menetapkan pelanggaran terhadap 
prinsip larangan praktik monopoli 
adalah adanya unsur pasal 17 ayat (2) 
UUPU yang meliputi: a)non substitu-
tion; b) barrier to entry; c) dan 
market share. Dalam beberapa perka-
ra persaingan usaha KPPU telah 
menerapkan prinsip tersebut sebagai 
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